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KATA PENGANTAR 

.. Buku yaJtg herisi 1aporan tentang kehijaksanaan pend!dikan .sehe-, 

1um · ma~a· kemerdekaan sangat1angka dipero1eh d.i negara kita. La,poran · 

seper.ti . itu patut dite1iti untuk dijadikan hahan pemikiran mengenai 

keadaan pendidikan kita haik masa , kini maupun .di masa . y~ng akari ,da­

tang. 

:: Untuk tujuan itu pilihan jatuh kepada huku ~erjudu1 "Het Onder­

wijs-heleid In Neder1ands-Indie, 1900-1940" (= Kehijaksanaan Pendi­

dikap di Hindia-Be1anda 1900-1940) karya Dr • . S.L.van der Wa1, s~orang_ 

guru ·hesar sejarah Indonesia (khususnya sej,ak 1900 hingga kini) pada 

"Rijks-universit.eit Utrecht" di negeri Be1anda. Buku tersehut hukan-

1ah sekedar . hu~u bacaan , tetapi suatu puh1ika,si sumher yang memuat · 

do!wmen-dokumen mengenai suFat-men~rat antara tokoh-tokoh puncak di 

negeri Be1anda dan Hindia-Be1anda, semuanya da1am hidang kehijaksana­

an pendid,ikan. · Oleh k.;:trena .itu sistimat;ikanya . tidak ~enurut materi 

mengenai sesuatu pokok persoa1an, tetapi disusun. sesuai dengan urut­

t;rutan peristiwa secara krono1ogis. Kare~a terhatasnya waktu yang 

ters.edia maka ,, huku. :ini tidak diterjemahkan secara menyeluruh, . tetapi 

disadur sed.emikian rupa sehingga inti persoalan tidak terganggu dan 

· P~:'fbaca dapat mempero1eh gamharan yang jelas mengenai pemikiran, ke­

putusan serta langkah-1angkah yang ditempuh oleh .tokoh-tokoh dan pe­

jahat-pejahat ~elanda dan Hindia-Belanda pada jamannya. 

Sudah harang tentu saduran ini masih hanyak terikat kepada tata­

hahasa dan susunan kalimat hahasa aselinya, sehingga kadang-kadang 

terasa agak janggal hila dilihat dari kacamata hahasa Indonesia. Hal 

ini sulit dihindar,kan karena dikhawatirkan bahwa saduran behas akan 

dapar me~gahurkan makna daripada isi yang sebenarnya. 

Untuk memperoleh gambaran mengenai hierakhie dan urut-urutan .. ·:. 
pertanggungan-jawah dalam sistim ketata-negaraan dan pemerintahan di 

Hindia-Belanda serta s:i.stim persekolahan pada jaman itu dilampirkan 

hagan dan penjelasan seperlunya agar pemhaca dapat mengikuti saduran 

ini dengan saksama. 
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Saduran ini diterbitkan da1am dua huku. Buku I berisi dokumen­

tasi .s~rat-me~yurat . ye.~ ber1angsung antara tahun 1900 da.n ~913/1914. 

Dokume.ntasi ' t:erse-but .ant4r.a . . :l.a:J.p . .memuat materi mengenai pendidikan 
: · .- ." ; ·, ': .. r· ; .,.~ .. ·; •r ,,.·, . . ;_ . ... : .r .' .. ·! .· ·,:;: :'< • ";.. · ~ ·:· .);·:· ,' '·· ·::• ~ ~. I -::.' ~ ·· 

pertanie.n,~ teknik'9 ·· ,s.eko1ah-s.e~<:>l.?h ,~nt~k anak-anak gadis Bumiputera, 
. • . ' · ., ·, · ' . ' } , .. , .: · : i: 1! ~ ' .; :.., ·:. . ' · •· - ~· r . . · • ' 

dan :.C1na. , · D.ian~a:;aqy~_; ;Y.a.J.19,_, _s~~$.at:; m~rtaf,ik ~~ai~h b~h~~ ;:.~r'~~~- s~~~h · 
mu1ai '· mengadakan .· : eksper,ipl~njlan, ,- ~~n':l,~tian rnengenai kebutuhan yang ·· 

mendesak akan seko~eh dasar, . (des~) dj: Ind,onesi~ ' sej~k . 70~80 tahuri · · 

yang 1a-+l\., · yang · .. htngga . kin_i ma.sih t!lerupakan, masa1ah yang hangat. 
. · · ~ .. 

' • ' 

Buku· 1~r;I;- ine1iput.i'do\<um~~ta~i ~nta~a _ tah~n l,-~l~Jt9i4 hingg~. tahun 1940~ 
: ' • . • • ~-~ ' • • r • • ' . 

Bu~ti ·L:" ini ,- antera la;;i.~ ~pembahas _ .lll;~n.g~ai pendid,ikan· tinggi~ pendi-' 
. ' . _ ... _... . . ' . . •. . . : . ~ . . . 

dikan guru~ · sekolah peralih~n ("sclw.kel-:-schoo1") 9 perpustakaan rakyat 
. . I -~ - ~ I. ' . .,. . 

dan · bahkan· mengenai organisasi pemuda yang diliputi oleh gagasan-ga-
. t :- ' ! 1 :· • : . . 

gasan ·· kebangs.aan yang sangat;, di.khawatirkan oleh Penierintah Belanda 
. -" . ' ... . . . .~ . ~ .. ~ . : 

pada WaktU itu.:,, ' <, · I •. ; .. , ,, , r .'• " , , 

Dengan selE;)sainya peny~dtn::~p buku. ! . ~ersebuf,. di atas, sudah pada 

tempatnya kami.. meny.ampaikpn rasa terima kasih kepada para penyadur 
:· .~: j i 

yaitu Sdr..; Sumar,s~no Mesto.ko danAc~ad. ~asuki da'!:::i !KIP Bandurig. 

; ·.Mudah..:..mudahan . bu~u yang diter.bitkan untuk lingkungan terb~·ta~ 
. . ~ . . • ' . ! ; . .. ' : . 

ini.. dapat . merupakan sumbangan yang berarti 9 khususnya bagi para "pe- · · 

nytis'un ~keq,ijaksanaann dan :'peng.ambil kef?\ltusan" da1am bidang pend!- · 

dikan, tguna menentuk~n langk,al:l di inpsa depan. · . ,. 

' . 

Se1ain' itu, ~mi masih :mengh,arapkan sara-n-saran untuk perbaikan pJii.f.l· 

nerbitan kami selanju.tnya. :.• i., . 

' .. . JAKARTA, ,DESEMBER 1977 
. I ~ . . .·; . 

, . . 
" .11.: • '• I, · fj;s. KepaJ.a Pusat ~.E[ngolahan Data 

.. ' . ' . . ' 
St~ati,~tik dan ,l~onsepsi, 

::1 . ~\ 
~ .. 

. ~?t~3? --
SOENARDI RBNBWISROYO 

.·. r 

NIP. 130427530 ' ' .. , .. .. 
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BENTUK DAN SUSUNAN KETATANEGARAAN DAN TATA PEMERINTAHAN 

DI NEGERI BELAND.£\ DAN HINDIA BELANDA: 

( 1900 - 1940 ) 

I. Negeri Belanda 

Karena lUndia--Belanda merupakan bagian dari K~rajaan Belanda9 

maka dengan sendirinya apabila kita hendak membicarakan Hindia-Be- . 

landa dalam kurun v1aktu antara 1900-1940 · tidak boleh tidak negeri 
' 

Belanda sebagai pusat pemerintahan harus disinggung juga. 
: • 

Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan konstitusionil (mcnar-

khi konstitusionil) artinya suatu negara yang dikepalai oleh ~e­

orang Raja atau Ratu yang kekuasaannya dibatasi oleh kons~itusi. 

Raja atau Ratu adalah kepala negara · sedangkan pemerintahan sehari­

hari dijalankan oleh para menteri yang berjumlah sepuluh orang dan 

diketuai oleh perdana menteri. Tiap menteri termasuk perdana men­

teri memimpin satu departemen, diantaranya ada departemen (urusan) 

daerah jajahan (depa rtement van Kolonien). 

Pemerintah dalam hal ini para menteri yang duduk dalam satu kabinet 

merupakan pencerrnihan dari suara terbanyak dalam Dewan Perwakilan 

Rakyat (Staten--Generaal). Dengan kata lain para anggauta kabinet 

itu diangkat dan Jiberhentikan oleh Raja (Ratu) tetapi bertanggune 

jawab kepada DPR rnengenai jalannya pemerintahan. 

Lernbaga DPR menggunakan sistim bikarneral, artinya terdapat dua ba­

dan yaitu Eerste Kamer (majelis tinggi) yang bertugas rneneliti dan 

mengawasi majelis rencah, disarnping rnempunyai kekuasaan perundang­

undangan, dan Tweede Kamer (majelis rendah) yang rnengontrol jalan­

nya pernerintahan dan pemegang · kekuasaan utama dalam bidang per­

undang-undangan. 

Daerah-·daerah jajahan Belanda yaitu Hindia-Belanda, Suriname, 

dan Curac;ao diatur dan diawasi oleh Menteri (urusan) Daerah Jajahan. 

Oleh karena itu Wali Ner:;ara dalam hal ini Gub2rnur Jenderal Hindia­

Belanda bertanggung jawab kepada Raja (Ratu) melalui Menteri Jajahan 

v 



vi 

meng~n.a~.~ ,~~g{\1~ ·· .se.$U<!!:~n:Yfi '·:yaJ:ig J;?erhaburtgari dengan · Hindia-Belanda. 

Seperti telah ._d:ik,ev,n)lg:tk.;iii ''p_~rt$'nggunganJJawab Menteri yang sebenar-- .. . ,. . . . 

nya adalah kepada DPR. 

II. Hincia-Belanda 

Pcmertntahan di Indonesia dikepalai oleh seorang wali negara 

(land~voogd) yan.g berpangkat Gubernur Jen:deral. .: Dalam melaksanakan 

pemerintehcn sehar;i.-hari dibantu oleh delapan kepala departemen (di­

rektur) b?serta staf dan pembantu-pembantunya. 

Departemen-dep~rtemen tersebut adalah~ 

1, . pepar temen , }\ehakiman 

2. O~pa1.t2m~n -Keuangart 

3. Departemen Pemerintahan Dalam Negeri 
*) 4:• · D~parte..men Pen:iidikan~ · Agama 9 dan Keraj irian 

- . **) 5. Departemen U:rusan. Ekonom:t , 
***) 6. Departemen Perhubungan .dan Pengairan: 

7., Departemen Peperangan 

8. Departemen Y...arine (Angkatan Laut) 

Gub~rm~r .Jer!deral diangkat untuk waktu yang tidak terbatas 9 tetapi 

meauru.t kebiasa&n yang berlaku tenggang waktu jabatannya adalah 5 ta-

hun. Dalain melakukan tugasnya ia dibantu oleh satu lembaga yaitu Se­

k~~tariat Umurn (Algemene Secretarie) dengan beberapa Sekretaris nega-

ra (Gouvernements-Secretarissen). Mereka in~ menjalankan tugas pem-
~ - . . 

bantuan yang bersHat teknis untuk kelancaran pekerjaan Gubernur Jen­

deral. ' Tetapi sejak tahun 1918 · l~b~ga , ini di:in para sekretarisnya 

mulai lcurang berperan dalam pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu 
----·~--

·*) , Pac,la ' 1.:ahUh' 1912 Departemeh P .A.K~ diganti menjadi Departemen 
Pendidikan dan Agama (Departement van Onderwijs en Eredienst). 

*~1:) Ur'Usan Ekonomi mel~_puti pertanian, · perikanan, kedokteran · hewan, 
' k:erajinan, kehutanan, perusahaan neg?ra~ perkebunan (taman) Ne­
gara Bqgor, perdagangan,>statistik, percetakan negara~ lembaga 
tera, 

***) 
·~. 

Per:1ubungan dan penga;iran. meliputi P.JKA 9 PTT, Bank Tabungan Pos, 
putt , petabuhan, penerb.angan, irigasi, jembatan dan jalan, peng­
a•-rasan jalan, gedung- gedung negara dan pertambangan 
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ada lembaga lain yangbernama Dewan Hindia (Raad van Indi~) yang ber­

tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur Jenderal dan mempunyai 
' 1'wewenartg pemerintahan sertali (medebesturende bevoegdheid). 

Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi perundang-undangan dan kontrol 

adalah Dewan Rakyat (Volksraad) yang ·dianggap "mewakili rakyat 11 Hin­

dia- :Belanda yang anggautany.: semul.;t mayoritas orang Belanda, tetapi 

kemudian berangsur-angsur diduduki oleh orang-orang Bumiputera. Se­

bagian besar anggautanya dipilih dan sebagian diangkat. 

Pe]-1.b1t di bawah Gubernur Jenderal adalah Gubernur, Residen;, -Bupati, 
:g ·:;{ • . . , "··' 
d'aif selanjutnya. Mulai dari Bupati ke bawah dijabat· oleh tokoh-tokoh 

dan pemuka Bumiputera. Tetapi Bupati selalu didampingi oleh seorang 

pejabat Eropa (Belandq) yaitu di pulau .Jawa dan Madura Asisten Resi­

den ~ dan di daerah seberang seorang Kontrolir. Di samping itu ter­

dapat pula pemuka Bumiputera yang berstatus Kepala Daerah Swapraja 

(Zelf-bestuurder) besar dan kecil ada yang setingkat Residen seperti 

Yogyak~Fta odan Surakarta dan ada pula setingkat Kabupaten atau lebih 

rendah, bahkan setingkat dengan desa. Kalau jabatan Bupati, Wedono, 

dsb. - diangkat oleh Pernerintah Hindia-Belanda, maka kepala s~apraja 

dijabat secara turun- temurun. 

Dalam hubungan itu maka dalam buku ini terdapat surat-menyurat 
I 

mengenai pendidikan di Hindia-Belanda antara pejabat-·pejabat yang 

relevan dengan masalah tersebut. Khususnya mengE.:nai pendidikan da­

sar ~ Departemen yang banyak terlibat selain Departemen Pendidikan , 

Agama, (dan Kerajinan) ialah Departemen Pemerintahan Dalam Negeri. 

Pejabat-pejabat yang ba nyak terlibat dalam surat-menyurat dalam buku 

ini antara lain Asisten Residen, Gubernur, Gubernur Jend eral, Direk­

tur P .A.K., Direktur P.D.N.? Sekretaris (Kelas I) , Menteri Jajahan, 

dll. Selain itu lembaga-· lembaga seperti Dewan Hindia, Dewan Rakyat, 

DPR (Staten Generaal) , dsb banyak pula, disebut-sebut. 

Dengan penguraian kami yang sekedarnya ini ~~mi harapkan para 

pembaca dapat memperoleh gambaran tentang susunan dan hirarkhi peme­

rintahan ;Hindia-Belanda pada waktu i.tu. 

( SM ) 
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fENDID~ TINGGt 

! I. 

65. Surat Direktur Peke'rjaan tlrilum (J. Homan van der Heide) kepada 

Gubernur Jendera1 (Idenburg), tangga1 27 Jam.ia"ri 1913 

nomoi:' 1()06/D 

Memenuhi perintah dalam surat Gubernur Jen?,ez:al tanggal 26 

Sep~~mber: _1913 nomor 26596 mengenai usul dari Perkumpu1an yniversi­

tas Hindia-Be1anda untuk mendirikan sebuah Seko1ah Teknik Tinggi 

(Technische Hooge Sc?oo1) di Betawi, Direktur Fek~rjaan Pmum m~nge­

mukakan pendapatnya sebagai berikut: 

Mf=_ngingat ke arab mana kemajuan Hindia Be1anda bergera~, maka 

pada waktunya pendidikan tinggi akan masuk ke sini dan, pertama-ta­

ma da1atn b£:ptuk pcndidikan tinggi teknik, med;i..s, dan juridis-admi­

nistratif. Apakah sekat:'ang sudah waktunya untuk meJldirikan seko1ah 

teknik tinggi, di sini? 

Dikemukakan, bahwa seko1ah teknik tinggi, j ika did.irikan, harus me,_ 

menuhi syarat sedemik5_aq. rupa, sehingga mutunya kira- kira sama 

tingginya. ~engan sekolah teknik tinggi yang ada di negeri. Be1anda, 

Jerman, Denmark, d.'ln Jepang~ sehingga. mereka yang di1ulus1can da,ri 

Seko1ah Teknik Tinggi Hindia-Bel,.anda da1am dunia teknik intern~.sio­

nal dapat dianggap s~bagai Insinyur penu~ dalam arti kata Erppa , 

kontinental dan bukan sebagai "Engineer" dalam _art;i. kata Inggris­

Amerika. . Sangat menyetujui, untuk mendir:Lkan sebuah "sekolah ting­

gi dalam nama' ' , karena akibat dan kerugian dari "sekolah tinggi da­

lam nama" yang tidak memenuhi syarat-syarat mutu yang ditentukan, 

pertama-tama akan menimpabekas murid-muridnya, meskipun diantara­

nya ada beberapa yang sangat baik. ~eseluruhannya mereka dalam be­

berapa hal rnengalami akib[',t~akibat dari kekurangan-kekurangan lem­

baga pendidikan yang mendidik mereka. 

Terutama di tanah _jajahan seperti Hindia-Belanda, akan menumbuhkan 

antagonisme (pertentangan) antarapara terpelajar kolonial, yang 

karena pendidikannya dipandang kurane berharga, dan para terpelajar. 

yang dididik di negeri Belanda. Antagonisme demikian, jil~ 

1 
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berkembang dalam kelas yang memimpin (golongan atas), akan dapat 

berbahaya, karena sebagai akibat;nya dalam lvaktu-lvaktu krisis akhir­

nya seluruh mesin pemerintahan dapat dilumpuhkan. 

Tuntutan pertama bagi Sekolah Teknik Tinggi cii sini ialah harus da­

pat dipandang c,~ebagai "bermutu penuh". Kemudian ada beberapa per­

soalan pokok yang perlu mendap<;tt peny_elesaian seperti: 

1. ~ebutuh~n tenaga kerja teknis yang berpendidikan tinggi untuk 

. ~?at sekarang dan untuk masa depan. 

2. Hemperoleh murid-murid yang dipersiapkan dengan cukup. 

3 •. ·Memperoleh tenaga-tenaga pengajar yang cakap. 

4. Penyesuaian Beta\>Ji (\~elt:evreden) untuk pendirian lembaga-lem­

baga pendidikan tinggi. 

5. Biayayang berhubungan dengan pendirian Sekolah Teknik Tinggi 

dan biaya lainnya~ yang dalam usul Perkumpulan Universitas 

Hindia Belanda tidak c.da atau tidak cukup penjelasannya. 

(Berdasarkan data-data mengenai 5 persoalan pokok di atas, maka 

disusunlah Nota mengenai rencana d.ari Perkumpulan Universitas 

Hindia Belanda. Dalam nota ini tidak dapat disetujui pendirian 

sekolah teknik tinggL Pengur~s Besar dari Perkumpulan Univer··· 

sitas Hindia Belanda tidak dapat menyangkal argumen yang dikemu­

kakan dalam Nota tersebut). Tidak dapat dianjurkan untuk menye­

diakan tiap tahun uang sebanyak setengah juta gulden, meskipun 

Perkumpulan Universitas Ilindia Belanda sanggup mengeluarkan bia­

ya untuk pembangunan gedune dan pengaturan pertan:a kira-kira se­

banyak satu juta gulden. 

Pendirian sekolah teknik tinggi baru akan dapat dipert imbang­

kan, segera sesudall Pendidikan 11enengah meluas juga di kalangan 

orang-orang Bumiputera dan Ci.na Peranakan dengan penyebaran yang · 

sedemikian, sehingga tiap tahun dapat diharapkan beberapa ratus ta­

matan H.B.S.S tahun . karena dengan demikian akan baru dapat diharap­

kan tiap tahun lima puluhan pendaftar barn untuk sekolah teknik 

tinggi~ 
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Perluasan . pendidik~ . nenengah, terutama dalam ·arti bahwa le­

bih banyak Bumiputera dan Cina Peranakan dapat ·ikut menikmati, me­

rupakan satu-satunya j alan yang dapat menuju ke pembultaan. sekolah 

teknik tinggi. 

66. Surat Direktur Pendidiknn dan Agama (G.A.J. Hazeu) kepada Gubernur 

Jenderal (Ide~burg) tanssal 27 Nopember 1914 nomor 23814 

Dengan surat Sekretaris Pemerintah Kelas I tangga1 ·4 Mei 1910 

nomor 985 kepada Direktur Pendidikan dan Agama iama (M.S. Koster), 

disampaikan satu eksemplar laporan rapat/Fe~impunan Hind::l..a Belan­

da di den Haag pada tanggal 1 Pebruari 1910 dan .. diparap 1I'enghubungi 

.dan mohon pendapat dari Penasehat Urusan Bumiputera, dan kemudian 

L1enyampaikan pendapatnya ten tang pikiran-pikiran dari C. Th. van De­

venter tentang pendidikari tinggi bagi Hindia Belanda yang dikemuka­

kart dalarn rapat umum tersebut. 

Yang menjabat Penasehat Urusan Bumiputera pada waktu itu Dr. Hazeu 

sendiri. Karena pemikiran tersebut mengenai persoa1an yang sangat 

penting dan penuh 11duri " dari politik pendidikan · di Hind:i.a Belan­

da, sebagian juga di negeri Belandaj maka pada waktu ' itu ia mera­

sa belum cukup mampu untuk memberikan nasehat yang cukup beralasan. 

Segera sesudah pengangkatannya sebagai Direktur Pendidikan dan Aga­

ma, maka Dr. Rinkes - Ajun Penasehat Urusan Bumiputera atas nama 

Dr. Hazeu telah metnenuhi perintah Gubernur Jenderal. 

Dalam suratnya kepada Direktur Pendidikan dan Aga~ 'tanggal 

19 Pebruari 1912 nomor 37, Dr.Rinkes ·hanya mengemukakan persetuju­

annya dengan pikiran Mr. Van Deventer pada um~~ya, tanpa memberi­

kan pandangan secara terperinci dan teliti. 

Dr. Hazeu, selaku Direktur Pendidikan dan Agania, akan memberi­

kan nasehat-nasehat lebih lanjut, segera sesudah ia dapat menyusun 

pendapatnya yang man tap mengenai masalah tersebut. 

Da1am usul-usul dan nasehat yang pernah diajukan kepada Guber­

nur Jenderal, ada hal-hal yang secara langsung atau tidak 1angsung 

menyangkut soal-soal mengenai masa1ah tersebut dan dari usul-usul 

itu dapat diketahui pendiriannya. 
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Pikiran Mr. Van Deventer dalam pokoknya dapat diringkas dalam 

8 persoalan sebagai berikut: 

ad.l Lama kelamaan di Hindia Belanda, se.perti di masyarakat yang 

maju lainnya, harus ada pendidikan tinggi. Pendidikan sede­

mikian perlu sekali a). untuk membentuk staf penyelidik ilmi­

. ah. yang ha:r;u~ . m~njadi pe~mpi_~ terpe.~aja:r: 4ar:L ba!:J.-gsanya ; 

b). untuk -~apat. memperol,_e;l1 orc;l.g.g-orang ya"Q:r terdig:i,k cukup 

ilmiah, untuk memangku j abatan ~ian pekerjaan yang tinggi. 

ad. 2 Sekarang beltnn masak waktunya untuk meng:adakan pendidikan 

ting~i di Hindia Belanda. Sambi! menunggu tibanya waktu itu, 

diharapkan supaya kepada pemud~ IH:ndia Belanda yang pa~ing 

berbakat diberi kesempatan untuk mengikt,Iti pendidikan tingsi 

di negeri Belanda. Jadi kepada pemuda Hindia Belanda harus 

·,diberi kemtn1gkinan . untuk . mempersiapkan diri di sini (Hindia 

Belanda) sedemikian, sehingga akan mampu mengikuti pendidikan 

tinggi di negeri Be!anda. 

Ad. 3 Sebagai lembaga persiapan pe_rguruan tinggi di sini (Hindia 

Belanda) diharap ja~gan dipilih Gynmasium. Gynma~ium ; tidak 

logis dan tidak praktis, karena di Hindia Belanda bahasa La-

tin dan bahasa Junani tidak perlu. Sebagai gan tiny a diharap 
.' ; 

mempergunakan H.B.S.S tahun yang sudah ada, yang diatur "se­

baik mungkin dan tepat 11
• 

Ad. 4 Dengan diploma akhir. )I.B. S. itu harus dapat memasuki semua 

universitas negeri Belanda dengan semua fakultasnya. t-fengenai 

pengetahuan bahasa Latin dan be.hasa Ju..1ani diharap supaya di­

serahkan kepada pemuda Hindia Belanda sendiri untuk mempela­

jari serta menguasainya, tanpa dituntut untuk menei!lpuh ujian 

tersendiri bahasa-bahasa . itu, kecuali untuk belajar Ilmu Aga­

ma (teologi) dan belajar kesusasteraan klasik. 

Ad.S Lebih lanjut - sebagai syarat kedua unt~f mencapai tujuan da­

lam ad.2 - diharap supaya kepada para lulusan sekolah kejuru­

an tinggi di Hindia Belanda, yang telah mencapai tingkat ke­

sei!Ipurnaan dan keilmiahan yang cukup, diberi kesempatan untuk 
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;nelanjutkan pelajarannya pada universitas di negeri Belanda, 

dengan pengertian bahwa mereka langsung diterima untuk pela­

j a ran doktoral. 

Hal ini sudah dilaksanakan terhadap dokter-dokter Hindia Be­

landa (lulusen Sekolah pendidikan dokter Bumiputera - STOVIA 

dan Sekolah Dokter Bumiputera - NIAS) yang di negeri Belanda 

langstmg diterima untuk ujian kedokteran teoritis. Di kemu­

dian hari; sedemikian itu akan diijinkan pula terhadap ahli 

hukum Bumiputera (lulusan Sekolah Pendidikan Ahli Hukum Hin~ 

dia Belanda) yang harus diterima untuk pelajaran doktoral di 

universitas negeri Belanda. 

Dengan cara yang serupa pula akan dapat diatur penyambungan 

~endidikan pertanian di Bogar dengan pendidikan pertanian 

tinggi negeri Belanda. 

Ad. 6 Dokter-dokter Hindia Belanda, di kemudian hari juga ahli-ahli 

hukurn, dll. terse but dalam ad. 5, harus dapat mempromovir di 

negeri Belanda. Sivil efek (Effectus civilis) dari tingkat 

doktoral yang bersangkutan, perlu berlaku hanya buat Hindia 

Belanda, tidak buet negeri Belanda. 

Ad.7 Karena dipandang penting sekali , bahwa Hindia Belanda selekas 

mtmgkin. harus dapat menyediakan ilmiawan dalam j umlah yang 

cukup banyak, untuk dapat membentuk kelompok yang dapat dise­

but "kelompok pilihan" dari pemimpin intelektuil, perintis, 

cendekiawan dalam arti yang baik, maka sangat diharapkan bah­

wa Pemerintah dan fihak-fihak GWasta kerja sama untuk secara 

finansiil mernungkinkan pemuda Hindia Belanda yang sungguh 

berbakat mendapat kesempatan belajar di sekolah tinggi negeri 

Belanda. 

Ad.8 Jika pada akhirnya telah terbentuk kelompok besar cendekiawan 

Hindie. Belanda, . yang saling membentuk rnasyarakat inteiektuil, 

yang pengaruhnya atas se-luruh masyarakat Hindia Belanda tidak 

dapat diungkiri, maka barulah tiba waktunya ontuk memberikan 

pendidikan tinggi kepada Hindia Belanda. 
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Lembaga pendidikan kejuruan ·yang sudah ada seperti sekolah-se­

kolah dokter (STOVIA dan lHAS), sekolah hukum .(Pechtsschool), 

sekolah pertania.n menengRh, dan sekolf1h teknik menengah, akan 

harus ditingkatkan lebih tingg:i, dan digabungkan j adi satu da­

lam Universitas Hindia Belanda. 

Dr. Hazeu menyatakan penghar~aan .. atas skema yang direncanakan 

oleh Mr. Van Deventer mengenai petkembangan secara beran~sur-ang­

sur dari pendidikan di Hindia Belarida sampai ke petLdidikan univer­

siter. Rencana Van Deventer ini sungguh-sungguh suatu rencana, 

yang jasanya tidak dapat di.ungkiri dan · dibuat menurut garis-garis 

yang tetap, dan membuka perspektif di . bidang perke~angan pendi­

dikan Hindia Beianda. 

Rencana tersebut tentu terbuka bagi bern.acam-macarn kritik. Bagi 

banyak orang pendidikan Hindia llelanda merupakan. jika tidak 11 rimba 

raya yang tak dapat dimasuki", ya 11 tempat sesatan yang membingung­

kan". 

Pendapat Dr. ·Hazeu mengenai 8 pokok soal tersebut di atas 

ada1ah sebagai betikut; 

1. Ad.l dapat disetujui sepenuhnya. '
1

Dalam hal ini· ia menunjukka.n 

suratnya tanggal 4 Nopember 1914 nomor 22166 yang berisi nase­

hat mengenai usul dari Perkumpu'1~n Universitas llindia Be1anda 

untuk mendirikan seko1ah teknik tinggi di Betawi. 

2. Ad.2 sesuai dengan pendapatnya, bahwa pendirian sekolah tinggi 

harus menunggu cukup adanya "bibit " • pemuda Hindia Be1anda yang 

tiap tai.1un J.ulus ujian akhir HBS 5 tahun at au uj ian lainnya 

yang dapat menasuki perguruan tinggi dalam j Ul!l1ah yang besar. 

Ia menu..""ljuk. suratnya tangga1 4 Nopember 1914 nomor 22166, su­

ratnya tangga1 21 Septei!'ber 1914 nomor 2324 yang memba1as surat 

Sekretaris Pe~erintah Kelas I tanggal 2 Juni 1914 nomor 10107 

mengenai kemtmgkinan akan didirikannya lei!'haga pendidikan 

teknik yang 1ebih dip~rluas. 
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Dalam surat terakhir ia antara lain mengemukakan: 

a. "----- kesempatan untuk menerima pertdidikan persiapan yang 

baik terlalu sedikit jumlahnya, untuk dapat me~erikan cu­

kup murid kepada lembaga-lembaga "pendidikan, yang menerima 

murid da):'.i.seko1ah yang bertingkat 1ebih rendah,". 
. ' 

b. "Perbaikan dal~ masalah tersebut hanya dapat -diharapkan, 

dengan memberikan kesempatan secara besar-besaran kepada 

orang-orang Bu~iputera dan Cina untuk selain menerima pen­

. didikan rendah yang diper1uas (HULO) juga dapat menerima 

pendidikan menengah, yang bersambungan dengan seko1ah-seko­

lah yang didirikan bagi mereka". 

Ia menunjuk suratnya tanggal 16 Maret 1914 no~r 5080, yang 

diputuskan dalam Surat Keputusan tanggal 19 Mei 1914 nomor 1. 

Menurut pendapatnya hal-hal yang dikemUkakan Mr. Van Deventer 

dalam ad.2 merupakan kewajiban Pemerintah, untuk mengusahakan de­

ngan sega1a sarana yang tersedia, supaya kepada pemuda-pemuda Hin­

dia Belanda yang berbakat dan dapat diterima diberikan kesempatan 

untuk menikmati pendidikan universiter di negeri Belanda. Peme­

rintah tidak boleh menghindari kewajiban ini. 

Bagaimana harus membuka kemungkinan UO:tuk mempersiapkan pemu­

da Hindia Belanda sehingga dapat diterima di pendidikan tinggi ne­

geri Belanda? 

Ada dua ja1an yang saling ber1awanan, yakni: 

1. Mendirikan di sini 1embaga yang sama dengan lembaga di nege­

ri Belanda untuk tujuan t:J.asuk universitas. 

2. Mengadakan ketentuan yang memungkinkan, bahwa kesempatan 

pendidikan di Hindia Be1anda yang sudah ada atau akan didi­

rikan, yang kira-kira sama tingginya dengan lembaga yang ada 

di negeri Belanda, dapat masuk ke sekolah-sekolah tinggi di 

negeri Belanda. 

Jika menempuh ja1an pertama, maka: 

1. Sistim pendidikan Hindia Be1anda akan tetap merUPakan tiruan 

dari sistim pendidikan di negeri Be1anda. 
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2. Diperlukan 2 (dua) sistim pendidikan, yaitu: 

a. s~stim pendi~ikan Eropa yang merupakan contoh dari sistim 

pendidikan di ~egeri Belanda; 

b. s~stim pendidikan Hindia Belanda yang diper.hitungkan de-

ngan kebutuhan or~g-orang Bumiputera dan Cina peran~1.: -:ar:.. 

Untuk menjelaskan mengenai apa yang dikemukakan terakhir (~) di 

atas, maka dengan teliti .dan panjang lebar (4 halanian) d:i.ur.:rlkc:;c 

sejarah terjadinya keadaan . sekarang dari pendidikan di H:i.r.di~ Be·· 

landa. 

Singkatnya keadaan sekarang dari pendldikan di Hindia Belan:i.:' 

(dengan tidak mengikutkan H.C.S. untuk Cina), · adalah seveL'ti ber­

ikut: 

1. E.L.S. (dengan bahasa Perancis dalam rencana pela:3ran) ya~g 

me rupakan copy E. L. S. di nege ri Be land a, dAngan s arnh tL-:tgan ke 

H.B.S.5 tahun yang rnerupakim tiruan juga dari H.B.S. di negE:·­

ri Belanda. 

2. lt.I.S. dengan rencana pelajaran yang diatur menurut kebatah~ 

an orang-orang Bumiputera. 

H.I.S. sampai akhir-akhir ini hanya bersambungan dengan Se­

kolah Pendidikan Pegalvai Pemerintah Bumiputera (OSVIA)· dan 

sekolah pendidikan guru Bumiputera (Inlandse Kweekschool). 

Sesudali reorganisasi bersambungan juga dengan MULO, tetaf-i 

tidak dengan Il.B.S. 

Sebelum reorganisasi MULO hanya menerima murid cari E.L.S" 

Melangsungkan dualisme di bidang pendidikan akan membawa bia­

ya yang sangat besar, yang sesungguhnya dapat dipergunakan urituk 

hal lain yang lebih berguna. Dualisme seharusnya segera dihentt­

kan, dan diusahakan unifikasi; sebagaimana ~iungkapkan dalam su­

ratnya tanggal 20 Nopember 1914 nomor 23349. Differensi pendidik­

an rendah semen tara masih belum dapat dihindarkan. Unifikasi per­

tama-tama harus ditujukan kepada pengaturan dan perluasan pengajar­

an rendah lanjutan (~UIT~O) dan pendidikan menensah. 

Ia mengusulkan supaya tiap keseu1patan dipergunakan •.'.r.tuk me:, ~~- ­

atur rencana pelajaran pada berbagai cabang pendidikan menurut 
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kebutuhan khas Hindia Belanda. Hal ini harus diperhatikan pula 

pada pemilihan alat-alat pelajaran. 

llaka dalam suratnya tanggal 16 Naret 1914 nomor 508 ia kemu­

kakan: 
II perkembangan dari semua cabang pendidikan supaya dengan 

kuat diusahakan ke arah 'Hindia Belanda', menuju ke sistim pen­

didikan yang melepaskan diri dari 'model' Belanda. Yang perta­

ma-tama ialah agar secara berangsur-angsur makin ban'yak memper­

hitungkan kebutuhan masyarakat Hindia Belanda dalam semua ca­

bangnya, dan terutama dengan kebutuhan penduduk Bumiputera". 

Ad.3 s/d ad.6 

Van Deventer memilih sebagai lembaga persiapan untuk sekolah 

tinggi negeri Belanda H.B.S.5 tahun dari tipe Belanda yang sudah 

ada di Hindia Belanda, yang diatur "sebaik mungkin dan tepat". 

Jadi kesimpulannya, bahwa ia tidak k~heratan untuk mengadakan pe­

rubahan di beberapa hal pada sekolah itu. 

Van .Deventer sama sekali tidak memperhitungkan, bahwa sekolah 

menengah sekarang (H.B.S.5 tahun) menurut kenyataan hanya dapat 

dicapai oleh pemuda Bumiputera dalam jumlah yan~ sangat kecil, ka­

rena sedikit sekali anak Bumipu~era dapat diterima di E.L.S. dengan 

bahasa Perancis dalam rencana pelajarannya. 

Hindia Belanda memerlukan pendidikan yang khas Hindia Belanda, maka · 

dari i tu H. B. S! - sebagian dari se kolah-sekolah 'i tu - harus diberi 

progr81'1 yang khas Hindia Belanda. 

Dengan cara lain memenuhi kebutuhan pendidikan menengah khas Hindia 

Belanda dengan membedkan kepada beberapa sekolah MULO sambungan 

dengan kursus lanjutan 2 atau 3 tahun. 

Van Deventer mengusulkan sunaya universitas di negeri Belanda mem­

berikan uluran (konsesi) kepada pemuda Hindia Belanda yang ingin 

memasukinya, dengan memberikan pembebasan dari ujian bahasa Latin 

dan Junani. Dr. Hazeu mengusulkan tambahan pembebasan pula bagi 

ujian bahasa Pera,ncis. 

Bahwa Van Deventer tidak akan menaruh keberatan ternyata dari ad.5 
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Van Deventer menginginkan agar pemuda Hindia Belanda dapat memasuki 

universitas di negeri Belanda rnelalui 2 jalan, yaitu ~ 

1. Mela1ui H.B.S.S tahun di sini, yang diploma akhirnya membuka 

jalan ke semua universitas se.rta semua fakultasnya, dan semua 

· · .: lembaga pendidikan tinggi lai~nya. 
2. Melalui sekolah menengah kejutuan Hindia Belanda, dan yartg 

· . .; · sudah mungkin melalui , STOVIA di Heltevh~den, dan dari NIAS di 

Surabaya (didirikan tahun 1913). (Lembaran Negara 1904 nomor 

487). Di · kcmudian hari_dari Sekolah Hukum Hindia Belanda 

(Rechtsschool) diharapkan untuk dapat trengikuti ujian doktoral 

hukum, dan begitu pula dari sekplah menengah pertanian Hindia 

Belanda ke sekolah pertanian tinggL di negeri Belanda. 

Van Deventer menginginkan, bahwa kefompok mahasiswa Hindia Belanda 

dapat memper:::>leh g>=lar doktor di . ne~eri Belanda (periksa ad. 6). 

Oleh beberapa fihak tertentu usul Van Deventer dipandang sa­

ngat revolusioner, ~ehingga menaruh keberatan, tetapi tidak mungkin 

mengemukakan keoeratannya, karena tidak mungkin mengadakan pernyata­

an yang berapi-api dan meyakinkan, yang dapat menarik kesimpulan, 

bahwa rencana Van Deventer membahayakan nama baik pendidikan di ne­

geri Belanda. Di samping itu tindakan dalam jiwa rencana Van De­

venter akan sangat menurunkan mutu pendidikan universiter negeri 

Beland a. 

Direktur Pendidikan dan Agama mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

sangat penting, yaitu apa yang akan1 terjadi~ jika tidak dilaksana-­

kan tindakan dalam jiwa Van Deventer? 

Universitas-universitas di negeri Belanda akan tertutup bagi seba­

gian besar pemuda Hindia B2landa. Lama-kelamaan akan sangat sukar 

. , . bahkan tidak mungkin, untuk memberikan pendidikan rendah .dan pendi­

d~kan menen~ah yang murni menurut model Belanda kepada pemuda Bumi­

putera, ya~g ~Bkin lama makin bertambah jumlahnya, karena dualitas 

yang ada di bidang pendidikan tidak hanya harus dipertahankan, akan 

tetapi juga he.rns sangat diperluas,, dengan mendiri.kan E.L.S. (dengan 

bahasa Perancis dalam rencana pelaj~rannya) dalam jumlah yang sangat 
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besar, atau harus mengajarkan bahasa Perancis di H.I.S. 

Kedua tindakan tersebut, mengingat keadaan personil yang tersedia, 

praktis tidak akan dapat dilaksanakan, dan lagi pula tidak diingin­

kan. 

Karena di masa dekat tidak akan ada Pendidikan Tinggi di Uindia Be­

landa, para terpelajar tidak akan dapat memenuhi keinginan rnereka 

memperoleh pendidikan tinggi Belanda, karena mendapatkan pintu-pin­

tu universitas di negeri Belanda tertutup bagi mereka. Hal ini 

akan menimbulkan kekesalan dan sakit hati yang makin bertambah di 

kalangan Bumiputera dan Cina peranakan. Dan tidak akan tinggal pa­

da sakit hati saja, mereka akan mengikuti contoh dari dokter··dokter 

Jawa Hindia Belanda, yang mengambil ujian dokter dan mempromovir di 

universitas 1uar negeri (negeri Be1gia atau Jerman). Mereka akan 

mencoba memperoleh pendidikan tinggi serta keuntungan materiil, in­

te1ektui1, dan sosia1 di lain tempat (di luar negeri), karena dito­

lak oleh Be1anda. Mereka terutama akan be1ajar lebih menda1am ba­

hasa Inggeris dan mengunjungi universitas luar negeri (jika tidak 

di Inggeris, juga di Cina, Jepang, India, Hesir). 

Bahaya ini bukan khaya1an saja, bahwa 1ama-kelamaan bahaya mengan­

cam kebudayaan Be1anda di Hindia Be1anda, karena seko1ah tinggi di 

Hongkong membuat propaganda ke arah terse but, juga Jepang sudah be­

kerja ke arah itu. 

Dr. Hazeu menunjuk apa yang ia kemukakan dalam suratnya tangga1 16 

~~ret 1914 nomor 5088 (ha1aman 10 dan berikutnya), dan terutama 

yang termuat da1am surat Hindia Be1anda tangga1 19 ~~ei 1914 no. 535. 

Sebe1um meno1ak pemuda Hindia Be1anda untuk selama-1ama~y(l da­

ri universitas di negeri Be1anda, harus diinsyafi kepentingan poli­

tik yang besar dari masalah ini, dan sangat diharap supaya seka1i 

lagi dipertimbangkan dengan baik-baik akibat dari peno1akan itu. 

Ia menyangsikan, apakah berbagai a1asan yang dikemukakan da1am 

pembicaraan dalam Majelis Rendah dari Dewan Perwakilan P..akyat tang­

gal 27-28 Januari 1914 yang menentang dilaksanakannya rencan~ Van 

Deventer, masih berlaku. 
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Ia yakin, bahwa mungkin sekali dapat ditemukan j alan yang tepat . 

untuk menyelesaikan masalah yang sungguh-sungguh hangat ini. Po-

koknya asal orang InBU insyaf Saja, bahHa hal itu merupakan keha­
! 

rusan. ' 

Dalam harapan, bahwa akan ada penyelesaian, ia banyak diper­

kuat, setelah ia mengetahui surat Henteri Urusan D~lam Negeri ke­

pada }1enteri Jajahan tanggal 31 Agustus 1914 bagian C nog~or 14355 

mengenai kemungkinan didirikannya kursus Gymnasium di Hindia Be­

landa. Menteri Cart van der Lind~n mengerJukakan, bahwa tindakafL 
' ' • ' > • 

yang akan dilaksm1akan di Hindia Belanda harus diarahkan kepada 

calon-calon A, karena akhir-akhir ini di negeri Belanda ada alir­

an yang bekerja keras untuk memberikan kemungkinan kepada mereka, 

yang telah lulus ujian akhir H.B.S.r5 tahun, untuk diterima di fa­

kultas kedokterart ' dan ·ilmu pasti-a~am. 
Usul tersebut dapat disetujui, dan diharapkan selanjutnya terben­

tuk kerja sama antara Pemerintah dengan prakarsa swasta. Perlu 

ia mengingatkan kemb-ali usaha Pemerintah untuk mempennudah dan 

memajukan dinas kepegawaian Hindia Belanda dengan memberikan bea-

siswa. 

f.ENDIDI!<AN BAG! ORANG - ORANG GINA 

,S~!<OLAII PBiWIDtKJ>J<l ;GURU .Cl1JA BEL}fiDA 

.fr!QLLANDSE QIINESE ImEEKSCHOOL} 

6 7. Pj. Direktur Pendidikan dan Agama (E. Horesco) kepada Gubernur 

Jen~eral (Idenburg) tanggal 8 Pebruari 1915 nomor 3206 

Dengan surat Sekretaris Pemerintah ~{elas I tanggal 27 Hopem­

ber 1'9'13 nomor 2 728 disampaikan kepada Direktur Pendidikan dan A­

gama lama (Dr. Hazeu) sebuah kut~pan dari i:lota dari Penaseha.t Pe­

merintah untuk Urusan Gina (pada wal-:.tu itu W.J. Oudendijk) tanggal 

20 Juli 1913 nomor 20 mengenai tintkan yang harus diambil demi 

kepentingan penduduk Gina~ dengan permohonan supaya Dr. llazeu 
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menyampaikan pandangan disertai dengaQusul-usul yang dirumuskan 

mengenai masalah te rsebut. Henurut Dr. Hazeu da1am suratnya tang­

gal 16 Desember 1912 nomor 2i791; pandangan yang penting dan usu1-

usu1 berjangkauan jauh dari Oudendijk itu meliputi persoa1an pen-;-

didikan bagi orang-orang Cina di Hindia Belanda. Surat ini disu-,. ,. ' 

sul dengan surat Sekretaris Pemerintah tanggal 12 Januari 1914. no­

mar 116. 

Satu bagian yang penting dari masalah itu . - yaitu mengenai 

peinberian pengajaran bahe.sa Cina padn sekolah ll.C.S. - sudah dipe­

nuhi tersendiri menurut keinginan Gubern~r Jenderal (lih~t surat 

kawat Menteri Jajahan tanggal 12 September·1914 bagian A1 nomor 
. .I 

31/2286). 

Dimohon perhatian Gubernur Jendera1 atas masalah lain yang 

disinggung dalam Nota Oudendijk tersebut, yaitu perlunya di Hindia 

Belanda didirikan sekolah guru untuk mendidik orang-orang Cina un­

tuk jabatan guru pada sekolah-sekolah H.C.S. 

Dalam suratnya tanggal 1 April 1914 nomor 6280 Dr Hazeu. menge­

mukakan, bahwa masalah itu akan dibicarakan dalam konperensi de­

ngan Oudendijk dan Van Wettum (almarhum, dan bekas Penasehat Urus­

an Cina & Jepang). Usul-usu1 mengcnai masalah itu akan diusahakan 

supaya tepat pada waktunya dapat disampaikan kepada Guber~ur Jen­

deral, sehingga mungkin seka1i dapat diperhitungkan dengan angga­

ran belanja tambahan · (sup1etoir) tahun 1915. Akan tetapi dikemu­

kakan juga~ bahwa sej auh mungkin sebelumnya akan diselidiki lebih 

dahulu, apakah ada cukup banyak tamatan H.C.S. yang ingin d~terima 

untuk pendidikan guru. 

Dalam notanya Oudendijk mengemukakan, bah\~a karena ikut cam­

pur tangannya Perhimpunan Guru (Neder1ands Indisch Onderwijs Genoot­

schap = NIOG) sering tidak dapat diperoleh tenaga pengajar dalam 

jumlah yang clikup. Maka per1u diadakan pengadaan guru (rekrutering) 

sendiri di Hindia Be1anda, dengan mendiriknn sekolah guru. 

Hal tersebut sesuai dengan sistim, yang telah dit;er;i.pla .sebagai pe­

nye1esaian ma.sa1ah penyediaan personil untuk pendidikan model 
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Belanda kepada penduduk bukan Eropa di masa depan, yaitu dengan 
• 

~~ndidik tenaga-tenaga Bult'iputera untuk tugas yang sampai kini ha­

nya. dilakuka1;1 oleh guru-guru Eropa. Haka dari itu pikiran untuk 
) 

I. 
mendirikan sekolah guru Belanda Cina (Hollands Chinese Kweekschool 

"" H~C.K.) tidak perlu adanya dukuhgan lebih lanjut. 

·Alasan-alasan. ·yang menyebabkan didirikanriya Hogere Kweek­

school (H.K.S.) di Pu~vorejo berlaku pula bagi pendirian H.C.K. 

Perluasan pendidikan bagi orang-orang Cina tidak akan dapat dilak­

sanakan tanpa mempergunakan tenaga pengajar yang cakap yang berasal 
! .i.; 

dar! golongan penduduk itu senditi, karena tenaga pengajar Eropa 

saja! terlalu sedikit jumlahnya. 
\ ' ' 

Satu-satunya alasan mengapa H.C.K. belum dapat didirikan ter­

letak dalam jumlah calon murid rang cakap masih sangat kecil, kare­

na jumlah H.C.S. yang sudah tumbuh pentm masih kecil, dan kelas 7-

nya hanya sangat sedikit mud.dnya. t1aka dari itu diusulkan supaya 

ditangguhkan. 

Dalam tahun ajaran yang akan datang (1915/1916) akan diminta 

daftar baru dari calon~ca1on murid H.C.K. dari komisi sekolah yang 

bersangkutan, untuk mengetahui apakah H.C.K. akan sudah dapat di­

buka dalam tahUil ajilran 1916/1917. Jika sementara waktu itu telah · 

ternyata, bahwa Gubernur Jenderal menyetuj ui rencana tersebut dan 

Menteri Jajahan pada dasarnya menyatakan sedia untuk menyediakan 

dana yang diper1ukan dalam anggaran belanj a, segera sesudah diper­

oleh cukup ban yak calon yang cakap. 

Diharapkan Gubernur Jenderal mengadakan tukar pikiran dengan 

Menteri Jajahan mengenai masalah tersebut, sehingga jika disetujui 

dalam pembicaraan rencana ·anggaran belanja 1916 sudah dapat dikemu­

kakan beberapa penjelasan mengenai rencana sekolah guru tersebut. 

'· 68;. Nasehat Dewan Hindia Beland.~ tanggal 9 April 1915 nomor XXX 

Dewan setuju de~gan pendapat Pj. Direktur Pendidikan_dan Agama 

(suratnya tanggal 8 Pebruari 19U.4 nomor 3206), bahwa penyelesaian 

masala.l-} personil bagi sekolah H. C. S. harus dicari dalam pendidikan 
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tenaga ~alam nege_Fi untuk t1.,1gas y:ang tadinya khusus dilakukan oleh 
::: ····-

tenaga-tenaga Eropa • ... TE;!tapi itu ~ tidak berarti, bahwa pada dasarnya 

harus diputuskan untuk mendirikan H.C.K. tersendiri, sejajar dengan 

H.K.S. bagi guru-guru Bumiputera di Punyorejo. 

Menurut Detvan tujuan ter:sebut dap.at dicapai den·gan j alan lain 

yaitu mengubah supaya di sekolah pendidikan guru Bumiputera· dapat 

diterima murid-murid Cina (lulusan H.C.S.) 9an kemudian murid-murid 

Cina dari sekolah pendidikan guru Bumiputera dapat diterima di HKS. 

Menurut Dewan dalam tindakan. tersebut. di atas ada beberapa ke­

untungan, antara lain ialah: 

1. Karena dengan jalan demikian akan mel.angkah mendekati ' ;unifi­

kasi pendidikan ~endah , . yang pada akhirnya menuj u · ke arah se­

kolah buat semua kategori (golongan) penduduk. 

2. Konsekwensi keuangan akan sangnt l ebih kecil dari pada mendi­

rikan ll.C.K. tersendiri. 

3. Dengan demikian maka pendidikan bagi orang Cina untuk menjadi 

guru masih mung~dn, jika jurnlah calon murid ternyata terlalu 

sedikit untuk dijadikan alasan mendirikan sekolah tersendiri. 

4. Dengan pendidikan yang sama dalam lembaga pendidikan yang sa­

ma, maka jika perlu guru Cina lulusan H.K. S. ~dapat meJl.gajar 

di H.I.S. dan guru Bumiputera lulusan H.K.S. dapat mengajar 

di n.c.s. 
Berkali-kali dikemukakan, bahwa orang-orang Bumiputera dan Cina itu 

saling bersifat tidak dapat dipersatukan untuk dapat diterima di 

satu lembaga pendidikan • 
. , 
Sementara Dewan masih merag ukan , apakah keberatan itu sungguh-

sungguh ada, dan apakah dalam praktek sudalJ. ada bukti-bukti? 

Kenyataan memang ada, bahPa di H.I.S. yang terbuka juga bagi 

anak-anak Gina, belum ada murid Cina. Dengan sendirinya; di mana 

perididikan rencah Cina dapat dinil:mati di H.c.s. dan di sekolah Ci-,. 
na S\Jasta yang bar..yak jumlahnya, mereka lebih suka memilih sekolah 

itu dari pada H. I . S. , 

Lain halnya, jika pelalui jalap,_yang berkaitan dengan syarat 

untuk pengarigkatan di jabatan Pemerintah, seperti pengalaman Peme­

riritah di NIAS (Sekolah Dokter Bumiputera) di Surabaya • ...,._._ 

D. 
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69. Surat Pejabat Penasehat Urusan -~Eumiputera (G.A.J. Hazeu) kepada 

Pejabat Direktur Pendidikan dan Agama (K.F. Creutzberg) tanggal 

8 Desember 1916 nomor 289 

Henurut surat rahasia rj. Direktur Pendidikan dan Agam.a tang­

gal 9 Oktober 1916 nomor 402, kepada Ajun Inspektur Pendidikan Ra­

den Kam.il dan Has Budiardjo ketika diminta pendapatnya mengenai 

· - pikiran untuk mempergunakan H.K. S. untuk mendidik juga tenaga-te­

naga pengajar bagi H.C.S. Nasehat mereka dengan surat tersebut di 

atas disam.paikan kepada Pj. Penasehat Urusan Bumiputera dengan 

permohonan untuk diberi pendapat dan kesimpulan mengenai nasehat 

itu. Di kalangan para penguasa, yang telah mengadakan pandangan 

mengenai masala~ yang sangat penting itu terdapat banyak perb~daan 

pendapat. Maka ia mengira akan mendapat kesepakatan dalam nasehat 

kedua Ajun Inspektur Jawa itu, yang telah dimintai nasehat. Teta­

pi aneh sekali, bahwa pandangan-pandangan mereka sangat berlainan, 

bahkan saling bertentangan. 

Raden Kamil menentans pendidikan gabungan dari orang-orang 

Bumiputera dan Cina, sedangkan rekannya Has Budiardjo tidak kebe­

ratan dan akan menyambut dengan gembira pendidikan gabungan itu. 

Raden Kamil lebih tegas dan positif dalam keberatannya. Budiardjo 

akhirnya menganjurkan penerimaan orang-orang Cina itu "sementara 

sebagai percobaan, dan mengharap pemuda-pemuda Cina itu ditempat­

kan dalam. barigsal-bangsal tersendiri, terpisah dari pemuda-pemuda 

Bumiputera". 

Hazeu mengirimkan nasehat Kamil kepada Budiardjo, dan mengha­

rap supaya memberikan alasan-alas&l dari keberatannyu terhadap na­

sehat Kamil. Begitu pula nasehat Budiardjo disampaikan kepada Ka­

mil dengan permintaan serupa. 

Ternyata kedua-duanya tetap pada pendiriannya semula. PendA­

pat Kamil - yang banyak didasarkan atas pengamatan dalarn pr~tek 

kehidupan dan sesuai dengan kenyataan - mengatakan bahwa orang­

orang Bumiputera dan Cina untuk tidak rnengatakan saling bermusuhan, 

mereka saling bertentangan dengan tajam, dan tinggal bersarna dalarn 

satu asrama seperti di Purworejo akan rnengakibatkan ketegangan dan 

bentrokan. 
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Pendapat Budiardjo dalam suratnya tanggal 16 Nopember 1916 didasar­

kan .atas pengamatan , bahwa lapisan atas dari berbagai golongan pen­

duduk di sini makin lama makin saling mendekat, yang menurut penda­

patnya disebabkan oleh kenyataan , bahtJa di E. L. S., di . HULO dan di 

sekolah menengah diterima murid-murid dari berbagai bangsa. 

Tetapi menurut Jiazeu sa!ing pengertian dan penghargaan ·yang 

makin tumbuh itu han.ya "semu" belaka. Eereka saling mentol.erir, 

tetapi keadaan masih jauh, bahwa orang Eropa dan Cina memberi peng­

hargaan sepenuhnya dan sesungguhnya kepada orang-orang Bumiputera, 

meskipun mereka sama-sama mengunjungi sekol~h yang sama, bek~rja di 

cabang jawatan yang sama. Simpati timbal-balik di luar sekolah dan 

pekerjaan, belum ada dengan sungguh-sungguh, jika ada merupakan sa­

tu dua. kekecualian. Dalam banyak hal, yang satu ~erasa lebih ~ing­

gi daripada yang lain 9 meras a dihina jika dipersamakan denganBumi­

putera, dan menyakiti hati Bumiputera dengan tindakan dan sikap 

yang congkak dan angkuh. 

Kamil mengernukakan lebih lanjut dengan kata-kata lunak tetapi 

tegas, bah\-7a akhir-akhir ini seb~liknya dari pende~atan ternyata 

lebih banyak ada penjauhan ~ntara . orang-orang Btmliputera dan Cina. 

Praktek membuktikan bahwa Kamil benar. 

Akhir-akhir ini kesadaran diri dan kesadaran nasional dari 

penduduk Bumiputera telah turobuh dengan kuat. pakaian nasional, 

adat dan kebiasaan sendiri dan semuanya itu dihormati lagi, juga 

perasaan keagamaan bangkit kembali (periksalah surat penghantar la­

poran Konggres Sarekat Islam di Bandung). 

Hengenai hubungan orang Cina terhadap orang Bumiputera dapat 

dilihat dari surat Pj. Penasehat Urusan Cina (}:ouw) tanggal 2 Sep-
. : . . 

tember 1916 nomor 61/16. Dalarn surat itu Houw mengemukakan antara 

lain bahwa kemungkinan berhasilnya pendidikan gabungan di Purwore-
. . . ' 

jo sejalli: mengenai orang-orang Cina sama sekali tidak dapat diha­

rapkan. Oposisi akan sangat besar. lv!aksud paik dari Pemerintah, 

bagi pihak Cina akan diartikan sebagai politik tindakan reaksioner 

yang selalu berusai1a untuk rnembuat orang Cina menj adi Bumiputera 
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me1a1ui ja1an pendidikan. Untuk menghindari kekecewaan dari Peme­

rintah dan kepahitan rlari pihak Cina, maka diharap pikiran tentang 

p~ndidikan ga.bungan tenaga-tenaga pengajar Bumiputera dan Cina "di­

tingga1kan" saj a. 

Dengan demikian apa yang dikemukakan Raden Kamil itu betul. 

Raden Kamil merumuskan pendapat akhirnya: "Tabiat, adat, dan kebia­

saan mereka bedanya ter1a1u banyak, sehingga kedua bangsa itu tidak 

akan dapat hidup damai di bawah atap yang sama. 

Sehubungan dengan nasehat tersebut di at as maka' pendidikan ga­

bungan pengajar Bumiputera dan Cina untuk sementara waktu tidak da­

pat disetuj ui. 

70. Surat Gub.ernur Jenderal (Van Limburg Stirtml) kepada Henteri Jajahan 

(P1eijte) tangga1 4 April 1917 nomor 273/2 

Pj. Direktur Pendidik.:m dan Agama da1am suratnya tangga1 20 

Pebruari 1917 nomor 5181 - yang salinannya dikirimkan dengan 1apor-
. ·: ' ! 

an pos nomor 427 - mengingatkan kembali, bahwa di sini (Hindia Be-

landa) te1ah terja.di pertukaran pikiran yang panjang lebar mengenai 

bagaimana caranya mengatur pendidikan guru bagi sekolah-sekolah 

H.C.S. 

Dalam surat Sekretaris Pemerintah Kelas I te.ngga1 1 Desember 

1915 nomor 2973 ~ yang salinannya dikirimkan dengan 1aporan pos ta­

hun 1915 nomor 2320 - Gubernur Jenderal Idenburg menyetujui penda­

pat Dewan Hindia Belanda yang 1ebih suka memilih pendidikan gabung­

an dari orang-orang Bumiputera dt H.K.S. di Purworejo daripada pen­

didikan tersendiri di H.C.K. yang di.usulkan oleh Dr. Horesco (Pj. 

Direktur Pendidike.n dan Agama). 

Sekarang ternyata, bahwa Pj. Penasehat Urusan Bumiputera dan 

Pj. Penasehat Kepala Urusan Cina, menarlli1 keberatan terhadap renca­

na pendidikan gabungan itu. Hengingat nasehat-nasehat mereka dan 

juga nasehat Ajun Inspektur Pendidikan Bumiputera Raden Kamil, Pj. 

Direktur Pendidikan dan Agama dalam suratnya tersebut di atas, me­

nyat~.kan bahwa pendidikan gabungan pengajnr Bumiputera dan Cina 
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tidak mungkin dapat dilaksanakan, juga tidak sebagai percobaan, ka­

rena akan mempertaruhkan seluruh pendidikan tenaga pengaj ar Cina. 

Jika setelah beberapa vraktu percobaan akan ha-rus dihentikan, maka 

mungkin sekali akan lama sekali baru dapat dipikirkan untuk mena­

ngani sebuah pendidikan dengnn cara lain. Pendidikan tenaga peng­

ajar Cina dalam bentuk apapun. mungkin sekali akan tetap tercatat 

uagi yang berkepentingan sebagai usaha untuk membawa orang Cina se­

garis dengan orang Bumiputera, dan tidak akan dipercaya lagi, se­

hingga kerja s ama mereka tidak dapat lagi dihnropkan. 

Pj. Direktur Pendidikan dan Agama berpendapat, bahwa sebaiknya ke~ 

bali lagi pada keputusan yang telah diambil oleh Gubernur Jenderal 

lama, untuk mempertimbangkan memasukkan dalam rencana anggaran be­

lanja 1918 sejumlah. f.30.220.-- buat pendirian sekolah pendidikan 

guru Cina tersendiri. Jumlrut ini masih ditambah dengan pengeluaran 

untuk sewa ruang sekolah sementara yang .diper1ukan dan untuk pemon­

dokan murid-murid ~ pengeluaran mana akan diberatkan pada Bagian VII 

anggaran belanja. 

Dewan liindia Belanda, setelah didengar tentang usul-usul ini, 

menyatakan dalam uasehatnya tangga1 9 Maret 1916 nomor XIX - yang 

sa1inannya dilampirkan bersama ini - antara lain bahwa Dewan sedia 

tunduk padc kata-kata Mouw dan Hazeu, sehingga tidak · ada jalan lain 

kecuali mendirikan sekolah pendidikan terseqdiri bagi guru-guru Ci­

na, sebagaimana diusulkan oleh Pj. Direktur Pendidikan dan Agama. 

Bah~.ra Dewan merasa kurang pasti, apakah akan dapat diharapkan sedi­

kit hasil dari sekolah ini ~ yang seimbang dengan biayanya. 

Gubernur .Jenderal berpendapat bahwa sekolah pendidikan guru seperti 

yang dimaksud di sini perlu sekali diadakan dan segera, karena per­

luasan pendidikcn Cina Belanda sangat perlu sekali. 

Sekolah pendidikan guru itu akan dapat menyelesaikan masalah tenaga 

pengajar bagi pendidikan tersebut. Tidak dapat disa.ngsikan, bahwa 

orang-orang Cina yang berpikiran baik akan menghargai, bilamana Pe­

merintah memberikan bukti berusaha meluaskan pendidikan bagi anak­

anak ~reka. Meskipun masih harus .menunggu beberapa tahun lagi, 
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sebelum sekolah itu dapat menghasilkan guru-guru, kenyataan bahwa 

Pemerintah sudah mulai bertindak akan sangat dihargai. Jika Peme­

rintah tidak bertindak, dikhawatirkan bah'\-7a dari pihak penduduk 

Cina akan timbul lagi usru1a yang kuat untuk mendirikan sekolah yang 

me:r;eka inginkan bagi anak-'lllak mereka. 

Penangguhan lebih lama akan sangat berbahaya, dengan adanya bukti 

did.irikannya sebuah sek'olah Cina di bawah pimpinan seorang Inggeris 

di Semarang. 

~~ka dari itu Gubernur Jenderal dengan Direktur Pendidikan dan Aga­

ma mengusulkan supaya pada permulaan tahun ajaran Eropa 1917/1918 

(Juli 1917) sudah ha.rus dibuka sekolah pendidikan guru Cina, hila­

mana sudah ada cukup calon murid yang cakap. 

Dengan surat ini Gubernur Jenderal menjelaskan lebih lanjut kawat 

yang dikirimkan kepada Mented Jajahan, kawat nomor 9: 

"Continuation mail report Rembrandt Council agrees proposals 

Creutzberg establish trainingschool ch:!.nese teachers (.) 

consider opening school beginning July urgently desirable, 

please wire agreement". 

Dalam pasal 3 dari surat keputusannya tanggal sekarang (4 April 

1917) nomor 2 dengan nota perubahan pada Pos-pos mcreka da1am ren­

cana anggaran be1anja 1918 Gubernur Jenderal memberi kuasa kepada 

Pj. Direktur Pendidikan dan ~~ama dan Direktur Pekerjaan Umum untuk 

memperhitungkan penge1uaran bagi pendirian seko1ah pendidikan guru 

seperti tersebut di sini. 

PENDIDIKAN BAG! 

GAPIS-GAPIS BUMI.PUTERA -· PENPIDIKAN cuRU-GURU WANITA BUMIPUTERA 

71. Surat Pj. Direktur Pendidik~n dan Agama (K.F. Creutzberg) kepada 

Gubernur Jenderal (van Limburg Stirum) tanggal 16 Mei 1917 nomor 

13606 --
Da1am 10-20 tahun akhir-akhir ini penyediaan sarana pendidikan 

bagi orang-orang Bumiputera menjadi masa1ah yang sangat penting. 
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Berulang kali pada setiap perbincangan mengenai usaha untuk membuat 

rencana yang efekti£ agar dapat dipakai dan dilaksanakan untuk masa 

kini dan masa depan, selalu pertanyaan dikemukakan, dengan cara ba-
• r • • • • • 

gaimana akan dapat dipenuhi kebutuhan pendidikan bagi gadis-g;l.dis 

Bumiputera. Dalam tahun 1907 dan tahun 1909 diadakan angket menge­

nai masalah tersebut. Aksi pembuka jalan, yang dilakukan oleh al­

marhumah . Raden Ajeng Kartini» menambah kesadaran di mana-mana, bah­

wa tidak akan ada usaha untuk meninggikan tingkat intelektuil · dan 

s;osial dari penduduk Bumiputera yang akan mencapai tujuannya, sela­

ma wanita Bumipui:era tidal~ diikut sertakan dalam proses pendidikan 

itu. 

Diikut sertakannya dalam proses pendidikan membuat mereka sadar un­

tuk melakukan kewajibannya da1am keluarga lebih baik, pendidikannya 

membuat kesadaran diri-sendiri makin besar, yang keduanya merupakan 

syarat yang penting untuk kehidupan keluarga Bumiputera yang lebih 

erat, yang pada gi1irannya merupakan syarat mutlak (conditio sine 

qua non) bagi pendidikan seluruh rakyat ke arah kemajuan yang lebih 

besar~ tidak sedikit pula dalam hal ekonomi. 

Kesadaran ini telah terbukti bahwa sejak lama dengan masuknya murid 

murid W&<ita ke sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi penduduk 

Bumiputera. 

Bah;va sampai kini kesadar8Il itu belum sampai dapat menyebabkan 

didirikannya sekolah negeri bagi gadis-gadis Eumiputera, dan Peme­

rint&~ hanya membatasi diri dengan memberikan bantuan kepada apa 

yang telah dikerjakan oleh pihak s~.rasta. di bidang ini, hanya dise­

babkan karena ketidak pastian tentang cara bagaimana harus mengatur 

pendidikan di seko1ah-sekolah itu. 

Hemori penjelasan atas Rencana Anggaran llelanja Hindia Belanda 

tallUn 1914 - d:Lmana terdapat pula peraturan pemberian subsidi kepa­

da sekolah swasta bagi gadis-gadis Bumiputera, termuat da1am Lembar­

an Hegara 1914 non:or .592 - didahu1ui dengan pernyataan pemerintah 

secara terbuka sebagai berikut: 

"Karena hasil-hasil dari semua usaha untuk membawa penduduk Bumi­

putera ke tingkat kemajuru: yang lebih tinggi itu sebagian 
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t~I'besar tergantung dari ikut sertanya wanita Bumiputera dalam 

pros~s pendidikan, maka sekali lagi perlu dipertimbangkan dengan 

cara bagaimana dapat diatur kes empatan tersendiri untuk pendi­

dikan bagi gadis-gadis Bwnipute ~a1 : . 

Hasil penelitian yang dahulu kurang meyakinkan adanya kebutuhan 

akan pendidikan demikian, tetapi dalam tahun-tahun akhir ini ter­

dapat perubahan sangat besar, yang terbukti dalam kenyataan, bahwa 

di beberapa tempat oleh yang berl~epentingan sendiri telah dilakukan 

usaha untuk dengru1 kekuatnn sendiri mengadakan kesempatan pendidik­

an bagi gadis-gadis Bumiputera sebanyak mungkin. 

Tuj uan yang ingi n dicapai pad a umumnya ialah bukan semata-mata mem­

berikan kepada gadis-gadis Bumiput era pengetahuan sekolah yang sama 

dengan yang diperlukan bagi anak laki-laki, melainkan pendidikan 

" yang sederhana d;;m praktis, yang dclpat membentuk '"anita dan ibu 

yang baik dan beradab -- ,meskipun terutama di kalangan priyayi sa­

ngat dihargai pula untuk memberikan juga. sedikit pengetahuan bahasa 

Belanda kepada gadis--gadis Bumiputera, demi kepentingan kedudukan 

dan tugas kehidupan yang me:nunggu mereka. 

Prakarsa yang keluar dari masyarakat Bumiputera ini, belum dapat 

dianggap sesuatu yang menentukan terhadap pendirian sekolah oleh 

Pemerin.tah bagi gadis-gadis Bumiputera, karena lebih dahulu praktek 

harus menunj ukkan, apa yang harus dipakai sebagai ukuran (norm) 

pepgaturan sekolah dan rencana pelajaran. Tugas pemerintah untuk 

memberikan bantuan keuangan kepada prakar s a swasta supaya dapat me­

wujudkan __ cita-citanya sebagaimana mestiny a . 

Sekarang sesungguhnya sudah mungkin, untuk dengan memperguna­

kan pengalaman da~~i lemi:>aga-lembaga s tmsta dalam bidang pendidikan 

bagi gadis-gadis Bum:i.pute r <:c men en t~an, bagaimana car any a mengor­

ganisir pendidikan sedemik ian yang dib e rikan oleh Pemerintah, mes­

kipun di kemudian hari masih perlu dan dapat diperbaiki. 

Karena maksud surat ini sesungguhnya menyampaikan usul rencana 

.buat pendidikan sistematis bagi guru-guru wanita Bumiputera, maka · 

mengenai pendidikan ' rendah bagi gadis-gadis Bumiputera akan dibatasi 

pada hal-hal, yang pemutusannya harus didahulukan daripada rencana 

pendidikan guru , 
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Untuk memilih ti tik tolak yang tepat, maka harus diperhatikan 

tujuan ke mana pendidikan pemudi-pemudi Bumiputera 'akan dierp.hkan. 

Dipandang dari gambaran masyarakat Bumiputera sekerang, . akan sege­

ra disadari, bahlva dalc:m stadium kemajuan masyarakat sekarang - ke­

cuali j ika ada perubahan yang tidak tcrduga - bah\-la rnungkin masih 

beberapa tahun lagi, kebutuhan pendidikan bagi generasi mendatang 

laki-laki pada umumnya , e.kan lain sekali sifatnya daripada kebutuh­

an pendidikan generasi 1o1anita yang akan datang. 

Pendidikan sekolah bagi · ariak;-anak laki-laki Bumiputeta - meng-­

ingat care bagaimana hasrat pendidikan itu biasanya dinya.takat1 -

hanya dianggap . efektif, j ika ia roenuj u day a bertahan ekonomis yang 

lebih besar. Untuk sementara waktu pendidikan bagi gadis-gadis Bu­

lT'iputera belum perlu dengan sengaja diarahkan ke tuj uan :l.tu. Hal 

ini .sangat berbeda dengan di berbagai negeri Eropa, di mana hubung­

an masyarakat dari setengclt abed terakhir ini telah rnengarah sede­

mikian rupa sehingga wanita - juga dari kelas-kelas yang lebjh ba­

ik - makin lama rnakin harus sedia, l>ahwa ada kenmngkinan e.kan harus 

mencukupi kehidupanny& sendiri. Pengaturan pendidikan bagi gadis­

gadis Bumiputera di Hindia Belanda harus bertolak dari kenyataan, 

bahwa sekarang dan mungkin sekali dalam waktu yang masih jauh yang 

e.kan datang, tempatnya vJanita adalah di tengah-tengah keluarga. 

Perbedaan antara apa yang di perlukan anak Bumiputera laki-laki 

dan anak-anak Bumiputera perempuan untuk persiapan tugas kehidupan 

yang menunggu mereka dapat dilihat paling nyata, j ika rnemandang ke­

butuhan peudidikan dari golongan penduduk yang terkemuka. Jika di 

sekolah pendidikan dasar Bumiputerr: yang dipenmtukkan untuk rakyat 

jelata (sekolah desa dan se~olah kelas 2) denga~ sejumlah bahan pe­

lajaran, yang juga berlaku bagi murid-murid wanita, sekalipun di 

sampingnya tidalc. diberikan pengajaran keru.--ah tanggaan, maka peng­

ajaran di sekolah itu dapat dianggap sebagai minimum dari .apa yfu<g 

mereka butuhkan sebagai pendidikan dcsar umurn. Lain sekali halnya 

dengan pendidikan yang menuju ke pendidikan lebih tinggi, misalnya 

dengan H. I. S. Perlu diingatkan kembali bahw,"l H. I. s. dala •. • tahtm 
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1914 telah ditingkatkan sampai tingkat sekarang untuk dapat bersam­

bungan dengan MULO, dan dengan demikian bagi beribu-ribu orang Bumi­

putera sekarang ada kesempatan untuk kalau tidak menuntut pelajaran 

lebih lanjut ke sekolah-sekolah lanjutan kejuruan, ya menemukan ja­

lan ke kedudukan dalam masyarakat, yang dahulu hanya dapat dicapai 

oleh mereka yang tamat E.L.S. 

Bagi gadis-gadis Bumiputera pendidikan jenis ini masih merupakan ke­

kecuali.an. Hanya ada beberapa gadis Bumiputera, yang baik dengan 

tujuan untuk melanjutkan pendidikan tertentu, misalnya ,endidikan 

guru Hanita pada sekolah t:l.pe l1IS maupun karena kebutuhan untuk da­

pat memperoleh pendidikan sekolah yang terbaik dapat diterima -

menjadi murid HIS. Tetapi jumlahnya begitu kecil, sehingga hilang 

j ika dibandingkan dengan kebutuhan akan pendidikan bagi gadis yang 

sangat besar sekali. Proses kemajuan yang berj alan sangat cepat di 

kelas tinggi dan menengah dari penduduk Bumiputera sejak permulaan 

abad ini (abad 20) telah menimbulkan kepada para wanita kebutuhan 

akan pendidikan yang sedemikian, sehingga orang-·orang Bumiputera 

dari kelas-kelas itu akan dapat membentuk rumili~ tangga. di mana pa­

ra isteri dapat menempati tempat yang lebih mulia/dihormati daripada 

yang sekarang. Hal ini sungguh-sungguh merupakan tuntutan zaman 

yang mendesak, karena - perlu diula~gi lagi - pendidikan rakyat se­

luruhnya akan tetap merupakan pekerjaan setengah, selama kehidupan 
' rumah tangga tidak diperkuat dan dibm.,ra ke tingkat yang lebih tinggi. 

Bagi tujuan pertama-tama - yaitu membentuk wanita dan ibu-ibu 

yang betul-betul baik dan beradab, pendidikan melalui HIS memberikan 

terlalu banyak dan terlalu sedikit. Terlalu banyak dari pengetahuan 

sekolah, dan terlalu sedikit atau sama sekali tidak ~da apa-apa yang 

langsung dirasakan bermanfaat dan praktis bagi wanita Bumiputera, 

sebagai kepala rumah tangga, seperti pekerja&1 tangan wanita, kepan­

daian mcmasak, pengetahuan mendidik, hygiene, tat a buku rumah tangga, 

' dan lain-lain. 

Selain dari itu IUS yang tinggi dan mahal, hanya akan dapat dicapai 

oleh sebagian yang sangat kecil dari pemudi Bumiputera, sedangkan 
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rencana pendidikan. bagi gadis yang lebih sederhana - asalkan meme­

nuhi sya~at-syarat seperti itu, sehingga bagi siapa yang telah 

menikmatinya ada tempat juga di keluarga atau rtimah tangga B\imipu­

tera yang beradab - dapat memberikan perluasaij pendidikan bagi ga­

dis yang sangat diperlukan. 

Dengan alasan-alasan ini, maka jika Pemerintah mau mulai mendirikan 

sekolah bagi gadis-gadis Bumiputera ia akan mengusulkan, supaya ke­

pada sebagian terbesar dari gadis-gadis diberikan pengetahuan seko­

lah sesungguhnya yang tidak lebih daripada yang diberikan di Seko­

lah Bumiputera kelas 2 {.dengan 4 kelas) atau di sekolah desa plus 

2 kelas tertinggi sekolah Bumiputera kela!:l 2. D:i, sini perlu segera 

ditambahkan, bahwa bagi sebagian dari gadis~gadis .itu - umumnya da­

ri yang berasal dari keluarga . yang anak-anaknya laki-laki mengun­

jungi HIS atau dapat diterima di HIS · - sedikit pengetahuan bahasa 

Belanda perlu sekali. ,Pengetahuan bahasa Belanda ini sudah cukup, 

bahwa bagi isteri seorang Bumiputera yang terdidik, bagi ibu yan8 

anak~anaknya menikma_ti pendidik~n Belanda, bahasa Belanda itu men­

jadi bahasa pengantar» yang dapat ia gunakan dalam percakapan se­

derhan~ . . 

Program p*f!l e+ja;ran yang disusun menurut pikiran dasar tersebut, 

diperluas dengan mata-:-mata pelajaran yang bersifat kerumah tanggaan 

yang diperlukan ~enurut kebutuhan ke?idupan keluarga yang sederhana 

dan betul-betul baik - terutama jangan terl~lu ditingkatkan. ne~ 

ngan jalan ini. yang dalam segi personil dan finansiil paling eko­

nomis, lapisan yang sangat luas dari ,wanita Bumiputera akan dapat 

ditingkatkan de~gan pendidik.an, tanpa pendidikan tersebut pendidik­

an rakyat umum tidak akan dapat berhasil. 

Untuk. me:_njelaskan maksud di atas, ia memberikan dua bagan un­

tuk me~bandingkan pendidikan rendah, yang perlu dan cukup bagi anak 

anak wanita, dengan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak laki 

laki. 



Pendidikan H.I.S. 

Pendidikan H. I. S ~ 

dengan atau tidak de­

ngan diperluasdengan 

mata-mata pela]ara.."'l 

rumah tangga. 
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Anak laki -laid 

Pendidikan Rendah Bumiputera 

Anak wanita 

Pendidikan Rendah Bu- Pendidikan Rendah Bu­

miputera dengan baha- miputera diper~uas de-

sa Belanda sebagai ngan mata-mata pela-

matapelajaran dengan jaran rumah tangga. 

diperluas dengan mata 

mata pelajaran rumah 

tangga. 

Perbandingan ini semau-maunya. 

Bagan ini dapat dipersatukan dengan pikiran, yang dikemukakan 

oleh Direktur Pendidikan dan Agama yang lama dalam suratnya tanggal 

5 April 1916 nomor 8999. dimana ia mengusulkan supaya gadis-gadis 

sampai umur 10-11 tahun dapat menikmati pendidikan di sekolah camr 

puran, dan kemud~an pendidikannya dilanjutkan ke arah kerumah tang­

gaan dalam kursus sambungan bagi gadis, dimana pendidikan yang te­

lah diterima akan dipelihara dan ditambah juga. 

Bersama dengan Pj. Penasehat Urusan Bumiputera (periksalah su­

ratnya tanggal 25 ~~i 1916 nomor 139. yang dilampirkan pada surat 

Direktur Pendidikan dan Agama tanggal 5 Januari 1917 nomor 406)~ 

Direktur P.A. melihat dalam usul tersebut dalam surat tanggal 5 April 

1916 nomor 8999 bahwa suatu penyelesairu1 yang praktis bagi masalah 

ko-edukasi - setidak-tidaknya bagi gadis-gadis yang pendidikan seko­

lahnya tidak perlu lebih dari tingkat pendidikan Bumiputera. 

Jika lembaga baru itu bersambungan dengan sekolah desa~ maka suatu 
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peraturan pendidikan bagi gadis-gadis Bumiputera _ekan ternyata mung­

·kin tanpa -mengganggu organisasi sekolah desa yang sudah ada, yaitu 

tanpa mendirikan sekolah desa tersendiri . bagi gadis-gadis. 

Dengan tnengura:5.kan hal-hal tersebut di atas ia berharap dapat niem­

berikan key akin an kepada Pernerintah, bahwa mendirikan sekolah nege­

ri bagi gadis Bumiputera sekarang tidak ekan terbentur pada ketidak 

pastian mengenai cara yang terbaik untuk mengatur sekolah demikian. 

Tinggal ada keadaan lain, yang sekarang bagi Pemerintah merupakan 

rintangan yang tidak dapat diatasi untuk dapat melaksanakan tugas­

nya, yaitu tidak t';; rsedianya sama sekali ·tenaga pengajar wanita yang 

cakap. 

Bagi Pj. Penasehat· Urusan Bumiputera kekurangan tersebut rneru­

patan salah satu alasa.n yang terpenting mengapa ;ia tidak menyokong 

, usul Dlrektur Pe ndidikan dan Agama yang lama untuk mendirikan seba­

gai percobaen 6 buah kursus rumah tangga bagi gadis-gadis Bumiputera 

(periksa surat Pj . ' Penasehat Urusan Bumiputera·, tanggal 25 Mei 1916 

nomor 169). 

Dalam suratnya tangga1 5 Januari 1917 nomor l}06 (yang diputus­

kan dengan Surat Keputusan tangga1 12 Januari 1917 nomor 16) ia da­

pat menyetujui pendapat Dr . . Hazeu. 

Juga ternyata~ bahwa seko1ah swasta bagi gadis-gadis Bumiputera 

mengalami banyak kesulitan karena kekurangan guru-guru wanita Bumi­

putera yang cakap, dan menurut pendapatnya prakarsa swasta, ·yang me­

laksanakan pekerjaan perintis di bidang pendidikan· atas . anjuran Pe­

merintah» ada hak menuntut Peme rintah memberikan bantuan, dimana 

prakarsa swasta tidak dapat memenuhi sarana untuk dapat melakukan 

pekei"jaannya dengan baik. Memperbantukan ·guru-guru wanita Bumipu­

tera (guru nege: ri) pada sekolah s-o;-1asta bagi gadis-gadis dengan •sya­

rat-syarat yang dapat diterima, merupakan satu-satunya jalan yang 

baik. 

Kedua hal yang diuraikan di atas membuat pengadaan pendidikan 

yang sistematis dari guru-guru wanita Bumiputera menjadi tuntutan 

zaman yang sangat mendesak. 
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Cara, bagaimana pendidikan tenaga-tenaga pengajar wanita Burniputera 

harus mulai dilaksanakan, tergantung dari garis-garis pokok yang 

pada dasarnya telah diterima bagi 1embaga pendidikan rendah bagi 

gadis-gadis Bumiputera:~ sebagaimana ter;Lihat dalam skema tersebut 

di atas. 

Jumlah sekolah swastabagi gadis-gadis, yang telah menerima 

subsidi dari Ka.s 'Negara ::rang telah mengajukan permohonan subsidi 

ada 30, terdiri dari 12 apa yang disebut sekolah Kartini (H. I. S.) 

(Lembarari Negara 1913 nomor 524) dan 18 apa yang disebut seko1ah 

Kabupaten (Letnbaran Negara 1914 nomor 592), l1 diantaranya mempunyai 

bahasa Be1anda sebagai mata pelaj~ran dalam rencana pelajaran, un­

tuk mana menurut paragrap III pasal 3 dari Lembaran Negara 1914 no­

mor 592 dapat diberi subsidi tersendiri. Jumlah 12 seko1ah Kartini 

menurut bagan tersebut di atas ter1alu banyak. 

Tidak boleh dilupakan bahwa sudah selayaknya bahwa perkumpulan yang 

didirikan dengan kerja sama a.ntara orang,-orang Eropa dan orang-
1 

orang Bumiputera terkemuka, yang bertujuan memenuhi kebutuhan pen-

didikan hagi gadis-gadis Bumiputera, pertama-tama mengingat kelas 

yang lebih tinggi dari penduduk Bumiputera, dan untuk kepentingan 

mereka dipandang perlu sekali sekolah-sekolah type H.I.S. 

Meskipun pada penyusunan rencana p..3mbentukan tenaga-tenaga 

pengajar wanita Bumiputera tidak ditonjolkan kebutuhan bagi H.I.S. 

untuk gadis-gadis, tetapi pendirian sekolah itu sendiri untuk men­

didik personil wauita Bumiputera bagi . p~ndidikan terse but tidak bo­

leh dittmggu-tunggu lebih lama lagi. Lembaga ini harus sama tinggi­

nya (tidak sama) dengan s ekolah-sekolah pendidikan guru (kweekschool) 

yang sudah ada. 

Bah-vra sekarang belum diajukan usu1-usulnya, disebabkan bukan 

karena takut akan "over'' produksi, karena tenaga-tenaga pengajar 

wanita tersebut akan dapat juga ditempatkan di H.I.S. Campuran, akan 

tetapi terutama karena sangat kurangnya personil wanita yang , cakap 

untuk mendidik guru-guru wanita Bumiputera. 

Maka pada perm.ulaan harus dibatasi pada yang perlu perlu saja. 
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Pendidikan guru wanita Bumiputera dihatasi pada Kweekschool yang 

suda.h ada. Untuk dapat menghasilkan tiap tahun 15 guru wanita Bu­

miputera, sudah cukup jik a di mas ing-masing sekolah dari 7 kweek­

school yang sudah ada tiap tahun diterima 3 murid wanita. Dengan 

mengadakan formasi 5 kelas , maka dengan mengingat adanya yang kelu­

ar (putus sekolah) dari tiap sekolah diharapkan dapat menghasilkan 

rata-rata 12 guru wanita. Di tiap sekolah dididik tidak boleh be­

bih dari 125 murid. 

Lain dari pada itu h arus dipenuhi kehutuhan akan pemondokan 

murid wanita deugan penga-v1asan Eropa. 

Untuk penyelesaian masalah pemondokan murid-murid ~vanita diusulkan 

agar di usahakan dengan kelompok 6 orang di satu pondokan. Pengu­

rusan pondokan terutama diserahkan kepada isteri-isteri dari tenaga 

pengajar Eropa dari Kweekschool tersebut. Untuk murid-murid wanita 

diberi hak tunjangan untuk keperluen hidup per bulan f .10.-- dan 

untuk makanan extra f.3.--

Tunjangan ini dapat dipergunakan tmt.uk penyediaan tempat pemondokan 

(jika perlu dengan memb angm bangunan tamb ahan oleh Pemerintah) dan 

pengawasan uang pondokan sehesar f.25.-- bagi murid p e rtama dan £.15 

bagi murid berikutnya, dipandang sudah layak . 

Pengawasan pus at disEr ahkan kepada Inspektur Pendidikan II. I. S. 

Setelah mene rima persetujuan Gub e rnur J e nderal akan segera diseli­

diki, apakah cara ,pemondokan ini s udah dapat dimulai dalam tahun 

ini. 

Kebutuhan akan sekolah-sekolah bagi ga.di s-gadis yang lebih se­

derhana akan jauh me l ebihi kebutuhan ak an se~olah Kartini. Pendi­

dikan guru ~,,anita Bumiput e r a untuk sekolah bagi gadis harus l ebih 

kuat ditangani daripada pendidikan guru wanita di kweekschool yang 

ada. Un tuk p1,;;ndidikan ini diusulkan mempergunakan l embaga sekolah 

normal yang telah didirikan s e jak t ahun 1915~ dengan merubah renca­

na pelajaran s e demikian rupa sehingga sebagian dari waktu belajar 

dapa t dipergunakan untuk pengajaran yang betul-betul mengenai mata­

mata pelajaran kerumah tanggaan. 
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Jika usul ini dapat disetujui Gubernur Jenderal, maka segera akan 

diambil tindakan yarig perlu atau perlu dipertimbangkan. untuk mem­

pelajari segala sestiatu yang berhubungan dengan pengaturan sekolah 

itu. Bagi ·sebagian dari sekolah normal yang diperuntukkan untuk 

murid-murid wanita, masih arla perubahan rencana pelajaran lagi, ya­

itu memasukkan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran dalam rencana 

pelajaran, karena menurut bagan tersebut di atas dalam pendidikan 

rendah bagi gadis-gadis dari kelas yang lebih baik harus diajarkan 

juga bahasa Belanda. Pada sekolah normal demikian disusulkan baha­

sa Belanda diajarkan di kursus-kursus sore hari. 

Maka dari itu guru wanita keluaran dari sekolah normal tidak 

akan diserahi · mengaj ar bahasa Beland a di sekolah bagi · gadis. Teta-

.· pi karena mereka itu tergolong jadi tenaga pengajar penting bahkan 

sering ~enjadi Kepala Sekolah bagi gadis-gadis, maka sedikit penge-· 

tahuan bahasa Belanda demi kedudukan dan "Tibawa mereka harus dimi­

liki. 

Di 'sekolah normal bagi guru wanita yang pertama-tama akan diber.ikan 

' bahasa Belanda harus segera mulai diajarkan, karena sekarang kebp­

tu.'lan yang paling besar ialah kebutuhan pendidikan rendah bagi ga­

dis-gadis dari kalangan terdidik dan terkemuke.. Lama-kelamaan jum­

lah sekolah bagi ge.dis tanpa bahasa Belanda akan jauh melebihi dari 

jumlah sekolah gadis dengan bahasa Belanda. Keadaan: memaksa, bahwa 

harus dimulai dengan yang paling sederhana, dan tidak akan memberi­

kan perkiraan be.rapa jumlah sekolah normal yang akan didirikan bagi 

perididikan tenaga pengaj ar tJJanita. Lagi pula perkiraan itu sangat 

sulit, karena adanya faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Keharusan, supaya jika sudah cukup tersedia personil Y8Il8 di­

perlukan, perlu segera didirikun sekolah bagi gadis-gadis, 

atau sekolah "vervolg", dalam jumlah besar-besaran. 

2. Keharusan~ untuk memperbantukan guru-guru wanita negeri kepa­

da sekolah bagi gadis swasta, supaya prakarsa sT,1asta detigan 

adanya pendidikan guru wanita keaktifan kerjanyn dapat lE!bih 

dikembangkan . 
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3. Guru-guru wan\ta Bumiputera yang terdidik baik dapat ditem-. . ·· ·- .·· ·.. . . 

patkan d:i; sekolqh Bumiputera kelas .2 Carupuran. 

4~ Adanya, kenyataan yang .pasti, bahwa ~ebagian besar guru-guru 

wanita,. setelah selesa:j. . pendidik~nya akan kawin. 

5. ~ereka, yang telah mengikuti tuj uan kodrat ini, tidak sela­

manya hilang bagi pendidikan, karena banyak guru wanita ya,ng 

telah kawin tetap bekerja dalam dinas femerintah, atau men­

dirikan sekol.ah sendiri dan dengan demikian bergtma bagi }n.a­

syarakat sekelilingnya. 

Bagi mereka.,. . yang karena ,kewajiban rumah tangga tidak d~pat 
. . ' . . : ) \ 

jadi guru atau mendirikan sekolah, _pendidikan yang _ telah di-
. ' ,. . ·. . . : . . ,. . ·;. - ~ · . . ,• 

nikmati itu merup.;ikan. su:::tu ke unttmgan. . _, 
--: ··· '· .. · 

.. Pengan uraian di atas • .akan menjadi lebih jeLls~ bahwa jumlah seko-

lah normal puteri. pasti akan d:ft bawah jumlah sekolah normal, : putera : 

Bahwa sekarang hanya berani mengusulkan b.eberapa sekolah normal 
: . . ' . . . . ·, \ , '. 

puteri, .disebabkan kar;ena ~ekurangan ;person~l wanita Y.~g cakap un-

tuk memberikan pendidi~~n lanjutan. 

Pers.onil sekol{:lh normal puteri h Rrus terdiri dari tenaga pengajar 

puteri, dan untuk sekolah lengkap dari 4 kelas terdiri dari 1 Di­

rektris Eropa dan 4 guru wanita Eumiputera yang terdidik di Kweek­

school, dan selanj titnya guru puteri urituk mata pelajaran rumah -· 

tangga. 
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Diusulkan supaya didirikan 3 sekolah normal puteri, Untuk daerah 

bahasa Jawa, daerah bahasa Sunda dan daerah bahasa Melayu. 

Karena di daerah Sunda tahun depan akan didirikan sekolah normal 

swasta, yang direncanakan dan diatur menurut sistim yang ditJsulkan 

Direktur P.A., maka sekarang hanya diusulkan 2 sekolah normal pu­

tri di Jawa Tengah dan di Sumatera Barat. 

Jika Gubemur Jenderal dapat menyetujui usul-usul dan rencana pe­

iaksanaannya tersebut di atas, maka segera akan dilakukan tindakan 

yang perlu seperti memilih guru-guru wanita Eropa yang cakap yang 

diperlukan, yang harus segera tekun dan giat mempela.jari bahasa 

daerah Bumiputera serta ilmu barigsa-bangsa, agar supaya segera da­

pat diserahi pimpinan sekolah normal puteri. 

Berusaha mendapat jaminan kerja-sama dan bantuan ahli, supaya peng­

aturan dari sekolah-sekolah normal puteri pertama dan hal lain yang 

berhubungan dengan itu dapat dilaksanakan dengan baik (rencana pe­

lajaran5 buku pelajaran untuk pengajaran rumah tangga, reglemen se­

kolah, dll.). 

(Rancangan biaya dari sekolah-sekolah normal putri yang 

diusuikan). 

Dengan cara y~g sema personil untuk Kweekschool putri harus diatur 

nanti pada wak_tunya. 

Salinan surat ini dis~mpaikan kepada Direktur Keuangan dan Direktur 

Pekerjaan Umum. Salinan disampaikan kepada Direktur Pekerja~~ Umum 

m.engingat penyediaan gedung dan ruangan untuk 2 sekolah normal pu­

teri dan mungkin sekali penambahan bangunan dari beberapa perumahan 

guru Kweeks r:hool untuk pondokan murid-murid puteri. 

Gubernur Je:.Jf-_era:L diharap mohon kepada r1enteri dapat menyetu­

juinya, , dan pula mengijinkan bahwa sambil menunggu keputusan dari 

pembuat undang-undang anggaran bela~ja, sudah dapat segera dimulai 

dengan tindakan untuk pemondokan sementara dari 2 sekolah normal 

puteri. Untuk cepatnya, mohon persetujuan .dikawatkan. 
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SEKOLAH MENENGAH HINDIA BELM~DA 

(J_NDl.SCHE MIDDELB_J.RE SCHOQ.U 

72. Sur at Pj. Direktur Pendidikan dan Agama (F .K , Creutzberg) kepada 

Gubemur· Jenderal (Van Limburg Stir tun) tanggal 18 t1ei 1917 no.13795 

Dengan surat ~uteri Jaj ahau tangga;l 2 Naret 1916 bagian A1 

nomor 227/446 disampaikan kepada Gubemur Jenderal beberapa eksemplar 
. ! .l 

laporan dari Komisi nasehat mengenai pendidikan menengah (persi.apan 

pendidikan tinggi) yang sesuai di Hindia Belanda; Dijanjikan pula 

akan dikirim eksemplar lap9ran itu dalam j umlah yang banyak agar su­

paya dapat dibagi-bagikan kepada berbagai orang dan 1embaga serta 

pers. 

Menteri Jajahan 1eb.ih lanjut menerangkan , bahwa ia dan Komisi yakin 

bahwa sangat penting untuk. sege_ra mengambil keputusan mengenai · pe­

nyediaan bahan pendidikan yang diusulkan dalam laporan itu. Baht-ra 

ia dapat menyetuju:i. seluruhnya tujuan umum dari laporan itu. 

Akhirnya kepada Gubernur Jenderal dimohon supaya segera mungkin mem­

bicarakan laporan i tu • dan sege ra mun gkin menyampaikan pendapatnya 

tentang pandangan dc;m usu: ··us_ul dalarr:. laporan itu. 

Salinan dari surat t1enteri tersebut dikirimkan pula kepada Di­

rektur Pendidikan dan Agama yang lama dengan surat pengantar t nnggal 

29 April 1916 nomor 12094 untuk diberi nasehat dan kabar. 

Dengan su.~atnya tanggal 18 September 1916 nomor 249'•2 Direktur P .A. 

(Dr. Hore ?co) memberit~hukan ,. bahwa penyebaran laporan tersebut ke­

pada para pengu~sa yang patut me ne rirna, ba ru dapat dilaksanakan ki­

ra-kira pertengahan bulan Agustus 1916, dan karena itu ia akan dapat 

rnenyampaikan nasehatnya kepada Gub e rnur J enderal dalarn bulan Desern­

ber 1916. Tetapi knrena sak it dan k emudian ,berangkat ke Erop a , ia 

tidak dapat menepati j anjinya. 

Creutzberg sebagai p€nggantinya sekarang memenuhi tugas itu, 

dan untuk dapat diperikse. dengan mudah ia rnenyampaikan nasehatnya 

dalam bagian-bagian seperti berik ut ; 

A. Penyimpulan isi 1nporan. 

B. Pandangan umum mengenai bebe rapa hal yang prinsipiil. 
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C. Pembahasan beberapa detail dari laporan itu. 
- .. 

D. Usul-usul. 

A. Penyimpulan isi laporan. 

Laporan dibuka dengan penjelasan dari tugas yang diberikan kepa­

da Komisi untuk memberi nasehat dan penyuluhan tentang cara ba­

gaimana memenuhi kebutuhan akan pendidikan menengah (persiapan 

pendidikan tinggi) di Hindia -Belanda, yang menyesuaikan diri de­

ngan kepentingan dan kebutuhan khas Hindia Belanda bagi berbagai 

golongan penduduk~ dan yang mernberi kesempatan untuk memperoleh 

ijazah, yang memberikan hak-hak yang sama terhadap penerimaan 

pelajaran dan ujian pada universitas dan lembaga pendidikan 

tinggi lainnya di negeri Belanda, seperti yang diberikan sebagai 

ijazah yang sekarang diminta untuk pendidikan tinggi. 

lsi dari laporan sesungguhnya disimpulkan dalam 9 bab yang isi­

nya disebutkan dalam garis-garis pokok seperti yang akan dikemu­

kakan di bawah ini. Koamudian akan menusul laporan tersendiri 

dad anggota W. H. Bogaard t. 

Garis-garis pokok itu ialah: 

BAB I: 

1. Ringkasan pendidikan persiapan pendidikan tinggi, pendi­

dikan universiter. dan pendidikan kejuruan tinggi di India 

serta juga syarat-syarat ,masuk bagi mahasi.s\-Ja India ke 

universitas Inggeris. 

2. Beberapa keterangan tentang pendidikan di Jepang. 

3. Ringkasan perbandingan dari waktu-waktu pelaj aran di seko­

lah, yang direncanakan Komisi, .dengan beberapa pendidikan 

menengah (persiapan pendidikan tinggi} lainnya. 

Pandangan Umum 

Paragrap 1 

Memberikan sketsa dari keadaan pendidikan sekarang. Hanya E.L.S. 

dimana diajarkan bahasa Perancis, . membuka kesempatan berikutnya 

untuk pendidikan tinggi. 
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Dalam ,paragr~p 2 .9-itl!Iljuklt:an keharusat1- perl\.!_ ad~ya pendidikan pe.r-... , . . -- ~ ., .... - . " .. -- ~..:. ,(. .. - . - - . - . ·:: ..... .. - . .·· . •: . - . . 
siapan bagi . pendidikan t _inggi_ _yang- memenuhi kebutunii.ri khas Hindia 

_._ ' ' ·_ ' ' ' .- ::·. .·' ' " >- ." ' ; ;v. -' 

l\elanda dan dapat dimasuki _oleh semua golongan penduduk • 
. ·•· . •' . . ' . 

Pendirian Komisi 'ialah konvergensi pada perldidikan· rendah (E.L.S., 

~.I.S·~ ~ dan H.C-.S.) · d~i~ ~iffkasi pada pehdidikan lanjutan. 
-. , , ; ' - ") ·. . 

Dalam paragrap. : -3 dij:e;La?J:<an • tentang pentingnya bahasa Belanda bagi 
: - . . 

pendidikan di Hiadia :Oelanda. yang diarahkan ke. kemajuan l3arat, 

hal! ini .juga penting pari sudut pandangan politik. 
,. ~: ~ 

Bahasa- -Belanda ~ nap hpkan salah .satu dari bahasa-bahasa Bumipute-
:· , -, 

-~ · _.ra9 •harus j adi bahasa pengantat. dalar:1 pendidikan itu. 

Daiam par'agrap 4 rlitunjukkari, baht-Ja anak Bum.iputera (juga anak Cina) 

diban-dihgkan dengan murid Beiar,da dibebani tidak Sai!la ,beratnya, 

daJi ihf dapat menimbulkM bahaya,- bah•Na dj_ Sat\;1 p,ihak 1 ada pembe­

bcll.1an terlalu be rat d'ari di- pihkk iain ada pe1lc:J.ikan waktu pendi-

dikan.· ~men:jq,di. lebih lalT'.a) • -. . . - ·~' ' . ' ' . ~ ~. ~. 

: '" Unrtuk -mengegah . i;~, maka P,ada umumnya disarapkaTl • agar sup~y~ ·i.Jm-
. tuk:.,ba;9al',?_ .fii· ael~nqa j angan diten.tukan syarat-syarat yang terlalu 

:-- -~ { 

· ,' :•tinggi: da-g.;:.lmku, dan, ~arus l~bih memperhatikan apa yang d:ibutuh-
• • • ~ L . , ' 

' ,,, · ltan ·. ma,sy,::!l:'akat . H~ndia . Belanda sekarang daripada memperhatikan 

· ·.,; · trad,~si pendidik~ di sini (Belar~da). 

· ·!" : 

riafam 'paragrap ·s diten tang keras, pettdidikan bahasa Pe:ran~is di seko­

lah rendah. 

Dalam paq:grap 6 dikemukakan perlunya perii.batasan.;.pembatasan yang ra-
.. . . . "I ; 

. ~ion~l dari bahan pelajaran. uil.tuk menceg'ah waktu pelajaran yang 

terlalu lama, · 
. ;·, 

- . . ' ~ . . 

. Dtl.lamnparag:rap 7, , d.alam l~ubungan. yat~g 
. .. • .'·i . 

sama diberi~an perbandingan 

antara pep.did,ikau B.arat . di Hindia Bel,an,da den~an ~endidikan Barat 

·tdi Indi•a : dan d_LJepu.."lg, di l!lana . bal~an I>elajaran menurut perban­

clingan sangat ,t~rbatas _., 



36 

BAB II: :Pengaturan Umum dari sekolah Hindia Belanda untuk pendi­

d~kan menengah (persiapan pendidikan tinggi) 

Indiscl;l,e Middelbare School (L~L S.) 

Parag·rap 8, :memua:t penjelasan-penjelasan lebih lanjut tentang sya­

rat-syarat yang harus dipenuhi oleh pendidikan yang berhubungan 

d~ngan kepentingan dan kebutuhan kha s Hindia Beland?. Syarat­

~yarat itu t e rdiri dari 3 bagian : 

,~ • · 

1. Banyak pengajaran bahasa Belanda (bagi Hindi a Belanda dan 

orang··orang Hindia Belanda - dasar dari peradaban Barat 

dan mata pelajaran kebudayaan, yang di sini harus menggan­

tikan tempat sastra klasik di negeri Belanda), untuk lain-
. . " ·. 

lai nnya perlu ada pembatasan yang efekt.ip dengan menghin-
... 

dari hal yang berat sebelah , dan akhirnya memberikan tern-
' pat kepada keb udayaan Hind i a Belanda . 

Menurut Paragrap 9, Komisi menganggap perlu ada penyimpangan dari 

sistim Belanda dalam hal mengenai bentuk, yaitu bukan merupakan 

satu kursus yang bersambungan jadi satu, tetapi dipecah dalam 

dua bagian , yaitu bagian bawah (onderbouw) yang umum dan dituju­

kan pada pendidikan yang lebih luas dari murid-murid , dan bagian 

atas (bovenbo~!) yang dibagi dalam dua jurusan pokok yaitu jurus­

an sastra-sejarah dan jurusan ilmu pasti ilmu alam. Masing-ma­

sing bagian lamanya be laj a r 3 t ahun. 

I. H. S. tidak akan dapat sama dan sebangun dengan Gymnasium Belan­

da atau H.B . S.5 tahun Belanda. Tetapi I. M. S . dapat dan harus 

mempunya:t persamaan. bahwa pendidikanny'l ditujukan untuk menum­

buhkan kecakapan tL.'1tuk mempela jari ilmu pengetahuan sendiri, at au 

dengan kata lai n memba\va murid ke tingk at pengetahuan "dan kemaju­

an yang memungkinkan pelajaran (studi) 1miversite r; 

Mengenai kekuatan mendidik dan mengembangkan, pendidikan pada 

I.M.S. harus senilai dan setaraf dengc:n pendidikan pada H.B.S. 

atau Gymnasium. 
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Dalam Patagrap 10 dijelaskan keuntungan dalarn pecru1an menjadi 

onderbouw dan bovenbouw ini, yaitu pendidikan personil yang le­

bih mudah dan kemungkinan untuk memberikan kepada onderbouw 3 

(tiga) tujuan~ ialah merupakan lembaga untuk pendidikan akhir, 

lembaga untuk persiapan untuk sekolah kejurua.'1, dan lemhaga pe.!_ 

siapan untuk bovenbouw. penu11daan pemiliha.Tl pekerjaan, pemilih­

an (seleksi) yang lebih baik dari murid-murid untuk pendidikan 

tinggi dan penghematan biaya dan kemungkinan perluasan yang le­

bih b~sar. 

BAB III: Bagian bawah (onderbmv) 

Kond.si menganjurkan MULO yang sudah ada sebagai "onderbouw", 

yang rencana p2 lajarannya harus ditinja~ kembali. Bahasa Melayu 
. . . . 

akari dimasukkan dalarn rencana pelajaran. Di sarnping bahasa Belan-

da hanya akan diajarkan bahasa Inggeris. 

Dalam Paragrap 21 dijelasKan lagi , bahwa " onderbouwn dengan renca­

na pelajaran yang ditujukan pada kemajuan umum yang harmonia dapat 

dipergunakan selain sebaga i dasar brigi "bovenbouw' 1
, juga dapat di­

pergunakan uutuk tujuan lain seperti untuk pendidikan akhi_r d~n 

untuk persiapan ke pelajaran kejur·uan di Hindia Relanda, meskipun 

mungkin sekali pelaj u ran pada beberapa sekolah kejuruan harus di­

perpanjang \-lBktunya dengan satu tahun untuk "propaedeuse" yang le­

bih khtmus. 

BA.B IV: Bagian atas (bovenbouw) 

Paragrap 22 memberikan gambaran tentang tujuan dan pengl"(f:uran 

pendidikan di " bovenbouw' 1
• pada umumnya. Sifat persiapan ke pendi­

dikan tinggi akan nampak j elas pada pendidikan dimana mata pela­

jaran tidak diikuti sama oleh murid-murid. 

Menurut Paragrap 22 Komisi mengingink an, supaya p(:!meciilian yang di-­

usulkan dalam 2 jurusan - bagia.n sastra-sej arah (A) dan bagian il­

mu pasti-alam (B) jangan menjurus lf.e penekanan pada jurusan yang 

satu atau yang lain. 11aka dari itu l:>agian A jangan diabaikan pen_g_ 

ajaran ilmu alam, kimia dan haya.t, begitu .pula di bagian B jangan 

diabaikan penga jar2n bahasa dan kesusas teraan Belanda dan bah asa 

Helayu. 

I 
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Dalam paragrap 24 ditegaskan, bahwa bagian B harus memberikan hasil 

yang sama mengenai mata-mata pelajaran ilmu-pasti dan ilmu-aLim 

seperti H.B.S.5 tahun yang sudah ada. 

Dalam paragrap 25 diperjuangkan, supaya di bagian A diadakan peng­

ajaran sastra-sejarah Hindia Belanda. 

Komisi beranggapan: ~ ' - usaha ke pengetahuan dari kebudayaan sen­

diri, otientasi iimiah dalam suasana intelektuil~ di mana n;ereka 

harus hidup, beketja, dan memangku jabatan pimpinan, merupakan 

hak dan kewaj iban bagi orang-orang Hindia Belanda". 

Di samping mempelajari lebih lanjut bahasa Mel.a.yu, bahasa Ja,.,a 

(- dipandang dari sudut pandangan sejarah kebudayaan bahasa yang 

paling penting di Nusantara Hindia Belanda -) diterima sebagai 

salah satu mata pelajaran dalam "humaniora" Hindia Belanda, be­
gitu pula ilmu pengetahuan purbakala Hindia Belanda dan tlmu 

Bangsa-bangsa Hindia Belanda. 

Paragrap 26 merigenai pernecahan bagian A dalam bagian-sastra-sej arah 

Timur _(A. I) dan bagian klasik Barat • (A. II). Ten tang perlunya 

dan keharusannya pernbagian tersebut ' ada perbedacn pendapat dalam 

Komisi. 

Sebagian menganj urkd~ bagian klasik Bar at (A. II) dengan penuh 

keyakinan; sebagian lainnya menganggap bagian A.II hanya sebagai: 

' 'Tindakan darurat sernentara" dengan pertirnbangan supaya ada 

sambungan langsung antara I.M.S. dengan salah satu cabang pen· -· 

didikan universit_er d:f_ negeri Belanda yaitu fakultas Hukum, 

yang sangat penting bagi penduduk Hindia Belanda. 

Pencantuman bahasa Latin dalam rene ana pelajaran I .M.S. tidak l!'.e·· 

nirnbulkan keberatan~ jika sudah ternyata bahwa tidak mungk:!.n di­

terima di ujian juridis pada universitas Belanda tanpa persiapan 

bahasa Latin. 

Seluruh Komisi sepakat untuk mendesak, supaya dipertimbangkan 

agar supaya pemuda Hindia Belanda yang telah mernptroleh pendidik­

an tanpa bahasa Latin di !.M.S., yang setaraf (sama tingginya 

~~skipun tidak sama dan serupa) dengan pendidikan di neger.i Be­

Ian a, diberi kesempatan roenempuh ujian kandidat Hukum di nr~geri 
\ 

Belar\ 

\ 
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Sebagian yang la-in berpendapat, bahwa selama hukum Romawi me­

rupakan bagian integral dari pelajaran hukum di universitas-univer­

- sitas negeri Belanda, bagi mereka yang tidak mengetahui sepatah ka­

ta bahasa Latin akan sangat sukar bahkan tidak mungkin untuk meng­

ikuti pelajaran hukum itu dengan berhasil . 

Akhirnya: Komisi beranggapan ,: bahwa sama sekali buka:n · keharusan 

bahwa bovenbouw harus terdirf dati 3 bagian, da:lam beberapa hal cu­

kup 2 atau 1 bagian saja. 

BAB IV: Pandangan-eandangan Penutup 

D<llam paragrap 37 dinyatakan, ·bahwa '"aktunya sekarang belum tiba 

untuk mendirikan universitas sendiri di Hindia Belanda, dan selama 

itu adalah kewajiban negeri Belanda, untuk sejauh mungkin membuka 

pintu gerbang dari sekolah tingginya bagi pemuda-pemuda Hindia n.e­

landa. Ini adalah tuntutan hak dan keadilan, tunt~tan politik dari 

zaman, dan tuntutan kepentingan nasional sendiri. 

Sesudah dalam parag~ap 38 menganj urkan un'tuk menyediakan be a-· 

siswa secara besar-besaran bagi pelajaran di sekolah tinggi negeri 

Belanda dan untuk mendirikan suatu Badan Pemerintah untuk mengawasi 

dan rnembina mahasisHa H.india Belanda dengan bea-siswa, maka Komisi 

mengakhiri laporannya dan dalat!1 paragrap 39 rnendesak supaya segera 

diadakan keputusan mengenai penyediaan sarana pendidikan tersebut. 

Nota tersendiri dcri anggcta }:omisi, H.H. Bogaardt, menye.takan 

keberatan terhadap : 

1. Bahasa Helayu dirnasukkan sebagai mata pelajaran \·lajib . dalam 

rencana pelajare.n I.~1.S., karena pengajaran di I.M.S. sejauh 

mungkin harus dibina ke arah Barat. 
:) 

·2. Tentang pembagian Bagian A dengan adanya Bagian A. I bagian . . 

sastra- sejarah Timur. 

B. Pandangan umum (dati Direktur Pendidikan dan Agama) mengenai lapor~ 

an 

·Pertama-tama menyatakan penghargaan kepada Komi sf · at as· cara kerj a­

ny a, yang · telah dapat m~mbuahkan hasil yang sangat dihargai dengan 
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rasa terima ~~sih oleh Hindia Belanda, terutama generasi yang se­

dan& tumb\Ul! 

Bahwa Ko~si .yang : begitu heterogeen telah berhasil dengan hainpir 

menc~up seluruhnya dengan kesepakatan . mengembangkan rencana leng­

kapbagi pendir,;i.an I.~.s • . 

Apa yang dikemukakan Komisi ·dalam paragrap 37, dihubungkan dengan 

perny;ataan Gubernur Jenderal lama (Iqenburg) · sangat disetujui dan 

tidak perlu ,ada penambahan-penall)bahan. 

Rencana pendidikau yang telah disus\ID Komisi, yang dipertimbangkan 

dengan masak dan dikerjakan sampai mendetail, dalam hal-hal pokok-
. : - : • • •• M r . • .. 

nya dapat disetujui seluru."lnya. Rencana ini dengan sedikit peru-
, . . . - ~ . . ; . 

bahan · harus · dilaksanakEui deng;an segera. Jika kritik at as reJ1_cana 

itu harus dibantah satu demi satu,, han.ya akan mempersuk3r dan mem­

perlambat pelaksanaannya. 

Yang dimaksud dengan kritik di ata~ . ialah pandangan dan pernyataan 

dad. sementara orangs yang te,~ah dikirim~ e~sempljir laporan Komisi 

oleh Departemen Pendidikan dan Agama oleh Direktur lama (dr. Mores-
: ·' .. .. ~ ; \ 

co). Keuntungannya i a l ah, bahwa rencana .itu telah diperkenalkan 
.· .· . 

kepada publik (= masyarakat umum) yang dapat berpikir, dan tidak 

seperti yang tela~ sering terjadi suatu,lembaga pendidikan pen~ing . 

telah didirikan tanpa seorangpun yang berkepentingan telah diberi 

kesempatan mengeluarkan pendapatnya. 

Setelah ~nghubu..'1gi para Inspektur :HULO dan pend~dikan mene~gah 

dipandang perlu adanya beberapa perubahan. Mengena i hal lainnya 

setuju dengan laporan, yang telah diien~kapi . de!lgan alasan yang be-
· , 

gitu baik, sehingga kritik sebagian besar telah mendapat bantahan-

nya dalam laporan tersebut. 

Dari nasehat __ yang diterima dan dari laporan Bogaardt .dibuat 

penyimpulan singkat dari pandangan dan pe~yataan, dan dilampirkan 

pada surat ini. 

Sifat "khas . Hindia .Belanda" . · 
. . ·- ". 

Menurut paragrap 8 ternyata bahwa jika I.1·1.S. dibandingkan de-

ngan lembaga pendidikan model Belanda, maka sifatnya adalah: 
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1. Membe'hkan temp at yang · sangat penting kepada bahasa dan kesu­

' sateraan Belanda. ·. 

2. Henghindari bahan pelaj aran yang bagi Hindia Belanda hanya 

merupakan beban tidak bergun~ (ballast). 

3. Memasuk.kan dalarn rerica.'1a pelajaran. beberapa mata pelajaran 

kebudayaan Hindia Belandat antara lain sedik.it satu bahasa 

Bumiputera den0an kesusasteraarinya. 

4. Demikian pula. pembentukan bagian A. I bar;ian sastra sejarah 

Timur. 

Apa yang diusulkandi ad.l dan ad.2 dapat diteritrta begitu saja~ te­

tapi ad.3 minta dibicarakan lebih lanjut, juga sehubungan dengan 

perbedaan pendapat di antara banyak anggota Komisi dan juga nota 

anggota tomisi W.H. Bogaardt. 

Satu masalah yaitu dt tempat mana Re1_:,udayaan · sendiri dari daerah 

ini ·harus ditempatkan dalam bagan Hindia Belanda dalam pendidikan 

persiapan bagi pendidikan tinggi. 

Masalah ini l-iarus ditinj'au dari 2 sudut pand~mgari yaitu: -dari sudut 

pandarigan politik ]ajahan uinum, yang perkembangannya merupakan · pro­

ses sejarah yang lamban, yang titik akhirnya tedetak di· masa depan 

yang jauh tidak menentu, dar.. dari sudut pandangan ·dalam: batas poli­

tik pendidikan praktis. 

Dari ' sudut pandangan politik jajahan umum~ 

Dalam kebudayaan Hindia Belanda seluruhnya atau dalam bagiari~~agian­

nya ada benih yang akan mendorong menyongsong masa depan ·kehidupan 

berdid sendid - (meskipun masih hegitu jauh) - dengan kemerdekaan 

tata negara, dan kemudian menghendaki kebijaksanaan politik, yang 

menginginkan tidak ada apa-apa yang menghalang-halangi jalannya per­

tumbuhan (-· untuk tidak mengatakan adanya usaha dengan sengaja ·untuk 

memajukannya -), maka mau tidak mati kebudaya.an Barat dalarn arti se­

j a.rah harus dipandang sebagai sarana dan bukan tujuan akhir. 

Dalaru j<!lan pemikiran ini, maka perb edaan pendapat da1am Komisi 

tersebut di atas, dapat dianggap sudah diputuskari oleh arah politi.k 

jajahan moden: yang dimenangkan bag'ian terbesar dalam ·Komisi. 
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Dari sudut pandangan politik pendidikan praktis : pada dasarnya di­

akui kebenaran pernyataan Komisi mengenai arti pentingnya mata pe­

lajaran kebudayaan Hindia Belanda. 

Dengan panjang lebar dijelaskan, bahwa menurut pendapatnya, yang 

diinginkan o1eh orang-orang Hindia Belanda, yang mal:! maju, hanya 

pendidikan Barat~ atau lebih baik dikatakan pendidikan yang sama 
. .. 

jenisnya dengan yang df.nj.kma~i oleh orang Barat. 

Lembaga pendidikan yang diusulkan sudah cukup memenuhi keinginan 

mereka~ dan ,dianjurkan supaya sebanyak mungkin dihindari hal-hal 

yang dapat memberi kesan seolah-olah di sini hanya diberikan yang 

"bagi orang_ Hindia Belanda cukup baik". 

Oleh karena' itu jangan sampai ada paksaan untuk mengarah kepada "ju­

rusan Hindia Belanda", misalnya dengan ,memasukkan pelajaran bahasa 

Melayu · sebagai mat a · pelajaran waj ib dalam rencana pelajaran, wi:ilau 

bagaimanapun sedikitnya argumentasi yang ada dalam laporan (para­

grap 16). 

Keputusan sebaiknya diserahkan kepada masyarakat, dan sej auh mana 

para orang tua memandang perlu untUk memberi~an bahasa Melayu kepa­

da anak-anak mereka, dan apakah bahasa tersebut diberikan secara 

wajib atau pilihan. 

Selanjutriya kebudayaan Nusantara dapat diberikan melalui mata pela­

jaran lain seperti sejarah, dan ilmu bumi, asal saja jangan diton­

jolkan secara menyolok. 

Karena alasan tersebut di atas, Direktur P dan A mengusulkan agar 

bagi. sekolah yang akan didirik::m sebaiknya diberikan nama lain dari 

pad a I .l'i. S. (Indische Middelbare School), misalnya Sekolah bagi Per­

siapan Pendidikan Tinggi (School van Voorbereidend hooger onderwijs). 

Seperti yarig telah dikemukakan dalam paragrap 25, dan sambutan yang 

· hangat serta simpati tcrhadap kebudayaan Nusantara, dan dUkungan 

terhadap bagian sastera dan sejarah Timur, tidak perlu dibicarakan 

lagi bahwa hal tersebut merupakan hal yang bernilai tinggi. Tanpa 

diragUkan lagi be.hwa apa yang dinamakan dengan ' 1H~aniora Hindia Be­

landa11 menempati tempat yang penting. 
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Dalam hubungan ini sejauh mana masyaraka1: Bumiputera rnenilai kebu­

dayaan~ya sendiri? Jika mereka dianggap sebcigai anak kedl; , maka -
' · .. . . ! 

mereka afan terta~ik kepada sesuatu yan_g :berkilauan, dalam :hal ini 

kebuday,~an _Barat. _ Baru kemudian mereka akan · menyadati akan nilai 

keb\l({ayaannya sendiri , ' · · 

Pentingnya bagian Sastera Timur dapat ' ditinjau secara: ganda. _· ·-Per­

tama mengenai nilai pasarannya yaitu scseorang yang mampu mengguna-, 
• ' :- ' . 

kan pahasa Belanda akan memperofeh tempat yang terhormat dalam ma-

syarakat s dan _kedua mereka ak.an menyadari bahlva kebudayaan Barat 

di _,mana ~ahasa Belanda merupakan bagian dari 'padanya·, lebih berkem-
. -

bang dari padakebudayaan mereka. · 

Oleh karena it~ pagian , Sastera Timur aki:m segera triemperol~h sukses. 

Kemungkinan besar bal-n.,a studi ini akan banyak menarik minat • karena 

pada ija~ahnya dileka_tkan hak yang mempunyai "effectus civilis'.' . 

Bagaimana pun juga suksesnya bagian ini terletak 'kepada masyarakat 

sendiri, dan di kemudian hari jika dipandang perlu akan diadakan 

dbrongan agar bagian sastera Timur ' ini segera dilaksanakan .• , 

Direktur P dan A tela:h berkesempatan untuk membincangkan tentang 

. , ciri-ciri khas dari pada bagian sastera Timur I .M.S. ini dengan 

Dr. Hazeu dan ingin mengetahui pandangannya mengenai masalah ter~e-. ~- . 

- but. Seperti diketahui Dr. Hazeu adalah anggota Kdmisi penasehat, 

di mana nasehatnya akan b erbobot dan sangat ' b'erpengaruh. Dr~ Hazeu 

dapat menyetujui sepenuhnya . 

•· Mengeni:d Bagian A. II bagiar, klasik Barat. 

Dalwn Komisi terdapat .perbedaan pandangan yang prinsipiil ~ngenai 

bagian ini. Ia dapat menyetujui pendapat para anggota Komisi yang 

- beranggapan, bahwa bagian sastera Bt:lrat hanya akan dapat diterima, 

jika sudah ada kepastian) bah,.Ta tcnpa pe rsi apan klasik Barat .. tidak 

mungkin untuk menerima mereka (pa r a t amaten I.H.S.) dalam ujian­

uj ian -juridis pada universitas .Belanda. . . 

Terpisah dari hasil pembicaraan antara Menteri Jajahan dan Menter! 

Urusan Dalam Neged. ia berpendapat bahwa day a hidup dar:i. bagtan 
. • . ! 

sastera Barat dari I. H. S. harus dibuktikan oleh praktek. Menurut 
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pendapatnya~ akan sukar sekali untuk membela bahwa pendidikan . kla­

sik Barat dapat dicapai bagi murid I.M.S., tetapi , tidak atau se~en­

tara belum dapat dicapai bagi murid-murid H.B.S.biasa. Dalam hu~ 

bunga.., i.ni pe rlu diingatkan keml>ali ust,tl-usul Hindia Belanda dahulu 

untuk mengubah sekolah Koning Willem III di Beta\-li menjadi L~ceum, 

tentang mana Menteri Jajahan belum dapat mengambil keputusan ter­

akhir, karena menunggu laporannya . 

Sehubungan dengan itu ia usulkan, supaya rencana Lyceum lama 

dan penambahan bag ian klasik Barat pad a I. M.S. bersamaan dipert.im-

··· .• bangkan, · dan pada waktunya ia aka~ mengajukan usul-usulnya . 

t-1engenai masalah ini telah diadakan pembicaraan dengan Dr. Razeu, 

yang me.ngem'..lkakan pendapatnya. bahwa masih perlu diadakan penyelidik­

an 1 ~bih dahulu tentang daya hidup bagian klas i k Barat pada !.M.S. 

Apabila segera diadakan bagian klasik Baret~ sedangkan bagian sas­

tra Timur harus menunggu . akan merupakan tindakan yang sangat dise­

salkan,~i dan · akan 'sangat mer.ugikan perkembangan dari lembaga pendi­

dikan yang baru irti, yang justru harus diperhitungkan dengan kebu­

tuhan Hindja Belanda. 

Masalah yang penting selanjutnya ialah pemecahan sekolah itu dalam 

"onderbomv" dan "bovenbot..r;/ '; ·yang berhubungan dengan 3 macam tuj uan 

dari "onderbouw" . 

Fembagian dalam "onderbouw" dan "bovenbo\1\..r"- deng e..n alasan yang di­

kemukakan Komisi dalam paragrap 9 dan paragrap 10 dapat disetujui 

sepenuhnya. 

Menurut , pendapatnya keuntungan yang terpenting ialah, bahwa denga~ 

pemec9han itu timbul kemungkinan untuk memberikan 3 sifat kepada 
• .' : ' • I 

"onde rbouw' ' yaitu sifa t sebagai pendidikan akhir , sifat sebagai 

1
, _

1
versiapan ke2. s ekolah kejuruan, dan sifat sebagai . persiapan ke 

11
boven 

l:iouw''1 • 

Pendapat sementara anggota Komisi, bah"1a ake.n juga ada keberatan 

yang b e rsifat teknis pendidikan terhadap 3 macam tujuan itu, tidak 

dapet disetujuL J'idak akan ada keberatan teknis pendidikan, asal­

kar. "onderbouw11 tetap bersifat "pendidikan umum" dan merupakan ke­

sellu·uhan ymg bulat. 
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Pendapat Komisi tersebut berlawanan dengan apa yang dikemu~akaq 

send:tri dalam paragrap 21, dimana Komisi . ~nggambarkan dengan tepat 

cara bagaimana "onderbouw" akan bekerja seba~ai leJ!lhaga persiapan 

pelajaran kejuruan misalnya sekolah kedokteran, sekolah pendidikan 

pegawai (pangreh praja) B~putera, sekolah ahli hukum, sekqlah per­

~anian, dan sekolah kedokteran hewan. 

Bagian persiapan dari sekolah- sekolah kejuruan yang ada akan 

dapE!.t diganti dengan "onderbouw" tersebut. 

Kem1mgkinan ter:ai¢ir ini telah dibicarakan pada waktu membicar~kan 

persiapan reorgan~sasi H.I.S. dan MULO, yang d:i,laksana~an dalam ta·-· 

hun 1914, yaitu memindahkan persiapan-persiapan dari sekolah-sekolah 

kej uruan ke seko lah MULO. , . 

Penghapus.an sesungguhnya dari bagian persiapan itu akan baru dapat 

diusulkan vntm< dipertimbangkan, jika MULO sudah tumbuh penuh dalam 

bentuknya yang baru, sudah ada penilaian tentang kecakapannya dalam 

menyiapkan calon-calon murid sekolah kejuruan, dan sesudah ada ke­

pastian, bah-.ra bagian kejuruan dari seko1ah kejuruan akan dapat di­

cukupi sepenuhnya hanya me1alui jalan 11 onderbouw11 I~.S (= MULO), 

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Direktur NIAS da1am suratnya 

tancgal 10 Januari 1917 nomor 6. 

~enurut pendapatnya (Direktur P.A.) perlu seka1i adanya Peraturan 
' 

Umum mengenai kE:dudukan. pegavmi negeri Eropa dan Bumiputera dengan 

mempe,.hitungkan pendidikan sekolah yang dinikmati dan lamanya penai­

dikan • 

• 
100hderbolnv" sebagei pendidikan akhir. 

Dalc:m parag!'ap 21 Komisi mengemukakan, bahwa "onderbouw" dengan 

i-:ursus 3 tahun dala~ batas-batas yang d•apat tercapai akan · dapat mem-

. berikan P':ngetahuan dan pendidikan umum, yang cukup dan sesuai de­

ngin kebutuhan Hindia Belanda, kepada mereka yeng sesudah selesai 

pelajaran akan memperoleh pekerjaan sederhana dalam masyarakat Hin­

dia Belanda, dan dengan mengikuti kursus tambahan akan dapat menca­

pai jc:batan yang lebih tinggi di Jawatan dnn Perusahaan tertentu 

(Rurnah Gadai, Kereta Api, dll.) 

l'otdapat Komisi sungguh tepat sekali. 
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. Catatan Komisi: · 

Tidak ada keberatan, · bahwa dalam. praktek di beberapa tempat 

di .samping "onderbotiw" dari I.l-1.S. didirikan bagian, di mana hanya 

diberikan pendid:i.kan rendah yang diperluas, d<ilam arti seperti di 

negeri Belanda.~ Mengenai hal ini dahulu juga pernah diketengahkan' 

oleh. Direktur Pendidikan lam~ · (Dr. Moresco) dalam suratnya tanggal 

.5 Agustus 1916 nomor 202 79 'dan diteruskan dengan ' su~at Hindia Be­

landa tanggal 29 September 1916 nomor 938/37. Dr. tforesco berpen-

dapat; bahwa sukar sekali untuk menutuskan mengenai masalah perlu­

nya beberapa sekolah MULO · nanti dalam reorganisasi tetapi diperta­

hankan seperti keadaah sekarang, ·tanpa sekaligus memberi keputusan 
I 

tentang pendirian sekolah menepgah Hind:i.a Belanda. 

Menurut pendapatnya (Dire}':tur r .A. sekarang), mempertahankan 

beberapa sekolah IYIDLO dalam behtuknya sekarang disamping " onder­

bouw" dari I.H.S. yang direncanakan (=- NULO yang direorganisir) 

tidak .. perlu dan juga tidak diinginkan. 

l1elanjutkan HULO demikian hanya akan dapat ciipertimbangkan. jika 

ada keharusan untuk menent.ukan syarat-syarat yang lebih keras untuk 

penerimaan ke ''onderbouw" dari ,:r: .M.S . daripada yang dilakukan seka­

rang terhadap HULO. Nenurut pendapatnya k.eharusan itu tidak ada, 

dan pemilihan (seleksi) murid inemirut kecakapan tintuk persiapan ke 

pendidi}<an ~inggi dan pendidikan kejuruan akan baru · dapat dibicara­

kan sesudah mengakhirl pelajarab. ei "onderbouw' ' . Agak berbeda hel ... 

nya dengan HULO khusus bagi gadis-gadis. Komisi menganggap, bahwa 

kemungkinan tidak tertutup, bahwa untuk se~olah ini direncanakan 

rencana pelaj~ran yang seqikit banyak diubah (paragrap 20). Untuk 

hal ini perubahan pera.~uran ,. pemberian subsidi ·:kepada MULO yang se­

dang diadakan akan banyak memberikan kcsempatan. Sebagaimana dike­

mukakan dalam suratnya yang bersangkutan tanggal 1 Pebruari 1917 

nomor 4844 ~ sementara tidak ada alasan untuk mendirikan MULO negeri 

bagi gadis-gadi~. 

(sye:r:_at-syarat we~;Jenang; mengaj ,'.lr bagi personil pengaj ar, 

pernyataan mengenai rencana pelajaran ..,onderhouw!' dan 

rcncana pelajaran ' ;bovenbouw"). 
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Mengenai luasnya pengajaran bahasa Latin. 

Dalam paragrap 30 dari Lap or an Komisi dUtemukakan, bah\.;ra peng­

aj aran bahasa Latin di bagian A. II tidak hanya akan memberikan pe­

ngetahuan teknis yang perlu bagi calon-calon mahasfswa hukum, tetapi 

juga yang akan dapat dipergunakan pada pemberian pendidikru1 klasik, 

jil~a dnpat tercapai oleh merekn yang hanya mempelajari bahasa: Latin. 

Anjuran ini menduakan angan-angan. Dalam paragrap 26 Komisi meng­

anggap, bahwa bahasa Latin hanya diajarkan, jika sudah ada kepastian, 

bahwa tanpa pengetahuan bahasa Latin tidak ~ul'lgkin mahasiswa yang di­

didik di I~lli dapat diterima di fakultas hukum universitas negeri Be­

la~da. 

Menurut p~ndapat Direktur Pendidikan, karena di sini menyangkut soal 

pelajaran hukum, pe~berian pengetahuan bahasa Latin sebenyak mungkin 

ya.'Lg diperlukan untuk dapet mengerti "Pandecten" yang relatif seder­

hana, dimana perlu dengan ditambah sedikit pengetahuan sejarah Roma­

•Ji. Jangan berusaha ke pendidikan klasik, yang meningkatkan bahasa 

Latin lebih dari pada yang diperlukan. Pendidikan klasik tanpa pe­

ngetnhuan bahasa Junani hcmya dangkal. 

Ke:rer:a penarnbahan bagian klasik Barat, j ika sekiranya usulnya diikuti 

sem~ntara belum akan dilaksanakan, maka masalah pendidikan bahasa La­

~-in ditinggalkan ~aja dahulu. 

(Reasis\-ra untuk mahasis'lrm di universitas-universitas negeri 

Belanda; penga\-msan at as mahasiswa tersebut; menyesuaikan un­

dang--undang pendidikan dengan pendiri an I.t-!. S.; rancangan hi­

aye.). 

Tempat berdirirya sekolru1 persiapan pendidikan tinggi yang pertama 

dipilih Yogyakarta) karena sesudah Betm-.ri, Surabaya, Semarang dan 

Bandung, yang semuanya sudah memiliki H.B.S . S tahun, Yogyakarta me­

r•.lpakan kota yang paling penting di Nusentara. Pemilihan Yogyakarta 

_ tepe.t, karena di sana .?.da h a s rat sangat kuat untuk me.mperoleh pendi-­

d.ikan lebih lanj ut, terbukti e.danya perkumpulan a tau Komite yang 

n;engadakan aksi untuk dapat memperoleh HBS dan MULO. Letaknya tepat 

b~gi lembaga pendidikan sentral. Dalarn bulan Juli 1917 di sruta akan 
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dib-uka sekolah teknik, dan kemungkinan tahun berikutnya akan didi­

rikan sekolah gulas sehingga untuk penyediaan daleJll beberapa pela­

jaran (misalnya menggambar, ilmu kimia) dapat menpergunakan dcsen­

dosen dari salah satu dart kedua lembaga tersebut. 

Sebagai kesimpulan dari yang diuraikan cli atas Direktur Pendidikan 

dan .Agame mohon kepada Gubernur Jenderal supaya: 

1. Mohon kepada Menteri Jajahan, agar: 

a. segera mungkin memberikan hak yang diuraikan d:t atas kep.a­

da pemegang ijazah dari sekolah persiapan pendidikan ting­

gi yang direncanakan, walaupun untuk sementare. hanya bagi 

bagian B saj a. 

b. segera sesudah pembicaraan mengenai masalah ini di negeri 

Belanda sud~t mencapai taraf yang tepat supaya pemberian 

ijinnya dikirimkan dengan surat kawat agar dapat segera 

dimulai untuk mengadakan ti~dakan yang perlu, supaya pa~a. 

permulaan tahun ajaran 1919/1920 di Yogyakarta akan dapat 

dibuka sekolah rrenurut rencana yang disusw1 oleh Komisi 

dan dirubah oleh Direktur P dan A. 

c. segera sesudah da1am prinsip diambil keputusan tentang 

pendidikan seko1ah tersebut di sub a. dan h., maka supaya 

mengusah,akan Surat Keputusan Sri Ratu untuk penerimaan ta­

matan lembaga tersebut ke ujian saringan calon pegawai ne­

gerL 

2. Memberitahukan~ apakah Gubernur Jendera1 dapat menyetujui 

bahwa pada permu1aan tahun ~ursus 1917/1918 dapat diadakan 

pene1itian untuk mengetahui kebutuhau akan pengajaran bahasa 

Melayu di lembaga baru itu. 

Pada waktunya memberi kuasa kepada Direktur Pendidikan dan 

Agama untuk memperhitungkan pendirian seko1ah persiapan pen­

didikan tinggi di Yogyakarta atas sumbangannya pnda Rencana 

anggaran belanja 1919. 

Tembusan surat ini disampaikan kepada Direktur Pekerjaan Umum, 

n:engingat kemungkinan, b.?.hwa harus diperhitungl<.an dalam program ker­

janya 1918 dengan pendirian gedung untuk sekolah yang akan didirikan 

di Yogyakarta. 
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73. Nasehat Dewan Hindia Be1anda tangga1 15 Juni 1917 nomor II 

Dewan Hindia Belanda menyatakan persetujuannya tanpa syarat 

atas rencana dalan1 Laporan Komisi Penasehat mengenai pendirian pen­

didikan persiapan pendidikan "tinggi di Hindia Belanda yang disusun 

sangat lengkap dan sangat baik. 

Kesimpulan mengenai berbagai hal dari Laporan yang diperbincangkan 

Direktur P dan A serta usu1-usulnya yang ter-·rumus, termaktub dalam 

suratnya tanggal 18 Mei 1917 nomor 13795. 

PERLUASAN PENDIDIKAN RENDAll BUMIPlJTERA - DAN PENDIDIKAN 

BUMIPUTERA BELAND~.I.S.). DESENTP~LISASI 

fENpiDIKAN RENDAH BUMIPUTERA 

74. Surat Henteri Jajahan (P1eijte) kepada Gubernur Jend.eral (Van Lim­

burg Stirum) tangga,1 2 Maret 1918 nomor 13/133 

Perhitungan kebutuhan akan personil pengajar Iiumiputera untuk 

jangka waktu 7 tahun pertama yang akan datang dan jum1ah guru yang 

dihasi1kan o1eh berbagai 1embaga · pendidikan yang te1ah ' ada dan yang 

akan d~dirikan da1am tahun ini dalam j angka \vaktu yang sama, yang 

di1ampirkan pada 1aporan pos 1917 nomor 1520 serta pula lampiran 

dari 1aporan pos 2324, mendesak Henteri Jaj ahan mohon perhatian Gu­

bernur Jenderal atas pandangannya mengenai per1uasan 11. I.S. dan pen­

didikan rendah Bumiputera. 

llasi1 perhit1mgan tersebut membuktikan, bahwa jurn1ah guru yang di­

hasilkan o1eh lembaga pendidikan yang telah ada dan yang akan didi­

rikan dalam tahun ini. hampir-h?.mpir tidak cukup untuk memenuhi 

permintaan guru dalam jangka Naktu 7 tahun yang akan datang. · Akan 

ada kekurangan 650 tenaga pengajar, yang dianggap dapat dicukupi 

dengan tenaga didikan bebas dan sekolah guru swasta. 

Jumlah permintaan guru yang ditentukan ini didapat dari rencana pen­

dirian sekolah, yang meliputi 62 sekolah Bumiputera.-kelas 2 dan 

7_ sekolah H.I.S. per-tahun. 
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Apakah perluasan .jumlah seko1ah itu tidak dapnt di1aksanakan 

1ebih cepat? 

Mengenai H.I.S. perluasan per1u sekali di1aksanakan 1ebih ce­

pat, karena hasrat ke pendidikan lni sangat besar seka1i, dan ter­

nyata. da1am membanjirnye anak-anak yang akan masuk ~,e seko1ah yang 

sudah ada .• 

Da1am perhitu11gan itu dikemukakari., bahwa perluasan yang 1ebih 

cepat dari seko1ah ini dapat . atau tidaknya tergantung dari jumlah 

tenaga pengajar Eropa bagi HIS. Tetapi dalam perhitungan itu tidak 

diperhitungkan faktor, yang akan lebih penting bagi per1uasan itu, 

yakni penggan.tian tenaga pengajar Eropa o1eh guru-guru ~Bumiputera 

didikan HKS di Purworejo • 
. ~· ' ' . . : . . . . \ . 

Jika tiap tahun HKS P~trworej'6 . menghasilkan 20 guru. maka dari seko-

lah HIS Y,ang ada akan t e rbebas pula sekitar 20 guru Eropa yang akan 

dapat dimanfaatkan ,di seko1ah-sekolah baru. Dengan demikian akan 

segera dapat di1aksanakan per1uasan' lebih dari 7 seko1ah per tahun 

(da1am r 'encana anggaran be1anja dit e tapkan 10) . . 

Lama-kelamaan, bagi tiap HIS yang seka rang mempunyai 3 guru Eropa. 

se1anjutnya akan cukup dengan 1 kepala seko1ah Ero'pa dan . 2 orang 

guru Bumiputera 1u1usan HKS Purworejo, jika tidak ditentukan syarat 

syarat yang berlebih-lebihan pada kecakapan mengajar mereka dalam 

bahasa Belanda. 

Tidak tertutup kemtingkfnan, bahwa di •mas a · depan sekolah-seko1ah itu 

dapat diserahkan se1uruhnya kepada tenaga pengajar Bumiputera . De­

ngan pembat asan 1 guru Eropa pada tiap HIS dalam ~o~aktu dekat akan 

dapat dilaksanakan perluasan dengan jumlah yang 1ebih besar, dan 

tidak tergantung dari faktor yang kurang pasti yaitu pengiriman gu­

ru Eropa dari negeri Belanda. 

Pemberian turtjangan be1ajar untuk .pendidikan akte kepala sekolah 

memberi pengaruh baik atas kesediaan guru Belanda untuk dinas di 

Hindia Belanda, sehingga da1am tahun-tahun 1916 .dan 1917 ada 96 dan 

162 orang guru. Dengan memperhitungkan beberapa faktor, maka dapat 

dikirimkan guru Eropa ke Hindia Belanda rata-ra~a .100 o.rang per 
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tahun. Korps guru Eropa yang ada sekitar _1000: <;~rang, tiap ._tahun 

dikurangi karena cuti, pensiun, sakit, meningga1~ kir~~~ira 10%. 

S,ehingga tiap tahun tetap ada 1000 guru Eropa, yang daplilt dipeker­

jakan pada 125 sekolah HIS yang ada. 

Perluasan HIS secara agak besar-besaran hanya mungkin jika dapat 

ters.edia guru Bumiputera keluaran HKS Purworejo dalam jumlah seba­

nyak;mungkin. Tujuan akhir perluasan, sampai sejumlah 300 HIS 

(dalam hal ini 9 belum ada 1 sekolah pe:r 100.000 ji'iYa). 

U~tuk 300 sekolah akan d~perlukan 300 ~epala Sekolah terdiri dari 

guru Eropa dan 600 guru Bumi,putera sebagai pcngganti guru , Efopa. 
' ' . 

Untuk Kepala Sekolah akan dapat dengan mudah dipenuhi dari korps 

guru Eropa yang selalu tersedia, terdiri dari 1~00 guru. Untuk 

meme~uhi 600 guru Bumiputera. (pengganti guru Eropa), jika mengingat 

HKS Purworejo tiap tahunnya hanya dapat menghasilkan 20 orang guru, 

maka almn baru dapat dipenuhi sesudah 30 tahun~ jangka waktu, yang 

terlalu lama. Sehingga se~~rang mendes?~ sekali adanya perluasan 

kesempatan untuk mendidik guru-guru Bumiputera ke tugas itu. Seba­

gaimana termaktub dalam surat Gubernur Jender;:;ll ta,nggal 11, . Oktober 

:i917 nomor 80la/33, sebagian dapat dicukupi dengan mengadakan se­

kolah (= leer.gang) yang direncanakan ber~ambung dengan seko.lah MULO 

~.~ondano. Menurut pendapat Menteri Jajahan hal tersebut tidak cukup 

dengan demikian saja. Untuk dapat memenuhi kebutuhan HIS dengan 

seg2ra 9 jumlah guru Bumiputera yang tiap tahun dapat disediakan pa­

ling ,sedikit harus dilipatkan dua kali. 

Henteri Jajahan menyerahkan, apakah perlu didirikan sekolah 

guru .kedua dari type HKS Purworejo atau cukup dengan kursus (= leer­

gang) yang bersambungan dengan sekolah MULO, yang tahun ini mulai 

w~nerima lulusan HIS. Ia menyetujui maksud Gubernur Je~deral, un­

tuk sambil menunggu sampai HIS mendapat cukup per1uasan memberikan 

ba-..-.tuan yang kuat kepada .kursus-kursus (; 1eergang) pengajaran ba­

hasa Be1anda, yang didirikan oleh Perhimpunan Belanda Umum (Alge­

meen Nederlandsch Verbond) 9 yang untuk sementara dapat memberikan 

kepuasan kepada kebutuhan pengajaran bahasa Belanda. 
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Pendi.dikan ~endah B~putera 

Hen'teri mcngharap dipertimbangkan apakah dengan j ej ak yang se­

karang ' penyebaran umum dari p~ndidfkan ini mungkin dapat dilaksana­

kan dalam waktu dekat. Jumlah sekolah' rendah Bumiputera (negeri, 
. . ' 

swasta· ~ dan desa) sekarang kurang . .lebih 10.000. Bagi jumlah pendu-

dlik 50.000.000 jiwa menurut penetapan sekarang akan diperlukan 

40.000 seko1ah .untuk dapat menampung semua anak ,yang berusia seko-

1ah. Da1am tahun . 1911-1915 trunbahriya jumlah sekolah rata·-rate 780 

per tahun. Dengan kecepatcn yang sama keterlambatan ini akan baru 

dapat terke'jar dalam 38 t. ah~n, sedangkan dalam jangka waktu itu 

penduduk sudah berlipat dua k.:.lli, sehingga akan hanya 50% dari anak­

anak ~an mendapat kesempatan sekolah. 

· Apakah perluasan pendidik.an ini tidak dapat .J.ebih dipercepat? 

Secara: keseluruhan untuk Hindia Belanda jangka v1aktu 35. tahun ini 

mungkin dianggap tidak ter1alu lama~ tetapi buat Jawa, Hadura, Su­

matera Barat dan Tondano, j angka waktu ini harus lebih singkat. 

Segi keuangan dari masalah ini harus ditinjau dengan sungguh-sungguh. 

Penyediaa:n sarana pendidikan secara umum dengan mengingat akibat ke­

uangan 'tldak akan terpikir tanpa penyerahan yang d:i.laksanakan sej auh 

,.-. mungkin .. .dari kewajiban mengurusi p·endidikan kepada pem~rintah daerah. 

Pe~~intah' daerah perlu seka1i dfb~barii dengan peiDbagian yang lebih 

b~sar dari pada yang dibebankan kepada pengurus sekolah swasta menu­

,rut peraturan pemberian sumbangan yang · sud a.h ad a. 

Mungkin sekali sistim yang dianjurkan oleh Komisi Pemuasan (Bevredig­

ings Comnisde) bagi negeri Belanda cia:pat dipakai sebagai dasar yang 

baik bagi Hindia Belanda. Menurut sistim ini Negara hanya dibebani 

dengan pembayaran gaji dari para guru, sedangkan pemerintah daerah 
' . ' 

mengtirusi biaya pengelolaan seperti' pemOangunan dan pengaturan ge-

'dung-gedung 1 a1at-a1at pelajaran, . dengan penggant:ian rugi yang seba­

gian diambil dari pemungutan uang sekolah. Hal ini sebaiknya dite­

lit,i lebih ianjut. · 
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Sekolah Bumiputera kelas 2 

. Pendidikan desa semakin meluas dan makin baik mutunya, maka 

sekolah-sekolah kelas 2 akan terbatas hanya memberikan pendidikan 

kepada anak-anak yang sudah lebih maju, dan sekolah desa hanya mem­

beri pendidikan kepada anak-anak pemula. Ke arah ini, dimana kea­

daan memungkinkan, sekolah kelas 2 dijadikan sekolah lanjutan 

("vervolg"). Harus diusahakan terus~ supaya segera mungkin dapat 

dicapai tujuan akhir, yakni Pemerintah Pus at menarik diri seluruh·· 

nya dari lapangan pendidikan rendah Bumiputera, dan menyerahkannya 

kepada pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah dengan bantuan dari Kas 

Negara. Dalam sistim ini bagi sekolah kelas 2 dalam bentuknya se­

karang tidak akan ada tempat 1agi. Akan terdapat "sekolah rendah 

Bumiputera" yang dibiayai o1eh pemerintah daerah dan sekolah "ver­

volg" yang dibiayai oleh Pemerintah Pus at. Keberatan yang diaj ukan 

terhadap ini o1eh Direktur Pendidikan dan Agama dalam suratnya 

tanggal 14 April 1917 nomor 10849 dianggap kurang meyakinkan. Ia 

menmtjuk sebagai contoh Jepang. Jepang tidak akan mampu untuk da-

1am waktu kurang dari setengah abad memberikan pendidikan rendah 

yang 1engkap kepada seluruh penduduknya, jika biayanya tidak seba­

gian besar dibebankan kepada pemerintah daerah (shi, cho, sen). 

Bagaimanapun juga desentralisasi yang umum dan 1engkap dari 

pendidikan hanya dapat dilaksanakan, jika organ - ·organ dengan tu­

gas mengatur sendiri yang bersangkutan dengan dilengkapi sebagai­

mana mestinya untuk memenuhi tugasnya, didirikan di mana-mana. 

Sekarang sudah dapat dimulai untuk menyerahkan pendidikan ren­

dah Burniputera se1uruhnya kepada pemerintah daerah. Dari dokumen­

dokmnen yang dibicarakan temyata, bahwa masn1ah yang sudah dikemu­

kakan da1am tahun 1916, sekarang masih dalam perbincangnn. 

Secara umum telah diakui, balw1a bagian dari pendidikan ini harus 

diurusi o1eh dewan-de~.van 1okal. Pembagian dari biaya antara Pusat 

dengan Daerah yang harus dibuat, menurut pendapatnya bah-v1a Daerah 

tidak dapat ditempatkan segaris dengan lembaga dan perkumpu1an. 
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KembaH kepada mesalah "sekolah iend!ll.'1 ilumip!Jt_er~" yang di­

biayai oleh Daer~h dan ' 'se.kolah vervolg11 yang dibiayai oleh Peme­

rintah. Bates antara kedua jenis sekolah ini di mana-mana tidak 

akan dapa~ ditarik sama tajamnya. Buat tempat-tempat yang agak 

besar akan selah• dipert.ahank&"'l beberapa sekoJ.ah lengkap, di mana 

dipelajari apa yang di~jarkan dal~re 3 tah~ di sekolah desa, kare­

na pada u;numnya penduduk k ota memerlukan jalan pendidikan yang le- ' 

bih cepat dari pada: pe nduduk pedesa<:!n. Penduduk kota tidak akan · i 

cukup dengan jumlah pendid:::.kan minimum yang st.u:!ah dianggap cukup 

bagi penduduk dese .. 

Juga bagi · sekolah-sel~o1ah l e ngkap ini . akan diadakan ukuran 

yang sama dalam pembagiAn biaya antara Pusat d~ngan Daerah, seba­

gai ya.'lg berlaku beg~- sekolah-sekolah desa. Sudah lebih dari "'a-

' jar dan adil, bahwa pendudt'.k clar:'.. Daerah menuntut bagian yang le-

bih be5ar untuk pendidikatl yang leb_ih baik yang diterimanya dengan 

juga membayar leb:Lh banyak menurut perbandingan dari pada penduduk 

desa bagi sekolah des'3.Ilya ;'ang s angat sederhana. 

Dimohon Gubernur Jenderal mempe!"timban ~kan pandangan ini dan 

menyampaikan pendapatnye mengenai ~~salah tersebut. 

~lli!1R,EJ3.SPYiAI<AN E,Ni'rUAN I~EUANGAN KEP APA 
SEKQT&:I ~\o{~JTA DAN_NEGERI 

75. Henteri Daerah Jajahan Indenl:, urg dalAm surat tanggal 19 Pebruari · 

1919 memberitahuken kepada Gubernur JenderaJ. Van Limburg Stirum 

Bahwa menurut perti m!-langann:ra d:U.am prinsir h arus rliambil ke­

putusan untuk melaksanalr.an persarna:m bantuen keua.'lgan kepada seko­

lah swast: :; d.engan <;;e)wlc{h r..egeri , bar~ pun sekolah dengan pendidik­

an Eropa maupu.~. s e~o~-E.h '..l::!. t~'~ pendidik3Il Bnmiputen:,. 

Sekolah nege~i sifatnya t e-:.-t~ uka ateu C::~_ sediakar. '.mtuk U'llum, tanpa 

mengadakan ~emterlaan ata3 Gas ar kepercayaan atau agama. Untuk pen­

didikan Eropc. d:,;.berlakukan p:tcia umumnya a J asan-alasan yang sama 



55 

seperti di negeri Belanda, di mana hak orang tua dihormati dalam 

kebebasan memilih sekolah tmtuk anak mereka. Hal ini )uga diber­

lakukan dalam pendidikan Eropa di Hindia Belanda. Terhadap pers~­

Eaan bantuan keuangan kepada sekolah swasta dengan sekolah negeri 

untuk pendidikan Eropa juga tidak ada suara yang menentang, baik 

pun dalam Majelis R~ndah (Tweede Kamer) pada waktu diada~an pemba­

hasan masalah ini dalam hubungan dengan pembicaraan budget Indone­

sia untuk tahun 1918, maupun dalam perembugan di Dewan Rakyat 

(Volksraad) mengenai mosi Bergmeyer.*) 

Agak berbeda ma_salahnya mengenai sekolah untuk Bumiputera.. 

Dalam hal ini alasan untuk menghormati hak orang tua kurang berla­

ku dari pada di nef;eri Belanda, meskipun dari perembugan dan pemu­

ngutan st.:ara mengenai mosi Bergmeyer ternyata, bahHa juga di ka­

langan orang Indonesia terkemwta yang berpendidikan ada yaqg me­

nyetujui kebebasan dalam halu.e.n memilih pendidikan dan menyadari, 

bahwa dalam azas ini terkandung kekuatan yang besar. Demikianlah 

menurut Menteri Idenburg. 

Colijn dale.m prasarannya untuk Kongres Pertama Pendidikan Ko­

lonial membela pendirian, bahvla. sekolah swasta di Hindia Belanda 

sebenarnya adalah suatu bentuk khusus atau luar bit!sa dari pendi­

dikan yang diurusi pemerintah, karena dengan demikian pemerintah 

dapat memenuhi kewajibannya untuk Menyediakan pendidikan dengan 

melimpahkan secara tidak langsung kepada pihak lain kewajiban ter­

s.ebut. Pand~.nge..n ini menurut Henteri tidak banyak berbeda dengan 

pendiriannya dan memberi alasan untuk mengakui persamaan sekolah 

swasta dengan sekolah negeri di bidang bantuan keuangannya. Men­

teri juga sep<:!ndapat de~gan Eergmeyer dalam pembe1aan mosinya me­

ngenai masa1ah tersebut. 

*) Dalam mosi ini: yang diajukan pada 27 Juni 1918 oleh P. Berg­
meyer cs. • dinyatakan harapan, bahwa Pemerintah secepatnya 
akan melaksanakan peraturan yang diperlukan untuk mempersama­
kan bantuan kepada sekolah swasta dengan seko1ah negeri. 

. / 
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Pasa1 . 192 Undang Undang, Dasar (Kerajaan Belanda) menetepkan bah­

wa harus disediakan sekolah negeri. (sekoleh untuk umum) di mana . saja. 

Di Hindia-Belanda ketetapan ini tidak dapat dipenuhi. Karena k~kuat­

an pemerintah, yang pada hakekatnya juga kek11atan segenap rakyat se­

bagai keseluruhan, masih kekur&ngen untuk dapat menyediakan segala ke­

perluan pe!ldidikan. r~aka dengan mempersamakan bantuan keuangan kepa­

da sekolah swasta dengan sekolah negeri, diciptakan prasarana yang ku­

at untuk mendekati tujuan, yaitu mer..gadakan pendidikan pada umumnya, 

karena dengan demikian sekolah swacta tidak akan terhambat oleh masa­

lah keuangan untuk berkembang deng<m lebih pesat. 

Menurut pendapat Nenteri, uiJtuk mempersamair..an keuangan di bidang 

pendidikan Eropa tidak diperlukan perubahan dalam Peraturan Pemerintah 

*' (Regeeringsreglement). 1 Dalatr. Pasal 126 dinyatakan bahwa _pendidikan 

adalah bebas dan tidak diadakan pembedaan bantuan di bidang keuangan 

antara sekolah swasta dengan sekolah negeri. Bantuan itu dapat dina­

ikkan sebanyak mungkin, sehingga selisih biaya yang sebenarnya dengan 

penerimaan jumlah uang sekolah dapat diimbe.ngi. 

Argumentasi yang sama dapat diterapkan untuk sekolah swasta Indo­

nesia (Bumiputera), tetapi dalam kenyataannya ~~sistensi sekolah ter­

sebut tidak d:iakui secara eksplisit dalam 11Regceringsreglement". Pada 

hemat Menteri mengenai masalah ini mungkin diperlukan perubahan atau 

tambahan peraturan. Karena itu disarankan untuk menetapkan secara ke­

seluruhan prinsip persamaan keuangan, ~:gar supaya tersedia dasar hukum 

yang diperlukan. Sementara itu dianjurkan untuk melaksanakan persama­

an bantuan keuangan bagi pendidikan Eropa tanpa menunggu perubahan 

peraturan, yang mungkin akan diadakan. Juga sang~t d~harapkan oleh 

Menteri, bahwa agar segera diadakan peninjauan kcmbal5 dan pembaharuan 

yang diperlukan dalam peraturan sub:3idi yang sudah ada dengan maksud 

memberi penggantian selu~uh biaya yang digunak.01n dengan ketentuan jum­

lahyang perlu dibatasi dan secepat mungkin dituongkan ke dalam usul 

rencana anggaran belanja. 

*)"Regeeringsreglement" adalah semacam Undang-Undang Dasar bagi Hindia­
Belanda sebelum tahun 1922. Kemudian digan::i dcngan "Indische 
Staatsregeling11

• 
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76. Sur a t Gubernur Jenderal (Van Li mb ur g Stirum) kepada Menteri Jajah -:. 

an (De Graaff) tanggal 17 . Januari 1920 

Dengan menunjuk kepada su!e t !·ienteri yang mendahuluinya (!den­

burg) mengenai pelaksanaa P.. pe;rsan:aari bant"ua,n keuangan sekolah swas­

ta deng~.n sekolah negeri, bahwa Direktur Pendi dikan dan Agama dalam 

surat tanggal 20 Se ptembe r 19 19 nomor· 3-1611 inenyat ak an untuk menga­

dakan penelaahan dengf.m ·saksama sebelum dapat mengambil keputus an 

t e rakhir. Pad a mulanya i a ini bertll2ksud secara prinsipiil menin j au 

kembali untuk s 8mentar .:: ,.;raktu masalah persama an keuangan pada umum­

nya, tetapi kemudian ternyata bahwa timbul beberapa pendapat yane 

sangat penting untuk dipertimoangkan. 

Sesuai dengan pendapat ldenburg, Kepe.la De partemen terse but 

. juga beranggapan bahwa harus diad ak an pengecualian terhadap pendi­

dikan Eropa dan dengan demikian pe~.aksanaan persamaan keuangan ter­

sebut · tidak perlu menunggu pe rub ahan, yang mung~in akan diadakan 

dalam Regee ringsreglement. Dalam pembahasan d{ De~-1an Rakyat (Volks 

raad) mengenai usul rencana tambaha.n anggaran belanja untuk t ghun 

1920 dalam hubungan dengan ~ersamaan keuangan yang dimaksudkan, di­

usulkan amandemen oleh Sastrowijono cs. untuk mengadakan persamaan 

di bidang keuangan bagi semua cabang pendidikan. Maka kemudian 

usul rencana anggaran tersebut ditarik kembali oleh Direktur Pendi­

dikan dan Agama (K.F. Creutzberg). 

Dengan menungg~ penyelesa ian masalah secara keseluruhan, maka 

Gubernur Jenderal mcndesak kepada Menteri tmtuk menunda pengambilan 

k2putusan mengenai persamaan keuangan sekolah swasta Eropa dengan 

sekolah negeri. 

77. Surat Gubernur Jenderal (van Limburg Stirum) kep ada Menteri Jajahan 

(De Graaff), tanggal 26 Agustus 1920 

Menteri Daerah Jajahe.n (De Graaff) mengirirn telegram 22 Mei 

1920 nomor 106 s ebagai jawaban atas sura t Gubernur Jenderal (Van 

Limburg Stirum) tanggal 17 Januari 1920 dan memberitahukan, bahwa 
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usul rencana tambahan keuangan untuk pos persainaan keuangan seko1ah 

s~vasta Eropa dengan seko1ah negeri yang ditarik kembali, j angan di­

ba\<ia dalam perembugan mengenai tambahan anggaran be1anj a untuk ta­

huu 1920~ melainkan untuk · tahun 1921. Hengcnai masalah y<mg ber­

sangkuten dengan pendidikan Bumiputera diambi1 pendirian seperti 

dikr;mukakan dalam pidato di Maje.lis Tinggi (Eerste Kamer), hahwa 

tidal: dapat di.adakan sistim subsidi untuk sekolah swasta Bumiputera 

yang secara otomatis dapat di1aksanakan, sehingga keperluan pendi­

dikan Bun~iputera seluruhnya menjadi tanggungan Pe~rerintah. 

J 1_kA. sist1.:;n tersebut d~_1aksanakan, pemerintah akan men;mggung bcban 

yang sangat berat. Menter! mengharapkan , bahwa dalam suasana yang 

d emikian itulah masalah tersebut harus dibmva , 1agi da1am pe~ernbugan 

C.~n gar. Dewan Rakyat . 

Da1am hub'..lllgan dengan saran Menteri tersebut Gubernur Jenderal 

Van Linburg Stir1Jlll mengirim telegram 30 Mei 1920 nomor 126, yang 

memberitahukan, bah~va untuk membawa lagi masalah persamaan keuangan 

daiam pere!'1hugan di Dewan Rakyat dapat dipastikan, bahwa Dewan Rak- . 

ya t ha.i ya akan mau menerimanya, apabila diadakan perubahan peratur-
. . 

an 1.11-"ltuk melaksanakan per.=;amaan secara keseluruhan. V.!aktunya sa-
ngat pendek untuk mengadakan persiapan dan lain daripada itu di­

tunggu pertimbangan penjelasan lebih jC:luh dari Direktur Pendidikan 

. den Agalll2 K. F. Creutzbe rg mengenai keberatan-keberatan terh adap 

'.JSUl rene ana semula , 

Dalam su=atnya kemuqiau (26 Agustus 1920) Gubernur Jenderal 

me mberitahukan, balP.va persamaan keuangan sekolah swasta Erop a de­

ngan s ekolah nc geri sebagai azas harus juga dilaksanakan di Hindia 

Belanda dan lamLat laun juga bagi sekolah u11tuk. BumiputerR , tetapi 

kondisi dalam masyarakat memaksa menundanya untuk sementara. Ter­

ut.a:na dalam pertimbangan dari sudut pol i tik dilihat ada bahaya be­

sar untuk melaksanakan azas persamaan tersebut untuk sekolah rendah 

B•_nnJputera • . Pe rtama , adalah se-v1ajarnya bahwa yang paling gia t akan 

r.:!enentang pemerintahan kolonia~ ialah gerakan politik dari pih~k 

.E umi;mtera , dan dikhmvatirkan akan berpengaruh dalam pendidikan, 
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sehingga seluruh nngkatan dididik me~henci pemerintah. Selanjut-. . . - . 

nya sebagai akibat persamaan keuangan akan rnemung:d~1kc..n timbulnya 

b·ahaya, ya:l~ tldak kurang !llengkhawatirkan, ialah bab.va sebagian dari 

sekolah-sekolah Bumiputera akan dipengaruhi oleh Islam. Juga pe­

ngaruh politik yang tidak dikehendaki dan pengaruh-pengaruh lain­

nya akan sukar dicegah masuk ke dalam pendidikan. 

Tetapi apabila persamaan keuangan bagi sekolah Bumiputera un­

tuk sementara ditangguhkan dan :.-~zas persa~~an ter.sebut dilt~ksanakan 
bagi sekolah Eropa, maka dalam kalan'gan luas orang Bumlputera ter­

pelajar akan merasakan perlakuan yang tidak adil dan menyakitkan ,, 

hati, karena orang Eropa diberi kesempatan untuk p-endidikan anak 

mereka dengan biaya pemerintah dan memilih sekolah swasta y::mg co­

cok dengan keinginan m~reka ,' sedangkan kesempatan seperti itu ti­

dak diberika~ kepada orang Bumiputera. :Haka oleh Gubernur Jenderal 

diberikan sebagai pertimbangan kepa~a Menter! untuk ' tidak melaksa­

nakan persamaan keuangan bagi sekolah Bumiputera dan karena itu ju­

ga pers~an keuangan bagi sekolah Eropa d1anggap tidak bijaksana, 

mengingat reaksi yang akan timbul dalam Dewan Rakyat dan ' dalam ka­

langan orang Bumiputera di luar Dewan Rakyat. 

78. Menteri Daerah Jajahan (De Graaff) menyampaikan kesimpulannya dalam 

surat 14 Oktober 1920 kepada Guber:1ur .Je'1. 0~ ':'P.l (Van Limburg Stirum) 

Secara keseluruhan ia tidak sependapat dengan pertimbangan 

yang disampaikan kepadanya. In tetap berpendiri~n, bahwa persamaan 

keuangan bagi sekolah Eropa sudah dapat dengan segera dilaksanakan, 

tetapi bagi sekolah Bu~~putera untuk sementara masih harus ditang­

guhkan. Dan ia masih inzin lebih m~ngutamakan penyelesaian kedua 

masalah tersebut secara terpisah, tetapi karena alasan-alasan yang 

praktis semata-mata, ia membatalkan niatnya semula supaya dalam 

rencana usul anggaran biaya tahun 1921 persamaan keuangan bagi se­

kolah Eropa dimasukkan. Sebagai penyelesaiannya ia menghendaki, 

supaya dengan segera diadaka~ perbaikan secara menyeluruh dalam 

peraturan pemberinn subsidi kepada sekolah rendah swasta Bumipute­

ra dan Eropa. 
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SEKOLAH PERALIHfp (SCHN<ELSCHOOL) 

79. Dad Direktur Pendidikan Agama ('C F. Creutzberg) kepada Gubernur 

Jenderal (van Limburg Stirum) tanggal 11 Maret 1920 

Dalam surat tanggal 11 Maret 1920 diberitahukan o1eh Direktur 

Pendicikan dan Agaca (K.F. Creutzberg) kepada Gubernur Jenderal 

(van Limburg Stirum) • bah,,.. a terhadap sis tim pendidikan rendah yang 

ada untuk orang Bumiputera sering datang kritik dari berbagai pi­

hak9 bahwa HIS walaupun dalam arti yang sehenarnya bukan sekolah 

ningrat? terutama disediakan untuk anak-anak dari kaum paling ter­

kemuka dalam masyarakat Indonesia dan bahwa anak~anak. yang masuk 

di sekolah kelas dua~ relatif mempunyai sedikit kemungkinan untuk 

melanjutkan belajar. 

Kedua persoalan tersebut telah dibahas dalam pi dato pada 21 

Juni 1918 di Dewan Rakyat mengenai keseluruhan politik pendidikan 

dan di dalam pidato itu diuraikan, bahwa ada kemungkinan untuk 

mer•gatasi kedua persoalan tersebut . Dalam usaha mencari perbaikan 

yang diadakan olehnya dalam perobicaraan dengan inspektur pendidik­

e.n HIS (Hellwig) mengenai kemungkinan mempersiapkan siswa-siswa 

yang sangat panda! dari kelas 4 atau 5 di sekolah kelas dua Bumi­

putera uutuk melalui semacam sekole.h peralihan melanjutkan belajar 

di MULO . Sudah barang tentu di sekolah type baru itu harus diajar­

kan bahasa Belanda dengan intensif. Inspektur Helhdg menanggapi 

gagasan tersebut, bah\va ia melihat d.?.lam type sekolah tersebut ke­

mungkinan untclc berhasil . Dengan dapat diwujudkannya kemungkinan 

tersebut tidak berarti, bahwa selur~~ kepi ncangan dalam sistim 

pendidikan yang ada dapat dihapuskan ~ karena hanya untuk jumlah 

yang t e rbatas, yang dipilih dengan sangat saksama dari siswa-siffiva 

kelas dua, dapat dibuka jalan untuk melanjutkan sekolah. Kendati 

pun demikian basil yang dapat rlicapai sangat penting, sehingga per­

lu diadakan percobaan secara sungguh-sungguh dengan sekolah per­

alihan t e rsebut. 
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:Baik 'Dewan 'llindia (Raad van InC.ie) maupun Dewan Rakyat (Volks 

raad) tidak keberatan dan ternyata gagasan K. F. Creutzberg tersebut 

di atas disetujui pemerintah dan dalam tallUn 1921 dibuka sekolah '·' 

peralihan yang pertama di Bandung dan Padangpanjang. 

PENGAWASAN (§UPERVI~I) PE~o:ffiRINTbE 

P,.TAS SEKOLAH SHASTA TIDAK BERBANTUJ.,R_ (TIDAK BERSUBSIDI} 

80. Pejabat Direktur Pendidikan dan Agama (J.T.~.J. van der Meulen) dalam 

suratnya 27 Juli 1922 kepada Gubernur Jenderal (Fock) 

Peng~Jasan oleh pemerintah atas sekolah swasta Bumiputera dan 

Cina menjadi keharusan, karena menurut hematnya di sekolah swasta 

Bumiputera tumbuh pengartih politik yang merusak (destruktif) dan di 

sekolah swasta Cina pengartih nasionalisme Cina yang anti Belanda 

menjadi makin besar. 

Dengan surat rahasia 1 Juni 1922 nomor 296/I, satu kali telah 
' 

disampaikannya kepada Gubernur Jenderal suatu rencana ordonansi 

untuk mengadakan pengawasan atas sekolah swasta sepanjang pengawas­

an yang dimaksudkan belum diatur secara umum atau secara khusus. 

Kemudian pendapat dan nasehat jaksa Agung, K~pala Penasehat Urusari 

Cina, dan Pejabat Penasehat Urusan Bumiputera, setuju dengan Usul 

rencana ordonansi tersebut. Haka saatnya dianggap sudah ~atang. un­

tuk menentukan surat keputusan dan dengan surat 27 Juli 1922 terse­

but di atas disampaikan usul rencana ordonansi tersebut kepada Gu­

bernur Jenderal. Motivasinya dikemukakan sebagai berikut: 

Masalah pengawa9an atas pendidikan, yang sepanjang tidak dioerikan 

oleh guru Eropa di sekolah swasta Bumiputera dan orang Timur Asing 

menjadi aktuil lagi karena surat-surat rahasia Pemerintah tanggal 

2 Desember 1921, 21 Pebruari, 25 Maret dan 3 April 1933. Yang 

pertama-tama memberi dorongan ialah surat Residen Semarang, 

J.H. Niewenhuys, tanggal 27 Oktober 1921 nomor 425 mengenai sekolah 

S.I. (Sarekat Islam) di Semarang. Dalam bagian akhir surat itu 
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diusu1kan supaya peraturan da1am Lembaran Negara 1880 nomor 201, 

yang seperti te1ah ditamba.h da1am Lembaran Negara 1903 nomor 389 

dan 1912 nomor 780, mengenai pendidikan swasta yang diberikan o1eh 

orang Eropa diterapkan pada pendidikan swasta yang diberikan o1eh 

orang Bumiputera kepada orang Bum~putera.*) 
Untuk me1aksanakan usu1 ini keoudi an Nieuwenhuys mendesak da1am su­

ratnya tanggal 10 Pebruari 1922 nomor 75 sehubungan dengan suatu 

berita da1ai!'. harian "De Expres" 8 Pebruari tahun itu, bah•...ra di ba­

wah pi~p inan R. H. Soe-..mrdi Soerj aningrat (Ki Hajar Dell.7antara) 

akan didirikan suatu se~?1ah pendidikan guru. Da1am surat ini di­

utarakan o1eh Nieuwenhuys, bahv1a Suwardi Surjaningrat dan Douwes 

Dekker serta Tjipt;o Mangunkusumo memimpin redaksi Harian "De Ex­

pres" dan pernah diasingkan karena "delik pers yang keterlaluan' • 

Nasehat yang sennda i a1ah da ri G.U. T,Jhlenbeck sebagai Jaksa 

Agung (21 }1aret 1922 nomor 219 Rahas ia A.P.). Ia memberi tahukan, 

bahwa di Bandung juga didirikan seko1ah S.I. dengan kira-kira 300 

orang murid. Henurut rencana Tan Ha1aka akan membagi waktunya un­

tuk seko1ah S.I. di Bandung dan Semarang. Dalam bulan Pebruari 

1922 ia ditahan dan kemudian diasingkan ke luar negeri (diek ster..­

nir) • .Uhlenbeck berpendapat supaya mencegah ,pemberian pendidikan 

kepada para muda Bumiputera menuju ke arah .paham komunisme c:!engan · 

mengadakan pengawasan terhadap pendidikan .~epada anak Bumiputera 

oleh orang Bumiputera . 

I: .• A. Kern sebagai Pej abat Penasehat Dalam Urusan Bumiputera 

menyatak an da1am naseh.atnya 25 Pebruari . 1922 nomor D. 37, bahwa 

~~ ) Peraturan tersebut termaktub cial am Lembaran Negara 
(Indisch Staatsb1ad) 1880 nomor 21. yaitu- pengawasa.n terhadap 
pendic!ikan S\lasta dari orang Eropa kepada orang Bum.iputera. Un­
tuk pengawas an ini b aikpun yang diberikan di seko1ah maupun di 
rumah di wajibkan ada ijin d2ri Kep ala Daerah ~ yang diberikan de­
ngan syara t baht·Ja ' 'kondisi setempat tidak mel!1punyai keb eratan" . 
Da1am Lenbar an Negara 1903 nomor 389 diganti dengan ; "jika tid8k 
menimbulkan gangguan t a ta tertib dan keamanan ' . Da lam Lembaran 
Heg c.r a 1912 nomor 286 ditetapk2n , bahwa yang bersangkutan he.rus 
membuktikan telah tamat s ekolah rendah di negeri Be1anda a.t au 
s ekolah rendah deng<!n pengantar bahas a Belanda di Hinc!ia Belanda . 
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sekolah negeri sendiri merupakan penangkal atau penolak paling am­

puh terhadap seko1ah-sekolah politik. rianyalc orang tua, yang ingin 

menyeko1ahkan annk mereka di HIS negeri, tetapi dikecewakan karena 
' anak mereka tidak dapat diterima. ¥.enurut Kern sekolah swasta pada 

umumnya mendapat sis~1a:, bukan kar ena orang tua· berkeinginan agar 

anak merekn diberikan pendidikan dalam ben1:uk tertentu di seko1al:l 

t c rsebut, melainkan karena anak Llereka tidak diterima di sekolah 

negeri. I a yakin ~ bahwa banyak anak yang masuk sekolah HIS~ ya.ng 

didirikan oleh S. I. di Priangan, akan segera pindah ke HIS negeri, 

apabi1a disediakan tempat untuk liiE:reka. Dari sebab itu pada hemat­

nya seko1ah negeri merupakan pencegahan yang paling efektif terha­

dap sekolah politik. 

Pengawasan terhadap sekolah swast a Cinas yaitu masalah yang 

sudah sangat tua, diperintahkan me1a1ui surat rahasia Sekretaris 

Pemerintah (Negara) I tangga1 18 Hare t 1922 .nomor 171X, yang me­

nyampaikan antara lain s a1inan surat Duta Be landa di Bangkok tang­

gal 8 Pebruari 1922 nomor 92 mengenai undang-undang sekolah s~.rasta 

di Siam (Huang Thai) dari tahun 1918 dan undang-undang yang mene­

tapkan~ bahwa kep11da anak-anak Cina di Siam juga harus diajarkan 

beberapa pengetahuan mengenai Siam untuk meng~mbangkan kesadaran 

nasiona1 Siam. Persoalan ini dengan lebih ·mendesak dikemukakan 

oleh Penasehat ltepala Dinas UrusanCina , dalam surat sangat rahasia 

tangga1 27 Haret 1922 nomor 153/22, yang kemudian disusul dengan 

surat rahasia Sekretar:i.s Pemerintah (Negara) I tanggal 3 April 1922 

nomor 206x. Oleh Penasehat Urusan Cina diperingatkan, bahwa dalam 

tahun 1919 Direktur Pendidikan dan Agama menganggap perlu diadakan 
11 pengmo1asan yang sistematis terhadap seko1ah swasta Cina sambil me­

manfaatkan kesempatan dalam pengav1asan itu untuk memperbaiki pendi­

dikan dan tidak mendasarkan pengawasan itu hanya sem.ata-mata atas 

alasan-alasan politik". 

Pengawasan pemerintah baik pun terhadap pendi,dikan oleh. orang 

Bumiputera kepada orang Bumiputera, maupun terhadap pendidikan swas­

ta Cina tidak bersibsidi 'telah berkali-kali dipersoalkan. Mengenai 
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masa1ah yang pertama o1eh Direktur Pendidikan dan Agama pernah di­

tanyakan dengan surat edaran tangga1 28 Oktober 1914 nomor 21520 

kepada para Inspektur Pendidikan Bumiputera apakah diketahui fakta­

fakta yang menunj,ukkau, bahwa pendirian pemerintah untuk tidal,< tu­

rut campur da1am urusan itu perlu ditingga1kan dan apakah jika per-

1u turut campur pengawasan terhadap orang Eropa yang memberi pendi­

dikan swasta diper1uas dengan pengawasan terhadap orang Timur Asing 

da1am kasus yang sama atau 1ebih baik mengadakan pengawasan terha­

dap semua seko1ah swasta. Jawaban yang dipero1eh memberikan kesan, 

bahwa pada waktu itu be1um ada keharusan mengadakan peraturan de­

ngan maksud tersebut. 

Mengenai sekolah swasta Cina. pendahulu Gubernur Jenderal Fock 

berpendapat seperti dinyatakan dalam surat rahasia Sekretaris Nega­

ra I tangga1 13 Januari 1920 nomor 24X, bahwa untuk sementara turut 

campur Pemerintah ke dalarnnya harus dibatasi . pnda pengawasan keras 

terhDdap ap'a yang disebut para guru dan para pe1ajar. yang masuk ke 

hindia Be1anda tanpa sebelumnya mendapat undangan dari perkumpulan­

perkumpulan seko1ah Cina untuk mencari pekerjaan di Indonesia. 

Departemen Pendidikan dan Agama mendesak untuk mengubah pendi­

rian pen.erin~ah terhadap seko1ah swasta Indonesia dan Cina, karena 

beranggapan. bahwa dengan Pertdirian sekolah S. I. di Semarang dan 

sekolah pendidikan guru Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta kaurr. muda 

Bumiputera diancam oleh pengaruh po1itik yang merusak. Dari Kali­

mantan diberitak~m mengenai kebangkitan nasiona1isme Cina yang anti 

Belanda, yang terutama diungkapkan oleh sekolah-sekolah swasta Ci-

na. 

Henurut Pejabat Direktur Pendidikan dan Agama J. F. tJ. van der 

Meulen da1am suratnya 27 Juli 1922 kepada Gubernur Jenderal Fock 

tersebut di atas pengawasan atas seko1ah s,;.rasta Bumiputera dan Cina 

menjadi keharusan. Menurut hematnya pemerintah akan melalaikan ke­

vJajibannya dengan membiarkan pengaru..~ kedua gerakan itu masuk ke 

dalam bidang pendidikan. Ia tidak menyangkal pendapat R.A. Kern. 

Penasehat Urusan Bumiputera, bahwa sekolah negeri yang bermutu me­

rupakan penolak paling ampuh terhadap pengaruh tersebut, tetapi 
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pemerintah belum tnampu menyediakannya seperti ~ang dapat diharap.:.. 

kan dan lagi pula hal tersebut bUkan satu...!~atunya· c~ra pencegahan. 

Ia menyarankah 3 supaya pengawasan di l aksanakan secara berangsur­

angsur. Sebagai; permulaan diadakan peraturan legal agar pemerin­

tah mempunyai kepastian untuk se1alu dapat menge·t 'ahui ' volume dan 

luas serta corak pengajaran di sekolah sHasta, sebirtgga dapat di­

adakan pengawasan seperlunya dan akhirnya pengajaran d·apat dihen­

tikan, apabila ditempuh arah yang mE:mgaricam keamanan umurn. Menu­

rut pendapatnya kepastian ini dapat diperoleh dengan mewajibkan 

orang yang berkehendak mengajar di sekolah swas'ta menyampaikan 

pemberitahuan kepada Pemerintah. Dikecualikan guru-guru yang ID.:!­

ngajar di sekolah negeri dan sekolah swasta bersubsidi, juga guru­

guru yang terkena d_r.donansi peng·awasan -dalam Lembaran Negara 1880 

nomor 201. Demikian juga pengajaran agarna, yang terkena pasal 123 

dan 124 Regeeringsreglement (R. R ~) serta peraturan-peraturan khu­

susnya.*) Ijin mengajar tidak. perlu diberikan, sudah cukup apabi-

. la pemerintah diberi tahu. Para guru tersebut diwajibkan memberi­

kan semua keterangan yang dip,erlukan kepada petugas-petugas peme­

rintah, yang diserahi pengaw:asan. Kepala pemerintah daerah diberi 

wewenang . melarang para guru terse but mengaj ar, j ika kepentingan 

keamanan umum mengharuskan . Dengan demikian sis tim pengmvasan 

tersebut ditujukan kepada guru-guru sekolah swasta. 

Dengan maksud melaksanakap. sistim pengawasan seperti tersebut 

di atas disampaikan kepada Gubernur Jenderal suatu usul rencana 

ordonansi. Selanjutnya dianggap perlu, bahwa peraturan pelaksana- , 

annya disertai surat .edaran untuk me njelaskan kepada Pemerintah 

Daerah dan Inspeksi maksud ordonansi dengan pengertian, bahwa ke­

cuali kewajiban guru untuk melapor (memberi tahu), pada umumnya 

*) 
Pasal 123 R.R. mengatur secara khusus pemasukar·1 guru-guru agama 
Kristen, Pendeta dan Zendeling. Pasal 124 menempatkan guru 
agama orang Indonesia yang bukan Kristen di bawah pengawasan 
raja. bupati, dan pemlli~a masyarakat menurut aga~a yang dianut 
oleh mereka. 
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tetap dipelihara keadaan yang lama. Hanya jika benar-benar ber­

alasan untuk melihat ada ancaman bahaya, diambil tindakan pengawas­

an dan baru dalam kasus yang memaksa digunakan l~rangan mengajar. 

Usul rencana ordonansi dari Van der Meulen tersebut diterima 

tanpa diadakan perubahan yang berarti dan menjadi ordonansi dalam 

Lembaran Negara 1923 nomor 136. Untuk pengawasan terhadap sekolah 

svmsta Indonesia dan orang Timur Asing yang dimaksudkan dalam ordo­

nansi~ ditunjuk pegawai pangreh praja, kecuali itu juga petugas 

Inspeksi pendidikan rendah dan Dinas Urusan Cina (Lembaran !!egura 

1923 nomor 374). 

81. D~ri Direktur Pendidikan dan Agama (K.F. Creutzberg) kepada Dewan 

Pendidikan *) tanggal 21 September 1923 

Dalam tahun 1923 telah tersedia aparat untuk secara legal me­

laksanakan pengaw'.asan terhadap sekolah-sekolah Slvasta tidak bersub-
,. 

sidi (yang lazim disebut 11 sekolah liar"). Keada<m sekolah-sekolah 

ini diutarakan oleh Direktur Pendidikan dan Agama (K.F. Creutzberg) 

dalam surat t;ang~.~l 21 September 1923 kepada De\van Pendidikan (On­

derwijsraad) •. ··K,I£pada de\v-an disampaikan inventarisasi 1aporan in­

speksi mengenai sekolah swasta Bumiputera tidak bersubsidi, yang 

memberi~ap apa yang disebut sebagai perididikan Barat. Menurut pen-
~' ; 

d.apatnya · dari laporan-1aporan terbukti, bahwa pengajaran di seko1ah 

sekolah terse but biasanya sangat ,tidak memenuhi syarat. Sebagai 

penegasan pendapat itu , , dikemukakannya isi surat, yang diterima­

nya dari R(~siden Manado J. Tidemc:m, halma dalam ujian pegawai kecil 

(kleinambtenaarsexamen), yang di adakan di ibukota daerah tersebut, 

dari 189 orang peserta ujian hanya 47 orang yang dapat diberi ija­

zah. Henurut Residen J. Tideman, jumlah calon sebesar itu, yang 

tidak memp~~yai persiapan secukupnya untuk ujian, ada1ah akibat 

*) Dewan Pendidikan didirikan dengan SK Gubernur Jenderal tangga1 
8 Haret 1918 nomor F-1_8,· derigart tugas untuk memberikan petunjuk 
kepada Dire\ttur F & A mengenai soal-soal teknis pendidikan dan 
masa1ah pendidikan. Pada t •ahun 1931 karena alasan penghematan, 
DeHan ini dibubp_rkan. 
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d<;tri sangat banynknya sekolah "Belanda" swaste. . di mana "pengajar­

an bahasa Bclanda" diberikan . oleh sembarang orang saj.a. Menurut 

Tideman, sek(llah-sekolah ter:s.ebut lebih banya.k, mer~ugikan dari pada 

menguntungkan penduduk. 

Menurut Creutzberg, keburukan sekolah sHasta "liar", di mana 

diajarkan bahasa Belanda, sudah l?ffia menarik perhatiannya. Kecam­

an kepada pengajaran di sekolah-sekolah tersebut .makin menumpuk 

dengan makin bertambahnya jumlah sekolah semacam itu. Berkali-ka­

li timbul pers oalan·, dan apakah dapat dipertanggung jawabkan mem­

beri kepebasan kepada pendidikan di sekolah-sekolah tersebut atau 

haruskah ditetapkan syarat-syarat untuk mendapat l.rewenang mengajar 

sebagai jaminan, bahwa orang-orang yang berkepentingan dengan se­

kolah-sekolah tersebut tidak akan · dirugikan. 

Pengendalian keburukan seperti dikemukakan di atas menuru,t 
,, 

Creutzberg dapat dijalankan dengan menetapkan peraturar. seperti 

pemberian pendidikan di sekolah rendah swasta Eropa, sebaga~ sya­

rat ditentukan harus mempunyai akte atau sertifik~t kemampuan ter­

tentu, misalnya sebagai syarat minimum ijazah HKS (Hogere Kweek 
. ' '· 

School). Menurut pendapatnya barangkali tidak perlu menuntut pe-

milikan ijazah tertentu, tetapi cukup dengan adanya keterangan me­

ngenai kemampuan y·ang memadai, yang diberikan oleh pej abat Inspeksi 

Pendidikan. Dapat juga diadakan peraturan campuran, yaitu dituntut 

salah satu syarat misalnya ijazah tertentu dan kewenangan mengajar 
. . 

atau keterangan kemampuan. In menganggap perlu untuk mempertim-

bangkan lebih lanjut guna menetapkan syarat-syarat minimum dalam 

penyelesaian masalah. 

Di samping itu perlu diadakan kompensasi untuk mengimbangi pe­

ngurangan kesempatan mendapat pendidikan Barat sebagai akibat tin­

dakan tersebut di atas. Semen tara kompensasi itu tidak dapat dibe­

rikan dengan menambah jumlah HIS atau Sekolah Peralihan, yang ke­

mungkinannya di bidang keuangan sangat terbatas, maka mungkin kom­

pensasi itu dapat diadakan dengan '"nu:!mberi bantuan kepada prakarsa 

swast a yang menyelenggarakan "pe:ndidikan Bel~da" , yang sangat di­

inginkan itu, dalam bentuk kursus-·kursus. 

Creutzberg meminta kepada Dewan Pendidikan untuk menelaah se­

luruh u~salah itu dan memberikan nasehatnya. 



~NGHEMATAN DAI..AM BIDANG PENDJDII<AN 

JMN SUA§ANA MASYARAKA'f 

82. Dari Pejabat Sementara Penasehat Urusan Bumiputera (R.A. Kern) ke­

pada Gubernur Jenderal (Fock)J 24 Januari 1924 

Untuk memenuhi tugas yang disampaikan secara lisan oleh Guber·­

nur Jenderal kepada Pjs. Penasehat Urusan Bumipu,tera untuk meneliti 

akibat dari penghematan *) da~am bidang pendidikan bagi penduduk Bu-· 

miputera dengan ini disampaikan bahwa tidak. mungkin diadakan pene­

litian secara terperinci, karena kekurangan waktu dan kesempatan. 

Dewan Rakyat memberi kesempatan untuk perdebatan mengenai segi·­

segi teknis dan di samping itu pers te~buka lebar untuk masalah pen­

didikan. 

Perhatian · terhadap masalah pendidikan sangat berbeda. Rakyat 

kecil bersikap acuh tak acuh dan orang-orang desa bahkan menganggap 

Sekolah Desa sebagai beban daripada keuntungan untuk anak-anak mere­

ka. .Pengaruh dari Pangreh Praja masih diperlukan dan lebih-lebih 

kunjungan kepada sekolah-sekolah desa dirasakan perlu. 

Menurut ketentuan lama, desa dapat memperoleh uang muka yang akan 

dibayar kembali olch deGa setelah beberapa tahun kemudian. Tetapi 

setelah penghematan~ desa harus mengusahakan sendiri pembangunan se-, 

kolah tersebut, termasuk juga pemeliharaannya. Sikap acuh tak acuh 

tersebut terutama dirasakan di Hadura, tetapi sebaliknya di daerah 

Parahiyangan pembangunan sekolah desa oleh masyarakat sendiri disam­

but dengan rasa gembira. 

Suasana lesu itu same sekali tidak tarnpak di kalangan orang­

orang bukan tani, seperti . mandor~ tukang, pedagang kecil, dlsb. Me­

reka mengirimkan anal;-anaknya ke sekolah kelas 2 at au ke HIS. Yang 

*) Penghematan dalarn bidang pendidikan yang dimaksud adalah untuk 
tahun 1924. Penghematan terutama ditujukan tmtuk membatasi 
beasiswa untuk studi pada sekolah menengah, teknik, dan MULO. 
Selain .itu tidak lagi memberikan uang muka untuk biaya pembangun­
an sekolah desa~ uang muke. untuk kenaikan uang sekolah bagi HULO, 
HIS dan sekolah-sekolah kelas 2. Penghematan tsb. dilakukar. se-• demikian rupa sehingga bagian vital dari · pendidlkan tidak ter-
ganggu dan dapat berjalan terus. 
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paling beruntung adalah mereka . yang berhasil menyekolahkan anak­

anaknya ke HIS karena murid memperoleh pendidikan terbaik, yaitu 

pendidikan Eropa. Dengan demikian rr~reka merasa pendidikannya di­

persamakan dengan anak-anak , oran~ Belanda. Kalau mungkin mereka 

menginginkan pendidikan yang lebih maju dari HIS, tetapt_ hanya se-:­

diklt sekali anak oran8 Bumiputera yang memperoleh kesempatan ter­

sebut, karena b~hasa Belanda merupakan syarat mutlak sebagai in­

strumen untuk dapat diterima. Oleh karena itu apabila ada murid 

yang d~tolak karena alasan kekurangan tempat, maka hal tersebut 

menyebabkan keke~ewaan yang mendalam bagi orang tua murid. 
' ' 

Untuk mengata~i itu para orang tua mencari pemecahan pada sekolah 

swasta . . Ad~. ,tiga macam HIS, yaitu HIS Negeri, bersubsidi, dan 

yang tidak bersubsidi. HIS negeri adalah yang paling disenangi, 

tetapi kalau yang Negeri sudah penuh, yang bersubsidi pun jadilah. 

Walaupun HIS bersubsidi dipersamakan dengan Negeri, tetapi orang 

masih mendahulukan sekolah negeri . . Baru kalau kedua kesempatan 

tersebut sudah . tidak ada lagi, orang menyekolahkan anaknya ke HIS 
i ' 

swasta yang tidak bersubsidi. 

Walaupun terdapat hambatan akibat . penghematan, orang masih 
• : • •• t 

tetap memilih sekolah-sekolah negeri, meskipun di kalangan politi­

si, pers, dll. tadinya terdengar suara-suara untuk memperluas pen­

didikan swasta. 

Orang tua yang menginginkan anaknya , bersekolah di HIS terdiri 

dari golongan menengah, yang menginginkan ketenangan, dan orang 

baik-baik yang tidak ,menentang pemerintah. Jadi adanya hambatan 

pada HIS Negeri menjadikan pemikiran juga bagi mereka. Adanya se­

kolah kelas 2 hanyalah pertolongan dalam keadaan darurat karena 

murid sekolah kelas 2 ]arang yang- dapat pindah ke sekolah k~lan 1 

(HIS). Pada umumnya mereka tetap di sekolah kelus 2. 

Kenaikan uang sekolah dalam rangka penghematan ini mempersulit 

orang tua juga, karena uang sangat bernrti untuk golongan ini. Se­

bagai akibatnya banyak orang tua yang terpaksa memindahkan anaknya 

ke sekolah yang lebih murah. 
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Untuk lapisan masyarakat yang termiskin hal kenaikan uang sekolah 

sangat dirasakan, meskipun pada golongan menengah terdapat penger­

tian akan kenaikan tersebut dan mereka bersedia membayar uang se­

kolah lebih banyak. 

Bagi kalangan atas dan kaum intelektuil Bumiputera seperti di ka­

langan Budi Oetomo penghematan ini mereka anggap suatu pukulan dan 

seolah-olah jarum jam diundurkan. }1ereka sebanarnya berusaha 'un­

tuk memajukan pendidikan di segala tingkat, dalam waktu yang sing­

kat, sehingga semua 1pembatasan dalam bidang pendidikan akan diten­

tangnya. Apaptm alasan pemerintah, akan ditentangnya dengan argu­

mentasi yang beralasan. Dapat ,dimengerti bahwa mudah timbul kecu­

rigaan atas maksud haik dari pemerintah dan mereka mencari-cari sum­

her dari orang~orang Eropa yang menentang terhadap kemajuan bangsa 

Bumiputera. 

Di samping adanya arus yang mendasarkan kepada Boedi 'Oetomo, ada 

juga aliran yang mendasarkan kepada Islam dan komunisme yang tida.k 

menentang sistim pendidiken Barat. 

Untuk menanggulangi komunisme jalan yang terbaik ialah melalui se­

kolah-sekolah negeri karena masyarakat masih percaya pada arab yang 

ditempuh oleh sekolah-sekolah negeri. 

PENGAWASAN (SUPERVISI) PEMERINT#l ATAS SEKOLAH 

_SWASTA TIDAK BERBAN11MN (TIDAl( BERSUBSIDI) 

83. Nota Direktur Pendidikan dan Agama (J. F .1-1. Van der Meulen) tenggal 

6 Januari 1925 

Hasalah pengawasan terhadap apa yang disebut sekolah "liar" 

itu dibahas lagi oleh J. F .u. Van der l1eulen, Direktur Pendidikan & 

I a berpendapat, bah~.ra Agama, dalam nota tanggal 6 Januari 1925. 
I 

yang pertama-tama harus dipersoalkan dalam masalah tersebut i alah 

bahwa masalah itu sendiri tidak berurusan dengan pernberantasan pe­

ngaruh yang tidak diinginkan dalam arti politik dari guru kepada 



71 

siswa, teristimewa pengaruh propaganda komunis. Terlepas dari pem­

berantasan pengaruh komunis itu, masalah . sekolah liar itu tetap ada 

sekali-pun tidak ada guru-guru komunis. 

Dengan sekolah liar itu dimaksudkan semua sekol·ah, yang kepada 

bidang teknis pengajarannya tidak diadakan pengawasan oleh pejabat 

yang berwewenang di bidangnya, sedangkan sekolah-sekolah tersebut 

tidak terikat oleh hubungan keuang~n dengan pemerintah. Apakah da-

. lam sekolah liar itu terkandung bahaya, yang mengancam ketenteraman 

dalam perkembangan ke~erdasan penduduk. Bahaya itu, yang .dapat 

timbul dari pendidikan yang tidak memenuhi syarat di bawah kondisi 

kolonial,. terkandung dalam rasa tidak puas, yang timbul dari keke­

cewaan pada para tamatan sekolah tersebut. Di sekolah negeri dan 

sekolah swasta Berbantuan dapat diadakan pembatasan terhadap kega­

galan belajar dengan pengketatan syarat-syarat penerimaan rsiswa dan 

melalui pengawasan intensif di bidang teknis pengajaran serta juga 

pengawasan terhadap absensi siswa di sekolah. Di sekolah svrasta 

tidak mungkin diberlakukan secara ke tat syarat-syarat penerimaan 

siswa, termasuk ke dalamnya syarat mengenai batas umur. Untuk 

mengad,akan pengawasan yang teratur, apalagi yang in tens if, persona­

lia yang tersedia j auh daripada mencukupi. l'araf pendidikan yang 

bermutu rendah di sekolah liar menimbulkan kekecewaan yang sangat 

besar bagi siswa dan orang tua. Henurut J.F.H. van der Meulen ke­

kecewaan tersebut mengakibatkan kejengkelan, yang dalam kehidupan 

dalam kondisi kolonial selalu akan dilampiaskan terhadap "kapital­

isme11 atau tcrhadap "penjajahan". Maka pemberantasan bahaya terse­

but harus dicoba berdasarkan motivasi ekonomi dan politik. Untuk 

dapat menentukan arah tujuan peraturan mengenai pemberantasan per­

lulah pertama-tama diadakan penelaahan keadaan, yang menyebabkan 

timbulnya dan kes_uburan perkembangan 12 sekolah liar' 1 tersebut. 

Sebagai sebab-sebab umum dapat disebut : 

1. Pemenuhan kebutuhan akan sekolah yang tidak memuaskan. 

2. Untuk mata pencaharian bagi pimpinan sekolah. 

· 3 , Menggunakan sekolah untuk propaganda tertentu. 
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~ Mengenai pemenuhan kebutuhan akan sekolah atau pendidikan da­

pat diadakan pembedaan kebutuhan yang obyektif dan yang sub­

yektif. Dengan kebutuhan yang obyektif dimaksudkan kebutuh­

an yang diakui dan diusahakan penyediaannya olch pemerintah. Menu­

rut Van der Heulen, penyediaan sekolah negeri dan sekolah swasta 

berbantuan dengan diperluas terus-menerus dapat dikatakan dengan 

sedikit reserve tidak terlalu ja~h ketinggalan di belakang kebutuh­

an obyektif. Tetapi kead.aannya lain sama sekali mengcnai kebutuhan 

subyektif 3 yaitu kebutuhnn berdasarkan keinginan dan harapan ter­

tentu. Rasa yang tidak puas dalam hal ini tertuju ke dua arah~ ya­

itu (a) terhadap sistim pendidikan yang resmi, dan (b) terhadap ke­

sempatan untuk memanfaatkan sistim tersebut. 

- Terdapat dua macam kecaman, yaitu bahwa sistim tersebut terlalu 

kebEO.rat-baratan atau terlalu "kapitalistis". Belakangan ditambah 

dengan keberatan terhadap pengajaran agama (Kristen) di sekolah 

swasta bersubsidi bagi penganut agama lain. 

-- Lebih penting daripada keberatan terhadap sistim ialah rasa tidak 

puas mengenai kesempatan yang tersedia untuk masuk sekolah. Ter­

utama sekolah dengan pengajaran bahasa Belanda seperti HIS, dsb. 

tetap tidak memenuhi kebutuhan subyektif dengan memuaskan. Go­

longan pendudlli~ yang karena posisi sosialnya tidak boleh menyeko­

lahkan anak di HIS, terpaksa berpaling ke sekolah swasta. Teru­

tama oleh dorongan kepada pengaj aran bahasa Belandalah mereka be­

rani berkorban nntuk membayar uang sekolah yang tinggi, asal anak 

mereka dapat belajar bahasa ' Beland a. Dan di sinilah sumber keke­

cewaan yang tidak kecil . 

Ad.2 Menurut Van der Heulen, sekolah liar didirikan untuk dijadi­

kan sumber penghasilan bag?- pendirinya atau para kaum kerabat-

. nya~ dan di samping itu dalam beberapa kasus nafsu mencari ke­

untungan mempunyai peranan yang besar seperti terbukti dari pungutan 

uang sekolah yang tinggi di sana-sini. Ada juga dik.etahui, bahwa 

sekolah--sekolah Snrekat Rakyat harus ~enyerahkan 5% dari basil pu­

ngutan uang sekolah kepad a Dann Sumbangan di Semarang. Tetapi sangat 
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diragukan» bahwa person~lia sekolah-sekolah tersebut memenuhi ke­

wajiban itu. Egoisme» yang mendasari motivasi pendirian sekolah, 

akan lnnbat laun merupakan rem yang lmat terhadap ekses·-ekses po-
, .. ··' . 
litik. Egol.sme tersebut pada umumnya juga menghalangi penggunaan · 

uang sekolah untuk menyediakan alat-alat pelajaran dan ruangan be-

lajar yang memadai. 

Ad.3 Henurut .Van der Meulen tidak begi tu mudah untuk menentukan 

penggunaan yang bera~ti untuk propagauda. Penciapatnya me­

ngenai sekolah Muhammadiyah~ l::ahwa jika motivasi.nya bukan 

propaganda agama ialah terutama keinginan memasukkan pengajaran 

agama dalam sekolah. Jika maksud untuk propaganda politik dapat 

disebut sebagai salah satu sebab dari pendirian sekolah-sekolah Sa­

rekat Rakyat ~ tetapi kelangsungan pembinaan sekolah-sekolah terse-· 

but ·dapat dipertanyakan. karena ada pengaruh dari faktor-faktor da­

la:n ad.l dan ad.2. Perkembangan kursus-kursus ABC *) menunjukkan, 

bahwa jumlah orang yang mau bekerja dengan pengorbanan keuntungan 

bagi pribadinya untuk kepentingan pendidikan rakyat hanya sedikit. 

Di sini terdapat petunjuk yang kuat, bah\la sekolah-sekolah liar itu 

tidak dapat dibina kelestariannya hanya dengan guru-guru» yang ber­

sedia mengorbankan kepentingan kepribadiannya, dan dengan siswa­

siswa, yang orang tuanya menginginkan untuk anak mereka pengajaran 

komunis saja. Sekolah-sekolah tersebut harus memberikan penghasil­

an dan orang-orang tua murid dikelabui dengan harapan-harapan palsu 

sehingga membayar uang s ekolah yang terlalu tinggi. 

Di samping sebab-sebab yang umum tersebut kondisi setempat 

yang berbeda-beda akan dapat mendorong timbulnya sekolah-sekolah 

liar. Di Minahasa mi.salnya» dan rupanya juga di ATllbon» didirikan 

sekolah swas,ta karena dorongan bahwa orang ingin belajar bahasa Be­
landa bukan hanya untuk memperoleh pekerjaan kantoran ("witte jas 

*) 
Kursus-kursus ini diadakan untuk orang dewasa oleh suatu panitia 
pemberantasan buta huruf (Alphabetisrne Bestrijdings Committee), 
yang di-infiltrasikan dengan kuat oleh kaum komunis. 
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baantje") setelah menamatkan sekolah~ tetapi juga karena pengetahu­

an bahasa Belanda yang sederhana makin dirasakan sebagai kebutuhan 

dalam pergaulan hidup sehari-hari. 

Pada hemat Van der lfeulen, hal yang lebih penting untuk penye­

lesaian masalah dengan tepat perlu diketahui adanya pengaruh faktor 

faktor setanpat dan arti faktor-faktor tersebut . Hisnlnya pendiri­

an sekolah-sekolah Muhcmmadiyah di Jawa T•.:mgah motivasinya apakah 

keinginan untuk memberikan posisi y~~g sepatutnya kepada pengajaran 

agama Islam ataukah dimaksudkan sebagai reaksi kepada penyebaran 

agama Kristen. Juga dalam anggapan, bahwa tidak perl~ mereberikan 

banyak perhatian kepada sekolah liar . Cina, perlu diadakan koreksi, 

karena biasanya anak Ci:ria yang menj adi sis't-Ja di sekolah tersebut 

tidak menaruh harapan untuk dapat memperoleh p t;kerjaan melalui se­

kolah tersebut. 

Menurut Van der Heule,n, peme rj_ntah harus menyambut dengan baik 

setiap usaha penyelenggaraan pendidikan yang baik, betapapun seder­

hananya. Dalam hal kebutu:1an akan pendidikan tidak dapat dipenuhi 

seluruhnya dengan penyediaan sakolah negeri atau sekolah bersubsidi 

maka tidak perlu diadakan pengawasan secara langaung terhadap seko­

lah, yang dengan atau tidak dengan sengaja mempunyai kurikulum lain 

atau yang sama sekali tidak mempunyai kurikulum. Yang harus dibe­

rantas ialah pendidikannya yang buruk di sekolah seperti itu, atau 

di dekolah yang pada orang tua murid menimbulk.:m harapan yang tidak 

dapat dipenuhi oleh sekolah. Sekolah semacam itu biasanya memberi­

kan apa yang disebut " pengajaran bahasa Belanda11
• Ia sampai kepada 

kesimpulan sementara, bahwa di samping atau sama sekali terpisah 

dari peraturan untul• mengambil tindakr.n terhadap guru-guru berbaha­

ya berdasarkan pertimbangan dari segi politik, juga perlu diadakan 

peraturan untuk mencegah keburukan-keburukan yang raembahayakan dari 

sekolah liar. 
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84. Dari Pj. Sekretaris Pemerintah (Negara) I kepada Kepala Keresidenan 

(Hoofden van gewestelijk bestuur) 7 Juni 1925 

Untuk mengadakan pengawasan yang lebih efektif terhadap sekolah 

liar maka dalam ordonansi 28 Haret 1923 (Lembaran l'·Tegara nomor 136) 

diadakan perubahan (Lembaran Negara nomor 260). Dalam surat edaran 

Pejaba-t: Sekretaris Pemerintah (Negara) I tanggal 7 Juni 1925 kepada 

Kepala-kepala Pemerintah Daerah perubahan tersebut dijelaskan menge­

nai tiga hal. 

Menurut ordonansi lama baru diambil tindakan jika ternya-

ta~ bahwa pendidikan yang diberikan mengancam ketertiban umum. Me­

nurut Gubernur Jenderal dengan demikian pemerintah tidak dapat de-
ajaran 

ngan tuntas memberantas pendidikan yang berlandaskan7revolusioner. 

Karena it~ diedakan perubahan dengan perluasan dalam peraturan me­

ngenai larangan mengajar, sehingga untuk selanjutnya larangan ter­

sebut tidak hanya dikenakan terhadap seseorang yang memberikan peng­

ajaran ~ tetapi juga terhadap orang~ yang bermaksud akan menjadi guru 

dan untuk itu telah memberitahukan sebagaimana mestinya menurut per­

atu:.:an. Karena berbagai sebab tidak dapat diadakan pengawasan pre­

ventif terhadap sekolah liar dengan mengharuskan meminta ijin untuk 

me~gajar, sehingga tidak akan selalu mungkin untuk melarang seorang 

bakal guru yang dianggap berbahaya, sebelum ia menjalankan- pekerjaan­

nya. Tetapi kesulitan ini menjadi kecil, apabila para kepala peme­

rintahan daerah berusaha memberitahukan dengan segera keterangan-ke­

~erangan mengenai orang-orang yang dicurigai. Dengari demikian di­

mungkinkan untuk mengeluarkan larangan dalam waktu yang singkat, se­

hingga praktis tidak akan diberikan kesempatan untuk berbuat jahat. 

Perubahan yang dimaksudkan di atas memungkinkan ·vntuk mengambil 

tindakan terhadap guru-guru, yang bertanggung jawab atas perbuatan 

murid dan adanya sarana atau benda-berida di sekolah, yang dianggap 

merongrong "t-libawa pemerintah. Benda-benda tersebut misalnya. gambar­

gambar pemimpin ekstremis at r.: u hiasan dinding yang menghasut. ·Untuk 

menghalangi seorang guru yang terkena larangan mengajar di suatu da­

erah muncul di daerah lain, sesogyanya para kepala pemerintahan 
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daerah rnemberitahukan setiap penindakan larangan kepada masing-ma­

sing yang bersangkutan dan kepacla Kantor Kejaksaan di daerah-daerah. 

Perubahan kedua ialah Gab:a larangan mengajar yang berlaku un­

tuk waktu yang lamanya ditetapkan , menjadi larangan yang dikeluarkan 

untuk waktu yang lamanya tldak ditetar,kan. Hal ini terutama penting 

artinya sebagai larangan terhadap orang-oranb• yang memberi pendi­

dikan dengan tujuan mendidik kaum muda. supaya pada mereka tumbuh 

sikap menentang peme rintah, 

Perutahan ketiga ialah penggantian kata 0 kinderen" (anak-anak) 

dengan "personen" (orane-orang) sedemikian rupa, sehingga tercakup 

ke dalamnya lara.ngan mengajar kepada orang dewasa. 

Dalam bagian nkhir surat dikemukakan pula kemungkinan untuk 

mengadakan tindal~an di beberapa daerah secara luas terhadap sekolah 

Sarekat Rakyat dengan penutupan l eu ih banyak dari sekolah tersebut, 

P.ElUliDIKA.~ ID~WK RAKXA!_ 

PENDIDii<fJI UNTUK .GADIS- GADIS BUHIPUTERA 

85. l1enteri Daerah Jajahan (Helter) dala:m surat kepada Gubernur Jenderal 

(Fock). tangg a l 16 J anuari 1926 

Menegaskan. b nh1,m :<)endidikan l".arus berfungsi 1ebih daripada yang 

sudah-sudah. menciptakan tenggung jmmh kcwargaan negara dan ketabah­

an moral. Pertc:ma-·tarua ia menghenda;d pembaharuan. ke arah itu dalam 

sekolah-seko1eh desa, 

Da1am pcrmulaan sur at dilwmukakan pcnj c1asan yang diberikan o1eh 

Direktur Pendidikan dan Agama, I1r. K.F . Creutzberg, dalarrt pidatonya 

yang terkenal ke tika diadakan pembic2raan mengenai rancangan anggaran 

biaya untuk tahun 1919 dalam rapat-rapat Det-.:an Rakyat pada tangga1 

21 dan 22 Juni 1918 . Oleh Hr. Creutzberg dijelaskan bahwa untuk mem­

peroleh "-'awasan yang benar dai.am tugas pendidikan, yang harus dilak­

sanakan pemerintah di kemudian hari yang d~kat ini, harus dibedakan 

dua ke1ompok induk persekolahan , yang menuntut pemeliharaan pemerin­

tah berdasarkan syarat-syarat yang sangat berlainan. 



77 

Kelompok induk pertama terdiri dari sekolah desa dan se-

kolah kelas dua atau apa yang disebut sekolah standar untuk. Burnipu-­

terap yang mempunyai tujuan te T.utama pendidikan rakyat dengan dasar 
• 

pribumi dalam arti paling umum dan luas. 

meliputi semua lembaga pendidikan yang memberikan pengnjaran, yang 

sedikit atau banyak bersifat Barat. Creutzberg menunjukkan, bahwa 

ke1ompok induk pertama dala.-n arti tertentu dapat dianggE~.p se­

bagai dasar dari keseluruhan dan diuraikannya lebih lanjut. bahwa 

pemerintah menganggap sebagai t e rmasuk ke dalam ke~vaj ibannya yang 

pertama untuk memajukan pendidikan rakyat ciengan selwat kemampuan 

yang ada. Kewajiban ini tidak boleh dipandang sebagai keluar dari 

wawasan yang semau-maunya. yang <lianut pada hari sekarang untuk. di­

tinggalkan pada keesokan harinya, .melainkan sebagai tugas 'yang di­

beb.;mkan oleh sejarah dengan kekuatan hukum alam. Dikatakannya le · 

bih lanjutp bahwa "Perkembangan kecerdasan penduduk sebenarnya ber­

hubungan sangat erat dengan usaha untuk ·memaj'.lkan kemakmuran suatu 

massa yang buta huruf dan tidak dapat dimajukan secara ekonomis de­

ngan berarti';. 

Nenteri Welter dalam suratnya itu mengingatkan kepada kebijak­

sanaan pemerintah dalam hubungannya dengan pembiayaan sekolah desa. 

Mula-mula dianut pendirian, bahwa pembiayaan _sekolah desa harus di­

ambil dari pendap·cltan lokal dan dari uang sekolah. Tetapi ternyata, 

bahwa pelaksanaan secara ketat prinsip swasembada dalam pemb!ayaan 

ini merintangi perkembangan pesat pendidikan untuk rakyat. Maka 

dalam tahun 1919 dianggap mendesak untuk meluna~~an atau mengurangi 

sistim pembiayaan sendiri. Sejak itu dipakai sistim dengan prinsip 

bah\-la akan didirikan sekolah menurut kebutuhan, dan pembiayaa.nnya 

oleh masyarakat setempat, yang sej auh itu dimungkipkan dalam Qubung­

annya dengan keadaan kemakmuran. Sebelumnya yang menjadi pegangan 

ia1ah: "tidak mendirL~an sekolah, jika terbukti tidak ada kesediaan 

penduduk memberikan pengurbanan untuk pembiayaannya". Dalam anggar­

an biaya pemerintah Hindia Belanda untuk tahun 1919 berikutnya dise­

diakan sejuta gulden sebagai subsidi untuk pendirian 1000 sekolah 

• 
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baru, sedangkan se1ain itu untuk gaji guru-guru, biaya peme1i~ara­

an~ dsb. diberikan bantuan biaye 5 yang tidak dibebankan kepada desa. 

Tetapi tnasih ada kelemahan-ke1emahan da1am s istirn baru itu. Keku­

rangannya yang ·terutame ia1ah , bah\,i·a sebenarnya da1am pembagian bi­

aya tidak dapat dikatakan tidt1.k ada satu sistim. karena ter1alu ba­

nyak bergantung kepada pegavai pangreh vraje setempat~ yang sesung­

guhnya sering ka1i berb -:da pendapat da1e.nl peni1aian terhadap kekuat­

an keuangan desa. Se1anjutnya tidak ada kriterium untuk dipakai da-

1ain memperkirakan pengeluaran, yang dengan kecepatan per1uasan seko-

1ah-seko1ah biayanya untuk pemerintal1 akan naik . Maka sejak tahun 

1922 dipakailah sistim pembagian biaya antara pemerintah dengan de­

sa, yang berpijak pada princip-prinsip sebagai berikut: 

Desa harus menanggung biaya pendirian , perlengkapan dan pemeliha­

raan seko1ah-sekolah, Jika dianggap perlu pemerintah memberikan 

' persekot , yang dibayar kembali dengan hunga dalam angsuran setiap 

tahun. Dalam keadaan istimewa persekot itu dapat dibayar tanpa 

bunga atau dengan bunga yang lebih rendah dari pada yang biasa­

nya. 

Gaji guru-guru dibayar oleh pem8rintah» sedangkan dalam kasus-ka­

sus tertentu desa dapat memberikan tunjangan sebagai tambahan ga-

ji. 

Uang sekolah diterimakan kepada desa dan digunakan pertama-tama 

untuk menutupi biaya pembangunan dan pemeliharaan sekolah. 

Dalam tahun-· tahu.• 1920 ~ 1921 , dnn 1922 diadakan kegiatan dengan 

gesit dalam pe71luasan P'-"ndidikan-pendidiknn untuk rakyat. sehingga 

jumlah sekolah desJ. dalam tahun-tahun tersebut di. Jawa dan Hadura 

naik dengan lebih kurang 830. 950, dan 600~ clan di dae::-ah-daerah di 

seberang dengan lebih kurang 300, 150, dan 150 , Sctelah itu perlu­

asan seko1ah sangat dipt:.rlambat oleh berbagai sebab. Sej ak tahun 

1930 setiap tahun rata-rat a dibuka tidak lebih dari 300 seko1ah de­

sa baru. Da1am tahun l926 jumlah sekolah desa seluruhnya di Indone­

sia diperkirakan ada scki tar 10.000 buah. 



79 

Mengcnai seko1ah kelas dua (sekolah standar), jum1ahnye cli se­

luruh Indonesia da1am tahun-tahun 1920. 1921, 1922 , 1923, dan 1924 

naik berturut-turut dengan 1ebih kurang 80, 70, 30, 60, dan 60; dan 

dalam tahun 1926 se1uruhnya diperkirakan ada sekitar 2100 buah. 

Jadi da1am tahun 1926 itu untuk keper1uan penclidikan rendah 

yang sederhana bagi anak Indonesia disedinkan o1eh Pemerintah kira­

kir'a 12.000 buah sekolah untuk se1uruh Indonesia. Dipukul-ratakan 

untuk hanya kira-kira 20% dari se1uruh jufll1ah artak Indonesia, ,yang 

telah mencc.pai usia-seko1ah 5 disediakan kesempatan bersekolah oleh 

pemerintah. lliarpun bagaimana giatnya pihak svrasta mendirikan se­

kolah, jelaslah bahwa masih banyak harus dikerjakan oleh pemerintah 

untuk menyediakan keperluan pendidikan rendah bagi rakyat Indonesia. 

Menurut Menteri, untuk memenuhi tuntutan yang mendesak perlu-­

asan seko1ah untuk rakyat mula-mula harus digarap terutama penam­

bahan jumlah sekolah desa, yang harus diusahakan dengan lebih keras 

dari tahun--tahun sebelumnya, karena sekolah desa harus dianggap se­

bagai bagian bawah sekolah kelas dua. Diharapkannya, bahwa da1am 

rancangan anggaran biaya untuk tahun 192 7 diadakan perhi tungan un­

tuk pembangunan sekolah desa baru , dua kali jumlah dalam anggaran 

biaya untuk tahun 1926. 

Oleh r1enteri juga dibahas corak atau sifat pendidik~m pada se­

kolah untuk rakyat. Hubungan sekolah desa dengan sekolah kelas dua 

lebih dipererat -dengan pembentukan "sekcilah vervolg", yaitu sekolah 

lanjutan dari sekolah desa (atau sekolah kelas dua tanpa tahun ajar­

an pertama, kedua dan ketiga). Kemudian diusahakan perbaikan dan 

intensifikasi inspeksi sekolah dan peningkatan kuantitas serta kua­

litas personalia pengajaran. Juga harus diusahakan, supaya di seko­

lah desa diberikan perhatian sebanyak- banyaknya kepada pelajaran pe­

kerjaan tangan. Selanjutnya diusahakan penyambungan yang sempurna 

dari sekolah desa ke sekolah kelas dua. Murid sekolah desa, yang 

melanjutkan belajar di sekolah kelas dua, dirugikan dengan satu ta­

jun, karena dengan surat tanda tamat belajar di sekolah desa ia ha­

nya berhak untuk duduk di kelas tiga sekolah kelas dua. Dengan 
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merubah kurikulum .sekolah kelas dua dan perbaikan pendidikan di se-
' 

kolah desa, dit:sahnkan kemungkinan untuk dapat n2.ik dari sekolah 

desa ke kelas empat sekolah kelas dua . Sekolah kelas dua dalam 

bentui sekolah "vervolg" densan dua atau tiga tahun ajaran akan di­

jadikan lanjutan yang benar-benar dari sekolah desa. Dengan demi­

kian akan dibuka perspektif untuk secara berangsur-angsur mengem­

bangkan sekolalr rendah untuk massa rakyat yang luas menjadi sekolah 

rakyat enam tahun. 

Pada umumnya telah disadari . balma metode pengajaran yang lama 

terlalu menekankan kepada aspek intellektuil, kata Menteri l~elter. 

Terlalu sedikit perhatian diberikan kepada pembentukan watak, kepa­

da pendidika.'"l budi pekerti dan pembinaan j,.;esadaran untuk bel~erj a 

sendiri. Tiegitu juga pengajaran di sekclah sangat kurang diarahkan 

kepada tujuim-tujuan yang praktis. Menurut Menteri. saran-saran 

baik pun secara lisan maupun secara tertulis, yang menganjurkan pem­

baharuan metode pengajaran ~ mendapat sambutan yang baik. seperti da­

lam rapat- rapat DPR (Stateil Generaal) di negeri Belanda dan dalam 

Dewan Rakyat di Indonesia. Sebagai contoh diingatkannya pidato tuan 

Roep pada tanggal 22 Juni 1925, yang mengemukakan sistim pendidikan 

di sekolah-sekolah yang didir5.kan oleh perusahaan perkebunan swasta 

Senemba di Deli (propL_si Sumatera Utara sekarang). Di sekolah Se­

nemba itu, anak-·anak para buruh perkebunan di samping mendapat pen­

didikan formil unn.nn, kepada mere!:a juga diberikan pelajaran pekerja­

an tangan $ a.l. latihan di dalam .kebun-kebun sekolah. Diharapkan 

oleh Henteri, sup.e.ya sekolah mendidik anak-anak menjadi orang-orang 

yang berkesdaran sosial dan gemar bekerj a.. Sekolah harus dapat me­

ngembangkan ciata kepada kerja, kesul·~aan menabung, kesadaran akan 

tata tertib, ke rapihan dan kebersillan. mengembangkan cinta kepada 

tanah air dan kebudayaannyR , rasa hormat kepada sesama manusia. ke­

tulusan hati" kejujurai'! ~ kesetiaan kepada janji, sikap lemah-lembut 

terhadap binatang, dsb. Juga Jiharapkannya supaya diberikan lebih 

banyak pe_rhatian kepada pendidikan jasmani. Dis<:!hutkannya sebagai 

syarat pertama-·t.~a W1tuk mengadakan pzmbaharuan yang dimaksudkan, 
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bahwa guru~guru yang bersangkutan harus menyadari akan perlunya 

diadakan pembaharuan tersebut dan karena itu juga harus dipikirkan 

cara memberikan kesadaran, baik pur. dengan cara yang banyak berhu·­

bungari dengan pendidikan mereka maupun dengan cara lain (misalnya 

menyediakan buku tuntunan yang prakt is). Gubernur Jenderal diha;:.: 

rapkan mencari nasehat dari Dewan Fencl.idikan dengan maksudmenyu­

sun hagan rencana pembaharuan yang terperinci dengan disertai per­

hitungan secara global pembiayaannya untuk digunakan sebagai lan­

dasan perembngan usul rencana anggaran bie..ya yang akan diajukan. 

86. Menter! Daerah Jajahan (l>Jelter) kepada Gubernur Jenderal (Fock), 

tanggal 12 Pebruari 1926 

., . , Dalam sur at yang ~erikut k"epada Gubernur Jenderal tanggal 12 

Pebruari 1926, Menteri Welter juga menghendaki supaya lebih banyak 
' 

anak gadis bersekolah dan jika diperlukan dengan mendirikan sekolah 

istimewa atau khusus untuk gadis Bumiputera. Dimintakannya perha­

tian khusus dari Gubernur Jenderal kepada arti sekolah untuk gadis 

Bumiputera, baik pun untuk memberantas analfabetisme (kebutaan hu­

ruf), maupun untuk memperkuat pengaruh sekola~ di bidang susila da­

lam masyarakat. Disebutnya apa yang telah dikemukakannya dalam su­

ratnya yang terdahulu, bahwa di antara nilai-nilai sosial yang ha­

rus dikembangkan oleh sekolah ialab c:tnta kepada kerja, suka mena­

bung, kerapihan, kebersihan, cinta k.epada tanah ai r dan kebudayaan­

nya, rasa hormat kepada dan menghargai sesama manusia, ketulusan 

hati, kejujuran, kesetiaan kepada janji, dan sikap ramah kepada bi­

natang. Teristimewa dengan perhatian kepada tujuan-tujuan inilah 

sekolah untuk g.<tdis sangat penting artinya. Apal~3h · usaha c::ekola.h 

untuk mengembangkan nilai-nilai sosial tersebut ditunjang oleh ke­

luarga di rUIIla."l, ha~. itu bergac.tung sekali kepada suasana keluarga 

di rumah dan suasana t e rsebut dicerminkan oleh ibu rumah tangga. 

Menurut Menteri, oleh pendidikan di sekolah rendah untuk anak 

perempuan di samping diberikan pengetahuan sekolah elementer 

yang berguna bagi anak laki-laki dan wanita, juga harus diadakan 
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pengarahan kepada tujuan khusus dari pendidikan kepacl.a anak gadis. 

Jika dibandingkan dengan di negeri-negeri Barat pendidikan untuk 

anak gadis Indonesia mengarah jauh lebih banyak k8pada kehidupan 

dalam keluarga di rumah. Pembentukan watak dalam pendidik:m untuk 

anak percmpuan efeknya kepada masyarakat lebih besar dan ditinjau 

dari sudut ini Menteri memberikan perhatian khusus kepada pendiri­

an sekolah untuk anak gadis Burniputera. Lain dari pada itu ia 

menganggapnya tc-~ ristime\ora penting ur:.tuk membantu pemberantasan bu­

ta huruf. 

Henteri Welter berpegang teguh kepada pendirian~ bah~1a untuk 

usia murid sekolah desa harus dilaksanakan ko-edukasi. Tetapi di­

harapkannya untuk dipertimbangkan di daerah-daerab yang jumlah mu­

rid perempuan di sekolah desa jauh lebih sedikit dari pada di dae­

rah-daerah yang lain, didirikan sekolah desa khusus untuk anak ga­

dis sebagai usaha dalam masa peralihan d~ngan tujuan untuk mendo­

rong lebih banyak anak IJI8nita masuk sekolah. Apabila percobaan u­

saha membiasakan penduduk untuk juga menyekolal:kan anak gadisnya 

agar mendapat pend~dikan yang sederhana sekali dalam membaca. me­

nulis dan berhitung, dapat dih_arapkan pengaruhnya yang baik kepada 

penduduk, sehingga kapasitas sekolah-·sekolah yang kecil akan ber­

kemb ang. Dengan demikian dapatlah diimbangi keberatan terbadap 

biaya yang lebih tinggi dalam pengelolaan sekolah desa khusus un­

tuk anak wanitas yang disebabkan oleh penghamburan tenaga. 

Juga dapat diharapkan, bahwa pendirian sekolah khusus untuk anak 

perempuan akan menampilkan lebih banyak tenaga pengajar uc.nita. 

yang kehadirannya juga akan lebih banyak terj_adl di sekolah desa 

dan sekolah kelas dua campuran. sehingga dengan demikian keberatan 

pada banyak orang terhadap koedukasi dapat berkurang. 

Pada hemat l1enteri~ masa peralihan tersebut di ates dengan tu­

juan untuk rr~ndorong perkemb~ngan sekolah desa campuran yang sudah 

ada mempunyai arti penting untuk mempertimbangkan rencana pengadaan 

pendidikan guru wanita untuk sekolah desa. Menurut ikhtisar sta­

tistik tahun 1924 jumlah murid wanita di sekolah desa negeri hampir 
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sekitar 13% dari se1uruh jum1ah murid, sedangkan jum1ahnya di. seko-

1ah ke1as dua masih leh ih kurang. *)Menurutnya dapat diharapkan, bah­

Ha j um1ah nurid v anita di seko1ah cam~uran akan berangsur-angsur 

naik dengan peningkatan produksi sekolah normal untuk mendidik guru 

bantu wanita**) dan kenaikan guru wanita di sekclah kelas dua. La-

in dari pada itu sekolah ke1as dua ini akan berkurang artinya untuk 

pendidikan anak gadis, apabila didirikan sekolah '~ervolg"untuk anak 

gadi ·~ , (' 'reeisjes-kopscholen!'1), ya~g merupakan kelanjutan dari seko':"' 

lah desa dan tiga kelas terendah sekolah kelas dua untuk anak wani-
***) ta. 

Pengaj aran bahasa Belanda (sebagai mat a pelaj aran) di sekolah 

gadis tersebut di atas kepentingan sosialnya harus ditinjau dalam 

hubungan dengan pengajaran di HIS. Pada rnu11:mya kebutuhan akan ·. 

pengajaran dengan bahasa Belanda seba0ai bahasa pengantar hanya di-
' 

akui untuk kelorripok penduduk , yang kepentinGannya diperhatikan ber­

dasarkan keturunan, kedudukan dalarn masyarakat atau penghasilan. 

Kriteria yanr; demikian ini tidak berlaku lagi sejak didirikan seko­

lah peralihan, ·yang rnenyediakan j erobatan bagi murid-murid yang ter­

pilih berdasarkan bakat dari sekolah kelas dua semata-rnata untuk 

melanjutkan be1aje.r di 1illLO. Serneutara itu HIS te1ah menga1ami per­

kembangan sedemikian rupa, sehingga dE,ngan berangsur-angsur juga 

mempunyai sejumlah besar murid, ynng membutuhkan pengajarart dengan 

. bahasa pengantar bahasa Belancla, meskipun tidak 'meinenuhi krite:da 

berdasar~an keturunan, kedudukan, atau penghasilan orang tua atau 

wa1i mereka. Untuk fenornen a ini dape.t ditunjukkan dua sebab. 

*) Dalam tahun 1924 jumlah seluruh murid di sekolah' desa 685.222 
diantaranya 92.621 murid wanita. Di sekolah kelas dua jumlah 
seluruh murid 249.143, diantaranya 30.816 muriel wanita. (Ikh­
tisar Statistik Tahunan Hindia-Ee1anda, dari kantor pusat s-t;:" 
tistik di hindia 1elanda 1 1924, hal . 48) 

**) Dalam talmn 1924 adn 
b cntu· \vanit a . 

390 anPtk gadis didiriik untuk menjadi guru 

***) Di sekolah gadis ini diaj a rkan kesejahter~ an rumah tangga den 
bahasn Belanda sebagai mnt n pelajaran. 
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Pertama-tama, j urulah tenaga kerj a di lapangan pekerj aan dengan 

gaji yang baik pada pemerintah dan swasta telah menimbulkan suatu 

kelompok besar dari orang-orang, yang meskipun tidak dapat digolong­

kan ke dalam orang kaya, namun selama masih mempunyai pekerjaan me·­

reka memperoleh pendapatan, yang memungkinkan untuk mampu membayar 

uang sekolah yang cukup tinggi di IllS. 

Kedua, dalam kalangan luas dari orang-orang yang sebenarnya 

penghasilannya tidak member] kemampuan, timbul kesadaran, bahwa sua­

tu- kedudukan, yang ditinjau dari sudut material menggiurkan, dapat 

dicapai oleh setiap orang leb :i.h banyak dari pada dulu-dulu, jika me­

lalui sekolah dengan pendidikan Barat dapat memperoleh ijazah tanpa 

didasarkan pada keturunan atau perlakuan istime~Ja. Banyak contoh 

dapat diberikan dari orang tua, yang mer~berikan pengorbanan sangat 

besar agar anak~ya dapat menempuh jalan itu. 

Knrena kedua sebab tersebut di ate:s itu, berubahlah kadar sosi­

al murid HIS dalam perkembangannya itu. Kenyataan menunjukkan, bah­

wa di HIS makin banyak murid yang orang tuanye. tidak memenuhi syarat 

menurut kriterin keturunan at a u kekayaan , tetapi sanggup membayar 

uang sekolah untuk menyekolahkan anak di HiS. Henteri dengan senga­

ja tidak mau rnempersoa lkan gerakan-gerakan politik y ang tirnbul k a re­

n a penga ruh pendidikan Bara t, juga dalam kesempatan itu tidak mau 

mempertanyakan apakah demokratisasi HIS itu dapat diterima dengan 

baik at au tidak , karena perk embangen tersebut baga imanapun juga ti­

dak dapat dihindari. Karen a itu ia membatasi diri dengan mcngemuka­

knn, bahwa pekermbangan y eng telah diura ikannya itu menuju kepada 

perluasen kalangan yang memerlukan bC!hasa Bel andn untuk digunakan, 

jika tidnk dalam percakapan, paling. sedikitnya untuk dapat dimenger­

ti dengan cukupan. Gejala ini dianggap penting dalam hubungan de~ 

ngan masalah sekolah untuk ane.k gadis. 

Karena faktor·-faktor ynng mendorong perkernb angan HIS akan lebih 

bnnyak berpengaruh kepadn peningkat an jmnlah murid laki-laki d.?.ripa­

da wanita, · maka pada hmaat Henteri mak in penting mc-mpertimbangkan 

usaha rnengadnkan keseimbangan antara kedua ke lompok murid-rnurid itu. 



85 

Pengajaran bahasa Belanda akan menunjukkan hasil yang lebih baik, 

· jika pengetahuan hahasa Belm1da di luar sekolah dimiliki oleh orang 

orang dalam kalangan tertentu tidak hanya di aritara kaum pria, te­

tapi juga di antara kaum wanita, mengingat peranan penting kaum wa-
' nita sebagai ibu r~~h tangga dalam keluarga, yang akan sangat mem-

bantu penyebaran pengetahuan bahasa Belanda dalam kalangan yang le­

bih luas. Menurut Eenteri, hanya dengan cara itu diperkuat penga­

ruh Belanda dan peresapan cita atau pikiran Belanda, yang tetap ber­

tahan sekalipun seandainya dalam waktu akan datang kekuasaan Belan­

da akan rnengalami perubahan. 
' *) Henurut Menteri Welter, pendirian sekolah Kartini atau HIS 

untuk nmrid wanita, yane selama itu diserahkan kepada prakarsa s~;as­

ta dan yang perkembangannya akan didorong lebih pesat oleh pemberian 

sokongan dengan sukarela, ternyata tidak memenuhi harapan. Mengenai 

luas jangkauan pendidikan rendah Barat untuk anak gadis Bumiputera 

telah dibuat rencananya oleh Pemerintah dalnm ·tahun 1918 dan digam­

barkan dalam pidato di Dewan r.akyat oleh K.F. Creutzberg, Direktur 

Pendidikan dan Agama pada waktu itu. Intisari isinya ialah sebagai 

berikut ~ 

Sekolah rendah untuk anak gadis Bumiputera harus bertujuan ter­

utama mempersiapkan gadis itu untuk menduduki tempat terhormat dalam 

keluarga yang sopan (heradab). Hal ini berbeda sekali dengan tujuan 

untuk r emaja laki-laki, yang pendidikennya di sekolah relatif seba­

gian besar ditujukan tmtuk melanjutkan belajar. K2rena itu pemerin­

tah menganggap HIS untuk a,nak gadis dengan program pelajaran HIS un­

tuk murid campuran hanya untuk memenuhi kebutuhan terbatas, antara 

lain mendidik untuk pekerjaan khusus bagi t-mnita. Sebaliknya Peme­

rintah ~e lihat adanya kebtituhan tidak terbatas akan sekolah untuk 

*) 
Sckolah Kartini yang dibina oleh "Perkumpulan Kartini" dengan 
bantuan "Dana Kartini" di ne8eri Belanda diselenssgarakan seperti 
HIS ditambah penge.j aran kesejahter~an rumah tangga dan pekerj aan 
tangan. Sekola.h Kartini yang pert ama didirike.n di Semarang da­
lam tahun 1913 ; kemudian didirikan di tujuh tempat di Jatva. 
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anak perempuan dengan tipe yang lebih sederhana, tetapi harus 

diaelenggarakan dengan baik ~ ,sehingga rnenj amin penr;aruhnya yang 

membawakan k.esopanan umum ~epada para calon ibu rumah tangea. Di 

sekolah ini j_uga akan diajarkan bahasa Belanda, tetapi sebaga~ ma­

ta pelajar an saja dengan t\l~uan untuk sekedar dapat mengerti dalam 

percf.lkapan biasa yang sederhana. 

Pelak.sanaan rencana ini baru dimul~i, ,denf;an pendirian apa 

y ang . dj sebut .'~ sekolah lanjutan . untuk anak gadis' ' ("meisjes·-kpp­

scholen11). Dalam pandangar.. Henteri ~·lelter, penyeleng~a:raan sekolah 

ini dan .)(~ffiungkinq.n perlufisannya narus dipelaj ari lel>ih jauh dalam 

hubungau _.dengan perkembangan HIS untuk murid campuran dan p1;1da umum 

nya ,dengan penyebaran pengetahuan baha s<:! Belanda di kalangan pendu-

duk Indonesia , seperti dapat disaksikan dalam tahun-tahun qe-

lakangan. Uutuk mengajarkan bahasa Belanda kepada anak gadis Bumi­

puter~ dalam perb~ndinean yang kira-k ira sama dengan pengajaran ba­

hasa Be1anda _kepada p[!ra mud a laki-lakinya, baru benar-benar dapat 

dilaksanakan a pabila jumlah s ekolnh d a ri type baru ini s~ngat di-
. i') . . . 

tJ.ngkatkan. Diharapkan d a ri Gube rnur Jenderal supaya membertkan 

J aporan yang lengkap mengenai pengalGman-·pengalaman. yang telah di­

perole h mengenai perkembangan s e kolah gadis ini dan juga dikehendc­

kinya supaya diadakan tindakan untuk memperkembangkan tipe sekolah 

itn secara berarti. Lain dari pada .itu diharz.pkannyLl pula supaya 

d~~ adnkan penelj_tian Il!e ngena i kemungkinGn sejauh mana sekclah terse­

·out dapat dimanfaatkan untuk melanj t~:tkan dengan pcndidii.tan- enak ga­

dis m2njadi guru ~ ekolah de sa dengan tujuan dapat memperbanyak guru 

guru wa n ita di s e koJ.ah kel<'.s dua dan j ika mungkin dalam mas a pe ra­

lihan y c>.ng d:i.II?.ciksudkan di a tas ll!endirikan sekolah-sekolah campuran, 

yang di kcmudian hari d i ubah menj adi sekolah-s ekolah untuk anak ga-

cUs. 

*' 1 Menurut angk a ikhtisar st qtistik tahunan untuk tahun 1924 ~ jum-
lah murid perempuan di HIS a d <.: 2 7% dar:i. seluruh j ttmlah murid 
yang b~ l a j ar d i HIS . 
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87. Dari Gubernur Jendera1 (De Graeff) kepada, Mente~i D~eran Jajahan 

(Koningsberger) 1 25 Agustus 1928 

Usul~u~ul bekas J:fcriteri Daerah Jajahan (Welter) ftu telah di~ 
tanggapi oleh Gubernur Jenderal De Graeff, yang membeiitahukan de.·­

ngan surat tanggal 11 Mei 1927 nomor . 318/64 kepada Menteri Konings 

berger, pengganti l1:enteri Helter, bahwa usul-usui tersebut sedang 

dipelajari oleh De\van Pendid;ikan • . Dengar. surat Gubernur Jenderal · 

kepada l1enteri tanggal 25 Agustus 1928 dikirimkan laporan mengenai 

hasi1 penyelid.ikan. I a berkesimpulan, bahwa usul lJelter ·mengenai 

peningkatan jumlah sekolah 1anjutan untuk anak gadis ("meisjes-kop 

school") akan sukar di:laksanakan, karena fasilitas keuangan yang . 

terbatas atau dibatasi akan menjadi hambatan. 

Ia sependapat dengan nasehat Dewan Pendidikan, yang diamendir 

oleh Direkttir Pendidikan dan Agarna, J. Hardeman, dan dida:sarkan 

kepada pendirian bahvra perkembangan sekolah untuk · a~ak Bumiputera 

diserahkan kepada kehendak waktu, supaya dapat berlar.gsung dengan 

tenang dalam \~uj udnya at au bentuknyn pada "mktu itu. Dewan Peridi­

dikan jug~ tidek menyetujui tmtuk mengadakan p~rubahan yang menda­

lam pada sistim pendi'dikan untul. anak TiumiputE:ra, Tetapi Dewan 

Uindia Belanda da1am· nasehatnya menganggap pendapat Dewan Pendidik­

an itu tidak tepat, bah\va seakan-,akan \velter menghendaki perubahan 

yane niendalam itu. Ivfenurut Gubernur Jenderal dengan mengingat pen-· 

dapat-pendapat Dewan Hindia-Belanda beberapa kesimpulan dirumuskan 

terlalu tajam cleh Dewan Pendidikan, yang agaknya menolak memasuk"":", 

kan pembaharuan dalam kurikulum sekolah. Seperti Det-Tan llindia-Be-; 

landa, ia sepaham c!engan J. Hardeman, yang dapat inenerima beberapa 

hal dalam gagasan ~-Jelter tmtuk meningkatkan mutu pengajaran di se~ 

kolah Bumiputera. Eal ini segeta 9inyatakan dengan' pelaksanaan ga­

gasan untuk mengadakan mat a pelajaran pekerj aan tangan dan latiban 

j asmani di sekolah ·desa ·dan mata pelajaran pekerj aari tangan · di se­

kolah ke las d uc.. 

Tctapi Gubernur Jenderal berpendirian , balHva untuk sementara 

tidak boleh dulu diadakan perubahan tujuan dan penyeleriggaraa~ 

: ' · 
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sekolah desa. Keildatfpm deqikian-·"Li . se~~iidapat dengan J. Hardeman 

sebagai D~rek~~~ Peftdl~H.kan dan Al;1arn~ · untuk: me~ungkinkan pengarahan 

kurikulum yang masih berlaku, kepada perb:3'ikan agar pendidikan di 
... : · i 

sekolah lebih menarik dan lebih disukaf dengan ·:memasukkan dua mata 

pelajaran tersebut · t<e dalatit kurikulum, tetapi . harus dilaksanakan de­

ngan b.erencana dart tanpa me·;Larnpaui batas kewajaran. Dalam surat 

edaran Direktur Pendidik~n dan Agama tanggal 16 September 1926 nomor 

A. 8/1/71 dimintakan perhatian . pemerintah daerah kepada kemungkinan 

untuk mempopulerkan sekolah desa dengan memberikan latihan pertani­

an. pekerjaan tangan dan olah raga sebagai mata pelajaran trunbahan 

belaka. · Juga di sekolah kelas dua ditambahkan latihan pertanian 

dan pe~erjaan tangan. ~ Gubernur Jenderal juga sependapat dengan 

J. Hardeinan, bahva terserah kepada kebijaksanaan para Im:pektur yang 
' .i 

bersangkutan mengenai apa ya,ng dapat dilaksanake.n )'ang berhubungan 

dengan p<Hajaran pekerjaan tangan tanpa· nie'nggangr;u lq1rikulum biasa. 

Terhadap latihan jasmani di sekolah ke'las dua tidak ada keberatan 

dari Delvt.m Pendidilc.an dcm rupc>..ny<: sudah bias£~ sejak lama diadakan 

di sekolah kelas dua. Dewan Pendidik<'n juga dengan tegas menghen­

da.ki perbaikan dan penambahan. dalam penyediaan alat-alat dan per-
. . . . i 

lengkapan pelajaran yang dianggapnya urgen. Terutama nasehatnya 

untuk mengangkat 11penasehat buku pegangan gurua diterime. oleh Peme­

rintah. (Lembaran Negara 1927. nomor 327 dan Lei11baran Tarnbahan no­

mer 11412). 

Tetapi Dewan Pendidikan .bertentangan dengan gagasan Welter un­

tuk memperhubungkan semesra-mesranya sekolah desa dengan sek.olah . 
kelas dua dengan tujuan akt.ir menger:.bangkan secara berangsur-angsur , 

sekolah rendah untuk anak Bumiputera menjadi sekolah rakyat enarn. ta­

hun. Dewan Pendidikan justru menujukan perhatiannya kepada kemung-­

kinan untuk memutuskan perhubungan itu, katanya untuk kepentingan 

pendidikan elementer itu sendiri. Neskipun De-~:vnn Pendidikcm meng­

anggap perlu meMpertahanko.n kem~ngkinan pemindahan kenaikcm dari se­

kolah des2. ke sekolah kelas dua, namun sebugai suatu sistim penyam­

bungan y;mg tetap di tolak oleh mayoritas dalam Dewan. J. Hardeman 
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rupanya menganggap belum tiba saatnya untuk merubah sistim, karena 

tidak ad.a te,rseg~g_. data , yang , d~pat : ,membuktil~ap dengan pasti keha ... 

rusan inovasi yang sanga~ pent;t.ng itu. 

Hengenai masalah sek9lah, untuk anak .gadis, Gubernur Jend.e:ral 

mengemukakan setuj~ seka,li dengan argumentasi l~elter untuk membela 

nilai yang istim~wa pentingqya dari pepdidikan bagi anak gadis un...: 

tuk kecerdasan . _1nasy~rakat. .J,uea semua .penasehatnya setuju. Teta­

pi kat any a perspektif keuangan yang semen tara menj adi kurang baik 

segera s .edah menja¢i hambat-an terhadap perluasan sekolah untuk anak 

gadis. !jlelanjutnya diuraikannya halnya anggapan Dewan Pendidikan 

terhadap keterangan yal\g dimint,a ~.Jelter dan data yang disediakan 

Direktur Pendidiknn dap Agama mengenai · pe·rkernbangan sekolah untuk 

anak · gaqis ·dan mengenai kecenderungan guru~ guru · '"anita untuk · tetap 

mengabtii kepada sekolah setelah kawin. Oleh Dewan Fendidikan diba­

has dua persoalan, yaitu: (1) bagaimana ·mempopulerkan perhatian 

kepada sekolah untuk anal~ gadis dalPre bentuknya yang elereenter, . dan 

(2) kemungkinan memanf .::. ntkan " kopschool" sebagai sekolah latihan 

untuk pendidikan guru W<cnit a unt'uk sekolah desa dan sekolah kelas 

dun. ' · i: . 

!'1engenni persoa lnn pertama , De11m.n Pendidikan berpendapat, bah­

wa. melalui . penerangan yang terus_-menerus ak.an berangsur~angsur ttnn­

buh pengc rtian pcda penduduk di da erah-daerah,. dimane. perha tie..n itu 

belurn ade. Di mana terdapat keber2t.'!n t e rhadap koequkasi di . kC'.lang­

an penduduk, jik ~. perlu dic.irikan s e kolah des.!! khusus untuk o.nak 

perempuan, seperti telah ,dilc;tks an.akan di beberapa tempat dim sebagai 

keistimewaan 'di r' d2kan s·~kol;h kelas dua untuk anak gadis. 

~iengenai persoala n. kedua Dewan Pendidikan tidak dapat merumus­

kan usul-usul, sehingga persoal<mnya masih menjadi pemikiran li::bih 

lanjut. Tetapi Dewo.n Hf ndi3. Bel.anda dalam ~asehatnya mengarahkan 

perhatian kepada akibat, yang tidak diinginkan dapat timb~l di kenu­

dian hari dari pengajaran bahasa Belanci.a secara. luas di 11kopschool", 

sehingga pendidikan b~l~asa Belanda diterima oleh sejwnla,h besar anak 
. . ;_ : ' --

vranita dari keluarga-kelua_rga, sedangkan anak laki.-laki dalam 



keluarga-keluarga tersebut tidak dapat diterima sebagai murid di 

HIS • . Gubernur Jenderal sepaham dengan Dewan Hindia Belanda, bahl<7a 

gejala it~ akan menimbulkan kepincangan (anomali) beiupa keadaan, 

yang bertentangan dengan anggapan tradisionil dalam 'masyarakat · In­

donesia mengenai kebutUhan pendidikan untuk para muda wanita dan 

pria. .~f,a,ka ole~ ·Gubernur Jenderal dimintakan perhatian istimewa 
. . 

untuk memikirkaJ1 cara-cara menccgah akibat-aldbat yang tidak di-

inginkan · dalam perluasan sekolah untuk anak wanita. Ditambahkan­

nya keterangan mengenai pembaharuan sekolah rendah pada Umumnya dan 

dalam hubuncan ini mengenai perbaikan: yang diperlukan dalam pendi­

dikan guru laki-laki. Perspektif ke_uangan tidak membuka kemungkin-
~ ~ 

an realisasi _ren:cana di bidang itu. ·Hengenai penetrasi unsur-unsur 
' ,:· _, .. 

keagamaan ke dalam sekolah des a dibenarkannya pendapat J. Hardeman, 

bahwa pembentukan suatti panitia untUk meneliti masalah itu belum 

diperlukan. 

KEPUSTAKAAN RAKYAT (VOLKSLECTUUR) 

88. Dari Henteri ·Jajahan (1-lelter) kepada Sang Ratu, 26 Pebruari 1926 

Dengan surat kepada Ratu Belanda tanggal 26 "Pebruari 1926 Hen­

teri Daerah .Tajahan (\-7elter) memberikan laporan oengenai pekerjaan 

"Panitia untuk kepustakaan rakyat", dengan tujuan menyebarkan I!'aj a-

lah dan buku di kalangan penduduk Bumiputera. Usaha itu harus 

dilaksanakan dengan mendirikan sendiri perusahaan penerbitan, perce­

take.n, perpustakaan dan penjual~ buku untuk menyediakan dan menye­

Larkan bacaan yang sangat mural). tetapi m.enyenangkan, dalam bahasa 

Belanda, Helayu. Jawa, Sunda dan Hadura bagi penduduk Bumiputera. 

Panitia Bac.qan atau Komisi Lektur itu terkenal dengan nama Balni 

Pustakc . Usaha ;ini oleh Henteri Helter dianggap sebagai salah satu 

tindakan yang kuat dalam pengembangan pendidikan untuk rakyat Bumi­

putera. Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Balai Pustaka itc, 

kecuali terdiri dari beberapa majalah, juga dari beberapa ratus 
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buku, yang diterbitkan sendiri dan ditambah dengan buku-buku ter­

bitan s\-msta, untuk dijual dan dipinjamkan kepada pembaca umum. 

Untuk memberikan kesan kepada Ratu mengena~ arti dan luas ling­

kup pekerjaan Balai Pustaka, disusun oleh Kemneterian Daerah Jajahan 

suatu nota yang dilengkapi dengan dafter pengeluaran Balai . Pustaka. 

Nota mengenai pekerjaan Balai Pustaka di Indonesia itu isinya antara 

lain sebagai berikut. 

Ada kalanya di suatu desa yang terletak jauh dari keramaian ko­

ta, terlihat sebuah mobil Balai Pustak.a yang kira-kira dalam 

20 tahun telah berkembang menjadi badan penerbit dan penj ual buku 

yang be.sar. Dalam toko buku keliling dipajangkan berbagai rna-

cam buku besar dan kecil dari yang berjudul "Kucing berspatu seti­

~lel" · ("De gelaarsde kat") sampai "Buku penuntun inengenai tanaman 

budidaya ananas 11 
• dari buku-buku nyanyian untuk anak-anak sampai 

karya-karya tulis ilmiah populer dan tulisan-tulisan U!ltuk memberan­

tas pemakaian madat (candu) dan alkohol. 

Tujuan Balai Pustaka ialah menyebarkan hacaan yang baik untuk 

rakyat dan secara tidak lanp:sung memhantu pemberantasan buta huruf. 

Sejak 1908 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van lleutz dilak­

sanakan dengan sungguh-sungguh pemberantasan buta huruf itu dengan 

mendirikan sekolah desa yane sederhana (yang setel'J.b kira-kira 20 

tahun mencapai j umlah lebih dari 11.000 di seluruh Hindi a Belanda) 

dan sej a!: itu disadari pula oleh Pemerintah. bah,.;a c::.as~llahnya bukan 

hanya penduduk harus dapat membaca dan menulis. tetard · juga mengenai 

apa yang harus dibaca oleh penduduk. Eacaan murah ser:i.ng kali mcru­

pakan bacaan yang paling berbahaya dan baca2n y eng paling digcnari 

tidak selalu edukatif. Dan akan sulit untuk mendesak bacaan hiburan 

yang murah. yang secara teratur telah mendapat pasaran di kalan.gen 

penduduk, dengan bacaan y ang lebih serius dan lebih bermanfaat. ' Ka­

rena itu bacaan hiburan semncam itu harus didahului kehadirannyn dan 

dikalahkan. Tetapi usaha Balai Pustaka tidak hanya terbatas pada 

persaingan ser;.erti itu saja. Buku-buku yang diedarkan dan disebar­

!<an harus juga diusahakan dengan mempertirnbangkan keinginan mendapat 
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hiburan, membaca cerita-cerita jenaka yang memikat dan ~eng-

harukan, asal saja hiburan dan keharuan yang sehat serta se-

baiknya dalam bentuk dan isinya menyajikan pengetahuan yang ber­

guna dan mendidik. Penyelenggaraan dan pengembangan usaha 

mencerdaskan rakyat secara demikian dapat dibanggakan oleh .Peme­

rintah Kolonial liindia Belanda, yaitu sebagai kebijaksanaan politik 

yang arif dan pernyataan kesadaran akan tug as di bidang pendidikan _ 

"Balai Pustaka di Batavia" merupakan kebanggaan Pemerintah Hindi.a 

Beland~, karena katanya tidak ada duanya pada pemerintah koloni u i. 

yang lain pun. 

Usaha Balai Pustaka menyebarkan bacaan di kalangan penduuuk 

melalui dua mac am cara, yaitu dengan penj ualan dan dengan peminj am· · 

an. Penjualan dilakukan secara langsung melalui pemesanan at a u 

agen···agen penj ual yang mendapat 25% dari harga jual. Ke p.:1sar ta­

hunan dikirimkan buku-buku Balai Pustaka sebagai reklame atau untuk 

dijual. Juga di seta.siun-setasiun kereta-api diadakan kios penjt;­

alait buku Balai Pustaka. Peminjaman buku dilakukan oleh perpusl<:\-· 

kaan, yang oleh Balali Pustnka dititipkan di asrruna polisi dan mi­

liter, rumah sakit, sekolah-sekolah kelas dua, dan untuk buku baha--
,~) 

sa Belanda di ~liS. Oleh perpustakaan raky.?.t itu kecuali buku pe-

nerbitan sendiri juga disediakan buku yang dibeU dari penerb:i.t la­

in yang sesuai dengan tujuan B<.!lai Pustaka. 

Sej ak tahun 1920 Ba1ai Pus taka mempunyai percetakan sendiri. 

Se1ain menerima naskah untuk dibeli dan diterbitkan, juga diadc'.kan 

penterjemahan ke dale.m b ahasa-bahasa d.::.e rah. Juga diterbitkan ma -­

jalah-n:aj alah : 

1. Se jak 1918 diterbitkan Sri Pus tekn sebagni ka1mvarta bul r.man 

beri1ustrasi dalam bahasa, Hp 1ayu dengan tujuan mempopu1erka:l 

penget ahuan di bidang teknik dan sosia1, .yang berA.sa1 dar5. 

Barat. 

2. Sej nk 192 3 di te.rbitkan ruaj a lab Panj i Pus take>., yang nul a-mula 

sebagai kala\varta sepekan • kemudian terbit dua ka1i setl'inggu 

da1am bahasa Melayu dan beri1ustrasi mengenai peristiwa-peris­

thva aktuil. 

*) Di HIS diadakan sejak 1915. Da1am tahun 1917 diangkat pef!aW':d 
tinggi sebagai Kepala Ba1ai Pustaka (D.A. Rinkes). 
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3. Belakangan (tahun 1928) diterbitkan seminggu sekali majalah 

dalam bahasa Jawa, namanya Kej m-Jen, yang bertujuan sar!!a . de­

ngan Panji Pustaka. 

~~ et:!.ap tahtmnya juga diterbitkan almanak untuk rakyat (Volks 

~lmanak) dalam. berbagai bahasa daerah, yang seluruhnya mentapai 

j u.mlah cetakan kira-kira 50.000 buah. Untuk mempopulerkan ' terbit­

an ini oleh pimpinan Balai Pustaka ditunjukkan bakat dagang yang 

tinggi melalui periklanan. Untuk menarik perhatian lebib banyak 

p0mbeli dimuatkan di dalaL~ya teka-teki berhadiah, dengan hadiah 

pertama sebuah mobil sedan. 

Baca~~-bacaa~ populer yang diterbitkah dan dijual, dimaksudkan 

sebagai perE"iapan untuk lektur yang lebih serius . Oleh Balai Pus­

taka 'dibina dengan saksama .dan teratur statistik mengenai selera 

para pembac.q, Buku-buku yang paling banyak pembacanya di kalangnn 

kaum de,-.~asa biasanyn buku-buku ye.ng di dunia Barat bngi orang dewa­

s r:~. dianggap kekanak-kanal~an dan terlalu sentimentil. Dari perpus­

t:akaan buku anak-anak yang paling banyak dibaca ialah "Kucing Ber­

s cpatu Setiwel:: dan 1:Si Kecil" (Klein Duimpye atau To~ Thumb), se­

telah itu ~erita··-cerita jenaka, seperti cerita tentang "Sang Kan­

c iJil , dan dongeng--dongeng tentang binatang dll., dan untuk anak­

anak Ja'-m juga cerita wayang. Saduran buku untuk anak laki-laki 

dari bahasa Belanda yang berjudul ''Dik Trom" , digemat'i oleh anak­

ane~.k Sunda, tetapi tidak menarik perhatian anak Madura. 

Enku untuk anak-·anak dengari cerita bermoral untuk mem-

bangkitkan kesayangan kepada binatang, makin banyak dibaca 11 mise.l­

nya tentang "burung glatik yang tertangkap 11
• Cerita-cerita yang 

reengandung unsur pendidikan budi pekerti paling sedikit dibaca oleh 

para rem:1ja sekolah, tetapi ada beberapa buku tentang itu yang di­

sukei. Jad:L masa lahnya yang sangat penting ialah memilih dengan 

caksa~a bentuknya yang baik. 

Dl antara buku rekreatif untuk kaum dewasa 11 yang paling banyak 

d~baca termasuk yang juga sangat terkenal di negeri Belanda, misal­

nya "Pengge:mbala Domba" (oleh Olt~ans), nsebntang Kara di Dunia" 
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(oleh Eecter Malot); 11Tiga Orang Pengawal Raja" (oleh Alexander 

Dunas). "Anak Raja dan Ap.ak Pengemis" (oleh Mark Twaip.), "Binatang 

"Calam Rimba 11 (oleh Kipling) dan "Pangeran Kecili' (oleh Burnett). 

Buku hiburan tmtuk masyarakat Jawa dan Sunda. yang diantaranya 

terdapat lebih sedikit buku terjemahan s yang paling banyak dibaca 

ialah buku cerita \·7ayang, sedangkan orang Madura lebih tertarik ke­

pada cerita sej arah daerah sendiri 9 misalnya nsabad Sumenep". Da­

lam lektur untuk masyarakat Jawa~ Sunda dan Madura juga terdapat 

terjemahan , misalnya "Sebatang Kara di Dunia", nEmpat Anak di Rim­

ba" (Harryst) , :;Robinson Crusoe" (Daniel DE:foe), "Perjalanan Gul­

ltver" (Jonathan Swift), dll. 

Di antara karya ilmiah po,pulair yang paling banyak dibaca ia­

lah terjemahan karya Ny. Fruin-Mees nGeschied~nis Van .Java" ke da­

lam bahasa Jawa dan Melayu (Sejarah Jawa), tetapi jumlah para pem­

bacanya jauh lebih kurang dari pada pembaca cerita roman. Lebih 

kecil lag5. jumlah pewbaca penerbitan k.husus mengenai pertanian, pe-­

ternakan dan kerajinan, setelah itu dibaca buku-buku mengenai ilmu 

pengobatan 9 kedokteran dan ilmu keseha tan (higient.). 

Yang juga menarik perha tian ialah behwa buku-buku yang banyak 

dibaca di negeri Belenda juga digemari oleh sebagian pembaca Bumi­

putera meskipun ceritanya disadur ke .da lam gaya Timur, moralnya ti­

dak berubah dan bahkan suasana yang sama seka.li bersifat Barat da­

lam buku-- buku sepert:i. karanBan Oltmans dan Hector Hs lot tersebut di 

ate.s tide1k menghalat;tgi untuk digemari clch pe:nbaca. Juga buku-buku 

yang mengisahkan .pahlawan-pahlawan laut Belanda~ seperti De Ruyter 

den Tromp se:cta. kisah tenta.ng Heemskerck , yang terpaks:1 bermusim 

dingin di P. Nova Zembla, mempunyai ribuan pembaca. 

Sebagai penutup lapor.an dalam nota itu dimaktubkan iklan, yang 

disebarkan oleh ilalai Pustaka d~lam gaya bisnis P~erika. 



PENELITIAN TENTANG KEBUTUHAN MASYABAKAT AKAN 

PENDIDII~ DASAR DENGAN BAHASA PENGANTAR .BE-==========-===== ==== 
LANDA UNTUK ORANG BillUPUTERA 
~--=--.~-=::=:-=-----=:-~"": --

89. Nasehat Dari Oewan Hindia Belanda tangga1 3 September 1926 nomor 

XIX 

J. Hardeman sebagai Direktur Pendidikan dan Agama dalam alinea 

1 s/d 20 dari surat 28 Mei 1926 nomor A.9/1/5 membahas rencana me­

ngenai seko1ah pendidikan umum untuk menghasi1kan guru sekolah reo­

dab Barat . Dewan Hindia-Belanda dalam nasehatnya tanggal 3 Septem­

ber 1926 nomor XXX ~ependapat dengan J. Hardeman, karena rencananya 

itu dito1ak oleh Dewan Rakyat da1am sidang akhir tahunan, November, 

untuk mempertahankan sistirn pendidikan guru yang mengadnkan. diffe­

rensiasi (yaitu adanya pendidikan g·uru untuk seko1ah rendah yang 

berbeda-·beda - penyadur). Jika rencananya itu dilaksanakan, orang 

kuatir bah~m an~>.k tamatan HIS akan sangat terbe1akang atau keting­

ga1an dari tamatan sekolah rendah Eropa, karena kurang trampil meng­

gunakan bahasa lle1anda. 

Masalah yang penting da lam surat J , Hardeman itu ialah penilai­

an terhadap harapan dan keinginan untuk mengganti guru-guru Eropa 

di HIS dan HCS dengan guru-guru Bumiputera dan Cina, yang tel~h men­

dapat pendidikan yang lebih baik . Dewan Hindia Be1anda, setelah 

mengadakan pertukaran pikiran sec.:1. ra lisan dengan J. Hardent..'l):l, tidak 

dapat menyetujui dengan begitu saj a harapan tersebut. Dewan rneng­

akui kegunaan guru-guru Bumiputera dan Cina yang mendapat pendidikan 

lebih baik daripada sebelumnya , bagi pendidikan pada umumnya di se­

ko1ah-seko1ah t ersebut, t e tapi mengangg3p tidak bertanggung jawab, 

jika hermaksud tidak memer1ukan sarua seka1i guru Be1anda rlalam peng­

ajaran bahasa llelanda, teristimewa dengan tujuan untuk penggunaan 

da1am praktek hidup sehari-hari. · Pendapat ini masih harus dibukti­

kan dahu1u kebenarannya dalam praktek. Lebih-lebih anggapan ini 

95 
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.·, 

kurang dapat n.ipertanggung jawabkan, kar.::na menurut para penasehat 

ahli pada DepartomenPendidikan dan Agama, di~ntaranya dari Inspeksi 

HIS, diperlukan tiga orang guru Eropa di HIS. Gagasan J. Hardeman 

untuk mengadakan perubahan yang mendalam itu akan ditentang oleh De­

wan Rakyat, karena terutama para anggota Bumiputera berkali-kali 

mendesak cengan ker.as untuk .memper'tahankan guru-guru Eropa di HIS, 

meskipun dari pihak mereka itu pada urnumnya di.nyatakan harapan pe­

nyerahan sebanyak-banyalmy~ jabatan. dar;i orang-;-orang Eropa kepada 

orang Bumiputera. 
,' ! 

Dala.~ pertukm;an pikiran tersebut di atas dapat dicapai ,kesim-

pulan bahl>.•a di HIS dan HCS dapat ditempatkan paling sedikit satu 

orang gurt: Erupa ( tidak te:o:-hitur-.g orang Bumiputera dengan ij azah gu-
- · .. .' . 

ru Eropa), walaupun J. Hardeman tetap menaruh harapan besar kepada 
' I <, . 

prestasi ··gt.:_ru-guru Bumiputera dan Cina, h~sil pendidikcn guru yang 

diperbaharui. Hen3enai pcnyediaan personalia yang men~ukupi kebu­

tuhan» persoalam.1ya dihubunr;kan oleh J. Hardeman dengan perluasan 

HIS dan HCS yang surlah dilaksanaka~ dan akan mr~sih terus dilaksana­

kan. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akc.n guru Belanda diusahakan 

mendatangkau mereka dari negeri Belanda. Usaha in~ .. sejak permulaan 

tahun 1926 dilakukan lebih keras dengan hasil yang lebih baik, teta­

pi menurut J. Hardeman untuk sementara. Dalam hubungan ini Dewan 

Hindia Belanda t:lempunye.i kesan, bahtm J. Hardeman tidak mempunyai 

kepastia~ dalam menghadap:t di:i..em<1 apakah meneruskan atau mengura,ngi 

perluasan dengan perso:1::~lia yang ~~lHatifkurang. Sebaiknya dipi­

lih yang pertarn~. 

De~..ran Hindia Belanda dclam nasehatnya menarik kesimpulan, bahwa 

dalarn praktek t:idak akan mungkin dapat dilaksanakan perluasan pendi­

dikan Berat di. sekclah Tendah untuk. orang Indonesia den~an dapat me­

menuhi harapan penduduk Inrlonesia. ~eadann ini akan terus berlang­

sung demikian, ter•1tama deng<m maldi1 meningk<;ltnya jurnlah orang yang 

rnenghendaki macam pend:tdikan demik~_an itu, baik pun dari lapi.san 

atas ;naupnn dori J.ap:Lse.n bawah. Kesulitan yang sukar diat3si ieleh 

penyediaan guru-gm:u ya:1g kr.Jalitatif meoenuhi syarat. Dengan ini 
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tidak dimaksudkan oleh Dewan Hindia Belanda, bahwa per1uasan HIS 

(dan HCS) harus dihenti,kan • . Mak.a oleh Dewan dianggap perlu dan di-
. ' . ~ 

sarankan untuk mengadakan penelitian sec:ua dis~ngaja nengena:i.. ma-

sa1ah perluasan HIS. Dengan ba~tuan Kantor Pusat Statistik dan Di­

nas Perpajakan, ha;rus · ,dapat ,dicoba _menentukan j'll;mla~ yarig mendekati 

kekuatan dalam 1ap.i,san-;-1apisan penduduk yang perlu diperhitungkan 

dan bagaimana hubungannya dengan ,kes.empatan untukmemperol~h fasi­

litas pendidikan rendaq Barat . . ~engan bantuan .data mengenai h:~.:!...­

hal tersebut ~apat diper.hit~ngk~n, dengan lebih .baik kemungkinan un­

tuk menetapkan garis .kebijaksana~n yang akan di~kuti ~ . 
... . . . 

Peninjauan rencana pembaharuan sekolah pendid;kan guru (kweek-

school) disarankan untuk diteruskan ~engan mengajukan usul rencana .. ; . 

~nggaran biaya kepada Dewan Rakyat. 

Usul Dewan Hindia Belanda mengenai penelitian masalah HIS ter- . 

sebut di atas memp.unyai kelan,jutan berupa pembentukan ·dan pengang­

katan Komisi HIS berdasarkan surat keput:usan Pemerintah tangga1 28 

Nopember 1927. Laporan mengenai kegiatan panitia itu terdapat da­

lam publikasi yang diterbitkan dalam tahun 1930-i931 (P~blicaties 

Hollandsch-Inlandsch Onderwijs-commissie): 

No. 1: P ·~rluasan sekolah Barat/pendidikan Barat di Uindia Be1an-
. . . 

dt3; sejak tahun . l900 (De uitbreiding van het Westersch -
. . . 

onderwijs in Nederlandsch-Indie sedert 1900). 
' i 

No. 2 : Pemasukan dan penge1uaran rnurid dan penampun~an . tamatan 

sekolah-sekolah Barat di Hindia Bel~nda (Ret leerl.ingen­

ver1oop ende ~estemming der abi~urienten bij' de instel­

lingan van ~1es tersch onderwij s in Henderlandsch-Indie) • 

No. 3: Pengeluaran Pemc~rintah untuk tujuan-tujuan pendidikan di 

Hindia Belanda (De overheidFuitgaven voor onde:rWijs 

doeleinden in Nederlandsch-India). 

No. 4: Biaya pendidikan Barat da1am perbandingan ke~rnpuan pendu­

duk (De kosten van het Westersch onderwijs in verhouding 

tot de draagkracht der bevolking). 

No. 5: Asa1-usul (dari 1ingkungan) sosial dan geografis orang­

orang Dumiputera yang mendapat pendidikan Barat (De sociale 
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en geographische herkomst van de Westersch opgeleide 

inland'ers) . 

No. 6 dan 6a: Kesempatan kerja di Hindia-Belanda untuk orang­

orang yang (pandai) berbahasa Belanda (De werkgelegen­

heid in Nederlandsch-Indie voor Nederlandsch sprekenden). 

No. 7 dan 7a: Penyebaran geografis sekolah-sekolah di Hindia­

Belanda dan tugas yang masih harus diselesaikan di bidang 

pendidikan (De geographische verspreiding van het onder-
· ' 

wijs in Nederlandsch-Indie an de nog wachtende taak op 

onderwijsgebied). 

No. 8: Sekolah swasta dalam perbandingan dengan sekolah uegeri 

(Het bij z.:: :.·.der onderwijs in vergelijking met het open­

baar onderwijs). 

No. 9: Ikhtisar sejarah tentang kebijaksanaan pemerintah menge­

nai penyelenggaraan sekolah untuk penduduk Bumiputera 

(Historisch overzicht van het regeeringsbeleid ten aan­

zien v,ln bet: onderwij s voor de Inlandsche bevolking). 

No.lO: Data tambahan keluar m!'lsuknya murid (Nadere gegevens om-
.' 

trent het leerlingenverloop). 

No.lOa: Data tambahan mengenai keuntungan dan produksi (Nadere 

gegevzns omtrent rendement en productie). 

No .lOb: Perkiraan p_erkembangan sekolah dengan pendidikan Barat 

di masa yang akan datang di Hindia-Belanda (Becijferingen 

over de toekomstige ontwikkeling van het Westersch onder­

wijs in Nederlandsch-Indie). 

No. 11: Lapo~an penutup (Eindrapport). 

No. 12: Ringkasan isi Publikasi 1-106 (Resume van de inhoud der 

publicaties 1-106). 



PE}ID!DIKAN UNTUK 

PENDUDUK CINA - BAHASA MELAYU DAN CIN'A DI HCK 

(I:IOLI.ANDSCH CHINEESCHE KWEEKSCHOOL) 

90. Dari Direktur Pendidikan dan Agama (J. Hardeman) kepada Gubernu-r 

_Jenderal (De Graeff) , 20 September 1927 · 

Dalam tahun 1927 diadakan pembaharuan sekolah -pendidikan gu.ru 

untuk sekolah dasar dengan bahasa Belanda melalui reorganisasi Kweek­

scLoo]_. Dari 12 Kweekschool nEgeri, 5 bcah diubah mcnjadi ElK (H•J :~­

lm1dsch-Ir..lar!dsche Kweekschool). yang lninnya ditiadakan. Dalani re-· 

organ ~~sasi ini K~-1eekschoo1 dan lloogere Kweekschool dipersatul:r..an. do.:t.mn 

satu pendidikan guru dengan nama HIK. Sdunjutr.ya HIK terd;ri da.r:i 
' 

bagian bnwah (onderbouw) yang sederajat dan sama deng<m MULO, sedang­

kan bagian atas (bovenbouw) se1ama tiga tahun untuk pendidikan guru. 

Reorganisasi yang sama diadakan da1am HCK. 

J. Hardeman sebagai Direktur Pendidikan dan Agama dalam surat!1ya 

kepada Gubernur Jenderal De Graeff tpngga1 23 September 1927 nomor 

AxoS/1/10 Rahasia mengusulkan penye1esaian mase.1a h pengajaran b.:,ha.sn 

Cina-Mandarin di HCK, yang dibahasnya sebagai berikut: 

Kepada Gubernur Jendera1 dikemukakannya. bahwa da1am bagian pe­

nutup suratnya 3 Juni 1927 nomor A.S/1/8, yang dibahas dalam surat 

Sekretari.:; Pemerintah (NegPra) tanggal 12 Ju1i 1927 nomor 14]_7 /A .. 2, 

diberikan catatan, bah~·m pengadaan pengajaran baha.sR Cina-Mandarin 

merupakan persoalan yang Iilc"lsih sedang dipikirkan penyelesaiannya. 

Dalam side.ng mutakhir Dewan Rakya ~~ anggota Han Tiauw Tjfmg nc­

no~_ak usul Dewan Pendidikan untt:k menjadikan bahasa Nel~yu sebagai 

mata pelajaran di onderbouw HCK, Ia mendesak lagi supayc. diberikan 

pcngajaran bahc.sa Cina·-Nandarin di HCK (Handelingen Volksraad 1927-

1928, k.295-296, 687 dan 691). Ia menganggap pengajaran bahasa I>'i.e-

1a;ru tidak t:-erguna sama seka1i, karena orang Cina telah cukup mengu­

ast".i bahasa i tu. 

Menurut J. Hardeman, anggota De~van Rakyat tersebut di ata.s da.pat 

dianggap sebagai juru bicara kelompok orang C:i.na, yang melihat HCS 

(Ho1landsch-Chineesche School) sebagai sekolah untuk mereka. 

99 
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Prasangka yang ada di kqlangan mereka ini terhadap bahasa Melayu 

harus dipertimbangkan; meskipun 'ia tidak sependirian dengan juru 

bicara mereka. ~ik~mukakannya bahwa sangat ~idak bijaksana untuk 
~~ . . -~ ( . I - . . 

menjadikan bahasa ·Melayu sebagai mata-pelajaran wajib di HCK seperti 

diusulkan oleh Dewan Pendidikan. Untuk sementara bahasa l-felayu di-· 

Jadikan :tna'ta-pelajaran fakultatif dengan pengecualian kemungkinan 

- m~waj-ib~n: pflihan antara bahasa Melayu dengan bahasa Cina Handarin~ 
•. ,. r . \- . ' . .. _ ' 

. apabila Gubernur Jendera1 setuju untuk mengadakan lagi percobaan de-

·ngan· petigajaran:' bah8-sa' Cina Ma~darin secara fakultatif di HCK, se-

•· perti yang aiba:has~~a di. baw~h ini. 

· Pada waktu "diad~kan pembicaraan mengenai rancangan anggaran hi-

• aya untuk ' tahun 1927 'dl Dewan Rakyat·, J. Hardeman mengemukakan pan­

darig;~b~ya, bahwa' da~'i sudut pedagogik dan. tek~ik pendidikan ada ke­

beratan terhadap pengajaran bahasa Cina di HCS. Tetapi keberatan 

itu berkurarig terhadap percobaan mengajarkannya di HCK, karena ta­

matan seko1ah rendah akan lebih siap untuk be1ajar bahasa .asing yang 

sukar. Sebagai contohnya ialah bahasa Yunani dan Latin di Gymnasium. 

Dengan mempertimbangkan gagasan untuk rnenyedia~~n dalam kurikulum HCS 

lebih banyak ternpat bagi adat dan kebudayaan Cina maka P.endidikan un­

tuk guru HCS perlu diorientasikan ke arah itu. Jika ternyata untuk 

kepentingan itu kepada calon guru di HCK per1u diajarkan bahasa Cina­

Mandarin, tidak ada keberatan prinsipial, asa1 saja ada kepastian, 

bahwa mutu pendidikan di HCK pada taraf terakhir tidak dibahayakan. 

Demikian argumentasi J. Hardeman (Hande1ingen Vo1ksraad, sidang biasa 

pertama, 1926, h.683). 

Dari sudut pedagogik J. Hardeman sependapat dengan sikap skeptik 

Dewan Pendidikan, bahwa pengajaran bahasa Cina-Mandarin di HCK hanya 

akan sedikit berguna atau tidak berguna apa- apa. Tetapi ia tidak 

berkeberatan terhadap pemasukan mata pe1ajaran bahasa itu secara fa­

kultatif ke dalam kurikulum. Pendapatnya sama seperti dalam nasehat 

Dewan Hindia-Belanda 1 April 1927 nomor XXXV yang meminjam masalah 

dari sudut politik, yaitu di bidang pedagogik tidak ada apa-ap·anya; 

tidak ada kerugian dan keuntungan, sedangkan di bidang teknik pendi­

dikan tidak menimbulkan kesulitan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum 

baru, yang diproyeksikan untuk HCK. 

I 
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Menurut J. Hardeman sukar bagi pemerintah untuk menolak kc­

inginan yang dinyatakan dengan jelas ol~h ke1ompok penduduk Ci~~. 

Menurut nasehat Dewan Hindia-Belanda karena sekali pemerintah sudah 

memberikan perhatianny~ kepada kepentingan pendidikan untuk orang 

Cina sebagai ke1ompok penduduk tersendiri~ ~~ka tidak ada alasan un­

tuk mengabaikan keing.inan mereka supaya diajarkan bahasa C:tna. Ka­

rena itu menurut J. Hardeman perlu diu1angi percobaan mata pclaja~an 

fakultatif bahasa Cina di HCK yang telah diadakan dalam tahuo.1 1918 

dan dihentikan da1am tahun 1922. 

Percobaan ye.ng mengalar.1i kegagalan itu uenurut surat kepntusan 

pemerintah 7 Oktober 1918 nomor 212/III.A2 diadakar.;. dengan tvj uan, 

bahwa bahas.!\ Cina 'i:idak dij adikan ba ik sebagai mata pel ajaran ~.Jujib 

meupun s ebagai !!lata pelajaran fakultaf:if, tetapi pengajarannya dibe­

r i kan da1am ku:rsus di luar program pelajaran~ sehingg.e. tidak al-...an 

merugil~n mata pelajaran yang lain. Murid yang ingin mengambil kur­

sus itu harus menambah kesungguhan belajarnya . Dari lapor~n menge­

nai kelangsungan percobaab yang terdapat dalam arsip Departemen Pen­

didikan dan Agama~ ternyata bahwa kegagalannya disebabken oleh kare­

na para pengajarnya yang direkomendasikan oleh Kantor Urusan Cina , 

tidak menguasai dengan cukup bahasa yang dipahami o1eh para r.;urid~ 

yaitu bahasa Belanda atau Melayu. 

Menurut J. Hardeman~ percobaan ulangan harus di1aksanakan da1am 

keadaan yang 1ebih menguntungkan . Ada kemungkinan bahwa mate pela­

jaran bahasa Cina itu diberikan da1am wakt•.1 pe l ajaran biasa . PiJ.ih·­

sn antara bahasa Me1ayu denga; bahasa Cina diwajibkan. · Guru bahasa 

Cina harus d:f.pilih deng:<m saksama. Adn gagasan dari Direktur I-1,CK 

untuk mengikutkan sebagai p c;.nden~ar dalam pengajaran baho.sa C:l.ua be­

berara orang guru Eropa dari seko1ahnya yang akan menggunakan l~e-­

sempatan untuk mengenali bahasa kebudayaan tanah le1uhur mur :f.d-nmrid 

mereka. 

Dalam l:<urikt!lum untuk "bovenbouw" HCK direncan::tk.::>n dua j ." ~:: ;~ "· ·' .,_. 

jarai' setiap minggu untuk mata pelajaran kebudayaan Ci tlE -yang ter­

sendiri (tidak rlisa tukan dengan mata pelajaran bahasa C:tna). Yang 
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dimksudkan dengan mata pelajaran itu ialah sejarah dan ilmu bumi 

Cinas peugen~lan beberapa karya penulis-penulis Cina dalam terjemah­

an bahasa B2landa dan Inggris , kesenian Cina , renaissance Gina ~au 

adat-lstiauat Cine~ di Indonesia. Sebagai kekurangan yang m3ki~ di­

rasakan oleh penduduk Cina yang berkepent:i.ngan i a l ah ~e.hwa HCS sar:1a 

sekali terpisa~t Jari J.ir~gkunge.n sos :Lal pa:ca muridnya dm.1 program pr~ ­

lajarannya merupakan tiruan sempurne. darJ. sekol<:~.h untck anak E£1anda. 

Lain dari pada itu guru~gurunya yang berbangsa Eropa sa~~ selmli 

asing terhadap dunia pikiran dan perhatian murid-·;nuridnya. Untuk 

men.jembatani jurang ini dianggap perlu . bahwa guru- guru E:;:-opa menam­

bah pengetahuannya denga n pengetahuan mengenai kehid:tpe:n sosi'll bu­

daya orang Cina yang menjadi sesama "rarga dalam masyarakat . Dalam 

hubungan dengan ini sangat penting at·tinya penyusunm'. suatu bul~u tu"'­

tunan ;:.tau buku sumber yang ber oriente.si kepada tujuan tersebut dan 

oleh Dewan Pendidikan dianggap p4prlu untuk pengajaran dalam "kebuda­

yaan Cina'1
• Salah seorang guru pada HCK, J. Moerman yang mempunyai 

minat khusus untuk mempelajari mata pelajarc:m ini secara lebih ilmi­

ah9 menyate.kan kesediaannya untuk menulis buku tersebut dengan ban­

tuan para pegaT.Yai ahli pacla Dinas Prusan Cina. J .A cH. Bruinet~~.an, 

yang di.hubnngi oleh J. Hardeman dengan segera bersedia untuk secara 

prj_badi me1c.bantu l1oerman. Mengingat sangat pentingnya pekerjaan ini 

aksn diberikan penghargaan selayaknya kepada para pelaksauanya. 

Mer.genai m.ata pelajaran b:1hasa Melayu akhirnya dikemukakannya 

sebagai berikut. Ia samn sekali sependapat dengan Dewan Pendidikan, 

bahwa bahe~a Melayu perlu diajarkan di HCK 9 karena bahasa ini meru­

pakan bahesa pergeulan dalam keluarga di rurr.ah dan dalam masyarakat 

dari penduduk, yc.ng auak-anaknya belajar di acs. MeskipurL guru-guru 

lulnsan ECK tanpa diber i pengajaran hahasa it•_t telah cukup t'l.enguasai­

nya sel:>~ga.i bahasa perge.ulan bi2sa , bnrangkali leb:J.h b <'l.ik dar~. 1-:eba­

nyakan ar..ak Indo-gt'opa , t.:tapi mempelajari oahasa in1. seca:ca me todik 

akan ada g•.manya baf;i pendidikan rr.ereka untuk menjadi guru 9 juga da­

la:n keGempa ::an yang tersedia untuk mengadakan studi perbar.d!ngan ba­

has~~. akan dapa~ diketahui kesukaran yung khas dengan lebih bail: . 
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Dengan melihat kenyataanp bahwa perhatian di kalangan pendudak 

Gina kurang tertarik kepada pengajaran bahasa Melayu, maka bahasa 

Malayu untuk sementara dijadikan mata pelajaran pilihan di HCK . l1a·· 

sib ada satu alasan lagi untuk tidak dengan segera menjedikan baha­

sa Melayu sebagai mata pelajaran wajib. Salah satu k.eberatan d&ri 

kalangan Cina terhadap pengajaran bahasa Melayu ialah, bahwa bahasa 

Helayu seperti diajarkan di sekolah kelas dua dan digunakan dalatu 

buku-buku sekolah, hanya sedikit atau tidak berguna dalam praktP.k 

hidup sehari-hari. Ada jurang yang menganga besar antara bahasa 

Helayu Riau yang secara resmi harus diajarkan di sekolah, dengan 

bahasa Melayu sopan yang secara umum dipergunakan di Jawas walaupun 

ada perbedaan-perbedaan lokal » dalam pergaulan sehari-hari, rapat 

dan pers. Supaya pengajaran bahasa Melayu lebih memikat perhatian 

rian lebih memenuhi tujuannya serta lebih d;i.hargai, maka pengajm:an 

bahasa Melayu Riau harus secepat mungkin diganti d~ngan pengajaran 

bahasa Melayu yang lebih dekat kepada penggunaannya sebagai bAhasa 

percakapan dan tulisan sehari-hari. Direktur Institut Bahasa-Bahasa 

Bumiputera ~ J. Kats, dan penasehat buku-huku tuntunan, G. Boswinkel, 

menyatakan persetujuan sepenuhnya dan J. Kats menganggap sangat 

~ngkin dapat dilaksanakan perencanaan bahasa Melayu sekolah, yang 

berakar dalam bahasa yang hidup dalam pergaulan. Tetapi tidak di­

sembunyikan, bahwa harus diatasi berbagai kesulitan. Antara bahasa 

tulis dengan ucap masih belum ada cara yang mendekati kesamaan dalam 

bahasa Melayu Umum, seperti yang telah berkembang derigan bebas dalam 

masyarakat di luar daerah bahasa Melayu Riau dalam buku- buku seko­

l ah. Kepada perkembangan itu para wartawan Cina banyak menyumbang­

kan sahe.mnya • 
• Kepada J, Kats dipercayakan dalam kerja sama dengan J.A.M . :Rruf-

neman suatu tugas, yang oleh J. Hardeman dianggap sangat penting -..•·;:;.­

tuk merencanakan buku pelajaran bahasa Melayu, yang ,dapat menggaut:i­

kan bahasa Melayu Riau di sekolah, terutarr:a untuk diajarkan di, seko·­

lah di Jal-Ta dan Madura. Untuk pekerjaan itu J. Kats <iapat memilih 

sendiri pembantu-pembantu dari kalangan orang Bumiputera dan Cir~. 
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Diharapkan oleh J. Hardeman bahwa berangsur-angsur akan diadakan 
. *) 

perba.ikan dalam pEmgajaran bahasa Melayu. 

Akhirnya diusu1kannya kepada Gubernur Jendera1 untuk mengam­

bil keputusan mengenai masalah penempatan pelaJaran bahasa Melayu 

dan bahasa Cina-l1andarin dalam kurikulum HCK. Didesakannya juga 

dengan sangat pertimbangan untuk memutuskan agar menjadikin kedua 

bahasa itu sebagai mata pe1ajaran fakultatif yang untuk sementa­

ra diberikan di "onderbouw" selama tiga tahun, dengan ketentuan 

mewajibkan para murid memilih salah satu mata pe1ajaran yang har~s 

diikuti. Dalam tahun a]aran .l928-1929 akan dimulai rencana baru 

itu. 

91. Dari Sekretaris Pemerintah (Negara) I kepada Direktur Pendidikan 

da~~~~a (J. Hardeman), 5 Januari 1928 

Jm,aban Gube:rnur Jenderal kepada J. Hardeman mengenai usul 

tersebnt di atas qiberikan oleh Sekretaris Pemerintah (Negara) I 

dengan surat tanggal 5 Januari 1928 nomor 3/A2 Rahasia. Diberi­

tahukan, bahwa keputusan pemerintah yang dimuat dalam surat tang­

gal 12 .Juli 1927 nomor 1417/A2, kurang diperhatikan. 

Dalam keputusan itu telah dinyatakan secara prinsipiil pendi­

rian pcmerintah terhadap pengajaran tahasa Cina di HCS. Pemer::tn­

tah sudah dari dulu menetapkan bah"t-Ta pengajDren bahasa Cina di HCS 

bukan tanggung jawab dan tugas pemerintah. Karena itu Gubernur 

Jenderal tidak melihat ada alasan yang cukup untuk mengajarkan ba­

hasa Ctna kepada calon guru untuk HCS. Gubernur Jenderalberkebe­

ratan terhadap pengajaran bahasa Cina di HCK, karena ia berkeyakin­

an bahwa pengajaran bahasa Cina di HCK itu akan dijaaikan batu lon- . 

catan oleh p::tra pemuka Cina untuk menuntut kepada Pemerintah, 

*) Bvku pelajaran basil perericanaan itu ialah J. Kats, Spraakkunst 
en Taaleigen van het }fuleisc~ (Tata Bahasa dan Idiom bahasa Me­
layu), c!eel I , 3e stuk, 1-!~lte,.rreden, 1928. Dalail' prakata dite­
gask.an bahwn dalam perubahan melalui cetakan ketiga ini lebih 
banyak dipeT.hatikan perbedaan antexa bahasa Mela:m buku dengan 
bahasa Melayu Umum yang sopan. 
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supaya dfadakan pengajaran bahasa Cina di HCS. Menurut keyakinan 

Gubernur Jenderal dengan mengadakan pengajaran bahasa Cina di HCK 

akan ditempuh jalan, yang dapat menuju kepada sinifikasi (l>~cina­

an) pengajaran di HCS. Karena itu sebenarnya keinginan para pemim­

pin dalam masyarakat Cina bertentangan dengan pandangan pemeri~tah. 

Gubernur Jenderal sampai kepada keputusan untuk tidak membolehkan 

pengajaran bahasa Cina di HCK.*) 

Tet.~pi Gubernur .Jenderal menyetujui mata pelajaran "kebudayaan 

cirui"~ karena mempunyai kegunaan nyata yang praktis. Sangat dipu­

jinya gagasan untuk men'erbitkan buku sumber atau buku tuntunan. Ia 

j\igii · ~t:i.dak berkeberatan terhadap bahasa Melayu yang berakar dalam 

'b~hasa pergaulan yarig beradab a tau bahasa Melayu Umum yang sop an, 

tetapi untuk sementara ditetapkan fakultatif, &lrena dengan peno:­

lakan terhadap pengajaran bahasa Cina dan mewajibkan mempelajari 

bahasa Melayu akan mengundang agitasi terhadap pembedaan tersebut , 

. , ' 

PENDIDIKAN TINGGI - FAKULTAS SASTRA 

92. Direktur Pendidikan dan Agama (J. Hardeman) dalam surat tanggal 28 

Oktober 1927 nomor X2/1/11 Rahasia kepada Gubernur Jenderal 

. (De Graeff) 

Membahas persiapan mengenai pendirian suatu fakultas sastra di 

Indonesia, seperti pernah dikemukakan dalam p~mbicaraan lisan. Ia 

menyarankan akan membangun fakultas sastra dan kebudayaan Indonesia 

(Indologisch-literarische fakulteit), yang diperlengkapi dengan ba­

ik. Dalam tubuh pendidikan tinggi di Hindia-Belanda dianggap perlu 

*) Dewan Hindia Belanda dalam nasehatnya tanggal 23 Desember 1927 
nomor II mengusulkan seperti itu. Tetapi wakil ketuanya, 
K.F. Creutzberg» dalam nasehat tersendiri menyarankan untuk 
mengikuti usul J. Hardeman dengan perubahan~ bahwa baik pun 
bahasa Melayu maupun bahasa Cina-Mandarin ditetapkan sebagai 
mata pelajaran fakultatif. · 
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adanya suatu fakultas yang mencakup ilmu kebudayaan dalam arti yang 

seluas-1uasnya, agar oupaya pendidikan tinggi di. Hindia Be1anda da­

pat memenuhi fungsinya di bidang sosi:al-budaya sebagaimana mestinya. 

Gagasan mengenai pendirian faku1tas sastra di Indonesia te1ah 

d:J.dukung oleh sarjana·-sarjana terkemuka dari ka1angan i1miah Be1an­

da da1am Kongres Pendidikan Kolonia1 ketiga, yang membahas masalah 

pendidikan tinggi di Hindi a Belanda. Da1am Kongres yang diada­

kan di Den Ha~g dalam bulan April 1924, dikemukakan argumentasi me­

ngenai keharusan adanya faku1tas ' sastl"a sebagai inti i1mu kebudaya­

an dalam univets itas ci Hindia Belanda pada masa yang akan datang. 

Da1am Kongre~ ~:l.ni dibaha e banyak prasa:tan. Mengenai keharusan men­

dirikan faku1tas sastra dibahas empat prasaran , yaitu dari Dr. Adri­

ani . Prof.Dr. N.J.Krom~ Pater F.G.J.M. van Lith dan Dr .. R.Ng. Purba­

caraka. Beberapa tahun s ebelumnya Dr. N, J. Krom dalani Kongres 1919 

mengemukakan prasaran mengenai !lmata pe1ajaran sastra pada universi­

tas di Hindia·-Be1anc.ia". Oleh kongres 1919 itu dibentuk panitia un­

tuk menyusun sco.ran yang di.umumkan dalam tahun 1922, mengenai penye­

lenggaraan universitas di. Hi'ndia Belanda. 01eh J. Hardeman diminta­

kan perhatian kepada saran tersebut dan penerbi.tan prasaran-prasaran 

serta pere~bug'an dalam kongres ketiga. .Acara dalam Kongres ke­

tiga itu ter'diri dari : 

I. Pendidikan tinggi di Hindia-Be1andn pada umumnya. 

II. Organis~si pe~guruan tinggi Hukum untuk .dihubungkan dengan pen­

didi.kan peg<.'mai urusan pemerintahan dan administrasi di Hindia­

Belanda. 

III. Organ·isasi sekolah tinggi Kedokteran . 

IV. Penget2ba:1gan perkuliahan i.lmu-i1mu sastra yang segera diper1u­

kan pada sel~olah tinggi Hukum, menjadi faku1tas sastra yang 

atandirL 

Berbagai faktor yang ~endukung keharusan mendirik3n faku1tas 

sastra dengan Gegern di Hindia Belanda~ dikemukak.a:no1eh J. Hardeman 

dalam argumentas i untuk membela usulnya. Dimintakan,nya perhatian 

kepade. tujuan ganda a tau rangkap perguruan tinggi . seperti dinyatakan 
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dalam artikel 1 Ordonansi Perguruan Tinggi. Dari dua aspek tujuan 

tersebut pada fakultas sastra aspek pendidikan dengan tujuan untuk 

dapat mandiri bekerja di bidang ilmiah lebih mene>njol dari ~ada 
tujuan menghasilkan tenaga ahli untuk jabatan-jabatan dalam peme­

rintahan dan masyarakat. Ia menganut pandangan Profesor Dr.J.Hui­

zinga yang melihat universitas sebagai "pusat dari seluruh kehi­

dupan ilmiah tinggi 9 yang mampu menampung dan melayani segala as-

*' pirasi untuk memajuke.n kebudayaan". J Setiap orang yang berpan-

dangan demikian, menurut J. Hardeman, akan menyambut dengan baik 

penc!irian fakultas sastra yang akan memperkaya lingkungan ilmiah 

pergu~uan tinegi. Karena pengaruh luh.ur akan terpancar dari 

suatu pusat ilmiah untuk mempelajari dan mengadakan penelitian de­

ngan metode-metode ilmiah Barat yang teruji mengenai humaniora Nu­

santara. Bahasa dan sastra Indonesia , sejarah, ilmu bumi dan bang­

sa-bangsa (land en volkenkunde),dan ilmu purbakala» sedapat mungkin 

juga filsafat dan agama. Pengaruh tersebut tidak boleh diremettkan 

terhadap pendidikan yang harmonis dari pemimpin dan pemuka intelek­

tuil dalam kelompok-kelompok penduduk di Hindia Belanda yang telah 

didorong untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan Barat. Demi­

kianlah menurut J. Hardeman. 

Ia tidak hanya menonjolkan faktor-faktor idiilnya saja, tetapi 

dalam arg,~mentasinya i tu dikemukakannya pertimbangan mengenai fak­

tor-faktor yang mempunyai kegunaan sosial yaQ.g praktis dan mendu­

kur..g pendir:ian fakultas sastra di Hindia·-Belanda. Diakuinya, bahwa 

kegunaan sosial yang praktis dari fakultas sastra tidak begitu je-

. las dapat dinyatakan sepertf pada sekolah··sekolah tinggi, yang su­

dah ada. 

Pada ~vaktu itu sudah ada tiga buah perguruan tinggi di Hindia­

Belanda. Yang pertama didirika.n ialah Sekolah Tinggi Tekrtik ~i Ban­

dung. Usul pendiriannya diprakarsai oleh swasta di bidang perda-

*) 
J. Huizinga, ''De Universiteit van Nederlandsch-Indie", De Gids, 
Oktober 1923, dan Verzamelde Werken, VIII, h . 464 
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gangan dan industri 9 yang dalam tahun 1919 mendirikan ';Koninklijk 

Instituut Voor Hooger Technisch Onden,djs in Neder1andsch-Indie" 

(Institut Kerajaan Untuk p ,_~ndidikan Tinggi Teknik di Hindia-Be1an­

da). Olen badan swast~ i~i didirikan ' di Bandung Sekolah Tinggi 

Teknik? yang dibuka pada tanggal 3 Ju1i 1920. Dalam pembukaannya 

berpidato a . 1. Direktur Pcndidikan dan Agama 9 Mr. K.F.Creutzberg 9 

dan Rector-Magnificus yang pertama , Prof.Ir. J.Klopper. Sejak 18 

Oktober 1924 per guruan tinggi ini diserahkan 'kepada pemerintah 

(Lembar an N::cgar.~ 192L! nomor 476. Reg1enen untul: Seko1a.h Tinggi 

Teknik c a 1a:il Lemba-::an Hega ra 1925 nomor · 271 dan tera khir dirubah 

dalam Lembaran ~!er;ara 1937 nomor :;75 dan ;_:omo::__· t.56). 

Pada 23 Ok tober 192!} d :tbuka Sekolah Ti nggi Hukum di Jakarta. 

Sebelumnya p2mer inta h b e ":" ::Ca ]. i -kali berjanj i da 1am De~·mn ?..a kyat ua­

tuk dengan s egera, jika keada an memungkinkan . m(;mbuka perguruan 

tinggi Hukum. Da1a~ pembicaraan tne~genai rencana angga ran biaya 

Hindia-Belq; ~da unt~k t:thun 1923 pemerintah meniberitahukan akan men­

d::!.rikan s~kclah t inggi h uk• :n . Untuk pendiriannya d i aclakan perubah­

an ordonans:i. perguruan tin!:;gi dalam Lembaran Negara 1924 nomor 456 

dan dibuat !t<~glemen untuk Seko1c:h Ti.nggi Hukum da1am Lembaran Nega-· 

ra 1924 nomor 457. Di s~nping itu seko1ah untuk mendidik yuris 

(ah1i hukum) ButJiputera yang didirikan da1am tahun 1909 dan sejak 

t .ahun 1922 d inamakan "Rechts-school" (Seko1ah Hukum), yang bertuju­

an mendidik fung s ionaris dan panitera (grifir) pada pe~gadilan ne­

geri diada kan t erus sampai tahun 1928. 

Pada tanggal 16 Agus tus 192.7 dib".lka Seko1ah Tinggi Kedokteran 

di Ja!<arta , dan ur...tuk pend i riannya ordonansi perguruan tinggi diru­

bah da1am I.emba:r.a n Negara 1927 nomor 395 dan dibuatkan reglemen un-· 

tuk Sekolch Tingg i Kedoktera n rlalam Lembaran Negara 1927 nomor 396. 

Mengem:d ke gunaan so r> i a 1 yang praktis dari fakultas sastra di 

Hindia l31'.!1amln , .J . Ha rdeman berpendapa t bah'va Hindie Be1anda membu­

tuhkan cuL l? banyak kaum or :!.e:1t a lis, ~·ang t crdidik secara i1miah, 

untuk 1:- et ·baga i jaba t a n da1c bida ng pekerjaan. Diingatkannya perta­

ma- tama !~e: ... u tuhan untuk :ner.gis:!. j aba t a n ke guruan seba gai akibat 
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pendirian AMS-AI dan r eorge.nisas i OSVIA s erta "Kweekschool " . Peng­

a jaran bahasa ·-ba ha sa daer ah di s ekolah menengah dan kejur~n (ter­

masuk ke dalamnya sekolah normql untuk pendidika n guru bant~) me­

merlukan perbaikan ya ng mendes a k . Guru·-guru Bumi putera yang ~idi-
' *) 

dik untuk tuga s ini s el ama se t a,hun d i Institut Kats 9 s ebenarnya 

kurang memenuhi sya r a t . Alumni f akultas s astra diperlukan dalam 

jaba t an-jaba t an pimp inan pendidikan di departenen . d i i nspeks i dan 

Dewan Pendidika n . juga d i lua r bfdang pendidikan . t enaga niereka di­

perlukan seperti padc>. "Kantor Urusan Buniputera " • Bala i Pus t aka. 

dan 'Din.::t s Purbakala. Juga terbuka kesempa t an bekerj a untuk para 

a lumni fakult a s sastra da l am pekerj aan beba s s eperti jurnalitik, 

museum da n perpustakaan . Akhirnya dis ebutnya ke lompok orang-ora ng 

yang ingin mengabdikan dirinya kepada studi sastra~sastra Timur da n 

t erdorong bukan untuk mendapa t penghasilan ~ t e t a pi s emata- mata un­

tuk memajukan ilmu penge t ahuan. Or ang- orang s epe rt i i ni menuru t 

J . Hardeman jumlahnya cukup bes a r . menginga t da lam ka langan orang 

Bumipute r a perhatian kepada baha s a da n kebudayaan s endiri makin me­

ningkat. Mer eka ini dia nggap s ebaga i pemimpin intelektuil dan pen­

dukung kebudayaan ba ngs a I ndones i a . Menurut J . Har deman , d i anta r a 

mer eka itu ya ng telah menye l es a ikan studinya me l a lu:t me tode ilmiah 

ya ng ke t a t . di nasa ya ng akan da t a ng a kan t ermasuk kaui'l. inte lektuil 

Bumiput&r a ya ng t ercabu t da ri aka r k.ebudayaan s endir i dan menolak 

earn kerja ya ng tenang un tuk membangun. Dar i mereka ini dapat di-

harapkan ada pengaruh moderat kepada pergerakan nasional. t:e-

reka ini akan c enderung untuk ma.u bekerja sam.a dengan pemerintah. 

Dari alumni fakul tas s astra itu ada yang alum mendapatkan la­

pangan kerj a ya ng be r guna pada pe r guruan nas iona l Taman Sis,.;a , yang 

mutu pendi di kannya dapa t ditingka t kan oleh mereka. . Menurut J . Har­

deman . Taman Siswa t elah ba nyak b erj ~sa bagi orang Bumiputera di 

bidang pendid i kan yang di seleng[ arakan s ecara jujur dengan keku2t-

* ) Didi.rikan da l am t a hun 1920 dengan t ujuan mempela j a r i bahasa-ba­
hasa Bumiputer a . ilmu t entang bumi dan bangsa-bangs a di Hindia-· 
Belanda. Ke dalamnyc. t ermasuk kursus untuk mendidik. orang Bu­
miputera menj adi guru baha s a . 
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an sendiri dan atas dasar ·kebudayaan bangsa sendiri'.' Juga diminfa­

kannya perhatian pemerintah kepada kegiatan Drs. Sosrokartono, sar­

jana .sastra Timur dan adik R.A. Kartini. Dengan dibantu oleh 

Ir. Soekarno dan Mr. Soenario~ dipimpinnya sekolah menengah nasional 

di Bandung. 

Dalam Dewan Rakyat sudah berkali-kali <!-inyatakan keinginan akan 

fakultas sastra Timur dan dijanjikan oleh pemerintah~bahwa harus 

menunggu, sann>ai aJa cukup calon mahas:f_swanya. Pemerintah sebenarnya 

suda~1 ~etuju untuk mengadakan fakultas tersebut. Saatnya sudah tiba 

untuk memperbolehkan pendiriannyadengan mengingat s bahwa di Sekolah 

Tinggi Hukum sudah diberikan kuliah dalam beberapa mata pelajaran 

dari fakultas sastra Timur. yaitu oleh Dr. Husein Djajadiningrat 

(dalam ,hukum Islam 9 pranata--pranata Islam, bahasa Melayu dan Sunda). 

Dr. B .• J .0. Schrieke (dalam sosiologi, antropologi budaya dan sejarah 

Indonesia) • dan J -. Kats , (dalam bahasa Jawa). Selain itu AMS-AI di 

Surakarta, yang sejak Juli 1.926 mempersiapkan untuk perguruan tinggi 

dengan pengajaran sastra: Timur, murid-Gmridnya dalam pertengahan ta­

hun 1929 akan menamatkan pelajarannya. Menurut J. Hardeman pendiri­

an fakultas sastra yang dim:~ksudkan tidak dapat ditangguhkan lebih 

lama lagi dari pada tahun 1930. · Diusulkannya untuk. mengangkat suatu 

panitia dengan tugas t erutama untuk menetapkan kche.rusan pendirian 

fakultas ters~but ~alam tahun ,1930.- -Disarankannya p:mitia tersebut 

terbentuk sebagai berilmt: 

Ketua Prof.Dr. Husein Djajadiningrat 

Angota·-anggota ~ Dr . F .D. K. Bosch , Kepala Dinas Purbakala 

Ch .• O. van der Plas~ Asisten- Residen diperbantu­

kan kepada Ad•risur Urusan Bumiputera, 

Dr. P.a jj_man \vediadipura~ dokter istana Susuhun­

an Solo (sbg. pejuang perintis tertua dalam 

pergerakan kebudayaan nasional). 

Prof.Dr. B.J.O.Schrieke, 

Dr. W.F " Stutterheim, Direktur k~S~AI di Solo 

Mr. L.J.A. Trip, Pejabat Ketua Dewan Penyantun 

sekolah--sekolah tinggi di Jakarta. 
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Untuk mewaki11 Departemen Pendidikan dan Agama ditambahkan 

Mr:. J .A~ Jonkman, sebagai .Sekretaris-anggota. Se1anjutnya kepada 

panitia diberikan wewenang menambah beberapa anggota» yang ah1i di 

beberapa bidang tertentu. 

93. Gubernur Jendera1 (De Graeff) kepada Menteri Urusan Daerah Jajahan 

(1\oningsberger), 13 Agustus 1928 

Gubernur Jenderal De Graeff tidak dapat memutuskan terhadap 

usu1 Direktur Pendidikan dan Agama mengenai pendirian fakultas Sas­

tra Timur di Betawi sel~mbat-lambatnya pada tahun 1930~ karena itu 

dimintakan kepastian dari Menteri Daerah Jajahan ·(Koningsberger). 

Diberitahukanny'a kepada Menter.i dengan surat tanggal 13 Agustus 1928 

nomor 14/1 Rahasia (Vb. 30 Januari 1929 nomor 24) pokok-pokok P.ikir­

an da1am surat J. Hardeman 28 Oktober 1927 nomor Ax2/1/11 dan tang­

gapannya serta saran Dewan Hindia-Be1anda terhadap usul terg ebut. 

Da1am Dewan Hindia-Belanda ternyata usul itu tidak mendapat 

persetujuan suara mayoritas. Pada umumnya para anggota Dewan meng­

akui nilai-nilai idiil dan ku1turi1 dari suatu lembaga seperti fa­

kultas sastra, tetapi mayoritas dari mereka meragukan~ apakah para 

alumninya da1am masyarakat akan rnendapatkan l apangan kerja yang se-

·suai dengan pendi~ik.annya . Sebagian besar dari para alumninya akan 

berusaha mencari pekerjaan dalam jabatan negeri dan jika tidak akan 

terpaksa mencari 1apangan kerja di luar dinas pemerintah dengan ke­

mungkinan harus terpaksa rnenerima penghasi1an yang 1ebih rendah. 

Keadaan dengan sejum1ah besar orang berpendidikan tinggi tanpa 

gaji memadai dianggap mengkhawatirkan, bahwa mereka itu akan meng­

adakan tuntutan kepada pernerintah, supaya rnemproduktifkan pendidik­

an dari 1embaga yang diadakannya dengan menampung sebanyak-banyak­

nya orang yang mendapat pendidikan dari lembaga tersebut dalam di ... 

·nas negeri, meskipun sebenarnya pada pemertntah tidak ada kebutuh-

an nyata untuk menampung rnereka semua. Da1am situasi keuangan 

pernerintah yang tidak menggembirakan itu tidak dapat diadakan pe­

nye1esaian masalah seperti itu. l1aka mayoritas anggota Dewan meng-
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anggap tidak benar ~ bahwa pendirian fakultas Sastra tidak dapat di­

tangguhkan lebih lama dari pada tahun 1930 •. Mereka juga tidak se­

pendapat bahwa pengaruh dari fakultas sastra itu akan melunakkan 

temperamen para pemimpin pergerakan nasional. 

Saran mayoritas da;Lam Dewan Hindia-Belanda menolak usul Direk­

tur Pendidikan diin Agama tetapi lllakil ketuanya, K.·F. Creutzberg, 

menyetujui sebagian besar argumentasi J. Hardeman dan mendukung 

usulnya untuk menugaskan kepada suatu panitia II!.enangani pendirian 
·' . 

fakult:as itu dan mencarikan pemecahan persoalan. .Jika benar fa~l-

•: tas itu menimbulkan "over produksi", Gubernur penderal juga ~~dak 

menutup .mata terhadap kemungk:i.nan "overproduksi" sarjana sastrp 

yang da'lam masyarakat tidak akan menemukan kepastian mendapat peng··· 

hasilan yang sepadan dengan pendidik~n mereka. Tetapi ia tida~da­

pat menol~k pandangan J. Hardeman _mengenai pengaruh yang menguntung­

Uan terhadap pergerakan nasional. Pendalaman studi sejara~ peradab­

an bangsa- bangsa akan membawakan pengertian untuk lebih menghargai 

pimpinan Barat dan menghindarkan penilaian yang terl~lu berlebihan 

terhadap kebudayaan sendiri. Hal ini secara psikologi,s akal]. berpe­

ngaruh baik kepada para calon pemimpin pergerakan nasional. 

Menurut Gubernur Jenderal, perlu diadakan reorientasi dalam 

sistim pendidikan di Hindia-Belanda. Dalam kalanga? luas masyarakat 

Bumiputera ada penghargaan yang berlebih- lebihan kepada pendidikan 

Barat, ,sehingga mau mengorbankan kepentingan bahasa daerah untuk pe­

ngetahuan bahasa Belanda. Sekolah Rendah Eropa dinilai lebih tinggi 

daripada HIS, sedangkan HIS dihargai lebih dartpada sekolah peralih­

an. Tetapi anis balik sedang mulai kelihatan seperti -di India. Su · 

dah mnlai kedengaran suara yang mendesak untuk menyesuaikan HIS ke­

pada kebudayaan bangsa sendiri. Dari pihal~ nasionalis :rang . ekstrim 

ada usaha· untuk mengkesampingkan bahasa Belanda dan mengangka~ baha­

sa Melayu menjadi ':bahasa Indonesia' ' sebagai media universil dalam 

komunikasi intelektuil. Yang perlu diusahakan ialah men-sip,tesa~kan 

unsur-unsur baik dari Barat dan Timur menjadi kesatuan yang utuhdan 

harmonis . Di sinilah rnenurut Gubernur Jendcral t erletak tugas 
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pemimpin-pemimpin intelektuil yang akan dihasilkan oleh fakultas 

sastr~ dan kebudayaan Indonesia. Diingatkannya juga pendapat 

Ch.O. van der Plas, .pegawai tinggi diperbantukan kepada Urusan Bu­

miputera yang dalam laporan mengenai netralisasi dan pemberantas­

an propaganda revolusioner di kalangan penduduk menyarankan, supa­

ya kepada para pemuda diberikan kesempatan mempelajari ilmu Sastra 

Timur dan kebudayaan sendiri dan sebagai satu-satunya jalan 

paling me~uaskan ialah membuka di Hindia-Belanda sendiri kesempat­

an untuk itu. 

Gubernur Jenderal melihat seperti J. llardeman, pada fakultas 

sastra titik berat dalam arti yang sangat penting sebagai pusat 

penelitian ilmiah di bidang bahasa dan sejarah kebudayaan. Untuk 

penelitian di bidang itu pusatnya masih ada di Leidens berbeda mi­

salnya dengan di Indo-Cina Perancis · (vietnam) 1ang mempunyai 

"Ecole Fran~aisE! d 'Extreme-Orient". Dari sudut yang.·praktis ·di­

tunjukkannya keuntungan, bahwa penclitian yang dilaksanakan di 

Hindia-Belanda sendiri. dalam .daerah bahasa dan kebudayaan dengan 

pembatasan yang nyata serta di dalamnya selalu dapat berhubungan 

dengan m.ateri hidup yang diselidiki. akan lebih men_guntungkan dari 

pada penelitian yang diadakan di pusat yang sangat jauh (yaitu 

terletak di negeri Belanda). Hindia Belanda di bidang bahasa baru 

diselidiki untuk sebagian sangat kecil secara intensif dan sistim­

~tis. Jadi untuk fakultas sastra banyak pekerjaan yang harus di­

garap. 

Gubernur ~enderal berkesimpulan, bahwa fakultas sastra sangat 

pent~ng untuk Hindia Belanda dan. berkeyakinan bahwa pada waktunya 

harus didirikan. Ia menganggap bijaksana supay~:~. pemerintnh di 

negeri Belanda menangani masalahnya dan membuat keputusan. Dimin­

takannya pendapat Menteri mengenai pembentukan su.atu panitia dengan 

tugas seperti yang disarankan oleh Mr. K.F.Creutzberg. 

Jawaban diberikan oleh r-ienteri Koningsberger dengan telegram 

30 Januari 1930, bahwa pembentukan panitia disetujui dan sangat di­

harapkan susunan paniti.q menj.qmin pt>ninj::u1:'\n mao!'."lAh clnrl. ~=;.egala 
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segi dan juga deri sudut praktisnya. 1 Ia berpendapat, bahwa tidak 

bijaksaaa untuk beker ja dengan terla1u tergesa-gesa dan secara 

apriori d:!. arah ~<an kepada pembukaan faku1tas da1am tahun 1930. 

Pada pembukaan s i dang Dewan . Rakyat 1929-· 1930 Gubernur Jenderal 

menyatakan, bahwa pemerintah t:e1ah menyadari k~harusan per1u~san 

perguru2n t i nggi dengan f aku1tas sastra yang tidak hanya akan men­

didik ah1i saotra~ tetapi juga akan merupakan pusat pene1itian di 

bidang baha s a dim i1mu ban£sa-bangsa di Nu~antatfl• Karena itu pe­

m~rintah telah menugaska r. untuk menyusun perencanaan mengenai orga­

nisas~. dan penyelenggaraan fnkultas tersebut. (Handelingen Vo1ks­

raad 1929-1930 9 k~ }). Nota Departemen Pendidikan da n Agama menge­

nai pendirian dan organisasi fakultas sastra di Hindia Belanda di­

pubJ.ik.asikan dengan maksud memancing pertukaran pikiran secara 

umum. {Djawa, 1930). Ka.rena gagasan menger:ai pendirian fa~ultas 

sastra telah diuraika.n dalam nota itu~ Gubernur Jenderal De. graeff 

berpeudapat sesuai den3an pandangan B.J.O. Schrieke dan saran Dewan 

Hindia-Beland~ 9 bahwa tidak perlu lagi membentuk pan~tia . Dalam 

teJ.egra•nnya 6 Haret 19 30 nor:!or 66 (Vb. 27 Maret 1930 nomor 24) di­

mintakanPya pendapat apakah disetujui cara kerja demikian 

tanpa rr.elalui perribent~kan panitia , ka rena kurang berguna dan membu­

ang-buan~ waktu~ s e rlc..-.gkau u enurut pcrhitungan diharapkan dengan 

buciget ror1tuk tahun 1 931 dapal: didirikan . fakultas itu . . La~n daripa­

da itu Gub e1·nm~ J enderal Ds Gr aef f memberitahukan bahwa , mosi Sand-· 

kuyl~ yang ~eu.desi:lkkan peadit·ian fakultas itu harm; terjadi dalam 

tahun 1931, Jit erima d :mgan sua:.·a 35 l awan 7. 

Hente r:i_ Dae~~·ah J a jahan r.e G:t:ae ff memberi jawaban dengan tele­

gram tanggal 27 1-furet 193G non1o:c- 58 7 bah\\'a dianggap belum ada ur­

gcnsinya untuk sege r a me!id5.rikc-·.-.1 fc-Jmltas itu dan . belum cukup di­

ada!<an sorotan t e rhadap segi s9sialnya. Menteri me:ragukan apakah 

dalam keadaan. keuangan yang diduga akan menjadi buruk 7 pengeluaran 

baru untu.k tujuan itn dapat dipertanggung jawabkan . Ia hanya akan 

membe:rikan p P-rsetu~uannya ji:Ca benar-benar dapat dipastikan, bahwa 

pembiaya annya t idak' akan merugikan kepentingan lB.in, yang 
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dilihat semata-mata pari sudut kebijaksanaan praktis pemerintah, 

dianggap lebih perlu. 

Dalam anggaran biaya Hindia-Belanda untuk tahun 1931 disedia­

kan f .55.000 .--· yang direncanakan sebagai biaya selama lima bulan 

terakhir dalam tahun itu untuk fakultas yang akan didirikan. Te­

tapi keadaan keuangan negara menyebabkan pembukaan fakultas pada 

pertengahan tahun 1931 dibatalkan. 

Dalam tahun 1938 masalah pendirian fakultas sastra menjadi 

hangat lagi seperti ternyata dari pertukaran nota antara Menteri 

Daerah Jajahan Welter dengan Gubernur Jenderal Tjarda van Starken­

borgh Stachhouwer dan antara Gubernur Jenderal dengan Direktur 

Pendidikan dan Agama~ P.J.A. Idenburg. 

NASIONALISASI PENDIDII<AN BillHPUTERA BELAND~ 

Q-IOLLANDS - INLANDS _ ONDERWIJS) 

94. Pj. Penasehat Urusan Bumiputera (E. Gobee) menyampaikan nota de­

ngan surat 9 Desember 1927 nomor 1/477 Sangat Rahasia ? kepada Gu­

bernur .Jenderal (De Graeff) 

Dengan perantaraan Direktur Pendidikan dan Agama, nota itu 

disusun oleh Ch.O. van der Plas, as1sten-residen diperbantukan ke­

pnda Penasehat Urusan Bumiputera ~ mengenai usul pembentukan panitia 

~edua untuk pendidikan pada sekolah Bumiputera berbahasa Belanda. 

Sudah ada Komisi pendidikan Bumiputera Belanda yang dibentuk ber­

dasarkan surat keputusan pemerintah tanggal 28 Nopember 1927 (Vi.89 

di baFah judul VII Penyelfdtkan tentang kebutuhan sosial akan pen­

didikan dasar dengan bahasa pengantar bahasa Belanda untuk orang 

Bumiputera, k.409-~411). Van der Plas juga duduk di dalamnya. 

Dalam hubungan dengan pembentukan Komisi Pendidikan Bumiputera 

Belanda (yang pertama) itu~ Van der Plas diberi perintah dengan su-­

rat Sekretaris Pemerintah (Negara) nomor 382 untuk tugas mengadakan 

penelitian bagaimana menetralisir dan memberantas propaganda revo·­

lusioner di kalangan penduduk Bumiputera. khususny~ di Jawa dan 
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Madti'ia. 1-'enyclid:i.kan d,iadakan a~:an < perintah 'Penasehat Uruse.n J3u-

miputera' unti.lk Gube~r..ur. Jenderal. 
\ .. ~ . 

. , ; . ~ 

~eks nota din:has±ek~n sruna sekali, juga;, bagi artgr,; ota.-:;.r:cggota 

Komisi Pendidikan Bumipute,ra-Belandn. 
/, - . 

asal dari pe1.·cakapap. perc;:lya-merr,p~rcayi:li de'l.:gnn pendvdL~k den pemba­

hasan masalai1 dari segi sosial-poJ.itik dan sosial-l::uf.i.aya. Dari 

berbagai pihak yang dihubungi 9 diterima keluhan mengen~i denasional­

isasi pendidikan pada HIS. 

Isi nota c.lim!lksudkan ;aemberikan argumentasi pembent ukan Ko1.dsi 

Pendid:f.kan Bumipntera Belanda kedua. ·E-eberapa pokok yang mP.narik 

perhatian Va.n der P~i.as dalam pc:~eu.u:an ialah sehagai :-erikut: 

Harus d i bedakan dcngnn tajar_. p~mimpir.-pemimpin spir:i.tuil utama 

dari n1assa rakyaL Mereka yang d::l.~ebut belakar..gan ini mudah dipe­

ngaruhi; m3.kin t idaJ\.: berpeilgnlaman makin mudah. Banyak pemimpin 

yang tergolong eks t ~:emis, orang Bul'!L~pute:ca yang baik di Jawa maupun 

di negeri Belanda 9 kata Van der Plas . adalc:>.h orang-ora::1s y.!l.ng t:f.dak 

lagi ·berak.ar d2ngan kuat dalarr~ nasyaral:at dan kebudayaannya. 

Dr. Sukimau ialah seorang Jawa yang tidak lagi dapat beroahasa 

Melayu atau Ja\om ~1. engan baik. Putcra seoraug Bupati Purworejo, 

' R.T.A. Su;:oiadi, ternasuk seorang revolusioner bernpJ.--api di negeri 
.. ' 

Belancfa dan tidak me~gherankan karena ia dilahirkan didibesarkan 

di luar Jawa. Mr . Achmad Su~ardjo, ipar Evpeti Jet:f.:1.egara R~T.A. 

Abdurakhman, ialah seoraPg JaHa yang dj_lahirkan di Karawang dan di­

besarkan da:!..am lingkungan semi-E1·opa, juga terc:abut dari akar ling­

kungan kebunayaaan bangsanya sendiri. Dr. Cipto Hangunkusumo b~r­

bahasa Belanda ~alam k P.l.,;3rgar·ya di ruma>. Ia berpendapat, b r1hwa 

pendidikan bercorak iUi:''.kin Rarnt dan mak.i:1. :Z1:·opc:. adalah ma1.dn 

baik, karel"'.a just>.·u melepa,>kan c :n:·j akar: dan menimbulkan gejolal~. 

Pergolakan perlu •.mtuk ;Je.rjua .. •.gan ketr~rdekaan. Ccntoh-contoh dapat 

ditamlJah dengan yang lain dan dijaciikan ~eneraiisaa:. dengan kesim­

pl.llan balrw<'- di d.c.:!.am kelompok :i.ntelektFil yang paling pe!~a t erhadap 

propaganda revoJ.\!sioner L.:llah · <1le::ci<a yang t ·2lah kei.nla:Jgan lar1dasan 

kehidupan emosioniJ. dan terlepas da r:'.. il:at<.n sosial dengan ba!lgsanya 
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'seridiri. Kesimpulan ini menurut Van der Plas sesuai derigari dalil, 

bahwa masyarakat Bumiputera yang seharmonis mungkin tersusun dari 

individu-individu menurut watak sehdiri yang terbentuk secara na­

sional, merupakan jaminan terbesar terhadap aliran-aliran revolu­

sioner. Dengan ini dapat dijelaskan bahwa pendidikan yang lebih 

nasional menurut watak send:i.ri merupakan obat penangkal atau peno­

lak racun (anti-toksin) untuk menyelamatkan individu-individu dari 

bahaya kehilangan akar yang lebih banyak diakibatkan daripada yang 

dapat ditolong oleh sistim pendidikan Barat. 

Gejala kedua yang menonjol dalam pengamatan Van der Plas 

ialah bahwa penduduk Bumiputera di daerah-daerah yang berbeda-beda 

mempunyai konsep berbeda tentang tugas sekolah daripada masya-

rakat orang Barat. Mereka beranggapan bahwa dari sekolah diharap­

kan juga memberi pendidikan (budi pekerti), bukan hanya memberi pe­

ngajaran saja. Dengan adanya sikap seperti itu menjadi jelas bah­

wa pengajaran di sekolah tidak dapat dibantu dan ditunjang oleh ke­

luarga di rumah. 

Selanjutnya yang menarik perhatiannya ialah bahwa di kalangan 

intelektuil yang makin luas bangkit kesadaran bahwa HIS dengan 

pendidikan Barat . yang dulu banyak diminta dengan sangat oleh kaum 

nasionalis tidak lagi memberikan kepuasan. Karena itu usaha Ki Ha­

jar Dewantara mendapat sambutan dengan penuh simpati. 

Kenyataan keempat yang dikonstatir oleh Van der Plas · ialah 

bahwa kebanyakan kaum non-koperator bersedia untuk ikut membantu 

dalam pernbangunan masyarakat Bumiputera jika kepada mereka diberi­

kan kesempatan. Bukti yang nyata ialah sambutan yang diberikan 

kepada seruan pemerintah kepada lcaum intelektuil untuk metnberantas 

perkawinan kanak- kanak. 

Dr. Soetomo menyempatkan diri dalam pekerjaan sehari-hari yang sa­

ngat sibuk untuk menyusun brosur dengan judul 11Perkawinan dan Per­

kawinan Anak". Dalam rapat-rapat. baik pun dari Partai Sarekat 

Islam maupun dari Nahdat'ul Ulama (artinya Kebangunan Para Ulama) 

dikeluarkan pernyataan- pernyataan yang dengan tegas menentang per­

kawinan kanak-kanak. Hanya untuk bekerja sama dalam lembaga-lembaga 
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ber:tulc.an peu1.erintah (seperti Dewan Rakyat dan Dewan Kotapraja) me­

re'.ca cr<;gart. Demikian menurut Van der Plas. Secara umum dikeluar­

kan ke1t ;ha!'l.» baik pun di Surabaya maupun di Bandung, bahwa pemerin­

tnh s ama sekali tidak bersungguh-sungguh memberi kesempatan kepada 

oreng Bmniputera untuk menyelesaikan urusan sendiri. Segala urusan 

d:i.s~lesaika"l tanpa dan di luar orang Bumiputera. Kegetiran 

teristime~va dirasakan iiilah dalam bidang pendidikan, karena urusan 

itu disclesaikan di luar orang Bumiputera. ' 

cdrc yang.paling baik dalam berhadapan dengan kaurn ekstremis 

::Lalah memberi kesempatan dalam pekerjaan pembangunan di bidang so­

s :.t:tl-budaya dan sebaik-baiknya dalam kerja sama dengan kaum mode­

rat. Banyak jasa diamalkan Clleh dr. Sutomo dengan para pengikutnya 

di bidang pekerjaan sos:i.al. • Ia berani menunjukkan kesalahan-kesa­

lahan bangsanya sendiri. Dalam rapat unrum ia berani 'menyatakan 

bah~ra pajak-pajak tidak terlalu tinggi. 

X3ngenai pemberantasan ekStremisme ditegaskan oleh Van der Plas 

bahl\'a sangat perlu dan menjadi keharusan untuk menarik perhatian 

kaum inte lektuil dari antara mereka itu ke dalam pemecahan berbagai 

masalah s'osial dan meninggalkart sistim kepanitiaan serba-pejabat 

dalam kepegawaian negeri (ambtelijke commissies) untuk mengadakan 

' peneH.tiar. masalah~masalah aktuil. Disarankannya dalam pembentukan 

panitia-pani tia supaya melibatkan ke dalamnya sebagian besar unsur 

Bumiputera 9 jika perlu pahitia dibentuk seluruhnya dengan anggota 

orang-orang Bumiputera (misalnya dengan sekreta·risnya orang Belan­

da). Ca:::-a demikian itu seyogianya digunakan untuk menangani masa­

lah-masalah ,· - '~ :. t. dengr:.n ::~'l. ti atau ' int i m dengari merel~. 

Mengenai Komisi Pendidikan Bumiputera Beland a,' yang dibentuk 

dengan kEiputa san pemerintah 28 Nopember 1927 ~ dikemukakan bahwa pa­

ra e.:nggot~mya terdiri dart para pensiunan pegawai dan tidak dari 

pa1·a p en tn;.i>in intelektuil penduduk, sehingga menurut Van der Plas 

tidak s ecuai dengan tujuan dari tugasu'ya . yaitu rnenyelidiki apakah 

dasar--<iasm~ per:d iciikan perlu dirobah apakah dcngan mempertahankar.. 

l::1t: t •mya pe:r:!.t• disesuaikan kepada watak dan kebutuhan kerohanian 
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masyarakat. Adanya Kepala Biro Statistik sebagai anggota menunjuk­

kan bahwa diutamakan data statistik untuk penelitian faktor~ 

faktor sosial. Tetapi di sini masalah politik sangat penting ke­

rena pemecahan masalah politik ini dapa t membantu penyelesaian 

lebih harmonis, karena dapat mengembangkan kekuatan untuk melawan 

kegiatan r evolusioner. Sistim pendidikan yang dipakai pada waktu 

itu menurut Van der Plas tidak dapat diharapkan mendapat basil yang 

hatmonis. Orang-orang terasing dari bangsa dan tradisi sendi­

ri telah ' terlepas dad. setiap topangan dan ikatan sosial, ·karena 

menaka itu ke dalam masyarakat Eropa juga tidak diterima. Dengan 

pembaruan sistim pendidikan untuk kepentingan politik dengan membe­

rikan pendidi kan berwatak nasional dapat dihilangkan kebencian 

kepada pemerintah yang s~ring disalah gunakan untuk propaganda. 

Demikian kata Vander Plas. 

Menurut Van der Plas dengan ditirijau dari sudut kebudayaan pen­

didikan nasional yang lebih disesuaikan kepada watak dan bakat sen­

diri dengan mengutamakan bahasa sendiri , akan menumbuhkan kaum inte­

lektuil yang disamping kemahiran dalam ilmu dan teknologi Barat me­

ngembangkan kepribadian nasional akan memberikan kemampuan ke·­

pada yang berbakat di antara mereka untuk menciptakan bentuk-bentuk 

budaya baru untuk dapat menggantikan kebudayaan tua yang sedang ron·~ 

tok atau gugur . Da lam pada itu kondisi- kondisi yang lebih baik da­

pat disediakan untuk perturnbuhan dan perkembangan bahasa-bahasa pen­

duduk Indonesia menjadi bahasa kebudayaan yang modern. 

Hanya mereka sendiri yang dapat menyelesaikan itu semua, kata 

Van der Plas , dengan bantuan penerangan dan menggunakan pengalaman 

Belanda. Sekali pemerintah mernutuskan untuk mencurahkan perhatian 

kepada masa l ah pendidikan, teristimewa pendidikan Bumiputera Belan­

da . seyogianya di samping memperhatikan masalah sosial juga tidak 

mengabaikan masalah spirituil . Maka menurut Van der Plas perlu di­

bentuk Komisi Pendidikan Bumi Putera Belanda yang kedua untuk be­

kerja s ama dengcn panitia yang sudah dibentuk untuk : 

a) be~sama-sama memecahkan persoalan apa per l u atau tidak mengada~ 

kan pembaharuan rnendasa r secara prinsipiil pada Pendidikan Bumi-
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putera Be1anda ; 

b) jika per1u bagaimana menyusun kuriku1um baru dengan konsekwensi­

nya kepada seko1ah menengah; 

c) se1ain itu bagaimana kedudukan bahasa-bahasa daerah serta cara 

membinanya. 

Disarankannya untuk tidak menyerahkan masa1ah kebudayaan kepa­

da Komisi pertama. Sebagai ketua Komisi yang kedua diusulkan Prof. 

Dr. Hesein Jayadiningrat dan sebagai sekretaris merangkap anggota 

Mr. Suwandi~ referendaris pada Departemen Pendidikan dan Agama. Un­

tuk anggota-anggota diusu1kan: (a) para ah1i di bidang pendidikan 
' . 

(ada 8 orang, diantaranya diusu1kan Ki Hajar Dewantoro); · (£) orang 

Indonesia terkemuka yang berminat; mereka ini diambil dari tok9h­

tokoh pergerakan (ada 4 orang: Ir. So~karno, Dr. Sutomo, Dr. Ratu-

1angi dan Dr. Radj iman ~Jediodiningratj; (.£.) ahli bahasa, khusus 

bahasa Jawa seorang, yaitu Dr. Th.G.Th. Pigeaud di Surakarta. 

95. Dari Direktur Pendidikan dan Agama, k.arena berhalan&an, dari Wakil'1 
· 

Direktur (W.J.A.C. Bins) kepada Gubernur Jenderal (De Graeff), 

17 Januari 1928 

·· Nota Van .der Plas dianggap me1Jlpunyai arti sangat prinsipiil 

o1eh Wakil Direktur Pendidikan dan Agama, W.J.A.C. Bins. Pada waktti 

itu J. Hardeman sebagai Direktur sedang menja1ani cuti sakit. De­

ngan surat kepada Gubernur Jendera1 De Graeff 17 Januari 1928 nomor 

AxS/1/16 Rahasia, dim9honkan supaya tidak diambil keputusan 1ebih 
. ' 

dahu1u mengenai usu1 dalam nota itu, sebelum J. Hardeman berkesem-

patan menanggapinya. Tetapi Bins memberanikan diri dengan mendahu­

lui saran Hardeman untuk mengemukakan pendapatnya, yang ringkasnya 

ia berkeberatan terhadap'pembentukan komisi kedua. 

Menurut Waki1 Direktur itu jika Komisi kedua itu dibentuk de-

ngan tujuan mengadakan pembaharuan mendasar pada pendidikan Bu-

miputera B~1anda dengan segala konsekwensinya, berarti Komisi yang 

sudah ada tidak diper1ukan lagi, karena tugasnya sama. Dengan demi-
. ,1 

kian akan sia~sia be1aka semua pekerjaan yang dilakukan oleh Komisi 
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pertama, apabila komisi kedua sampai kepada kesimpul~n~ 

bahwa perlu diadakan pembaharuan kulturil yang radikal terhadap 

pendidikan Bumiputera Belanda. Menurut W.J.A .• C. Bins tidak tepat 

diadakan dua Komisi untuk pekerjaan yang sama pada stadium yang sa-

ma. 

Tetapi terlepas dari persoalan di atas tidak ada alasan untuk 

membentuk suatu Komisi seperti yang diusulkan oleh Van der Plas, 

karena tidak ada keharusan merombak pendidikan di HIS, sekalipun 

dengan argumentasi Vander Plas. Menurut sejarahnya sistim pendi­

dikan yang digunakan diadakan dalam kebutuhan tiga kelompok pendu­

duk yaitu Eropa, Bumi~utera,dan Cina, dan untuk sebagian dengan tu­

juan mencapai hasil setaraf dengan sekolah-sekolah di Barat. 

Dalam sistim pendidikan yang telah menjadi historis itu IllS sebagai 

keharusan mata rantai untuk bersambungan dengan sekolah menengah. 

Lain dari pada itu banyak jabatan dalam pemerintahan menuntut lu­

lusan dari ujian pegawai rendah (klein-ambtenaarexamen), yang seta­

raf dengan tamatan HIS. Juga da lam macam- macam perusahaan swasta 

tamatan HIS mendapat mata pencaharian yang baik. Di samping mem­

pertahankan corak pendidikan Barat di HIS masih t erbuka kemungkin­

an untuk memperbai.ki bidang-bidang tertentu dari sistim ini. 

Di sini, kata Bins~ ternyata tidak ada keharusan untuk meng­

adakan perombakan dengan r adikal. Dalam peninj ."'uan lebih jauh ter­

hadap argumentas:f. Van dcr Plas juga terbukti bahwc. keharusan itu 
. 

tidak ada. Ia tidak menyangkal kenyataan bahwa di antara para in-

telektuil dan tokoh-,tckoh ekstrim e.da lah orang·-onmg yang tercabut 

dari landasan dan terlepas da;:-i akar kebud:'lyaan dalam masyarakat 

mereka sendiri dan mereka · inilah yang paling peka terhadap . propa-· 

ganda r,evolusioner. Contoh-contoh oranp.; y.'lng dikemukakan oleh ·Van 

der Plas ialah or.ang·,orang yang dididik dan dibesarkan di luar ling­

kungan HIS. Sama s eka li tidak jelas hubungan mereka dengan HIS. 

Kesimpulan Vander Plas juga tidak dapat ~idukung oleh kenyataanme­

nurut asal·-usul sosic!l, umur . pend i dikan sekolah dan pekerjaan dari 

orang-orang kcmunis yang diasingkan. Henurut hasil penelitian ter­

hadap lebih dari 331 orang komunis, ternyata persentase orang komunis 
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yang be1ajar di HIS tidak lebih dari 22% dari se1uruh jum1ah mereka 

itu, sedangkan kurang dari 8% berhasil meraih ijazah HIS. Argumen­

tasi Van der P1as juga kurang tepat untuk mempersamakan pendidikan 

Barat dengan pengaruh Barat. Pendidikan Barat dapat dihentikan atau 

ditiadakan sewaktu-waktu oleh manusia, tetapi peno1akan pengaruh Ba­

rat ada di luar kemampuan manusia. 

Bahwa da1am ka1angan inte1ektui1 ada keinginan mengubah sistim 

pendidikan di HIS karena tidak memuaskan dapat dibenarkan, tetapi 

jum1ah mereka jauh lebih keci1 daripada jumlah orang yang mengingin­

kan pendidikan corak Barat. Bahkan ada yang menginginkan pengajaran 

Barat secara khusus dengan memasukkan anak d:i seko1ah Eropa. Van 

der Plas membuat genera1fsasi yang terlampau jauh. 

96. Direktur Pendidikan dan Agama (J. Hardeman) kepada Gubernur Jenderal 

(De Graeff), 23 Pebruari 1928 

Juga J. Hardeman da1am suratnya kepada Gubernur Jendera1 tanggal 

23 Pebruari 1928 nomor Ax5/1/19 Rahasia menyatakan sependapat dengan 

waki1nya, yang te1ah mengirimkan pendapatnya kepada Gubernur Jenderal 

selama Direktur P & A menja1ani cuti sakit. 

97. Sekretaris Pemerintah (Negara) I kepada Direktur Pendidikan dan Agama 

(J. Hardeman), 27 Pebruari 1928 

Sekretaris Pemerintah (Negara) I dengan surat kepada Direktur 

Pendidikan dan Agama tangga1 27 Pebruari 1928 nomor 73x Rahasia mem­

beritahukan atas nama Gubernur Jenderal, bahwa be1iau tidak dapat me­

nyet\J,jui semua argumen keberatan terhadap usu1 Van der P1as. Meski­

pun demikian .ia sependapat dengan kesimpu1an untuk menolak usul ter­

sebut. Tetapi masa1ah pembaharuan pada pendidikan Bumiputera Be1anda 

agar ada pendekatan dengan kebudayaan Bumiputera masih tetap minta 

perhatian. 

Secara po1itik menurut Gubernur Jendera1, waktunya be1um matang 

untuk pembaharuan pendidikan HIS dengan tujuan mempererat hubungan 

dengan kebudayaan dalam masyarakat Bumiputera sendiri. Ia juga belum 
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dapat meyakini akibat denasionalisasi kepada orang Bumiputera, se­

hingga mereka menjadi terasing dari lingkungan sosial-budayanya 

sendiri. 3agi pemerintah juga sulit untuk ,lllenentukan sikap antara 

kelompok intelektuil yang mendukung corak Barat pada pendidikan di 

HIS dengan kelompok yang berkeberatan terh~dapnya. Sementara ma­

sih menunggu hasil pekerjaan Komisi HIS persoalan mengen.:H proses 

denasionalisasi . itu didia:ntkan dahulu. Mesldpun demikian, masalah 

yang diungkapkan oleh Van der Plas itu dianggap termasuk salah sa­

tu dari masalah sosial-politik yang sangat penting, dan lamb~t atau 
. -· .. . ' 

cepat akan dimintakan penyelesaiannya • . i?engalamandi India -dan Pi-

lipina menurtjukkan bahvra corak terlalu Barat pada. pendidikan 

untuk Bumiputera ternyata tidak dapat dipertahankan. 

Sebe~um masalah ,itu mendapat giliran tintu.k ditangani, rilenurut 

Gubernur Jenderal sudah ada satu dua hal yang telah dikerjakan. Ia 

menynmbut dengan sangat baik, bah"t<7a dalam hubungan dengan pengajar­

an bahasa Belanda dan· sejarah diadakan peninjauan secara mendasar 

terhadap buku-buku bacaan dan pelajaran untuk HIS •. Diharapkannya 

bah~va pekerj aan itu seyogianya clilaksanakan dengan . cepat dan tidak 

hanya oleh unsu~-unsur serba-pejabat pemerintah. Karena itu diang­

gap langkah yang baik adanya pembentukan suatu panitia atas usul 

"Bataviaasch Genootschap vc::n Kunsten en Wetenschappen", seperti dibe-

ritahukan dalam surat Pj. Fenasehat Urusan Bumiputera tanggal 13 

Januari 1928 non:or J/19 Rahasia. Usul Direktur .Pendidikan dan Aga­

ma clalam Gurat 24 Januari 1928 nomor AxS/.l/18 untuk juga melibatkan 

bantuan beberapa orang _intelektuil Blll!<iputera terkemuka ditanggapi 

dengan penuh simpati oleh Gubernur Jenderal. 

Usul mengenai bahasa J'felayu untuk dipertimbangkan supaya dite­

tapkan sebagai m.::.ta pelajaran fakul tatif di HIS di tempat-tempat 

tertentu t e lah diberitahukan cara penanggulangannya melalui surat 

3ekretaris ?emerintc.h (Negara) I tangg .::. l 5 Desember 1927 nomor 2444/ 

A2 dan perlu dimintakan pendapat beberapa orang J3umiputera terkemu­

kn yang berrainat clan ada di luar ikat~n serba-pejabat kepegawaian 

pemerintah. 
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Akhirnya Gubernur Jenderal minta, s~paya diadakan hubungan de­

ngan pemimpin .Taman Siswa untul:< ditawari subsidi dengan sedapat-da­

patnya tanpa ikatan mengenai kpr.iku1um dan sebagainya. 

SEKOLAH DAN ORGAtJISASI PEMUD.f. BUMIPUTERA 

98. Dari Direktur Pendidikan dan Agama (J. Hardeman) kepada Gubernur 

Jenderal ' (De Graeff) 2 11 Desember 1928 

Direktur Pendidikan dan Agama, J. Hardeman, mendapat perintah 

dari Gubernur Jendera1 De Graeff dengan perantaraan surat Sekreta­

ris Pemerintah I tanggal 26 September 1928 nomor 362x/Rahasia, su­

paya memberikan perhatian khusus kepada masalah pengaruh revolusi­

oner kepada para remajaBumiputera, bagaimana caranya memberantas 

dengan penuh kebijaksanaan dan dalam hubungan dengan itu meminta 

bantuan kepada guru-guru Eropa dan Bumiputera atas dasar percaya­

mempercayai untuk menyediakan saluran yang mengarah kepada penyele­

saian yang sebaik-baiknya. 

Dalam surat kepada Gubernur Jenderal tanggal 11 Desember 1928 

nomor Ax 35/5/8/Rahasia, J. Hardet!lan mengemukakan hal-hal sepagai 

berikut: 

Beberapa kasus yang terjadi di sekolah menengah memberikan ke­

san bahwa para guru tidak selalu bersikap sebagaimana mestinya ter­

hadap kelakuan para murid da1am hubungan perhatian mereka kepada 

pergerakan nasional. Sejak tahun 1927 J. Hardeman sudah siap dengan 

konsep Surat Edaran kepada para kepa1a sekolah yang telah ditetap­

kan untuk menerimanya, tetapi surat edaran itu tidak jadi dikirimkan 

karena dikhawatirkan akan mengakibatkan efek yang tidak diharapkan 

berhubung dengan terjadinya peristhm-peristiwa politik p~da waktu 

itu, dan keresahan yang ditimbulkan dalam golongan penduduk Eropa. 

Sejak itu diadakan konperensi-konperensi untuk membahas secara 

terperinci tugas para guru sekolah MULO dalam menghadapi pendidikan 

murid di luar sekolah. Konperensi diadakan sebagian di bawah 
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pimpinan J. Hardeman dengan para Direktur Sekolah HULO negeri dan 

.swasta bersubsidi. 

Sebelum ada nota Van der Plas dikandung maksud lagi untuk 

mengadakan surat edaran, karena kunjungan pada MULO dengan asrama 

di Purwokerto dalam bulan P..gustus 1928 diketahui bahwa beberapa gu­

. ru mempunyai pendirian yt:mg bukan-bukan dalam sikap · menghadapi ke­

hidupan para murid di luar sekolah • . 

Dalam hubungan itu oleh J. Hardeman dengan bantuan Pj. Direk- . 

tur Urusan Bumiputera: yang dahulu, disusun ·suatu konsep . surat edar­

_an untuk disampaikan kepada para Kepala Sekolah dan asrama yang me­

merlukannya. Tujuannya ialah untuk dijadikan tuntunan bagi mereka 

dan guru-guru dari sekolah dan asr·ama yang bersangkutan) agar mere­

ka mendapat petunjuk dalam sikap mereka menghadapi· perhimpunan-per­

himpunan pemuda Bumiputera (Indone~.ia) . yang di dalamnya mungkin 

ikut aktif para remaja yang dipercayakan kepada bimoingan para guru 

itu. 

Konsep surat edaran itu d~lampirkan untuk dipertimbangkan oleh 

Gubernur Jenderal dan jika isinya sudah mendapat persetujuan akan 

diedarkan kepada Kepala-kepala sekolah dan asrama sepertidimaksud­

kan di atas , · Pokck-pokok isinya adalah sebagai berikut: 

Telah beberapa kali terjadi kesulitan dalam hubunga.n antara 

kep2.la · s~kolah, pemimpin; a sraoa, dan atau guru-guru di _sekolah-seko­

lah deng;an para remaj a ·yang sudah akil balig dan meningl~.at kepada 

kedewasaan sebagai akibat dari kegic-,tan perkumpulan7 perkumpulan pe­

mu.da Bumiputera (Indonesia), yang kebany.akan bergerak di bidang po­

litik atau sangat dek.at dengan politik. Di luar peristi\·Ia yang ter­

jadi di dalam sekolah atau asrama, ada gerakan penruda yang terjadi 

di luar sekolah atau asrama. Semula segalanya berjalan dengan te-

n.nng, tetapi tiba-tiba hubungan sangat baik itu dikeruhkan oleh 

suasaha yang menyakitkan perasaan dan mengacaukan hubungan yang su­

dah terjalin dengan erat. Sude.h barang tentu gerakan pemuda sekolah 

memerlukan bimbinean yang termasuk tanggungan para petugas sekolah 

.. ~ d an asrama tanpa merugikan para remaj a yang dipercayakan . .l::.epada 
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mereka. Tugas itu pertama-tama memberikan pengajaran tetapi 
' 
tidak boleh dipisahkan ·dari pendidikan karena tanpa pendidikan ti-

dak akan· berguna. · · 

Dalam hubungan dengan hal di atas dijelaskan pandangan peme­

rintah mengenai tuntutannya ·kepada para pemimpin sekolah dan asrama 

untuk mengambil tindakan-tindakan dengan ·bijaksana dalam 'menghadapi 

. peristiwa-peristiwa seperti di atas. 

Ciri sekolah untuk umum (openbare school) membawa .konsekwensi 

u!ltuk berada di luar politik. Bagi l'liUrid-murid sekolah dalam umur­

nya yang belum matang untuk memperbincangkan masalah politik,' ba-

.. nyak ·kesibukan dengan masalah tersebut dan akan merugikan studi me­

reka .. . Dengan sendirinya sudahjelas bahwa menyelenggarakan rapat­

ra='at ·polH:ik di sekolah atau :di +rama tidak dapat diijinkan. Te­

tapi hal ;i.tu tidak berarti bahwa setiap perhatian secara pasif atau 

aktff dari pihak murid-murid kepada organisasi pemuda harus dipan­

dang jahat atau harus dicurigai. Namun dapat dipahami dan karena 

itu juga dapat dibenarkan untuk bertindak terhadap perbuatiln yang 

berlebihan yang merugikan sekolah, tetapi harus diingat . bahwa tin­

dakan kurang bijaksana dapat merusak banyak, teristimewa apa­

bila ditujukan kepada perkumpulan yang secara resmi diakui dan mu­

rid-murid menjadi anggotanya dengan seijin orang tua mereka. Kare­

na itu diharapkan tidak boleh diadakan rapat~rapat remaja di seko­

lah at~u di asrama sebelum acaranya disetujui oleh pemimpin seko-

lah atau asrama~ sedangkan ra~at~rapat demikian harus selalu 

dihadiri oleh seorang guru atao lebih agar dapat diambil tindakan~ 

jika dipandang perlu. 

Para pemimpin asrama diharapkan untuk selalu mericamkan bahwa 

mereka sedapat mungkin terhadap murid-murid asrama bersikap sebagai 

pengganti orang tua mereka. Pemimpin asrama seyogianya mengetahui 

peri-laku para remaja juga di luar asrama. Jika ternyata 

bahwa murid- murid terlalu aktif ·mengambil bagian dalam pergerakan, 

hendaknya secara langsuiig diadakat\hubungan dengan orang ttia mereka 

atau wali dan ditunjukkan kepada mereka akibat yang dapat merugikan 
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anak didlk. Tetapi janganlah ditanggapi terlalu serius perbuatan 

berlebihan para remaja yang wajar. dalam hubuugan dengan usia mere­

ka. Cara mengP-tasi harus melalui percakapan dari hati ke hati dan 

percaya-mempercayai. 

Dengan sendirinya juga jelas bahwa murid yang mengacau tidak 

dapat dibiarkan. Demi kian juga bacaan yang isinya merusak tidak 

dibolehkan beredar. (Yang termasu~ ke dalam bacaan yang dtmaksud­

kan. a .1. maj alah 11Indones ia Mud a") ~ · 

Sekalipun diharapkan dengan sangat supaya seialu waspada se-
' 

yogianya jangan terla lu banyak ikut campur sehingga akan sangat 

mudah menimbulkan p1:;rlawanan. Tetapi sekali-kall tidak boleh dlar­

tikan bahwa kita bersikap acuh tidak acuh t erhadap apa yang dipl-

kirkan dan dir~sakan para · murtd. Btmblngan bijaksana daiam 

masa pembentukan ~v'ltak bagi para remaja sekolah ini dapat menghin­

darkan malapetaka yang tidak dapa t diperba iki lagi. Bimbingan ini 

diharapkan hanya dari para pendidik yang harus pandai merebut ke­

percayaan murid-·murid yang dapat diperoleh dengan menunjukkan per-

hatian hanga t da n ikut merasaka n dengan penuh pengertian ber-

sama dengan mereka scrta membuka diri bagi banyak persoalan yang 

sulit yang pada masa inf dipikirkan dan dirasakan o·leh para rema­

ja. 

Demikianlah pokok~·pokok isi sur at edaran tersebut. 

PENGA,.JASAN (SUPERVISI) PEMERINTAH 
.--:z=.=-z: . 

TERHADAP SEKOLAH SHASTA TIDAK BERBANTUAN (BERSUBSIDI) 

99. Dari Direktur Pendidikan dan Agama (J. Hardeman) dalam surat tang­

gal 23 April 1929 kepada Gubernur Jenderal (De Graeff) 

Dikemukakan bahwa pada waktu ia mulai memangku jabatannya ti­

dak ada penyelesaian masa lah mengenai kemungkinan pembatasan sekolah 

liar, yang pengajarannya tidak bermutu dan bersifat secara langsung 

berbahaya di bidang politik. Setelah mengadakan penelitian dengan 
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angket, ia mengutarakan pendapatnya mengenai masalah tersebut £eJa­

gai berikut. 

Secara prinsipiil ia lebih suka .untuk merietapkan syarat-syarat 

yang dituntu-t sebagai wewenang yang diperlukan untuk juga mengajar 

di sekolah . lain datipada di sekolah Eropa. Hal ini teristimewa 

dikenakan kepadasekolah d:(.mana diajarkan bahasa ' Belanda, karena 

justru di sini dikhawatirkan ada bahaya besar yang disebabkan oleh 

penghargaan tinggi kepada pengajaran bahasa Beland~ di k.a­

langan luas masyarakat Bumiputera. Tetapi masalahnya di .. !'lamping se-

. gi prinsipiil mempunyai segi praktis . yang tidak selaras dengan tun­

tutan syarat kewenangan. 

Yang perlu ditonjolkan ialah bahwa masalahnya di sini bukan 

· lag~ .mengenai pengamanan masyarakat terhadap pendidikan yang berbaha-

:'- ya di biqang politik. Penetapan syarat kewenangan yang ,dituntut cl.ari 

guru sekolah swasta tidak bersubsidi harus bertujuan untuk melin­

dungi orang ya~g membutuhkan pendidikan, tetapi tidak tertampung di 

sekolah yang diurus pemetintah, terhadap pendidikan yang mutunya ren­

dah. Sudah barang tentu terdapat alasan lcuat yang adil di sini untuk 

membatasi pemberian pendidikan bagi orang-orang bukan Eropa. Tetapi 

J. Hardeman menganggap kurang bijaksana untuk mengeluarkan larangan 

mengajar. Ia memberikan penjelasan sebagai berikut: 

a. Penetapan tuntutan syarat wewenang akan merupakan rintangan be­

sar bagi prakarsa bebas dari swasta dan dilihat dari sudut po­

litik harus juga dianggap sangat tidak bijaksana terhadap orga­

nisasi nasionalistis di bidang pendidikan dan organisasi seko­

lah lain dengan maksud baik seperti pergerakan perguruan 
' 

Taman Siswa yang dipimpin oleh Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar 

Dewantara) ~ dengan tujuan menyelenggarakari pendidikan ber-

,J ~wa, n~sional tanpa:: merongrong kekuasaan pemerintah , tetapi ti­

dak sependapat dengan sistim pendidikan dari pemerintah , d&u 
. -

karena itu !"ecara prinsipiil tidak mau meminta subsidi , agar 

supaya dengan bebas dapat mengejar cita~cita pendidikanr.ya me·· 

nurut konsep~i sendiri. 

. : ~· .f 
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b. Meskipun pengajarari di berbagai sekolah liar dalam pandangan 

pemeriptab sangat rendah· mutunya dan sering kali ~eminta pe-

. ngorbanan keuangan yang besar dari para orang · tua~ dari jum­

lah murid yang relatif besar ternyata dihargai oleh para 

orang tuamurid. Dalam hubungan dengan kebutuhan pendidikan 

yang biasanya subyektif berupa pengetahuan bahasa Belanda 

tidak dapat dipuaskan sepenuhnya .oleh sekolah ·negeri atau se­

kolah swasta ber.subsidi . maka setiap hambatari yang seharus­

nya tidak diadakan. oleh pemerintah. menimbulkap kebenciandan 

oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pergerak-

. an rakyat Bumiputer a akan dipergunakan untuk menyebarkan be­

.. nih rasa tidak senang , 

c. Dengan menentukan syarat kewenangan yang tidak mengakibatkan 

penutupan semua s ekolah liar, maka menjadi keharusan untuk 

. m~ngakui ijazah (diploma) yang sebenarnya tidak merupakan ja­

minan cukup untuk memberi pendidikan yang baik. Ada ba­

haya yang dapat ditimbulkan bahwa diploma tersebut nilainya 

untl.lk wewenang mengajar akan dihargai oleh umum lebih tinggi 

. daripada nilai intrinsiknya . Hal ini akan disalah- gunakan 

oleh ynng berkepent i ngan untuk membuat pendidikan tidak 

bermutu menjadi laku. Penetapan syarat kewenangan tersebut 

akan merampas mata pencaharian dari banyek orang yang bekerja 

sebagai guru di sekolah liar walaupun pek~~rjaan itu bagi se­

bagian besar tidak memberi banya k penghasilan. Kebanyakan 

guru ini . meskipun tiqa k . ben.rewenanr, atau tidak cukup berwe­

wenang, .berusaha dengan ~ksud baik untuk memberikan kepada 

murid-muridnya pengetahuan yang di~ilikinya. 

Dengan pertimbangan t ersebut di atas~ J , Hardeman menasehatkan 

untu.k sementara tidak membuat peraturan pembatasan kebebasan sekolah 

liar dan lebih baik mengambil sikap menurtggu dan memperhatikan per­

kgmbang4n leb~h lanjut. 
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100. Saran dari Dewan Hindia Be1anda, tanggal 4 Oktober 1929 

Dewan H;india Belanda (Raad van Nederlands-IndH!) dalam saran­

nya tanggal 4 Oktober 1929 nomor XXII~ menimbang mutlak per1u un­

tuk mengadakan tindakan pembatasan guna melindungi perorangan dan 

masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu rendah. Menurut per­

timbangannya saran J. Hardeman sebagai Direktur Pendidikan dan A­

gama tersebut di atas tidak tepat. Pendapat J. Hardeman, bahwa 

tuntutan syara t kewenangan dari guru sekolah swasta tidak bersub­

sidi hanya bertujuan untuk melindungi orang yang membutuhkan pen­

didikan tetapi tidak tertampung di .sekolah yang diurl,Js pemerintah. 

Terhadap pendidikan yang rendah mutunya tidak dapat diterima be­

gitu saja~ karena diragukan apaka? cukup diperhatikan gangguan 

sosial yang tidak dapat diperhituagkan yang ditimbulkan oleh pen­

didikan buruk, teristimewa sekali oleh pendidikan Barat, da­

lam pergaulan hidup kolonial. Perhatian Dewan di sini tidak ditu­

jukan kepada kegiatan organisasi sekolah yang nasionalistis dan 

yang lain, dimana menurut J. Hardeman keharusan bagi pengajarnya 

untuk memenuhi syarat-syarat kemampuan tertentu dipandang dari su­

dut politik merupakan hambatan yang tidak dapat dianjurkan. Menu­

rut Dewan dapat diduga bahwa para pemimpin organisasi tersebut 

akan makin beranggapan . bahwa sebagai syarat untuk mensukseskan 

usaha mereka . sendiri, mereka harus menyediakan pengajar-pengajar 

yang cakap bagi sekolah mereka. Dan mereka itu tidak perlu merasa 

dirugikan dengan diadakannya syarat-syarat yang diatur secara legal 

asal penerapannya diusahakan dengan peraturan yang luwes. 

Menurut Dewan, bahaya besar tersembunyi dalam sekolah 

yang oleh sembarang orang dijadikan sumber penghasilan. Oleh Dewan 

dikutip saran yang disampaikan oleh G. van der Veen sebagai anggota 

dengan pelimpahan wewenang (gedelegeerd lid) Dewan Pendidikan dalam 

nota tanggal 10 April 1924 nomor 1148. Sekolah-sekolah terse­

but dalam nota itu , dianggap sebagai "perdagangan belaka" dan didi­

rikan oleh kaum muda yang biasanya telah gagal dalam studi di Kweek 

school, OSVIA. MULO , STOVIA, dsb., kemudian mereka itu mencari 
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sumber penghidupan de~gan mengajar. Dengan cara lihai dibuat 

reklame untuk sekolah yang didirikan. Sekolah seperti ini merupa­

kan ancaman bahaya yang tidak boleh diremehkan bagi perkembangan 

kemajuan rakyat. Oleh Dewan dikemukakan bahwa dalam nota J. Har­

deman, 23 April 1929 dilaporkan bahwa jumlah sekolah liar telah na­

ik hingga 573, diantaranya dengan program pelajaran dalam bahasa 

Belanda. Sejak dibentuk organisasi pendidikan rendah Barat (dan 

MULO) baru lewat kira-kira 15 tahun dan Dewan melihat dengan khawa-

tir dalam perkembangannya, bahwa dalam waktu singkat apabila 

puluhan ribu orang Bumiputera terdidik secara Barat dengan 

sia-sia mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya dan de­

ngan bebas menjadi guru, sehingga dengan dem~kian memperoleh mata 

pencaharian, yang akan mengakibatkan kerugian . belaka tidak hanya 

kepada para murid , tetapi juga kepada seluruh masyarakat. Pemerin­

tah tidak boleh berdiam diri bahwa sebagian besar dari generasi 

yang sedang tumbuh dalam jumlah yang makin besar dirusak pendidik-

annya dan dijadikan komponen berbahaya dari masyarakat oleh 

guru-guru yang sama sekali tidak berwewenang, karena mereka ini 

terpaksa terjun di bidang pendidikan oleh sebab tidak mampu memper­

oleh mata pencaharian lain. 

Dewan tidak dapat menyetujui pandangan J. Hardeman bahwa pe­

merintah harus bersikap menunggu dan untuk sementara memperhatikan 

kelanjutan perkembangan sekolah liar. Menurut Dewan, sekolah se­

perti ini akan bertambah banyak dan akan berkembang menjadi terus 

makin buruk. 1-Iaka, De~1an memberikan saran agar melindungi kepen-
, ' ' 

ti~an perorangan dan rnasyarakat terhadap pendid_ikan yang bermutu 

rendah. dianggap mutlak perlu untuk mengadakan pembatasan terhadap 

kebebasan mengajar di sekolah liar. Dengan sistim penentuan per­

syaratan untuk wewenang mengajar dapat diharapkan memperbaiki mutu 
I 

pendidikan. Tujuan utama dari peraturan legal ialah untuk memba-

tasi pendidikan yang kurang bermutu. ~kan banyak dapat dica­

pai jika tidak setiap orang pandai dan pandir dibolehkan 

menjadi guru. Peraturan tersebut jika disusun secara luwes seja-

uh diperlukan, akan dapat disetujui oleh orang-orang yang 
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! berkemauan baik 9 juga di da1am Dewan Rakyat. 01eh Dewan dinasehat-

kan untuk ,rnemper:si1ahkan Pejabat Direktur Pendidikan dan Agama meng­

garap rnasa1ah tersebut, tetapi ter1ebih dahu1u persoa1an yang me­

nyangkut pendidikan Barat 9 seyogianya dipertirnbangkan dengaru Kornisi 

Pendidikan Bumiputera-Be1anda (Ho11andsch In1andsch Onderwijs Com-

missie). J. 

~AHASA MELAXU DI HIS 

(HOL~S INLANDSE SCHOOL) 

101. Pj. Direktur Pendidikan dan Agarna (B.O.J. Schrieke) kepada Gubernur 

Jendera1 (De Graeff), 14 September 1929 

Di HIS bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Sejak didi­

rikaanya bahasa daerah diajarkan dan juga bahasa Me1ayu. Ke1uhan 

timbul di daerah-daerah yang penduduk aslinya tidak berbahasa Mela­

yu (bukan suku Melayu) karena rnurid-murid ter1a1u banyak dibebani 

pelajaran bahasa. Bagi rnurid-'·murid ke1as rendah beban itu ter1a1u 

berat. Dengan adanya ke1uhan itu rnaka da1arn tahun 1920 dimintakan 

pertirnbangan kepada Dewan Hindia--:-Be1anda kebijaksanaan apa yang per­

lu d'iarnbil terhadap pengajaran bahasa Me1ayu. Da1am tahun 1921 na­

sehat diberikan dan ternyata mayoritas anggota Dewan berpendapat 

bahwa . bahas.:l Me1ayu yang bukan bahasa daerah bagi murid ditiadakan 

sebagai mata pelajaran. Meskipun mereka .mengakui ni1ai sosia1·-eko­

nomis bahasa Melayu sehingga dibutuhkan da1am pergau1an utnurn 9 mere­

ka peranggapan bahwa pengetahuan tentang bahasa itu dapat dipero1eh 

dengan cukup di 1uar sekolah. 

Direktur Pendidik.an dan Agama 9 J. Hardeman 9 da1am surat kepada 

Gubernur Jenderal De Graeff tangga1 8 Oktober 1927 nomor B.S0/2/23 

minta petimbangan untuk mengadakan percobaan bahasa Melayu sebagai 

rnata pelajaran fakultatif di HIS dan menetapkan jam pelajaran di 

ernpat kelas tertinggi setiap minggu : 2, 2 . 1 dan 1 serta pengajar­

an diberi.kan da1am waktu seko1ah biasa. Murid-murid yang tidak. 
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mengikuti pelajaran baha~. 1 elayu akan diberi latihan pekerjaan ta­

ngan, senam, menulis ir' Ah, dan lain-lain, sedangkan jam yang men­

jadi kosong akan dig~~n untuk pelajaran. bahasa Belanda. Selain 

itu pengajaran bahasa Melayu akan disesuaikan dengan kegunaan yang 

lebih praktis. 

Dewan Hindia-Belanda memberikan saran, bahwa sebelum mengambil 

keputusan untuk mengadakan percobaan tersebut, supaya lebih dahulu 

mengenai masalah tersebut diadakan angket di antara para Bupati di 

Jawa dan Madura, dan khusus dimintakan pendapat mengenai kegunaan 
.. 

sosial pengajaran bahasa Melayu. Juga akan dimintakan pendapat pa-

ra kepala pemerintahan daerah, seperti Gubernur dan Residen. .. 

Setelah Gubernur Jenderal menyetujui saran Dewan .Hindia-Belan­

da itu (B.G.S. 5 Desember 1927 nomor 2444/A2) 9 demikian Pj. Direk­

tur Pendidikan dan Agama 9 B.O.J. Schrieke dalam surat kepada Guber­

nur Jenderal De Graeff tanggal 14 September 1929 nomor B.S0/4/16, 

dikirimkan daftar pertanyaan kepada .Gubernur Jawa Barat, para Resi­

den di Jawa Tengah dan Jawa Timur (di luar daerah-daerah swapraja 

Solo dan Yogya), Gubernur .Sulawesi dan daerah bawahannya dan Residen 

Tapanuli, diminta supaya daftar isian jawaban untuk Jawa dan Madura 

diisi oleh para Bupati, sedangkan untuk Sulawesi dan Tapanuli diisi 

oleh para Kepala Distrik) pembantu pemerintahan di daerah dan Kepala 

(tokoh) masyarakat. Selain itu dikirimkan daftar pertanyaan kepada 

14 orang Bumiputera terkemuka dalam pergerakan nasional dan pengurus 

perktimpulan-perkumpulan. Kepada Balai Pustaka diminta bantuan untuk 

mempublikasikan daftar angket dalam pers Indonesia. 

Jawaban yang terkumpul diikhtisarkan sebagai berikut. Dar! pa­

ra Bupati ada 32 orang menganggap bahasa Melayu di HIS perlu diper­

tahankan (Jawa Barat 4, Jawa Tengah 9, dan Jawa Timur 19); 25 orang 

menghendaki bahasa Melayu masih diharapkan (Jawa Barat 8, Jawa Tengah 

8, dan Jawa Timur 9) ~ 13 orang menimbang bahasa Melayu tidak perlu 

dipertahankan (Jawa Barat 3, Jawa ±engah 5, dan Jawa Timur 5); 

4 orang tidak ~menghendaki bahasa Melayu (Jawa Barat). 

Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Tengah menyetujui pengha­

pusan pelajaran bahasa Melayu, sedangkan Gubernur Jawa Timur 
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menyetujui untuk terus diadakan. - . . Gubernur Sulawesi dan Residen Ta-

panuli dengan pembantunya dalam pe~erintahan Eropa dan Bumiputera 

menyatakan pendapat untuk mempertahankan p~rigajaran bahasa Melayu. 

Orang da l am pergerakan nasional dan pengurus perkumpulan-per-

kumpulan yang dikirimi daf t ar pertanyaan ialah ~ 

1. Dr. R. T .Radjiman Wedi.odiningrat, di Solo 

2. Ki Haj ar Dewantoro, di Yogyakarta 

3. Dr. R . Sutomo ~ di Surabaya (dosen NIAS) 

4. R.M. Sosrokartono , di Bandung (Direktur MULa Taman-Siswa) 

5. M. Sutedjo , guru HIS II di Semarang 

6. M. Dwid j owarsito, Kepala ' HIS dengan Qur'an di Solo 

7. Maliku Suparto ~ id·em di Solo 

8. M. Sugeng , Kepala Sekolah Adhi Darmo 
t 

9. M. Suriodiputro ~ Pemimpin Taman~Siswa di Semarang 

10. M. Suriadiradja, guru Institut Bahasa-Bahasa Daerah dan Ilmu 

Bumi dan Bangsa-Bangsa (Institut t<ats) , di Jakarta. 

11. A.W. Karyoso, di Solo 

12. P .G.H.B. (Persatuan Guru_ Hindia-Belanda), di Solo 

13. H.K.S. -·Bond , di Jakarta 

14. Kweekschool~Bond , di Yogyakarta 

Dari nomor 4 ~ 7~ 8 dan 9 tidak diterima jawaban. Nomor · 2 me­

nyampaikan jawabannya dengan perantaraan Penasehat Urusan Bumipute­

ra. Hanya nomor 2 dan nomor 10 menyatakan supaya bahasa Melayu te­

tap diajarkan di HIS. 

Oleh ptmpi nan Balai Pustaka dikirimkan ikhtisar 40 artikel da­

ri pers Indonesia . Dari pengarangnya , 25 orang mempertahankan mata 

pelajaran bahasa ffelayu, 11 orang menentang , sedangkan 4 orang me­

rtunjukkan jalan tengah. 

Jika dibua t neraca dari data yang terkumpul melalui angket itu 

didapat gambaran , yang barangkali hanya mempertajam perbedaan pen­

dapat. Mayori tas dari para Bupati mempertahankan pelajaran bahasa 

Melayu dengan kecenderungan antara w~jib dan fakultatif, mengurangi 

jam pelajaran a tau lebih disesuaikan dengan kebutuhan dalam praktek. 
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Dua orang Gubernur menyokong penghapusan, sedangkan seorang mGmper­

tahankan. Dari perorangan dal~m pergerakan nasionaldan pengurus 

perkumpulan sebagian besar menyatakan untuk ,menghapuskan, s~dang­

kan pendapat pe.rs nasional menolak penghapusan. Bahasa Melayu pada 

waktu it~ sedang berkembang menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan. 

Men~rut Schrieke tidak dapat diambil kesimpulan dengan begitu 

saja ~ebagai keputusan berdasarkan mayoritas suara, karen.a nilai 

~obot suara berbeda-beda. Misalnya seorang Bupati (dari Ban~;kalan· · 

Madura) mengisi daftar angket dua kali, yakni dalam bulan Juli 1928 

dan Pebr~ari 1929. Menurut jawaban pertama, ia mengangr,ap t ·i­

dak ada gunanya mempertahankan mata pelajaran bahasa Melayu, sedang­

kan menurut jawaban kedua ia menyata:kan bahlva seyogianya di­

ajarkan bahasa Melayu, tetapi hanya di dua kelas tertinggi • . Ata·u 

yang lain kurang mengerti pertanyaan atau secara ceroboh memberikan 

jawaban dengan menuliskan "ya", sedangkan maksudnya "tidak". De­

ngan ~emperhatikan , lebih jauh dan mengadakan analisa lebih kritis 

pendapat-pendapat yang dinyatakan oleh para responden, dapat diaca­

kan penggolongan pendapat ke dalam tiga kategori, yaitu (1) dari 

para Bupati,_ (2) kaum nasionalis, dan (3) para guru. 

(1) Para Bupati 

Kebanyakan para Bupati melihat dari sudut keperluan peme-

rintahan menyarankan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib, 

dengan tegas menyatakan supaya diadakan penyederhanaan dalam peng­

ajaran .bahasa Melayu dan menghendaki peningkatan pengajaran bahasa 

Belanda.. Hanya .ada dua orang Bupati menggunakan bahasa Melayu 

dalam memberikan jawaban. Penghargaan kepada bahasa daerah (sendi­

ri) ternyata lebih kurang daripada kepada bahasa Belanda. Yang 

menghendaki penghapusan bahasa Melayu d<;1ri program pelajaran di liiS 

hanya ada .beberapa , orang, yang menginginkan supaya jam-jam yang 

menjadi ko~ong dig~nakan untuk mata pelajaran bahasa daerah. Bahkan 

salah seorang menolak penghapusan mengusulkan untuk meniadakan 

mata pelajaran bahasa daerah. Pendidikan yang dialami oleh para Bu­

pati ada pengaruhnya kepada pemberian jawaban. Para Bupati dengan 
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pendi4i~p -dari seko,l.ah model ,lama pada umum~ya_ cenderung untuk 

memp~rtahankan bahasa Melayu sebagai mata .pelajaran waj ib. Mereka 

ya~g ~~rpendidikan lebih modern menyetujui penghapusan dan melihat · 

tidak ada kesul<aran untuk belajar sendiri bahasa Melayu. Pada 

umumnya para Bupati berpendapat, bahwa pengajara:n bahasa Melayu 

Rieu cc:ngat kurang diarahkan kepada kebutuhan dalam praktek kehi­

dupan s~par~-hari. . K.a:rena itu, mereka yang melihat tidak ada kegu­

naannya dalato praktek, mempunyai alas·an untuk ~enghapuskannya. Yang 

lain menganjurkan penyederhanaan. Menurut pengalaman Komisi HIS~ 

untuk pengangkatan juru tulis pembantu di J;llana..:.mana dijatuhkan pi­

lihan kepada tamatan HIS, kendatipun pengetahuari bahasa Melayu me-

reka kurang. Meskipun surat. tanda tamat belajar sekolah kelas dua 

memenuhi syarat untuk pengangkatan, :Jereka sekalipun lebih mahir -< 

-rGnc;:;•.;: .:::. -::.c 1 bahasa Melayu tidak diterima lagi. 

(2) Kaum Nasionalis 

))alaul· ~ahun 1921 oleh Ba1ai Pustaka_ telah dikumpulkan pendapat 

pers Indonesia mengenai pengajaran bahasa Melayu di HIS. Begitu 

pula pada tahun 1928 telah dikumpulkan 1agi pendapat pers mengenai 

hal yang sama. Jika diadakan perbandingan, maka segera diketahui 

perbedaannya yang .prins:f,piil. Dalam -tahun 1921 dikeluarkan suara 

menen~ang berdasarkan pertimbangan sosial-ekon~mis, tetapi da1am·· 

tahtm 1928 suara itu dipenuhi dengan tuntutan politik. Bukankah 
' • I 

sejal'. tahun 1928 itu bahasa Melayu sedang menjadi "Bahasa Indone­

sia". Mayorit·as pers nasional di Bandutig~ dimana PNI di b{lwah pim­

plnan Ir. Soekarno mempunyai pengaruh sangat besar kepada pers In­

donesia, menyerukan bahwa persatuan nasional akandibahayakan, jika 

rr.a·::a pelajc;.:ran bahasa Melayu dihapuskan. Lebih baik yang dihapus­

kan pengajaran bahasa daerah. Menurut Ir. Soekarno, perbedaan ba­

hasa tidak akan menghalangi persatuan Indonesia, tetapi makin dise­

bar-luaskannya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia akan lebih 

mempercepat pencapaian kemerdekaan. Orang yang tidak pandai berba­

hasa :H2layu tidak dapat men,angkap pidato·-pidato para pemimpin rak­

~rat atau mengikuti berita- berita dalam koran nasional, dan ia 
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sendiri tidak dapat berbicara di muka umum. Penghargaan kepada ba­

hasa Melayu dijadikan lambang persatuan Indonesia. 

Berbeda dengan kelompok nasionalis dari Bandung yang pengaruh­

nya terbesar kepada pers Indonesia, ialah kelompok dari Solo 

(Dr. Radjiman)~ yang mempunyai ikntan erat dengan kelompok Semarang 

(Sutedjo dkk.). Dr. Radjiman dengan kecintaannya kepada ·kebudayaan 

Jawa dan Sutedjo menyarankan penghapusan mata pelajaran bahasa Me­

layu di HIS. Sutedjo mempunyai alasan pedagogis dan · disetujui 

oleh Persatuan Guru Hindia-Belanda (PGHB). Dalam artikel majalah 

Persatuan Guru Desember 1928 diusulkannya untuk meningkatkan mutu · 
. ;: ; . ; . 

pendidikan di HIS ~ supaya hany~ . diadakan kursus bahasa Jawa dan Me-

layu pada waktu petang untuk murid-murid kelas· enam dan tujuh saja. 

Pengetahuan bahasa Belanda harus diperdalam supaya kelas persiapan 

di MULO dapat ditiadakan. Kelompok S,urabaya .dalam "Soeloeh Rajat 

Indonesia" 27 Juni 1928 nomor .26 m.enghargai kegunaan bahasa Melayu 
I . , . • , , ; I 

dan berpendapat tidak ada keharusan me~g~ilangkan . mata pelajaran 

bahasa Melayu di HIS, tetapi pengajaran bahasa Belanda harus ditam­

bah. Dr. Sutomo sependapat dengan Sutedjo yang mengutamakan ke­

pentingan murid HIS untuk melanjutkan belajar . , Ia menginginkan !lem­

batasan pengajaran bahasa Melayu sampai di sekolah desa dan sekolah 

kelas dua saja (kemudia,n d?-aJ~rkan di MULO). Supaya orang Bumipu-

tera mencapai derajat 

an · harus d i tiadakan. 

sama . dengan orang Eropa, segala ri.ritang­

Jika perlu untuk mencapai tujuan itu baha-

sa dan kebudayaan daerah boleh dikorbankan. Jam untuk mata pelajar-· 

an bahasa Melayu harus disediakan untuk pengajaran bahasa Belanda, 

sehingga tamatan HIS mendapat p~rsamaan hak dan tidak ketinggalan 

dengan tamatan sekolah rendah Eropa. 

(3) Para Guru Bumieutera 

Kelompok pendapat ketiga ialah dari para guru Bumiputera. Me­

nurut Schrieke, pada waktu ia masih bekerja di Biro Urusan Bumipu·· 

tera (1917- 9 23) dalam kongres-kongres PGHB yang dengan tera'tu'r di­

hadirinya, setiap tahun dibicarakan pengaj aran bahasa daerah dan 

Melayu, dan p~da waktu itu makin san~er diperdengarkan suata menen­

tang. Dalam tahun 1921 dan 1922 Kweekschool·-Bond telah menyatakan 
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secara positif untuk menghapuskan mata pelajaran bahasa Melayu di 

HIS dan memanfaatkan jam pelajaran yang menjadi bebas untuk bahasa 

Belanda. Dalam tahun 1926 juga PGHB (yang kemudian bernama PGI = 
.Persatuan Guru Indonesia) melalui referendum diantara para anggota­

nya memutuskan seperti itu. Dengan keputusan yang secara for­

mil dirumuskan sebagai keputusan Kongres PGHB 9 Budi Utomo juga da-
·.tr· · .. , 

lam.Kongresnya dalam tahun 1926 menyatakan dukungannya. Dalam 

kongr.es Paguyuban Pasundan (31 Maret - 1 April 1929) dan dalam ra­

pat Sekar Rukun pada tanggal 7 Oktober 1928 di Jakarta suara-suara 

_berbeda sedemikian rupa, sehingga pengurusnya mengajukan kepada pe­

merintah untuk mempertimbangkan membentuk suatu panitia penelitian. 
-,; : ' . 

Keputusan PGHB bobot nilainya menjadi lebih besar, karen~ . per-

, himpunan guru yang mula-mula bersifattumu~ itu dalam perkembangan­

nya menjadi federasi perkumpulan khusus dari guru-guru Indonesia 

sejak tahun 1926 9 yaitu guru-guru d~ngan pendidikan yang berbeda-. . .. .. ·· . 

beda sebagai anggota~ misalnya: • dari PCB (Per:;atuan Guru Bantu)~ . 

HKS-Bond, Kweekschool-Bond~ Perserikatan Normaalschool, dll. 

PGHB melayani .kepentingan umum para: anggotanya. Majalah federasinya 

yaitu "Persat~an Guru"~ membela dengan gigih penghapusan mata pela­

jaran: bahasa. ;Melayu di HIS. Dengan sendirinya pengurus tiap perkum-
' pulan guru masing-:-masing menganut pendirian itu dalam mengisi jawab-

. ' . 
an untuk per.tanyaan dalam 

men ~endidikan dan . Agama. 

daftar angket yang aiedarkan ole!'t Departe-

Pendapat di atas itu bukan dari semua gufu secara pribadi, te-

tapi sebagai kelompok dalam organisasi mereka mempunyai satu penda-

pat. Kendatipun· pada waktu itu sedang menyala semangat nasionalisme 

Indonesi.;1, mereka sependapat untuk menghilangkan mata pelajaran 

bahasa Melayu di HIS. Pendapat umum gurti·-guru Indonesia itu tidak 

boleh dianggap sebagai keputusan PGHB secara tergesa-gesa dan tanpa 

dilandasi pertimbangan matang jika diingat sejarah perkernbang-

annya yang bertahun-tahun. 

t-1enurut Schrieke, setelah diketa~ui suara-·suara yang pro dan 
' kontra , maka pemerintah harus mengambil keputusan untuk menghilangkan 
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ketidak-pastian yang mengambang dalam masyarakat Bumiputera menge­

nai dunia pendidikan. Tetapi lebih dahulu dikemukakan beberapa 

argumen yang bersifat lugas, terutama yang berasal dari pengalaman 

Komisi HIS. Dal&m .menilai pendapat mengenai keharusan atau sebaik­

nya dipertahankannya pengajaran bahasa Melayu di HIS harus diperha­

tikan adanya perbedaan pendapat mengenai pengajaran di HIS sebagai 

pengajaran terakhir atau untuk meneruskan belajar di sekolah yang 

lebih tinggi. Kebanyakan para Bupati melihatnya dari sudut syarat­

syarat yang harus dipenuhi oleh para tamatan HIS untuk mencari ka­

rier dalam pemerintahan. PGHB dan kelompok Sutomo memandangnya 

dalam hubungan dengan kep~ntingan murid untuk melanjutkan belajar • 

. Pada mulanya pemerintah kolonial Hindia-Belanda mengadakan HIS 

dengan tujuan menciptakan suatu tipe _ tenaga kerja, sehingga mula­

mula pendidikan di HIS dianggap sebagai jenjang pendidikan terakhir. 

Tetapi dalam perkembangan kemudian HIS menjadi landasan untuk mene­

ruskan sekolah. Dalam tahun 1)21 di Jawa ada 12 MULO negeri dan 

3 MULO swasta bersubsidi, yang pada waktu itu sebagian belum ber­

produksi penuh. Sejak tahun 1929 ada 25 t-IDLO negeri dan 23 MULO 

swasta bersubsidi. Di samping itu ada sejumlah MULO swasta belum 

bersubsidi. Dalam tahun 1920 dan 1921 di Jawa yang lulus ujian 

akhir MULO hanya 41 dan 65 anak Bumiputera, tetapi dari 1922 sampai 

1927 jum1ah itu naik berturut-turut menjadi 98, 194, 225, 288, 333, 

431, dan 484. 

HIS berasa1 dari Seko1ah Ke1as Satu yang jumlahnya di Jawa pa­

da tahun 1914 ada 82 buah dan da1am tahun itu diubah menjadi HIS. 

Dalam periode 1914-1921 jumlahnya bertambah dengan 10 buah dan sam­

pai. 1 Juli 1929 naik dengan 17 buah. Di Jawa sejak 1 Januari 1921 

ada32 buah HIS swasta bersubsidi dan sejak 1 Juli 1929 ada 75 buah. 

Se1ain itu pada 1 Juli 1929 ada 25 buah seko1ah pera1ihan 

(schakelschool) negeri dan 12 buah "Schake1school" swasta bersubsi­

di, dan untuk pertama kali menghasilkan tamatannya dalam tahun 1926. 

Dengan mengecualikan kursus-kursus bahasa Belanda~ seko1ah-sekolah 

khusus dan HIS swasta tidak bersubsidi di Jawa dari 1921 sampai 1929 
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terjadi tamaahan dengan 17 HIS negeri + 43 HIS qe~_subsidi + 
' · . 

25 "SchakelsC'.JlOo1" negeri + 12 "Schkke1schoo1" bersubsidi = 97 se-

, kolah rendah 1;>erbahasa :Ce1anda negeri dan bersubsidt. · Da1am tahun 
1" . 

,._ 1921 ada 93 R;r:S negeri + 32 HIS bersubsidi = 125 HIS ~ negeri dan 

bers,.:bs1di, seh :'.·~r;ga satnpai tahun ~929 perkemba~gan~Y\a menjadi 

125+97 = 222 :sekolah rendah berbt.h~sa Be1anda atau terjadi perkem­

bangan k h :a-kira dua k:1li lipat. Sebanding dengan perkemb.\lhgan ini 
I 

terjadi ker.ai~um j:.1Iilla h t<:nna tennya ,' : y:a:1g sejak; tahun 1921 otomatis 

disamakan <;Je-.!.8dn ; ::· .-~::: n :; ~_;;.;t cr.arec.' 1 d· ~ga\<rai :: ~:~ "lc1 Qh ). • . Jika jum1ah ta­

matan )_t·.! J alc.m w::sa --1915·- 1919 rat~-ra-::a 1000 setiap tahun, da1am 
. ;.· .. -, 

masa InO~l92f.f r;uJ ah menjadi rata~rata 2000 setiap ., t~hun, sedangkan 
.1 .. 

, da1am -tahnn 1925, 1926 dan 1927 berturut-turut menjad:f, 3046, 3265, 

dan 32~5. (Untuk semua tipe seko1al} rendah Barat neg~ri dan swasta 
. . j ·. 

termasu,~ sekolah rendah Ero::_:>a (ELS) berturut-turut 37~1~ 3831, dan 

. 3351 tam:ltan murid lhmiputera, dalam masa 1920-1927 bertambah de­

ngan 25000 tar::atan dibandingkan dengan 11000 dalam ma~a 1900-1919). 

Kenaikan untuk tahun 1928 di Jawa 2970 dan di 1uar Jawa 1017, se-., . 
. hingga jumlah kenaikan seluruhnya untuk tahun 1928 ada 3987 atau 

hampir 4000 ~ . sedanekan jumlah tamatan seluruhnya· .kira-:kira 7000. .. :· 

Dalam perkembar:.gan tersebut perlu juga diperhitungkan hal-hal se-
· :: 

basai berikut eli hawah :-'.ni: 

1) nar:l. 37 Sekolah Pera llha:1 (Schakelschool) yang ada / baru bebera­

pa yang" sudah Lerproduksi~ yaitu sebanyak 84 orang tamatan dalam 

tahn:1 1923 . 
I. I : ~ 

2) Mem•.:::-ct lcporan Komisi Pendidikan Bumiputera-Belanda~ ditemukan 
I .. t., 

kira-l(;ir a 60~~ dari mti:r id HIS t j_dak · sampai tamat 9 tetap,>i mereka 

itu dala:n wn!~tu pendek atBu panjang telah mendapat- pengajaran 

bahasa Belar:.da. 
I . 

3) 01eh · kursus-ku;:-~: us bahasa. Belanda (dari "Algemeen Nederlandsch 
I• 

Verbond ' ') , pelajara:1. privat dan sekolah swasta tidak bersubsidi 

juga dic ebarkan penge tah•tau bahasa B~landa. 
1 
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4) Dari pene1itian dalam tahun 1927 ternyata bahwa kira-kira 66% 

dari populasi HIS tidak beras~l dari kalangan masyarakat yang 

semula dimaksudkan disediakan HIS untuk kepentingan pendidikan 

mereka. 

Dengan memperhitungkan faktor-faktor di atas akan jelas . bah­

wa dalam waktu yang cepat penyebaran pengetahuan bahasa Be1anda 

meresap jauh ke dalam beberapa lapisan masyarakat Bumiputera . Pro­

duksi secara besar-besaran bagi orang Bumiputera untuk berbahasa 

Belanda dan dalam hubungan dcngan proses Belandanisasi dalam masya­

rakat Eropa di Jawa, mengakibatkan bahwa bahasa Melayu sebagai ba­

hasa penghubung · an tara kelompok Eropa dimgan kelompok In;_~ ones1ci" ma­

kin sangat kurang diperlukan . Juga dalam berbagai cabang perusaha­

an swasta untuk melakukan berbagai macam pekerjaan makin banyAk di-
J ~ ' 

pilih orang Bumiputera yang pandai berbahasa Belanda. Juga orang 

yang tidak sampai tamat HIS dengan demikian tidak sia·-sia, karena 

dalam dinas-dinas swasta penghargaan kepada diploma lebih kurang 

diadakan daripada dalam dinas pemerintahan. 

Di atas telah dikemukakan , bahwa dalam tahun 1928 kenaikah 

tamatan Bumiputera dari semua sekolah rendah Barat berjumlah kira­

kira 4000 dari 7000 t amatan. Menurut perhitungan sementara Komisi, 

kebutuhan setahun akan tenaga kerja dar i tipe "kleinambtenaar" dan 

yang lebih . tingg,i ditetapkan 1000 orang . Terrtyata 9 bahwa hanya 

persentase yang sangat kecil dari seluruh jumlah t amatan dapat di­

tempatkan dalam dinas pemerintahan dalam negeri. Dcilam praktek, 

untuk pengangkatan pegawai rendah yang menuntut syarat surat tanda 

tamat belajar di sekolah kelas dua 9 pada umumnya dipilih tamatan 

HIS . walaupun kurang mahir da lam bahasa Melayu, sehingga untuk ta­

matan sekolah kelas dua praktis tidak ada kemungkinan untuk diang­

kat. Maka dengan demiki an keberatan kebanyakan Bupati (yang menye­

kolahkan anaknya sendiri ke sekolah rendah Eropa) tidak terlalu 

berbobot terhadap penghapusan pengajaran bahasa Melayu di HIS. 

HIS dalam perkembangannya maki,n menj adi l andasan untuk melan-
' jutkan sekolah. Tidak dapat diragukan lagi , bahwa untuk kebanyakan 
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orang tua dalam masyarakat Bumiputera, HIS ialah suatu lembaga pen­

didikan yang memberikan persiapan untuk melanjutkan belajar. Kena­

ikan jum1ah populasi di HIS terutama mempunyai dua sebab, yaitu 

(1) ekonomis, dan (2) psiko1ogis. Faktor ekouc:ni dalam hal ini 

ialah akibat dari pendapatan rata-rata sangat kecil da~i penduduk 

Bumiputera dengan disertai kenaikan jumlah penduduk yang pesat, se­

hingga timbul rangsangan untuk mencari mata pencaharian dalem 1ing­

kungan ekonomi Bar at. Tidak dapat diharapkan, bahvm kenaikan popu­

lasi di HIS akan berkurang, kendatipun produksi tipe tenaga kerja 

yang dihasilkan mengalami penurunan penghargaan dj. p&saran kerja, 

karena mereka harus puas dengan menerima jabatan yang lebih rendah 

dari pada yang disediakan untuk mereka. Faktor ekonorr.i ini mendo­

rong mereka seperti yang dialami oleh kelompok Indo-Eropa, yang pa­

da waktu du1u sudah cukup dengan ijazah tamat sekolah rendah Eropa, 

tetapi setelah itu harus bersaing dengan pihak Bnmiputera, sehingga 

mereka harus berusaha mencapai diploma yang lebih tinggi. Dalam 

hubungan dengan usaha tersebut maka perluasan MULO dapat sejalan 

dengan keinginan mereka. 

Faktor psikologis timbu1 da1am usaha di ka1angan masyarakat 

Bumiputera untuk mencari persamaan dengan orang Eropa. Gejala ini 

mendorong orang Bumiputera untuk memberikan kepada anaknya 

pendidikan yang 1ebih baik dan lebih sempurna. Oleh kedua faktor 

itu terjadi perubahan da1am corak pengajaran di HIS. Jika tersedia 

potensi atau kekuatan finansii1 dan 1ebih-1ebih kepasitas intelek­

tui1, maka diusahakan supaya anak melanjutkan s£ko1ah. Y.~rena itu­

lah Komisi Pendidikan dapat mer~konstatir bahwa corak sekolah ren­

dah Barat untuk orang Bumiputera berbeda seka1i dengan corak seko1ah 

rendah di negeri Be1anda. Di negeri Be1anda han~'a 5% dari tamatan 

seko1ah rendah meneruskan be1ajar. Seko1ah rendah di negeri Be1anda 

ada1ah juga sekolah untuk rakyat. Menurut Komisi Pendidikan, berda­

sarkan angka-angka publil~si 1aporannya yang kedua dapat ditetapkan 

bahwa pindahan t~atan HIS yang meneruskan ke l~ untuk tahun 1915/ 

1919 sebesar 14,4% dan da1am tahun 1927 sebesar 43,9%. Pindahan 
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tamatan murid Bumiputera dari seko1ah rendah Barat pada umumnya me­

neruskan ke MULO dan .seko1ah menengah (umum) berjum1ah 3,1% da1am 

tahun 1910/1914, 21% . da1am tahun 1915/1919 dan 45,1% da1am th.1927. 

Untuk meneruskan ke seko1ah kejuruan da1am tahun 1927 berjum1ah 

8,8%. Jadi se1uruhnya yang meneruskan be1ajar da1am tahun 1927 

berjum1ah 45,1% + 8,8% = 53,9%. 

Pene1itian khusus yang diadakan Departemen Pendidikan dan Aga­

ma da1am medici 1929 di Jawa dan Madura 9 menghasi1kan persentase . 
yang 1ebih tinggi. Dari tamatan HIS di Jawa dan Madura ternyata 

tidak kurang dari 76% meneruskan be1ajar dengan perincian 57% ke 

seko1ah untuk pendidikan formi1 umum dan 19% ke seko1ah kejuruan. 

Angka·-angka ini dapat lebih dipercaya daripada angka-angka Komisi 

Pendidikan, karena tidak ditanyakan kepada murid sete1ah tamat HIS 

akan meneruskan ke sekolah apa, ~e1ainkan dengan diadakan pene1iti­

an di seko1ah•seko1ah 1anjutan, berapa jumla~ . murid baru yang ber­

asa1 dari HIS. Persentase yang tinggi untuk tahun 1929 membenarkan 

kesimpu1an, bahwa jumlah murid yang ingin melanjutkan sekolah akan 

terus naik dan harus diingat bahwa da1am perbandingan, 1ebih banyak 

tamatan HIS di Jawa daripada di luar Jawa yang me1anjutkan belajar. 

Dengan angka-angka tersebut di atas dapat ditarik kesimpu1an 

bahwa tanpa didasarkan kepada pertimbangan subyektif dan spekulatif 

atau pengamatan terbatas berdasarkan perkiraans HIS da1am sega1anya 

te1ah menjadi lembaga pendidikan persiapan untuk meneruskan seko1ah, 

tidak 1agi sebagai tempat pembibitan untuk pegawai rendah. Maka ka~ 

rena itu masa1ah mengenai arti mata pe1ajaran bahasa MelayU untuk 

kegunaan praktis dalam kehidupan dalam masyarakat menjadi kurang 

penting dengan adanya kenaikan secara besar-besaran da1am jum1ah 

orang Bu~iputera yang pandai berbahasa Belanda. 

Corak HIS sebagai akibat perkembangan dengan cepat dalam jum1ah 

tipe sekol~h ini terutama sejak tahun 1921, dan kenaikan jumlah se­

ko1ah untuk pendidikan lanjutan, rnengalami perubahan mendasar. 01eh 

karena itu keberatan paedagogis terhadap beban ber1ebihan da1am pro­

gram HIS dapat ditiadakan. 01eh Schrieke diakui, bahwa sebagai 
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akibat dari posisi mata pelajaran bahasa Belanda dalam kurikulum~ 

HIS merupakan suatu .monstrum (mahluk seram yang penuh 'cacad) di pi­
dang pendidikan, tetapi tidak dapat dihindarkan sebagai produk sp-. 

wajarnya dalam struktur sosial dalam jaman kolonial. Rencana pem-:­

baharuan Dr. G.J.Nieuwenhuis, yang bermaksud mengadakan perbaikan, 

ditolak oleh masyarakat Bumiputera sendiri . "Schakelschooln uise­

suaikan dengan gagasan Nieuwenhuis itu ~ tetapi masih tetap kuranci 

populer dari pada HIS. Jumlah putus sekolah yang besar di HIS 

(60%) dapat dipastikan untuk dicari sebabnya dalam kemampuan murid 

untuk menyerap pelajaran dalam bahasa asing. Tuntutan luar biesa 
.i. 

kepada intelegensi anak-anak remaja untuk dapat mengikuti pelajar­

an dalam bahasa asing yang pada umumnya tidak ditunjang oleh. ling­

kungan sosial mereka itu sendiri• Maka karena itu mutu tamatan HIS 

dalam pengetahuan bahasa Bel~mdl · tidak dapat disetarafkan dengan 

tamatan sekolah rendah Eropa. Untuk meningkatkan kemampuan murid 

maka pada berbagai HIS ditambahkan kelas persiapan (voorklasse) ~ 

yang secara praktis bukan sebagai kelas taman kanak-kanak atau ke- · 

las Frob~l~ melainkan harus dianggap sebagai kelas satu terselubung 

atau tersamar, walaupun terhadapnya timbul keberatan~keberatan pae­

dagogis. Lain dari pada itu tamatan HIS sebelum masuk ke MULO ha·­

rus melalui kelas persiapan (vooklasse) pula. 

Uraian di atas dimaksudkan oleh Schrieke untuk menunjukkan , 

bahwa mutu-HIS tertekan ke bawah bukan semata-mata oleh kejamakan 

bahasa (veeltaligheid). Tetapi dapat dimengerti keinginan dar i 

orang-orang yang berkepentingan agar dicurahkan kepada peningl<at en 

mutu pendidikBn di HIS~ sehingga dapat menyamai sekolah rendah Ero­

pa. Tetapi ide ini tidak akan tercapai selama dalam lingkungan ru­

mah tangga murid-muridnya penggunaan bahasa Belanda tidak ditun·· 

jang. Perbaikan diusahakan dengan menambah pada HIS guru-guru Be­

landa dan terakhir dengan memperbaiki sekolah pendidikan guru , yang 

harus menghasilkan guru-guru Bumiputera yang bermutu lebih tinggi. 

Penelitian Komisi Pendidikan ,memberikan kesimpulan bah¥7a • 

"kleinambtenaar" Bumiputera merigalami depresiasi (kelebihan) d i pa.­

saran kerja , bukan hanya karena diakibatkan oleh over produks i yang 
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b.e~sifat relatif 9 tet13-pi juga -oleh sebab yang bersifat kiwalita•tif. 

se1ain itu: .disadari sebagai kewajiban .dalam hubungan dengan •kepen .... 

tingan pendidikan d:l. _sekolah :yang le~ih :tinggi untuk mEHalui 's·egala 

pengorbanan meme.lihara .·t:araf dan mu·tu Ero.pa. Dengan . berpegang .:te­

gu:h kepada ·norma-norma: ker·~: ~(ijuga.J ~:hmgan . mengadak.an -diferens·ias-i 

dan ujiari akh:i.r negara) harus · .. dipenbaiki. mutu MULO, ·yang ·· dalam· ta­

hun-tahim belakangan sangat menurun dan secara otomatis menipenga ... 
. •f " ' 

ruhi -~AMS.. Dengao, s~ndirinya HIS harus ik.ut diperbaiki mutitriya ~ ·' : 
I 

. ·. ~ -· : Pertanya~n ,- yang masih harus dijawab ialah apakah · mata pelajar-
" an bahasa :Melayu harus sama sekali dihilangk.B.n dari kurikul)i~ · d4 

HIS .ataukah kepadanya diberikan tempat yang kurang terhotma.t . ,seba­

ga-i mata pelajaran fakultatif. Kata Schrieke, jawaban kepada per-­

tanyaan ini tidak perlu ragu-ragu. 
1 

Mengingat keg~naan bahasa Mela-

. yu dalam masyarakat dan kenyataan, 1bahwa persentase yang tidak bo­

~eh C:.iabaikan dari tamatan HIS yang harus terjun dalam praktek" 'kehi-
~~ 

dupan dalam masyaralr..at, maka perlu dibuka kesempatan di HIS untuk -

memperoleh pengetahuan bahasa Melayu. Sebagai mata pelajaran fakul~ 
tatif, bahasa Melayu diberikan terbatas untuk kelas 6 dan 7, dan di-

adakan pada petang hari~ sedangkan 9 jam pelajaran dalam seminggu 

yang menjadi bebas dipergunakan untuk memperdalam bahasa Belanda dan · 

bahasa daerah . dengan demil<ian pelajaran bahasa Beianda pada petang 

hari dapat dihilangkan. Dengan diadakan pengajaran fakultatif baha­

sa Melayu pada ~-1aktu petang dapat dipenuhi .,keinginan orang-orang · 

yang tidak menghendaki penghapusan mata pelajaran bahasa Melayu : 

Dengan memindahkan mata pelajaran itu pa,da waktu petang, :naka murid­

murid yang tidak mengikutinya tidak perlu disibukkan dengan kegiatan 

yang hanya membuang- buang waktu saja, sedangkan jika ada murid yang 

tidak mengambil mata pelajaran fakultatif itu, pemerintah tidak da­

pat dipersalahkan , tetapi karena kelalaian orang tua atau wali anak 

itu sendiri. Penyelesaian masalah .pengajaran bahasa Melayu secara 

demikian itu juga sama dengan memenuhi keputusan perserikatan gu~ ~­

guru Bumiputera • 

. Oleh Schrieke juga tidak dilupakan keberatan yang dapat dilon­

tarkan terhadap mata pelajaran fakultatif bahasa Melayu, bahwa dengan 
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demikian pengajaran bahasa Melayu di HIS secara pra.ktis dihapuskan s 

karena murid-murid ,akan memil:ih jalan paling mudah untuk mencapai 

tanda tamat belaj~t di ·HIS dengan tidak mengambil mata pelajaran 

f~kultatif itu. Keberatan itu malahan diperbesar oleh penempatan 

jam mata pelajaran itu pada waktu petang. Karena itu dianggap per-

· · .~; h.,,: · · lu untuk menetapkan bahwa murid-murid yang . dengan teratur dan de-

·: •/ , :•;· '.'·.' ;.':. . ngan hasil baik mengikuti mata pelajaran itu, pada ijazahnya diberi 

,catatan nilai untuk mata pelajaran tersebut. Dengan demikian, kata 

Schrieke, dilaksanakan percobaan secara murni. Dengan demikian ke­

P'I.l,tusan tentang nilai bahasa Melayu yang diajarkan pada HIS, bukan­

l~h terletak pada orang tua (yang tidak berwewenang) tetapi pada ma­

syarakat sendiri. 

Suatu pertanyaan yang sukar dijawab oleh Schrieke ialah janis 

.bahasa Melayu apa yang harus diajarkan. Secara dangkal ada .kecen­
J 

derungan dalam masyarakat untuk mengatakan~ bahwa bahasa Melayu 
( 

Riau untuk diajarkan di Jawa tidak akan ada gunanya. Tetapi pada 

waktu itu ada bermacam-macam pendapat tentang apa yang diinginkan 

sebagai pengajaran bahasa Melayu yang praktis. Para pendukungnya 

menghendaki supaya diajarkan bahasa Melayu yang digunakan dalam 

pers Indonesia dan Cina serta juga seperti yang digunakan dalam su­

rat-menyurat dalam pemerintahan. Tetapi belum ada keseragamah atur­

an a tau ta ta bahasa dalam penggunaan bahasa Melayu tersebu t: •. · Ada 

beberap3 penasehat bahkan beranggapan begitu jauh , sehingga mereka 

mengatakan tentang pengajaran bahasa ''Melayu Pasar", dimana orang 

tidak dapat mengutarakan pemikiran~pemikirannya dalam bahasa terse­

but. Kesukaran yang lain ialah mengenai buku-buku pelajaran yang 

diperlukan untuk pengajaran bahasa Melayu seperti. yang dikehendaki. 

Karena itu untuk sementara akan tetap diajarkan bahasa Melayu Riau 

di sekolah, tetapi dengan tidak menutup kemungkinan untuk mengarah­

kan pengajarannya kepada kebutuhan yang praktis. 

Kepada pemerintah, Schrieke menyampaikan saran untuk menjadi­

kan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran fakultatif di HIS untuk 

Jawa dan Madura, dan diadakan pada. waktu petang. Tetapi untuk 
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daerah-daerah di luar Jawa dan Madura pengajaran bahasa Me1ayu di­

pertahankan ·tanpa diubah statusnya, ·yaitu bahasa diajarkan sebagai 

bahasa daerah, bukan sebagai bahasa asin'g seperti di Jawa dan Madu­

ra. Dewan Hindia·-Be1anda d·a1am nasehatnya tangga1 18 Oktober 1929 

nomor X kepada Gubernur Jendera1 De ·Graeff meni1ai B.J.O. Schrieke 

sangat berhasi1 da1am argU:mentasinya mengenai penye1esaian masa1ah 

pengajaran bahasa Me1ayu di HIS itu. Gubernur Jendera1 juga setuju 

dengan Dewan Hindia Be1anda, seperti dinyatakan da1am surat Sekre­

taris Pemerintah (Negara) I tangga1 28 Oktober 1929 nomor 2330/A2 

dan dikeluarkan keputusan pemerintah dalam Lembaran Negara 1930 no­

mor 66 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 12285. Pengajaran bahasa 

Belanda yada waktu petang di HIS di luar Jawa dan Madura juga diha­

puskan, k~rena untuk mata pelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa 
' I . 

· daerah tidak perlu disediakan j.im pelajaran tambahan. Dewan Rakyat 

sangat berkeberatan terhadap penghapusan pengajaran bahasa B~landa 

pada wAktu petang, dengan diajukannya mosi Sutadi tanggal 29 Agus­

tus 19)0, yang diterima dengan 38 lawan 4 suara , supaya perietapan 

tersebut dibatalkan. Tetapi 'terutama atas pertimbang~n. penghematan 

pengajaran bahasa Belanda pada waktu petang dihapuskan, demikian 

juga mata pelajaran wajib bahasa Melayu di HIS dan "Schake1school" 

di luar Jawa dan Madura. (Lembaran Negara 1932 nomor 46). 

_fENATMN ISEMBALI 

PENDIDIKAN DASAR - DESENTRALISASI PENDIDIKAN RAKYAT 

102. Dari ~fenteri Daerah Jajahan (De Graaff) kepada Gubernur Jendera1 

(De Graeff), 8 Agustus 1931 

Da1am bulan Pebruari 1930 oleh B.J.O. Schrieke sebagai Direk-
· i· 

tur Pendidikan dan Agama diajukan usu1 untuk mengadakan reorganisa-
• ' .. . •'l: • 

si pendidikan dasar. Penataan kemba1i yang dimaksudkan: · ·~~d·~ pokok-

nya ialah sebagai berikut. Dis~ping "Seko1ah Rendah Belanda" yang 

disediakan untuk orang Belanda, tetapi da1am jum1ah . terbatas dapat 
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diterima murid Indonesia dan Cina (berdasarkan kriterium lingkung­

an .sosial) akan diselenggarakan suatu "Sekolah Rendah Umum", yang 

terbagi atas bagian bawah ("onderbquw" terdiri dari ;Bagian A dan B)~ 

dan bagia~ atas ("bovenbouw") ter4iri dari. bagian A dan B. 

Dengan mengadakan suatu sekolah rendah. umum ini prinsip sekolah umum 

akan ditarik ke bawah, dan sistim deferensiasi di MULO sudah akan 

diadakan di sekolah rendah. 

Gubernur Jenderal De Graeff sesuai dengan saran Dewan Hindia­

Belanda menghendaki menunda pengambilan keputusan mengenai dasar-da­

sar reorganisasi sampai diterima usul-usul terakhir Komisi Pendidik­

an Bumiputera-Belanda. 

Menurut Schrieke, dalam "onderbouw" yang disebutnya sebagai ba­

gian A adalah sekolah rendah umum dimana akan diselenggarakan penga­

jaran rend~h elementer secara bufat dengan bahasa pengantar bahasa 

daerah. Dalam b~gian B, disamping kurikulum yang sama seperti bagi­

an A dan dengan pengantat: hahasa daerah, juga diadakan mata pelajar­

an bahasa Belanda. 

Dalam "bovenbouw" bagian A yang lamanya 2 atau 3 tahun diadakan dif­

ferensiasi lokal~ yang diarahkan kepada tuntutan praktek mengenai 

pengajaran akhir dan disesuaikan kepada kebutuhan lokal. Secara 

berangsur-angsur bahasa Belanda diberikan sebagai mata pelajaran, 

dan bagian B yang lama pelajarannya 4 tahun yang dapat melanjutkan 

ke MULO. Dewan Hindia-Belanda dalam nasehatnya tanggal 30 Mei 1930 

nomor I berpendirian, bahwa tidak perlu diadakan pertukaran pikiran 

pendahuluan dengan pemerintah agung di negeri Belanda mengenai ren­

cana reorganisasi tersebut. Menurut pasal 179 Undang-Undang Ketata 

. Negaraan Hindia Belanda (Indische Staa,ts Regeling) dikemukakan oleh 

Dewan, bahwa penyelenggaraan sekolah ne~eri seluruhnya ada pada we­

wenang badan-badan yang ~da di Hindia-Belanda. Selain itu Dewan 

Hindia-Belanda berpendapat~ bahwa pengaturan secara baru sekolah un­

tuk orang Bumiputera dan Cina tidak begitu prinsipiil dim penting, 

karena itu tidak ada keharusan meminta pertimbangan dari Menteri Da­

erah Jajahan. Tetapi Menter! De rGraaff memberitahukan dengan 
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telegram tanggal 19 "Juli 1930, bahwa suatu usul adalah sangat pen­

ting, tetapi demi kepentingan politik diharapkan sekali untuk me­

nangguhkan p'engiij'uan' ~encana usul tersebut kepada Dewan Rakyat sam­

pai ada pertiinbangiln dari Menteri. Telegramnya 29 Juli 1930 juga 

mengatakan, bah~a' · ia tetap sangat berkeberatan terhadap pengajuan 

rencana usul ' Schrieke yang tergesa-gesa kepadaDewari Rakyat. Pada 

tanggal 1 Agustus Menteri mengulangi lagi keberatannya, tetapi ia 

. ' menyatakan bahva boleh saja mengumumkan kepada publi.k sehingga umum 

'dapat menyatakan pendapatnya. Gubernur Jenderal pada pembukaan si­

dang 1930-1931 pada tanggal 16 Juni sudah menyatakan bahwa akan di­

sa~paikan kepada Dewan Rakyat usul-usul mengenai reorganisasi seko­

lah dasar, tetapi pemerintah tidak akan mendesak kepada Dewan de­

ngan cara apa-pun 'untuk menyelesaikan urusan itu dalam sidang itu 

juga. Bagian terakhir dari pernyktaan itu memudahkan penangguhan 

yang dimirita oleh Menter!. Dengan surat pengantar tanggal 5 Agus­

tus 1930 kepada Dewan Rakyat, disampaikan nota mengenai reorganisa­

si sekolah dasar dengan diiringi nota historis mengenai azas-azas 

politik pendidikan untuk Bumipulera, dan pemerintah memberitahukan 

bahwa dalam peninjauan lebih jauh ke dalam masalah yang dianggap 

sangat penting itu masih diperlukan pertimbangan; maka usul-usul 

yang dimaksudkan belum dapat diajukan dalam bentuk perumusan yang 

definitif kepada Dewan Rakyat, 

Dengan telegram tanggal 19 Juni 1931 nomor 161, Gubernur Jen­

deral menyampaikan kesimpulannya mengenai rencana reorganisasi 

Schrieke kepada Menter!, bahwa dalam rencana itu dilihatnya peme­

cahan secara 1ogis dan benar beberapa kesulitan yang berangsur­

angsur menjerat sistim pendidikan di Hindia Belanda dalam perkem­

bangannya yang bagaimana baiknya juga harus menampung keinginan da­

ri segala kelompok p2nduduk' dan berbagai lapisan sosial. Dan untuk 

kepentingan negara yang mendesak diharapkannya usul rencana reorga­

nisasi itu dapat disetujui. Menter! De Graaff dalam telegram ja­

wabannya tangga1 20 Ju1i 1931 nomor 171 mernberitahukan keberatan­

keberatan utamanya. Da1am surat tangga1 8 Agustus 1931 nomor 1/612 
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kepada Gubernur Jendera1 diuraikan o1eh _Menteri ; pandan.gannya . me-:·. . . . 

ngenai dasar-~dasar yang harus dijadikan 1andasan pembaharuan sis- :<t 

tim pendidikan di Hindia-Be1anda,. 
· , . :. 

Scbagai pendahu1uan uraiannya di_k~~ukakannya beberapa catatan 

mengenai garis-garis besar ke!>u1itan yang harus diatasi. . Dal,c:u~ 
. ., - .· 

te1egramnya tangga1 12 Juni 1931' nomor 141, Menter! te1ah mendesak .. 

sup~ya pembaha~an 1ebih lanjut mengen~i rencana · ordonan!>.i penyerah-
. . . · . . : . \. · · . ·. . ' 

an penye1enggaraan seko1ah desa ~epada kabupaten dan ~tapraja 

(stadsgemeente) dihentikan dahu1u • . · Ia m~naruh keberatan terhadap 

pembahasan masa1ah ini di luar .hubungan denga,n masalah reorganisas:L . 

sisttm pendidikan. 

Menurut Menter!, ada dua ja1ur da1am ~istim pendidikan dasar 

di Hindia-Be1anda, yaitu ja1ur pendidikan ren.dah Eropa dan ja1ur 

pendidikan rend~h Bumiputera. Da
1

1am perkembq~gan dan per1uasan pe-. 

nyediaan 'pendidikan da1am masyara.kat ko1onia1, kedua bentuk ini me­

nimbulkan persoa1an-P.ersoa1an khusus~ tetapi menurut Menteri masa-

1ah da1am dua macam ja1ur pendidikan itu da1am perkembpngan yang 

bertahun- tahun tidak pernah mentmbulkan . kesulitc:m-kesu1itan yang 
, I . , 

benar-benar s~ngat gawat. Lain ha1nya mengenai tipe seko1ah ya.ng 

biasanya disebut Sekolah Rendah Barat untuk Bumiputera (daQ ke1om~ 
!' I ' 

pok pe~duduk 'bukan Eropa) • Da1am perkembangan tipe seko1ah ini ba-, 

nyak timbu1 kesu1itan dan terjadi kejutan-kejutan yang tidak meng- • 

gembirakan. Tipe sekolah ini diciptakan untuk_memenuhi t~ntutan 

yang sangat 1angka dia1ami da1am, sejarah du~lia~. , yaitu tuntutan l<e- . 

pada pemerintah ko1onia1 a~ing untuk mengantarkan jutaan penduduk 

yang ber1ainari ras yang ada di bawah kekuas9annya ke dunia i1mu pe-
-_ , · .. 

ngetahuan Barat. yang baru saja terbuka bagi seke1ompok keci1 dari 
I ·, • ' \~ 

jutaan penduduk tersebut. ·; 

Menurut Menteri jika da1am sistim pendidikan ~u diadakan per-· 

baikan kesa1ahan-kesa1ahan, maka harus diambi1 tindakan yang harus 

dibatasi pada bagian yang· merupakan sumber dari kesu1itan, dan yang 

harus menangani bagian ini sesuai dengan tuntutan kesu1itan yang 

timbu1 da1am bagian itu. 01eh ka~ena itu sekolah rendah Er~pa dan 
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sekolah rendah Bumiputera dalam rencana reorganisasi itu semesti­

nya hanya akan dibawa sejauh yang . dimungkinkan dalam hubungan umum 

saja. Karena itu Menteri berkeberatan terhadap rer.cana Schrieke, 

yang menurut Menteri juga akan mengadakan perubahan pada sekolah 

rendah Bumiputera terlalu banyak daripada yang dianggapnya perlu. 

Dalam publikasi laporan Korllisi Pendidikan telah cub:.? disoroti 

banya'k aspek dari kesulitan yang timbul dalam perkembanga"P .~ "kolah 

rendah Barat untuk kelompok penduduk bukan Eropa. Pa·;:.bahan .Jeko­

lah ~elas satu menjadi HIS dalam tahun 1914 dapat dicatat sebagai 

langkah penting pertama · di Hindia-Belanda untck oenempuh jalan 

pendidikan menuju ke ilmu pengetahuan Barat bagi jutaan pendu­

duk yang dijajah. Langkah itu diambil pada waktu mulai dinyatakan 

keinginan kuat kepada pendi~ikan bercorak Barat oleh orang-

orang di kalangan yang ro~kin meldas dalam masyarakat Hindia-Belanda 

yang tertarik perhatiannya kepada ekonomi dan kebudayaan Barat. 

Perkembangan cepat dari HIS dalam waktu yang singkct menimbul-
• 

kan begitu banyak keberatan terhadap coraknya yang istimewa sebagai 

sekolah rendah Barat untuk Bumiputera, sehingga menjadi keharusan 

untuk mengadakan perubahan. Kesulitan terbesar dihadapi sebagai 

akibat dari perkembangan tersebut, diuraikan oleh Menteri sebagai 

berikut: · 

Perluasan tipe sekolah ini dalam tempo begitu cepnt mem-

bawakan kepada Pemerintah suatu beban yang tidak terpikul baik pun 

di bidang finansiil maupun di bidang personalia. Walaupun jumlah 

murid yang mendapat tempat di HIS hanya bagian sangat kecil 

dari penduduk Indonesia, biaya penyelenggaraan tipe sekolah ini me­

ningkat sangat tinggi. Perhitungan Komisi Pendidikan menunjukkan 

bilangan-bilangan yang dapat memberil<an kesan betapa besar beban 

yang harus ditanggung~ jika meneruskan ke arah jalan yang sudah di­

tempuh. Jika dalam 25 tahun HIS mau dijad:lkan sekolah untuk rakyat 

umum, maka anggaran untuk menutupi biaya eksplcitasi saja tiap ta­

hun harus dinaikkan dengan 40 juta gulden~ atau untuk G €~.ama 100 

tahun dengan 10 juta ·gulden setiap tahun. (Publikasi I~omisi 



152 

Pendidikan nomor 7a 9 halaman 9}. Biaya itu tidak akan terpikul 

oleh b!.ldget Hindia·-Belanda, kata Menteri. Kesulitan yang sama be­

sarnya ialah tidak tersedianya personalia pengajar yang sangat di­

perlukan 9 jika dikehendaki perluasan sekolah itu dengan cara 

teratur . Produksi tenaga ·guru di negeri Belanda sangat terbatas, 

do.n ~idak uapat diharapkan bahwa akan memberikan surplu$ te­

rus-menerus di atas kebutuhan negeri Belanda sendiri untuk memban­

t c s ekolah di Hi ndia·-Belanda yang memerlukan guru Bela~da. 

Penyelenggaraan HIS itu selain menimbulkan berbagai konse­

luvensi yang tidak te::pikul, juga ternyata dalam penilaian di bidang 

pedagcgis dan sosial sangat tidak efisien. Ang~-angka mengenai 

pelepasc.:1 m:trid di HIS dan HCS menunjukkan bahwa kira~kira 60% ti­

dal: mAncapc. i tujuan sampai tamat. Selain itumurid yang memperoleh 

ijazah t e tapi tida k mendapat lapapgan kerja , jumlahnya makin naik, 

sehingga pengete.huan yang diperoleh tidak produktif sebagaimana 

mes t i nya . Akhir nya , kata Menteri, perlu diperhatikan lembaga pen-
' 

d :I.dikan untu:~ pendidikan rendah Barat yang menghabiskan biaya 

tingg:. itu , hanya dapat melayani bagian minimal dari penduduk, 

s edo.ngl:::m. perluasan sekolah · desa yang sa~gat elementer hanya sangat 

sedik1t c!c.:Ja t uengejar pertambahan jumlah penduduk sehingga dengan 

sangat l a·nba t da pa t mengurangi buta huruf. Menurut publikasi la­

pora~ Komis i Pendid i kan nomor 12 halaman 76, jika perluasan sekolah 

desa d ilaksa~akan dengan tempo sama makq sesudah 167 tahun 

orang buta huruf yang t erakhir baru dapat terkejar. Publikasi ini 

tiuak boleh dinilai sebagai suatu pemberian kesan belaka, tetapi 

jcga menyuruh berpi kir dan bertanya, apakah tidak sebagian besar 

da:::-i biaya yang disediakan untuk pendidikan, dilmbiskan oleh seko­

l ah "Lend2h B·2landa . 

De~·Tat" Hindia- Belanda dengan pandangannya dalam nasehat tanggal 

5 Juni 1931 nomo?:- XX berpendapat bahwa menjadi keharusan untuk meng-

adakan p2mbah2ruan , karena ~enyediaan fasilitas sekolah yang ada 

mengala:ni kema::.et an . Pembaharuan yang dimaksudkan itu sesuai dengan 

rencc.na S ciY~ tel:e, yang menegaskan ~idak berpretensi untuk dapat 
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memecahkan dengan tuntas kesulitan ·masalah keuangan dalam pengada­

an pendidikan atau sekolah, karena tidak lliungkin mEmyelenggarakan 

dan melaksanakan suatu sistim pendidikan _yang secara sempurna dapat 

melayani kebutuhan tanpa pengorbanan finimslil dari negara. Maksud 
i 

rencana r~organisasi itu ialah memecahkab masalah kesulitan dengan 

biaya yang dapat dipilwl. Menteri menyetujui pandangan Dewan · Hin­

dia-Belanda, bahwa tindakan yang harus diambil diarahkan kepada akar 

kesulitan. Arah yang harus ditempuh ialah membatasi sekolah rendah 

dengan pendidikan Barat sedemikian· rupa sehingga pengellolaannya di 

bidang finansiil dan personalia ada dalam pencapaian dengan biaya 

yang dapat disediakan dan juga dapat dijamin kegunaan efektivitas­

nya. Menjadi suatu keharusan untuk m~nempuh jalan ke arah itu. 

Keberatan prinsipiil Menterf terhadap rencana reorganisasi 

Schrieke ialah, karena tendensinya justru sangat berlawanan dengan 

arah yang dikehendaki oleh Menter!~ Dalam rencana itu diterapkan 

gagasan untuk tiap kali membangun satu bagian atas ("bovenbouw") 

baru di atas beberapa bagian bawah ("onderbouw") yang sudah ada, 

sehingga untuk selama beberapa tahun tanpa pengeluaran biaya baru 

dapat diatasi keriaikan jumlah murid yang akan masuk. sedangkan un­

tuk kelas-kelas tinggi (yaitu dalam "bovenbouw") tidak akan terjadi 

banyak kenaikan jumlah murid. Menteri beranggapan kebalikannya me­

ngenai kenailkan jumlah murid di "bovenbouw". Bahaya besar terkan­

dung untuk memperkuat kenaikan jumlah murid di '!bovenbouw". sedang­

kan laju jumlah murid ke "onderbouw" B. yang direncanakan dengan 

bahasa Belanda sebagai mata pelajaran, tidak terbendung karena ti­

dak disediakan rem untuk menghentikan laju murid. Disamping itu 

terbuka kemungkinan melalui kelas peralihan ("schakel-klasse") ma­

suk dari "onderbouw" A yang bercorak Bumiputera ke "onderbouw" B 

yang bercorak Barat. 

Menter! melihat pada rencana untuk mengadakan secara berangsur 

angsur mata pelajaran bahasa Belanda di "bovenbouw" A sebagai suatu 

rencana yang sangat tidak bijaksana untuk mengadakan penetrasi un­

sur Barat yang lebih jauh ke dalam sekolah untuk Bumiputera. Dengan 
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demikian di sekolah . kelas dua ~kan . dimasukkan secara l?erangsur-
. ! . . . 

angsur mata pelajcli;an h?hasa Beland~. · Menurut Henteri;,; jika seka-

li sudah ada sebagian dari ~~l~s : d4C1 de~gaJ;l me1ta pelajaran bahasa 

Belanda, maka apabila keu~nt?~ n.~gara d~pat . mem~erikan , kelonggaran 

akan timbul desakan dari dalam d~~ qari luar. Dewan Rakyat untuk .· ... · .· 

memperbanyak dan makin memperlua~ jumlah sekol:ah dengan mata pela­
.\ 

j aran bah~sa Belanda. Dan pemer:i,ntah ti~ak akan dapat . menolak. 

Dengan demikian, kata Menteri, , rencana re9:rganisasi Scbriekeitu 
. : . ;. 

sama sekali tidal~ men~ediakan rem terhadap laju j:umlah murid ke 

iibo~enbou~J' · B den~~ ~ahasa Belanda . sebagai mata pelajaran · rl.an ba­

iwsa pengantar. 
. . . 

l>Ienteri menilai re.ncana i,tu sebagai tidak berhasil untuk •!mem-

batasi luas implementasi ~.ekolah rendah Barat, sehingga pengelola­

annya dalam bidang finansiil dan persor1alia tidak .akan dapa't diku­

asaf, sedangkan untuk mempertinggi efektivitasnya yang berguna 
• • • ' • j 

rencana itu (tanya me.nunju!<kan pe-ryelesaian yang setengah-setengah 

saja. Rencana itu membuka kemungkinan bagi murid yang tidak kuat 

dalam bahasa Belanda untuk pindah ke "bovenbouw'1 A, . Dengan demi-
. i 

kian diadakan seleksi (atau menurut Henteri mengab!likan metode se­

leksi yang sudah diterapkan di "Schakelschoolil ). Kritik dilancar­

kan oleh Uenteri, bahwa seleksi yang diharapkan :i,tu baru terjadi 
' .• 

setelah melalui " onderbouwn B, sehingga biaya pendidikan menjadi 

lebih tinggi 9 yang se~enarnyn tidak perlu. Keberatan terhndap 

rencana penataan kemb ali Schrieke itu perlu dikemukakan oleh Nen-, . 

teri , karena keadaan pada masa itu mengharuskan meng~uakan penghe­

Llatan melalui tindakan-tindakan .yang kuat dan efektif. Henurut 

Henteri, reorganisasi pendidikan atau seko~ah rendah yang diperlu­

kan h a rus didasarkan pad~ landas ~n sebagai ber~kut : 

I. Untuk kelompok penduduk Eropa d tm kelompok y<:mc relatif kecil 

dari penduduk ynng berb a ur dalam_pergaulan denga'Q kelompok 

penduduk Eropa , tetap dipertahankan "!ekolah ren~ah Erop<',t, yang . ji­

ka petlu boleh diganti namanya dengan sekolah rendah Belanda. Ka­
.. 1 

rena berbagai alasan seperti penY,ediaan persanalia pengajar, 



155 

konkordansi yang sempurna dengan sekolah rendah di negeri Belanda, 

dan penyebaran sekolah di seluruh ~india-Belanda, penyelenggaraan 

sekolah ini harus ada dalam wewenang pemerintah pusat. Lebih jauh 
I ~· . 

dapat dipertimbangkan pengawasan dapat diserahkan sampai seberapa 

jauh kepada pemerintahan propinsi. 
~ ~- . 

II. Untuk semua kelompok pendudul~ lainnya pendidikan permu-

laan .dalam prinsip diberikan di sekol&1 desa yang biasanya 

selama , tiga tahun. Hanya jika sekolah des a itu tidak ada at au ti­

dak ada kemungkinan untuk merigadakannya, sebagai gantinya diguna­

kan sekolah standar yang sempurna (sekolah kelas du~) · . DalaJ1l pem­

binaan pendidik~ untuk tahun7 tahun selanjutnya, .· perhatian teruta­

ma harus dicurahkan kepada perluasan sekolah desa yang terus-mene­

rus dan _juga kepada peningkatan mutu pendidikannya. Perhatian 

khusus harus diberikan kepadanya, kata i1enteri. [;ebab selama ma­

sih dua pertiga dari jumlah anak-anak yang sudah berusia sekolah 

tidak mendapat pendidikan yant;; .paling elementer, dan selama kena­

ikan jumlah murid di sekolah desa masih belum dC'!.pat mengimbcmgi 

kenaikan seluruh jlmllah penduduic, serta selama dengan demikian 

pemberantasan buta huruf hanya bcru membuat kein.:'1juan yang tidak 

berarti, make. dari sudut sosial-ekonomi dan dari sudut pendidikan 
' ··. . 

rakyat tidak dapat dibenarkan penggunaan bagian terbesar dari pada 

anggaran biaya untuk sekolah yang hanya menampung bagian minimum 

dari jum.lah penduduk. Usa,ha terbesar harus dipusatkan kepuda per­

luasan sekolah dese yang merupakan ' ·onderbom,.y 2
: umum pagi sekolah 

rendah. 

Dalam hubungan itu Henteri menjelaskan keberatannya_ terhadap 

pembahasan rancangan ordonansi penyerahan seko18.h desa kepade ka­

bupaten dan kotapraja. Rencana ini bertujuan rnenyerahkan penye­

lenggara2n sekolru1 desa kepada kabupaten dan kotapraja. yang untuk 

semen tara terbatas di propinsi JaT;Ta Bar at. i::1lenurut I•ienteri, apa­

bila berbicara tentang penyerahan suatu tugas kepada ~abu~aten 

atau kesatuan sosial yang otonom, selalu dia~ut gaga~ ~n mengenai 

penyerahan tugas dari pusat kepada badan-bad~ .atau instansi-
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instansi yang lebih rendah. yaitu desentralisasi. Tetapi rencana 

ordonansi yang disebut-sebut bertujuan kebalikannya yaitu bukannya 

menyerahkan sedikit tugas kepada badan-badan di bawahnya, melainkan 

mengambil tugas dari desa dan melimpahkannya kepada kabupaten atau 

kotapruja. Itu bukan desentralisasi, kat a Henteri, ~r.elaini~an sen­

tralisasi. Dengan melihat dari sudut kebijru<sanaan pemerintahan. 

~£nteri sangat berkeberatan untuk mengambil dari desa sebagai satu­

satunya kesatuan sosial berdasarkan adat ynng masih tinggal di J8.­

wa dan Hadura, tugasnya di bidang pendiCI.ikan. Kecuali jike. sudah 

tidal< ada lagi harapan untuk meningkatkan desa itu dengan memper­

tinggi k~cerdasan penduduknye. ke taraf kehidupan otonomi yan~!, lebih 

kuat. Diingatkannya kepada laporan akhir hasil penelitian Pesiden 

F .A.E, Lacculle mengenai otonomi c!esf di Ja,va dan t'adura, 1n:.>, 

. yanb mengemukakan bah,.,a desa sama sei(ali tidak bersikap pasif ter­

hadap sekolah desa. Ia menasehatkan untuk mengikut sertakan desa 

dalam penyelenggaraan sekolah desa. Pendapatnya itu berbeda dengan 

memori penjelasan mengenai ordonansi penyerahan tersebut. nenurut 
-

i1enteri, untuk mempopulerkan sekolah des a maka orang desa at au pn-

ling sedikitnya pamong desa harus lebih disadarkan bah~11a. sekolah 

desa adalah kepunyaan mereka. ~laka penyera.han sekol.:>.h desa kepada 

kabupaten dianggap ' sebagai suatu langkah mundur yan[ patut disesal­

kan. Ia rnemperingatkan supaya j ane;an menimbulkan kesan bahwa sz­

kolah desa itu sekolah pemerintah, tetapi harus disadarkan bah¥7a 

sekolah desa 'itu adalah sekolah rakyat kepunyaan mnsyarakat desa. 

Jika per~u untuk pembiayaannya harus diberi subsidi oleh pemerin­

tah. Untuk memeliharn corak khas kedesaaPnya, perlu diadakan peng­

awasan tersendiri terhndap sekolah desa. Untuk itu perlu di~dalum 

Kantor Inspeksi di pusat Propinsi yang akan mengatur penga\-Jasc>n 

seh<iri-harinya, yang dilaksanakan oleh pt:ec.~mi-pegawai _ dengan pang-

kat sederhana. Hereka ini diangkat oleh propinsi untuk diper-

bantukan kepada kabupaten. 
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III. Untuk melayani kepentingan mayoritas yang membutuhkan pendi-

dikan lanjutan, diadakan ''bovfimbouw" murni untuk Bumipu-

tera dan boleh diberi nama sekolah kelas dua untuk meneruskan 

penggunaan istilah yang sudah ada dan untuk dibedakan dari sekolah 

negeri kelas satu. Penyelenggaraan sekolah kelas dua yang la­

manya belajar dua atau tiga tahun~ ditugaskan kepada pemerintahan 

kabupaten dan kotapraja sedangkan pengawasannya diadakan oleh pe­

merintahan propinsi. 

IV. Untuk nienyediakan kebutuhan pendidikan bagi beberap'a kalaugan 

dalam masyarakat Bumiputera yang lebih berorientasi kepada 

sekolah rendah yang sedikit atau banyak bercorak Barat~ diciptakan 

''bovenbouw" terdiri dari dua bagian dan didahului oleh suatu 

kelas peralihan. Di kelas peralihan tersebut diajarl~n secara 
. I 

elementer bahasa Belanda sebagai mata pelajaran, kemudian diadakan 

seleksi untuk ke ''bovenbouw;q 9 yang terdiri dari: 

a. Sekolah negeri kelas satu (lama belajarnya 

empat tahun menurut kebutuhan lokal), yang 

dua~ tiga, atau 
.-,· 

pengajarannya 

sama dengan sekolah kelas dua (''bovenbouw'2
, sekolah desa) 

tet~pi di sekolah k~las satu diajarkan bahasa Belanda se-
. . 

bagai mata pelajaran. 

b. Sekolah empat tahun dengan bahasa Belanda sebagai bahasa 
·· .. 

pengantar dan untuk melanjutkan ke ~IDLO (melalui kelas 
. ' . 

persiapan). Dalam sekolah ini~ jika perlu diadakan dife-
. :: •' . .' ' : ' -. 

rensiasi men~rut kebangsaan murid (Bumiputera-Belanda, 

Cina-Belanda, dan Arab-Belanda). 

Penyelenggaraan dan pengawasan sekolah-sekolah tersebut sub. IV 
. I 

(kelas sambungan dan ''bovenbouw" berjalur dua) ditugaskan kepada 

pemerintahan pr~pinsi, sedangk.Bn penyediaan persona:.i a guru d1:n 

pimpinan pe~gawasan tetap ada pada pemerintahan pusat. 

Dalam garis-garis besar gagasan pembaharuan sistim persekola~­

an yang digambarkan oleh Menteri itu, disediakan cukcp ruang gerak 

untuk mengisi berbagai tambahan yang dianggap perlu dan menyelesai-
' 

kan seluruhnya secara lengkap. Dalam garis-garis besar hanya 
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diadakan sedikit perubahan pada sekolah rendah Bumiputera dan Ero­

pa. Kombinasi sekolah desa dengan ''bovenbouw" sekolah desa ("ver­

volgschool") sudah banyak diadakan, sehingga di tempat-tempat yang 

sudah ada sekolah desa tidak perlu didirikan sekolah standar (se-

kolah kelas dua yang lengkap). Perubahan paling mendalam 

yang dikehendaki Menteri ialah perubahan pada HIS~ HCS, dsb. Di­

rencanakannya dua pembatasan, yaitu: (a) pengurangan laju jumlah 

murid yang masuk HIS (dan HCS); (b) pengurangan jumlah kelas ta­

hun ajaran pada tipe sekolah yang mahal itu. Ia mengakui, bahwa 

bagian dari rencananya tersebut akan ditentang keras oleh ka-

langan tertentu. 

Menteri mengatakan, bahwa Dewan Pendidikan dalam sarannya me­

ngenai pembaharuan sistim pendidikan rendah menyatakan secara una­

nim (Publikasi nomor XI, Reorganis.si Sekolah Rendah, ha1.14 dan 

15), bahwa menurut Dewan itu berdasarkan pertimbangan pedagogis 

tidak ada yang lebih baik daripada penghapusan bahasa Belanda di 

"onderbouw" Sekolah Rendah, bahkan juga bahasa Belanda sebagai ma­

ta pelajaran. Tetapi mayoritas dalam Dewan. itu memberikan konsesi 

kepada rencana Schrieke untuk mengadakan bahasa Belanda sebagai 

mata pelajaran dalam "onderbouw" B. Menurut Menter!, apabila se­

kali diadakan mata pelajaran bahasa Belanda, maka dari beberapa 

pihak akan diadakan desakan untuk memperbanyak sekolah dengan mata 

pelajaran bahasa Belanda. Pemerintah Hindia-Belanda tidak akan 

selalu dapat mengelak terhadap desakan itu, sehingga dengan demi-

kian akan terjadi perlu~san "onderbouw" berorientasi kepada 

pendidikan bercorak Barat dengan akibat membawa perluasan baru ke­

pada "bovenbouwH dengan p·tmdidikan bercorak Bar at. Dengan demiki­

an dimulai lagi lingkaran setan yang tidak dap~t didobrak. Karena 

itu Menteri mau menggunakan kesempatan untuk menghilangkan penga­

jaran bahasa Belanda dari "onderbouw" sekolah untuk penduduk bukan 

Eropa. Tindakan inf' dapat dipertanggung jawabkan di bidang pendi­

dikan. Pengalaman dengan sekolah peralihan menunjukkan banwa mu­

rid-murid yang terpilih setelah mendapat pengajaran permulaan se­

lama tiga tahun, selama melanjutkan belajar beberapa tahun mampu 
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untuk mencapai tingkat kecerdasan yang diharapkan~ sehingga terja­

min untuk dapat meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Da­

lam rancangan Henteri itu azas "schakelschool" itu lebih banyak 

diterapkan. Seleksi pertama sesudah sekolcih permulaan diadaka~ 
lagi dalam kelas sambungau, sehingga pembatasan jumlah caion murid 

ke ''bovenbouw" dengan bahasa pengantar Belanda dapat menahan per­

luasan ''bovenbouw" tersebut. Sekaligus kegunaan efekti'Vitasnya 

juga dinaikkan. 

Menteri berkeyakinan bahwa pembat~sanlaju jumlah murid ke 

''bovenbouw" bercorak Barat hanya dapat dilaksanakan apabila dicip­

takan suatu tipe sekolah yang dapat menyimpangkan laju jumlah mu­

rid ke HIS yang ada. Ia bertitik tolak dari pemikiran, bahwa 

orang-orang yang jumlahnya makin
1
meningkat dan menghendaki untuk 

anak-anak mereka suatu sekolah yJng oengajarkan sekedar pengetahuan 

bahasa Belanda, sama sekali tidak selalu dan tidak 'di segala teinpat 

membutuhkan sekolah yang menyambung ke MULO. Asumsi ini diben~rkan 

oleh laporan Komisi Pendidikan Bumiputera-Belanda dengan konstatasi 

kelebihan produksi juru tulis dan laju murid dalam jumlah yang besar 

ke sekolah rendah ·bercorak Barat. Untuk memenuhi kebutuhan yang 

meminta tidak terlalu banyak itu perlu diadakan suatu tipe sekolah, 

yang disamping memberikan pendidikc-:1n lanjutan bercorak Bumiputera 

juga mengajarkan barang sedikit bahasa Belanda 9 sehingga dapat di­

ha·silkan tenaga kerja untuk dinas pemerintahan dan perusahaan swas­

ta, dimana diperlukan sedikit pengetahuan bahasa Belanda. 

Pembaharuan sistim sekolah rendah bertujuart untuk mengadakan 

penyesuaian secara sistimatis ke dalam perkembangan pendidikan ren­

dah Barat dan evolusi dalam masyarakat, sehirigga sekolah yang dija­

dikan sarana pendidikan .bercorak .Barat itu dapat memenuhi fungsinya 

dengan coraknya sendiri.dan dapat berkembang dengan sehat. Menteri 

berkeyakinan bah~.va gagasan pembaharuannya yang dipaparkan garis be­

sarnya itu sejalan dengan garis historis yang dilalui perkembangan 

sistim pendidikan di Hindia-Belanda dan tidak dengan secara paksa 

membelokkan perkembangan itu. 

Demikianlah Menter! De Graaff. 

• J 



PENGAWASAN (SUPERVISI) PEMERINTAH 

ATAS SEKOLAH SWASTA TIDAJS BERBANTYAN (TIDAl< BERSUBSIDI) 

103. Direktur Pendidikan Agama (B.J.O. Schrieke) kepada Gubernur Jen­

deral (DeJonge), 13 Juni 1932 
5 

Mengenai masalah pengawasan terhadap sekolah liar dimintakan 

lagi perhatiannya kepada Gubernur Jenderal (De Jonge) oleh Direk­

tur Pendidikan dan Agama (B.J.O. Schrieke). Diuraikannya bahwa 

masalah tersebut berkali-kali menjadi pembicaraan sejak timbulnya 

seko1ah swasta tidak berbantuan corak baru, yaitu yang pengajaran­

nya diberikan oleh orang Bumiputera dengan bahasa pengantar baha­

sa Belanda~ sedangkan dalam tahun-tahun sepelumnya masalah terse­

but hampir tidak ada. Seko1ah swasta semacam itu baru berdiri se­

te1ah o1eh Pemerintah didirikan HI~ , kemudian sekolah pera1ihan 

untuk membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat Bumiputera yang 

sangat menginginkan pe1ajaran bahasa Belanda. Dengan demikian me­

nurut B.J.O. Schrieke makin banyak orang Bumiputera yang dapat 

berbahasa Be1anda beranggapan bahwa mereka dapat menjual kepandai­

an dalam bahasa Belanda, dengan mendirikan seko1ah swasta. 

Pendirian seko1ah s.eperti itu dipermudah karena pad,a permu1a­

an tid~k ada peraturan untuk mengawasi sekolah tersebut. Se1ama 

bertahun-tahun hanya ada peraturan mengenai pendidikan Eropa kepa­

da orang Eropa dan ordonansi 3 Nopember 1880 (Lembaran Negara nq~ 

mor 201) yang mengatur pendidikan o1eh orang Eropa kepada or~g 

Bumiputera. Pendidikan oleh orang Bumiputera kepada orang Bumipu­

tera hanya terbatas pada pengajaran agama Islam, yang diatur de­

ngan Ordonansi-Guru (Goeroe Ordonansi, Lembaran Negara 1905 no­

mar 350), yang kemudian diganti dengan Ordonansi Guru 1925 (Lem­

baran Negara nomor 219). 

Pertimbangan untuk mengadakan peraturan tentang pendidika~ 

o1eh orang Bumiputera kepada orang Bumiputera baru dirasakan o1eh 

pemerintah pada tahun 1923 , setelah diketahui bahwa di berbagai 

seko1ah swasta, terutama pada sekolah Sarekat Rakyat, diadakan 
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propaganda politik yang menurut Pemetintah tidak dapat dibiarkan • 

Maka lahir1ah Ordonansi 28 Maret 1923 , Lembaran Negara nomor 136*) 

' yang menetapkan semua seko1ah ada di bawah pengawasan Pe~erintah, 

sepanjang yang belum .diatur dengan Ordonansi-ordonansi yang sudah 

ada. Tujuan ordonansi 28 Maret 1923 bersifatpolitik belaka, ya­

itu me1indungi masyarakat terhadap pendidikan yatig anti-sosial. 

Pada waktu itu di~nggap be1um waktunya untuk mengadakatl peng~wasan 

terhadap mutu pendidikan o1eh orang Bumiputera di seko1ah S\vasta 

tidak bersubsidi. 

Menurut B.J.O. Schrieke untuk tujuan terbatas di bidang poli-

·· '· · tik ordonansi tersebut sudah dapat memenuhi, tetapi segera peme-

rintah berpendapat bahwa. lama-kelamaan harus diadakan pengawasan 
· :..' 

seca:ra intensif terhadap sekolah swasta tidak bersubsidi. Lapot-

an-1aporan yang diterima daripara pegawai pangreh ' praja dan para 
I . 

Inspektur Pendidikan memberitahukan. bahwa cif·· kebanyakan seko1ah 

keadaan buruk merajale1a, yang meskipun dianggap tidak bertentang-· 

an dengan ketertiban umum, namun sama seko1i tidak dapat dibiarkan. 

Para siswa seringkali belajar di ruangan yang sangat menyedihkan • 
. ' 

Para gurunya kerapkali tidak saja tidak memi1iki wewenang resmi 

untuk mengajar, tetapi juga sama sekali tidak berkemampuan~ntuk 

tugas mereka. Biasanya uang sekolah sangat tinggi. Yang terutama 

sangat menyedihkan ialah· apa yang disebut 11pengajaran bahasa Be­

landa". Di seko1ah yang memakai berbagainama m~ntereng, diajar­

kan bahasa Be1anda o1eh orang BumiputerA kepada anak B~m~putera, 

sedangkan guru itu sangat .•J<l,lrang mengua!;lai bahasa Belanda. Seko­

lah semacam inilah yang ~erupakan c9n~oh terutama dari kategori 

sekolah swasta tidak berbantuan, yang .biasanya disebut "sekolah 

liar". .Pendahulu B..J .o .• Schrieke, yaitu J. · Hardeman, da1am surat 

· tanggal 23 April 1929 nomor A.l9/1/l tilenyat(lkan bahwa saatnya be­

lum tiba, b~gi Pemerintah untuk mengambil tindakan, dan s~baiknya 

bersikap: menunggu untuk melihat perkembangan seko1ah swasta t~dak 

bersubsidi itu ·1ebih lanjut. Tetapi Dewan Hindia (Raad van 

*) . 
Diubah dengan Lembara~ Negara 1925 nomor 260. 
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Nederlandsch-Indie) dan Pemerintah pada waktu itu tidak sependapat 

dengan J. Hardeman. 

Oleh B.J.O. Schrieke dikemukakan, bahwa melalui surat Sekreta­

ris Pemerintah (Negara) I tanggal 17 Oktober 1929 nomor 337 diteri­

ma perintah untuk meninjau lebih jauh masalah tersebut di atas de­

ngan memperhatikan saran Dewan Hindia, yang menganjurkan pengekang­

an kebebasan sekolah liar. Juga diperintahkan untuk membahas per­

soalannya dengan Komisi Pendidikan Bumiputera-Belanda. Oleh Komisi 

ini telah diku.mpulkan sejumlah besar data mengenai sekolah swasta 

tidak berbantuan, tetapi dalam laporan terakhir tidak dapat diru­

muskan kebulatan pendapat, apakah anjuran penghentian perluasan 

pendidikan rendah Barat juga dilaksanakan terhadap sekolah swasta 

tidak berbantuan. Komisi dibubarkan dan tidak dapat diharapkan la­

gi nasehat dari padanya, seperti diberitahukan oleh Sekretaris 

W.M.F. Mansvelt dengan surat tanggal 19 Juni 1931 nomor 5467a/24 

sebagai jawaban kepada B.J.O. Schrieke, yang mencari informasi me­

ngenai penyelesaian persoalan tersebut. Itulah sebabnya bah\..ra ba­

ru media 1931 masalahnya mulai ditelaah olehnya. 

Sementara itu masalah tersebut menjadi akut. Krisis ekonomi 

meningkatkan kebutuhan akan pendidikan, teristimewa pengajaran ba­

hasa Belanda karena dalam perjuangan hidup yang menjadi lebih be­

rat, pemilikan ijazah menjadi dianggap makin penting. Karena pe­

perintah menghentikan setiap peningkatan jumlah sekolah, maka per­

mintaan untuk masuk sekolah dipenuhi oleh "sekolah liar", yang jum­

lahnya terus-menerus naik• Banyak kaum penganggur yang mau menjadi 

guru dengan gaji -sangat kecil. Di Dewan Rakyat masalah sekolah li­

ar diperdebatkan~ Sejumlah besar para pembicaranya berbeda penda­

pat. Sebagian dari mereka menganjurkan supaya sekolah liar dibe­

rantas karena memberi pendidikan dengan uang sekolah yang tinggi 

untuk mengejar keuntungan semata-mata. Menurut pendapat yang lain 

lagi, pendidikan seperti itu harus dapat ditolerir. Jika perlu di­

beri dorongan, karena oleh prakarsa dari pihak orang Bumiputera di­

berikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan akan sekolah, sedang peme­

rintah sendiri tidak mampu melaksanakannya dengan memuaskan. 
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Menurut B.J .o. Schrieke, selama perluasan sekolah negeri tidai~ 

dapat berjalan seimbang dengan kenaikan keinginan belajar, maka se­

lama itu pula akan disediakan kesempata11 bersekolah oleh pihak swas-

' ta, baik pun atas dasar kedermawanari maupun atas dasar pertimbangan 

mencari penghasilan. Maka pada hematnya sekolah 'liar tidak akan de­

ngart sendirinya menghilang oleh saingan sekolah negeri yang leb:i.~1 

baik, dan yang biasanya juga lebih murah bagi orang tua. Ia juga 

berkeberatan untuk menuntut syarat-syarat kurikulum, · kemampuan tena­

ga penga:jar, bangunan sekolah, dsb., agar dapat sederajat derigan se­

kolah negeri a tau sekolah swasta bersub_sidi • Jika dipakai penyele­

saian dengan cara ini, boleh dikatakan semua sekolah liar akan le­

nyap, karena tid,a:k akan mampu memikul biaya untuk perba:ikiln perleng­

kapan, personalia, dan meteriil. Cara ini akan sama efeknya dengan 

mengeluarkan larangan terhadap $ekolah swasta tidak bersubsidi. La-
• 

rangan ini akan memberikan hak moral kepada orang-orang yang terto­

long oleh sekolah liar, untuk menuntut tempat di sekolah uegeri. 

Tuntutan itu barang tentu tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah, ter­

istimewa dalam masa penghematan sep·erti pada waktu itu. 

Lain dari pada itu larangan tersebut akan membawa efek yang 

berlawanan dengan tujuan Pemerintah, karena menutut B.J.O. Schrie!ce 

penutupan sekolah-sekol·-:h kurang bermutu tersebut ' akan berakibat, 

bahwa siswa sekolah tersebut bukannya mendapat per-didikan yang le-

. bih baik, tetapi sama sekali tidak mendapat pendidikan. Maka tin­

dakan yang disarankannya kepada Pemerintah ialah menr.egah ekses­

ekses sekolah liar sebagai sekolah perusahaan untuk memperoleh ke­

untungan materiil. Pemerintah tidak dapat menuntut, · bahwa se1colah 

· swasta tidak bersubsidi semua tenaga penga.:Jarnya mampu ·secai:-a 'kese­

luruhan, taraf pengajarannya sama 'derigan sekolah negeri, bangurian 

sekolahnya memenuhi segala persyaratan, dsb. Yang dapat .da:nharus 

dicegah oleh Pemerintah ialahkebutukan-keb1;1rukarinya yang keferla­

luan. Ia berpendapat bahwa saran yang berkali-kali diberikart oleh 

Dewan Hindia mengandung pikiran yang ·sama, yaitu bahwa tujuan .nta­

ma peraturan legal mengenai sekolah liar urituk membatas{ ai:lanya 
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pendidikan yang kurang bermutu dan tidak sembarang orang 9 baik pun 

yang pandai maupun yang pandir boleh menjadi guru. Untuk mencapai 

tujuan tersebut perlu ditarik kembali Ordonansi 1923 (Lembaran Ne­

gara nomor 136). Sebagai gantinya yang baru, disamping diadakan 

pengawasan politik oleh pangreh praja, dilibatkan pula Inspeksi 

Pendidikan ke dalam pengawasan. Dengan cara demikian akan dapat 

diadakan peraturan modern .untuk melaksanakan pengawasan terha-

dap sekolah swasta oleh orang Bumiputera kepada orang Bumiputera, 

dan disarankan supaya peraturan tahun 1880 mengenai pendidikan 

swasta oleh orang Eropa kepada orang Bumiputera (Lembaran Negara 

Hindia-Belanda 1880 nomor 201) diterapkan dalam ordonansi ba-

ru. sehingga dengan demikian pengawasan terhadap sekolah swasta un­

'tuk orang Bumiputera diatur secara keseluruhan. 

Menurut Ordonansi 1923 ora'g bukan Eropa yang mau memberi peng-
' 

ajaran, cukup memberitahukan kepada kepa1a pemerintahan daerah untuk 

dapat diketahui adanya sekolah~$ekolah swasta dengan corak pendidik­

an yang diberikan. Kepala Pemerintahan Daerah berwewenang melarang 

guru swasta mengajar dalam waktu yang lamanya ditentukan atau tidak 

ditentukan berdasarkan pertimbangan ketertiban umum. Peraturan ter­

sebut menurut B.J.O. Schrieke harus dirubah dalam dua hal. Perubah­

an pertama ia1ah peraturan da1am ordonansi mengenai pendidikan oleh 

orang Eropa kepada orang Bumiputera (Lembaran Negara 1880 nomor 201) 

· diterapkan untuk pendidikan oleh orang Bumiputera kepada orang Bumi­

putera, dan bahwa m.enurut ordonansi tersebut harus ada ijin menga-

jar. Perubahan k~dua ialah sebagai perbaikan bahwa pemberian 

ijin itu tidak hanya ditentukan menurut pendapat pegawai pangreh 

praja, tetapi pertimbangan Inspektur Pendidikan bersangkutan 

juga ikut menentukan. Keputusan terakhir untuk memberikan ijin ada 

pada pihak kepa1a pemerintahan daerah. Tetapi untuk menjamin bahwa 

saran dari Inspektur Pendidikan itu akan diindahkan, direncanakan 

peraturan - bahwa Kepala Pemerintahan Daerah tidak akan memberikan 

ijin - jika Inspektur tidak menyetujuinya. Tetapi kepala pemerin­

tahan Daerah berwewenang penuh untuk meno1ak orang yang dari segi 
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teknis pengajaran disetujui o1eh Inspektur tetapi berdasarkan per­

timbangan po1itik tidak dapat diterima. 

Da1am tahun 1925 dipertimbangkan untuk memper1uas ketetapan 

dalam Ordonansi 1923, sehingga 1ahirlah ordonansi dalam Lembaran 

Negara 1925 nomor 260. B.J.O. Schrieke tidak mengetahui apakah 

pada waktu itu te1ah dipertimbangkan untuk mengadakan sistim pem­

berian ijin yang dianjurkan o1eh Menteri Daerah Jajahan (Welter) 

pada waktu itu _dan juga disetujui oleh Pejabat Jaksa Agung. Teta­

pi J.F.W. van der Meu1en~ pejabat yang mendahu1ui B.J.O. Schrieke~ 

sangat berkeberatan, karena terhadap guru-guru yang o1eh pemerin­

tah diberi ijin mengajar harus diadakan sanksi. Hal itu oleh 

yang bersangkutan akan disalah gunakan sebagai a1at propaganda. 

Di s3mping itu Pemerintah Daerah ~kan bertambah pekerjaannya, ka-, 
rena harus mene1iti kelakuan dan kemampuan orang-orang yang memin-

ta ijin mengajar. Pendapat J.F.W. van der Meulen itu disetujui 

oleh Dewan Hindia dan pemerintah ikut mendukung. B.J.O. Schrieke 

memahami keberatan utama terhadap sistim pemberian ijin itu» teta­

pi tidak set~ju untuk dibesa~-besarkan, dan hal itu dapat diatur. 

Dalam rencana .sistim yang diusulkannya pemilikan surat ijin meng­

ajar merupak?n syarat mutlak. Tanpa ijin, orang dilarang berdiri · 

di muka kelas untuk mengajar, Tetapi ~jin tersebut tidak boleh 

diberikan dengan keterangan kecakapan , misalnya d~pat diberi­

kan surat oleh Inspektur Pendidikan kepada orang yang mau meng­

ajar t~tapi tidak memiliki ijazah guru. Ijin yang ada dalam ga-· 

gasan B.J.O. Schrieke sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh Pe­

merintah Daerah. Ijin itu hanya merupakan pernyataan bahwa Kepala 

Pemerintahan Daerah tida~ berkeberatan terhadap orang bersangkutan 

yang mau mengajar. Perumusan ijtn itu harus disusun sedemikian 

rupa sehingga tidak menimbulkan kesan sebagai diploma apa pun. 

Maka oleh B.J.O. Schrieke sistim perijinan mengajar yang sudah 

ada sejak tahun 1880 untuk orang Eropa diusulkan agar berlaku juga 

untuk orang Bumiputera. Masalah yang harus dipecahkan ialah krite­

ria sebagai dasar pemberian naseh~t oleh Inspektur Pendidikan. 

·~ ·-
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Menurut pendapatnya 9 diploma guru tidak boleh dituntut sebagai sya-
. ' . 

ra.t, tetapi orang yang Beminta ij in harus memiliki pengetahuan mi-

nimum yang diajarkan di sekolah. Pengetahuan sekolah minimum itu 

tidak boleh dituntut terlalu tinggi, karena dengan tuntutan persya­

ratan terlalu tinggi akan banyak sekolah liar y:mg "gulung tikar", 

dan hal itu menurut B.J.O. Schrieke, baik pun dari segi pe~didikan 
maupun dari segi politik tidak bijaksana. Karena itu direncanakan 

ketetapan bahwa orang yang mengajar dalam bahasa Belanda atau de­

ngan bahasa Belanda sebagai pengantar harus mempunyai ijazah akhir 

sekolah negeri atau sekolah swasta bersubsidi pendidikan rendah 

Ba~at.*) Sedangkan orang yang mengajar 'dengan bahasa Pribumi harus 

telah tamat belajardi sekolah kelas du~ 1 tiegeri atau bersubsi­

di. Tetapi ditegaskan, bahwa me~kipun sudah dipenuhi syarat minim­

um sama sekali .tidak bet'arti bahw~ perinohorian ijin harus dilulus-
1 . i : .. 

kan • . Oleh Inspektur Pendidikan dalam sarannya harus dipertimbang-

kan, bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk mengajar dan 

juga harus dipertimbangkan keadaan persediaan tenaga guru yang le­

bih baik di. tempat. •la bermaksud, setelah ordonansi di.berlakukan, 

akan mengedarkan surat kepada para Inspektur, bahwa dalam nasehat 

mereka harus ditinjau faktor-faktor sosial dan menguji kemampuan 

individuil dari pemohon ijin kepada keadaan penyediaan tenaga guru 

di daerah yang bersangkutan. Mengenai hal ini tidak perlu ada ke-

seragaman : 

Demikianlah menurut B.J.O. Schrieke, ddak diharuskan memiliki 

suatu ijazah guru. Gagasan yang dianjurkan oleh Dewan Pendidikan 

dalam tahun 1924 untuk menuntut dari orang yang mau mengajar dalam 

bahasa Belanda, paling sedikitnya apa yang disebut diploma Depok . 

(Depoksche Diploma), yaitu ijazah yang paling rendah untuk wewenang 

mengajar dalam bahasa Belanda• dianggap menemui keberatan, karena 

jumlah pemilik ijazah tersebut sangat kecil. Lagi pula dari laporan 

*) Ijazilh akhir sekolah swasta tidak ber'subsidi akan diakui j ika 
ada pengakuan sederajat dengan 'sekolah negeri terhadap sekolah 
tersebut. · 
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pa:ra Inspektu:r ternyata bahwa di · sekolah liar seringkali diajarka~ 

bahasa Belanda oleh orang-orang yang telah belajar beberapa tahun 

: · di. "Kweekschool" (sekolah guru), tetapi tidak berhasil mencapai 

ljazah akhir. Tidaklah sepatutnya untuk menghargai mereka ini le­

bih rend.ah dari pada para pemilik diploma Depok yang sangat seder·­

hana it.u. 

Ijin y'lng diberikan oleh Kepala Pemerintahan Daerah dangan 

d:f,.penuhi syarat ··syarat minimum rr.asih belum r.Jerupakan jaminan bahwa 

sekolah liar telah memenuhi tuntutan minimum yang pantas. -Penga­

wasan pemerintah tidak hanya dikenakan kepada para guru secara 

perorangan, tetapi: juga diperluas kepada seluruh sekolah. Dua ke­

pincangan yang s~ring terdapat harus diberantas, yaitu mengajar 

da}aQl ruangan yang; sama sekali · tidak memadai dan memberi gambaran 

tidak ~ c~~r mengenai tara£ pendidikan serta pemberian ijazah 

· yang nilainya tidak sepadan de~gan kenyataan. Mengenai ke~in~ang-

an . kedua dikemukakan bahwa terutema di sekolah liar yang 

mengajarkan bahasa Belanda, diberikan g.;.unbaran palsu mengenai mutu 

pengajarannya. Banyak sekolah liar dihiasi dengan penggunaan nama 

HIS, meskipun tara£ pendidikannya dalem bahasa Belanda biasanya 

berada jauh di bawah sekolah negeri. Maka untuk selanjutnya nama 

HIS hanya boleh dipakai oleh sekolah yang dapat dianggap sederajat 

dengan HIS negeri dan pelanggaran ·harus dihukum dengan periutupan. 

Peraturannya juga akan efektif dalam kasus-kasus pengelabui mata 

publik oleh sekolah liar. Misalnya pernah terjadi di Betawi, bah­

wa se~8ora~1g mengusahakan sejumlah besar sekolah dengan nama 

"Neutrale HIS met Engelsch" (HIS Netral dengan bahasa Ir.Gg:::i.s) 

dan mengeluarkan ijazah yang sama dengan s~l<olah negeri, karena 

berhas.il memperoleh lembaran formulir blanko yang dipakai di seko­

lah negeri di kantor pos dengan membayar menurut harga meterainya. 

Penyalah guna~m tersebut un,tuk semen tara dicegah oleh B .J .0. Schrieke 

dengan permintaan kepada para Kepala Kantor Pos untukmenyerahkan1 

lembaran blanko 4~ploma tersebut hanya kepada orang-orang yang te­

lah diberi otoris~(~?i oleh ·.l!nspeksi Pendidikan. 
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sebaliknya mereka tidak dikenakan syarat ' ;tidak mengganggu ke­

tertiban dan ketenteraman 71
• Tidalt lagi beralasan untuk rr.emper­

tahankan peraturan tahun 1880 ini. 

Teks konsep ordonansi rlengan disertai ranca.Tlgan surat pengan­

tar dan tremori penje1asan disampaikan kepada Gubernur Jdneral. Pe­

nyampaian dilakukan melalui t ~r. J .J. Schrieke karena dianggap per­

lu da1am hubungan dengan pencantuman sank,si hukuman da1am peratur­

<:tn baru yang direncanakan. C3tat.?.n yang bersifat yuridis formi1 

diberikan untuk diperh~tikan. 01eh H. HmJ, Penasehat Uruscn Gina, 

diuraikan da1am nota untuk De"~>ran l1india keberatan prinsipii1 ter­

h.:ldap rancangon ordonansi. Ia berkeberatan terhadap setiap penga­

wasan at as seko1ah s•11asta Gina, karena pengauasan ini akan berarti 

mempunyai maksud untuk memperbaiki mutu pendidikannya, sedangkan 

seko1ah tersebut mengandune Unsur-unsur anti Barat~ sehingga dida­

pat kesan bahwa Pemerintah mau menE,adakan perbaikan pada suatu 

1embaga yang diijinkan. tetapi sebenarnya tidak dapat dianjurkan. 

Dewan llindia-Be1anda menyetujui rancangan ordonansi (da1am saran­

nya tangga1 5 Agustus 1932 nornor X) dan ~ependapat dengan Direktur 

Pendidikan dan Agama, baht.>a pemberian ijin tidak berarti bahwa pe­

merintah memberikan suatu pengaku1:tn terte~tu, karena pemberian 

ij in tersebut mempunyai "sif at negatif belaka" dan tidak mengandung 

•:penghargaan yang positif". Rancangan itu diejukan kepada Det-1an 

P~kyat pada tangga1 13 Agustus 1932 dan o1eh Dewan, setelah diada­

kan berbagai amandemen, diterima deng:an 32 1awan 13 suara pads. 

tanggal 9 September 1932. 

104. Direktur Fendidikan dan Agama (B.J.O. Schrieke) kepada Gubernur 

Jendera1 (De Jonze) tangga1 13 September 1932 

Dalam surat tertanggal 13 September 1932 dibahas kelanjutan 

penerimaan rancangan ordonansi oleh Dewan Rakyat. Pertama-tarna 

dimintakan perhatian mengenai dua persoa1an yang menurut B.J.O. 

Schrieke bersifat sangat prinsipii1 da1am amandemen-amandemen yang 
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telah diadakan. 

Persoalan pertama mengenai perumusan dalam paragraf 2 · tentang 

"sekolah-sekolah' ; . Sebagian ' besar· ailggota De~1an. sangat herkeberat­

an terhadap rancangan pemerintah, · bahwa dilarang mendirikan a tau 

mengeiola sekolah swasta tanpa pi:mgakuan Kepala Pemerintahan Ilae­

rah. Dikhawatirkan ketentuan dalam peraturnn terseb:ut akan terla­

lu ·mudah digunakan oleh pangreh praja sebagai alat untuk I!'erintangi 

prakarsa swasta di bidang pendidikan. Karena itu dianggap cukup 

dan lebih baik untuk mengndakan sistim represif terhadap sekolah . . 

st,Tasta. Hanya sekolah-sekolah swasta yang menggunakan sebutan se-

. perti sekolah negeri dan dengan demikian merepersamakan diri sedera­

jat dengan sekolah negeri~ . diwaJibkan lebih dahulu memperoleh ijin 

dari Direktur· Pendidikan dan Agama. 

Amendemen diajukan oleh Ratulangi cs. dan Hiranatakusumah cs. 

Setelah diperbincangkan dengan saksama diperoleh keyakinan bah\lra 

. dengan diterin anya sistim yang dibela dalam perembugan di Det·ran 
. . 

Rakyat, ternyata membawakan perbaikan. Oleh Dewan disetujui sistim 

preventif terhadap guru-guru secara perseorangan dan juga dapat di­

terima terhadap sekolah swasta yang mempersamakan diri dengan seko­

lah negeri be·rdasarkan pemakaian nama yang sama. llanya s.ed-ikit 

yail~ berkeberatan terhadap sekolah swasta lainnya yang tidak meng­

anggap sederajat dengan sekolah negeri, untuL menggunakan peraturan 

represif dalam arti, bahwa pendiriannya hanya harus diberitahukan 

kepada Pemerintah. Penggantian pengakuan oleh kepala Pemerintahan 

Daerah dengan pemberitahuan kepadanya mecpunyai kebaikan, bahwa 

pangreh praja daerah akan diperingan pekerjaannya, di samping itu 

d~pat dihindarkan penggunaan "pengakuan'' tersebut sehagai propagan-. . .. . 

da reklame (iklan)" oleh sekolah-sekolah swasta secara tidak patut. 

¥.aka t~npa peniungutan suara per kepala disetujui oleh Dewan untuk 

me;1gaciakan perubahan-peruhahan yang diperlukan dalam paragrap 2 da­

ri rancangan ordonansi. 

Persoalan kedua ialt'h mengenai peraturnn naik banding terhadap 

keputusari kepala pemer'intahan Daerah. Dalam rancangan peraturan 
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itu tidal-: dimuat pertimb ,,n gan s b aho.JC1 sen_trs lisasi pengauasan o1e~l 

Pusat kurang kena berhubung dengar.. diad?,kannya penyerahan urusan 

pendidikan rendcl1 kepnda Propinsi, Dewan Kabupaten, dsb. Te tapi 

dengan mengalah ·kep e da de seka n yang kua t dari De~van akhi~ya dite­

rimalah usu1 amandemen Ratulangi, b ahv a t e rhadnp semua keputus an 

kepala penerintahan Daernh terbuka kesempa t a n dnlam u aktu seb'.l1an 

untuk n oik banding. Te tapi Ratulnnr;i cs . menambahknn klausul ke-

pada nmendemen sebagai berik ut : 11Pe1aks an aan keputusan kepala pe ­

merintahan Dae rah y an g terl11.1 ~epnya dia jukan nai k banding oleh yan3 

bersnngkutan ~ ditangguhkan saopa'i pemerintah Pus at mengamhi1 kepu­

tusan". Dnlam pe rembugan men,genai usul amendemen ini, B·.J .0. Schrieke 

mengemukakan bah~va peJJ~.erintah sangat berkeberatan LD.rena penangguh-

an .tersebut akan menimbulkan harnbat e.n serius bagi pemerintahan ~k­

sekutif apabi1a s e orang kepala peruerintahan telah tr.emerintahkan pe­

nutupan seko1ah, seo.angkan pelaks:anaan perintah itu ditunda sampai 

ada keputusan dari pemerintah Pusat. Tet~pi Dewan Rakyat menyetu-

jui amendemen dengan 26 suara lm.;an 23 suara. ~!alaupun ada arilende­

men tersebut, dinasehatkan oleh o .J.O. Schrieke untuk menetapkan 

ordonansi yang dirancangkan dengan amendemen dan . tambahan _yang di­

buat oleh Dewan Rakyat. Jika di kemudian hari amendemen tersebut 

dalam praktek akan menimbulkan kesu1itan, pemerintah masih dapat . 

mengaj ukan rancangan perubah an kepadc- De~vnn Rakyat. 

Pemerintah diharapkan , jika menyetujui pendirian B.J.O. Schrieke 

seperti diuraikan di atas, untwc se1ekasnya memberlakukan ordonansi 

tersebut dan diusu1kan 15 September 19 32 sebagai tangga1 mu1ai ber­

lakunya. 

105. Kuasa Pet:'"erintah Untuk -urusan Umum pada Dewan Rakyat (B..J. Kiewiet 

de Jonge) kepada Gubernur Jendera1 (De Jonge) 2 26 Okto.ber 1932 

Apa yang disebut "Ordonansi Penga~vasan Terhadap Pendiaikan 

Swasta" (Toezicht-ordonantie Particulier Onden1ijs) • yang didalamoya 

dimuat amendemen-amendeman Dewan Rak.yat mulai mempunyai }tekuatan 

berlaku pada tangga1 1 Oktober 1932. Terhadapnya timbu1 gerakan 



172 

yang menentang~ Oleh Sekretar is Umum Pemc rintab (Negara), atas 

nama Gubernur Jenderal DeJonge ditugaskan kepada H.J. Kie~.riet de 

Jonge. yane diberi kuasa sebagai imasa pemerintah untuk Urusan 

Umum di Dewan Rakyat. agar berkomunikasi dengan Pemimpin Ta~an 

Sis-.;; a, Ki Hajar Dewantoro, dengan tujuan meneat <Jsi kesalah pahai'l­

an yang telah timbul. Dalam sura tnyn kep ada GubernurJenderal di­

samp aikan· laporan ha sil pe rtukaran pikira n da lam pertemue1n den~an 

Ki Hajnr Dewantoro (surat tnnggal 26 Oktober 1932). 

Perintah untuk tugas tersel:ut di ntas cliterimanya pa da tang­

gal 12 Oktober 19 32. Tetapi ia baru berhasil mengadakan pertukar­

an pikir'an dengan Ki Hajar Dewantoro di rtnnahnya di Yogyakarta pa­

da tanggal 19 Oktober. Untuk pertemuan pertama selama kira­

kira tiga jam dan pada tanggal 21 Oktober untuk yang kedua selama 

kira-kir'a dua jam. Sebelumnya ia telah mendapat informasi . di Se­

marang dari A.van Dijck, Inspektur Pendidikan llumiputera untuk Ja­

-.;m Tengah • oah~,ra menurut pendapat Inspektur tersebut isekolah na­

.sionalistis berkembang dengan subur d:imana relatif a~a kekurangan 

sekolah· negeri. Terutama sebagai akibat sistim subsidi y.cmg ber­

laku untwc daerru1 swatantra, khususnya di Yogyakarta, sekolah na­

sionalistis tersebut mendapat murid seperti sekolah Mi s si dan Zen­

ding, sedang kenyataan ini harus ' dipand~mg lebih banyak sebagai 

akibat kebutuhan akan pendidikan daripadr., simpati tertentu orang 

tua. D1 Yogyakarta diperoleh informasi dari Re siden mengenai 

aksi Taman Siswa yang mempraknrsai g e rakan perlmvanan pasif terha­

dap "ordonansi' sekolah liar" . Dari maj alah Pusan\ Taman Sis"1a 

edisi S(;;!ptembe r dan Oktober, diktunp ulkan tulise.n yang herhubungan 

· dengan geraks n perlawanan pa s if. 

dilampi~kan pada l aporannya itu. 

piran II s/d V). 

Terje~nhannya oleh Dalai Pustaka 

(Ada empat a.rtikel sebagai lam-

Dnri j,.n,formasi yang diperoleh dari perseorangan l.tntuk orien­

tasi dalam situcsi sebelum .menga dakan pertemuan dengan Ki Hajar 
. . 

Dewantoro ditarik kesimpulan b,ah'-m pemimpin-pemimpin ·rakyat terke-

muk!2 seperti Thamrin, Soeka rno, Soe_tomo, mungkin juga Sartono, dll. 
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telah menya takan persetuj uan .secara ter.tuli s at au dengan per an tara­

a n orang-orang kepercayaannya mengenai seruan mengadakan aksi ge­

rakan pe.rla\vanan pasif dan jik a perlu melanjutkannya. .Dalam rapat 

Pen r;urus Besar· Budi . Utomo pada t anggal 15 Oktober dan dalarn rapat 

perkuropulan-perk umpulan yan[ lain dikeluarkan perriyataan yang .s·ena­

da. Lain dari pada itu menurut H .J. Kiewiet de Jongc pernyataan- · 

peinya taan yang dibua:t Ki H aj ar De\,rantoro sudah ntenj angk a u s an gat 

j a uh. t e rut nma seperti y an g din ua t da lnm Larop irnn IV dan V. Dalam 

Lampiran IV dimuat terjemahan tulis an yang berjudul " Penarikan Se­

r;era Ordonansi" 9 di .dalamnya (likerouk akan oleh Ki Hajar Dewantoro 

antara lain : 

Kelahiran ordonansi dapat dianggap kekalahan pergeraka.n politik . 

pager kita telah dirubuhkan dan rousuh telah roe~asuki halaman de­

ngan senj a t a taj am serta dengan sesuka h a ti dapat . rnemusnahkan 

dan membtmuh kit a . 

Sedangkru1 sangat perlu, baht•a peroerintah diperingatkan dari pi­

hak rakyat pada tahggal 1 Oktober itu sup aya pada saat itu juga 

.dasar hukum dan kekuatan berlakunya ordonansi dinyntakan gugur. 

rTelegram saya kepada Gubernur Jenderal harus dianggap sebagai 

tanda . b ahaya, sebagai 11peringatan' ; , sebagai "ultimatum", dan 

bahkan sebagai "kata perpisahan kepada roasyarakat Hindia Belan­

da". Pengirirnan telegran itu saya an ggap perlu sebagai tindakan 

keksatriaan terhadap l c::wan. Say n tidak minta-ndnta, saya tidak 

mengeluh , tetapi saya memberit ,qhuk nn : •;saya .menolak das·ar hukum 

keberadaan ordonansi" . 

Di dalam. Lampiran V diuraikan "garis-garis perlawanan pasif 11
• 

Seandainya perlat-vanan seperti itu dilancarkan, mak a ge rakan ini ti­

dak hanya akan melibatkan kira-kira 170 sekolah dan kira-kir.a 1000 

orang guru Tc::man Siswa, tetapi pada akhir tuli:se.n itu · diserukan ke­

pada semua petnimpin rakyat : "Berila h Dukungan ••••. ". Jadi ge rak­

an perlal-ranan pasif Taman Sis\oTa akan sebagian besar berjclan bers a­

ma-sarna dengan perge rakan nasional. 

Demildan menur~t II . J. Kieloliet de J onge . 
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Palam suasafla yang demikian itu dipertanyakan oleh Hakil pe­

merintah itu, a pakan pengi-riman telegram kepada Gub e rnur Jenderal 

(Lampiran I) dan pernyataan,-pernyataan serta pengumuman-pengumuman 

Pemimpin Taman . Sis~>7a itu dalam Pusara Trunan Sis't-Ia tid<>.k lain dari 

pada tindakan spontan ataukeh ~indakan tersebut dis.:;.r:J:;ut dengan 

han{;at oleh para ,pemi:upin rakyat d~n perkumpulan-perlmmpulan untul~ 

dij o.dikan landasan mengadakan aksi bersama, sehinEga persatuo.n da­

lam pergernkan nasional dipulihkan atau setidak-tidaknya diperku­

at. Jika sifntnya spontan, ~:ak[l. kesalah pahaman rnasih d?pat di­

atasi walaupun masalah · ordonansi sudah clengan panas mendap::-.t per­

hat ian umum. sehingga sukar melenyapkcn kesalahan tanggapan " Te­

tapi apabila tindakan tersebut merupakan satu bagian dalarn .perge­

rakan nasic;mal, maka rupanya penjelasan yang berpijak pada pendi­

rian pemerintah akan hanya sedikit gunanya. 

Ke~an yang diperoleh dari pertemuan; pertemuan yang diadakan ada 

yang _memmjukkan aspek yang pertama dan ada juga yang mengartdung 

aspek yang kedua. Hengenai kegavJatan suasana dikemukakan pendapat 

bahwa di kalangan Budi Utomo di Yogyakarta, . setelah segala publi­

kasi yang di,~dakan tidak ada lagi jalan untuk mundur bagi Ki Hajar 

Dev1antoro, dan. harus diteruskan. Peristhra ini merupakan kasus 

ya~g analog dengan ~asus Pangeran Suriadiningrat.*) I1aka diambil­

nya pendirian bahwa dalam pertukaran pikiran y<mg akan diadakan, 

akan dijelaskan dengan sekuat kemampuan maksud Pemerintah lebih j a ·· 

uh, tetapi jika terbukti bahwa tetap akan dia.mbil keputusan untuk 

melancarkan aks.i, ciaka harus diambil pendirian yang sangat tegas. 

Jika dari pihak kaum nasionalis mungkin dikehendaki perlawanan ter­

hadap ordonansi, bagi pemerintah tidak ada alasan untuk menghindar­

inya dengan kompromis. 

*) Pangeran .Aria Su~iadiningrat, saudara tiri Sultan Yogyakatta 
telah berhubungan dengan Partai Indonesia (Partindo) yang di­
dirikan oleh Sartono, sete1ah dal~mt tahun 1931 Sukarno di­
vonis oleh Pengapilan Negeri Bandung, dan kemudian -PNI di- · 
bubarkan. Pangeran itu dalam tahun 1932 berkali-kali mencla-
pat peringatan Pemerintah, tetapi tidak dihiraukannye. 



175 

Dari pembicaraan dalam pertemuan dua kali, dibu.at laporan ser­

b·a lengkap. Diakui, baht;,ra dalam laporan tersebut diungkapkan hanya 

esensinya saja dari pertukaran pikirah. Lain dari pada itu sifat-

·nya juga sepihak. karena isinya belum tentu dapat disetujui · oleh Ki 

l~ajar Dewantoro. ·Juga karena dal·am laporan itu tidak dapat di·ung­

kapkan sengan sebagaimana mestinya suasana yang meliputi pembicara­

an, maka mudah saja timbul tanggapan yang salah. Di b~wah ini di­

sajikan hal-hal yen~: dianggap penting untuk diketahui. 

Pada pertemuan pertama dibuat perjanjian bnht-1a H.J. Kiewiet 

qe Jonge padn hari Rabu rnalam pukul 8 akan datang di rurnah Ki Hajar 

Dewantoro. Pada pukul 6 ia cit:ilpon, baht-1a al~n diadakan latihan 

tari Jaw a ·· yang setiap rninggu C:.::~: .::.:-:1:1 di temp at Ki Haj ar Dewanto­

ro .di bawah bimbingan Pangeran Tedjokusumo, dania dipersilahkan 

untuk menyaksikannya apabila ada minat. Selain sangat ·tertarik, 

ia beranggapan bahwa dengan memenuhi und~ngan tersebut akan ·tercip­

ta suasana yang baik untuk mengadakan pembicaraan pendahuluan. 

Berdasarkan anggapan kulturil-nasi·onal. Taman Siswp memberi 

nilai fo-rmil yang tinggi kep::>da tari Ja'l:..-a, teristimewa sebagai im-

9angan terhadap dansa-dansi Barat yang dipandang dalam beberapa 

hal kurang cocok untuk para muda Jmm. Pada kira-kira pukul 8 rna­

lam setelah latihan selesai para tamu sudah pergi dan hanya ting­

gal H.J. Kiewiet de Jonge dengan Ki Hajar Dewantoro. Utusan peme­

rintah kolonial · itu mer.:c crhatikan serambi muka' (pendopo) yang di­

gunakan untuk , tempat latihan tari dan sehari-harinya dipakai un­

tuk ruang sekolah• Di ruang itu~kemudian · diatur dan disiapkan me­

ja-meja kecil setinggi. kira-kira 40 em berjejer-jejer untuk penga­

jaran keesokan harinya • . Para siswa duduk di muka meja di atas ti­

kar. Sambi! meoperhatikan itu semua sang tamu meroberanikan diri 

berkata kepada tuan ru:nah bahwa cara para sis·Ha duduk itu ialah 

khas menurut adat Ja~1a, sederhana, disesuaikan dengan lingktirigan, 

dan menurut pendapatnya serambi muka dengan di sekelilingnya ba­

yangan pohon-pohon besar merupakan teopat belajar-mei~gajar yang 

sejuk dan menyenangkan. Seraya bersenyum Ki Hajar Dewantoro men­

jawab bahwa meja-meja kecil dan ruang sekolah itu dahulu di 
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sekitar tahun 1925 telah dikecam 'oleh P.J. Stroeve, Inspektur Pen­

didikQn Renda.i, Barat, . dan kata:nya para sis\>la meskipun anak Jawa, 

tidak boleh duduk di bawah, . ruang kelas kurang besar, dan tidak 

. _boleh bersambung dengan ruang tinggal. Hal yang disebut belakang­

an itu bagi' Ki_ Hajar Dewantoro justru merupakan suatu prinsip, ka­

rena a<;la penganihnya yang baik. Celaan :rnspektur itu tidak G.ihi­

raukannya? karena Taman Siswa tidak minta subsidi dan salah satu 

azas pendidikannya ialah tidak mendidik am~k-anC'!k dalaM lingkungan 

yang lebib bagus daripada lingkungan rumah sendiri. Tuj.uannya ju-

·. ga tmtuk sedapat•dapatnya mempersatukan sekolah dengan rumah, an­

tara pendidikan dengan masyarakat. Sekolah Barnt mencabut banyak 

siswa dari akar mereka, mengasingkao mereka dari tradisi sendiri, 

tetapi mereka tidak juga menj adi orang Bar at. Dalam beberapa hal 

. kenyetaan itu ·tida'k dapat dihindari, tetapi Taman SiS\-la be·rusaha 

mencegahnyn sedapat-dapatnya. ,Banyak petunjuk dari Inspeksi dipa­

tul~i, tetapi yal'!-g bertentangan dengan prinsip Taman Sis~.-1a ditolak. 

Dalam menanggapi pendirian Taman Sis~·1a tersebut di atas, 

utusan pemerintah :I<olonial itu berkata: nltulah hak istimewanya, 

karena tidak menerima subsidi11
• Dijawab oleh Ki Hajar Dewantoro, 

bahwa hak istimewa itu hilang dengan adanya ordonansi baru. Dan 

apabila ada seorang Inspektur seperti P.J. Stroeve tidak setuju 

dengan semuanya itu, maka teguran seperti itu bukan lagi merupakan 

kritik di bidang teknis pendid:i.kan, melainkan suatu kecaman yang 

menyerang jantUQg pergerakan pendidikan Taman Siswa. Inilah yang 

menj adi salah satu sebab dari perlawanan gigih terhadap ordonansi 

baru itu. 

Pertukaran pikiran terjadi mengenai ordonansi t .ersebut. 

Utusan pemerintah kolonial itu berusaha meyakinkan P.emimpin Taman 

Sis~.ra, bahwa sistim ijin menr.raJa.r bertujuan tmtuk meningkatkan ke­

mampuan para pengaj ar di sekolah swasta, dan tidak untuk membatasi. 

kebebasan. Pada hematnya bagi Taman Siswa tidak diperlukan pene­

tapan syarat untuk . guru-·gurunya yarig berwewenang, karena organisa­

si Taman Sis,va sendiri sudah merupakan j aminan untuk adanya syarat 
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terseuut . Tetapi jaminan t e rsebut dituntut t erutama dari sekolah 

swasta yang dikelola berdasark an mengejar keuntungan belaka, dan 

seringkali guru-gurunya kurang mampu , Tetapi Ki Hajar De\'lantoro 

. tetap berpendirian ~ bahHa ordcnanst baru itu mer' berikan kekuas aan 

kepada pangreh praja untuk bertindak menurut sesuk a hati terhadap 

sekolah S\-Tasta. 

Pe rtukaran pikiran dilanjutk an pa da h2ri kedua . Pada hari 

itu Ki Hajar Dewantoro menerima tamunya seperti biasnr.ya dalam ber­

busana n nsional , yaitt.i berj as-tutup dengan k erah tinggi) terbuat 

dari b ah an lurik. Pad'" hari itu sang tc;unu paginya dengan diantar 

oleh Ir . R.H.Pandji Surahman Tjokroadisurio, pemi mpin nalai Perco­

baan Batik di Yogyakarta , telah b erkunj ung ke salah satu pertenun­

an dan meliha t di situ c a ra menenun kain lurik, antara lain yang 

berwarna hi]au .tua dengan jalur-jalur kecil benang merah dan putih, 

yaitu Han1a-warna Taman Siswa. 

Pada hari itu Ki Hajar Dev1antoro menerima ·tarn'l.lnya tanpa mengcnakan 

kain Taman Siswa, sehingga menimbulkan pertanyaan pade1 tamunya, apa 

sebab tuan rutl!ah tidal~ berdandan dalam busana ·Taman S:i,.s~·la. Sekali­

sekali dianggap p~rlu jugauntuk berpakaian lain dengan maksud men­

dobrak kungkung<m ortodoksi y<mg mengekang 'orang untuk berpikir da­

lam l ·ingkaran kecil a tau dalnm kesadaran kelompok kecH. Sebagai 

seorang nasionalis yang baik, ia berpakaian dalam dandanan nasio­

nalis. Tetapi kadang-kadang perlu juga mengenakari pakaian Eropa. 

Hal itu dilakukannya _ untul~ mematllhkan dogmatisme pada para siswa 

.dan para pengikutnya. Pada merek? timbul kebingungan, tetapi ada 

baiknya juga k arena kebingungan i .tu justru 'memaksa untuk berpikir. 

Pada suatu kali, waktu Sartono mengadakan ceramah tentang Sl.radeshi, 

yaitu menggunakan barang-barang hasil buatan negeri sendiri. Se­

tiap ·orang tenturiya hadir dalam bus·ana Jawa, dan ketika diketahui­

nya hal ituKi llajar Dewantoro cepat-cepat berganti pakaian Eropa. 

Hari berikutnya ia mengajar di salah satu kelas tertinggi sekolah 

pendidikan guru, dan ada siswa yang bertanya dengan sedikit malu­

malu, apa sebab ia . telah berbuat demikian. Pat a muda menduga, bah­

ua ia mau berdemonstra8i memihak kepada PIU terhadap P. I. at au 
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Partindo~ partai .Sartono. Dijelaskannya, bahl.ra ia sangat meng-

hargai swadeshi, dan ia sendiri mendukungnya, tetapi . dengan berbu­

sana cara Barat ia bermaksud menyadarkan orang-orang, bahwa pada 

akhirnya bukanlnh busana yang .dipak.iii untu._k. rn~nentukan, melainkan 

kemurnian j h.ranya. 

Bertanyaloh sang tamu, apakah Ki Paj a r DeHantoro m.:1u menying­

kirken sekt a risme sebanyak mungkin dari Taman Sim1a. Dcmikianlah 

sebenarnya, ja\o7abnya. De rr.eja bacaan Taman Sis\oJa juga terdapat 

"De Zaaier", **)dan sebuah majalah Katolik. Para siswa, terutama yang 

lebih tua. boleh saja berkenalan dengan segala macarn pengetahuan. 

Taman Siswa berusaha mehyediakan landasan nasional-kulturil agar 

supaya diperoleh cukup kekuatan untuk menanggulangj_ pengatuh pe­

ngetahuan serba banyak itu. Sekolah di negeri Barat memberikan 

pengetahuan serba-banyak tersebut . tetapi tanpa kekuatan untuk 

menghasilkan sintesa. Kepada para muda diberikan kernampuan untuk 

belajar segala pengetahuan, tetapi tidak diberikan landasan kebu­

dayaan sendiri sebagai titik pusat. Maka mereka itu menjadi ber­

keping-keping sehingga mereka itu bukan Bumiputera dan · juga bukan 

Barat. Generasi muda .ini ·pada umumnya menderita frustra'si. Kare­

na jiwa mereka terbelah mereka itu tidak mempunyai keklli~tan ba­

tin, kehilangan kepercayaan pada diri-sendiri, dan membawakan ba­

haya besar bagi bangsa s~ndiri dan bagi pem-"'rintah. 

Landasan yang kuat itu tidak dapat dibentuk hanya dengan pendicl.ik­

an nasional melu~u, tetapi harus ditopang oleh moral yang kuat. 

Kemudian pembicaraan diarahkan oleh sang tamu· kepada ordonan­

si. Katanya, bahwa justru ordonansi tersebut sa·sarannya ial~h 

'*) PNI (Pendidikan Hasional Indonesia) didirikan Sutan Syahrir 
dan memihak Moh. Hatta. PNI baru berorientasi lebih sosialis·­
tis dan tidak menyetujui swadeshi, teristimewa yang dipropa­
gandakan sebagai kerajinan tangan, tetapi menganjurkan indus­
trialisasi, karena dalam industrialisasi terbentuk proletari­
at yang berpendidikan modern. 

**) Maj alsh ini (Penyebar Benih) ia:lah maj alah Kristen Protestan 
dan diedarkan sebagai maj alsh penyiar aj aran agama Kristen 
oleh Gerej~-Gereja pembaharuan (Gerefopneerde Y.erken). 
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sekolah liar tanpa moral itu. Tetapi Ki Eajar Dewantoro tetap 

menganggap sistii'l ijin men gajar itu sebagai kekangan dan dengan 

menyesal ia rnenyatak an ticlak Menaruh kepercay aan ~ terutama karena 

penggunaan ke k uas a an cleh pangreh praj a ., s e suka h a tinya , seperti 

yaL g pernah dit•lar.1i rekannyn Ki Tj okrodi rcl.jo di Serna rang~ 

Dalam laporan yang disarnpaikan ,kep2da Gubernur Jendera l dise­

salk~n oleh H.J. Kie'lt7iet de Jong.e sikap pangreh prnja pada urnumnya 

dan beb erapa apa :ra tur pemerintah y an g k urang berk omunikasi dengan 

kelompok kat.un terpel .n j :1r Bumiputera yan g setiap tahun jumlahnya 

makin besar. Akibat sikap tersel'- ut menyedihkan. Pada Uiaumny c::., 

pangreh praja itu hidup s e bagai orang asing berdampingan dengan 

dan kadang-kadang bertent'angan deng an yang dip erintah . Dengan de;.. 

mikian t:tdak terjadi adanyn salinr; pengertian9 tetapi saling melq­

kai perasaan . Dnri pertul<.aran pikiran di Yogyakarta itu ternyata 

dengan jelas hubungan antara kecurigaan ~engan perlawanan pasif. 

"Image" atau citra mengenai perla~anan pasif itu tidak bisa dihi­

langkan lagi. Perwujudan atau realisasi perlawanan pasif tersebut 

dipengaruhi oleh kekuatan kecurigaan. Berhadapan dengan Ki Hajar 

Dewantoro adalah menghadapi pemimpin yang berj iwa luhur dan mung­

kin kecurigaan pr1badinya dapat diltmak~an. 

Kemungkinan pada suatu Haktu ia berhadapan_ dengan peroimpin 

lain yanE kurang berterus terang atau yang kejeng!celan para pengi­

kutnya ternyata terlalu lmat. sehingga terjadilah perlatvanan pasif 

itu. Lain daripa da itu dimintakan perhatian terhadap perasaan ha­

lus orang Jawa mengenai formalitas dan prosedur serta nuansa dalam 

keduanya. Pengingkaran terhadapnya menimbulkan kesalah paha~man 

atau perbedaan pendapat yang berjauhan. Sebagai penutup dikemuka­

kan uutuk mempcrtimbangkan saran dar~ E. Gobec , Penasehat Urusan 

Bumiputera, untuk mengadakan perubahan dal am konsep surat edaran . 

Lain dari pada itu diusulkan. untul~ menyisipkan dua pokok lagi, su­

paya ·maksud pemerintah menjadi lebih jelas lagi. · Kedua sisipan 

itu menjelaskan bahwa tujuan ordonansi yang berkaitan dengan 

sistim ijin mengajar juge dapat dicapa·i dengan menambahkan .kepada 
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sistim yang dahulu (yaitu sistim pemberitahuan) unsur 'baru (yaitu 

pc2berian atau penolakan ijin dan penc;akuan kepada tenaga pens ajar) 

dan hanya atas dasar efektivitas lebih.diutamakan sistim pemberian 

ijin. Hal tersebut adalah menurut sisipan pertam<l. Menurut 

sisipan kec:ua perlu memp~rhatikan tinr;k ah laku politik pe-

mohon at au pemegang ijin untuk membedal, an nasionalistue kebudayaan 

(cultureel nasionalisme) dari pada nasionalisme politik (politie,k 

nasionalisme). Tindakan dalam hal ini harus berhati-hati. Dalam 

penilaian terhadap banr;un c>n sekolah dan perlengkapannya serta a~at­

alat pelajarannya hendaknyu dipertimbangkan ·bahwa sekolah Bumipute­

ra tidak harus meniru pola Darat, asal bangunan dan perlengkapannya 

cukup kuat dan higienis (memenuhi syarat kesehatan). 

Juga diusulkan untuk menyampaikan kepada Ki Hajar DeHantoro 

konsep surat edaran yang. berisi peraturan Relaksanaan ordonansi. 

Dihare.pkan bclnJa wibawa Ki Hajar Dewantoro dalam Konperensi Para 

Pemimpin Taman Siswa yang akan diadakan mempunyai pengaruh 
: ,· . .. . 

cukup besar ~ juga kepad·a para pemimpin rakyat yang bersimpati» se-

hingga membatalkan maksud untuk melancarkan aksi perlawanan. He­

ngenai hal ini. tidak ada kepastian. 

S.alinan laporan H.J. Kiew-iet de Jonge tersebut di atas juga 

dikirimkankepada, Direktur Pendidikan dan Agama. dan kepada Penase­

hat Urusan Bumiputera. 

106. Sekretaris Pemerintah (l~egara) I kepada Kepala-Kepala Pemerintahan 

Daerah·, tanggal 24. Nopember 1932 

Penje1asan mengenai · penerapan Ordonansi Peng~asan Terhadap 

Sekolah Swasta (Lembaran Negctra l932 nomor 494) yang mu1ai berlaku 

pada tanggal 1 Oktober 1932 dikemukakan dalam surat tanggal 24 No­

pember 1932.· Menurut ordonansi 3 Nopember 1880 (Lembaran Hegara 

nomor 201) dan ordonansi ·2s Maret 1923 (Lembaran Negara nomor 136) 

mengenai sekolah svrasta tidak bersu~sidi untuk pengajaran o1eh 

orang bukan Eropa kepada orang bukan Eropa d~beri kebebasan. asal 

sudah memberitahukan kepada Kepala Pemerintahan Daerah. Tetapi 
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penya1ah gunaan kebebasan dan keburu~n yang timbu1 dari padanya 

memaksa Pemerintah membuat peraturan pencegahannya. Sebagai di­

anggap paling efektif ia1ah permintaan ijin mengajar yang menurut 

ordonansi-ordonansi terdahu1u hanya diwajibkan kep,ada orang Eropa 

yang mengajar kepada orang bukan Eropa, tetapi menurut ordonansi 

yang baru, dhmj ibkan kepada setiap orang yang mau memberi penga­

jaran (pasal 1 Ordonansi baru). Pendirian sekolah swasta tidak 

bersubsidi bebas dan cukup dengan pemberitahuan saja. 

Tujuan ordonansi baru ia1ah memberantas penya1ah gunaan 

kebebasan mendiri~~n seko1ah tersebut dan keburukan dari padanya, 

tetapi tidak dimaksudkan untuk men~ha1angi prakarsa swasta dalam 

kebebasan perkemba:ngannya. Pengauasan di bidang politik yang ter­

implikasi. di dalam tujuR.n pada hakekatnya tidak berubah, tetap~ . 

penyaiah gunaan dan keburukan yang harus diberantas. .coraknya 

berbeda-beda sebagai akibat pengajaran yang diberikan oleh guru­

gurtJ 'yang sama sekali tidak berkemampuan, tempat mengajar yang 

membahayakan kesehatan atau kese1amatan murid, dan memberikan ha­

rapan yang bei:'tentangan dengan kenyataan menurut keadaan taraf 

pengajaran dan hasil yang dicapai. Karena itu dalam pemberian 

ijin hanya diadakan penolakan berdasarkan pertimbangan, apabila 

yang bersangkutan .dikhawatirkan akan menimbulkan "gangguan kepada 

tata· tertib dan ketenteraman umum" (pasal 4, ayat (1) sub. a). . . 
Karena itu untuk pemberian ijin diperlukan sebagai syarat, nasehat 

positif dari Inspektur Pendidikan ya~g bersangkutan. (Pasal 3, 

ayat (1); Pasal 4? ayat (1) sub. b). Sebagai krite~ium untuk da-
' . · 

sar pertimbangan da1am ordonansi dan tidak ' ditetapk~n syarat-sya-

rat tertentu urltuk wewenang mengajar yang diminta ialah "tanda 

bukti kelakuan susila yang baik" (Pasal 4~ ayat (1) .sub. c le), 

dan syarat-syarat minimum mengenai tingkat kecerdasan si pemohon 

ij:i.n. (Pasal 4., ayat (1) sub. c 3c; ayat (2) dan (3). 
' 

Jadi dengan demikian ijin-ijin yang diberikan san~ sekali tidak 

mempunyai kekuatan sebagai diploma atau ijazah, dan sewaktu-waktu 

dapat dicabut. Pemberian ijin itu juga sama sekali tidak berarti 
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bahwa kepala pemE7rintahan Daerah menilai yang bersangkutan sebagai 

guru yang cakap , tetapi hanya diberi ijin mengajar karena tidak 

ditemukan alasan untuk .menolak permohonannya. · Pemberian ijin itu 

harus diartikan · S€bagai pemberitahuan belakall bahwa kepala peme­

·rintahan Daerah tidak menaruh keberatan kepada pemohon untuk meng­

ajar . . Bentuk surat pemberian ijin itu juga tidak boleh mempunyai 

ciri sebagai diplona. 

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan untuk diperhatiJ;.an, 

bahwa orang yang t elah memenuhi syarat minimum kecerdasan menurut 

ketetapan ordonansi belum berhak untuk memperoleh ijin. Dari In­

spektur Pendidikan harus ada saran yang mendukung (Pasal 4, 

ayat (1) sub. b). Jadi sudah jelas bahwa kepada· orang dengan 

pendidikan lebih tinggi daripada syarat-syarat minimum tersebut, 

misalnya tamatan Sekolah Pendidikan Guru Taman Siswa dan Muhammad­

iyah, dapat diberikan ijin. · Lebih-lebih lagi kepada orang yang 

memiliki surat keterangan menurut pasal 7 ayat (1) dan (2) Peratur­

an Unium Subsidi Kepada Sekolah Rendah Bumiputera Swasta. (Lembar·· 

an Negara 1924 no~or 68 jo.: Lembaran Negara 1931 nomor 493'). Pem­

berian ijin .dapat ditolak atau dicabut tidak hanya untuk kepentirig­

an tata-tertib umum 9 tetapi juga untuk kepentingan pendidikan (Pa­

sal 6 dan 8). Berdasarkan pertimbangan yang sama ~ekolah juga bi­

sn df.tutup (pasai 14). Karena tujuan ordonansi menolak permohonan 

guruyang tidak cakap dan juga guru yang berbahaya bagi tata ter­

tib umum, · maka tidak mengganggu kebebasan sekolah swasta dalam 

urusan kurikulum, azas-azas dan metode dalam pendidikan, sepanjang 

tidak mengandung pertentangan dengan ketertiban umum. · Juga dimin­

takan perhatian bah~ra bagi or~ng yang hanya memberikan pengajaran 

agama (termasuk ke dalamnya persiapan untuk pengajaran agama, mi­

salnya membaca dan me~ulis aksara Arab), dan juga memberi penga­

jaran agama di samping mata pelajaran yang lain di sekolah, juga 

diperlukan ij _in .• 

Tujuan kedua ordonansi untuk memberantas keburukan-keburukan, 

berupa member'!. pengaj aran dalam ruang kelas yang membahayakan ke­

sehatan murid. Tetapi harus diperhatikan bahwa tidak boleh 
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digunakan norma dan ukuran yang ditetapkan untuk sekolah negeri 

atau swasta berbantuan. Sebelum kepa1a pemerintahan Daerah meng­

ambi1 tindakan untuk menutup sekolah berdasarkan Pasa1 13 ·dan 14, 

bahwa bangunan seko1ah membahayakan atau tidak cukup berakomodasi 

untuk menampung jum1ah murid, maka harus :o.emberikan kesempatan 

kepada penge1o1a seko1ah untuk mengadakan perbaikan. Terhadap 

penipuan dan ·pemberian harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan 

diadakan pera~uran untuk mencegahnya, bahwa penggunaan nama seko-

1ah yang seluruhnya atau sebagian sederajat atau mempunyai persa­

maan dengan seko~ah negeri dan bersubsidi harus ada ijin dari Di-· 

rektur Pendidikan dan Agama. Dengan sendirinya ijin tersebut di­

berikan jika seko1ah dinyatakan setaraf. 

Akhirnya dijelaskan pendirian Pemerintah terhadap masa1ah 

mengenai keharusan atau tidak berlakunya ordonansi di daerah-dae­

rah Swapraja. · Harapan Gubernur Jendera1 ialah, bahwa di daerah­

daerah Swapraja sedapat-dapatnya dibuat dan dikembangkan peratur­

an-peraturan yang sama, tetapi harus dihindari tindakan-tiridakan 

yang me1ampaui atau me1ebihi ordonansi. 

107. Catatan (notu1en) Sidang Istimewa Dewan Hindia dengan diketuai 

o1eh Gubernur Jendera1 (De Jonge), tangga1 23 De~ember 1932 

Hadir: Gubernur Jendera1 De Jonge, c.w. Bodenhausen wakil 

Ketua (Vice-President) Dewan Hindia, P.A.A. Kusumoyudo, Prof.J.van 

Kan, W.Ch. Hardeman, G.R. Erdbrink, ariggota-anggota Dewan Hindia, 

P.J. Gerke Sekreta~is U~m (A1gemeen Secretaris). Sidang dibantu 

oleh Pejabat Sekretaris, Mr. H.G. Peekema. 

Sidang dibuka jam 9 dan dibahas tindak lanjut Pemerintah de­

lam hubungan diber1akukannya Ordonansi Sekolah Liar untuk mengha­

dapi situasi yang timbu1 dari pe~iawanan keras dari Taman Siswa. 

Pertukaran pikiran yang diadakan o1eh H.J. Kiewiet de _Jonge, tidak 

mencapai tujtiannya. Demikian juga konsep surat edaran pemerintah, 

yang dikirimkan kepada Ki Hajar Dewantoro. Se1isih pendapat ter­

jadi antara Direktur Pendidikan dan Agama dengan Gubernur Jendera1 
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mengenai peraturan pelaksanaan seperti tercantum dalam surat edar­

an tersebut. B.J.O. Schrieke tidak bersedia mengadakan perubahan, 

tetapi Gubernur Jenderal menganggaP- · perlawanan yang timbul.sangat 

gawat, sehingga dalam prinsip _ia cenderung untuk .mengadakan penye­

suaian dengan keberatan yang timbul) asal tidak menyimpang dari 

tujuan yang .. fjlebenarnya dari · Ordonansi ~ yaitu menghindarkan kebu­

ru~n-keburukan dalam pendidikan. Tujuan .itu harus dipegang teguh 

tetapi menurut Gubernur Jenderal masih harus diperbincangkan bagai-· 

mana cara menjamin tercapainya. Ia setuju dengan n.J.O. Schrieke, 

bahwa pemerintah tidak ;perlu bereaksi terhadap aksi yang menentang 

dalam bentuk pengiriman telegram, pengambilan mosi· dalam r.apat, 

dsb., tetapi jika keberatan-keberatan itu disampaikan melalui jalan 

legal tidak akan a priori diambil sikap menolak oleh Pemerintah. 

Dari anggota Dewan Rakyat,. Wiranatakusuma, pernah disampaikan 

pertanyaan tertulis oleh Pemerintah pada tanggal 20 Desember 1932 

dalam hubungan dengan gerakan menentang "Ordonansi Sekolah Liar", 

apakah pemerintah bersedia meninjau kembali peraturan-peraturan di 

dalamnya seperti telah disarankannya pada waktu perembugan dalam 

Dewan Rakyat untuk menggantikan syarat-syarat pemberian ijin de­

ngan mengharusk.an penyampaian pemberitahuan. dan selanjutnya di­

adakan tindakan represif oleh Pemerintah. Masalah ini telah dibi­

carakan dengan Pejabat Jaksa Agung. Hr. Vonk, yang melihat perspek­

tif dengan muram. Ia ingin bagaimanapun juga mencegah perlawanan 

pasif, jika perlu dengan prakarsa pemerintah melalui pembentukan 

Panitia atau Komisi Penangguhan Pelaksanaan Ordonansi. Henurut Gu­

bernur Jenderal pembentuv~n Komisi itu dapat diterima sebagai usul 

alternatif. jilGl dikehen~aki oleh Dewan Rakyat. Menurut Gubernur 

Jenderal, mula-mula ordonansi itu direncanakan sebagai urusan pen­

didikan belaka, bukan sebagai perkara politik, tetapi kemudian me­

nurut pendapatnya terkandung senjata politik di dalamnya apabila 

hal yang dimaksudkan oleh para perancangnya dianggap tidak perlu 

dan tidak diinginkannya. Henurut pertimbangan yang diperoleh dari 

Kejaksaan Agung dan Residen Sumater~ Barat Van Heuven dianggap dari 
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sudut politik~ bahwa sistim represif yang lama sudah cukup dan bah­

kan lebih mudah dilaksanakan. 

Yang dipermasalahkan dalam sidang Dewan Hindia itu · ialah, apa·­

kah Pemerintah akan mengambil tindakan atas prakarsa sendiri atau 

menunggu usul inisiatif Dewan Rakyat yang oleh ·Pemerintah harus di­

perti~bangkan , apa~3h akan menjurus ke ar ah kemu~gkinan mundur atau 

membentuk -suatu Komisi. Henurut pendapat Bodenhausen sebaiknya Pe­

merintah mengambil sikap menunggu dan member! kesempatan kepada 

usul inisiatif dalam Dewan Rakytlt. Paridangannya· itu dikemukakan 

sebagai pendapat pribadinya dan jawaban kepada anggota Dewan Rakya t 

Muhammad Husni Thamrin yang pada pagi hari sebelum rapat dalam Si-· 

dang Istimewa Dewan Hindia minta bicara dengannya. Baru setelah· 

itu tibalah waktunya bagi Pemerintah untuk mempertimbangkan apa 

yang haruB" terjadi dengan Ordonansi Sekolah Liar·. Sebelum ini di­

anggap belum waktunya untuk mengambil keputusan. Pemerintah harus 

menghindari setiap pengar,uh dari luar , supaya bersikap lebih bebas 

terhadap usul inisiatif Dewan Rakyat. Terhadap pertanyaan Wiranata­

kusuma dianggap cukup memberikan jawaban yang singkat saj'a, sedang­

kan keputusan terakhir ~engenai usul inisia tif tidak tergantung da­

ri jawaban itu. Dalam perembugan dalam Dewan Rakyat pemerintah ti- . . . 

dak perlu :lkut campur, hanya t11akil pemerintah untuk urusan pendidik-

an harus hadir jika diminta untuk memberikan informasi. 

Dalam sidang istimewa Dewan Hindia orang sependapat bahwa , . . . 

tidak perlu bereaksi terhadap agitasi, melainkan hanya tE!rhadap usul 

legal melalui Dewan Rakyat, tetapi pemerintah tidak perlu turut cam­

pur dalam perembugan mengenai usui inisiatif. Gubernur. Jenderal me­

rasa lega, bahwa pada umumnya pendapatnya dibena~kan untuk tidak a­

priori menolak s etiap perubahan . dalarn ordonansi yang baru itu. Kon--· 

sep jawaban kepada Wiranatakusunah disusun . setelah oleh Gubernur 

Jenderal d~inta pertimbangan dari wakil ketua Dewan Hindia, Direk­

tur Pendidikan dan Agama, wakil pemerintah untuk urusan umum, dan 

pejabat Jaksa Agung ~ tetapi setelah dibicarakan dalam sidang jawab­

annya yang dikirimkan pad~ tanggal 24. Desember 1932 menjadi sebagai 
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berikut: 
I 

1). Apa yang diinginkan oleb penanya dalam hubungan perlawanan he-

bat terhadap "Ordonansi Sekolah· Li<rt'1 bagi pemerintah menimbul-· 

kan keberatan untuk meninjau kembaH,.:peraturan · yang telah dikeluar"­

kan~ dan pemerintah juga berkeberatari. untuk mengadakan perubahan 

yang dimaksud o.leh penanya? karena semuanya i~u telah dibicarakan 

dalam De't-mn Rakya t • 

2). Meskipun Pemerintah menganggap jawaban ·ini .sudah cukup, ingin 

juga ditambahkan untuk menghindari salah tangg~pan terhadap 

pendirian pemerintah 9 bahwa padanya·· sama seka;U tidak ada maksud 
I . . • 

politik dEm·gan ordonansi. tersebut, dan hanya. ~.ngin menciptakan ,Ja-

minan untuk memberantas keburukan-keburukan yang tidak boleh dibi­

arkan ·di bidang pendidikan. Dari tujuan tersebut peme~intah tidak 
. . 

akan menyimpang walaupun tirnbul keberatan yang dalam pembe-

rantasan keburukan tersebut sukar untuk dihindari. Di sarnping itu 

timbul pertariyaan apakah jalan yang akan ditempuh ordonansi untuk 

mencapai tujuan ~.kan ternyata praktis untuk dapat digunakan, teta­

. pi hal ini bagi · pemerintah b~kan pers.oalan yang prinsip. 

108. Menter! Daerah Jajahan (De Graaff) kepada Gubernur Jenderal (De 

Jonge), tanggal 16 Januari 1933 

Supaya oposisi te.rhad~p ordonapsi ditangani dengan semangat 

menyesuaikan diri. Dari _berita-berita yang sampai kepadanya ter-
, .. 

nyata bah.,Ta "Ordonansi Seko1ah Liar" yang telah diber1akukan pada 

tahun yang te1ah 1ewat me~imbu1kan aksi per1awanan yang hebat dari 

pihak masyarakat Bumiputera. Masa1ah yang diatur da1am ordonansi . 

itu sebagai akibat pengajuan usu1 inisiatif Wiranatakusumah cs. 

pada tangga1 11 Januari 1933 te1ah dibicarakan lagi dalam Dewan 

Rakyat. Da1am hubungan ini }fenteri minta perhatian Gubernur Jen­

dera1 mengenai beberapa hal. Pertama dianggapnya perlu untuk di-
' perhatikan bahwa aksi per1awanan tersebut, yang juga di negeri Be-

landa sangat menarik perha.tian, tidak dapat dipungkiri iagi te1ah 



187 

mencapai proporsi politik yang lebih luas daripada yang dapat di·· 

imbangi oleh kepentirtgan eli bidata.g pendidikan. Henurut Menteri~ 

pemilihan waktu untuk m~ngeluarkan_ordonansi yang tujuannya dapat 

disetujui olehnya. tidak tepat. Tidaklah mengherankan baginya 

bahwa oeraturan tersebut d{tentang d~ngan keras karena diberlaku­

kan dalam waktu pemerintah send'iri terpaksa menghentikan seluruh·· 

nya atau sebagian dar! p~rl~as <.:m pend:l.dikan yang pembiayaannya di­

tanggung oleh Pemeriritah, · bahkan ::nengutangi.pembiayaannya. Dalam 

keadaan demikian para guru dan pernilik 11sekolah liar" yang jurnlah­

nya naik sebagai akibat pengangguran yang sedang me:rajalela. rnera­

sa dihalangi dalam kebebasan bergerak dan terancam sumber penghi­

dupannya oleh ordonansi, dan mereka itu ikut dengari para propagan­

dis yang jumlahnya sama untuk rnenentang ordonansi. Di sarnping 

itu digunakan kesempatan untuk rnelancarkan .gerakkan rnassal rnenen­

tang pemerintah. Akhirnya p~rlu dicatat, bahwa peraturan dalam or­

donansi tersebut dalam beberapa hal menjangkau lebih jauh daripada 

yang dapat dibela dalam keadaan pemerintah yang sedang harus ba -, 

nyak mengurangi biaya pendidikail. Henurut Mentelii, harus disesal­

kan bahwa ordonansi dikeluarkan dengan kebijaksanaan yang tidak lu­

wes dan hati..;hati. Dikuatirkannya bahwa ak.?..n timbul akibat-akibat 

yang pada waktu itu tidak dikehendaki. 

Untuk menghadap:i. oposisi, olen 'Henteri disarankan untuk meng­

ambil sikap yang mendekati oposisi tanpa dihinggapi kekuatiran akan 
' ' ' 

kehilangan .wibal-Ta dan prestise. Car a sebaik- baiknya untuk ini ia­

lah dengan menempatkan masalahnya dalatn proporsi yang lebih luas. 

Kepada Dewan_ Rakyat seyogianya diberitahukan bahwa pemerintah dalam 

keberatan praktis yang timbul, melihat alasan untuk meninjau ~emba­

li permasalahannya. Untuk mencapai penyelesaian harus sama .sekali 

dibuat peraturan baru atas dasar lebih luas dan sedapat-dapatnya 

dengan menghindarkan keberatan-keberatan yang riil. Sekolah swasta 

tidak bersubsidi dapat dibagi ke dalarn dua golongan. Salah satu 

· dari padanya memberi pendidikan sangat sederhana dan karena itu ha­

rus dikenakan pengawasan secara sumir sekali. Sebenarnya pengawas­

an terhadap sekolah dari kategori ini bersifat politik-polisionil 
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menurut ordonanGi da1am Lemtaran r-;egara 1923 nomor 136 (jo. 1925 

nomor 260) ditambah dengan beberapa ketetapan yang sifatnya seper­

ti dimuat da1am pasal 12 dan 13 Ordonansi baru, yang bertujuan 

memberantas nama-nama sekolah yang menyesatkan dan pengawasan ter­

hadap keadaan ruangan-ruangan kelas. Untuk mengadakan tindakan 

lebih jauh terhadap sekolah swasta dari golongnn ini dianggap ti­

dak perlu dan juga tidak bijaksana. Ke da lam golongan sekolah 

swasta ini1ah terrnasuk praktis sekolah liar yang ada pada waktu 

itu. 

Kategori kedua mengenai sekolah swasta diadakan oleh Meq.teri 

berdasarkan pertimbangan taktis, yaitu ,sekolah swasta yang harus 

seluruhnya dikenai pengawasan yang lebih keras seperti yang diurai­

kan dalam "Ordonansi Sekolah Liar" itu. Tetapi kepada ijazahnya, 

sepanjang yang memenuhi syarat, harus diberikan pengakuan efek 

sivil (efectus. civilis), sehingga murid-muridnya denga~ ijazah ter­

sebut menurut keadaan tingkatan sekolahnya dapat diter.ima di kelas­

kelas tertentu sekolah standar negeti, seperti sekolah "vervolg", 

sekolah pera1ihan, sekolah pertukangan atau pertanian dan juga ke­

las persiapan MULO. 

Sudah selayaknya bahwa dalam praktek syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh sekolah swasta dari kategori kedua harus lebih tinggi 

daripada yang diuraikan sebagai syarat minimum dalam ordonansi. 

Barangkali dari sekolah liar yang ada hanya ~;;edikit sekali, mungkin 

sama sekali tidak ada, yang dapat memenuhi syarat .... syarat tersebut. 

Kareria itu diharapkan bahwa jika akan diadakan peraturan seperti 

yang dimaksudkan oleh Menteri, sekolah-sekolah swasta tid.;1k bersub­

sidi yang ada oleh para pengelolanya secara .suka rela didaftarkan 

ke dalam kategori sekolah swasta pertama • . Menteri menganggap bahwa 

dalam keadaan pemerintah dalam waktu yang lama masih harus membatasi 

pemberian subsidi dari keuangan negara, lambat laun akan muncul se­

kolah-sekolah swasta tidak bersubsidi yang dapat memenuhi syarat­

syarat seperti digambarkan di atas. 

Sebagai penjelasan atas anjurannya yang menunjukkan jalan yang 

harus ditempuh dalam menghadapi oposisi, dilampirkan oleh Menteri 
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hagan dari perencanaan peraturan yang mungkin berguna bagi Gubernur 

Jenderal. Diberitahukan juga, bahwa agar ada kesempatan bagi Guber­

nur Jenderal untuk mempertimtangkan saran Henteri itu, dikirimkan 

pada hari penulisan surat Menteri tersebu~ telegram di bawah nomor 

12, yang memberitahukan bahwa sebelum menentukan ._s-ikap definitip da-

1am hubungan dengan Ordonansi Seko1ah Liar . agar men,~nggu sampai di-
. *) 

terimanya sura~ yang dikirimkan per Pos pada tanggal 16 Januari 1933. 

Dipesankan oleh Menteri, bahwa untuk kepentin,5an politik dalam pe­

nyelesaian masalah tersebut dimintakan pertimbangan dnri Menteri, 

jika perlu dikirimkan telegram. 

*) Atas surat Menteri itu diberikan jawaban d·engan surat tanggal 
25 April 1933 nomor 264/15, Exh. (cap pos tanggal penerimaan) 
12 Mei 1933 nomor 3. Isinya a.l. : Mengenai rancangan Menteri 
untuk menyelesaikan masalah Ordonansi Seko1ah Liar dikemukakan 
p!andapat, bahwa Gubernur Jendera1 dan juga Dewan Hindia-Belanda 
menganggap tidak mungkin lagi untuk menangani masa1ah tersebut 
atas dasar yarig ditunjukkan oleh Menteri, setelah apa yang sudah 
terjadi dan segala ulasan yang te1ah diberikan. Pemerintah di­
persalahkan te1ah terla1u sering berubah pendapat: sekarang dibu­
at rancangan perubahart peraturan yang dih~rapkan akan dapat mene­
nangk.an keadaan dan memberikan cukup tumpuan kepada Pemerintah 
untuk rnengadakan pembicaraan dengan Delo7an Rakyat. Gubernur Jen­
dera1 menganggap cara penye1esaian demikian itu sudah cukup. 

Usu1 inisiatif Wiranatakusuma telah disetujui oleh Dewan Rak­
yat dan juga oleh Pemerintah. (Lembaran Nega~a 1933 nomor66). 
Ordonansi Sekolah Liar (Lembaran Negara 1932 nomor 53.3) untuk se­
mentara tidak diberlakukan dan diganti dengan peraturan yang se­
jajar (analog) dengan peraturan yang dahu1u telah ada (Lembaran 
Negara 1933 nomor 143). 

Pada waktu usu1 inisiatif Wiranatakusumc dibahas, pemerintah 
mengajukan usu1 ;:-J '~ :-:' 1.' '- :· ' .-•. -.~ dalam Ordonansi Sekolah Liar (Lembaran 
Negara 1932 nomor ·494), yaitu mengganti sistim ijin dengan sistim 
represi. Usul ini disetujui Dewan Rakyat dengan aklamasi, set.e-

_lah diadakan amendemen mengenai tiga hal. Salah satu dari pada­
nya ia1ah usul Wiryopranoto yang diterima o1eh 27 suara 1awan 21, 
dengan akibat bahwa Ordonansi hanya mengatur pendidikan kepada 
anak-anak dan tidak 1agi pendidikan kepada orang devasa. Rencana 
ordonansi ditetapkan, setelah diadakan amendemen oleh Dewan .Rak­
yat (Lembaran Negara 1933nomor 372) dan mulai berlaku pada tang­
gal 1 Januari 1934 (Lembaran Negara 1933 nomor 449). 
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109 . I:ari Gubernur Jehderal .(be Jori3e) kepada Yenteri Daerah Jajahan 

(De Graaff), tanggal 2.9 . September 1932 

Gubernur J endera1 De Jonge memaparkan tindakan-:-tindakan peng­

hematan yang diambil dalam . t\Ubunsan dengan kebijaksan.:'.an di bidang 

pendidikan sebagei akibat krisis ekonomi. DibahGs kritik terhadap 

tindak.on tersebut dalam Det<7an Jlakyat yang menolak Anggaran Biaya 

Pendidikan tmtuk tahun 1933. Penolaknn terjadi pada · tangg<.>.1 26 A­

gustus 1932 dengan 31 1m-Tan 27 suara. PenolakE~n itu tidak d.atang 

dengan tib~-tiba. Sejak pe~ulaan pembukaan sidanf 1 yang diroulai 

dengan perembug:":n interpele si Sutl).rdjo meneenai ap a yang diset;ut 

pembat a san MULO (!:illLC contingentering) tet~yata da1am ka1angan 

para anggot ~ Det>'an P.akyc::t terdap :1 t p .:mdangan dan keinginan yang 

menimbulkan dugc:tan bahwa kebanyakan dari para ang~ota mungkin ti­

dak akan dapat menyetujui keharus c.n diadakan renghemat:-m dengan 

sege ra. Pembat.:1s.:m NUI.O terdiri atas berbaga i peraturan untuk 

membatasi jum1ah MULO , :Menurut pemerintah pe.d:::. H'\.TLO terdapat mu-

rid tidak s;;:dikit jum1ahny.: yan l:; dinilai tidak dap a t meng-

ikuti pe1ajaran sehinggc1 denr;an dev ikian biaya yang dike1uc.>.rke.n 

untuk !)endiclikon di seko1ah itu dianggap t e r1alu tinggi yang se­

bcnarnya tidak perlu terjadi. Interpe1asi Sutardjo ters~but ~el2-

hirkan empat mosi. keserr,uanya disetujui d~n bertuj uen untuk 

membeta1kan peroturcm perabatasz:n (Hosi-Sut .':lrc j o) atau memperlunak 

peraturan itu (l''.osi-furoso, -dE: lloog - drm ' Dwidjosewoyc). 

Henurut Gubernur Jenderal, roeskipun perdeba tan dan mosi-mosi 

yang dihasi1kan da1am Dewan Rakyat memberiLan· a1amnt kurang 

menyenangkan, ia tidak me1ihat di dal~y~ perselisihan pendapat 

begitu besar men~enai pokok-pokok pe rsoa1 :::.n tert cntu da 12111 

politik pendidikvn ye.ng dite!l'puh. Te tapi y.:me rlilihatnya iolah 

perlawan an secara intuitif terhad1:1p ancm"an l:epada b::pentingan 
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yang dirasakan oleh kebanyakan orang~ teruta~a orang Bumiputera, 

sangat berat. Kebanyakan anggota mengakui adanya keharusan untuk 

· ·. mengadakan penghematan pada uniumnya; tetapi sebagian besar dari 

mereka itu segan untuk menarik konsekwensi penghematan itu ke da­

lam bidang pendidikah yang lebih khusus . disediakan untuk p~nduduk 

Bumiputer .~. 

Oleh sejumlah besar ·anggota ditolak setiap penghematan pada 

sekolah Bumiputera (Sekolah Desa dan Sekolah Kelas Dua). Juga ba­

nyak dari mereka menolak penghernatan pada sekolah konkordan (seko­

lah yang sama sejenis dengan sekolah di negeri Belanda). Atas na­

ma Fraksi Pegawai Pangrehpraja Bumiputera yang diajukan oleh Wira­

natakusuma dalam pembicaraan termijn pertama · harapan-harapan dike­

mukak.an sebagai berikut: (a) mel~njutkan perluasan sekolah desa 

dan sekolah kelas dua; (b) tidak mengurangi jumlah HIS; dan 

(c) melunakkan peraturan pembatasan MULO ·dengan menerima mosi-mosi 

Suroso dan DwidJosewoyo. Jika harapan..:.harapan tersebut tidak di­

penuhi, fraksinya akan memberikan suara menolak terh~dap rancangan 

anggar-'ln biaya. (_Handelingen volksraad 1932-1933, ha1.804 dst.). 

Si~~p menolak yang jelas ada itu tetapi tidak teg~s Wlijudnya, 

akhirnya berpusat pada pertanyaan-:pertanyaan yang diajukan oleh 

Wiranatakusuma atas nama fra~sinya dan atas nama fraksi beraliran 

bebas (vrijzinnige fraksi), kelompok Katholik, d~n anggota-anggota 

De Dreu, Dwidjosewoxo, Notoeutarso, . serta Van Mook dalam pembica­

raan termijn kedua. Pertanyaan-pertanyaan itu ialah sebagai ber­

ikut: 

1. Bersediakah pemerintah untuk dengan secepatnya mernbentuk suatu 

panitia yang bersifat representatif seluas mungkin yang~ 

a) akan bertugas mempelajari seluruh sistim pendid!kan dengan 
I . 

tujuan mengadakari pembaharuan yang dapat menjamin sistim 

pendidikan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat Bumiputera 

dan berkembang di mas-'l: depan yang dekat deng:m lebih memuas-
• kan; 
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b) berdasarkan tugasn~a ~erk~wajiban untuk jugn nengadakan pe­

ni1aian t erhadap pera turan y:~ng telah dibu'lt r.~engenai peng-
, ' . 

hema t nn dengan disesuaikan kepada perub ::than-y~rubahan ya ng 

per1u diadakan ; 

c) berkewa jiban sebe1u~ tang~a l 15 Juni 1933 n2rur.~uskan usul­

usul dan nengumumkr.mnya dnn harus rnenyediak.'ln l a ndasan bagi 
I 

pernbaharuan sistim pendidikan , yang harus diadakan oleh pe­

merintah s erta dia jukan kepada Dewan Rakyat. 

2. Bersediakah pemerip.tah da lara wakt~ menun[;gu terlaksananya pem­

bahar:uan ·terseput , untuk meniadakan semua: peraturan·. yang menyang­

kut penE~daan kebutuhan pendidikan yang menurut sifa t, luas dan 

penenpatan personalia, dan da1am hubunp;an ini bersediakah pula 

untuk oengadakan perubahan da1am anggaran biaya tahun 1933 dan 

men~ad~~an tambahan kepada anggaran be1anja sepanjang yang di 

dalamnya t elah diadakan perhitun8an dengan peraturan penghemat­

an tersebut? 

Henurut Gubernur Jenderal sebaga i pen;;ungkapan keberatan yang 

tidak jelas wujudnya diinginkan sesuatu yang lain, t e tapi tidak 

mengetahui ke mana arab yang harus ditempuh dan dari sebab itu di­

minta pembencukan suatu pnnitia ' yanP, j ika sa r rm ini cliterima, tu­

gnsnya sebenarnya akan men~ambi1 alih 1-:ebijaksanaan pemerint.sh di 

bidang pendidikan. Uraian panjang lebar mengenai pertanyaan-per­

tanyaan ~Uranatakusuma tersebut di atas dibuat oleh 

Prof. B.J.O. Schrieke dala~ sura t ke negeri ~elan8a tanf.sal 1 Sep­

te!'.lb <.:>.r 1932 nomo:r 282x/A R.'lhasia. Antara l a in dijela sk.'ln, bahwa 

dikehendaki pembentukan suatu _panitia yang bertugas menyusun ren-

. cana pembahar\lan sistim . pendidikan dan sarannya akan diambil alih 

oleh Pemerintah. Sebelum diadakan pembaharuan hendaknya dihenti­

kan semua penghematan di bidang pendidikan. Menurut B.J.O. Schrieke 

penghentian penghernatan itulah yang sebenarnya diinginkan. Dalam 

j awaban yang disarnpa ikannya dalan termijn kedua kepada Dewan Rak­

yat, dikemukakan bah~m pemcrintah tidak berkeberatnn terhadap 
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pel"ibe:ntukan ·sua tu pani t i 2. p~:nel·aah ya ng membcrik:m kenungk_ina_n 
. . ~ . . ' .. . ' . . . . 

bek~rj::1-sam~ '~:~tuk ~e~ei~ntah. · 
· . ,· , , 

Oleh Guberrmr Jenderal dij ela~kan dalam suratnya tenJebut di 

atas "bahw::1 ·pemerir1tah nengambil pendirian tetap . terhada,p saran 

pembaharuan si~tim pendidikan yang tidak mungkindiada!<an dalnm 

mas." krisis ekono"').i yang sedan3 di~lap;i, sed.<mgka~ b c lum diket.ahui 
. . ,·. . . 

bagaimana nengadakc1.n ·stabili_s a si pendapatan nega ra. Dipapnrka.nnya 

dalara ikhtisar kebijaksanaan pernerintah di bidang pendidikan. Se­

belum ::tda krisis ekonomi dan diadGkan pengb£:>matan secara luas. te­

lah didapat }<.epastian bahwa · dalam sistin pendidikan sepanjang tahun 

tahun yang tel~h dilewati tidak terdapat ekses-ekses memak.sa 

untuk nengadakan pembaha rua n s~cara hebat dalam penyediaan sekolah­

sekolah. Hal ini terist.imew.:l berlaku bag-i sekolah~$ekolah kc>p.kor­

dan yang karena perluasan HIS yans tidak siste~atik, jug~ ,karena 

perundang-undangan subsidi yang terlalu dermawan tetapi _secara fi-
. ' . . . 

nansin sukar diawa:si, dengan cepat keluar dari keseimbaf!.gan terha-- . 

dap keuangan Ifind:i.a-Belanda dan terhadap kebutuhan masyar~kat . akan . . . . . . 

tenaga-tenaga yang (dapat) berbahasa Belanda~ 'M.aka karena _penerin­

tah terpaksa oleh krisis ekonomi nengadakan se,cara sungguh-sungguh 
• • • • j 

penghematan di bidang pendidikan, M8"ka kesempat .:m ini digun1ll<an un-

tuk juga melaksanakan sanit.-:1si di bidanq. pembiayaan. Kendatipun 

ada perlawanan bagaimanapun kerasnya penghematan harus diadakan. 
. .. . • \ : · ·: •. j .. 

Demiki~~ menurut q~bernur Jenderal De Jonge. Peng~el'tl§tan itu ter-

bagi ke dalam beberapa kategori. 

Kntecori perta~'l penghematan meliputi penghapusan tunjan!)an, 

menutup kursu~-kursus yang tidak _berguna,. menggabungkan d.an menya­

tukan sekoiah-sekolah dari tipe yang sa~. at~u mempunyai persamaan 

.. tipe, menambah jumlah murid dalarn set;iap kelas dan memp~r.panjang 
. ' .... . .. 

jam pelajaran, dlsb. Ke dalam kate~ori .ini . juga termasuk penambah-.. ' . . ' . . . ~ . . 
an guru-guru Bumiputera ke dalam . personalia ius d,an p~rubahan pro­

gram '~elajarannya, sehin~~r,a dala~ tiga tahun ~jaran . pertama 

bahasa Belanda dijadikan Tintn pelajara:n .clan titla~ -seba?,:l i bah!lsa 

pengantar. Selanjutnya diadak.an "perhitung.aJ:\~ 1 subsidi dengan 
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sekolah swasta bersubsidi, yaitu menyetorkan kembali ke dalam kas 
,. 

negara kelebihan jumlah uang yang terdiri jumlah uang sekolah de-

ngan subsidi yang dit~rima, dikurangi biaya eksploatasi normal. 

Ke . dalam ke.tegori pen.ghe11Ul.tan kedua termasuk perubahan, j ika 

mungkin sekolah..:.se!<.olah kelas dua menjadi sekolah-sekolah desa de­

ngan sekolah· "vervolg" dan perubahan His menjadi sekolah kelas dua 

dengan snta sekolah peralihan. Ke dalnm reorgan:tsasi perangkat 

persekolahan ini termasuk pemb entukan sekolah tipe bar:1,1 sebagai 

percobaan dalam tahun ,'ljaran 1932 .. 1933, yaitu sekol:lh kelas dua 

dengan bahasa Belnnda sebagai m,'lta pelajaran. Ke dalam rasionali­

sas1· perangkat pendidikan yang dimaksudkan inf jug.:1 termasuk penu­

tupan sekolah-sekolah rendah Eropa yang dinilai kembang-kempis, 

susah untuk hiJup terus tetapi enggan untuk ~ti, juga HIS, sekolah 
. ' 

khusus dan "schakelschool" dalam kondisi seperti itu, denikian pu-

la semua kelas persiapan (pada HIS). 

Dengan tujuan mcmperbaiki taraf pen~idikan seperti dimaksud­

kan dertgan rasionalisasi di atas, ialah· pembatasan MULO (MULO con­

tingentering), yang menjadi bahan perdebatan hangat dalam Dewan 

· Rakyat. Untuk mendekatkan keinginan di dalarn Dewan Rakyat kepada 

penyelesaian masalah, dibentuk oleh B.J.O. Schrieke suatu panitia 

teknis yang bertugas merancangkan peraturan ujian masuk MULO, yang 
' J . 

sedapat-dapatnya adil dan merata. Dengan tujuan yang sama diper­

keras ketentuan-ketentuan mengenai murid-murid yang _harus dikeluar-
. . *) . . 

kan dari AMS (sama dengan SMA kita se~'lrang) dan peningkatan sya-

rat-syarat ujian masuknya. Peraturan ini diadakan juga dengan tu­

juan untuk menghindari sedapat-dapatnya pemborosan biaya pendidik­

an dan supaya pendidikan lanjutan sedapat mungkin hanya diberikan 

kepada mere~ yang benar-benar dapat mernanfaatkannya. 

Semua pihak harus terkena akibat krisis. Supaya pemerintah 

dapat dengan adil menyediakan sarana pendidikan untuk selu~uh kepu­

lau~n Nusantara dengan merat~. pemerintah berusaha menggunakan sis­

tim dengan norma-norfn? y'lng ~;> .'lrna untuk selut;'uh llindia Belimda. 

*) Agemene Uiddelbare School 
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Der.1ikian menurut Gubernur Jenueral. D~lmn hubungan ini a.l. dite­

tapkan pedoman baru untuk me lakssnakan Peraturan Umum Subsidi Seko­

lah Bu,.-aiputera (Alg;;mene Subsidieregeling Inlands Onde-rwijs , LeT'lba­

ran ' Negara 1932 nomor 16), yang menentukan norma-norma untuk mendi­

rikan dan mempet-tah,ankan sekolah stJasta bersubsidi. Serenteten pe­

raturan pelaksanaan yang baru mengenai subsidi juga dite tapkan un­

tuk berbag~ i daerah di seluruh Nusantar a dengan tujuan meniadakan 

sedapa tnya perbedaan-perbedaan. 

Kategori penghematan yang boleh dikala~~n sama sekali berdiri 

sendiri ialah penghematan mengenai pendidikan guru. Di sini dianut 

prinsip pendidikan guru untuk keperluan sendiri, baikpun di bidang 

pendidikan Barat maupun di bidang pendidikan Bumiputera. Masalah 

ini setelah dibahas dalam Dewan Rakyat menimbulkan keberat.an dari 

pihak golongan Katholik 'yang 'berkepentingan da l ;:i.m sekolah pendidik­

an guru di Muntilan terhadap konsekwensi praktis dari peraturan ba­

ru tersebut (Lembaran Negara 1932 nomor 366, Subsidie Ordonantie 

Opleiding lnlandsche Leerkrachten I Ordonansi Subsidi Pendidikan 

Guru Bumiputera). Menurut peraturan yang lama (Lembaran Negara 

1924 ilomor 154) lulusan sekolah normal Muntilan mempunyai hak yang 

sama seperti lulusan sekolah normal negeri untuk dapat dite~patkan 

mengajar di sekolah negeri. 

Keberatan Dewan Rakyat terhadap pera turan-pera.turan penghemat­

an menurut Gubern~r Jenderal ditujukan kepada politik nemerintah di 

bidang pendidil'..an pada umumnya, sepert:i. diny.':l takan dalam pertanyaan 

pertanyaan yang dirumuskan oleh Hiranatakusuina dan C.C.van Hels­

dingen. Pertanyaan-pertanya;m yang dirumuskan oleh Van Helsdingen-­

ialah sebagai berikut: 

1. Apakah penerintah bersedia melepaskan pendiriannya yang semu­

la dan mengakui, bahwa pada saat ini dipandang urgent dan per­

lu untuk mengadakan tinj auan kembaii secara insidentil seluruh 

sistim pendidikan yang bersif~t umum? 

2. Maukah pemerintah mengakui perlunya secara mendesak untuk 

mengadakan r eorganisasi sistim pendidikan, supaya di masa de­

pan yang dekat dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia 
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dan k..'1rena itu oersediakah .pemerintah denp,an segera secara 

intensif dan tangkas berba1ik pikiran, <l~ar secepatnya neng­

ajukan usu1-usu1 yang d~rum~skan kepada Dewan. Rakyat? 

3. Bersediakah pemerintah dib ::mtu o1eh suatu panitia yang di­

angkat oleh pe~erintah dan disusun sedemikian rupa dengan . 

diper1enp,kapi dan dapat menggunakan prasarana dan data, .se­

hin~ga dapat bekerja keras dengan sebaik-b·:l.iknya dan berha­

sil? 

(Handel5.ngen Vo1ksraad I Kegiatan Dewan Rakyat 1932-1933, ha1aman 

1495-1496). 

Uenurut keyakinan Gubernur Jenderal, pada pihak kelompok Bu­

~ipu~era dalam Dewan Rakyat timbul perlawanan yang paling keras 

terhadap penghematan di bidang sekolah konkordan. Pemerintah ti­

dak mau mundur dari pendiriannya, dan karena itu juga tidak mau 

mel~ngkah lebih jauh daripada bersedia membentuk suatu panitia se­

perti ~ yang telah di1aksanakan. Katena pemer!:nt·ah berkeyakinan, 

bahwa da1am . masa krisis dengan .osega1a faktornya yang tidak pasti, 

tidak berguna dan tidak tepat untuk mendiskusikan sistim pendidik­

an dengan kemungkinan pembentukan panitia untuk mengada:kan peru­

bahan. Karena itu pemerintah meno1ak untuk bersedia berballk pi­

kiran seperti diminta oleh anggota-anggota C .s .P. (Chr:f.stelijk 

Staatkundige Partij "" Partai Kenegaraan Kristen) Van Helsdingen 

dan Notosutarso, sehingga dengan demikian pemerintah berani mcng­

ambi1 r~siko penolakan mereka itu terhadap anggaran biaya. Guber­

nur Jenderal menyesalkan sikap Dewan Rakyat untuk menggunakan pe­

mungutan suara sebagai senjata ampuh dan sebagai cara menyatakan 

rasa ~idak senang terhadap penghematan di bidang pendidikan. Ia 

mempercayakan kepada petimbangan Menteri Daerah Jajahan untuk 

.mengambil ·a1i.h rancangan anggaran biaya seperti yang telah disusun 

secara kese1uruhan dan diajukan kepada Par1emen d.i negeri Be1anda 
*) 

(Staaten Generaa1) untuk ditetapkan. 

*) Anggaran biaya pengajaran ini ditetapkan o1eh Staten Generaal 
tanpa perubahan. Untuk memenuhi kesediaan kepada Dewan Rakyat 
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Pada bagian akhir suratnya Gub'ernur Jenderal mengemukakan pen­

dapat pribadihya mengenai ' Direktur Pendidikan ·dan Agama B.J.O.Schrieke 

yang . sikapnya di dalam dan di luar Dewan Rakyat serta tindakannya 

mendapat kecaman • . Prof. Schrieke dianggap oleh kebanyakan ·anggota 

Dewan Rakyat sebagai biang keladi yang tidak saja menciptakan kesu­

litan-kesulitan9 tetnpi juga mempertajam kesu1it.~n dcngan sikapnya 

yang tidak mau mengalah dalam tawar--mennwar. Tetapi Gubernur Jende­

ra1 membe1anya terhadap Henteri. Ia sendiri dan kr::tanya para penP.­

sehatnya yang te:::-dekat, Dewan' Hindia-Belanda dan Panitia Anggaran 
**) . Biaya Kedua- metnberikan pengakuan dan penghargaan sepenuhnya ke-

padanya serta keRada rencana penghemata11 da1am Departemennya. Ia 

dinilai di antara orang-orang yang tidak banyak jumlahnya sebagai 

yang mampu mengurusi Departemen Penqidikan dan Agama q~1am keadaan 

krisis itu. Gubernur Jendera1 masih mcmer1ukan tenaganya. 

dan dalam hubungan kehendak yarig tegas dari Staten Generaal di­
bentuk1ah dengan Keputusan. P.emerintah .(G.B. = Got~vernements 
Besluit) tanggal 22 April 1933 nomor 10) suatu "Panitia Penase­
hat Pembaharuan Pendidikan11 yang bertuga:s mengadakari pe'nelitian 
mengenai kemungkinaf!:"'"kemungkinan_ untuk pembaharuan sist.im pen­
didikan, atau mengadakan pembagian biaya secara lain untuk me­
murigkinkan penyedi.aan sarana pendidikan yang lebih baik. ·Seba­
gai ket43nya diangkat J. Zey1emaker.. . 

Dalam 1aporan akhir, yang dibuat o1eh panitia tersebut (Pebru­
ari 1935), ·· diberitahukan · bah'l-ra' panitia tidak ·berhasil ·memec'ahkan 
masa L:-.. h-r.~as'.llah ·yang dihadapkan kepada panitia. . ~;a1 itu . disebab­
k.an sebagai akibat susunan panitia yang terbenttik, dan sebagian 
besar terdiri dari \vakil-wakil partai politik atau kelompok po1i­
tik .d.an untuk sebagian lagi scbagai akibat faktor-faktor lain, 
yang tidak membantu (Cf. Laporan Umum Tentang Pendidikan di Hin­
dia-Be1a'nda' 1932-1933, I~ hal. III ' dan IV; 1934-193s; · I, 
hal. ,XI d?n XII). , ~ _ . . 

**) Dalam ka~us-kasus yang jarang terjadi, apabila dip!lks:a oleh k~a­
daan untuk nengadakan penghematan dan untuk itu ada alasannya, 
maka tlibentuk si.uitu ·Panitb Anggaran Biaya ~ Panit:la · ini 'tiarus · 
membahas ~~ncangan anggaran biaya H~ndia-Belanda yang telah di­
susun oleh Lembaga Um•Jm Keuangan Negara (Algemene atau Genera1e 
Thesaurie). Di da1am panitia ini diangkat disamp±ng anggota­
anggota Dewan Hindia-Belanda dan para Direktur Departemen~depar­
temen, juga satu atau 1ebih anggota Dewan Rakyat serta wakil-wa­
ki1 swasta, misalnya dari .pers,. Direktur .. Javasche Bank. Pengang­
katan panitia ad hoc sepcrti itu terjadi untuk kcdua kalinya, un­
tuk memba.has anggaran biaya Hindia-Be1anda untuk tahun 1933. 



DESEN1RALI§ASI PENPIDIKAN RAKY~ 

110. Pari ·Menteri Daerah Jajahan (Coli.jn) ·kepada Gubernur Jenderal (De 

Jonge), tanggal 16 Oktober 1934 
' . 

B .J .0. Schrieke s ebagai Direktur P·endidikan dan Ag?.ma dengan 

surat pengantar tanggal 1 Agustus 1932 mengajukan ranj:angan b'aru, 

Ordonansi penyerahan .sekolGh desct di Jawa dan Madura kepada kabu­

paten dan kotapraj a dengan memperhatikan, walaupun dalam batas 

t ertentu, gagasan Menter! De Graaff. 

Menteri Daerah Jajahan yang baru, Colijn, mengirimkan telegram 

tanggal 14 September 1933 nomor 167 untuk ~emberitahukan kepada 

Gubernur Jenderal De Jonge, bahwa usu1 penyerahan itu dianggapnya 

prematur , karena masih ada masalah yang perlu dipertimbangkan me­

ngenai pembaharuan sistim pendidikan dan otonomi desa. Karena itu 

sangat diharapkannya bahwn r encana usul ordonansi tidak diajukan 

sebelum diminta pertimbangan dari Henteri. 

Waktu diadakan pembahasan mengEmai masalah pemberian pensiun 

kepada guru-guru desa, timbul lagi persoalan mengenai penyerahan 

. sekolah desa kepada kabupaten dan kotapraja. Masalahnya d,iajukan 

kepada Menteri dengan surat Gubernur Jendera1 tangga1 18 Juni 1934 

nomor 441/13. Pandangan Menter! mengenai cara yang harus diikuti 

untuk mengurusi masa1ah tersebut dengan beberapa persoa1an yang 

bersangkutan diuraikan dalam suratnya kepadn Gubernur J enderal 

tan-g::1l 16 Oktdber 1934 nomor 21/1004. 

Dengan mempel.:1jari surat-menyurat yang te1ah diadalr...an sebe1um 

masa jabatannya ~ngot~i maksud mcngadakan penyerahan seko1ah desa 

~epada kabupaten dan kotapraja, Menteri Colijn tidak mempero1eh 

keyakinan apakah penyerahan yang dimaksudkan itu diperlukan atau 

menjadi suatu keharusan. Ia malahan sependapat dengan Menter! pen­

dahu1unya, De Graaff, yang membeberkan keberatan-keberatannya da1am 

surat tangga1 8 Agustus 1931 nomor 1/612. Colijn mengingatl~n ke­

pada pendirian dan perke~bangan seko1ah desa. 

198 
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Pendirian sckolah desa y~ng dimulai. dalnm tahun 1907, di~ak­

sudkan supaya massa yang lua s dari penduduk nendapat pcndidikan 

rendah sederhnna. Untuk mendekati tujuan itu: sdcolah desa ha­

rus diadakan atas dasar seluas-luasnya dala!'\ suosana masy;'lrakat Bu­

miputera. Pengikatan kepada desa diperluk;1n dengan sansat. Ker _ja 

sam.:i dengan masyarakat desa diharapkan drtpat dirangsang dengan par­

tisipasi desa dalatt pendirian dan pemeliharaan sekohlh desa itu, 

berdasarkan prinsip swadGya dan swasembada desa. Menteri tidak da­

pat menyetujui untuk mengubah dasar prinsipiil dari sekolah des:1 

itu. I e tidak sependapat dengan kesimpulan B.J.O. Schrieke dll. 

bahwa usaha menarik perh~tian masyarakat desa kepada sekolah desa 

untuk bekerja sama menemui kegagalan. 

Keberatannya kepada usul Schrieke ialah bahwa karena terjadi 

kesaiahan-kesalahan ia tidak mau melihat kepada prinsip, tetapi de­

ngan tidak berusaha menyingkirkan rintangan-rintangan untuk menga­

dakan perbaikan, ia menjatuhkan seluruh sistim untuk diganti dengan 

yang baru yang nilainya belum diuji. 
. . 

Menteri. Colijn tidak sependapat bahwa usaha untuk membawa desa 

dalam. kerja sama penyelenggaraan sekolah desa harus dianggap gagal 

salna sekali. Dalam nota Sekretaris Umum mengenai "penyerahan seko­

lah desa" dikutip dari memori penjelasan tentang rancangan Sc.hrieke 

bahwa di bagian terbesar Jawa dan }~dura sebagian besar dari pendu­

duk menyadari kegunuan sekolah desa dan sekolah desa itu m.enjadi 

lebih populer, laju perkembangan murid yang masuk mak.in naik sehing­

ga tidak perlu ada perintah halus untuk rnendapa~kan murid. Dalam 

nota tersebut ditambahkan bahwa percobaan itu sama sekali tidak 

gaga!. · Tetapi hasil yang tercapai juga tidak boleh terlalu dibesar­

besarkan. Perkembangan desa dengan sekol.'lh desanya tidak selancar 

seperti dibarapkan semula. 

Dalam nota Sekretaris Umum itu dicoba mencari sebab-sebab dari 

pada kemacetan perkembangan tersebut di atas. Sebagai salah satu 

sebab dianggap bahwa cara kerja yang diikuti terlalu ber.cora~ Barat 

dan terlalu berusaha rnencapai kesempurnaan (perfeksi), sehingga 
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sekolah desa menj~di terasing dari desanya sendiri. Penyirnpangan 

dari titik tolak bahwa "sekolah desa untuk Jawa .dan Hadura harus 

sebagai seko1ah daerah (dorpsschoo1) di negeri Belanda pada jam.an 
. ' 

dahu1u", terjadi ketika sekola~ 1esa ~isamakan dengan tiga kelas 

terendah dari sekolah standar dan ke~udian, terutama ketika 

Mr. Creutzberg menjadikan sekolah desa jadi "onderbouw" dari seko-

1ah rendah. Menurut nota itu ticnk reengherankan bahwa seko1ah de­

sa itu dengan del'i1~_kian makin tcraning d.:n:-i per.d1.'rl.nk desa . . . Inilah 

menurut Colijn yang terutE',ma ikut menyeba.bkan kegagalan. Prinsip 

swadaya dan swasembada da1am p;~r;:biayaan tidak dipegang teguh, yai­

tu prinsip yang ditetapkan dalam tahun 1907. Lebih-lebih sejak 

tahun 1927 diadakan desakan untuk me~percepat per1uasan sekolah 

dan menaikkan syarat terhadap bangunan sekolah dan inventaris, ter­

j~di penyimpangan yang rna kin j auh dan makin banyak perkosaan terha­

dap prinsip semula untuk mempertahankan corak sederhana dari seko­

la~ desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. Tidak ada kesabaran 
' untuk menunggu hasil pertumbuhnn yang wajar. ,Gagasan bahwa se~olah 

desa itu sekolah rakyat untuk penduduk desa makin dilepaskan, se­

dangkan peningkatan kurikulum dan pelepasan kurikulum itu dari sua­

sana desa mengakibatkan kenaikan biaya di bidang materiil dan per­

sonalis. 

Usaha aemulauntuk memberikan te~~c+: k"'!pada sekolah desa di 

desa i ·alah antara lain dengan menyerahkan pengawasan terhadapnya 

kepada kepala desa dan pengadaan lapangan kerja oleh kepala desa, 

sehingga masyarakat desa ikut mempunyai bagian di da1amnya. Poli­

tik atau kebijaksanaan itu seca·ra berangsur-angsur ditinggalkan. 

Maka dengan demikian terjadil~h di sana ~inii b~hwa guru desa · tidak 

tinggal di desa tempat sekolah, tetapi jauh dari desa itu. Jalan 

untuk kembali kepada gagasan semula mengenai penyelenggaraan seko-
1 

lab desa akan tertutup sama sekali, jika seluruh desa itu dilepas-

kan dari desa dan diserahkan kepada kabupaten. Demikian Jc,ata 

Colijn. Sekolah desa harus dikembalikan kepada desa dengan membi­

arkan desa mempertahankan suasananya sendiri. Menurut gar.is ini 
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harus dimajukan dan diperkuat otonomi desa. Tetapi untuk menghin­

darkan:nya dari kebekuan ·dan kehancuran harus diberikan isi kepada 

otonomi desa itu, yaitu dengari mengembangkan sekolah desa. Karena 

itu penyerahan sekolah desa ke~ada kabupaten .harus ditolak. Dalam 

hubt.mgan dEmgan ra~cangan .. perat~ran baru mengenai otonomi desa men­

jadi keharusan untuk menjauhkan Dewan Kabupaten dan pengaruhnya di 

luar desa. Itulah sebabnya, kata Colijn, sekolah desa tidak boleh 

diurus oleh pemerintahan kabupaten. Harus diusahakan dertgan meng­

a't'ahkan kepada · pemeliharaan dan penguatan ikatan antara sekolah 

. de· sa dengan de sa. 

Sernentara itu menurut Menter! harus diperhitungkan kemungkin­

an bahwa beberapa desa tidak mampu rnenyediakan biaya untuk menye­

lenggarakan dan memelihara sekolah, rnaka dalam hal ini harus ada 

bantuan keuangan dari atas. Pertama-tama hal itu termasuk kewajib­

an kabupaten yang membawahi desa tersebut, dan jika kabupaten yang 

bersangkutan tidak sanggup maka propinsi yang harus m~mberi bantu­

an. Baru jika terpaksa, akhirnya pemerintah Pusat yang harus me­

nyelesaikannya. Tetapi bantuan dari pemerintah Pusat itu tidak bo­

leh diberikan secara langsung, tetapi dengan perantaraan kabupaten 

yang dengan ikut serta dalam pemerintahan memberikan perantaraan­

nya.· 

Pemerintah Pusat juga harus sedapat-dapatnya tidak ikut ber­

tindak 'dalam urusan daerah dan ·lokal. Untuk itu pertama-tama peng­

awasan teknis dari pusat harus dipindahkan kepada kesatuan-kesatuan 

otonomi yang lebih rendah. Colijn sependapat dengan De Graaff, 

yang dalam surat. tanggal 8 Agustus 193.1 nomor 1/62 menganggap per­

lu untuk mengadakan Kantor Inspeksi di pusat propinsi, yang memim­

pin dan mengatur pengawasan sehart-hari terhadap sekolah desa. 

Pengawasan itu dilakukan oleh petugas-petugas yang diangkat oleh 

propinsi sebagai pegawai dengan pangkat sederhana, dan diperbantu­

kan kepada kabupaten. Dengan cara demikian, kata Colijn, baru da­

pat dikatakan ada desentralisasi dan dilakukan dengan semangat pem­

baharuan pemerintahan dengan mengadakan secara tepat pembagian 
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·::uga:; antar a berbagai instansi otonom. Ia tidak menolak bahwa ji­

ka pmr.ba.gian tugas . itu diadakan di bida'Qg pendidikan a~n menim­

buJ.lr..a•1 kebera t au yang te:.. batas pada seltolah desa. ~ar.ena itu dalam 

telegram tanggal 14 Septemb.er 1933 nomor 167 ia menyatakan pandang­

dnftya bahwa masalah itu bersangkut-paut dengan p~mbaharuan ~istim 

::; eidtu ika n. 

Hengenai masafah memberi pensiun kepada guru desa dinyatakan 

bahtJCi 'mci.'salah H u telah seluruhnya disel.esaikan berdasarkan premise 

bahwa g~.;ru · desa yang bersangkutan akan dijadikan pegawai kabupaten/ 

kotapraja. Setelah kasus itu tidak ada kemungkinan lagi untuk mem­

beri pensiun kepada guru desa. Menurut sistim yang telah dibeber­

ka n d i atas . secara · prinsipiil tidak boleh m,enjadikan guru desa se­

baga i pegavmi pemer intah. Menurut pandangannya tidak per.lu diada­

kan peraturan pensiun untuk mereka seperti. juga tidak ada untuk pa­

mong desa. Jika desa senciri menyediakan dana untuk menjamin hari 

tu.?. uu::u:tc par~ petu3asnya, ia tidak be,rkeberatan. 

· ' . 

IKHTISAR MENGENAI KEBIJAKSANAAN 
PENDIDIKAN PALAH :HUBUNGANNXA DENGAN PENPUDVK BPMIPYTERA 

111 . Dari }1enter ~- Daerah Jajahan (Welter) kepada Gubernur Jenderal 

(Tj i-lrdil vim Sta r kenborgh Stachom-ler), tanggal 13 Desember 1937 

nol!!_C?.E_ 8 I _p 7 o 

Bahvm dalam meneliti tindaka·n-tindakan yang diambil di bidang 

? <=myedi::!a"l yendidikan di Hindia-Belanda dalam sepuluh tahun ter­

akhir perhatiannya te~utama tertarik kepada perkembangan yang sa-
,, 

ngat: pe ~> e. t cia ri sistim pendidikan yang bercorak Barat. Dalam sis-

tim ird. dibangun dalam waktu yang singkat suatu aparatur pendidikan 

yar .g 11'. ~nm:ut kons~pninya dimaksudkan supaya tiap orang Bumiputera 
' · 

menda p.?. t ke cempatan untuk memperoleh pendidikan Barat setinggi-

tinr,g :.i.nya. 
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Dalam waktu yang pendek telah dibangun oleh negeri Belanda di 

Hindia-Belanda suatu bangunan pendidikan yang mengesankan, k;;lta 

Welter, terdiri dari HIS, "Schakelschool", MULO, AMS . <yang sebagi­

an yaitu bagian Saetra Timur Klasik, tidak pernah mencapai ting­

katan perkembangan seperti bagian B), dan sekolah-sekolah tinggi. 

Anak desa yang sederhana dihubungkan oleh sistim sekolah yang sam­

bung-menyambung dengan perguruan tinggi. Menteri Welter mengata­

kan ' bahwa oleh Menteri De Graaff dalam surat kepada Gub~rnur Jen-
; 

deral De Jonge tanggal 8 Agustus 1931 nomor 1/162, digambarkan tu-

gas yang dipiku1 oleh negeri Belanda. Katanya sangat jarang ter­

jadi dalam sejarah dunia, pemerintah kolonial harus memenuhi tun­

tutan untuk mengantarkan berjuta-juta penduduknya yang berlainan 

ras dan hidup di bawah kekuasaannya, ke dunia pengetahuan Barat 

yang baru terbuka pintunya untuk hanya sekelompok kecil dari pen­

duduk itu. 

Pembentukan Komisi Pendidikan Bumiputera-Belanda dalarn . tahun 

1927 yang masih ada di tengah-tengah periode konjungtur tinggi, 

menurut Menteri Welter merupakan suatu tanda pertama sebagai penda­

hu1uan kesadaran. Terhadap konstruksi bangunan sistim persekolah­

an mulai diajukan k~beratan-keberatan dari tiga sudut: (1) lama­

kelamaan negeri Belanda tidak akan mampu mengirimkan tenaga guru 

yang diperlukan; (2) sistim pendidikan tersebut 'di bidang finan­

siil akan terlalu melampaui kekuatan; dan (3) akhirnya diragukan 

kegunaan efektivitasnya di bidang sosial-ekonornis dapat dipertang­

gung jawabkan. Welter sependapat dengan pandangan De Graaff dan 

Colijn, bahwa perhatian pokok harus dipusatkan kepada pengembangan 

sekolah desa. Perluasan dengan terus-menerus sekolah desa dengan 

pemeliharaan pendalaman pendidikan dianggapnya sebagai usaha pokok 

yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk tahun­

tahun llerikutnya. Pengerahan dana dan daya terbesar harus dicurah­

kan kepada perluasan jumlah seko1ah desa sebagai "onderbouw" umurn 
dari sekolah rendah. 

Welter mengingatkan bahwa pada masa jabatannya terdahulu seba­

gai Menteri Daerah Jajahan dalam suratnya tanggal 16 Januari 1926 



204 

nomor 21/72, telah memberikan perhatian khusus kepada n2kolC'.l1 desa 

dan perluasannya serta pend<Haman pengajc:o.rannya (Vi. 85). Ia e.e­

pendapat dengan De Graaff,dan Colijri, bahwa sebagian besar dari 

kekuatan yanB dioediakan harus digunakan untuk·perluasa n pendidik­

an bagi rakyat. Ia minta ikhtisar ringkas mengenai usah.s.-usahc. 

yanz ~elah ~:Uaksanakan daJ.am politik at~u kebijal· .qa'.laan penclidik-­

an tf>rhadF.<.p pendudul: Bumiputera selama 10 t .::hun t:>..!::"::li:!1~~r, , 

dari I:encana ynng dikerjakan, dan kemung:drtan pei· s:;_apa:~ ::ler:,b <·.c.t 

peraturan atau penelitian yang· seciang die.nakan -:u. e:n.g':m.:li tir..daka:l­

tindal<an yang akaa diambi1.. · Juga diharapkm-, t5.:ljan!;'.:t I!ll~!:~ei:lc:i. £e­

kolah-selwlah negeri <'..an sekolah·-sel<:olah swast.a yang d~r:;::ak:;,.'i:sf.:L 

perkumpulan Zet:ci:i.ng d~n :!-1isi, s ·erta secara l~l~usuo sek ' lai1 untuk 

remaja puteri. Diharapkannya il-"htisar itu sudah ditcr:!.n~:=t pa-:l.r. ki­

ra-kira akhir Ja:nuart 19 38, sebelnm diadakan pererr.>uc;£:.n rnongeuai 

anggaran: biaya Hindia·-Belanda yang akan r:atang. PeHtbahasan ' p;,_·in­

sipiil mengenai pendidikan t1ntuk Bumiputera dapat diaclakan ke:tudi-

an. 

112. Direktur Pendidib:m d""' n Agama (P.,J.A. :i:denburg) kepada_Guhern~..E_ 

Jenderal (Tja;-da . van Star.kenborg~1 Stachouwer~?:?.G::ll 

28 Nope~J?~r 19~~ 

P .J ;A. Idenburg sebagai Direktur Pendirlikan C:a~. L\gc.::tr.a tidak 

dengan segera rr.emenuhi permintaan Menteri Welter . Hal itu chberi··· 

tahukan kepada Gubernur Jenderal Tjarda va~ Star:,enbo1:g:1 Stachouwer­

denga:n su:::-at tanggal Lf Hare:t nomor 39/A. Rupanya ia ma'.l menyusun 

sendiri ikhtisar yang d::minta itu·, tetapi karena kesibukan ticiak 

dapat lebih cepat menyelesc:d.kannya. Dengan surat kepacia Guy1erLm: 

Jemderal tanggal 28 Nopember 1938 nomor 298"X./A Raha:da, disarr.pa:Lkan 

ikhtisar yang ·•:elah disusunnye. . I.a tidak dapat t:!erl.)<. j ika ·,1 :dchtisar 

dan di:: ertA i dok•.'r!le-='.tasi 
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niEmgenai segala , peristiwa di bidang ·pendidikan selama sepuluh: t.~hun 

terakhii: , ' dan ia berpendapat bahwa 'ikhtisar lengkap itu Juga ti1l.e~ 

dtperlukan oleh Menteri •. 

,... Ikhtisar hist6ris seperti yang dil!linta oleh · Menteri Welter 

berdasib:kan rangkaian tindakan berurutan secara kronologis .;rlalam 

kebijaksariaan 'pendidikan, sukar -·disusun untuk• mendapat . gambarap me­

ngenai perkembarigan pandangan dalam kebijakSanaan.:pendidikan :selama 

sepultih tahtin terakhir ~ demikian kat a Idenburg·. · Penyusunan: ringkas­

an seperti itu akan lebih mengaburkan daripada menjelaskan pandangan 

karena selama sepuluh tahun terakhir ' itu semua tindakan dan peratur­

an penting mengenai pendidikan diadakan untuk mencapai penyederhana­

an dalafu rangka penghematan, sehingga kebijaksanaan dalam pendidikan 

terselhbu~}ii atau terselubung dalam politik penghematan, sebagai aki-

bat 1krisis ekonomi sejak sekitar tahun 1930. 

Prof.Dr. B.J.O.Schrieke terutama harus memusatkan perhatiannya 

kepada rekonstruksi sarana pendidikan dengan tujuan penghematan se­

banyak-banyaknya. Penggantian Dr. A.D.A.de Kat Artgelineyaitu pen­

dahulu Dr. P. J .A. Idenburg, harus melaksanakan per a turan-pera turan· 

yang,. ,diadakan pasa masa Schrieke. . Hal inilah yang memberi corak khas 
I , 

keRada jalan yang ditempuh perkembangan pengajaran. 
. ·. ! . 

Ikhtisar berikut ini disusun terutama terbatas pada bidang 

pendidikan untuk Bumiputera, karena Menteri Welter perhatiannya se­

-ara khusus ditujukan kepada pendidikan untuk Bumiputera. Menurut 

lfente'ri, terjadi pergeseran penghargaan dengan jelas terhadap arti 

sekchah bercorak Barat untuk penduduk Bumiptitera ·~ Pendapat Menteri 

d:f.beriarkan tetapi sebaiknya jangan rnempertentangkan perkembangan !se­

lama sepulu~ tahun yang terakhir itu dengan masa sebelumnya. Lebih 

baik dikatakan bahwa terjadi penjernihan pandangan sebagai akibat 
,. 

menjadi makin jelas konsekwensi sosial dari sistim pendidikan yang 

berlaku. 

Pada tahun duapuluhan terjadi keresahan umum sebagai akibat da­

ri sangat cepatny~ laju kenaikan jumlah murid Burniputera ke sekolah-. ' 

sekolah corak Barat. Tidak hanya gejala itu menyebabkan biaya untuk 
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pendidikan menjadi cepat terlalu berat bagi keuangan Hindia-Be1anda, 

tetapi juga berakibat makin nyata bahwa tamatan sekolah bercorak Ba­

rat itu tidak dapat mempero1eh 1apangan kerja- yang sepadan. Komisi 

Pendidikan te1ah banyak menyumbang dengan rangkaian pub1ikasinya un­

tuk memperje1as pandangan mengenai keadaan. Sejak itu benar-benar , 

dikatakan dapat 1ebih dimengerti keharusan mengadakan pembaharuan 

orientasi dalam kebijaksanaan perididikan. Tetapi be1um tentu basil 

pekerjaan Komisi pendidikan itu dengan segera akan membawakan peru­

bahan secara besar-besaran da1am kebijaksanaan pendidikan, apabi1a 

tidak terjadi krisis yang menimbulkan keharusan melaksanakan kebi­

jaksanaan yang mesti (dan mungkin) dirubah. 

Da1am tahun-tahun pertama krisis ada keharusan penghematan dan 

bersamaan dengan keharusan peninjauan kemba1i sistim pendidikan, 

sanering da1am anggaran biaya haru~ dilaksanakan di samping keharus-
I ' o 

an rnengadakan perbaikan efek kegunaan ekonornis dan pedagogis dari 

seko1ah-seko1ah. Sebagai ilusttasi penyimpangan kebijaksanaan pen­

didikan da1am tahun-tahun 1925 sampai 1930 dari garis perkembangan 

keuangan diberikan sebagai berikut : 

Tahun Pendapatan negara Pengeluaran Departemen Perkiraan 

__ (_d_a_l~_!ll_.$2-l_1_?_e_?] __ -~~~~!~!~~-~~~-~&~~- ~~~~.:.~!~~ 

1925 530 000 000 35 600 000 34 000 000 

1926 538 000 000 39 100 000 38 500 000 

1927 518 000 000 43 300 000 41 400 000 

1928 551 000 000 48 500 000 45 100 000 

1929 524 000 000 52 500 000 46 100 000 

1930 439 000 000 56 400 000 50 000 000 

Ternyata di sini bahwa anggaran biaya pendidikan dilebihi oleh pe­

ngeluaran , dalam jum1ah yang makin naik. Untuk mengadakan perbaik­

an, oleh Prof.Dr. B.J.O . Schrieke pada waktu itu berfungsi se­

bagai Pejabat Direktur Pendidikan dan Agama diajukan rancangan re­

organisasi pendidikan dalam tahun 1930, .yang seperti diketahui te­

lah dito1ak. 
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-Uraian ringkas di atas menggambar~<:an keadaan sebagai permulaan 

masa sepuluh tahun yang ingin ditinjau ·'oleh Menteri Welter\ Sebe­

lum d-iuraikan kejadian-kejadian lebih lanjut sebagai akibat keb!­

jaksanaan~ pendidikan tetapi bukan sebagai akibat ·politik. pe'nghemat­

an, dalam masa sepuluh tahun itu diadakan tinja'uan umum mengenai · 

salah satu masalah inti yang aktuil dalam keb>ijaksanaan Pendidikan, 

yaitu masalah mengenai arti pendidikan corak Barat bagi penduduk · 

Bumiputera. · Ini perlu untuk dapat melihat pada' latar belakan'g ·pe­

nyediaan penti11g di bidang pendidikan bagi penduduk · Bumipi:1te-

ra. · 

Sistim pendidikan di Hindia-Belanda menurut k~nyataan da~ 

sar~dasarnya diletakkan di masa Mr. K.F.Creutzberg memimpin <Depar­

temen Pendidikan dan Agama (1916-1922) dengan gagasan bahwa natus ;. 

ada seko1ah sederhana untuk penduduk Bwn,iputera~ tetapi yang dapat 

dikembangkan dan disampingnya dibangun sistim pendidikan ·sampai ke 

puncak-puncak tertinggi ·pendidikan corak ·Barat u11tuk memberi kesem­

pat;an kepada orang Bumiputera dan Cina dari k~dudukari sosia1 yang 

paHng. bail~ dan yang berbakat mendapat pendidikan · Barat seii:nggf­

tingginya . .. Sis tim pendidikan i'tu harus memberikan kemungkinan ke­

pada anak desa yang sederhana untuk dapat .belajar sampai ' di pergu­

ruari tinggi. Gagasan' itu pada hakekatnya tidak ditingga1kan, dan · 

pada umumnya tidak diragukan sebagai prinsip dasar yang me'ngaiidung 

kemuliaan dan ·keadilan. Tetapi pendapat-pendapat berubah sec.ara 

berangsur,-angsur mengenai kepatutan dan ketidak-patut::m da1am 1>e-
1aksanaannya ·• 

Ketika Mr. Creutzberg membeberkan sistimnya da1am Dewan :Rakyat 

da1am tahun 1918, padanya itu sebenarnya ada pikiran bahwa pintu 

ter~ukake seko1ahcorak Barat dapat diatur untuk masyarakat Bumi­

putera, sehingga anak-anak yang terba±k dari ·masyara~kat Btimiputera 

benar-benar dapat menggunakannya • . · Da1am sis tim itu pertuasan per­

kembangan HIS .harus . dibatasi · dan diterapkart prinsip bahwa HIS dimak­

sudk.;ln sebagai seko1ah ·btimewa, dan bahasa Be1anda ha-rtis diajarkan 

d.epgan hati-hati atau diajarkan -kepada orang Bumipute~a dengan: 
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pembatasan, sebab jika tidak diadakan pembatasan, sekolah-sekolah 

corak Barat itu akan kebanjiran murid yang akhirnya bahkan di per­

guruan tinggi tidak akan terbendung. Pada Creutzberg sudah ada 

kekhawatiran bahwa akan terjadi jumlah sekolah istimewa itu terla­

lu besar. Bagaimanapun juga kenyataan sejarah merilbuktikan bahwa 

pemerintah tidak berhasil membatasi sekolah tipe HIS itu hanya un­

tuk anak elite Bumiputera saja. Meskipun penduduk Bumiputera pada 

umumnya harus berkorban mengeluarkan biaya sekolah yang relatif 

tinggi untuk menyekolahkan anak di H!S atau tipe sekolah seperti 

itu. Dorongan ke arah itu sedemikian rupa besarnya sehingga tidak 

dapat diadakan pembatasan dalam perluasan sekolah tipe HIS itu se­

perti yang dikehendaki menurut rencana seni.ula dari sistim pendi­

dikan. 

Dalam tahun-tahun penghematan masa krisis ekonomi diadakan 

pembatasan ketat pada jumlah sekolah istimewa itu, tetapi adalah 

keliru untuk menganut anggapan bahwa dengan demikian laju perkem­

bangan murid ke sekolah corak Barat itu terhentikan. Pemerintah 

dihadapkan kepada kenyataan, bahwa sekolah-sekolah swasta tidak 

bersubsidi ·tipe HIS berkembang dengan luar biasa sehingga jumlah­

nya jauh melebihi HIS negeri. Sekolah-sekolah swasta itu terkenal 

dengan sebutan "sekolah liar" dan biasanya uang sekolahnya lebih 

tinggi, serta mutunya rendah. Meskipun kemakmuran penduduk menu­

run, sekolah liar laku juga~ sedangkan pernah dialami bahwa HIS 

negeri kekurangan murid, sehingga dalam tahun 1936 dipertimbangkan 

dengan sungguh-sungguh untuk menutuup kira-kira 50 buah HIS dan HCS 

negeri. 

Ada beberapa sebab yang mendorong orang Bumiputera memilih 

"sekolah liar", antara lain sebagai berikut. Menurut dugaan perta­

ma-tama usaha para guru "sekolah liar" yang dengan rajin dan gigih 

mempengaruhi orang tua bakal murid untuk memasukkan anak ke sekolah 

mereka. Yang kedua, mungkin pembahasan mengenai "Ordonansi Sekolah 

Liar" dalam Dewan Rakyat berakibat timbulnya pendapat dalam masya­

rakat penduduk Bumiputera, bahwa "sekolah liar" adalah milik rakyat 
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dan ada di luar; un~$an pemerintah. Sentimen nasiqnalisme. ikut me,m­

beri kesan kehormataJl kepada kebanggaan atau kemJ.,lliaan "sekolah. l;i-

ar". 

Data yang cermat .dan tepat tidak dapat disediakan berapa besar 
-~ 1 : 

jumlah seluruh sekolah liar itu,. tetapi gejala pet;.kembangannya .yang 
,' ·,· ; 

pesat dapat membuktikan ' b~:rapa , besar dorqngan kepada penduduk Bumi-

putera sendiri untuk me~asuki sekolah-sekolah deng~m pendidikan 

yang bercorak Barat. Menurut kalangan yang mengetahui, didu&a j!um­

lah murid sekolah liar itu sekitar 120.000 orang. 

Sementara itu akibat yang merugikan dari relatif terla+u l .uas--
. j : : ··,· 

nya sekolah yang bercora~ Barat pada suat.u tingkat terte~tu p~rku­

rang lagi, karena penduduk Bumiputera sendiri berangsu;--angsur le­

bih menyadar:l,. pentingnya pendidikan bercorak Barat. Kira-kira 20 

tahun sebelum'nya tamatan HIS dapat diterima dengan segera bekerja 

di kantor-kantor pemerintah atau swasta dengan gaji 80 atau 90 gul­

den, sedangkan sekarang (tahul(). 1938) tamatan MULO dengan gembira 

mau .111enerima gaji 30 gulden. Ternyata di sini betapa merosotnya 

nilai ijazah di bidang materiil. Masyarakat p~nduduk Bumiputerrt 

tidak t~nggal buta terhadap kenyataan itu. Mites tentang dorongan 

pada orang Bumiputera untuk memasuki sekolah bercorak Barat, oleh . 

anggapan bahwa sekolah itu me~buka jalan ke posisi leqih makmur dan 

lebih berkuasa, telah ditinggalkan oleh sebagian besar penduduk Bu7 

miputera. Memang benar .masih ada penghargaan yang dileb:i.h-lebihkan , 

tetapi Idenburg mendapat keterangan dari banyak pe:rcak~pan. qengan 

orang Bumiputera dari kalangan terte~~u, terutama yang lebih terpe­

lajar, bahwa dorongan untuk memperoleh pendidikan yang setinggi- : 

tingginya itu bukan hanya oleh keinginan untukmencapai ;kedudukan 

terhormat dan penghasilan besar. Tetap;i lebih banyak terjadi l;>ahwa 

dorongan ;l.tu tumbuh ol~h pikiran at~u cita-cita untuk memajuka:ndai,l 

meJ?p~rtinggi kecerdasan bangsa "Indones~a" dengan keharusan membe-:- .. 

ri~n pendidikan Y<t?g luas kepada sebanyak-banyaknya crljlng "Indo­

nesia. 

Pada kalangan orang ~umiputera juga mulai timbul kesadaran, 

bahwa untuk kebanyakan orang Bumiputera pendidikan yang lebih t inggi 
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tidak diartikan untuk mencapai posisi sosial y~ng lebih tinggi, 

tetapi supaya secepat-cepatnya dapat menggantikan orang Eropa da­

lam banyak jabatan. Pikiran ini teristimewa sangat kuat menurut 

Idenburg di kalangan orang dari pergerakan politik. Mereka ini 

lebih kurang dari pemerintah mempersoalkan overproduksi sekolah 

bercorak Barat. Overproduksi sekolah bercorak Barat dapat diteri-
.' 

ma oleh mereka untuk kepentingan urusan yang lebih .besar dan masa­

l~h yang makin mendesak, yaitu nasionalisme. 

Sementara itu orang Bumiputera dapat menyesuaikan dirinya ke­

pada overproduksi tersebut. Tamatan MULO dan AMS mau menerima ga­

ji yang rendah. Untuk sementara belum timbul masalah pengangguran 

dalam ' ~langan tamatan perguruan tinggi. Lain dari pada itu over­

produksi tersebut belum berarti menumbuhkan suatu kelompok kaum 

proletar setengah intelektuil, karena masyarakat masih dapat mcnye­

rap mereka. 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesirnpulan bahwa sekolah­

sekolah bercorak Barat dapat rnemenuhi fungsi sosialnya yang bukan 

saja rnemberi persiapan untuk jabatan-jabatan tertentu, tetapi juga 

terutama di kota-kota besar, berangsur-angsur berperanan sebagai 

sekolah rendah biasa yang rnemberikan kepada kelornpok tertentu dalam 

masyarakat penduduk Bumiputera suatu kecerdasan tertentu, yang ber­

taraf lebih tinggi daripada yang dapat diberikan oleh sekolah kelas 

dua atau sekolah desa + "vervolgschool". Nilai sosial sekolah ber­

corak Barat itu dan artinya bagi orang Bumiputera bukan saja diten­

tukan oleh relasi antara jumlah tamatannya dengan pasaran kerja da­

lam masyarakat . . Dalam hal ini Idenburg mengemukakan dua hal pokok. 

Pertama-tama oleh Dr. A.D.A.de Kat Angelino, pendahulu 

Dr. P.J.A.Idenburg sebagai Direktur Pendidikan dan Agama, pada wak­

tu mewakili pemerintah dalam Dewan Rakyat untuk perembugan ,mengenai 

anggaran biaya urituk tahun 1937 menyatakan pendapat bahwa, kelebihan _, ' 

tertentu dalam produksi orang te~pelajar lebih tinggi menjadi ke~a-
rusan untuk kemajuan intern dalarn masyarakat pepdud~k Bumiputera 

sendiri. De Kat Angelino bertolak dari pemikiran bahwa jika hanya 
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dihasilkan orang terpelajar terbatas kepada jumlah yang diperlukan 

untuk mengisi kira-kira jumlah yang .:~ama dengan jabatan-jabatan 

dalam masyarakat, maka dari dalrun masyarakat penduduk Bumiputera 

itu sendiri akan dihilangkankemungkinan untuk mengembangkan diri­

nya dan mengadakan diferensiasi. Adanya sejumlah orang. mudade­

ngan pendidikan le'. ih tinggi yang tidak dapat diberi fungsi 

sepadan menurut anggapan pada ,waktu itu, mendorong orang-orang mu­

da itu untuk menciptakan ,.bagi diri mereka sendiri kemungkinan la-

pangan kerja dengan bentuk-bentuk baru. Dengan demikian tim-

bul ketegangan yang mengharuskan' supaya di dalam masyarakat sendi­

ri terjadi diferensiasi kerja baru. . Dengan kata lain Iliasya­

rakat ~arus dikernbangkan dari dalam sendiri untuk dapat mencipta­

kan kemungkinan mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi di kemudi­

an harL Kenyataan menunjukkan bahwa generasi muda dalam masyara­

kat penduduk Bumiputera sekitar tahun 1938 sedang me1aksanakan ker­

ja yang jauh berlainan dengan generasi Bumiputera dua puluh tahun 

sebelumnya. 

Hal kedua ialah bahwa pengetahuan bahasa Belanda sebagai 

hakekat ' pengetahuan bagi kelompok-kelompbk besar orang Bumiputera 

diberi nilai jauh dari pikiran bahwa bahasa Belanda it·u tneru­

pakan syarat untuk memperoleh pekerjaan yang ·baik (sedapat mungkin 

di kantor pemerintahan). Ada daerah-daerah tertentu yang penduduk­

nya ingin belajar baha·sa Belanda karena hanya semata-mata untuk da-
' pat menggunakan b'ahasa :ttu, seperti di 'Minahasa dan Ambon. Di dae-

rah-daerah lain di luar Jawa dan Madura itu juga makin banyak tam­

pak. Di kota-kota bes~r di Jawa juga demikian. Dari sebab itu HIS 

dan HCS yang dalam status "sekolah liar" juga laku. 

Pemerintah harus dapa t memenuhi keinginan seperti diuraikan di 

atas itu, tetapi pengembangan sekolah bercorak Barat harus disertai 

pembatasan, karena ~Bkol~h seperti tipe HIS itu sebenarnya terlalu 

mahal, bahkan di kota-kota besar juga mahal untuk dijadikan sekolah 

rendah yang lebih baik bagi penduduk Bumiputera. Untuk menghindarJ. 

ekses buruk dari se~olah bercornk Barat itu seyogianya di 
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dalam sekolah yang semata-mata bercorak Bumiputera harus dicipta-
' 

kan kemungkinan bagi anak Indonesia untuk dapat belaj~r bahasa Be-
·, 

landa seperlunya, demikian kata Idenburg. Harus dibedakan kelompok 

penduduk Burniputera dengan kelompok Cina yang merasa perlu belajar 

bahasa Belanda. Bagi Cina pengetahuan bahasa Belanda tidak menim­

bulkan kecenderungan yang mendorong untuk terlepas dari lingkungan 

kerjanya sendiri, karena pengetahuan tersebut digunakan Cina dalam 

lingkungan hidupnya sebagai alat dalam kemungkinan memajukan. dan 

memperluas usaha dagang, dsb. Tetapi pa.da orang Bumiputera tidak 

demikian. Mula-mula ada kecenderungan untuk terlepas dari ling­

kungan sendiri yang baru dapat dinetralkan apabila orang Bumiputera 
i 

· yang bersangkutan melalui cara-cara lnin dapat diserap kembali ke 

dalam lingkungan masyarakat bangsanya sendiri. Dalam tahun-tahun 

terakhir itu diusahakan dalam lingkungan sekolah Bumiputera sendiri 

membuka kemungkinan untuk menampung dan membimbing keinginan bela-

jar bahasa Belanda. 

Hubungan penduduk Bumiputera dengan sekolah bercorak Barat me-
' 

nimbulkan terus-menerus masalah-masalah yang aktuil yang menentukan 

untuk sebagian besar kebijaksanaan pendidikan pemerintah kolonial 

Hindia-Belanda dengan aspek-aspek yang positif dan negatif. Bidang 

atau sektor terpenting dari kebijaksanaan tersebut ialah pendidikan 

untuk Bumiputera. Makin disadaribahwa kekuatan dalam masyarakat 

penduduk Bumiputera itu lebih dipertinggi dengan menyediakan seko­

lah yang sederhana, tetapi yang lebih efektif untuk mayoritas pen­

duduk daripada sekolah bercorak Barat yang lebih tinggi (dan mahal) 

untuk kelompok kecil dari penduduk. Sekolah bercorak Barat yang 

lebih tinggi masih harus ada, tetapi sekali-kali tidak boleh meng­

abaikan sekolah untuk rakyat banyak. 

Dalam periode penyederhanaan dan penghematan secara besar-be­

saran dari tahun 1931 sampai tahun 1935, sama sekali tidak dilaksa­

nakan kebijaksanaan pendidtkan yang positif terhadap penduduk Bumi­

putera. Memang sukar untuk melaksanakannya karena semua perhatian 

dicurahkan kepada aparatur pendidikan itu sendiri. Sebagai 
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keuntungan dari penghematan itu diperoleh aparatur untuk pendidikan 

Bumiputera yang dianggap relatif murah, sehingga terdapat kemung­

.kinan mengadakan pengembangan yang lebih teratur dan diseiinbangkcln 

dengan laju kenaikan penduduk. 

Salah satu tujuan kebijaksanaan pendidikan pemerintah Hindia­

Belanda itu ialah mendirikan seko!ah sederhana dan sebanyak-banyak­

nya bagi massa rakyat dari penduduk. Tujuannya terutama diarahkan 

kepada pemberantasan buta huruf. Masa krisis ekonomi telah banyak 

merintangi perkembangan sekolah desa, bukan saja karena banyak se­

kolah desa yang ditutup, tetapi juga karena penduduk desa rupanya 

sangat sulit mendapat uang, sehingga menyekolahkan anak bagi keba­

nyakpn _orang merupakan suatu beban yang berat. 

Beberapa angka di bawah ini menunjukkan perkembangan sekolah 

rakyat untuk penduduk Bumiputera dalam masa 1931-1936. 

Sekolah Desa Tahun 
Jumlah sekolah Jumlah murid 

1931/1932 

1932/1933 

1933/1934 

1934/1935 

1935/1936 

"Vervolgschool" 
, _ ... 

Tahun Jumlah Jumlah 
"Vervolg sekolah 
school" !!:.-~~ --------

1931/32 1.199 1.990 

1932/33 1.246 1. 757 

1933/34 1. 716 1.208 

1934/35 2.354 362 

1935/36 2.586 64 

16.921' 

16.075 

16.398 

16.728 

16.962 

1. 320.131 

1.368.692 

L423.387 

1.507.931 

1.583.236 

dan Seko1ah Ke1as Dua 

Jumlah murid Jumlah murid 
"Vervolg- Sekolah 
school" Kelas dua ----------- -----------
111.528 341.110 

115.411 316.568 

146.722 231.565 

185.332 78.950 

212.554 10-.793 



Tambahan j um1ah 
Sekolah Desa 

+41 

Seko1ah ke1as 
Dua berkurang 

-----------
-1.926 
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1931 - 1936 

Tambahan j umlah 
Murid Sek. ; De sa 

+263.105 

Jumlah murid 
Kelas Dua Ber-
kurang 

-------------
-330.317 

Tambahan jum1ah 
"Vervo1gschoo1" 

+1.387 

Tambahan jumlah 
Sek.Desa + "Ver-
volgschoo1" 

----------------
+1.428 

Tambahan j umlah 
Mrd."Vervo1gsch" 

+101.026 

Tambahan jumlah 
Murid Sek.Desa 
+ "Vervo1gschoo1" 

-----------------
+364.131 

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa dalam masa 1931-1936, se­

luruh tambahan murid di sekolah rendah untuk penduduk Bumiputera ha­

nya kira-kira 33.000 murid, yang praktis berarti pemberhentian sama 
' seka11. Gejala ini bukan saja akibat penghemat8n, tetapi juga akibat 

penurunan kemakmuran penduduk. Da1am periode penghematan ini ada be­

berapa Bupati yang terlalu rajin me1aksanakan penghematan, sehingga 

kurang memperhatikan kepentingan pendidikan untuk rakyatnya. Kemun­

duran suatu se~olah dipakai sebagai alasan untuk segera menutupnya. 

Oleh De Kat Angelino, kecenderungan seperti itu harus segera dihenti­

kan. 

Di daerah-daerah yang 1etaknya lebih terpencil dan berpenduduk 

sangat jarang seperti banyak terdapat di Indonesia bagian Timur, peng­

hematan dan rasionalisasi terhadap sekolah untuk rakyat mempunyai kon­

sekwensi sangat jauh. Di daeyah-daerah itu patokan pengadaan sekolah 

rendah (minimum 25 orang murid dalam radius minimal 5 km). Tetapi 

banyak juga sekolah h~rus ditutup atau digabungkan. Tindakan demiki­

an sebenarnya sangat merugikan kemajuan daerah, karena sekolah merupa­

kan pusat kemajuan. Karena itu dalam tahun-tahun kemudian d.iadakan 

pengembangan secara sistematis dengan apayang disebut "subs!di pera­

daban" untuk merehabilitasi fungsi sekolah di daerah-daerah primitif 

dan berpenduduk jarang, yaitu sekolah sebagai lembaga kebudayaan. Hal 

itu dtmulai da1am tahun 1936 di peda1aman Guinea Baru (Irian) dan ke­

mudian di seluruh Guinea Baru (Irian). 
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Pada tahun-tahun kemudian, pada umumnya setelah pemulihan ke­

makmuran banyak terjadi perbaikan di bidang pendidikan. Dalam ta­

hun 1937 terjadi laju perkembangan murid dengan deras ke sekolah 

desa. Angka-angka yang lenp,kap tidak dapat dised.iakan oleh Depar­

temen karena sejak 1 Januari 1937 penyelenggaraan sekolah untuk 

rakyat Bumiputera di Jawa dan Madura dilimpahkan kepada propir.si, 

kabupaten, dan kotapraja (Lembaran N~gara 193~ nomor 585 jo. nomor 

695). Pendirian dan pemeliharaan sekolah desa di luar kotapraja 

ditugaskan kepada desa. Pendidikan guru untuk sekolah desa dibe­

bankan kepada kabupaten dan kotapraja, untuk "vervolgschool" kepa­

da propinsi, yang juga harus mengadakan pengawasan terhadap seko­

lah desa. Ordonansi pelimpahan sekolah di daerah di luar Jawa da~ 

Hadura mengatur penyerahan sebagian sekolah kepada kesatuan-ke3a­

tuan kelompok penduduk dan kotapraja (Lembaran Negara 1937 nomor 
' . 

551). Juga di sini penyelenggaraan sekolah desa di luar kotapraja 

ditugaskan kepada kesatuan sosial seperti desa di Jawa. Menurut 

data pada Departemen Pendidikan dan Agama~ kenaikan jumlah murid 

sekolah desa melebihi 90.000. Ternyata jumlah sekolah tidak di­

perhitungkan sehingga banyak terjadi kepincangan mengenai ruangan 

kelas dan rasio guru terhadap jumlah murid. Peraturan pepyerahan 

dalam hal tertentu menjad~ rintangan karena desa dan sebagainya 

tidak dengan segera siap untuk secara teratur dapat melaksanakan 

tugas. Penilaian yang riil tidak dapat diberikan mengenai kemam·­

puan desa untuk mengurus sekolah, karena tidak tersedia c~kup da­

ta. Hanya pada waktu itu diketahui bahwa di sejumlah kabupaten 
\ , 

perkembangannya tidak selancar seperti diharapkan .dari st,~dut po-

litik pendidikan. Di dalam Dewan Rakyat telah dinyatakan.. oleh Pe­

merintah dalam hubungan dengan ordonansi pelimpahan, bahwa peme·­

rintah tidak melepaskan tanggung jawabnya yang prinsipiil tentang 

perkembangan sekolah untuk rakyat (Handelingen Volksraad. hal.l800 

dan hal.l880). Masalah ini ditegaskan karena pemerintab pusat ma­

sih tetap secara langsung mengurus sekolah swasta bersubsidi seca­

ra rasional, sebab sekolah bersubsidi itu tidak . diserahkan kepada 
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kesatuan-kesatuan otonomi. Menurut rancangan anggaran biaya untuk 

tahun 1939 pemerintah bermaksud memenuhi kewajiban ini dengan baik. 

Juga bagian-bagian seko1ah negeri untuk penduduk yang tidak dilim­

pahkan akan diperluas dengan pantas dalarn tahun 1939. Dengan tam­

bahan anggaran biaya untuk tahun 1938 diperhitungkan akan dikern­

bangkan sejumlah 400 seko1ah desa dan "vervo1gschool", yang sete­

ngahnya untuk sekolah swasta bersubsidi. 

Po1itik pendidikan diarahkan untuk secepat mungkin men;hilang­

kan buta huruf. Tujuan ini akan tercapai secara berangsur-angsur 

'melalui pergantian generasi dengan memperhitungkan kenaikan rata­

rata jum1ah anak usia seko1ah yang dapat ditampung oleh kenaikan 

tiap tahun dan sarana pendidikan. ~~nurut perhitungan Komisi pen­

didikan kenaikan jumlah untuk ke1ompok umur 6-9 tahun rata-rata 

67.460 (publikasi Komisi Pendidi~an no. 7a, Tugas yang masih taenan­

ti di bidang pengajaran, ha1.12). Dapat dikatakan bahwa jumlah ke­

naikan rata-rata tiap tahun itu adalah pesat sekali, sehingga di 

waktu yang akan datang kenaikan tahunan sebanyak 80.000 setiap ta­

hun dapat diperkirakan memenuhi keb~tuhan masyarakat akan pendidik­

an dasar. 

Dengan menentukan jumlah rata-rata ~urid setiap sekolah desa 

dengan 100, setiap tahun harus didirikan rata-rata 800 sE':wl<'-1-. de­

sa. Setiap tahun harus disediakan kira-kira 1.600 guru d~sa. Di 

samping itu harus diperhitungkan sekolah-sekolah kecil yang abnor­

mal di daerah-daerah yang berpenduduk jarang di luar Jawa dan Mn­

d~ra. Faktor ini ada di luar tinjauan. Menurut anggaran biaya un­

tuk tahun 1939 diperhitungkan pendirian 200 sekolah desa yang seca­

ra langsung masih dibiayai oleh pemerintah Pusat. Apabila kesatu­

an-kesatuan otonomi yang diserahi sekolah desa dapat mengembangkan 

dengan sekala yang sama, maka setiap tahun dapat dikembangkan kira­

kira 500 sekolah desa dengan kira-kira 1.000 guru desa. Pendidikan 

guru desa pada waktu itu ditetapkan pada produksi kira-kira 1.700 

setahun. Jumlah ini dianggap terlalu kecil, k8rena harus diperhi­

tungkan pelepasan yang teratur .serta juga penggantian-penggantian 
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kira-kira 30% guru yang tidak berwewenang. Teristimewa di beberapa 

daerah di luar Jawa dan Madura ada sejumlah besar guru tanpa wewe­

nang. Tetapi data tentang ini tidak lengkap. 

Dalam perkiraan seperti diuraikan di atas masih harus diperLi- · 

tungkan kenaikan laju ke sekolah desa sebagai basil dorongan. Se­

benarnya Idenburg memperkirakan kenaikan jumlah rata-rata tida~ le·· 

bih dari 40.000 sampai 45.000 rnurid tiap tahun. Kenaikan yang be­

sar dengan tiba-tiba dalam tahun 1937 yang rupanya masih akan ber­

lanjut dalam tahun berikutnya, rupanya disebabkan terutarna oleh 

faktor mengejar ketinggalan. Dalam laju murid pada tahun 1938 jmn­

lah rnurid relatif cukup besar yang sebenarnya telah rnelewati usia 

sekolah dan seharusnya sudah sekolah beberapa tahuri sebelumnya. 

Gejala ini boleh jadi akibat pengaruh krisis ekonomi yang telah di­

alami •. 

Mengenai ?emberantasan buta huruf perlu dicatat di sini bahwa 

dalarn tahun-tahun belakangan berkali-kali diadakan desakan melalui 

Dewan Rakyat supaya diadakan kursus untuk orang-orang dewasa. Me­

nurut pengalaman yang tidak menggembirakan dengan kursus~kursus 

yang diadakan oleh Komite Pemberantasan Buta Huruf (Analfabetisme 

Bestrijdings-Comitee)*) saran itu kurang disetujui. Dari sudut 

pedagogis kursus-kursus sernacam itu tidak banyak gunanya k:=trena b.:l­

han yang diajarkan hanya sedikit saja yang melekat, sedangkan dari 

sudut politik ada keberatan~ karena ditunggangi oleh partai poli­

tik. Dengan demikian masalah buta huruf itu belum terselesaikan. 

Perasaan tidak puas berkecamuk di kalangan Bumiputera yang menge­

cam pemerintah bahwa buta huruf di Hindia Belanda lebih menonjol 

dari pada di negeri-negeri Asia lain. Gejala ini makin berpe-

ranan penting dalam ,pergerakan politik oleh politisi Burniputera dan 

*) Komite ini did~rikan pada tahun 1922 dan menyelenggarakan kur-
. sus-kursus butahuruf untuk orang dewasa. Departemen Pendidikan 

dan Agama member! bantuan dengan cuma-cuma berupa tempat di se­
kolah desa dan sekolah kelas dua. Pemimpinnya, P.Post, mengang­
gap usaha itu gagal dan dalam tahun 1924 dihentikan, setelah 
ternyata ditunggangi propaganda politik. (P.Post, "Pemberantns­
an Buta Huruf", Koloniale Studien, 1940, hal. 51 dst.). --
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mempunyai arti penting karena disertai propaganda untuk mengirimkan 

pemuda Bumiputera ke sekolah-sekolah tinggi di- luar negeri (teruta­

ma ke Jepang, dan untuk pendidikan Islam di Mesir dan India). .Ke­

caman juga dilancarkan terhadap biaya sekolah untuk para orang tua 

Indonesia dengan mengadakan perbandingan keadaan di Jepang, Turki, 

tote sir, dll . Pada umumnya kapasitas sarana pendidikan di Hindia Be­

landa selalu mendapat kecaman dari kplangan pergerakan nasional 

bangsa Bumiputera, juga dart golongan yang moderat. 

Dikemukakan dalam hubung,g.n pemberantasan buta huruf itu perco­

baan yang diadakan oleh Inspeksi Pendidikan Bumiputera Propinsi Ja­

wa Timur, diadakan dua kursus yang semata-mata bertujuan memberan­

tas buta huruf. Dasar pikiran yang digunakan adalah tepat, bahwa 

·sekolah desa tidak dapat difungsikan sebagai lembaga pendidikan de­

ngan disampingnya sekaligus sebagai sarana pemberantasan buta huruf. 

Sebagai lembaga pendidikan sekolah yang hanya tiga tahun itu, ter­

istimewa di daerah yang sudah makin ramai terlibat dalam lalu lin-

tas, sebenarnya tidak~emadai. Di daerah-daerah lain di mana 

pemberantasan buta huruf harus digalakkan, harus diselenggarakan 

kursus-kursus buta huruf .dengan ~ara lain dalam waktu lebih 

singkat, supaya penduduk memberi penghargaan yang semestinya kepada 

lembaga sekolah desa. 

Setelah uraian mengenai sarana pendidikan untuk penduduk Bumi­

putera di atas, Idenburg mengadakan tinjauan dari segi kwalitatif 
. ' 

terhadap masalah itu. Masalah kwalitatif ini s.elama bertahun-tahun 

selalu menarik perhatian dalam pembahasan dengan tujuan yang ber­

ganti-ganti dan berbeda-beda. Sekolah desa tiga tahun sejak didi~ 

rikan dima~sudkan sebagai sekolah. untuk rakyat pedesaan. Karena 

keterbatasan yang besar dalam kemampuan keuangan penduduk dan peme­

rintah maka hanya dapat dibiayai sekolah yang sangat sederhana itu 

untuk rakyat. Dahulu sekolah standar atau sekolah kelas dua di­

anggap sebagai sekolah yang disediakan untuk penduduk Bumiputera 

yang lebih mampu dan terutama diadakan di pusat-pusat daerah 

berpenduduk banyak. Sekolah standar itu kemudian diganti dengan 
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sekolah desa + ' ''vervolgschool". Pergantian sistim sekolah standar 

secara demikian itu terjadi pada masa krisis ekonomi dan dimulai 

oleh B.J.O. Schrieke dan dilanjutkan oleh A.D.A. de K'at Angelino. 

Penggantiart sistim itu selesai seluruhnya, kecuali beberapa sekolah 

standar kotapraja. Sistim sekolah desa ·+ "vervolgschool"' itu dili­

hat dari sudut orgartisasi dan keuangari lebih menguntungkan, sehing­

ga menurut I.denburg harus dipertaharikan walaupun selalu dinyatakan 

keberatan dari pihak Dewan Rakyat. Terutank~ oleh para anggota Bu­

miputera dalam Dewan dikemukakan bahwa basil sekolah desa mutunya 

ada di bawah tiga kelas yang pertama dari Sekolali Kelas Dua. Mutu 

sekolah rakyat seluruhrtya untuk penduduk golongan Bumi Putera mere­

sot oleh pergantian sistim ("Verhandelingen Volksraad", 1936-1937., 

halaman 428). 

Tetapi menurut Idenburg ~ ' sistim sekolah desa + "vervolgschool" 

aemungkinkan secara sederhana penyelenggaraan sekolah Bumiputera 

dengan··.idisesu·aikan kepada kebutuhan daerah. Misalnya dalam daerah 

yang masih terbelakang dapat disediakan dengan cukup 1 (satu) "ver­

volgschool" dengan rasio terhadap 10 sekolah desa. Di kota-kota 

besar pada: lllntiilinya terdapat I atau 2 sekolah desa, dan biasanya 
11vervolgschool" menjadi satu dengan salah satu sekolah desa, se­

hingga mendekati keadaan sekolah kelas dua dahulu. 

Sistim ini menurut Idenburg mempunyai kelebihan atau keuntung­

an dalam luas pendidikan sesudah sekolah desa. · Tipe "vervolgschoola 

yang normal dua tahun sesudah sekolah desa dapat diperpanjang men­

jadi "vervolgschool" tiga tahun untuk daerah yang berpenduduk lebih 

padat. Tambahan kelas satu tahun itu dapat diarahkan ke berbagai 

sasaran. 

Hengenai pendidikart 'di sekolah desa (tiga tahiiri) harus diper­

hatikan bahwa supaya kepada sekolah itu dapat diberikan eksistensi 

yang ·riil dl dalam masyarakat desa·. maka pengaJarannya tidak terba­

tas diarahka·rt kepada membaca, menulis dan berhiturig saja. Telah 

dipikirkan beberapa cara untuk membuat sekolah itu lebih menarik 

bagi ·penduduk; supaya sekolah itu dianggap sebagai milik masyarakat 
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desa sendiri. Hal ini masih merupakan bagian dari kebijaksanaan 

dalam penyelenggaraan ~ekolah desa. Berbagai cara dijalankan mi­

salnya dengan mengadakan kebun seko~ah supaya melalui kerja di ke­

bun selalu ada hubungan dengan suasa~a agraris, memasukkan kerajin­

an dalam kurikulum, pembinaan kesenian daerah, menyelenggarakan 

~esta tahunan dengan ~elibatkan partisipasi penduduk desa ke dalam­

nya. dll. Oleh de Kat Angelino dipertahankan prinsip bahwa untuk 

mengajar di sekolah desa dipergunakan bahasa daerah. Kesulitan un­

tuk berpegang teguh kepada prinsip ini .ialah bahwa apabila tiap da­

erah kecil menggunakan dialek atau bahasa daerah sendiri, sehingga 

tidak mungkin menyediakan buku pelajaran dalam tiap bahasa Daerah. 

Di Jawa dengan kelom?ok-kelompok besar bahasa daerah yaitu bahasa­

bahasa Jawa, Sunda. dan Madura, prinsip itu sudah lama dan biasa 

diterapkan. Tetapi di daerah-daerah di luar Ja•.Na dan Madura de~g~n 
menggunakan bahasa pengantar ~1elayu boleh dikatakan bahwa pengajar­

an diberikan dalam bahasa asing. Masalah bahasa yang menimbulkan 

kesulitan khusus di bidang pendidikan di sekolah ditemui di Guinea 

Baru (Irian). Di sini sering terdapat kelompok-kelompok penduduk 

berdampingan, bahkan kelompok-kelompok kecil (kadang-kadang hanya 

beberapa ratus orang atau beberapa puluh orang) dengan bahasa-baha­

sa yang sama sekali berbeda, sehingga sering tidak dapat diad ;_:~\ :m 

pertukaran pikiran antara orang dari kelompok yang satu dengan 

orang dari kelompok yang lai~. Mengajar dengan bahasa Melayu di 

Guinea Baru (Irian) juga menimhulkan kesulitan .khusus karena struk­

tur dan konstruksi bahasa Melayu sangat jauh berbeda dari bahasa­

bahasa di Guinea Baru (Irian). 

Di samping gagasan bahwa sekolah desa harus sedapat-dapatnya ,. 
disesuaikan dengan lingkungan lokal penduduk, makin ditampilkan ' de-

ngan kuat tuntutan supaya pendidikan mencapai kegunaan e~ek sosial­

ekonomis. Pada hakekatnya sekolah desa tiga tahun dengan murid 

yang sangat muda memberikan kemungkinan yang sangat kecil untuk itu. 

Orang harus sudah puas jika kepandaian membaca, menulis, dan berhi­

tung yang diajarkan masih dapat melekat, apabila mereka meninggalkan 
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sekolah. Bagaimanapun juga ada usaha untuk mcnyesuai~n .isi buku-
' ., ,. 

" buku pelajaran 9 terutama buku bacaan dan berhitung kepada lingkung-

an sosial-ekonomis dari pend~duk. Melalui buku-buku bacaan seder-.. ..... 
hana dibawakan juga pengertian sederhana mengena~ higiene dan baha­

ya penyakit. .Juga dicoba menerc:wkan di .sekolah , prinsip-prinsip il-
. . . . . . *) . 

mu kesehatan penduduk .dar;i. karya, , Dr. Hydrick. , 
I • •' : < .~·! ~·· ' 

Bagian penting dari si~tim pendidikan untuk F~kyat ialah pen-

didikan guru desa· ~ Dalam tahun-tahun sesudah kri~is terjadi l>anyak 

kemajuan dalam penyeler1ggaraan kursus guru desa dan berkembang de-
·.! 

ngan baik. Juga telah diusahakan terus-menerus untuk mencapai 

efektivitas intern tanpa 'menaikan biaya. Corak lokal dari pendi­

dikannya juga mendapat perhatian. Pada umumnya menurut Ide~burg 

pendidikan; yang minim lamanya tiga tahun di sekolah desa itu dan 

tidak diragukan telah meningkatkan kemungkinan untuk kemajuan pen­

duduk. Di tempat' di mana sudah ada sekolah desa, konsulen pertani­

an dan kerajinan, dapat dengan lebih baik berhasil memberikan pene­

rangan atau penyuluhan. Di daerah dengan banyak sekolah ada kemung­

kinan lebih baik a tau kemungkinan menjadi lebih baik untuk memeliha­

ra pengetahuan yang sudah diajarki:m. Di daerah de~ikian itu dengan 

cepat dirasakan kebutuhan akan adanya Kantor Pos Pembantu. Tetapi 

harus dijauhi untuk melebih-lebihkan nilai dan mutu pendidikan di 

sekolah desa tersebut. Yang diajarkan juga sangat ~edikit, dan 

kesempatan untuk memelihara pengetahuan yang diajarkan juga relatif 

sedikit. Untuk memperbesar kesempatan belajar dan me~elihara pe­

ngetahuan, diadakan persetujuan oleh Idenburg dengan ,,~B:lai Pustaka 

dan disediakan dalam rancangan anggaran biaya untuk tap~n 1937 

pos untuk menyelenggarakan perpustakaan sederhana dan pusat penye­

baran bacaan pada 'sekolah desa, tetapi karena ada tuntutan penye­

derhanaan, pos tersebut dicoret. 
l: 

Sekolah rendah untuk rakyat yang pendidikannya boleh .di­

anggap ' sempurna ialah 11Vervolgschool". Mengenai segi kWantitatifnya 

*> . L. Hydrick, Intensive Rural Hygiene Work and Public Health 
Education of the Public Health Service of Netherlands India, 
Batavia, 1937---
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pada umumnya sama keadaannya dengan sekolah desa. Dalam aspek kwa­

litatifnya llvervolgschool" menyediakan kemungkinan untuk diferensi­

asi dengan pengarahan kepada berbagai sasaran tuju:1n di bidang sosi­

al ekonomis dan meletakkan dasar untuk beberapa pendidikan yang la­

in dalam seluruh lingkungan sekolah untuk Bumiputera. Nilai intrin­

sik pendidikan formil umum di sekolah desa plus "vervolgschool'i 

(tiga tahun + dua tahun), jika dilihat dalam lingkungan kerjanya, 

tidak jauh ketinggalan dari HIS dan sekolah rendah Eropa. Program 

pelajarannya lebih terbatas terutama mengenai pelajaran sejarah, il­

mu bumi, dan pengetahuan alam; tetapi mengenai pelajaran berhitung 

dan bahasa daerah tidak jauh berbeda dari HIS. Sedangkan pendidikan 

yang dibulatkan ditambah dengan pelajaran seni suara, olahraga, meng­

gambar, dan bahasa Melayu (yaitu pelajaran bahasa Melayu untuk dae­

rah-daerah di luar daerah bahasa Melayu). Pada hakekatnya di "ver­

volgschool" ada kemungkinan yang lebih besar untuk mempertinggi ke­

gunaan efektivitasnya di bidang ekonomis. Demikianlah di banyak 

tempat telah dibentuk kelas-kelas pertanian dengan organisasi yang 

baik. 

Pembentukan kelas pertanian sudah mulai diadakan sejak tahun 

1928. Pada kelas itu pelajaran membaca dan berhitung diarahkan ke­

pada pekerjaan dalam perusahaan pertanian. Pada waktu itu (tahun 

1928) sudah ada kira-kira 140 kelas semacam itu. Biasanya pada se­

kolah ada kebun sekolah yang cukup besar dan pendidikan diselengga­

rpkan dengan kerja sama dan perhubungan yang erat dengan dinas pe­

nerangan dan penyuluhan Pertanian. Guru-guru untuk kelas pertanian 

mendapat tambahan pendidikan yang cukup baik di perusahaan percoba­

an Pancasan, dekat Bogor. (terutama disediakan untuk latihan prak­

tek murid-murid Sekolah Pertanian Menengah, Bogor). 

Dahulu ada juga kelas perdagangan kecil yang bertujuan memaju­

kan kaum pedagang kecil yang sangat terbelakang di Jawa. Tetapi ka­

rena ternyata tidak mencapai tujuan, diganti dengan sekolah dagang 

kecil yang lamanya dua tahun. Guru-gurunya mendapat pendidikan khu­

sus. Program pelajaran di sekolah dagang kecil tersebut disesuaikan 
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dengan kebutuhan daerah setempat. Setelah mengakhiri pen:didikan, 

tamatannya tidak segera dilepaskan tetapi masih dapat berhubungan 

dengan Panitia Penyuluhan yang dibentuk secara khusus untuk membe­

rikan bantuan dengan penyuluhan. Mula-mula didirikan enam sekolah 

dagang · kecil di Jawa pada tahun 1937-1938. Riwayat singkat pem-

bentukannya adalah sebagai berikut: Pada bulan Januari diben~uk 

suatu "panitia untuk memberikan saran mengenai ·. reorganisasi pendi-

dikan dagang kecil". Pada bulan ·Mei panitia reenyampaikan laporan-

nya mengenai perdagangan kecil di Jawa dan Madura, dan mengusulkan 

pendirian sekolah dagang · sebagai kelanjutan "vervo1gschoo1" . Guru­

gurunya dididik di :'kursus untuk mendidik guru Bumiputera dertgan 

ijazah dagang kecil" • . Kursus itu diadakan pada tahun -.1936 di Ja­

karta yang juga mendidik guru-guru dari daerah di 1uar Jawa dan 
*) :, Madura untuk seko1ah dagang kecil yang akan didirikan. 

Secara khusus juga dipikirkan untuk mengadakan seko1ah rendah 

untuk · kelompbk pedt:tgang kecil Cina y~ng akari terdiri dar! "vervo1g­

school" dengan aspek seko1ah dagang dan merupakan varian dari apa 

yang disebut Seko1ah Me1ayu-Cina, yaitu sekolah desa tiga tahun + 
"vervolgschool" dua tahun untuk petiduduk Cina yang misk:i.n. ' • Sekolah 

semaoam ini sudah ada pada tahun 1927 di Malang, kemudian ~juga di­

adaka"n ·di Bangka. Sekolah tersebut tidak menarik perhatian pendu­

duk Cina ·yang lebih suka mernilih HCS, karena rnereka jelas menghen­

daki pengetahuan bahasa Be1anda untuk anak mere lea. Karena HCS ter-

1a1u mahal untuk penduduk Cina ~iskin, jui~a dipikirkan da1am 

hubungannya dengan keinginan seperti di kalangan penduduk Indonesia 

yang makin meningkat kepada pengetahuan bahasa Be1anda unttik meng­

adakan "vervolgschool" dengan mata pelajaran bahasa Belanda dengan 

disarnpingnya dimasukkan aspek sekolah dagang. 

Tipe "vervolgschool" dengan mata pe1ajaran bahasa Beianda di­

adakan sebagai akibat krisis ekonomi. Dimu1ai dengan tahliri ajaran 

1932-1933 ada 11 atau 12 HIS di kota-kota keci1, yang dirobah 

*) 
Laporan Umum Mengenai Pendidikan di Hindia Belanda 1937-1938, 
ha1arnan 78. 
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. menjadi sekolah standar dengan mata p'elajaran bahasa Belanda di 

tiga kelas tertinggi, karena penduduknya tidak merasakan kebutuh­

an akan tipe sekolah bercorak Barat seperti HIS. Tetapi rupanya 

untuk menghapuskan sama sekali pengajaran b~hasa Belanda tidak di­

ambil tindakan yang lebih jauh. Dari tiga kelas yang tertinggi 

itu terjadi "vervolgschool" dengan bahasa Belanda. Sekolah ini 

dianggap sebagai degenerasi HIS atau HIS yang turun pangkatnya, 

sehingga mula-mula tidak populer. Tetapi sementara itu sekolah 

swasta bersubsidi tipe sekolah ini rupanya berhasil dalam percoba­

annya. "Vervolgschool" dengan bahasa Belanda rupanya akan makin 

berperanan penting dalam sistim sekolah untuk penduduk Bumiputera 

dan terutama mengarah sebagai sekolah untuk penduduk Cina miskin 

di kota-kota besar yang ingin belajar bahasa Belanda tetapi tidak 

diterima di HCS. Di daerah yang berpenduduk padat tipe sekolah 

ini dalam lingkungan sekolah Bumiputera dapat memberi kesempatan 

' untuk belajat bahasa Belanda _ secara pasif dengan baik. Dengan 

tujuan: seperti ini, dalam anggaran biaya tahun 1939 disediakan 

anggaran untuk kira-kira 10 tipe s~kolah itu. Biayanya tidak ter­

lalu mahal daripada "vervolgschodl" biasa, sedangkan sebagian dari 

biaya dapat ditutup dengan pungutan uang sekolah yang lebih tinggi. 

Lain dari pada itu tipe sekolah ini mendapat fungsi baru yang sa­

ngat baik sebagai persiapan untuk ~LO Bumiputera (Inheemse MULO). 

Seperti telah dikemukakan, "vervolgschool" ialah sekolah ren­

dah yang sebenarnya diperuntukkan bagi penduduk Bumiputera. Peme­

rintah juga sering mengemukakan pendapat itu di Dewan Rakyat dan 

diakuinya bahwa sekolah desa akhirnya tidak dapat dipertahankan 

terus, dan sekolah rakyat lima atau enam tahun dilihat dalam per­

spektif di kemudian hari sebagai tipe sekolah yang normal. Dalam 

tahun-tahun belakangan makin disadari dengan jelas bahwa perkem­

bangan sekolah untuk penduduk Bumiputera yang terpikul biayanya 

harus terdiri dari peningkatan mutu sekolah rakyat itu sendiri. 

Dulu pikiran ditujukan kepada pengembangan melalui tipe sekolah 

bercorak Barat (HIS dan "Schakelschool"). Pikiran itu diubah 
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dengan memusatkan perhatian kepada sistim sekolah-sekolah rakyat 

itu. P~ngemba~gannya yang lebih jauh ke segala j urusan telah di­

mungkinkan aeperti diwujudkan dengan pengadaan aekolah dagang, ce­

kolah pertanian, dab. Diferensiasi juga dapat diadakan lebih Ian­

jut ke jurusan p~ndidikan teknik dalam wujud sekolah pertuknngan 

("ambachts~leergang"). Dalam hubungan ini penting untuk dikete­

ngahkan bahwa pendidikan rakyat dalam bidang tekn:i.k telah dj.jabar·­

kan ke jurusan-jurusan lain selain sekolah pertukangan ("A:r-, .'lcLts­

leergang"). 

Pendirian sekolah pertuk~ngan mulai diadakan dalam tahcn 1932 

sebagai bagian dari reorganisasi sekolah pertukangan dan teknik . 
. · ' 

Setelah reorganisasi ini pendidikan teknik terdiri dari: (a) se-
r. · r 

·· kolah pertukangan ("ambachts-leergang") sebagai kelanjutan dari se-

kolah standar dan terbuka untuk segala kelompok penduduk, lama~ya 

sua tahun, dan ada kemungkinan untuk ditambah satu tahun nntuk men­

jadi ahli pertukangan tertentu; (b) aekolah pertukangan ("ambachts 
-~ . 

'!. . I 

school") aebagai kelanjutan dari sekolah rendah berco_rak B<'l.rat ,. 
(HIS, HCS, ELA, dab.) lamanya t iga tahun, juga terbuka bagi sem•1a 

kelompok penduduk . dan bertujuan mendidik tenaga teknik untck pej:so­

nalia di bidang pengawasan yang paling rendah; (c) Reorgcnis~si 

ini juga mengubah sekolah teknik empat tahun (di Jakm:-ta , Surabaya, 

Yogyakarta, dan Bandung) menjadi sekolah teknik lima tahun, da~ ~e­

nerima murid dari semua tipe sekolah rendah bercorak Barat. '.ruju­

a.nnya mendidik ahli teknik untuk fungsi menengah rendahan dan di·­

kategorisasikan ke dalam "Sekolah Kejuruan Menengah". 

Pendidikan pertukangan ("ambachtsleerga.ng") menurut kenyataan 

ialah untuk menghasilkan "skilled labourer", yang terutarna bernilai 

dalam lingkungan Barat seperti perusahaan-perusahaan dan industri. 

Dengan demikian pada hakekatnya tidak menunjang perkembangan kei­

ngin.an rakyat. Dalam hubungan ini diadakan percobaan ke arab yang 

lain sama sekali. Sejumlah guru sekolah pertukangan diperbantukan 

kepada Departemen Urusan· Ekonomi untuk bertugas di desa.-desa s eb~­

gai j uru penerangan dan penyuluhan untuk memberi dorongan kepc:c.a 
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kerajinan rakyat. Percobaan ini membawa.hasil sangat memuaskan, 

kata Idenburg.. Hubungan erat diada,kan antara Departemen Ekonpmi 

dengan Departemen Pendidikan dan Agama, dengan membentuk panitia 

kerja kecil interdepartemental. 

Pengembangan yang paling penting dan yang prinsipiil dalam 

sistim sekolah untuk rakyat Indonesia ialah MULO Bumiputera. Ti­

pe sekolah ini untuk .pertama kali diperkenalkan dalam rancangan 

anggaran biaya untuk tahun 1937 dan merupakan usaha pertama me­

ningkatkan mutu pendidikan formal umum dalam lingkungan sekolah 

Bwniputera ke tara£ yang lebih tinggi. Di Yogyakarta pada bulan 

Agustus 1937 didirikan MULO Bumiputera oleh Muhammadiyah dengan 

subsidi pemerintah. Untuk mengajarkan beberapa mata pelajaran di­

gunakan bahasa pengantar Jawa seperti sejarah, ilmu bumi, dan ilmu 

alam, tetapi untuk mata pelajaran lain digunakan bahasa pengantar 

Melayu, seperti bahasa Inggris dan pengetahuan dagang. Perhatian 

yang besar diberikan kepada bahasa Belanda. MULO Bu~iputera ber-

subsidi lain didirikan di Solo (1937), dan di Bandung (1938). 

Pemerintah mendirikan pula ,MULO Bumiputera semacam itu pada tahun 

1938 di Palembang, Banjarmasin, dan pada tahun. 1939 di Surabaya. 

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pendirian tipe se­

kolah ini. Untuk tujuan itu mula-mula dibangkitkan perhatian Mu­

hammadiyah dengan organisasinya di bidang pendidikan, karena di 

kalangan anggota organisasi ini banyak pedagang Bumiputerft dan ju­

ga justru di kalangan mereka ini pada umumnya orang lebih peka dan 

terbuka terhadap jasa-jasa pendidikan. ~elalui kerja sama dengan 

Muhammadiyah disusun kurikulum yang paling mendek~ti program pela­

jaran MULO-A. Sebagai permulaan MULO Bumiputera direncanakan un­

tuk memberikan pendidikan a.khir dengan aspek dagang. 

Di dalam Dewan Rakyat tipe sekolah baru disambut dengan gembi­

ra. Segera pula perhimpunan pendidikan Bumiputera yang besar-besar 

minta subsidi untuk mendirikannya dan dari berbagai pihak di Dewan 

Rakyat disarankan untuk mendirikan MULO Bumiputera negeri di Jawa 

dan Madura, dan di daerah seberang . Tipe sekolah ini diadakan 
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untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik terarah kepada pengem­

bangan perusahaan Bumiputera menjadi lebih besar. Disamping pen­

did.ikan diarahkan ke jurusan perdagangan dengan mencurahkan kepada 

mata pelajaran bahasa Belanda dan Inggris, juga diusahakan memeli­

hara hubunganyang erat antara sekolah dengan masyarakat Bumipute­

ra, dengan mengajarkan bahasa-bahasa daerah secara mendalam. Me­

_ngenai masa depan tipe sekolah ini belum dapat dikatakan apa-apa. 

Tetapi wajar jika di masa depan MULO-Bumiputera itu seperti MULO-

, Barat akan berkembang dengan diferensiasi . ke dalam beberapa jurus­

an. Sekolah kejuruan yang lebih tinggi, yang senentara mas,ih_ !ta-
,, 

nya ada dan dapat dicapai dalam lingkungan pendid~kan Barat, harus 

dapat disambungkan ke dalam lingkungan pendidikan Buniputera de­

ngan MULQ-Bumiputera sebagai "onderbouw"-nya. Dengan demik.ian 

rintangan besar dalam pendidikan bagi anak Bumiputera yang disebab­

kan oleh biaya tinggi sekolah bercorak Barat, akan dapat dihilang­

kan. Sementara itu kemungkinan-kemungkinan di bidang ini juga sa­

ngat erat. berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi penduduknya. Di 

satu pihak pendidikan termasuk syarat-syarat untuk kemungkinan me­

majukan perekonomian secara luas, di pihak lain pengembangan seko­

lah _ sa~pai tingkat tertentu juga tergantung dari kecepatan kenaikan 

kemakmuran pend~duk dan dalam hubungan dengan itu terjadinya dife­

rensiasi kerja. 

Mengenai perkembangan sekolah bercorak Barat untuk ~nak Bumi­

putera, Idenburg memberikan uraian sebagai berikut . Ketika HIS di­

dirikan pada tahun 1914, sekolah itu benar-benar disediakan untuk 

penduduk tingkat a tas atau sekolah itu merupakan sekolah status 

("standenschool") , tetapi dalam perkembangannya tidak dapat mem­

pertabankan sifatnya sebagai sekolah status. Pemerintah berusaha 

mempertahankan sifat itu dengan menetapkan kriteria status sosial 

dan uang sekolah yang lebih tinggi untuk dapat diterima di HIS. 

Tiap tahun pemerintah membela dengan berbagai argumentasi penetap­

an kriteria itu di Dewan Rakyat. Sifat sekolah status dari HlS itu 

tidak dapat dipertahankan karena perkembangan masyarakat itu sendiri. 
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- Kehutuhan akan pendidikan Barat menjadi makin besar dengan makin 

besarnya bidang persentuhan Barat derigan , Timur dalam masyarakatdi 

Hindia-BeJ.anda. Salah satu . sebab.nya ialah bahwa kelompok orang 

Bumiputera yang pandai berbahasa Belanda makin mertjadi besar dan 

di dalam kelompok itu tumbuh gene~a~i kedua yang beLsekolah. Ge­

nerasi pertama yang bersekolah di HIS pada umumnya berasal dari 

lingkungan dengan bahasa Bumipute~a sebagai bahasa dalam keluarga, 

tetapi anak-anak mereka :itti 'dibesarkan dalam lingkungan keluarga 

yang sebagian besar mengerti bahasa Belanda. Kelompok ini banyak 

memflih sekolah rendah Eropa dan ruulailah posisi sosial HIS 

berubah·. Dalam ta:hun-tahun terakhir pergeseran itu secara khusus 

menjadi makin besar sebagai akibat · perubahan kurikulum HIS. '· ·Pada 

HIS lama dipakai sejak kE!las satu bahasa Belanda sebagai ba­

hasa pengantc. , tetapi terakhir bahasa daerah ialah bahasa pengan-

tar di dua kelas pertama, dan untuk sebagian di kelas tiga. 

Perubahan kurikulum itu disetujui oleh Prof.Dr. B.J.O.Schrieke, 

- 'karena membawakan ?Cnghematan yang cukup besat pada masa krisis 

ekonomi itu. Dengan perubah<> r1 kurikulum itu dapat ditempatkan gu­

ru tamatan sekolah guru ("normaalschool") di kelas satu dan dua 

HIS. Gaji mereka lebih rendah dari tamatan "kweekschool" atau 

yang diatasnya. P'3nghematan l tn juga membawakan proses pembumi­

puteraan sejauh-jauhnya di HIS, sehingga dapat dikurangi jumlah 

guru Belanda yang gajinya lebih besar dari pade guru Bumiputera. 

Pada sejumlah HIS ' sudah terjadi proses dengan sempurna dan di se­

jumlah sekolah yang lain hanya tinggal guru Belanda sebagai Kepala 

Sekolah. Melalui proses itu HIS makin didekatkan ~..:epada masyara­

kat penduduk Bumiputera dan tidak hanya kehilangan sama sekali si­

fatnya sebagai sekolah status, tetapi juga bukan lagi sekolah isti­

mewa. Menurut Idenburg, ahak Bumiputera dari lir.gkungan keluarga 

yang di rumah berbahasa Belanda, sebenarnya tidak patut lagi ber­

sekolah di HIS karena di kel,as- keHas terendah HIS bahasa pengantar­

nya bukan l~gi bahasa Belanda. Sebagai akibatnya anak itu tidak 

· dapat ditolak di seko1ah :::-endah Eropa. Dengan demikian di lapisan 
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tinggi penduduk Indonesia.., timbul pikiran bahwa sekolah rendah Eropa 

menjadi sekolah biasa bagi anak mereka, dan memang demikian keada­

annya. Oleh A.D.A.de Kat Angelino telah ditunjukkan dengan jelas 

perubah~n fungsi sosial ~IS. (Handelingen Volksraad, 193~-1937, 

halaman 992 dst.). Sekolah Rendah Eropa, digambarkannya sebag~i se­

kolah biasa bagi semua anak yang karena orang tua mereka itu orang 

Eropa, dan mereka itu menurut kenyataan berbahasa Belanda di rumah 

dengan orang tua mereka. Di dalam masyarakat di Nusantara antara 

lingkungan Bar at yang makin membesar. dengan lingkungan Bumiputer~ ·· 

ada kelompok yang berasal dari lingkungan yang benar-benar Burnipu­

tera tetapi bergerak secara berangsur-angsur men.dekati lingkungan 

Barat. Dan sekolah untuk kelompok ini ialah HIS (HCS dan "schakel­

school"). Demikian menurut de Kat Angelino. Kriterium yang menun­

jukkan orang termasuk ke dalam kelompok tersebut ditentukan berda­

sarkan penghasilannya, yang sebagai akibat kelangkaan uang dalam 

masa krisis sangat rendah; misalnya untuk swasta kira-kira 50 gul­

den; sebulan, dan untuk pegawai negeri kira-kira 35 gulden sebulan. 

,, Penurunan tingkat gaji pegawai negeri berakibat penekanan kri­

·terium status untuk swasta lebih ke bawah. Akibat semuanya itu 

fungsi HIS dalam masyarakat sama sekali berubah. Tidak mungkin la­

gi untuk merobahnya kembali menjadi sekolah istimewa untuk lapisan 
. , ' 

atas penduduk Bumiputera karena akan tidak sesuai lagi dengan per­

kembangan masyarakat. Dalam struktur yang dibawakan oleh perkem­

bangan itu terbentuk dalam masyarakat kolonial suatu lapisan yang 

terdiri dari berbagai kelompok penduduk yang sangat dipengaruhi 

oleh kebudayaan Belanda. T~tapi hal itu tidak berarti, .bahwa se­

kolah rendah Eropa ialah sekolah yang harus disediakan untuk semua 

a~,k bukan Belanda dari kelompok-kelompok dalam lingkungan berba­

hasa Belanda. Generasi berbahasa Belanda akan cepat tumbuh dan me­

reka ini di kemudian hari tidak semuanya termasuk ekonomi kuat se­

hingga sulit membayangkan bahwa biaya di Sekolah Rendah Eropa akan 

terbayar oleh kebanyakan dar! mereka itu. Karena itu perlu diper­

timbangkan untuk mengembangkan HIS dalam keadaannya dan dengan . . 
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kurikulum yang dahulu. Bertentangan dengan apa yang telah dikemu­

kakan bahwa tice1:-: :1t~ngkin lagi merobah HIS kembali menjadi seko;l.ah 

;fstimewa, ia mempunyai g~gc:san bahwa jika bahasa Belanda dijadikan 

lagi ibahasa pengantar rnulni darj_ kelas.,-kelas terendah~ dapat di-

. ·pertahankan :HIS dalam masya::akat penduduk Bumiputera sebagai seko-

. lah istimewa. Menut·nt pendapatnya konstruksi HIS tidak seluruhnya 

rasionil karena di samp i ng ada · 11schakelschool' ; yang merupakan jem­

batan dari pendidikan dalam lingkungan yang benar-benar Bumiputera 

diarahk.an mencju l:e pendid:l.kan yang bercorak atau berorientasi Ba­

rat. Bentuk . 11schakelschoo1" yang sudah ada dapat dipertahank.an. 

Di samping HIS ada HCS. Sekolah bercorak Barat ini tidak me­

rugikan penduduk :Sumiputera karena orang Cina pada umumnya tetap 

ada dalam lingkungannya sendiri untuk menerapkan hasil pendidikan 

Barat dalam perusnhaau sendirl. Sebagai ilustrasi dikemukakan 

bahwa orang-orang Cina tamatan AMS misalnya, me.'"".ganggap wajar un­

tuk bekerja sebagai peJ.ayan dRlam toko-toko besar Cina. ·. Tetapi 

HCS 'untuk penduduk Cina di kota-kota dianggapnya terlalu mahal. 

Dalam tinjauan mengenai "ve:~·volgschool" telah disinggung mengenai 

Sekolah Rendah Cinn dalam bentuk sekolah lengkap enam tahun dengan 

mata pelajaran bahasa Belanda dan dengan aspek perdagangan. Kesu­

litan urttuk mendi:~lkan Hekolah renda~ cina yang lengkap enam tahun 

seperti yang dimaksudkan :itu ialah. karena hanya sedikit guru Cina 

di bawah tingkatan tamatan HCK. Guru Cina dengan tingkatan tipe 

guru tamatan "no;:maalschool" juga tidak ada. Jika ada tidak mung­

kin pula menggaji mereka itu seperti guru tamatan 11normaalschool" 

karena di bidang perdagangan mereka itu dengan mudah akan mendapat 

penghasilan yang lebih besar. Bahkan dari HCS sendiri banyak guru 

Cina yang keluar. 

Menurut Idenburg. uraian yang baik mengenai perkembangan se­

kolah negeri untuk penduduk Cina dan analisa masalah- masalah yang 

timbul di dalamr..ya. terdapat dalam artikel Dr. R.van Diffelen, 

"Pendidikan Untuk Orang- o:.:-ar,g Cina " . Koloniale Studien. Desember 

1936. '(Lampiran A, tidak di1ruat). 



2"31 

Di bawah ini diberikan ikhtisar jumlah murid Bumiputera di seko1ah 

rendah (berorieritasi) Barat, tahun 1931-1937. 

!!E~-!~~~!~~ 1931/32 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 1936/37 1937/38 ------- .... ______ ------- ------- ------- ------- ------
Eropa negeri 3.529 3.640 3.670 3.734 3.659 3 .' 735 3.896 

Eropa swasta 918 1.062 1.124 1.066 1.038 1.076 1.106 

HCS negeri 293 338 367 353 322 411 484 

HCS swasta 813 862 908 998 1.089 1.226 1.450 

HIS negeri 39.193 40.321 40.500 40.435 39.633 40 • .589 41.537 

HIS swasta 21.703 21.666 ·21.439 20.570 20.462 22.398 23.865 

Khusus negeri 3.071 3.398 3.579 3.329 . 3. 571 3.889 3.944 

Khusus .swasta 225 184 232 262 310 353 401 

'i'Schake1" neg •. 4 .089 , 3.831 3.553 2.959 . 3.020 3.083 3.207 

"Schake!" swt. 1.212 1.237 1.439 1.600 1.640 2.199 2.166 

JUMLAH 75.046 76.539 76.811 75.306 74.803 78 . 958 82.056 

! ; ~ . : Ikhtisar 
. . . . 

juin1ah ~rid Bumiputera di seko1ah menengah dengan pen-

didikan yang berorientasi Barat sejak t ahun 193i ad~ da1am Lampiran B 

(tetapi tidak dimuat). Pendidikan berorientasi Barat untuk anak Bumi-

putera itu dise1enggarakan di sekolah-sekolah yang terbuka untuk semua 

ke1ompok penduduk. Dengan sendirinya seko1ah-seko1ah ini tidak secara 

khusus diorientasikan kepada ke1ompok penduduk Bumiputera kecua1i HIS, 

"Schake1schoo1", Seko1ah Khusus, dan juga barangka1i AMS-AI (Bagian 

Sastra Timur). Akibat krisis je1as seka1i ter1ihat pengaruhnya ter­

isti~ewa pada l<e1ompok penduduk Bumiputera yang persentase para pela­

jarnya se1ama masa krisis sangat menurun. Sesudah krisis tampak kena-

:ikan jumlah murid. Justru karena adanya krisis itu tidak mungkin me­

riarik kesimpu1an mengenai faktor pendorong kepada ke1ompok penduduk 

Bumiputera untuk menuntut pendidikan Barat 1anju~a~ 1ebih tinggi, yang 

perkembangannya tidak 1angsung ada hubungannya dengan masyarakat dan 

sekolah untuk ke1ompok penduduk Bumiputera. Masa1ah ini tidak dibahas 

. kecuali yang menge.nai AMS-AI . Dalam kerangka sistim sekolah menengah 
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di Hindia Belanda diusahakan agar diadakan orientasi secara khusus 

kepada kelompok penduduk Bumiputera dengan membentuk AMS-AI itu. 
. : . . 

Dalarn pembahasan masalah mengenai pendirian fakultas sastra dike-

mukakan bahwa belum banyak berhasil menarik perhatian orang Bumi-

putera kepada tip'e sekolah menengah khusus itu. AMS-AI itu 

dipandang sebagai sekolah khusus untuk murid yang tidak mampu 

mengikuti program pelajaran ilmu pasti dan ilmu alam di AMS-B. 

Orang Bumiputera belum tergugah pikirannya bahwa pada AJIS-AI . unsur­

unsur kebudayaan Nusantara dapat diperdalam dan dikembangkan. 

Pada umumnya dalam masyarakBt, HBS dijadikan sekolah yang pa­

ling ideal dan sukar mengalahkan ideal itu dengan mendirikan hanya 
. *) 

satu tipe sekolah AMS-AI. Pada umumriya kebijaksanaan pemerintah 
; 

terhadap pendidikan lanjutan lebih tinggi dalam tahun-tahun 

terakhir memberikan kesan sangat kuat sebagai kebijaksanaan 

penghematan. Meskipun demikian, di samping penghematan diusahakan 

mengadak?n suatu diferensiasi untuk dapat mengarahkan pendidikan 

lanjutari yang lebih ' tinggi kepada masyarakat. Misalnya dalam ku­

rikulum MULO diadakan perubahan secara besar-besaran. Setelah ke­

las dua d:tadakan · differens:i!asi ke dalarii :Bagian A yinig merupakan 

pendidikan 'akhir, dan Bagian B sebagai persiapan untuk melanjutkan 

sekclah. Sejak tahun 1929/30 di semua MUI.O negeri diadakan dife­

rensiasi itu (Laporan Pendidikan di Hindia Belanda 1939/40, I, 

halaman XXIX). Segera ternyata percobaan pembagian ke dalam Bagi• 

an A dan B itu tidak memuaskan~ Bagian B meriarik banyak murid 

yang sebenarnya tidak dapat mengikuti dengan baik program pelaj'ar­

an, sehingga banyak murid yang dike1uarkan dan mutu pendidikannya 

merosot. MULO-B itu menarik lebih banyak 'murid dan' 1ebih hanyak 

perhatian karena dapat me1anjutkan ke AMS-B, yang diplomanya sede­

rajat dengan HBS-5 tahun. Mulai dengan tahun ajaran 1937/1938 

*) Pada tahun 1920 telah diadakan juga AMS-AII (Sastra Barat Kla­
sik) di Bandung. Kemudian dalam masa krisis AMS··AI di Solo dan 
AMS-AII di Bandung kedua-duanya dipindahkan ke Yogyakarta. 
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dilaksanakan reqrganisasi secara berangsur-angsur dcm sesudah ke­

las satu ,diadakan tiga jurusan pada MULQ: 

a) Bagian B; pada pokoknya sama dengan yang lama 9.yaitu· dapat 

melanjutkan ke AMS·-·B dan sekolah menengah kejuruan yang ·mem­

berikan posisi menonjol kepada· program pelajaran eksakta ~e­

perti Sekolah Menengah Pertanian~ Sekolah Kedokteran Hewan 

Hinclia-Belanda~ Sekolah Dokter Hindia~Belanda (NIAS), dsb. 

b) Bagian C~ dapat melanjutkan ke AMS-A, Sekolah Pendidikan Gu­

ru (sederajat dengan Kweekschool Eropa), MOSVIA, dan Sekolah 

Menengah Dagang (MHS) • 
• :":"f 

c) Bagian A, sebagai pendidikan akhir dan hanya dapat men~rus ·-. ; ' •' 

kari ,ke Sekolah Menengah Dagang di Jakarta, Sekolah ~en~idik-

an Guru Kejuruan Wanita, dan Kursus-k,ursus dagang sore ~ari 
' negeri. (Laporan Umum Pendidikan di Hindia Belanda, 1.936,...37 

halaman 31 dst.). 

Dalam kerangka dHerensiasi dikembangkan dalam HBS Bagian A 

atau sastra- ekonomi, dimul~d pada tahun 1934 di HBS negeri Betawi 

dan Surabaya kemudian diadakan di Medan pada tahun 1935~ di Ban­

dung pada tahun 1936, dan ·di Sema'rang pada tahun 1937. HBS di Be­

tcwi yang m~!llakai. nama Koning Willem III- School terdiri dari HBS 

dengan bagian B saja, sedangkan yang bernama Prins Hendrik-School 

(juga di Betawi) hanya mempunyai "bovenbouw11 A saja. Di Betawi 

juga didLrikan "Lyceum", dimulai pada tahun 1924 oleh Yayasan 

"r.arpent ::_ ,~:o:- Alting" dan di Bandung pada tahun 1927 didirikan Ly­

ceum Kristen (Lyceum ·ialah HBS 5 tahun, yang di "bovenbouwn meng-­

adakan diferensiasi dalam HBS- B dan Bagian "Gymnasium"). Henurut 

angket 1'-2pada para orang tua murid HBS di Surabaya dan Malang juga 

diinginkan lembaga pendidikan Gymnasial, tetapi baru pada tahun 

1935 HBS di Surabaya dan di Malang dijadikan Lyceum. Di Bandung 

pada tahun 1938 dibuka Gymnasium negeri . Sebagai percobaan pada 

tanggal 1 Agustus 1935 pada AMS di Jakarta digabungkan bagian Seko~ 

lah Menengah Dagang (lamanya dua tahun) yang dapat disambungkan 
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dari kelas tiga HBS dan MULO. Program pelajarannya lebih sederha­

na dari pada HBS-A 9 sedangkan pendidikannya lebih praktis dan di­

arahkan kepada' posisi rendahan dalam perdagangan dan perusahaan. 

Percobaan itu ternyata berhas:i.l. Pada tanggal 1 Agustus 1939 pada 

AMS yang didirikan dalam tahun 1938 di Surabaya. juga digabungkan 

Sekolah Menengah Dagartg (Laporan Umum Pendidikan di Hindia-Belanda 

1934-1935, I, halaman XVII, dan 1937-1938, I . halaman 34 dan 78). 

Sebagai kelengkapan ikhtisar ditambahkan .oleh Idenburg, ring­

kasan mengenai perkembangan sekolah untuk anak gadis (lampiran C). 

Makin diakui pentingnya sekolah untuk anak gadis sebagai bagian 

dalam pendidikan umum untuk rakyat. Pendidikan dalam keluar~a de­

ngan tatanan aspek-·aspek spirituil dan materiil yang harmonis baru 

dapa:t dflaks·anakan dengan sempurna jika disertai pengembangan ke­

cerdasan dan kemampuan wanita. Kira-kira sepuluh tahun sebelumnya 

(1928) sekolah khusus untuk gadis sebagai persiapan untuk berbagai 

tugas dalam rumahtangga dan keluarga dianggap sebagai luks atau 

kemewahan. Hal i ·tu antara lain terbukti dari pemberian subsidi 

yang tidak menguntungkankepada sekolah khusus dengan tugas pendi­

dikan seperti itu. Sekolah rumahtangga (atau sekolah kesejahtera­

an keluarga) swasta diberi subsidi dengan patokan paling tinggi 

50% dari biaya eksploatasi bersih. Peraturan itu dalam rangka 

penghematan tidak dapat dirobah. 

Dalam masyarakat penduduk Bumiputera makin tumbuh kesadaran 

bahwa kepada para remaja puteri perlu diberikan pendidikan yang 

baik sebagai persiapan untuk kehidupan dalam rumahtangga dan kelu­

arga. Sejak tahun 1931 terlihat secara berangsur-angsur kenaikan 

persentase jum1ah murid wanita ·Indonesia yang masuk sekolah desa 

khusus wanita dan campuran, "vervolgschoo1" gadis dan campuran 

dan Sekolah Kelas Dua Wanita. Persentase itu pada tahun 1930-1937 

di sekolah desa 22.6 sampai 27.6; di "vervo1gschoo1 ~ ' 18.9 sampai 

21.8; dan di Seko1ah Ke1as Dua 16.8 · sampai 38.3. Jum1ah nm~id 

yang tamat seko1ah rendah Bumiputera menunjukkan gambaran ya~g 

menggembirakan seperti terlihat pada dafta~: berikut itii: 
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Tipe sekolah Akhir thn • . Jumlah murid Kenaikan dan tamatan 

~1~!~~---- Laki-laki Wanita Laki-laki Wanita 
------------ --------- ------ --------- ------
Sekolah Desa 1936/37 1.204.273 461.235 962.540 366.850 

(79, 9%) (79,5%) 

"Vervo1g- 1936/37 178.662 50.048 153.374 44.214 
school" (85,8%) (88,3%) 

Sek.Kl. II 1936/37 5.617 3.474 4.948 2.982 
Sempurna (88 %) (85,3%) 

JumlaQ. 1936/37 1.388.552 514.777 1.120.862 414.046 
(80,7%) (80,4%) 

Secara khusus perlu dikemukakan catatan mengenai "vervo~gschool" 

gadis. Pada akhir tahun ajaran 1936/37 dan 1937/38 jumlah muridnya 

25.328 dan 28.886, tersebar dalam 218 sekolah (183 negeri dan 35 swas­

ta bersubsidi). Pada sekolah-sekolah ini di samping mata pelajaran 

umum diajarkan juga mata pelajaran ilmu kesehatan~ pekerjaan tangan 

yang berguna dan indah, mengurus cucian, memasak, dan pekerjaan mengu­

rusi rumahtangga (di beberapa sekolah diajarkan membatik dan merenda). 

Pada sekolah umum bercorak Barat juga terjadi kenaikan persentase 

jumlah murid wanitas baik pada Sekolah Rendah maupun pada MULO dan Se­

kolah Menengah dari seluruh jumlah murid Bumiputera. Pada tahun 

1930-1937 persentase itu di sekolah rendah 31,5 sampai 37,2; di MULO 

19,5 sampai 21,6; dan di sekolah menengah 14,7 sampai 25. 

Dalam tahun-tahun krisis hebat (1934/35 dan 1935/36) · terjadi penurunan 

persentase teta:pi segera diikuti kenaikan. (Daftarnya tidak dimuat). 

Perlu diperhatikan bahwa unsur wanita di sekolah rendah Bumiputera da­

lam perbandingan lebih sedikit daripada di sekolah rendah bercorak Ba­

rat. Di sekolah Bumiputera pada tahun ajaran 1936/37 = 27,6%, dan di 

sekolah rendah bercorak Barat dalam tahun ajaran 1937/38 • 37,4%. 

Anak gadis Bumiputera yang telah cukup belajar di sekolah formil umum 

relatif hanya sedikit yang meneruskan ke sekolah kejuruan untuk gadis 

yang menurut tujuan pendidikannya dibagi dalam tiga macam yaitu seko-· 

lab pendidikan guru, sekolah pendidikan personalia media (juru, rawat, 
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b.idan), dan Sekolah Keseja:hteraan Keluarga (daftar data murid ti­

dak dimuat). Sekolah-sekolah pendidikan guru dan personalia medis 

membekali anak gadis untuk bertugas dalam jabatan-jabatan terten­

tu. Sekolah Kesejahteraan Keluarga bertujuan lebih luas yaitu di 

samping pendidikan untuk pekerjaan khusus bagi wanita, juga pendi­

dikan untuk menjadi :ibu rumah tangga yang baik.' Teristimewa seko­

lah rendah kesejahteraan keluarga mengalami pertumbuhan terus-me-

.. nerus. Dasar pendidikannya ialah sekolah rendah bercorak Barat 
I . . . . 

sebagai landasan pendidikan praktis untuk mempersiapkan murid wa-

nita dalam tugas rumahtangga dan keluarga. Biasanya kurikulum 

terdiri dari mata pelajaran kerumahtanggaan ditambah dengan kera­

jinan tangan y&ng berguna dan indah serta jahit-menjahit pakaian 

mode. Pemerintah menyelenggarakan empat sekolah dnri tipe in'i. 

Selanjutnya ada sepuluh sekolah swasta bersnbsidi ~ diantara"tiya em­

pat berasal dari sekolah guru taman kanak-kanak (~'Frtsbel kweek­

school"). Pada masakrisis pemerint'ah menntup sekolah guru taman 

k.anak-kanak, dan kemudian hanya swastayang menyelenggarakannya. 

Murid-murid sekolah kesejahteraan keluarga bersubsidi yang berasal 

dari sekolah guru taman kanak-·kanak diberi kesempatan untuk menca­

pai ijazah guru taman kanak--kanak melalu:f. kelas,;..kelas lanjutan, 

tetapi untuk biayp penyelenggaraan kelas-kelas tersebut tidak di­

sediakan subsidi. Kepada sekolah kesejahteraan ·keluarga netral 

di Den Pasar dan Singaraja (Bali) serta sekolah kesejahteraan ke­

luarga d:i, Sukabumi diberikan 11subsidi in natura", yaitu subsidi 

berupa bantuan pemerintah yang terdiri dari tenaga g~ru dengan ga­

ji dari pemerintah. 

Di samping seko1ah .negeri dan bersubsidi terdapat juga banyak 

sekolah kesejahteraan keluarga swasta tanpa su.bsidi. · Pada permu­

laan ta~un ajaran 1937/38 sudah ada 40 buah? pada tahun ajaran 

1937/38 jum1ahnya naik menj adi 51 buah, Lujuh kemudian de1npan di 

antara,nya di~ersamakan dengan negeri dan sete1ah itu 12 dan selan­

jutnya 18 diberi "ijin nama" oleh Departemen. Dalam rancangan 

l;lnggaran biaya untuk tahun 1939 diperhitungkan untuk meniberikan 
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subsidi kepada enam sekolah karena tanpa diberi subsidi oleh peme­

rintah sekolah-sekolah itu tidak dapat mengatasi bidang keuangan-

nya. 

Di samping sekolah kzsejahteraan~~lu~rga tersebut di atas, 

yang dikunjungi oleh murid-murid ~rop~, Cinas dan Bumiputera, di­

kembangkan pula sekolah tipe baru yang disediakan semata-mata un­

tuk gadis Bumiputera. ' Pendiriaimya dipraka~sai oleh isteri Guber­

nur Jenderal yang dah~lu~ De Jonge, dan diberi nama "Sekolah Nyo­

nya De ·Jonge". Yang diterima sebagai murid .ialah tamatan dari 

"Ve~olgschool" untuk gadis dengan tujuan member! pendidi'kan mata­

pelajaran bahasa, berhitung, menulis, ilmu kesehatan, ilmu gizi, 

ilmu resep, pengetahuan barang (''warenkennis"), mengurus cucian, 

pekerjaan kerumahtanggan~ manjahit pakaian dalam, menjahit pakaian 

mode, pekerjaan taugan indah, menisik, dan menjerumat. Pada bulan 

Januari 1937 didirikan di Betawi "Sekolah Nonya De Jonge" dengan 

25 murid, pada tahun ajaran 1937/38 jumlah murid menjadi 40. · Fada 

tahun 1938 telah terdaftar tujuh sekolah dari tipe ini. Pemerin­

tah bermaksud member! subsidi kepada tiga dari padanya. 

Seko1ah Pendidikan Guru (Wanita) untuk Sekolah Kesejahteraan 

Ke1uarga hanya ada satu, yaitu di Betawi dengan diferensiasi untuk 

diploma A (mata pelajarari kerumahtanggaan) dan diploma s·· (jahit­

menjahit pakaian mode dan pakaian dalamL •.. Tetapi sekolah itu ti­

dak mampu menyediakan tenaga guru dengan cukup untuk Seko1ah Kese­

jahteraan Keluarga • . Pada tanggal 1 Agustus 1936 dibuka Sekolah 

Guru pemacam itu di Surabaya atas prakarsa perkumpulan 11Seko1ah 

Rumahtangga dan Industri Surabaya" (Soerabajasche Huishoud en 

Industrieschool) dan tidak dibcri subsidi oleh pemerintah. 

Kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi rna­

sib sangat jarang dipergunakan oleh _puteri Bumiputera, seperti 

ternyata dari ikhtisar kecil di bawah ini. 

i · · 
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Jum1ah s~1uruh mahasiswa Bumiputera yang terdaftar 

se1ama tahun ku1iah 

Th.kuliah Laki-1aki ~~!~~E~!!: Jumlah ~~!~!:!!:~!!: --------- --------- ------
1930/31 X X X X = Data tidak 

1931J32 X X X 
1engkap 

1932/33 320 14 386 *· * = jenis ·kelamin 

1933/34 422 16 438 52 orang ti-
dak diketahui 

1934/35 . 472 17 489 

1935/36 496 20 516 

1936/37** 269 15 284 **= ·Da:;:-1 Sek. Ting·-

1937/38** 302 15 317 gi Kedokteran 
dan Hukum 

1938/39** 286 18 304 

113. Menteri Daerah Jajahan (Welter) kepada Gubernur Jenderal (Tjarda van 

StarkenborghStachouwer) 2 tangga112 April 1939. Huruf M.l3/No.100, 

dari hati k~ hati (vertrouwe1ijk) 

Menter! memberitahukan bahwa ia sangat menghargai ikhtisar yang 

disusun o1eh Dr. Idenburg. Ia merasa puas mendapat gambaran yang 

sangat inenarik perhatian itu dan yang dapat dijadikan landasan untuk 

bertukar pikiran mengenai pokok-pokok masa1ah tentang kebijaksanaan 

yang harus diikuti pemerirttah ko1onia1. Pada umumnya ia setuju de­

ngan pendapat dan pemberitahuan Id~nburg , tetapi ada beberapa catat­

an yang dibuatnya mengenai beberapa hal yang perlu didiskusikan 1e­

bih 1anjut. 

Dari seluruh pembahasan l-fenteri Welter yang pokok-pokoknya di­

sajikan di bawah ini~ dapat ditarik kesimpu1an bahwa dikehendaki 

agar perhatian ' terbesar dicurahkan dan dana serta daya terutama 

dikerahkan kepada pengembangan seko1ah untuk penduduk Bumiputera, 

teristimewa seko1ah desa. Seperti dalam suratnya terdahulu ia 

berpendapat bahwa sekolah untuk remaj a dari massa penduduk Bumipute-

ra dianggapnya paling penting dalam tugas pendidikan dan 
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sebagai bagian langsung dan paling utama dari sekolah itu ialah 

sekolah desa. Karena itu pertama-tama dimintakan perhatian terha­

dap sekolah desa. 

Ia membedakan pandangan mengenai perluasan kwant.itatif dari 

sekolah desa dari pandangan mengenai pendalaman kwalitatif penga­

jarannya. Ia merasa prihatin mengenai kemunduran yang terjadi da­

lam perkembangan kwantitatif ~eperti digambarkan dalam surat !den­

burg. Sebelumnya ia mendapat kesan memuaskan dari keterangan 

keterangan yang diberikan pemerintah Hindia-Belanda kepada Dewan 

Rakyat~ bahwa meskipun dalam masa krisis tidak dapat diadakan per­

luasan s.eperti' pada masa sebelumnya~ namun dalam tahun-tahun kri­

sis itu tercapai suatu kemajuan juga, jika dibandingkan dengan ke­

naikan jumlah anak berusia .sekolah. Keterangan itu menggembirakan 

Menter!,· karena dengan demikian pemberantasan .Buta Huru.f maju te­

rus. Penekanan ke bawah persentase buta huruf di Hindia-Belanda 

adalah usaha pemerintah yang tergolong paling penting~ lebih-lebih 

mengingat makin bertambahnya perhatian dan kecaman dari dunia in­

ternasiona1 terhadap po1itik ko1onia1 Be1anda, terutama dari pihak 

negara-negara '~ave-nots vi. Tetapi angka-angka yang disaj ikan oleh 

Idenburg menunjukkan bahwa dalam tahun-tahun krisis 1931-1936 

praktis terjadi kemandegan sama sekali. Sejak masa itu .pengelola­

an seko1ah desa di daerah yang 1uas diserahkan kepada kesatuan-ke­

satuan otonomi yang lebih rendah. Tujuan penyerahan itu di samping 

untuk memenuhi keharusan po1itik yang masuk akal bertujuan juga 

untuk mencapai pengurusan lebih baik dan lebih intensi£. Pe-

nyerahan itu seperti ditegaskan o1eh Idenburg tidak boleh diarti­

kan bahwa pemerintah Pusat melepaskan diri dari tanggung jawab 

prinsipiil mengenai perkembangan sekolah Bumiputera. Kepada Dewan 

Rakyat pemerintah menyatakan dalam beberapa kesempatan bahwa kemung­

kinan tambahan biaya dalam batas-batas yang dapat diterima sebagai 

konsekwensi tindakan tersebut akan disediakan. . 

Menter! merasa heran mendapat keterangan dari surat Idenburg, 

bahwa setelah dua tahun penyernhan tersebut di atas belum diperoleh 
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data cukup mengenai basil y_ang telah dicapai oleh kesatuan-·ke-

satuan otonomi itu dalam usaha pengemQangan sekolah desa. Adanya 

ke.tidak pastian yang mengganggu ma:~alah sangat penting itu menurut 
:.-.:. ' ·. ·.. . . . · .. 

Menter.i ternyata dari s~rat . · Idenburg sebagai Direktur Pen4-idikan 

dan Agama kepada Gubernur Jenderal tanggal 23 Januari 1939 ncmor 

22?<1 A Rahas.i,a~ yang menjelaskan politik sebagai dasar rencana kerja 

Dep~rtemen untuk tahun 1940. Penjelasan Idenburg tersebut ialah 

sebflgai berikut. Dalam hubungannya dengan sekolah Bumiputera ia 

berpendirian bahwa di bidang itu dari segi sosial masih ada keting­

g~lan sangat besar yang secara lapgsung dan jelas merupakan ker~tgi­

an sosial·-ekonomis bagi penduduk Bumiputera. Usul-usulnya di bi-

dang ini mencerminkan kemampuan se~enarnya untuk mengadakan 

perluasan. Ia cenderung untuk bertahan pada pendirian bahwa kemam­

puan pemerintah bahkan belum memenuhi kebutuhan yang dilihat dari 

sudut sosial sangat mendesak. Mengenai tipe- tipe sekolah yang lain 

ia berpegang pada prinsip bahwa untuk pendidikan yang langsung nem­

punyai arti penting untuk kemajuan masyarakat secara sosial dan 

ekonomis~ tidak boleh dise4iakan biaya yang terlalu sedikit. ~~1m 

pengeluaran yang di$ediakan untuk sekolah teknik, pertukangan , ke­

raj inan, perdagangan, 'dan pertanian dianggapnya sebagai keharusan 

untuk kepentingan langsung bagi masyarakat. Mengenai perguruan 

t~nggi, sekolah menengah, dan sekolah rendah bercorak Barat serta 

MULO dikemukakannya, bahwa bukan karena faktor-faktor yang mendesak 

di .. bidang sosial dan ekonomi harus mencegah atau mengejar keting­

galan setiap tahun . input berupa orang-orang muda dengan pendidikan 

semacam itu dalam masyarakat. Peraturan dan tindakan yang diusul­

kan dalam cabang-cabang p,~ndi~ikan tersebut. diperhitungkan dalam 
l . . 

hubungan dengan kepatutan, karena bermacam-macam faktor. Pertama-

tama disebutnya faktor kenaikan jumlah yang waja~ pada setiap sis­

tim pendidikan yang wajar harus diperhatikan. Jika faktor ini di­

.abaikan akan segera mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan terha­

dap anggaran biaya. Di s~mping itu terus ditangani gemulihan kea-· 

daan yang ditinjau dari sudut kebijaksanaan pendidikan, pelaksanaan 

penghemat~n yang berge~ak terlampau jauh. 
. •, . . . 



241 

Oleh Menteri dalam surat itu dikutip keterangan Idenburg yang 

menunjuk~n k~tidak pastian · dalarn hubungan derlgan perluasan ·· sekolah 

desa. BaliJa hanya sangat sedikit yang diketahui inengenai apa -yang 

sudah dikerjakan di daerah-daerah otonom mengenai perluasan sekolah 

desa dan diperoleh kesan umum bahwa di daerah~daerah karena dilak­

sanakannya perbandingan' dalam bidang keuangan: ·'ketinggalan paling 

sedikit satu tahun. Menteri menyatakan keheranannya rnengapa tidak 

dapat mengetahui apa yang terjadi mengenai perluasan sekolah desa 

di daerah-daerah sedangkan tersedia suatu korps aparatur pemerin­

tahan. Ia mendapat kesan bahwa tidak ada kerja sama antara berba­

gai instansi pemerintah. Ia berpendapat bahwa penyerahan sebagian 

dari tugas pernerintah kepada kesatuan-kesatuan otonomi tidak boleh 

rnenyebabkan terlantarnya tugas itu. Perluasan sekolah desa merupa­

kan urusan yang terlalu penting dan terlalu prinsipiil. sehingga 

tidak boleh dibiarkan pengurusan pelaksanaannya oleh kesatuan-kesa­

tuan otonomi kurang terawasi. Tugas terutama pimpinan pemerintah 

Pusat justeru untuk mengamati garis-garis besar. dan jika perlu 

mendorong serta rneningkatkan perkembangan daerah-daerah yang- di­

desentralisasikan. Ia merasa kecewa bahwa justeru di masa p~ralih­

an itu pemerintah Pusat kurang memberikan bimbingan. Ia minta pen­

j elasan me~genai peristiwa ini dengan data seperlunya yang d.dak 

hanya tentang perluasan sekolah desa, tetapi juga
1
mengenai kebijak­

sanaan dalam pelaksanaan desentralisasi dalam arti yang luas. 

Pemberantasan buta huruf rnenarik perhatian Menteri secara khu­

sus. Dalam hubungan dengan masalah itu ia sangat memperhatikan 

pendapat 'mengenai pengadaan kursus·-kursus khusus un'tuk memberantas 

buta huruf, seperti diberitahukan dalam surat Idenburg. Meskipun 

dapat dilihat segi:.segi yang kurang baik dari kursus-ku'rsus seper­

ti itu, ia menganp;gap penyelengearaan kursus-kursus buta bu'ruf i.tu 

penting dari sudut tinjauan politik jika dengan cara demikian jum­

lah orane buta huruf dapat diturt.inkan (sekalipun: hanya lebih banyak 

di atas kertas daripada menurut kenyataan yang sebenarnya). 
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Mengenai corak sekolah desa, Menter! Welter berpendapat bahwa 

pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sekolah itu akan sangat co­

cok dengan usaha supaya sedapat mungkin pendidikan eiberikan oleh 

guru-guru dari daerah tempat sekolah desa itu sendiri. Diharapkan­

nya untuk memperoleh keterangan mengenai kemajuan yang telah terwu­

jud dari usaha ' itu. Dalam hubungan dengan cara-·cara menyesuaikan 

sekolah dengan lingkung an setempat, ia sangat sependapat dengan ke­

putusan yang diberitakan dalam harian-harian untuk menyesuaikan 

gaya ·bangunan sekolah-sekolah di Bali dengan kebudayaan Bali. Ke­

putusan itu disetujuinya sebagai usaha yang baik untuk mendekatkan 

sekolah kepada penduduk. Diingatkannya kepada surat tanggal 13 De­

sember 1937 nomor 8/1170 bahwa Menter! Colijn telah membahas masa­

lah itu dalam hubungan untuk lebih menyadarkan penduduk, bahwa se­

kolah desa itu milik penduduk, dan dari kesadaran itu akhirnya akan 

tumbuh otoaktivitas masyarakat desa untuk bekerja dan berusaha sen­

diri di bidang penyelenggaraan sekolah desa itu. Disebutkannya ju­

ga pendapat Colijn dalam suratnya tanggal 16 Oktober 1934 no.21/1004 

mengenai hakekat corak sekolah desa itu. Sebagai contoh khusus me­

ngenai kesadaran baru yang harus ditimbulkan terhadap hakekat corak 

sekolah desa itu disebut oleh Colijn sekolah- sekolah terbaik Taman 

Siswa:. Hubungan guru dengan siswa di sekolah Taman Siswa berbeda 

·. dengan di sekolah negeri. Perlengkapan dan suasana di sekolah di­

sesuaikan dengan tradisi masyarakat dalam lingkungan sekolah. Te­

tapi Menteri Welter tida k menganjurkan untuk meniru secara latah, 

ia hanya ingin menunjukkan arab yang harus ditempuh. Persoalan 

yang penting dal'am hubungan yang nyata dengan usaha mempererat 

ikatan masyarakat desa dengan sekolah desa menurut Menter! ialah 

bagaimana meny~jikan bahan pelajaran kepada murid. Persoalan dalam 

hubungan yang sama ialah mengenai bangunan sekolah. Yang paling 

dianjurkannya ialah bangunan kecil yang sederhana tetapi yang baik, 

dan disesuaikan gayanya dengan tradisi daerah lingkungannya. Ben­

tuk bangunan menurut model seragam dianggapnya bertentangan dengan 

gagasan yang prinsipiil tentang sekolah desa. Biaya pemeliharaan 
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bangunan yang sederhana itu hanya memerlukan dana yang kecil, ~­

hingga beban keuangan untuk perluasan sekolah desa secara besa1-

besaran dapat banyak dikurangi . Penelitian lebih lanjut mengenai 

masalah sangat penting itu yang pada tahun 1934 oleh Colijn de­

ngan tegas dikemukakan , menurut Welte r tidak mencapai kemajuan 

karena perhatian lebih banyak dicurahkan kepada masalah-masa1ah 

pendidikan yang dianggap lebih mendes ak. Tetapi waktunya te1ah 

tiba untuk mene1aah masa1ah itu dengan lebih sungguh-sungguh. 

Persoalan yang paling penting da l am politik pendidikan dan penga­

jaran Hindia - Belanda di kemudian har i ialah persoa1an··mengembang­

kan sekolah desa dalam ikatan dengan lingkungannya di samping per­

luasannya secara ekstensif. 

Perhatian ist"imewa juga diberikan kepada "vervolgschoo1" de-

·ngan mata pe l a jaran bahasa Be landa~ seperti dikemukakan oleh 

Idenburg da l am sura t-suratnya . Menteri De Graaff da1am surat 

tanggal 8 Agustus 1931 nomor 1/62 juga menganjurkan pengadaan tipe 

sekolah seperti itu dengan dua ma cam tujuan 9 yaitu (a) untuk me-

·ngurangi l a ju murid masuk ke sekolah bercorak Ba rat yang tinggi 

biayanya~ dan (b) untuk menghas ilkan t ena ga kerj a r endahan yang 

mengerti baha s a Bel anda, ba i k pun da l am dinas negeri maupun swas­

ta. I a gembira dapa t menge t ahu i dari Idenburg bahwa tipe sekolah 

yang dima ksudkan t e l ah mula i berp eranan makin penting da lam sistim 

pendidikan untuk Bumipute r a . Tipe "ve r volgschoo1" dengan mata pe­

lajaran baha s a Bel anda harus rnendapa t perhatian secara khusus, dan 

ia minta diber i t ahukan juml ah t ipe seko l ah yang sudah ada dan pe­

r encanaan j uml ah yang akan dikernbangkan. 

Menter i Welter menganggap sangat penting adanya kelas- ke1as 

khusus dan tipe s ekolah lain . seperti kelas pertanian , kelas 

dagang kecil 9 dan kursus~kursus pertukangan serta MULO Bumiputera. 

Yang ingin diketahuinya ial ah ba s il per cobaan mengenai penempatan 

guru-guru sekola h pertukangan yang dibebaskan dari s ekolah pertu­

kangan s ebaga i akiba t reorgan isasi dan penghema tan di Pusat dan 

Daerah- daer ah di mana ada ke r a j i nan r akyat . I a mau percaya kepada 
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keterangan Idenburg bahwa dengan' percobaan itu dicapai sukses yang 
' ._ . ... . 

besar. Tet~pi ia menginginkan ·data lebih eksak, walaupun bukan 

berupa angka-angka, .tetapi berupa laporan dari petugas-.petugas In­

speks.i mengenai pekerjaan para juru penerang serta penyuluh, dan 

· mengeuai tariggapan penduduk terhadap kegiatan mereka itu. 

Penyediaan sekolah untuk massa rakyat Bumiputera dianggap ja­

uh lebih penting di bidang kebijaksanaan pendidikan rakyat. Walau 

pun demikian ia tidak mengecilkan arti sistim sekolah rendah ber­

corak Barat. Sementara itu tidak boleh dilupakan ,bahwa pendidikan 

bercorak Barat hanya baru dapat mencapai lapisan yang· sangat ter­

batas dari penduduk Bumiputera. Bagaimanapun juga harus . diperhi­

tungkan bahwa pendidikan bercorak Barat itu berarti hanya untuk 

sebagian kecil dari pendttduk. Kenyataan ini menetapkan pendidikan 

bercorak Barat itu sebagai perididikan yang dikecualikan dan tidak 

boleh di~embangkan melampaui batas~batas tertentu. Pertama karena 

dana dan daya yang harus dikerahkan untuk perkembangannya akan 

· rnenghambat keharusan pengembangan pendidikan unt~.k rakyat Bumipu­

tera, kedua karena masyarakat Bumiputera _sendiri belum siap untuk 

menerima penyediaan pendidikan yang terlalu luas dan efek dari pa­

danya akan merusak masyarakat itu senciiri. Menteri T,.Jelter tidak 
· ' 

sependapat dengan Idenburg yang mengingatkannya, bahw.:1 HIS sebagai 

yang terpenting dalam kategori tipe sekolah bercorak Barat bagi 

penduduk Bumiputera .telah kehilangan coraknya semula sebagai seko­

lah status (standenschool). Menteri menolak anggapan dasar !den­

burg bahwa pergeseran terjadi oleh sebab-sebab wajar yang semesti­

nya, sehingga corak keistimewaan HIS terkikis. Generasi kedua 

anak sekolah cepat tumbuh dalam lingkungan yans mula-mula menyedia­

kan bibit •.mtuk HIS, sebagian besar dibesarkan dalarn lingkungan 

berbahasa Belanda. Mereka itu berbeda dengan generasi pertama, 
" 

menggunakan bahasa daerah dalam keluarga. Sebab wajar yang semes­

tinya itu rnengakibatkan anak generasi kedua dirnasukkan terutama ke 

.sel:olah rendah Eropa. Gejala ini dilihat Idenburg sebagai sebab 

perubahan posisi sosial HIS. · Jika asumsi itu benar, rnaka angka-
.' 
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angka yang diketengahkan Idenburg harus menunjukkan kenaikan yang 

tinggi dalam jumlah murid Bumiputera di sekolah- sekolah rendah Ero­

pa. Tetapi kenyat~annya tidak demikian. 

Welter lebih -' cenderung kepada anggapan bahwa·- d·a1am mayoritas 

keluarga Bumiputera yang kedua orang tuanya menguasai bahasa Belan-
J . 

da, bahasa da1am ke1uarga dan terutama bahasa untuk mendidik anak-

anak ia1ah tetap bahasanya sendiri atau b·ahasa Melayu. Hanya ada 

kekecualian yang sangat sedikit bahwa bahasa Belanda m~njadi bahasa 

da1am keluarga. Dalam kasus yang sedikit itu dipilih seko1ah ren­

dah Eropa. Di dalam kenyataannya bahk~~ jauh lebih banyak ke1uarga 

Bumiputera yang hanya ayahnya saja menga1ami pendidikan Barat. Da­

lam keluarga-keluarga seperti itu lebih banyak kemungkinan bahwa 

bahasa sendiri digunakan dalam pendidikan anak. Jika pandangan ini 

benar, maka harus dianggap sangat meragukan urituk menerima saran 

Idenburg supaya kembali pada perubahan kurikulum HIS yang telah 

bertahun-tahun di1aksanakan dan menjadikan bahasa daerah sebagai 

bahasa bahasa pengantar di' kelas-kelas terendah. Menteri mendukung 

pertimbangan pedagogis yang berkeberatan untuk member! pendidikan 

kepada anak-anak kecil hanya dalam bahasa asing. Jika harus kemba­

li pada keadaan demikian, maka harus ada sebab~sebab yang sangat 

penting. Justru kenyataen dalam HIS lama yang sejak permulaan 

menggunakart bahasa Be1anda sebagai bahasa pengantar membawa keha­

rusan untuk membentuk kelas persiapan agar dapat diberikan sedikit 

dasar elementer bahasa Belanda kepada anak dfdik. Dikuatirkan bah­

wa gagasan Idenburg akhirnya akan menghidupkim kembali kelas persi­

apan yang tidak saja akan menimbulkan kesukaran baru di bidang keu­

angan, tetapi akan makin menjauhkan HIS dari lingkungan penduduk 

Bumiputera. 

Menteri sudah mengetahui pula bahwa perubahan kurikulum HIS 

membawa penghematan yang tidak sedikit. Dalam surat Menteri De 

Graaff tangga1 8 Agustus 1931 nomor 1/612 yang sering disebut o1eh 

Menter! Welter, terdapat argumentasi yang m~mbel~' peniadaan bahasa 

Be1anda dari "onderbqu~7" sekolah renda~ bukan untuk orang Eropa 
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berdasarkan alasan '·'pedagogis dan finansii:l. Menteri Welter dapat 

menyetujui prinsip-prinsip dasar argumentasi itu mengingat kenya­

taan bahwa penyediaan dana dan daya yang ·;berlebihan untuk HIS da­

pat merugikan penyelenggaraan sekolah untuk se~uruh penduduk. 

Karena. itu ia. berkeberatan terhadap formasi HIS yang lama. Ia se­

tuju untuk memelihara fungsi sosial HIS seperti yang digambarkan 

oleh Idenburg sebagai sekolah tintuk kelompok penduduk Bumiputera 

yang bergerak di antara lfngkungan ke-Timur-an dengan lingkungan 

Barat. Dan ia tidak menaruh keberatan bahwa dari murid-murid yang 

berasal dari kelompok ini tidak boleh diharapkan dapat menguasai 

bahasa Belanda untuk segera dapat menerima pendidikan dengan peng­

antar bahasa itu. 

Akhirnya Menteri membahas sedikit tentang "sekolah liar". Ia 

menganggap bahwa gejala yang diberi nama , "sekolah liar" harus di­

tanggapi dengan sungguh-sungguh. Selama belum tersedia cukup data 

informasi mel:lgenai hakekat "sekolah liar" itu dianggapnya prematur 

untuk memberikan cap "sekolah liar yang berbahaya21
• Ia juga tidak 

dapat menerima seluruh pandangan seperti dikemukakan oleh Idenburg 

bahwa sekolah liar itu tumbuh dari masyarakat penduduk Bumiputera 

di luar urusan Pemerintah. Ia lebih suka menganut pendirian sela­

ma .belum dapat d:ibuktikan keharusan untuk mengambil sikap kebalik-· 

annya, sebaiknya bersikap ramah terhadap perguruan yang benar-benar 

tumbuh dari masyarakat tanpa turut campur Pemerintah~ dan berusaha 

melalui pengawasan dan bimbingan kepada sekolah liar agar dapat be­

kerja di bidang pembentukan tenaga-tenaga yang berguna bagi masya­

rakat. Dengan tidak menutup mata terhadap keburukan- keburukan se­

kolah liar, seperti antara lain guru-gurunya kebanyakan tidak ber­

wewenang dan sebagainya~ harus diakui bahwa kehadirannya dalam si­

tuasi perkembangan pendidikan ·pada waktu itu secara umum mempunyai 

suatu nilai yang berguna untuk pendidikan intelektuil bagi penduduk 

Bumiputera. Bagaimana pun juga pemerintah tidak boleh mengabaikan 

suatu aliran yang mewujudkan suatu kekuatan dalam bentuk sekolah 

liar itu. Gambaran yang tepat mengenai keadaan yang sebenarnya 
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tidak dapat dilukiskan. Diketahui, bahwa di samping pengawasan 

yang negatif berdasarkan Ordonansi yang berlaku terhadap sekolah 

liar itu~ ada sedikit turut campur tangan Pemerintah dalam bentuk 

yang sangat embrionil (seperti pengakuan hak penggunaan nama se­

kolah, tunjangan sekolah bagi anak kepada pegawai negeri, dengan 

konsekwensiditerimanya secara ·suka rela pengawasan pemeriritah 

terhadap sejumlah sekolah swasta tidak bersubsidi). Adalah perlu 

untuk memikirkan bagaimana caranya memberi bimbingan yang lebih 

efektif kepada sekolah liar, kata Menteri. Ia mengin.gatkan kepa­

da surat Menter! De Graaff tanggal 16' Januari 1933 nomor. S/2 Ra­

hasia, :yang berusaha. me.mberikan garis-garis besar sebagai pegang-
·.-. ; . 

an sementara mengenai persoalan itu~ Menurut surat Gubernur Jen­

deral De Jonge tanggal 2 . .5 April 1933 nomor 266, gagasan Mente.r:l 
, . 

De Graaff itu tida~ dapat dilaksanakan karena tersusul dengan pe-

rist-iwa-peristiwa pada waktu itu. Tetapi~ kata Menteri ' w~.lter~ 
ada gunahya untuk diperhatikan lagi. Dimintakan juga perh~tian 

kepada dasar pemikiran bahwa ' peningkatan jumlah sekolah s~asta 

tidak bersubsidi t(!npa dibatasi dan dengari memelihara watalqlya 

yang bebas, maka akan terjadi kekuatan yang ikut bekerja dalam 

pengembangan masyarakat penduduk B\.uniputera'9 sehingga per;J_uasan 

secara besa!-besaran sekolah swasta tersebut membawakan keuntung­

an yang sangat ber . .r;.rti. Diharapkan, bahwa dalam penelitian yang 

akan .diadakan mengenai keadaan "sekolah liar" supaya arah dasar 

pemikiran itu dipertiJnbangkan. 

,, 



PENDIDI~ TINGGI - FAKYL!A§ SASTRA 

114. Dari Menteri Daerah Jajahan (Welter) kepada 91,1b.en!ur Jenderal 

(Tjarda van Starkenborgh Stacho1,1wer), tanggal 12...._Maret 1938 

Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer menyam­

paikan kepada Menteri Daerah Jajahan Welter laporan nomor 111 de­

ngan Pos Laut rahasia (gehej_m mailrapport) tahun 1938. Di dalamnya 

ada salinan surat Direktur Pendidikan dan Agama" P .J .A. ' :Idenburg, 

tanggal 27 Januari 1928 nomor 15x/A Rahasia. Oleh P.J.A. Idenburg 
I . . 

dalam suratnya itu diusulkan untukmenugaskan organisasi dan per-

siapan pendirian fakultas sastra kep·ada I.J. Brugmans. Sekretaris 

Departemen Pendidikan dan Agalr~. Juga dimintakan perhatian kepada 

laporan yang disusun oleh 11Panitia untuk mempelajari perkembangan 

perguruan tinggi di Hindia Belanda dalam masa yang akan datang". 

Panitia ini diketuai oieh J.W. Meyer Ranneft dan dibentuk pada ta­

hun 1930 oleh "Bataviaasch Genootscha:p" dan Dewan Ilrnu Pengetahuan 

Aiam. Dalam laporan itu yang dipublikasikan pada tahun 1933, di­

rekomendasikandengan sangat pendirian fakultas sastra. Masa1ah 

ini selama tahun-tahun krisis ·(ekonomi) tidak pernah diajukari: lagi 

dalam Dewan Rakyat. Selanjutnya diingatkan ·oleh Idenburg bahwa 

dalam pembicaraan rencana anggaran biaya. pendidikan untuk tahun 

1938 diadakan pertukaran pikiran secara terperinci mengenai masa­

lah tersebut (Handelingen Volksraad . l937-1938. hal. 750 dst.) 

Dalam hubungan dengan tindakan persiapan pendirian fakultas 

sastra itu Menteri memberitahukan kepada Gubernur Jenderal, bahwa 

Menteri De Graaff dengan telegram tanggal 27 Maret 1930 nomor 68 

memberitahukan pendapatnya sebagai jawaban terhadap telegram Gu­

bernur Jenderal De Graeff, tanggal 6 Maret 1930 nomor 66. Seperti 

telah diketahui, Menteri De Graaff menganggap tidak perlu tergesa­

gesa mendirikan fakultas s::J.stra itu? dan segi sosialnya belum cu­

kup mendapat sorotan. Ia juga meragukan, apakah dapat dipertang­

gung jawabkan mengadakan pengeluaran baru untuk tujuan itu dalam 
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keadaan keuangan negara yang pada waktu itu diduga akan memburuk. 

Juga diberitahukan 1agi bahwa ia hanya akan memberikan persetuju­

annya jika benar-benar dapat dipastikan bahwa biaya yang disedia­

kan ~idak akan mengganggu pembiayaan untuk keper1uan lain-lain 

yang dianggap 1ebih per1u dilihat semata-mata dari sudut kebijak­

sanaan praktis pemerintah. 

Menurut Menteri ~,re1ter. rupanya pada waktu itu Gubernur Jen­

dera1 De Graeff berpendapat bahwa syarat yang dikemukakan Menteri 

De Graaff dapat dipenuhi. Tetapi karena ,keuangan negara mengalami 

kemunduran yang sangat, maksud membuka faku1tas sastra pada tahun 

1931 tidak dapat di1aksanakan. Tetapi pes anggaran biaya yang di­

~edlakan untuk keperluan itu dalam anggaran untuk tahun-tahun ber­

ik\Jtnye. dipertahankan sebagai pes memeri. Dengan demikian kepu­

tusan yang te1ah diambi1 da1am tahun 1931 pada prinsipnya masih 

ber1aku dan dipertahankan. Pe1aksanaannya secara fermi1 dimung­

kinkan apabi1a dana yang diperlukan dapat disediakan. Namun d~tni­

kian o1eh Menteri He1ter dipersea1kan apakah benar~benar ada ha-. 

rapan yang dapat dipertimbarigkan bahwa da1am waktu dekat keadaan 

keuangan tidak 1agi akan merupakan hambatan terhadap pendirian fa­

ku1tas yang dimaksudkan. Se1ain itu dipertanyakan juga kepatutan 

dan keharusan untuk me1aksanakan pendirian itu. Menurut Mertteri, 

bera1asan untuk mempersea1kan hal itu, karena sejak tahun 1930 te-

1ah diadakan banyak perubahan dalam struktur persekelahan dan ber­

kerr,b <mg gagasan·-gagasan baru mengenai arah dan dengan cara bagai­

mana mengembangkan lebih 1anjut dari pada pendidikan. Dikemukakan 

l::ahua telah menjadi jelas tekanan diletakkan pada pendidikan untuk 

penduduk Bt.mliputera yanr; terutama masih terdiri dari massa rakyat 

ydng buta huruf. Pemberantasan buta huruf, penyediaan kesempatan 

unt~k belajar bagi lapisan bawah da~i penduduk, · dan masih banyak 

lagi bagian-bagian primer tugas pemerintah, memerlukan banyak se­

kali uang, waktu ~ dan kerja. Kesemuanya itu masih dalam keadaan 

yang belum memuaskan karena keterbatasan keuangan negara, sehingga 

timbuJ nertanyaan ap (~kah dalam keadaan seperti itu dengan aspek 
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keuangan negara yang belum cukup untuk rnembiayai itu semua, dapat 

diluluskan untuk menyediakan dana guna perluasan perguruan tinggi. 

Menurut Menteri dalam ko~disi yang demikian belum ada urgensi un­

tuk pendirian fakultas sastra. 

Gubernur Jenderal diminta dengan sangat supaya jangan dulu 

mengambil keputusan terhadap usul dalam surat Direktur Pendidikan 

dan Agama mengenai organisasi dan persiapan pendirian fakultas 

sastra. Lebih dahulu dimintakan penjelasan Direktur untuk jika 

per1u diadakan pertukaran pikiran mengenai pandangannya dalam ma­

salah itu dan khususnya mengenai tara£ kecerdasan masyarakat Bumi­

putera ditinjau dari dua segi, yaitu apakah faku1tas sastra ditin­

jau dari sudut sosial- i1mi&h dan sosial-ekonomis akan mendapat du­

kungan penuh dan akan mendapat dasar yang cukup berakar pada masya­

rakat. 

115. Dari Direktur Pendidikan dan Agama (P.J.A. Idenburg) kepada Guber­

nur Jendera1 (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer), tangga1 24 Sep­

tember 1938 

Pada' tanggal 17 Agustus 1938 o1eh Muh. Husni Thamrin, Suroso, · 

dan Wiryopranoto diajukan mosi yang menyatakan harapan, bahwa se-

1ambat-!ambatnya faku1tas sastra sudah didirikan pada tahun 1940. 

Mosi itu tanpa mela lui perdebatan diterimn dengan 29 suara lawan 

17 suara. Peristiwa ini terjadi pada waktu pembicaraan anggaran 

biaya di Dewan Rakya t. Dengan surat kepada Gubernur Jenderal 

tanggal 24 September 1938 nomor 27326/A diingatkan kepada mosi 

yang disetujui o1eh Dewan Rakyat itu, dan bahwa Pemerintah menyang­

gupi untuk segera mengadakan persiapan pendirian fakultas sastra 

tanpa terikat oleh waktu yang ditentukan untuk pendiriannya. Per­

nyataan kesanggupan itu dibua t da1am hubungan dengan amendemen yang 

diberitahukan o1eh Muh. Husni Thamrin untuk kepentingan pendirian 

faku1tas sastra ters ebut. 

Dalam hubungan dengan hal di atas diingatkan oleh P.J.A. Iden­

burg da1am surat kedua tangga1 24 September 1938 nomor 27327/A 
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usul yang dimuat dalam suratnya tanggal 26 I1aret 1938 nomor 60x/A 

· Rahasia, supaya ditugaskllri kepada Sekretaris Departemen, · I.J. ~.B:r;ug­

ma:ns; untuk mengadakan penelitian persiapan pendirian fakultas 

sastra dan untuk keperluan Hu pergi ke negeri Belanda. Dikemuka­

kannya bahw~ dengan d:i.bawe.nya masaHih fakultas sastra itu dalam 

pembic;=~.raan di De~ian Rakyat proses·· perkembangannya dipercepat men­

capai stadium yang akut sehin?.ga dianggap perlu untuk segera dita­

ngani. Maksud yang semula menge~ai masalah tersebut akan dibawa 

dalam perrbi.caraan. di De-t·;an Rakyat pada tahun 1939 mengenai rancang­

an anggaran biaya untuk t:ahun ber:lkutnya. Karena desakan dalam De­

wan Rakyat naka pemerintnh mengar:ggap lebih baik untnk tidak menun­

da-nunda pers:i.apa:-1 perdiri&n f akultas sastra dengan disertai perbu­

atan yang Dyata. 

Dala,.,1 hubGngnn denga·J. "J tc P .J .A . Idenbu~g tidak boleh lebih 

lama. me!lgabaikan surat Henter:i. Daerah Jajahau tanggal 12 Maret 1938. 

~esk:i.pun pemerintah ti6ak nau tP.rikat p"'.rla ~,;aktu untuk pendirian 

fakultas sastra itu yaitu dalam ta~un 1940. dapat dipastikan bahwa 

pelaksavaanny& tidak dapat dihalang- halangi lagi kecuali oleh alas­

an-alasan ya~g mendesak. I a tidak be~aksud memancing-mancing su­

paya Gubernur Jenderal mengamb:..l keputusan 11ya 1
: at~u "tidak" me!lge­

nai pendirian fakultas sastra itu pada tahun 1940. Dengan demikian 

ada cukup kesernpatan untu~ memenuhi keineinan Menteri Daerah Jajah-

an. 

Mengenai segi sosial·-L!.m:lah dan segi sosial-~ekonomi dari masa­

'lah tersebut dikemt•kal~an 9 bahwa ia menggaris bawahi pendapat Mente­

ri mengemd. kebijaksanaan pendidikan pada \vaktu itu J.ebih menguta­

makan pengembangan sekolah untuk sebagian hesar massa rakyat. Hal 

itu dengan jela s dicerminkan dalam penyediaan biaya pendidikan un­

tuk sekol2h dese, sekolah "vcrvolg", sekolah dagang kecil, dan un­

tuk pendidikcm pertanicn di kelas tertinggi sekolah avervolg". Pe­

nyediaan biaya i~u ~isesuaikan deng~n apa yang dapat dicapai secara 

maksimal dengan tenaga per~gajar ya:1g ada. Besarnya masih berada di 

bawah sebell!m k-:-ish, s ebab yang terutama bukanlah karena tidak 
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tersedianya dana mengingat sekolah untuk rakyat itu murah, tetapi 

kekurangan guru. Dalam hubungan ini dinaikkan jumlah kursus untuk 

mendidik guru desa, sehingga da1am beberapa tahun akan dihasi1kan 

setiap tahunnya 800 sampai 1000 orang guru. Tetapi kurang tepat 

untuk me1aksanakan politik pendidikan yang terla1u terarah kepada 

pendidikan untuk massa sebagian besar dari penduduk. Tidak boleh 

diabaikan adanya kenyataan bahwa sebagai akibat perkembangan pen­

didikan selama kira-kira tiga puluh tahun terbentuk secara berang­

sur-angsur suatu 1apisan atas dalam masyarakat, yang membutuhkan . 

tingkatan tertinggi pendidikannya . Untuk memberikan i1ustrasi me­

ngenai kenyataan tersebut diberikan ikhtisar tentang jum1ah tamat­

an sekolah menengah~ dan yang berkepentingan untuk me1anjutkan be-

1ajar di sekolah tinggi. 

Jumlah tamatan sekolah menengah (negeri dan bersubsidi) 

Th. HBS AMS Lyceum Jumlah Eropa Bumi- Timur 
5 th E~~~!~ ~~!~~ ------ ------

. 1933 298 288 34 620 328 186 106 

1934 340 335 48 724 371 212 141 

1935 349 301 52 702 374 204 124 

1936 386 336 61 783 390 261 132 

1937* 280 359 169 808 398 287 143 

Jumlah cal on mahasiswa Eada Eendaftaran Eertama 

Tahun HBS AMS Lyceum Jumlah Eropa Bumi- Timur 
5 th E~!!:!~ ~~!~8 ------ ------

1932/33 38 104 68 210 56 103 51 

1933/34 48 112 96 256 73 121 62 

1934/35 49 99 118 266 79 112 75 

1935/36 49 67 115 231 65 103 63 

1936/37 44 97 112 253 74 120 59 

* Kepada HBS di Surabaya dan Malang .ditambahken bagian gymnasium 
dan namanya menj adi Lyceum. Karena itu dalam t ahun 1937 tamat­
an HBS menurun, sedangkan untuk Lyceum naik. 
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Dikatakannya bahwa angka-angka di atas itu tidak dap~t diguna­

kan untuk argumentasi mengenai perluasan perguruan tinggi dengan 

sebuah fakultas 7 tetapi hanya untuk memberikan gambaranmengenai 

faktor kenyataan dalam perkembangan sekolah :menengah dan perg\iruan 

tinggi dalam kondisi sosial~ekonomi yang relatif kurang menguntung­

kan pada waktu itu. Sekolab~sekolah menengah, apalagi perguruan 

tinggi, hanya ada di k6-ta-kotcf besar. Dalam kondisi yang kurang 

meriguntungkan itu orang tua harus mengeluarkan 'biaya yang tinggi 

untuk dapat menyekolahkananak di kota besar. Angka:.angka tersebut 

menyatakan~ bahwa masyarakat meminta pendidikan dan perguruari . ting­

gi dan menengah 7 meslipun harus mengeluarkan biaya tidak sedikit. 

·-- Disadari oleh Idenburg bahwa permintaan masyarakat akan seko- ' 

lah bukan satu·-satunya norma yang harus dijadikan pedoman politik 

pendidikan, · 'tetapi pasaran kerja harus juga diperhatiltim. Namun 

keinginan masyarakat kepada suatu macam sekolah tertentu tidak bo­

leh diabaikan. Akibat dari politik penghematan Pemerintah dengan 

mengurangi jumlah beberapa tipe sekolah, . ialah makin berkembangnya 

apa yang disebut "sekolah liar", teristimewa sekolah liar dengan 

pengajaran bahasa Belanda. Dalam hubungan ini Idenburg menunjuk 

kepada gejala yang lebih gawat, yaitu propaganda dari pihak kaum 

nasionalis untuk me~asuki sekolah tinggi di negeri-negeri Asia 

lain, teristimewa di Jepang. Dari pihak Islam perhatian ditujukan 

kepada -' Al-Azhardi Mesir. Dr. Sutomo sering mengingatkan pemuda 

'intelektuil Bumiputera kepada perguruan Hnggi di 'i'urki. Dengan 

terang-terangan propaganda kaum' rtasionalis itu menyatakan bahwa 

untuk ariak Bumiputera sendiri ktirang diberikan kesempatan untuk 

belajar 'di sekolah tinggi. Proses ·yang sedang berjalan itu tidak 

dapat dianggap ·sepi oleh Pemerintah, tetapi Pemerintah narus seda­

pat-dapatnya memberikan tanggapan yang positif. Demikian menurut 

Idenburg. 

Karena perkembangan sistim pendidikan sudah mulai mencapai 

puncakny~, maka seyogianya perkembangan itu tidak di-rem terlalu 

keras dan terlaiu dibuat-buat, karena jika terus-menerus dihambat, 
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sistim yang sudah baik itu akan menjadi lemah oleh prakarsa yang 

kurang be~utu dari pihak swasta. Di samping politik pendidikan 

yang dengan i .ntensif diarahk.an kepada pendidikan sebagian besar 

massa rakyat dari penduduk Bumiputera~ Pemerintah harus juga mem-
~ . . ' 

perhatikan bagian puncak sistim pendidikan. Menurut Idenburg, 

dengan .perluasan perguruan tinggi dimaksudkan buk~n perluasan se­

cara ekstensif, tetapi mengadakan diferensiasi ke dalam yang se­

hat, supaya dapat memperhat~kan kebutuhan-kebutuhan baru yang 

timbul dalam masyarakat dan juga memperhatikan kebutuhan-kebutuh-' . 
an sosial dan spirituil yang pasti akan menampakkan dirinya di 

kemud ian har i. 

Masalah pendiria~ fa.kultas sastra tidak boleh diartikan, -per­

tama-t~ memperluas kesempatan belajar atau untuk mendorong mema­

suki perguruan tinggi, tetapi terutama untuk mengadakan diferensi­

asi dalam perguruan tinggi. Mot;ivasi mengadakan diferensiasi da-
t .. . . 

lam perguruan tinggi di Hindia Belanda dapat diarahkan kepada tu­

juan yang bersegi dua. Diferensiasi dapat ditujukan untuk memper­

luas kemungkinan belajar supaya banyak fungsi sosial dapat diisi 

oleh para akademisi yang dididik di Indonesia sendirL Diferensi­

asi dengan tujuan yang demikian misalnya membuka jurusan-ju.rusan 

atau bagian-bagian lain pada Sekolah Tinggi Teknik, mendirikan Se­

kolah Tinggi PeFtanian, dsb. 

Diferensiasi dapat juga diadakan lebih ke dalam., artinya di­

arahkan kepada isi spirituil dari sistim pendidikan. Dengan men­

dirikan fakultas sastra dimaksud~n mengadakan diferensiasi dalam 

s~stim pendidikan untuk kepentingan bagian atas masyarakat Bumipu­

tera di kemudian hari. Pendirian fakultas ini bukan terutama un­

tuk mendidik kategori tenaga kerja baru yang dibutuhkap masyarakat, 

bukan semata-mata menghasilkan kaum literator (sarjana s~stra) un­

tuk jabatan-jabatan yang harus diisi dengan para literator, karena 

pada waktu itu kebutuhan dalam masyarakat di Hindia-Belanda akan 

sarjana sastra yang lengkap bel~ qegitu besar. Tetapi menurut 

Idenburg, titik berat fakultas sastra terletak di dalam fungsi 

sosial keseluruhan sistim pendidikan. 
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Ni l a i su~tu fakultas sastra ditentukan . oleh pandangan terhadap 

arti p 2nd id i kan kerohanian atau spirituil dari ,lapis~n .puncak ma­

syarakat yan8 merupakan sumber potensi kepemimpinan atau sumber 

ora ng- orang yan g akan memegang fungsi pimpinan di kemudian hari. 

Sudah sewaj a·.:ny ~ bah~m perhatian -khusus ditujukan kepada unsur pen;­

duduk Bumipute1.·a , Dengan selalu memperhatikan bahwa pendidikan ha:­

i "US dio:d.eD tas ikan ke masa depan 9 maka dengan sendirinya justru ar­

ti 'j_) (~ndidikari da.lam masyarakat yang sedang berkembang, merupakan 

f aktor pab.n g p enting. Dengan memperhatikan be tapa besar pengar4h ., 

kam11 m1,J a L;.telektuil Bumiputera, yang walaupun masih sangat muda, 

bal"ya k · ti l. an~ar."J. mereka ini memegang . peranan pimpinan dalam berba­

gai perh::f.mpunan politik dan semi- politik. Maka diperoleh kesan me­

ngena i kehe.rusan memberikan perhatian khusus kepada formasi yang 

seimban g C:a l aa. masya r a ke.t Bumiputera dalam waktu yang akan datang. 

Henurt:. t: I d enbt•'!:'g pada umunmya_ sistim pendidikan dalam bagian 

e. tasnya s nn gat r:Ha·rahkan kepada satu segi. Sebagai contoh ia me­

nunjuk k~padi.:i s a tu ::=aktor yang sangat menonjol dalam pendidikan di 

s e ko1e.h E~er,e~v:~h yang m2rnpunya i konsekwensi pengaruh terhadap per­

guruan tinz?.i . Yan g dima ksudkannya i a lah posisi menonjol HBS-5 th 

(da'1 Al,IS·-B ) . Se ca -.:-a kasar penghargaan terting~i diberikan kepa9,~ 

HDS 5 t ahun ~1\-,!S-B ) . Dari sebagian besar tamatan HIS dan HCS yang 

mel::J.n j u t:b -:.1: ?2 ' ill (,O, pilihan dijatuhkan kepada bagian B, karena 
' -

l'11JLO·- B (: o.pa t: ne :~anj'J.tkan ke ,M-1S dan HBS. Faktor ini mengingat 

sif'a ·i: yan~ khrl::: dar i pendidikan HBS tidak dapat menghinda rkan ada­

nya kep2n ~~ ".us·.; s '~. sJ .c: r.l pembentukan jiwa knum intelektuil muda. 

Pa d v, KB 8 C:ia dnkan diferensiasi Bagian B (Ilmu Pasti dan Alam) 

da n A ( Sa s t r a da n Ekonomi) 9 kemudian diadakan Lyceum (gabungan HBS 

dan GymnasiuE). HBS-A p ada umumnya disediakan untuk murid wanita 

y.?_ng t:i.(1a k (·_o-q::a t mengikuti program ilmu pasti pada HBS-B
9 

sedangkan 

Lyceu:n hao:t:Ta d ikunjungi anak Belanda 9 yang orang tuanya hanya ~ntuk 

s emen t c.rn b -:.:c-a :~ a di Hindia-·Belanda. HBS-B adalah ~ekolah bagi p~­

rr:ud a l~uM.ir:n t (, ::a ~;:-1t:uk melanjutf-...an k e akademi. Kemudian d:f,.~oba un­

tuk ner::be ~ - ~ -i~ ~ -·' :cepaC.n m2syar a kat Bumiputera pendidikan sastra-budaya 
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di sekolah menengah seperti pada Gymnasium di Eropa, dalam bentuk 

AMS-AI di Yogyakarta. Tetapi rupanya percobaan ini tidak berhasil 

merubah citra masyarakat di bidang pendidikan. AMS-A ini juga 

menjadi sekolah untuk menampung murid-murid yang tidak mampu meng­

ikuti· program ilmu pasti. Perkembangan demikisn dalam sistim 

pendidikan sangat disesalkan oleh Idenburg. Faktor yang juga ti­

dak menguntungkan perkembangan AMS-A ialah karena dari situ hanya 

dapat melanjutkan untuk studi hukum, karena di sini tidak banyak 

pilihan ke sekolah tinggi. 
' 

Maksud semula untuk mendirikan fakultas sastra ialah justru 

untuk menyambungkan dengan baik segi sastra-budaya dar! sekolah 

menengah. Oleh krisis ekonomi maksud ini terhenti~ tetapi perkem­

bangannya tidak boleh hanya sampai di situ saja. Untuk menyediakan 
' 

unsur-unsur yang memelihara keseimbangan dalam perkembangan kejiwa­

an masyarakat Bumiputera, pendidikan calon-calon pemimpinnya tidak 

dibiarkan terbatasi pada pendidikan spesifik HBS, yang terlepas da­

ri kekurangan segi teknis pendidikan~ namun terarah ke satu segi 

perkembangan jiwa. Jika dibiarkan terus dalam keadaan demikian, 

dikhawatirkan bahwa kaum intelek'tuil Bumiputera dalam jumlah yang 

makin besar makin terasing dari lingkungan asal mereka tanpa kemam­

puan untuk menghidupkan dan mengangkat kekayaan isi kerohanian ke­

budayaan bangsa mereka pada taraf yang lebih tinggi dan dalam ben­

tuk yang khas. Dan tepatlah jika dikatakan orang bahwa sekolah 

di sini tidak membangun -vmtak~ melainkan berangsur- angsur keluar 

dari sendi-sendinya. 

Pendirian fakultas sastra tidak akan menimbulkan bahaya over 

produksi. Pemuda Bumiputera yang menginginkan pendidikan akademis 

hanya mempunyai pilihan sangat terbatas. Ia terpaksa memilih studi 

teknik, hukum, atau kedokteran. Juga bagi mereka yang bakat dan 

· minatnya lebih terarah ke bidang sos'ial-budaya, tidak ada pilihan 

yang lain. Pendirian fakultas sastra tidak berarti akan menambah 

jumlah mahasiswa di Hindia Belanda. 
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Program studi dalam fakultas sastra yang akan didirikan itu, 

belum dapat dipastikan bentuk dan isinya., .· Namun demikian. nilai 

khusu's dari fakultas itu dapat dijabarkan dari kemungkinan-ke­

mungkinan yang tersedia untuk mengadakan diferensiasi dan penda­

laman pada perguruan tinggi di Hindia Belanda. Disebutkan misal­

nya jurus~n filsafat dan teori pengeta~uan, jurusan-jurusan khu­

sus yang ·dapat diarahkan ke _ ~erbagai cabang, antara lain ,agama­

agama, seperti Protestan, Katholik, dan berbagai aspek dalam 

Islam, jurusan sejarah dengan berbagai bagiannya, yang semestinya 

harus ada dalam suatu sistim perguruan tinggi. Melalui fakultas 

sastra s 'istim perguruan tinggi mendapat tambahan isi dari jurusan 

ilmu-i'imu kerohanian, tidak itu saja, tetapi juga membuka kemung­

kinan yang unik kepada sistim perguruan tinggi dalam lingkungan 

kerja kekayaan kerohanian kelompok-kelompok dalam masyarakat. 

Sebagai tambahan keuntungan yang sangat penting ialah terbukanya 

kemungkinan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih 

positif kepada Islam. Dalam Dewan Rakyat sikap pemerintah kepada 

masyarakat Islam makin lebih diperhatikan. Dalam pembicaraan me­

ngenai rancangan anggaran biaya untuk tahun 1939 ditanyakan sikap 

pemerintah terhadap prakarsa swasta untuk mendirikan sekolah ting­

gi Islam di Surakarta. Dijawab oleh Idenburg bah\..ra pemerintah 

akan mengikuti dengan penuh perhatian. Dalam kesempatan itu Wiwo­

ho menyindir, bahwa .pemerintah kurang mernberikan perhatian kepada 

Islam seperti terbukti dari kebijaksanaan pendidikannya • . Idenburg 

berpendapat bahwa melalui fakultas sastra, pemerintah secara ti­

dak langsung dapat menyatakan perhatiannya kepada cita-cita dan 

pikiran dalam dunia Islam. 

Satu faktor lagi dikemukakan mengenai peranan fakultas sas-· 

tra. Tidak dapat diragukan bahwa fakultas sastra menti menjadi 

pusat' penelitian dan studi bahasa-bahasa di negeri ini. Kebutuh­

an akan pusat seperti itu telah lama -dirasakan. Pernah ada gagas­

an untuk menambahkan institut bahasa kepada Bataviaasch 
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Genootschap.*) Peneli tian bahasa-bahasa t.i~ak hanya menarik per­

hat ian dari ' sud~t ilmiah, tetapi juga faktor-faktor sosial mempu-
. . .. 

nyai peranan penting misalnya arti bahasa untuk pendidikan. . Se-

jak beberapa tahun dius~hakari supaya pEmdidikan kepada penduduk 
• ', • • ·' r 

Bumiputera diberikSn dalam bahasa (daerah) penduduk. 

Bahasa Mel~yu pada saat ini, dalam perkembangannya sedang 
. I 

dipersoalkan daiam mempersatukSn negeri ini. Balai Pustaka dengan 

kelincahan yang patut dipuji, berusaha membentuk semacam bahasa 

Melayu kebudayaan, yang harus berakar dalam struktur dasar bahasa 

asiinya, tetapi juga disesuaikan kepada kebutuhan zaman baru. Dan 

selain itu mempunyai kemungkinan berkembang untuk menjadi bahasa 
. . 

baru. Balai Pustaka petnah mendapat kritik dari beberapa sarjana 
i ~ 

ahli bahasa, misalnya dalam artikel S.J. Esser, "Het Maleis als 

Cultuut:taal" · (Bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan), dalam "De 

Opwekker, 1935, hal.393-399, diadakan kritik terhadap bahasa Mela-
; . 

yu "Panji Pustaka". Kritik itu ditanggapi oleh Voorhoeve, ,kemudi-
., 

an ada ·replik dari Esser. Di samping sebagai organisasi yang baik 

untuk studi ilmiah bahasa-bahasa dan pengabdian kepada ilruu, fa­

kultas sastra dapat secara wajar dijadikan pusat sentralisasi ke·­

giatan di bidang sosial. Kerja sama yang erat h~rus diadakan de­

ngan "Bataviaasch Genootschap" yang kegiatannya ::1kan sangat diban­

tu oleh adanya f'akultas sastra. 

Nengenai program s .tudinya dikemukakan bahwa hagan yang diren­

canakan oleh Prof.B.J.O. Schrieke digunakan sebagai pengarahan pi­

kiran mengenai penyelenggaraan fakultas sastra. Cara lain masih 

dimungkinkan, misalnya pertama-tama tidak akan dimulai dengan pen­

didikan lengkap untuk filologi dalam jurusan sastra Timur, tetapi 

*) Pada t pl-,·.::: 1778 diC.lrikan "Bataviaasch Genootschap van Kunsten 
en Wetenschappen11 ,mula-muladengan tugas sangat luas, kemudian 
terbatas untuk memajukan pengetahuan tentang kepurbakalaan, 
sejarah, bahasa, dan ethnologi Indonesia. Perpustakaannya sa­
ngat besar dan bersama-sama dengan koleksi purbakala serta . et­
nografi ditempatkan di Museum (pusat) Jakarta sekarang. 
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dapat dimulai dengan pendidiken untuk jabatan tinggi dalam masya­

rakat yang pada umumnya memerlukan pengetahuan mendalam tentang 

il~u bumi dan ethnologi Indonesia. Tekanannya tidak diletakkan 

semata-mata misalnya pada aspek yuridis atau aspek kebahasaan, 

tetapi di samping itu juga ditonjolkan aspek bahasa-bahasa dan 

~ebudayaan Nusantar~· 

Akhirnya dikemukakan bahwa tidak dapat ditunggu lebih lama 

lagi untuk mengangkat. sekolah-3ekolah tinggi di Hindia Belanda 

menjadi universitas ~ yang ditinjau dari sudut politik internasio­

nal mempunyai arti penting. HE;!nurut Idenburg pada kalangan Bumi­

putera dan Cina peranakan dirasakan sebagai suatu kekurangan d~­

lam politik pendidikan bahwa di Hindia Belande belum ada universi­

tas, sed~ngkan di mana- mana di Asia sudah ada. Dalam suratnya 

tanggal 27 Januari 1938 nomor 15x/A.Rahasia sudah dipaparkan pan­

dangannya bahwa perkembengan pendidikan di negeri ini akhirnya 

akan menuju a.l. kepada unive r sitas yang khas Hindia-Belanda (In­

donesia) yang akan diselenggarakan dan dibina oleh. tenaga-tenaga 

yang ada di negeri ini. Dinyatakannya pula bahwa dalam universi-

. tas itu fakultas sastra dan filsafat harus ada. 

Dengan pemaparan argumentasi . di atas dinyatakan sebagai sa­

ngat penting dan sudah selayaknya supaya selekas·-lekasnya didiri­

kan fakultas sastra. Karena itu, diusulkan supaya diambil keputus­

an oleh Gubernur Jenderal untuk ~enugaskan kepada Dr. I.J. Brug­

mans, seperti dikemukakan dalam surat rahasia tanggal 27. Januari 

1938 nomor 15x/A. Tugasnya ialah untuk menghubungi berbagai in­

stansi dan para ahli di negeri ini dan negeri Belanda sebagai .pe­

nelitian persiapan pendirian fakultas sastra itu. 

116. Dari Gubernur Jenderal (Tjarda van Starkenborgh Stachouwer) kepada 

Menteri Daerah Jajahan (Welter), tanggal 5 Desember 1938 

Dengan suratnya tangga l 5 Desember 1938 nomor 278/2 Rahasia 
' 

Gubernur Jenderal menyampa ikan kepada Henteri apa yang telah 'dipa­

parkan oleh P.J.A. Idenburg s ebagai argumentasi persiapan pendirian 
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fcik"Ultas sa:stra. Dijelaskan juga · bahwa janji pemerintah dalam De­

wan Rakyat dibuat setelah diadakan pembicaraan dengannya secara 

cepat-cepat dengan kurang memperhatikan isi sebenarnya da:r;i surat 

Menter! ·tanggal 12. Maret 1938.· .Tetapi dianggapnya bahwa pernyata­

an kesanggupan pemerintah .adalah cara yang tepat untuk mengllindari 

amendemen yang menyulitkan. Sejak semula tatkala ia diperkenalkan 

dengan masalah fakultas sastra, ia sudah mendukung , kepatutan un­

tuk mendirikan ;fakultas sastra tersebut. Sebagai p~_njelasan me­

ngEmai pendiriannyn ia menganggap cukup dengan menunjuk kep~~a ar­

gu'mentasi Idenburg dan nas ehat Dewan Hindia-Belanda tangga l lQ No­

pember 1938 nomor XI. 

Dalam nasehat DeYian Hindia-Belanda itu-diberikan perhatiar:t 

khusus kepada nama yang akan diberikan kepada faklutas dalam hu­

bungannya dengan susunan dan organisasi penyelenggaraannya deng~n 

konsekWensi mengenai status serta fungsinya dalam masyaraka.t. De­

wan iebih suka memilih nama "Fakultas Sastra dan Filsafat" daripa­

da "Fakultas Sastra Timur" . Nama itu dapat menghindari penyempit­

an yang tidak dikehendaki da.lam tujuan. Fakultas sastra dan fil­

safat secara khusus mempunya i missi kebudayaan pada umumnya, makin 

banyak variasinya makin baik dapat melaksanakan kerja kebudayaan­

nya. Dalam suatu kawasan pertemuan antara peradaban Timur dengan 

· peradaban Barat kiranya akan menunjukkan pandangan yang kurang te­

pat jika· dalam perguruan tingginya hanya akan diberikan tempat ke­

pada ilmu kebudayaan yang spesifik Barat saja dan ilmu- ilmu dari 

Barat yang hanya terdiri dari hukum ~ kedokteran . da.n teknik s_aja. 

Dengan 'tidak adanya jurusan·- jurusart qa l am studi kebudayaan dan ke­

rohanian Bara t akan terj adi gambaran yang timpang dan tidak leng­

kap mengena i usaha ilmiah Barat dengan hasil-hasilnya . Tetapi di 

·' dalamnya ' tekanan h~rus diletakkan. pada sastra. sej ar ah . dan k,ebu­

dayaan Timur , karena tug3s fakultas yang akan didirikan adalah 

terutama _untuk mendidik orang Timur dan menempatk~nnya di negeri 

Timur, di tengah-tengah kekeyaan materi studi yang belum dijamah 

·dan yang oleh lembaga- lembaga ilmiah di negeri lain belum atau 
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baru sed~kit saja menarik perhatian akan nilainya. 

Jika da1am f akultas yang paJa 'tl'akt• · di c1 i r ikan itu he.nya didi·­

rikan diferensiasi yang sederhana. seyogianya segera digunakan 

terutama orientasi da lam kebudayaan Timur seba ga i prinsip. tetnpi 

tidak mengabaikan kebudayaan Baret. 

Dengan pemaparan penj e1asa~• terseb~t di atas Gubernur Jenderal 

berharap supaya Menteri. mengijinkan diadakan penelitian persiapan 

seperti yang sudah a~~n dimulai. 

117. Dari Menteri Daerah Jajahan (Welter) kepada Gubernur Jendera1 

(Tjarda van Starkeqborgh Stachouwer). tangga1 28 Des. 1938 

Dengan surat tangga1 28 Desember 1938 nomor 13/1282 Menteri 

menyetujui penelitian persiapan pendirian faku1tas sastra. Dise­

tujuinya juga sasaran menge~ai l apangan kerja para alumni dan pe­

nampungannya da1am lapangan kerja di 1Tndonesia . seperti disarankan 

dalam saran Dewan Hindia- Belanda. 

Dewan Hindia-Belanda :~ ~- · : .:. cn:.:;·.c:: lain menyarankan sebagai ber­

ikut. 

Jika perakitan fakultas sastra tidak terlalu terbatas lianya 

pada pendidikan untuk filo l ogi dan linguistik Timur saja, tetapi 

juga untuk etnologi , sosiologi . dan sejarah dengan orientasi Indo­

sentris . maka fakultas sastra ini akan dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat Bumiputera. Tamatan fakultas ini juga .dan terutama akan 

dimanfaatkan dalam lingkungan kehidupan orang Bumiputera dan lemba­

ga-lembaga yang dibentuk a t as prakarsa sendiri di dalamnya. 

Oleh Muhammadiyab misalnya dis el enggarakan sekolah menengah 

seperti AMS dan sekolah pendidikan guru, yang di dalamnya juga di­

ajarkan pengetahuan-penge tahuan umum. antara lain sejarah. Oleh 

perkumpulan itu juga diadakan percobaan dengan persetujuan pemerin­

tah dan diberi subsidi men.yel engr,arakan Inheemse MULO (MULO Bumipu­

tera. yaitu MULO d.7ngan bahasa pengantar bahasa daerah). Jika per­

cobaan itu berhasil. akan diperluas dengan menyelenggarakan AMS Bu­

miputera. 
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Dari sudut sosial--p0litik da.n sos :i.al-budaya sangatlah penting 

menyediakan guru-gurunya bagi sekolah···sekolah semacam itu dan guru­

curu harus dapa t dididik di universitas yang ada di Hindia--·Belanda 

dan untuk itu harus ada fakultas sastra. 

Dalam saran De ;..ran Hindia-P.e1and<:- itu juga dimintakan perhati-· 

an bahwa dalam dinas-dinas di negeri ini masih harus disediakan 

tempet untuk para literator tamatan universitas Leiden. 

Dengan sudah adanya persetujuan Menteri maka dengan keputusan 

Pem.erintah tanggal 4 Maret 1939 nomor 35 pemerintah memberikan pe­

rintah kepada Dr. I.J.Brugmans untuk mengadakan penelitian mengenai 

cara penye1enggaraan fakultas sastra yang akan didirikau di Betawi 
*) dan juga mengenai penampungan para a1umninya dalam rr~syarakat. 

Maksud ·pemerintah sudah mendirikan fakultas tersebut da1am 

tahun 1941~ tetapi pendudukan negeri Be1anda o1eh Jerman memperce­

pat pendiriannya pada tangga1 1 Oktober 1940 dengan Ordonansi Pen-
. . **) 

dirian Faku1tas Sastra dan Fi1safat (Lembaran Negara 1940 no.531). 

Ada 4 jurusan yaitu i1mu-ilmu sosia1, bahasa dan sastra Indonesia, 
***) sejarah, dan i1mu bangsa-bangsa. 

*) Cf. Dr. LJ .Brugmans, 11Rapport Inzake de Faculteit der 
Letteren in Djawa", 1940, hal. 355 dst. Da1am 1aporan ini juga 
dimuat pengalaman-pengalaman perja1anan studi ke Philippina 
dan India. ' 

**) Ordonansi dibe1a oleh Husein Jayadiningrat sebagai Pj. Direk­
tur P & A~ dan mendapat persetujuan dengan aklamasi da1am D.R. 
(Volksraad 1940-1941, Hande1ingen ha1.973 dst. dan ha1.1011 
dst.). 

***) Pemerintah bermaksud .mengajukan dalam sidang D.R. permu1aan 
tahun 1941 ordonansi perguruan tinggi baru, dengan ·maksud me~ 
bentuk universitas dan mendirikan faku1tas pertanian untuk 
mendidik insinyur pertanian, dan kehutanan, dokter hewan, ser­
ta sarjana bio1ogi. Karena persiapan memakan waktu yang ter-
1a1u lama, maka faku1tas per.tanian didirikan pada tangga1 
1 September 1941 dengan ordonansi tersendiri (Lembaran Negara 
1941 nomor 490), sedangkan Universitas Indonesia (De Universi­
teit van Indonesi~) baru dapat berdiri dalam tahun 1947 (Lem-· 
baran Negara nomor 47). 
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118. Dari Direktur Pendidikan dan Agam~ (Dr. P.J.A.Idenburg) kepada Gu~ 

bernur Jendera1 .(Tjarda van Starkenb~~gh Stachouwer)2 tanggal 

27 Pebruari 1940 nomqr 46/xA Rahasia 

Idenburg · menyatakan dalam ikhtisar masalah pendidikan yang 

aktuil bal)wa sis·tim. pendidikan di Hindia-Be1anda da1am fungsi sosi­

alnya tidak dapat disamakan dengan di negeri Barat yang sudah ber­

kembang seperti negeri Belanda misalnya. Di negeri Bela~da Sistim 

pendidikan dapat dikatakan sebagai satu bagian yang wajar da~i ma­

syarakat 'i:lan 'tumbuhserta berkembang terus dengan masyarakatnya. 

Di Hindia-Be1anda' masyarakatnya menunjukkan gambaran yang berbeda 

sama seka1i dan pemerin~ah menja1ankan fungsi sosia1 yang lain sa­

ma sekalL . I'ergaulan hidup dalam masyarakat masih jauh dari satu 

organisme yang tumbuh dengan htibungan-hubungan intern yang wajar 

sebagaimana' mestinya. Perbedaan-perbedaan rasia1, eko•,omis, dan 

kulturf1 dapat diatur di bawah 'pemerintahan Be1anda supaya tidak 

bentrok, tetapi tidak terjadi perpaduan ·yang sernestinya wajar. 

Pemel'intah di negeri ini · tidak timbu1 dari masyarakat .i:tu sendiri, 

tetapi terbentuk ' sebagai akibat masuknya pengaruh-pengart.lh asing 

dan mengembangkan urisur~unsur heterogin dalam masyarakat ,menjadi 

masyarakat p1uralis yang disusun .secara organis. 

Dalain taraf perkembangan seperti di atas itu juga -sistim pen­

didikan di .'lUndia Belarida dalam tinjauan secara umum merupakan un~ 

sur· <ising ' dhn · be1tim merupakan satu bagian wajar yang semestinya. 

dari masyarakat~ Sistim: pendidikan itu merupakan suatu alat ter­

utama di tangi:m penguasa untuk menumbuhkan seca-ra penuh suatu per-
' 

gaulan hidup khas di negeri ini dengan cap yang diberikan 

oleh penguasa. Aspek ini perlu s·elalu diperhe tikan untuk menyadari 

bahwa pendidikan sebagai -sistim dan organisasi kerja harus · diuji 

kegunaannya terhadap tujuan-tujuan umum yang ingin dicapai o1eh 
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pemerintah dalam politik kolonialnya • . n't negeri dengan sistim pen­

didikan yang sama sekali t~ierupakan satu· bagian dari masyarakat dan 

mempunyai fungsi sosial wajar secara sempurna menurut semestinya 1 
-· : ' ': ::. · .· ... '·· : .. ·· ·· · .; '! .. •' '. .:·.-: ·· . : ~;}. · · .. ~ -= :·.• :: ; .-· :~ . . · . ·: . .r ·.l · 

ma-syarakatnya-·tnenentukan sendiri benttik pendidikan itu secara kwan-
. •, .. , . . . . . ; ' ··. ' . .. '. ri : ·. : .) - ~ . t: r • • ~ . • ~ ' • : ; •• , • : • • 

titatif· cl~tf: kwalitati-f: ·dan :mengenai intensitas serta kedalamannya • 
. . i .... 1 \ ''/. ; . . ; 

Pemerintahnya tidak bertugas memb·eri pimpinan, t~tapi mengattir kon-

sekwenst-;.konsekWtmsi sosial, mencagah ekses-ekses dari sistiin' pemdi­

dikan -:tidak dijadikan alat dab-tn :p'olitik untuk mencapai tujuan po~ 

litik itu send:i!ri. (Di sini dikecualikan negara-riegara ' totaliter ~ 

di tnana segalanya harus diabdikan kepada negiira sebaga:i! tujuan ter...: · 

tinggd. 'rdart dijadikan alat politik) •· 

Perbedaan aspek dalam sistim pehdidikan di negeri ini dengan 

di negeri Belanda menentukan sikap pemerintah di Hindia-Belarida 

terhadap masalah ini. Di negeri Belandapemerintah dapat menyerah.:.. 

kan masalah pendidik.an kepada kekuatan-kekuatan 'yang adadal&nma­

syarak:at. Tetapi · di sini peme·dntab tida:k dapat :'derigari begitu saja 

menga..nut pendirian bahwa pendidika:n · akart ·dengan sertdirinya thengihiti 

turun .. naiknya kemampuaiLmasyarakat <li : bidang spirituil dan mate':iiil. ·i 

Sebagaic:optoh praktis dikemukakan bahwa di i negeri Bela'rida intensi...:. " 

tas penyediaan pendidikan .;dapat menyesuaikan (Uri sama sekali K-epa.~ 

da ke?daan keuangan dalam negara dan:·:masyarakat. Teta'pi di sini 

menurut ·.:J:denburg , car a yang ' demildan ttidak sewajarnya unttik dapat· 

diikuti dengan begitu .saja, ·karena penambahan tltau pengutangan ma..:: 

cam-rna.e:am ·sekolah ,:harus mengikuti 'garis-garis politik 'koldnfal. · 

Menur.ut ~ pend;ap.atnya• sudah bert'ahurt-tahun 'lamanya :kurang secara · 

prinsipiil d-ipe.rhatik:an pengarahart' kebi'jaksanaan pendid'ikan ke' masa 

depan. Yang dimaksud kannya bukan is± pendidikan 'untuk b'erb.:igai 

keperJ.uan kelompok sosial ·dan rasial ~ · tetapi bagaimana cara menga.;.. 

tur penyediaan' sekolah-sekolah untuk pendidikan itu, dan cara meng..:. 

utamakan:· bagian,.,bagian yang mana dalam 'sistim pendidikan pada masa 

tertentu . d~lam hubungan umum tdertgan tujuan · 'Pemerintah. 
; 

'' 
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Dalam masa sebelum tahun 1930 kebijaksanaan umum dalam pendi­

dikan dipengaruhi oleh perasaan bahwa di negeri yang masih miskin 

akan pendidikan, menurut kenyataannya tidak tersedia sekolah d~­

ngan cukup. Untuk keperluan mayoritas penduduk dihadapi masalah 

bagaimana mendorong anak-anak masuk s ekolah yang paling sederhana. 

Caranya mendorong itu seringkali sukar dapat dibedakan dari pada 

perintah halus. Masalah mengenai macam pendidikan yang lebih 

tinggi di samping sekolah bercorak Barat, jug~ dimaksudkan sekolah 

standar, lain lagi persoalannya. Di sinJ timbul kesulitan bagai­

mana inemenuhi permintaan yang makin banyak akan tipe sekolah untuk 

pendidikan tersebut. ·Dalam waktu relatif cepat didirtkan ba­

nyak sekola~ standar, HIS, dan HCS. MULO . dll. Perluasan sekolah 

bercorak Barat hanya praktis terbatasi oleh kesulitan mendatangkan 

tenaga guru dari negeri Belanda. Pada waktu itu per:1erintah diper­

salahkan tidak mempunyai kebijaksanaan. Komisi Pendidikan Bumipu­

tera Belanda pada akhir masa itu menunjukkan dengan jelas bahwa 

kebijaksanaan pendidikan yang demikian tidak dapat dilanjutkan. 

Tetapi Idenburg berpendapat bahwa setiap pemerintah pada waktu itu 

terhadap pendidikan terutama ditentukan untuk sebagian 'besar oleh 

kenaikan kemakmuran sebelum terjadi krisis dan untuk sebagian lagi 

oleh kesadaran mendalam dari masyarakat yang sangat membutuh-

kan sekolah yang dirasakan masih sangat kekurangan. 

Masa krisis oengakhiri politik pendidikan seperti tersebut di 

atas itu. Situasi dan kondisi keuangan mempengaruhi politik umum 

pemerintah sehingga kebijaksanaannya di bidang pendidikan untuk 

selama beberapa tahun tersembunyi di bawah penghematan dan penye­

derhanaan secara besar-besaran. Apa yang dianggap sebagai suatu 

kemewahan yang tidak berguna dihilangkan dari perangkat pendidikan. 

Pembangunan intern perangkat ini diuji dengan norma efektivitas dan 

kesederhanaan. Dengan demikian biaya intrinsik untuk pendidikan 

turun dengan banyak sekali. Tetapi dikhawatirkannya bahwa dalam 

masa krisis itu telah berkurang kesadaran merigenai sasaran-sasaran 

dari tujuan yang semestinya dtkejar oleh pemerintah. Idenburg 



266 

mengemukakan motivasi yang mendesak untuk lebih memperhatikan lagi 

tujuan politik pendidikan. 

· · Pertama-tama disebutkannya faktor berupa posisi negeri Belanda 

sebagai kekuasaan kolonial dalam dunia modern. · Negara kecil 

ini dengan daerah jajahan yang kaya tidak mempunyai keniampuan urituk 

mempertaharlkan daerah jajahannya dengan kekuatan· semjata terhadap 

serangan dari 1uar~ sedangkan · negara~negara besar dengan ke1ebihan 

penduduknya secara jelas . ~enggejala untuk dengan sekuat tenaga ber­

usaha memperluas lingkungan pengaruh dan daerah kekuasaannya. Un­

tuk mempertahankan jajahan maka secara mori1 pemerintah berkewajib­

an dalam politik kolonialnya berusaha u~tuk dengan tangkas dan ge­

sit memajukan secara besar-besaran daerah jajahan dalam berbagai 

aspek; Karena angkatan ber~enjata kekuatannya kecil_, maka harus 

dicarikan dukungan dalam usaha yang sadar akan tujuan adil 

'serta nyata untuk memberikan kedudukan terhormat kepada negeri dan 

peridudtiknya di bagian dunia ini. Menurut Idenburg politik kolonial 

yang dijalankan tidak boleh seenaknya didasarkan kepada pendapat 

sendiri 'sebagai norma. · Pikiran ini digaris bawah:i. oleh Menteri 

Welter. 

Pada hemat Idenburg pendidikan ialah justru salah satu bidang/ 

yang menunjukkan paling nyata tujuan intern politik kolonial. Un­

tu~ orang luar anggaran biaya pendidikan dijadikan kriterium ter­

utama mengenai kebijaksanaan umum pemerintahan kolonial. Dalam hal 

ini terJapat kelemahan pada pemerintahan Hindia-Belanda. Dibanding­

kan dengan negeri-negeri tetanggasekitarnya terdapat ketinggalan 
' *) 

yang memalukan di bidang pemberantasan buta huruf~ . 

*) Data mengenai buta .huruf dari tahuri 1931 sampai 1939 di beberapa 
negeri di Asia Se1atan dan Asia Teriggara ialah sebagai berikut: 
Di India menurut sensus penduduk tahun 1931 dari pendudukd,i atas · 
umur 10 tahun yang buta huruf 90,9%. Federasi Malaya menurut 
sensus penduduk tahun 1931 dari penduduk di 'atas umur 15 tahun 
72,2% dan di Singapura 63~5%. Di Pilipina dalam tahun 1939 dari 
penduduk di atas umur 10 tahun 51,1% dan di Muang Thai dalam ta­
hun 1937 ada 68,8%. Di Hindia-Belanda menurut sensus penduduk 
tahun 1930 dari seluruh penduduknya hanya 6,44% yang dapat memba­
ca dan ;menulis. 
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.Dalam .kemampuan penyelenggaraan di bidang sekolah lanjutan 

Hindia-Belanda jugatidak dapat digolongkan ke dalarn barisan depan~ 

Laporan · Dr.Mr. W.A.Muller mengenai hasil penel,~tian masalah pendi­

dikan di A.sia Tenggarl.l membenarkan per,nyataan ldenburg y~ng mengu­

atirkan keterbelakangan Hindia-BelB:nd~ di lapangan penyediaan se­

kolah-sekolah jika dibandingkan dengan negeri-negeri Asia Tengg.ara·. 

OlehMuller, pegawai tinggi yang diperbantukan kepada Direktur Pen~ 

didikan dan Agama, dilaksanakan tugas untuk mengadakan penelitian · ·. 

mengenai masalah tersebut melalui pengamatan di tempat. Dalam per­

bincanga~ mengenai anggaran pendidikan untuk tahun 1940 pemerintah • 

mengumumkan bahwa. laporan Muller telah selesai dan akan disauipaikSn 

kepada Dewan Rakyat. Tetapi laporan itu dipublikasikan dengan pet~ 

setujuan pemerintah _oleh penulisnya secara pribadi~ Dr.Mr. W.A.Mul.:.. 

ler, "Onderwijs~Opvoeding in Zuid-O~st Azie", Batavia C., 194;1. 

(Pengajarap dan Pendidikan di Asia Tenggara, Betawi Pusat, '1941). 

Publikasi . .ini. dikirilllkan kepada Dewan Rakyat dan seringkali disebut' 

sebagai lapo.ran , Muller. 

Mengenai pendidikan, penyebaran dan basil pengajaran ' melai.ui 

sekolah di negeri-negeri yang dikunjungi oleh Muller, diberitakan 

antara lain sebagai .berikut. 

a). Philipina. Dala~ p~rbandingan dengan jumlah penduduk kes~mpat­

an belajar tersedia dengan baik. Menurut _sensus penduduk ter­

akhir pada bulan ~a~uar~ _1939 jumlah penduduk 16 juta, sedangkan 
• .! . 

jumlah seluruh murid sekolah rendah dalam tahun ajaran 1938-1939 

lebih dari 1.600.000 (yaitu lebih dari 1.400.000 di sekolah desa dan 

lebih dari 250.000 di sekolah lanjutannya). Hal ini berarti~ bahwa 

perbandingan jurnlah anak sekolah dengan penduduk masih lebih baik 
. i ' 

dari pada 1 : .10. Jika hanya diperhitu~gkan jumlah murid dari tiga 

kelas: yang terendah, yang kira-~ira 1.200.000, maka perbandingannya 

1 e 13. 

b). Indo China •. Seluruh jumlah anak sekolahnya kurang dari 700.000 

yang jika dibandingkan dengan 23 juta jiwa penduduknya tidak 'da­

pat mencerminkan suatu basil yang baik. Teristimewa anak gadis yang 
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berseko1ah jum1ahnya masih terbi1ang menyedihkan. Murid wanita 

hanya ada 15%. Tetapi jika dipertimbangkan bahwa penyediaan seko-

1ah di negeri ini re1atif masih belum lama dimu1ai, maka hasi1nya 

yang te1ah dicapai dapat dikatakan m~mberi harapan. Seko1ah rak­

yat da1am bentuk seko1ah desa dan seko1ah interkomuna1 jumlahnya 

berkembang dengan cepat. Kenaikan jum1ah seko1ah dalam tahun-ta­

hun terakhir kira-kira 10% per tahun. · 

c). Muang Thai. Sebagai hasil kewajiban be1ajar yang dengan seku-

at tenaga dipertahankan 1ebih dari 70% dari anak di antara 

umur 7 dengan 14 tahun bersekolah atau tamat belajar. Da1am tahun 

1919 penduduk Mllang Thai berjum1ah sekitar 9 juta jiwa dan jumlah 

murid se1uruhnya di berbagai seko1ah hanya 160.000 orang, sehingga 

pada 'waktu itu murid ' sekolah tidak 1ebih dari 1,6% dari se1uruh 

penduduk. 'Sepu1uh tahun kemudian jum1ah penduduknya 11,5 juta ji­

wa dan jumlah murid seko1ah naik hingga 610.000 orang, 5,3% dari 

jum1ah penduduk. Menurut hasil sementara sensus da1am tahun 1937 

jumlah penduduknya 14.400 .000 jiwa, sedangkan pada permu1aan tahun 

ajaran 1936~1937 jumlah murid seko1ah 1.230.000 orang (dari pada­

nya 1.150.000 orang murid sekolah rendah). Dari angka-angka itu 

ternyata yang berseko1ah sudah 9% dari penduduk. 

d). Federasi Negeri-Negeri Malaya dan "Straits Settlements". Ke~ 

cuali di Singapura ada kewajiban belajar untuk anaklaki-laki 

Melayu dalam umur antara 7 dengan 14 tahun yang tempat tinggalnya 

ada dalam jarak kurang dari 2 mil dari suatu seko1ah di Malaya· 

atau kurang dari 1~ mil di "Straits Settlements". Dari pihak 

orang tua tidak terdapat banyak keberatan terhadap pelaksanaan un­

dang-undang wajib be1ajar. Kesukaran yang 1ebih banyak ia1ah me­

nyediakan sekolah dalam jumlah yang cukup. Meskipun di Singapura 

tidak ada kewajiban belajar, seko1ah di Singapura penuh dan padat 

dan beberapa bangunan seko1ah terpaksa digunakan dua kali, yaitu 

untuk satu seko1ah pada waktu jam-jam pagi dan untuk satu sekolah 

lagi pada waktu jam-jam petang. Untuk anak wanita tidak ada kewa-
. ' ' 

jiban belajar dan jumlahnya masih dapat dianggap jauh daripada cu-

kup. 
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Kew~jiban bela jar untuk. penduduk Cina tidak pernah dipersoal­

kan. Pada umumnya jumlah murid Cina sangat memuaskan. Menurut 

perkiraan Departemen Pendidikan di . Singapura persentase yang dapat 

membaca dan menulis dari penduduk orang Melayu ada kira-kira 40% 

pria dan·lO% wanit~ . Persentase ini'dari penduduk Cina sedikit 

lebih tinggi dan dari penduduk India sed~kit lebih rendah. Per­

sentase tertinggi i,ala4 dari penduduk Eropa-·Indo, yaitu :kira-kira 

75% • . Dalam kelompok penduduk yang terakhir ini persentase anak 

dalam umur antara 5 dengan 19 tahun yang bersekolah hampir 90% • 

. untuk anak Melayu laki- laki pers~ntase ini hampir 50% dan dapat 

. dinilai sebagai sangat tinggi, karena bagian terbesar .. darl mereka 

.hanya belajar di sekolah Melayu, sehingga pada umumnya berhenti 

bersek,olah .pada umur di bawah umur 14 tahun. 

Me.nurut Idet~,burg penghargaan kepada Belanda di bidang kebi­

jaksanaan kolo,nialnya sangat menurun di luar neger!. Tingkatan 

mutu se~olah di Hindj_a-Eelanda dalamberbagai aspek dapat bertahan 

. terhadap kritik, tetapi justr.uhal itu merupakan salah satu faktor 

yang di luar negeri herkesan jauh lebih kurang dari pada besarnya 

perangkat pendidikan itu sendiri. Di Amerika hampir tidal<, ad.a ka­

.ta-kata yang dengan ramah dilontarkan terhadap politik ~olonial 

Belanda . Pengunju!lg··pengunjung dari Amerika, Jepang, Philipina, 

Muang Thai, dan Malaya yang datang dalam bulan-bulan belakangan, 

menyatakan penghargaan dan pujian terhadap kerapihan .dan kebersih­

an sekolah-sekolah Hindia-Belanda serta kemantapan organisasi pen- · 

didikannya~ tetapi mereka itu tidak menyembunyikan pendapat bahwa 

perangk.at pendidikan dalam berbagai aspek tidak lengkap atau jum­

la4. sekolahuya sangat kecil. Menteri Welter membenarkan pernyata­

an Idenburg bahwa Hindia-Belanda dalam politik pendidikannya harus 

memperhatikan faktor p,enilaian internasional . terhadap politik ko­

lonial umum di Hindia~·Belanda. 

Juga alasan-alasan intern murni menghendaki untuk. terutama 

dalam tahun-tahun berikutnya perluasan ruang gerak yang dijadikan 

ancer-ancer untuk mengarahkan kebijaksanaan pendidikan. Bahkan 



270 

menurut Idenburg tanpa perluasan yang berarti sudah terasa dalam 

anggaran pendidikan tegangan yang makin besar, yang dengan cara 

bagaimanapun harus . dihilangkan. Hal itu adalah akibat dari seba­

gian sifat organisasi sist~m pendidikan dan sebagian lagi karena 

peraturan tindakan-tindakan penghematan dalam masa krisis yang 

baru lalu. Penyederhanaan sistim pendidikan sejak krisis sampai 

tahun 1937 relatif bersifat sementara. 

Sifat sem~ntara itu ialah pertama ditunjukkan oleh kenyataan 

yang dapat dikatakan menguntungkan bahwa laju masuk sekolah pada 

~mumnya mulai kendor. Dengan demikian dimungkinkan untuk mengu­

rangi kesempatan masuk sekolah tanpa dirasakan dengan segera aki­

batnya berupa penolakan dalam penerimaan murid baru. Pada waktu 

itu banyak sekolah pendidikan guru ditutup. Penutupan itu dapat 

dilakukan seiring dengan pembentukan kelas-kelas yang lebih besar, 

penyederhanaan formasi tenaga guru, dan pengurangan secara relatif 
' ' 

laju penerimaan murid, sehingga dengan segera tersedia cadangan 

tenaga guru dalam jumlah tertentu. Sekolah-sekolah desa, standar 

(atau Kelas Dua), HIS, dan MULO, ditutup atau digabungkan. Tin­

dakan ~ni oleh sebab yang sama ·tidak menyebabkan penjatahan dalam 

pendidikan dengan nyata. 

Kejadian seperti di atas tentu tidak boleh dipandang sebagai 

hanya gejala sementara yang pada waktunya akan diikuti oleh masa 

dengan laju masuk sekolah yang lebih normal, tetapi bahkan dapat 

dikatakan sebagai suatu penangguhan masuk sekolah. Sebab laju ke­

naikan penduduk tidak berhenti. Jika jumlah laju masuk sekolah 

. menurun, hal itu hanya berarti bahwa dalam penyediaan sekolah se­

cara umum tidak saja terhenti , tetapi. benar-benar mengalami kemun­

duran. Hal itu dibuktikan oleh laju masuk sekolah dalam tahun 

1937 dan berikutnya. Dalam bulan Agustus 1937 laju masuk sekolah 

desa di Jawa malahan melebihi kenaikan jumlah secara normal dalam 

kelompok umur 6 tahun. Menurut Laporan Umum mengenai pendidikan 

di Hindia-Belanda (Het Algemene Verslag ~ het Onderwijs in Ne­

der.lands-IndH!). pada tahun ajaran 1936-1937 terjadi kenaikan 
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jum1ah murid seko1ah negeri dan swasta dengan 82. 831 (ji1id I, 1937 

halaman 52) dan pada tahun ajaran 1937-1938 dengan 62.174 (jilid I , 

halaman 21). Da1am pembahasan anggaran biaya pendidikan untuk ta­

hun 1940 disampaikan kepada Dewan Rakyat ikhti sar angka-angka me­

ngenai remaja berumur 6 tahun dan jumlah murid kelas satu semua ty­

pe sekolah rendah (sekolah desa, sekolah Kelas Dua lengkap, sekolah 

rendah Eropa, HIS, sekolah khusus, dan HCS). 

Kelebihan kenaikan laju masuk sekolah desa dalam bulan Agustus 

1937 dari kenaikan jumlah normal dalam kelompok umur 6 tahun dise­

babkan oleh kenyataan bahwa sejum1ah anak yang lebih tua yang kare­

na alasan ekonomis tidak mampu berseko1ah, tetapi kemudian oleh pe~ 

baikan kemakmuran dimungkinkan masuk sekolah. Pada tipe-tipe seko­

lah yang lain sejak tahun 1937 dapat juga disaksikan kenaikan laju 

masuksekolah dengan persentase yang lebih besar daripada normal. 

Tahun ajaran 

(1) 

1930/31 

1931/32 

1932/33 

1933/34 

1934/35 

1935/36 

1936/37 

1937/38 

l • . i ;. 

Remaja 
Bumiputera 
usia 
enam tahun 

(2) 

1..635.166 

1.659.693 

1.684.588 

1. 709.857 

1. 7.35.505 

1. 761.538 

1. 787.961 

1.814. 780 

Jum1ah murid 
Bumiputera di 
k1s.satu semua 
sek.rendah ne-
geri & bersub. 

(3) 

714.830 

738.749 

700.40? 

695.590 

687.550 

706.841 

747.924 

777.232 

Persentase Lajur 2 
1ajur 3 dikurangi 
dari ruang 3 
1ajur 2 

(4) (5) 

43,, 72 920 . 336 

44,51 920.944 

41,58 984.183 

40,68 1.014.267 

39,62 1.047.955 

40~13 1.054.697 

41,83 1.040.037 

42,83 1.037.548 

Kenai~~n tersebut di atas tidak sama besarnya pada semua tipe 

seko1ah, tetapi keberhentian da1am 1aju jumlah masuk sekolah rupa­

nya te1ah dilewati sama sekali di semua jalur .pendidikan. Dengan 

pasti pemerintah dihadapkan kepada masa1ah bagaimana menanggu1angi 



272 

tuntutan yang besar akan pendidikan yang makin lama makin mende­

sak. 

Masih ada faktor kedua kesementaraa~ dalam peraturan tindakan­

tindakan yang menyebabkan dalam krisis tercapai penghematan sangat 
I 

besar dalam budjet pendidikan. Sebagai .peninggalan tahun-tahun se-

belumnya tersedia kelebihan jumlah ruangan sekolah. Juga ada ca­

dangan sejumlah tenaga guru seperti telah disebutkan di muka. Per­

sediaan kelebihan jumlah ruangan sekolah dan cadangan tenaga guru 

itu di satu pihak diperkecil dengan penutupan sekolah dan pember­

hentian guru tua untuk pensiun, tetapi di lain pihak diperbesar 

oleh penambahan jumlah murid dalam satu kelas dan penyempitan. serta 

penurunan formasi tenaga .guru. Kelebihan itu jelas 2-kan habis sama 

sekali dalam beberapa tahun karena kenaikan jumlah penduduk yang 

normal sehingga harus dihadapi tuntutan untuk meijambah lagi ruang 

sekolah dan tenaga guru. 

B~berapa peraturan tindakan yang diadakan dalam waktu krisis 

juga sejak semula sudah dipastikan bahwa peraturan itu hanya dapat 

dipertahankan untuk beberapa tahun ·saja jika paling sedikit tidak 

menyebabkan kemerosotan tingkatan pendidikan. Lain dari pada itu 

diadakan juga peraturan tindakan di bidang personalia, seperti 

penempatan kembali guru yangdiberhentikan dengan uang tunggu yang 

sejak semula dinyatakan sebagai tambal sulam sementara untuk menu­

tupi kekurangan anggaran. 

Pada tahun- tahun belakangan banyak dari peraturan tersebut di 

atas perlu ditiadakan dan kemudian harus juga ditambah dengan per­

lengkapan materiil dan personalia dalam perangkat pendidikan. Ter­

utama tidak boleh ada anggapan bahwa masa krisis hanya meniadakan 

apa yang tidak diperlukan, tetapi juga meniadakan apa yang untuk 

sementara tidak diperlukan dan kemudian harus dimasukkan lagi ke 

dalam perangkat pendidikan. Dari tenaga kerja personalia dan keta­

hanan materiil ·yang ada dituntut terlahi banyak sehingga menjadi 

keharusan untuk mengadakan perbaikan. Masih ada satu segi lagi 

yang menonjolkan dengan lebih jelas kesementaraan dari penghematan? 
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yaitu kenaikan otomatis gaji para guru. Sedangkan imbangan peng­

hematan ialah pengurangan sangat kecil pada mata ·anggaran gaji de·­

·ngan pemberhentian setelah memenuhi masa kerja dalam jabatan, yaitu 

melepas guru-guru yang sekiranya tenaganya tidak diperlukan dan su­

dah masak untuk pensiun. Karena .itu korps · tenaga guruyang tinggal 

secara keseluruhan relatif berusia muda, sehingga secara otomatis 

menyebabkan kenaikan besar untuk gaji setiap t ahun. 

Dengan uraian di atas dapat dijelaskan bahYm oleh penghematan 

yang dilaksanakan terl3 lu berlebihan terjadi ketegangan yang makin 

besar dalam anggaran pendidikan dan tidak dapat dihindarkan sehing­

ga malahan menjurus kepada kenaikan pengeluaran tanpa menambah pe­

rangkat pendidikan ycing dapat dipertahankan pada ni.veau sama 

dalam perbandingan dengan kenaikan jumlah penduduk. 

Pada tahun-tahun belakangan anggaran pendidikan telah naik 

kira-kira 10 juta gu en yang dari padanya kira- kira 3 juta gulden 

termasuk peninjauan gaji. Ke dalam anggaran itu termasuk subsidi 

untuk penyelenggaraan sekolah yang diserahkan kepada kesatuan-kesa­

·tuan otonomi lokal. Di bawah ini dikutip dari Laporan Umum menge­

nai pendidikan ,di Hindia-Belanda 1938-1939? ikhtisar pengeluaran 

keperluan pendidikan ~ntuk perbandingari. (Pengeluaran bruto, jadi 

tanpa dikurangi dengan uang sekolah dsb.). 

r 
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=Jumlah absolut dalam ribuan gulden= 

?engelua ran terperinci menurut macam-macam tipe sekolah 
Sek.utk.Eendidikan umum Pendid. Pergu- c: ~ J:um1ah 

Tahu Pendi- Pendid. MULO Kejuru-~ 
<11 ... -ruan ..... ~ .... co 

n dikan Rendah dan Me- JUMLAH" Tinggi _m ,.ss~ se1uruh-an CU ~ Ccn 

Bumi- Bar at nengah t)()~~ nya 
~ Q:j::3~ 

Eutera 0.. ..... _.o. __ 

{1~ (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1931 20.351,9 18.045,9 8.830,3 47.228,1 8.811,4 1.0?7,6 4.089,1 61.186,2 

32 20.369,6 15.490 , 1 8.049,6 43.909,3 7.889,.4 993,6 2.831,6 55.623,9 

33 19.027,9 14.191,9 7.158,1 40.377,9 6.689~0 968,9 2.161,4 50.197,2 

34 14.440,5 11.976,7 5.845,7 32.262,9 4.666,1 810,6 1. 727,6 39.467,2 

35 11.493,4 9.667,6 4.656,7 25.817,7 4.008,6 724,2 1.882, 7 32.373,2 

36 10.714,7 , 9.360,0 4.719,2 24.793,9 3.488,6 718,4 1. 716,0 32.829,1 

37 12.008;3 9.624,7 4.888,9 26.513,9 3.533,2 739,1 2.042,9 32.829,1 

4 .113 1 0* . 18.62616 3 .• 059 21 24.46717 
* . 

38 4.235' 3*11.401,4 6.352,4 21.989,1 3. 7~, 1 865,3 2.882,2 29.521,7 

39 3.574,6 12.435,0 7.152,6 23.162,2 4.505,0 986,6 4.008,5 32.662,3 

1940 4.027,2 12 .2~1,1 7.484,1 23.792,4 4.826,1 998,5 4.123,9 33.850,9 
t ~ : ~ ' 

.: . ' 

* Bi1anga~ yang digaris bawahi menyatakan penge1uaran pemerintah Pusat 
yang sebenarnya tanpa terhitung ke da1amnya subsidi untuk seko1ah 
yang penye1enggaraannya diserahkan kepada kesatuan-kesatuan otonomi 
1ok31. 

* * Sebagai akibat penyerahan pada 1 Januari 1937 kepada kesatuan otono-
mi 1oka1 di Jawa dan Madura penye1enggaraan seko1ah desa, "vervo1g" 
dan pertukangan, maka jum1ah penge1uaran pemerintah Pusat menurun 
seka1i. 

Wa1aupun pada tahun-tahun be1akangan ada ke~aikan da1am anggaran 

pendidikan, penyediaa~ da1am perangkat persek¢lahan tahun-tahun itu ma­

sih juga da1am banyak segi penting ada di bawah tuntutan syarat-syarat 

minimum dari kebijaksanaan da1am perluasan pendidikan yang memadai. Hal 

ini dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Dengan syarat-syarat mi­

nimum dimaksudkan pertama-tama pemberantasan buta huruf. Menurut data 

terakhir ternyata bahwa semua seko1ah negeri dan bersubsidi secara 
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keseluruhan, jadi tidak hanya sekolah Bumip~tera saja yang sebenar­

nya mener~a anak berumur 6 tahun sebagai murid kelas 1. Dari kira 

kira 24% anak dalam kelompok umur t ertentu dapat dianggap telah be­

lajar sel~a 3 tahun di sekolah rendah. riereka dianggap tidak l a gi 

buta huruf , tetapi anggapan ini tidak benar. Penelitian dengan 

pengambilan secara random di sana-sini menunjukkan bahwa masa tiga 

tahun belajar di sekolah desa itu ternyata terlalu pendek. Setelah 

beberapa tahun anak-anak itu menjadi buta huruf kembali. Teristi­

mewa di pedesaan di mana dorongan dan kesempatan untuk membaca dan 
I 

lebih-lebih untuk menulis sangat kurang . 

Menurut Idenburg jika diadakan p~nelitian secara keseluruhan 

~engan serius mengenai kepandaia~ dari basil belajar yang melekat, 

ia khawatir bahwa hasilnya akan sangat mencemaskan. Dalam hubungan 

dengan ini disebutnya pendapat ~ubernur Jawa Timur Ch.van der Plas, 

yang selalu menunjukkan perhatian khusus kepada pendidikan untuk 

Bumiputera. Menurut kesan Van der 'Plas, kepandnian membaca di desa 

lebih mundur daripada maju. Di desa di Jawa dahulu ada orang-orang 

walaupun sedikit, yang dapat membaca buku Jawa Kuna. Buku ini ber­

angsur-angsur lenyap dengan kelompok pembacanya tanpa diganti oleh 

pembaca yang lain. Di bawah pimpinannya pemerintah di Jawa Timur 

dengan bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Agama mengada­

kan pemberantasan buta hurup di kalangan orang dewasa dan menye­

lenggarnkan perpust~kaan di desa secara besar-besaran. 

Menurut Idenburg melenyapnya buku Jawa Kuna di desa dengan ke­

lompok pembacanya benar-benar merupakan suatu gejala pemiskinan ke­

budayaan rakyat yang sama sekali kurang mendapat kompensasi dari 

basil pendidikan di sekolah. Pelekatan basil pendidikan di sekolah 

desa merupa~n ~salah dengan corak sendiri. Masalah ini tidak di~ 
I 

bahas lebih jauh dalam hubungan dengan buta huruf, tetapi di sana-

sini diulangi pendapat, bahwa terlalu optimistis untuk beranggapan 

bahwa generasi dari kelompok umur tertentu 24% tidak buta huruf, 

jika kapasitas perangkat pendidikan dapat dipertahankan dalam hu-
. .· . 

bungan dengan kenaikan jumlah penduduk pada waktu itu. Dikatakan, 
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bahwa Hindia-Belanda ada dalam keadaan perkecualian yang memalukan 

di bidang .pemberantasan buta huruf di Asia Selatan dan Asia Teng­

gara. Dalam penanggulangan buta huruf India, Birma, Malaya, ter­

istimewa Muang Thai, dan Philippina, jauh lebih maju. 

Menurut keyakinan Idenburg kekurangan yang sangat besar dalam 

penyediaan sekolah rendah untuk massa rakyat yang luas dari pendu­

duk merupakan penghambat tidak saja terhadap setiap kemajuan sosi­

al dan ekonomi, tetapi juga mempunyai pengaruh yang mengganggu ke­

bijaksanaan pendidikan dalam tingkatan-tingkatan pendidikan 

lebih tinggi. Dalam situasi dan kondisi penduduk yang sebagian 

besar masih but2 huruf tidak mungkin dilaksanakan kebijaksanaan 

untuk mendorong kegiatan di bidang ekonomi dan sosial. Kebutuhan 

hidup tetap rendah, pertukaran barang 'dan ;parhubungan lalu-lintas 

yang penting artinya untuk kemakiUu~an ~akyat tetap sedikit, se­

hingga dengan demikian tetap terba:tas' kemungkinan terjadinya dife­

rensiasi kerja dan pada umumnya kurang diciptakan kesempatan untuk 
,. ,. l 

perluasan laparigan kerja bagi orang yang terdidik dengan lebih ba-

ik. Hal hu menimbulkan keprihatinan yangmempertanyakan apa dan 

mati diapakan tamatan MUio, AMS, HBS, sekolah teknik, dan pertu-

kangan. "I· 

Dengan perbaikan yang makin meningkat dari posisi ekspor Hin­

dia Belanda - tetapi perbaikan yang meragukan - tidak dapat di­

sangsikan perluasan kesempatan kerja. Tidak diragukan juga adanya 

daya serap masyarakat yang begitu besar, sehingga dapat diduga, 

bahwa tidak akan terjadi pengangguran secara besar-besaran. Se­

lanjutnya dapat dibenarkan bahwa di mana-mana di dunia terdapat 

ketidak sefmbangan antara jumlah orang yang berpendidikan lebih 

baik dengan kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja yang demikian. 

Seterusnya orang dapat bersitegang bahwa di negeri seperti ini se-

kali pun dengan adanya sekolah rendah yang tersebar dengan rapat, • 

masih diperlukan masa bertahun-tahun untuk dapat menaikkan ting-

katan kemakmuran yang sangat rendah itu dan dalam waktu pan-

jang masih akan ada gejala bahwa men~rut kriterium Barat tidak akan 
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tercapai keseimbangan yang pantas antara biaya untuk pendidikan 

lebih tinggi dengan penghasilan yang dapat diperoleh oieh · 

oranp; berpendidikan lebih tinggi dalam masyarakat itu. 

Kesemuanya itu tidak berard bahwa selama sebagian besar dari 

penduduk masih buta h~ruf maka rasionalisasi sosial dari tingkatan 

tingkatan pendidikan lebih tinggi akan merupakan masalah yang 

mak'in .t:idak terpecahk~m. Masalahnya mempunyai banyak aspek yang 

di sini tidak dibi'carakan lebih lanjut, tetapi dikemukakan bahwa 

pemerintah tanpa mengadakan peraturan tindakan yang tidak dapat di­

terima dari sudut politik tidak dapat mengendalikan kenaikan jum­

lah sekolah di atas tingkatan · sekolah de.~a dan "vervolg". Seperti 

telah dikemukakan laju masuk sekolah "schakel", HIS~ MULO, AMS, 

dsb. terus-menerus naik. Dalam hal ini situasinya berlainan. sama 

sekali dengan tahun-tahun krisis yang ketika itu secara kebetulan 

laju kenaikan jumlah murid di sekolah-sekolah tersebut karena pe­

nurunan kemakmuran sedikit 'atau banyak terha~bat atau bahkan di 

sana~sini m~rosot. Pada waktu itu tidak perlu diadakan tindakan 

yang dari sudut kebljaksanaan dibenci untuk membatasi tipe sekolah. 

Tindakan pembatasan itu pernah dipertimbangkan secara serius sebe­

lum terwUjud keberhentian laju kenaikan jumlah murid tersebut, te­

tapi karena alasan politik tidak berani diambil kep~san. 

Sesudah tahun-tahun krisis itu menurut Idenburg keadaan akan 

menjadi lebih tidak baik jika pemerintah tidak mau untuk setiap 

tahun menyediakan pengeluaran lebih banyak guna memenuhi tun-

tutan i~u~ ~. ·Kebanyakan sekolah sud'ah sangat penuh, formasi tenaga 

guru sudah diciutkan~ diturunkan jauh di bawah tingkatan keseder­

hanaan, sehingga tidak tersedia cadangan di dalamnya. Sebagai 

contoh menonjol dikemukakan untuk tahun ajaran yang sedang berja­

lan perluasan MULO memerlukan sekitar 70 tenaga guru dan juga akan 

diperlukari untuk tahun ajaran berikutnya tambahan paling sedikit 

60 tenaga guru baru hanya untuk dapat menampung kenaikan jumlah mu­

rid. Apa yang dikemukakan untuk MULO berlaku untuk HBS, sekolah 

teknik, dan sekolah pertukangan, meskipun tidak sama besarnya. 
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Mengenai AMS sebagai kelanjutan MULO dapat diduga sama gejalanya. 

Sementara itu ternyata ba,hwa sekolah dagang menengah yang relatif 

belum lama diadakan menyedot ~kin banyak murid. 

Semua lembaga untuk sekolah lanjut<;m itu relatif mahal karena 

diselenggarakan dengan tenaga guru Eropa yang harus diimpor dan 

dari sebab itu perluasannya dibebani anggaran pendidikan yang te­

rasa beratnya. Juga laju masuk ke sekolah rendah seperti HIS dan 

sekolah "schakel" sangat besar. Tetapi pengeluaran untuk sekolah~ 

sekolah tipe ini relatif jauh lebih rendah dari pad~ untuk sekolah 

rendah Eropa dan sekolah-sekolah lanjutan tersebut karena terutama 

menggunakan tenaga guru Bumiputera. Namun perluasan sekolah-seko­

la~ tipe yang diadakan dalam dua tahun belakangan tidak dapat di­

anggap sebagai benar-benar untuk memenuhi permintaan akan pendi-
= . . ! f - . . . 

dikan. Perhm!;!an berupa pendirian sekolah-sekolah baru hanya re-

latif sedikit • .. ·:Misalnya untuk MULO han'}la didirikan satu sekolah 

baru dan di samping itu ada eml>at MULO yang sudah sangat penuh de-. 

ngan murid. Pada umumnya dap~t ditampung banjir murid dengan mem­

buat kelas sama sekali penuh .dan menambah bangunan untuk ruang se­

kolah. Apabila mau memperhatikan permintaan akan pendidikan macam 

ini maka di b~_rbagai tempat masih harus d.ib.uka dan diisi ,banyak 
~ J · . ' • 

sekolaq da~i berbagai tipe. Sebagai kenyataan misalnya di Betawi 

banyak calon murid haru~ ditolak karenz:!,kekuran~an ruaJ}gan bela­

jar. Sebenarnya sudah ciiadakan semacam pembatas~n men,urut sistim 

penjataha,n (atau sistim kontingen). Ole~ Idet\b~rg dikhawatirkan 

bahwa cara penjatahan dengan diam-dia~ itu akan menjadi terang­

terangan karena sangat banyak murid yang .berhrlk akan harus maki.n 

banyak ditolak dengan alasan kekurangan ruangan. 
! ' ~ ' I ; ' : ' ' 

Mengenai s~~olah lanjutan yang lebih , ~hal itu .ada permasa-

lahan .. b,agi pe'!llerintah bahwa di satu pihak harus bers:f_kap skeptis 

terhadap pendidika~ pada tingkatan lebih tinggi untuk para remaja 

yang terlalu besar jumlahnya, karena masyarakat tidak membutuhkan, 

meskipun malahan disediakan kelebihan jumlah r~a~gan yang agak be-

sar. Di pihak lain dihadapi keinginan yang makin besar 
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kepada pendidikan jenis itu yang dapat dipenuhi hnnya untuk seba­

gian dan terus makin berkurang . Cara penyelesaian yang paling mu­

dah ialah dengan menyediakan sekolah-sekolah menurut kebutuhan 

obyektif masynrakat 9 tetapi cara ini tidak dilaksanakar. dengan 

konse~1en. Bahwa sebagian besar penduduk menginginkan pendidikan 

jenis itu merupakan kenyataan yang dipandang dari segi politik ha­

rus benar-benar diperhatikan. 

Berulang-ulang dikemukakan bahwa pertama-tama kelemahan pan­

dangan pemerintah dalam politik pendidikan ialah bahvm dalam tugas 

primernya menyediakan sekolah rendah untuk massa rakyat yang luas 

tertinggal terlalu jauh. Pada tempatnya pemerintah dapat dikecam 

karena tidakberusaha dengan sekuat tenaga ·untuk secepatnya meng­

hilangkan buta huruf ' supay~ - dengan demikian menciptakan kondisi 

untuk perkembangan kemakmuran yang lebih tinggi dari pada yang di­

alami oleh penduduk. Jika pemerintah berdasarkan ketinggalan itu 

juga membela pembatasan sekolah untuk pendidikan lanjutan le-

bih tinggi, maka pemerintah melaksanakan politik pendidikan 

sangat negatif, yang oleh m.3:syarakat penduduk Bumiputera tidak sa­

ja dikecam, tetapi juga bahkan akan dirasakan sebagai pengingkaran 

yang menghina terhadap kepen~ingannya tertinggi. 

Persoalan kedua yang dikemukakan dalam hubungannya dengan di 

atas ialah kenyataan bahwa karena rendahnya tingkatan pendidikan 

di ~ekolah rendah Bumiputera yang sebenarnya pemerintah terangsang 

un~uk mencari tipe sekolah lebih baik bagi penduduk Bumi,pute-

ra, terutama bagi orang-orang di kota. Menurut penilaian banyak 

ahli p~nggantian tipe sekolah standar (atau sekolah kelas dua se-

bagai sekolah rendah Bumiputera lengkap) dengan sekolah desa 

plus sekolah "vervolg" menyebabkan sangat membesarnya laju masuk 
n:·· :··· .i , 

ke sekolah rendah corak Barat. Sekolah desa dianggap terutama oleh 

bagian penduduk Bumiputera di kota yang hidup pada tingkatan sama 

sekali bukan kuli, sebagai sekolah untuk rakyat "jembel". Dahulu 

kelompok orang tersebut memasukkan enak me~eka ke sekolah standar, 

tetapi mereka tidak sampai hati untuk menyekolahkan anaknya di 
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sekolah desa dan dari sebab itu mencarikan tempat di HIS. Karena 

HIS negeri dan bersubsidi malahan tidak dapat menampung seluruh 

keinginan orang yang dikatakan berhak menuntut~ mudah di-.nengerti 

bahwa dalam kondisi demikian HIS swasta tidak bersubsidi mempunyai 

fungsi penting • . 

Pada umumnya dengan adanya pengurusan sekolah Barat swasta 

tidak bersubsidi diJmktikan bahwa pemerintah dapat saja ,mengadakan 

peraturan bagaimana seharusnya kira-kira membuat pembagian sekolah 

d<iilam masyarakat. Tetapi pengadaan peratur.an sama sekali lain da­

ri pada penerimaan oleh kelompok-kelompok yan~ . berkepentingan da­

lam masyaraY~t. Karena itu wajar sekali bahwa _kaum politik yang 

berpengaruh dalam masyarakat penduduk Bumiputera sama sekali tidak 

s~pe~dapat dengan pemerintah yang mengkhawatirkan terlalu besarnya 

jumlah -orang berpendidikan lebih tinggi. Di dalam kalangan ini 

orang sangat keranjingan dengan keinginan supaya diada~n sebanyak 

mungkin sekolah di negeri ini dan sangat mendambakan proses penya­

daran spirituil-intelektuil secepat-cepatnya dari penduduk. Kare­

na itu sebagian dari kaum terpelajarnya rela untuk tidak mendapat 

pekerjaan yang sesuai d~~gan pendidikannya,. s~tidak~tidaknya untuk 

· sementara. 

Y.elemahan dalam penolakan pemerintah terhadap perluasan dari 

apa yang disebut jenis-jenis sekolah yang lebih mahal ditunjukkan 

oleh kenyataan bahwa di negeri-negeri yang lebih merdeka seperti 

Philipina dan Muang Thai, di bidang ini jauh lebih maju, pada 

hakekatnya pemerintah tidak dirugikan oleh lapisan yang lebih luas 

dari orang-orang yang be~pendidikan le~ih b~ik. Dalam masyarakat 

kolonial justru merupakan gejala khas bahwa segala pekerjaan 

oleh tenaga kerja Barat ~elatif sangat mahal. Apabila urusan pe­

merintah dapat diselenggarakan pada tingkat penggajian orang Timur 

kapasitasnya naik. 

Beberapa pendapat di atas diuraikan secara singkat oleh 

Idenburg dimaksudkan untuk membuktikan bahwa pembatasan sekolah 

untuk pendidikan lebih lanjut dengan sistim kontingen (penjatahan) 
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berdasarkan argumentasi "kebutuhan masyarakat" dari sudut politik 

sulit dilaksanakan. Terhadap pendidikan penduduk Bumiputera lebih 

pe~ dari pada di. bidang lain. Peraturan tindakan pemerintah di 

bidang pendidikan lebih dari pada di bidang-bidang lain dijadikan 

uku~n terhadap politik kolonial. Dalam pandangan penduduk·Bumi­

putera pendidikan merupakan barometer da lam politik kolonial. 

Menurut keyakinannya peraturan kontingen merupakan peratur;;m 11ter­

mahal" untuk dipakai dalam pembatasan pengeluaran untuk pendidik-i 

an. 

Tetapi bagi Idenburg masalahnya tidak dibiarkan tetap sedikit 

atau banyak begitu saja. Meskipun ia sendiri dalam politik pendi­

dikan unt:uk tahun-tahun pertama ingin menguta~kan perluasan seko­

lah-sekolah yang benar-benar Bumiputera s supaya oengan demikian 

mengadakan permulaan dalam pemberantas an buta huruf. Namun ia 

berkeyakinan bahwa untuk kemudian hari mengenai sekolah-sekolah 

lanjutan tidak dapat dilaksanakan politik dengan mengadakan tambal 

sulam sedapa t-dapatnya saja. Untuk sekolah lanjutan harus diada-

kan penambahan pengeluaran sangat besar. Untuk memberikan 

gambaran mengenai perbandingan biaya untuk tiap ,murid dari berba.­

gai tipe sekolah disajikan beberapa angy~ yang diambtl dari t a­

hun 1937. 
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~agan UJ11um 

Bentuk dasar sekolah dengan 
bahasa pengantar Bel~nda 

SEK.PENDIDIKAN ill~ 

- Sekolah Rendah ~ 

1. Seko1ah Eropa 
2. HIS 
3. Sekolah Khusus 
4. "Schakel" 
5 . HAS (seperti HIS, 

untuk Arab) 
6. HCS (untuk Cina) 

- Seko1ah Menengah : 
1. Tkt.Pertama MULO 
2. Tkt .Atas utk.persi--

apan Perg.Tinggi : 
a. HBS 5th. 
b. AMS 

SEK.PE~IDIKAN KEJURUAN 

- Seko1ah Ketrampilan 
untuk anak 1aki2 : 
1. Seko1ah Ambacht 

(pertukangan) 
2. Sek. Latihan Pertu--· 

kangan utk.yang 
berbahasa Be1anda 

3. Seko1ah Teknik 5-th. 

- Seko1ah Ketrampi1an 
untuk anak gadis : 

Sek.Kesej.Keluarga 

- Seko1ah Dagang: 
1. Sek.Dagang Menengah 

Pertama 
2. Sek.Dagang Menengah 

Atas (dua tahun) 

PERGURUAN TINGGI 

1. Sek. Tinggi Teknik . 
2. Sek.Tinggi Hukum 

Biaya rata2 
tiap murid 
setahun 
(gulden) 

f. 90 , --
f. 45 , --

f. 60,--

f. 213,--

f. 174,--
f. 260,-~ 

f. 202,--

f. 169 , --
f. 345,--

f. 58,--

f. 175,--

f .1.100,--
f. 260,--

3. Sek.Tinggi Kedokteranf. 575,--

Sekola:h dengan ·bahasa pengantar 
Bumiputera 

1. Seko1ah Des a 
2. Seko1ah "vervo1g" 
3. Seko1ah 11vervo1g" 

dg.m.p.bhs.Belanda 
4. Seko1ah "vervo1g" 

untuk gadis 

MULO Bumiputera 

Seko1ah Latihan Pertu-
kangan (Ambachts 
1eergang) 

Sekolah Dagang Kecil 

Biaya rata2 
tiap murid 
setahun 
(gulden) 

f. 5,--
f. 14,50 

f. 20 , --

f. 17,--

f. 65,--

f.169,--

f. 23,--
(f. 24,--·) 
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Gambaran di atas sejauh itu masih terlalu baik~ karena pada 

tahun 1937 biaya untuk sekolah lanjutan Barat tidak ditambah dengan 

biaya untuk mengimpor tenaga guru dari negeri Belanda. Untuk tahun 

tahun berikutnya biaya itu ada dan biaya rata-rata tiap murid di 

sekolah-sekolah corak Barat akan naik banyak. Berdasarkan angka­

angka itu ·dapat dibuat perkiraan~ bahwa pemerintah bahkan dengan 

politik pengendalian perluasan sekolah akan menghadapi konsekwensi 

keuangan yang berat dan dalam waktu dekat akan tiba saatnya, bahwa 

pemerintah tidak akan berdaya untuk mengadakan sedikit perluasan 

yang berarti. Posisi sulit itu seperti menghadapkan kepada 

jalan buntu akan memaksa untuk mencari jalan keluar bagaimana cara­

nya pemerintah mampu berdasarkan azas-azas politik kolonial melak­

sanakan kebijaksanaan di bidang pendidikan. 

Penyelenggaraan sekolah yang benar-benar Bumiputera dengan 

perlengkapannya dan tingkatan biaya rata-rata seperti pada waktu. 

itu ada dalam kemampuan teoritis anggaran. Bahkan perluasan dengan 

cepat sekolah desa dan v
1vervolg" dianggap mungkin, apabila mengan­

dalkan kepada kenaikan kecil yang normal setiap tah~n dari dana yang 

diperlukan dan berpegang kep~da ketentuan bahwa penyebaran sekolah 

Bumiputera merupakan urusan pemerintah yang utama. Kesukaran terda-

. pat terutama dalam pembiayaan sekolah rendah corak Barat dan lanjut­

an. Jika dalam masalah ini pemerintah tidak mau beralih kepada sis-

tim penjatahan yang keras dalam waktu dekat, maka harus dicari 

cara untuk banyak menurunkan biaya. Tetapi tidak mungkin menurunkan . 
biaya dengan menciutkan formasi yang ada, bahkan dalam hal ini seba-

liknya untuk kepentingan pendidikan harus diadakan perluasan. 

Dengan wajar dapat dinyatakan sampai sejauh mana partisipasi 

masyarakat kepada perluasan sekolah dapat didorong. Walaupun daya 

dukung penduduk pada umumnya rendah, teristimewa kelompok penduduk 

bukan Eropa, sehingga secara a priori ada kecenderungan untuk ber­

anggapan bahwa sukar dapat diharapkan ikut sertanya penduduk dengan 

dana sendiri dalam perluasan sekolah secara agak bes~r-besaran. Na­

mun masalah ini perlu ditinjau lebih jauh. Adalah suatu kenyataan 
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bahwa di daerah- daerah jajahan Inggeris prakarsa swasta untuk ber­

partisipasi dalam penyediaan sekolah jauh lebih besar dari pada di 

Hindia-Belanda. Deri negeri-negeri tetangga di Asia Tenggara di­

peroleh kesan umum bahwa perkembangan sekolahnya untuk truissa rakyat 

yang luas dari penduduk tidak sedikit disebabkan oleh partisipasi 

yang besar dari prakarsa .swasta~ Justru di daerah ja~ahan Inggeris 

partisipasi itu dimungkinkan karena tidak adanya sistim pendidikan 

yang sebenarnya seperti di Hindia-Belanda. Seperti di~etahui di 

Inggeris sendirj.jika dibandingkan dengan negeri Belanda sebenarnya 

tidak ada sistim pendidikan. Hindia-Belanda menurut Idenburg mem~ 

punyai sistim tertu.tup rapat secara rasionil melebihi negeri 

Belanda. Adanya sistim seperti itu merupakan rintangari terhadap 

p~rk~mbangan prakarsa swasta karena sekolah yang tidak memenuhi 

kriterium sekolah negeri tidak mampu mengeluarkan ijazah seta-

raf dengan negeri, bernilai rendah d~lam masyarakat. Sistim peng­

gajian juga sama sekali didasarkan kepada pemilikan ijazah resmi 

atau negeri yang sebenarnya hanya dapat dimiliki melalui sistim 

pendidikan resmi. Persoalan penting yang harus dihadapi ialah apa­

'kah Hindia-Belanda masih akan harus meneruskan sistim tertutup 

itu atau apakBh ketertutupan itu harus dikurangi bahkan didobrak. 

Persoalan ini sekalipun dalam bentuk agak lain, berkali-kali muncul 

di Dewan Rakyat waktu dibicarakan sikap pemerintah terhadap apa 

yang disebut 11Sekolah Liar". Dalam hubungan dengan ini diingatkan 

kepad1ii pidato Thamrin dalam sidang utama terakhir pada waktu pem­

binGangan anggaran biaya pendidikan. lsi singkatnya ialah: "Peme­

rintah. tidak mampu memberikan sekolah rendah dengan layak kepada 

massa rakyat dari penduduk. Untuk itu tidak akan pernah mampu ka­

rena alasan keuangan, maka dari sebab itu janganlah bersikap meno­

lak terhadap prakarsa swasta, tetapi berusahalan menyokongnya dan 

membimbingnya dengan sebaik-baiknya". 

Dengan memperhatikan secara kritis keadaan yang sebenarnya, 

dapat diketahui bahwa sesungguhnya prakarsa swasta masih sangat se­

dikit memberi bantuan kepada pemecahan masalah bagaimana caranya 

'i 
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menyediakan pendidikan yang layak kepada massa rakyat dari penduduk. 

cepat-cepat dikesampingkan. Menurut kenyataannya persoalan itu se­

cara prinsipiil adalah penting. Apakah berhubuo.g dengan penyediaan 

sekolah rendah dengan layak bagi penduduk tidak dapat memanfaatkan 

s ecara lebih baik prakarsa swasta yang ada dan mungkin masih akan 

ada lagi. 

Hemang dalam beberapa hal dapat dipastikan bahwa s ekolah swasta 

tidak bersubsidi cenderung untuk me-rusak sistim pendidikan negeri, 

meskipun karena hanya 'eksistensinya terutama dimungkinkan oleh ke­

nyataan bahwa untuk anak- anak yang belajar di sekolah swasta itu se­

benarnya disediakan tipe sekolah dengan tingkatan pendidikan yang 

lebih rendah. Dengan demikian HIS S\-7asta tidak bersubsidi itu me­

nyedot sejumlah besar anak 9 yang menurut sistim pemerintah sebenar­

nya harus masuk sekolah desa + "vervolg". Juga dengan demikian MULO 
·. . . I 
dan HBS-3 tahun swasta diisi dengan murid yang tidak lulus ujian ma-

suk }lliLO dan HBS negeri dan bersubsidi. Juga ada sekolah-sekolah 

swasta yang tidak mengetahui sistim persekolahan negeri. 

Dengan bersikap terlalu lunak terhadap sekolah swasta, yaitu 

mengenai perluasannya secara besar-besaran, ada ancaman bahaya ter­

tentu _terhadap keutuhan sistim negeri. Jadi persoalannya apakah 

ketertutu~an sistim negeri masih terus dipertahankan dengan cara 

seperti yang sudah dijalankan. Juga berdasarkan motivasi lain dari 

pada yang disebut oleq Thamrin cara -yang relatif kaku memelihara 
. ·. 

sis~.im nege:ri itu dit;entang. Dari pihak Taman Siswa dilontarkan 

keberatan, bahwa sistim pendidikan negeri terlalu banyak diarahkan 

kepada perkembangan intelektuil para remaja dan terlalu kurang mem­

perhatikan segi spirituil yang oleh Taman Siswa diinginkan untuk 

diarahkan kepada kesadaran nasional dan kebudayaan nasional. Juga 

dari pihak Misi dan Zending berkali-kali diajukan keberatan berda­

sarkan alasan pedagogis dan sosial atau dengan maksud menyatakan 

bahwa terlalu sedikit kebebasan untuk mengarahkan kepada pela­

yanan keinginan dan kebutuhan penduduk setempat. Menurut Idenburg 
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memang benar juga ada kesan pahwa pendidikan di Hindia-Belanda 

akan dapat diper~ya dengan memberil~n kelapangan kepada berbagai 

bentuk pendidikan yang tidak secqra langsung berkai tan dengan sis-
. ': . . 

·: tim resmi. Daiam hal ini ia sendiri j uga menyetujai dengan a1asan 

urituk keperitingan p~ndidi~n .rakyat ~arus a(ia keluwesart · lebih be-

sar. 

Tetapi ia berpendapat bahwa tidak tepatlah untuk mengingkari 
· · :·: :. 

kebiasaan sistim tertutup untuk memperluas kesempatan belajar da-

lam waktu cepat. Ia menyatakan keyakinannya bahwa sis tim 

yang sudah sekali digunakan mempunyai banyak kebaikan. Diartikan 

sebagai petualongan membabi-buta jika .dalam prinsip akan me-

·niru cara yang relatif tanpa sil?tim seperti di daerah-daerah j ajah­

an Inggeris. Dari seorang ahli seperti Pastur A.S:A~van KalkEim, 

dahulu pemimpin Biro Pusat Misi yang telah lama·.mengadakan perla­

watan untuk studi ke , Indi~, diperoleh keterangan bahwa sekoiah ren­

dah untuk massa rakyat di situ meskipun sudah ditingkatkan di atas 

sakolah 4 tahun, pada umumnya masih akan dapat banyak belajar dari 

kebaikan dalam kwalitas dan organisasi sekolah sederhana di Gindta­

B'elanda. Di pihak lain Idenburg tidal<. merc;tsa khawatir nienghadapi 

keluwesan prakarsa swasta, asal :saja pemerintah 'mempunyai sarana 

untuk mempengaruhinya secara tertentu. Ordonansi pehgawosan 

merupakan sarana negatif dan menurut keadaannya ·satu- satunya sara-
·t .~ 

na resmi untuk berpengaruh secara positif ialah memberikan bantuan 

100% kepada pengurusan s.ekolah swasta. Tetapi :pada hematnya hal 

itu dalam prinsip tidak tepat. :Untuk memberikan kelapangan kepada 

prakarsa swasta dan ber~amaan agar sekolah swasta tidak bersubsidi 

dapat berfungsi, maka harus sedapat-dapatnya meinpertahankan apa 

yang bernila~ dan membiar~an lenyap atau memperbaiki yang kurang 

bernilai. 

Tidak lama setelah menerima jabatan sebagai Direktur Departe­

men Pendidikan d?n Agama ia menyatakan pendapatnya kepada Gubernur 

J~mderal, bahwa perlu memp,erbantukan guru-guru kepada sekolah swas­

ta tidak bersubsidi sekadar sebagai kompensasi dariketidak mampuan 

... :. \ . 
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pemerintah untuk memb8..:iKc.n su ;.; Sl. ..l ~- ~-. , ; 1- :lu~ . . " ~ . • ~c. _ _: ._--, ,_ , _.:., _ , ,_, _ ) · .-~: ~ 6 -~ 

menuhi syarat. Dalam tahun-tahun belakangan sudah sering diberikan 

· ' - .;-,,_l' .:-. . ~" ' :· ~; }, ~ ·-1 s2k<:> L :h - s ekolah swasta yang baik 

tetapi terancam kehancuran. Teristimewa subsidi ini diberikan ke­

pada sekolah ketrampilan untuk anak gadis yang mas ih kur e1ng seknl l 

perhatian dari pemerintah dan ada prakarsa swasta yang subur. Pada 

hematnya bidang ini sanga t penting artinya untuk perkembangan pen­

didikan di Indonesia. 

Akan tetapi dengan cara pemberian subsidi seperti tersebut di 

atas tidak ditemukan penyelesaian yang tuntas mengenai masalah ke­

uangan. Kemampuan penduduk di bidang keuangan pada umumnya sangat 

lemah dan selain itu terbagi tidak. merata. Prakarsaswasta yang 

timbul dalam masyarakat sendiri baru akan berperanan penting dalam 

kondisi perkembangan sosial-ekonomi. yang sudah lebih maju. Jika 

benar-benar mau dicarikan jalan un,tuk keluar dari kemacetan yang 

sedang ' menghadang politik pendidikan dengan "kemahalan" yang rela­

tif dari berbagai tipe sekolah, maka perhatian terutama harus ditu-

jukan kepada sebab- sebab "kemahalan" itu. Sebab-sebab ini 

tidak terdapat · pada penyebaran sekolah dengan luas, juga tidak 

dalam formasi personalia yang terlalu besar atau kepada perlengkap­

an yang terlalu mewah berupa bangunan sekolah dan alat-alat materi-

al yang ·lain. Sebab sesungguhnya dari "kemahalan" terdapat 

pada kenyataan bahwa berbagai tipe sekolah diselenggarakan dengan 

menggunakan tenaga guru mahal berupa tenaga kerja impor, yang 

m.emerlukan banyak biaya dan selanjutnya digaj i menurut tingkatan 

yang jauh lebih tinggi dari pada tingkatan kemakmuran rata~rata 

orang tua murid. Inil~h kelemahan dalam penyediaan sekolah di Bin­

dia-Belanda. Selama masih tetap demikian keadaannya tidak akan 

pernah terpecahkan secara prinsipiil masalah perbenturan antara 

tuntutan politik pendidikan dengan kemampuan di bidang keuangan. 

Dengan menaikkan uang sekolah tidak akan tercapa i pula penyelesaian­

nya. Hal ini hanya semata-mata akan terdiri dari penaikan uang se­

kolah untuk kategori terendah karena keadaannya sudah sedemikian 
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rupa, bahwa apabila sekolah diisi dengan murid yang membayar uang 

,c sekolah tertinggi maka praktiS setiap tipe sekolah akan dapat mem­

biayai ' diri sendiri dengan mudah~ Dalam selisih biaya tiap murid 

di HBS dengan biaya tiap murid di MULO, AMS. dan Sekolah Teknik, 

sudah tercermin perbedaan dalam pungutan uang sekolah. Pemecahan 

masalah harus benar~benar dicari dalam penurunan biaya untuk tena­

ga guru dan penurunan yang tidak sedikit. 

Ketidak serasian sosiaY berupa guru mahal untuk murid miskin 

yang termasuk gejala khas dalam n~syarakat kolonial dalam transisi 

tercermin dengan jelas pada MULO. Sekolah tipe ini mempuny.'li po­

sisi sentral dalam sistim pendidikan Hindia-Belanda. Lamanya be­

lajar tiga atau empat tahun. Selain memberikan pendidikan akhir 

juga ]:)erfungsi memberi ·pendidikan .umum sebagai pendahuluan untuk 

berbagai sekolah kejuruan yang lebih tinggi dan selanjutnya dapat 

melanjutkan ke AMS, yang pada gilirannya memberi pendidikan persi­

apan ke perguruan tinggi. MULO ialah sekolah yang khas untuk re­

maja Bumiputera dan diorientasikan kepada masyarakat di Hindia­

Belanda ' bahkan tidak mempunyai konkordansi _dengan MULO di negeri 

·Belanda. Meskipun demikian personalis tenaga pe~gajarnya praktis 

terdiri dari guru-guru berijazah guru kepala (ijaz~hho~fdacte) 
yang didatangkan dari negeri Belanda. Dengnn adanya personalis 

tenaga guru berpengalaman itu dapat dijelaskan bahwa tingkatan 

pendidikan masih dapat dipertahankan · 'dengan relatif baik, meskipun 

diadakan penciutan formasi secara ketat dan penambahan jumlah mu­

rid dalam kelas. Tetapi adalah kenyataan yang tidak dapat dipung­

kiri bahwa biaya untuk tiap guru tidak sebanding dengan tingkatan 

ekonomis dan ·lingkungan sosial, yang menjadi asal rata-rata murid 

-- MULO. Tidak dapat dibayangkan apakah negeri ini 9 meskipun dike­

mud·ian hari dan juga dalatn keadaan kemakmuran sudah maju dapat mem­

beri penghidupan kepada tenaga kerja orang Bumiputera sendiri menu­

rut standar hidup orang Belanda impor, yang standar hidupnya juga 

lebih tinggi dari pada rata~rata orang Belanda dalam fungsi sama di 

negeri Belanda. 
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Keharusan untuk masa depan menunjukkan supaya ada "sekolah 

Bumiputera dengan guru- guru dari Hindia-Belanda '' sebagai satu-satu­

nya bentuk sekolah yang terbiayai dan sekolah untuk pendidikan· lan­

jutan. Masalahnya ialah bilamana perkembangan seperti itu harus 

dipersiapkan secara sadar. Menter! Welter sependapat dengan Iden~ 

burg yang menurut keyakinanrtya saat untuk itu sudah dekat. Kemam­

puan perangkat pendidikan yang tidak cukup untuk menampung banjir 

murid dalam tahun-tahun berikutnya, kondisi keuangan yang tidak men­

cukupi untuk menyelenggarakan dan mem~lihara perangkat pendidikan 

yang memuaskan , juga dalam masa yang akan datang . mengharuskan peme­

rintah untuk membuat persiapan bagi ganti haluan, yang tidak dapat 

ditangguhkan lebih lama lagi dalam politik pendidikan. 

Dengan sadar Idenburg menyinggung persoalan penting dalam selu­

ruh urusan pemerintahan. Sangat banyak instansi pemerintah dapat 

dikatakan relatif mahal karena dikerjakan dengan personalia Eropa 

yang diimpor, pegawai yang gajinya sedikit banyak didasarkan 

pada standar hidup ambtenar Eropa. Dengan perasaan kurang enak ia 

memberanikan diri membuat gambaran sketsa hari depan di bidang poli­

tik umum. Walaupun tidak lengkap dirumuskan beberapa pikiran yang 

hidup dalam dirinya dan pada orang-orang lain untuk menjelaskan pen­

dapatnya mengenai persiapan untuk mengadakan suatu perubahan arab 

dalam politik pendidikan y~ng pada prinsip harus dapat diterima dan 

jika mungkin cepat-cepat ditangani dengan tindakan nyata. 

Untuk menguraikan pikirannya dikemukakan sebagai ancang-ancang 

adanya keinginar. secara konstan dan berkali-kali menjadi aktuil 

di kalangan politik orang Indonesia (dan juga orang yang lain), ke-

pada konstelasi politik merdeka. la tidak mau menyebutkan pe-

rumusan-perumusan keinginan konkrit (seperti petisi Sutardjo, 

aks~ GAP! untuk parlemen Indonesia, Mosi Wiwoho cs., dll.), tetapi 

hanya mengemukakan kenyataan psikologis mengenai adanya keinginan 

seperti itu dan kemungkinannya untuk bertambah kuat. Terhadap ke­

inginan ini pemerintah hanya dapat menyatakan keyakinan bahwa Indo­

nesia belum matang untuk memperoleh struktur negara merdeka, tetapi 
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berusaha mengarahkan politik kepada penciptaan dan peningkatan kon­

disi untuk proses pematangannya. 

Pernyataan tersebut di atas hanya mempunyai kebenaran re-

latif. Kebenarannya ialah sejauh yang oerlaku untuk tuj.uan Hindia­

Belanda dan Belanda 9 dan di sini harus ditambahkan pengakuan seper­

ti kenyataan menurut tiap-tiap anggaran bahwa dana pada pemerintah 

tidak ada untuk dengan sekuat tenaga dalam waktu cepat menja­

lankan politik penggiatan untuk mencapai tujuan itu. Pemerintah 

berusaha di bidang perekonomian rakyat . pendidikan , kesehatan rak­

yat, dan perhubungan lalu-lintas, tetapi berkali-kal:!. terbentur ke-

pada ketidak- mampuan keuangan untuk pengeluaran lebih besar 

atau untuk melepaskan pendapatan t~rtentu yang menaikkan biaya pro­

duksi. Semua hutang pemerintah, pembayaran pensiun, pertahanan, 

dan pemeliharaan keamanan dalam negeri saja sudah begitu besarnya, 

sehingga tidak mungkin menjalankan politik penggiatan yang inten­

sif. Untuk itu t .idak tersedia sama sekali tenaga dan ·dana. · Dan 

malahan dalam situasi yang demikian itu pemerintah ada dalam posisi 

dengan jumlah hutang yang makin besar. 

Itu semua akan mengkhawatirkan jika Hindia-Belanda hanya sen­

dirian dan tidak ada cara-cara lain yang dapat d~pikirkan untuk 

memperbaiki posisi dari dalam. Di satu pihak Hindia-Belanda ikut 

terlibat dalam situasi umum dunia dan dengan banyak negara lain 

serta kawasan lain pada su~tu tingkatan tertentu akan harus 

menyerahkan pemecahan situasi dengan konsekwensi keuangan kepada 

masa depan di bawah kondisi yang belum diketahui. Di pihak lain 

tidak· dapat dipungkiri bahwa politik pencerdasan yang hakiki untuk 

Hindia-Belanda akan mengarah kepada baikpun peningkatan kemakmuran 

rakyat maupun penurunan pengeluaran pemerintah dengan mengikut ser­

takan tenaga kerja di negeri ini yang makin banyak dan untuk mereka 

ini penghidupan menurut tingkatan daerah Pasifik tidak harus berar­

ti bencana penurunan tingkatan hidup. 

Di dalam kemungkinan masa depan itu terkandung suatu tenggang 

atau kelonggaran keamanan yang harus dipergunakan dan menurut 
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keyakinan Idenburg yang kuat tidak boleh berlama- lama lagi menunda­

nunda persiapannya. Sebab ada bahaya y~ng tidak boleh diabaikan, , . . . 

bahwa penggunaan kemungkinan di masa d'epan akan makin sulit. · Sebab 

jika makin banyak tenaga kerja Bumiputera setingkat dengan tenaga 

kerja impor 'dari Eropa, tr.ak~ ·makiu sukar menetapkan 'tingkatan gaji 

menurut kondisi Hindia-Belanda 'untuk kelompok perta~1, 

Dari sudut konstelasi politik dianggap lebih menguntungkan da­

ri pada merugikan untuk dengan hat i-hati mengadakan pers:!.apan peru­

bahan orientasL Kar ena di satu pihak masih dengan teguh dapat di­

nyatakan bahwa Hindia-·Bel anda belum ma tang untuk struktur negara 

merdeka, tetapi di pihak lain pengarahan politik kepada "Indo-

nesianisasi" dengan konsekwensi penurunan gaji merupakan janjl yang 

paling baik untuk proses 'pematangan yang cepat. Harga yang harus 

·dibayar penduduk di negeri ini untuk kecepatan perkembangan ke arah 

kemerdekaan ialah sarigat logis d~m dibenarkan oleh, pe,ngalaman di 

hegeri ' lain, sehingga dalam waktu tidak terialu iama akan dapat di­

terima oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan, asal saj ~' . dengan 

hati~hati secara terus-menerus diberikan perhatian 'kepadanya. 

Menurut pendapatnya adalah perlu urituk· mengambil keputusan se­

~ara prinsipiil supaya rliadakan kerja ke arah itu, bahwa karena itu 

politik yang diarahkan secara demikian akan diwujudkan dalam per­

aturan tindakan untuk mt:mpersiapkan dengan perbuatan nyata,·proses 

"Indonesiau:l.sasi" dengan cepat. Dalam hal ini pendidikan justru 

merupakan persoalan yang teristimewa pentingnya. Pertama-tama ka­

rena oleh pendidikan akan harus dibentuk tenaga-tenaga yang pada 

waktunya harus dimasukkan ke dalam formasi peng- "Indonesianisasian". 

Kedua, untuk perkembangan masyarakat ke masa depan adalah sangat 

pentirig bahwa pendidikan rakyat dipercayakan kepada guru-guru Bumi-
.. 

putera yang terdidik dengan sangat baik. Apabila berhasil memba-

ngun suatu korps guru Bumipu'tera yang benar-benar baik, maka dengan 

demikian dibuatkan dalam 'masyarakat suatu unsur yang secara sentral 

sangat penting sebagai .standar untuk perkembangan dalam masa akan 

datang. 
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Wawasan ini pertama-tama menjurus kepada usaha untuk sebanyak-· 

banyaknya menunjang pendidikad tenaga kerja masa depan di Hindia­

'Belanda sendiri dan apabila tidak mungkin menyediakan beasiswa un­

tuk mendidik lebih banyak anak Bumiputera di negeri Belanda. Se-

lanjutnya guru-guru yang kemudian akan menggantikan untuk sebagian 

guru-guru Eropa telah mendapat pendidikan dengan sebaik-baiknya. 

Idenburg mengatakan sebagian, karena dalam prinsip ia menganggap 

perlu bahwa di tiap sekolah tipe Barat ada seorang guru Eropa impor 

yang cakap untuk memelihara standar yang tinggi bagi bahasa Belanda 

dalam arti seluas-luasnya. Dikemukakannya bahwa kemungkinan tidak 

tertutup untuk membentuk semacam teras tenaga guru Bumiputera. Ha­

sil sementara pendidikan guru kepala Bumiputera (Indische hoofdacte) 

corak baru yang didasarkan kepada azas-azas yang lebih modern dari 

pendidikan guru kepala Eropa (Eropese hoofdacte) memberikan harapan 

yang baik. Para penasehat ahli secara unanim berpendapat bahwa de­

ngan demikian ditempuh jalan yang tepat dan bahwa perluasan pendi­

dikan itu dengan tujuan membentuk tenaga guru yang baik untuk MULO 

tidak termasuk ilusi yang sia-sia atau sukar diwujudkan. 

Pada umumnya masih banyak pekerjaan yang harus ditanggulangi 

untuk pendidikan di atas sekolah rendah dalam arti mengorientasikan 

sekolah tanpa menurunkan tingkatan intrinsiknya kepada kebutuhan 

Indonesia dengan lebih banyak dan mengadakan modernisasi. Azas kon­

kordansi dengan negeri Belanda harus diteliti kembali dengan saksa­

ma. Gagasan untuk mempunyai sistim persekolahan Bumiputera yang ba­

ik yang diorientasikan kepada kondisi Indonesia harus berangsur­

angsur makin banyak diwujudkan. 

Semua itu tadi adalah gagasan secara umum yang diuraikan dengan 

panjang lebar tetapi dengan maksud memancing pengambilan keputusan 

mengenai prinsip. yaitu keputusan mengenai pemecahan persoalan apa­

kah dengan berusaha sebaik-baiknya dalam tahun-tahun yang akan da­

tang, atau mengikuti saja keadaan keuangan yang berkali-kali berubab 

dan tampaknya tidak terlalu menggembirakan, atau apakah dengan sadar 

akan bekerja ke arab penurunan biaya umum untuk pengelolaan (overhead-
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kosten) dengan sebanyak mungkin mc liba tkan t enaf:;a kEr.]a · ru~iputer .::c 

yang digaji pada tingkatan lebih rendah. Jika diambil keputusan 

terakhir :i.. tu , maka de lam bid~iig pendidikan adalah pada tempatnya 

untuk mempersiapkan pelaksanaan politik seperti itu. 

Sementara itu persiapan politik pendidikan yang diarahkan me­

merlukan pe~anganan dengan hati...:hati dan dengan keahlian. Jangan 

diharapkan bahwa Departe~en Pendidik.an dan Agama dapat menyus~n 

suatu -~e~ca~a kerja dengan semangat yang terarah ke situ dan de­

ngan segera dapat dilaksanakan . Paling banyak hanya dapat menun-
,·;. 

jukkan beberapa garis umum. Pelaksanaannya baru dapat dilakukan 

setelah diadakan penelitian secara baik dan dengan keahlian terha­

dap ~asalah-masalah praktis yang terdapat di setiap tipe (jenis) 

sekolah dan dalam hubungannya antara satu sama lain. Jika Gubernur 

.Tenderal setuju maka Idenburg bermaksud untuk mempersiapkan penin­

jauan kembali organisasi pendiJikan sesuai dengan jiwa gagasan yang 

telah dipaparkan di atas dan minta diberi kuasa untuk membebaskan 

beberapa orang yang cakap untuk menyusun hagan kerja sementara ser­

ta menjabarkannya sejauh mungkin sebagai landasan bertolak ke arab 

penanggulangan masalah-masalah konkrit yang timbul. 

Dalam uraian di atas ditunjukkan bagaimana politik pendidikan 

Hindia-Belanda terjerat ke dalam ' impase atau kesulitan jalan buntu 

yang sukar ditembus dan tindakan apfl . dap,at diadakan di bidang pen­

didikan sendir'i supaya pada akhirnya dapat menurunkan biaya in­

trinsik. Tidak perlu dijelaskan bahwa politik seperti itu baru da­

pat diharapkan hasilnya· di kemudian hari tetapi pada tahun-tahun 

berikutnya yang dekat hanya baru dapat mengandalkan kepada tindak­

an-tindakan persiapan dan perluasan sekolah yang beralasan sesuai 

dengan dasar-dasar yang ada. Di samping itu dengan sendirinya mun­

cul pertanya~n apakah pada umumnya biaya untuk pendidikan dengan 

memperhati~n ' tujuan politi,k kolonial umum tidak" ter].~lu rendah ji­

ka dibandingkan dengan penge'iuaran lain-lain. Berapa persert dari 

pengeluaran digunakan di bldang pendidikan tidak dapat diberitahukan 

karena terutama data yang tepat mengenai pengeluaran untuk sekolah 
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Bumiputera yang tidak 1agi dimuat da1am anggaran pendidikan. Te­

tapi menurut kenyataan sejak tahun 1925 pengeluaran untuk pendidik-

·an kira-kira 7% naik pada tahun 1931 hingga 8,4%1 dan tahun 1934 me­

nurut perkiraan hingga . l2;8% tetapi sete1ah di1aksanakan penghemat­

an untuk tahun 1936 turun menjadi 9,3% dari pengeluaran biasa, ter­

masuk beban untuk ·bunga dan pembayaran pensiun.*) 

Menurut Idenburg persentasetersebut di atas tidak boleh di­

anggap terlalu besar lllengingat bahwa Hindia-Belanda di bidang pendi­

dikan masih banyak ketinggalannya. Diketahui olehnya bahwa di Phi­

lipina 23% dari pengelua~an negara digunakan untuk pendidikan dan 

di Muang Thai kira-kira 17%. (Vi. Mr. Muller, Onderwijs en .Op­

voeding in Zuid-Oost Azie, Ba.tavia-C, 1941, halaman . 52 dan .98). 

Secara relatif Hindia-Belanda benar-.benar tidak memboroskan penge­

luaran untuk pendidikan rakyat. Menurut pendapat Idenburg adalah 

untuk politik pendidikan yang aktif apabila bertitik tolak dari 

prinsip bahwa persentase yang jauh lebih tinggi dari seluruh penge-

··luaran Gubernemen Hindia-Belanda disediakan untuk tujuan pendidikan 

'dan d•igunakan sebagai pegangan dalam politik pendidikan untuk tahun 

tahun berikutnya. 

Prinsip itu disinggungnya karena disadari bahwa pengeluaran 

istimewa yang diperlukan un:tuk pertahanan manbuat sulit sekali un­

tuk a priori memutuskan penaikan secara perbandingan pengeluaran 

untuk pendidikan. Seperti telah dikemukakan ada bahayanya bahwa 

kondisi kE:!uangan akan menyebabkan politik pendidikan sedikit banyak 

bergantung kepada aspek finansiil seperti berkali-.kali terjadi un­

tuk tahun-tahun tertentu. Sebenarnya setiap talmn · harus ditetapkan 

*) Ikhtisar pengeluaran untuk bidang pendidikan pada t'ahun-tahun 
tiga puluhan dalamperbandingan dengan jumlah seluruh pengelu­
aran pemerintah tidak pernah dipublikasikan. Penyusunan ikhti­
sar seperti itu sangat dipersulit oleh penyerahan sebagian be­
sar dari tugas pemerintah Pusat di bidang pendidikan kepada ke­
satuan-kesatuan otonomi Lokal dan Daerah~ dan selanjutnya oleh 
perubahan-perubahari ' teknis dalam penyusunan anggaran belanja 
Pemerintah Pusat nan Pemerintah Daerah Otonom. 

• I 
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lagi untuk rnenentukan politik kolonia l. Idenburg menccba 

menjelaskan bahwa prinsip yang demikian tidak tepat 9 karena dengan 

cara demikian tidak pernah ada kebijaksanaan yang sebenarnya 

di bidang, p~ndidikan. Dengan rendah h~ti ia berpendapat bahwa po-

litik pendidikan merupakan faktor sangat esensiil dalam poli-

tik kolonial umum yang tidak mungkin ada tanpa yang pertama. 

Mengenai penambahan relatif pengeluaran untuk pendidikan ia 

tidak mau memberi saran atau rekomendasi tertenti 9 karena seperti 

telah dikemukakannya yang penting baginya ialah mengenai prinsip. 

Saran konkrit hanya baru dapat diberikan jika berdasarkan keputus­

an mengenai prinsip itu disusun suatu rencana kerj~ umum untuk mi­

salnya jangka waktu 10 tahun. Dalam hubungan erat dengan .ini di­

singgung ,persoalan prinsipiil la~n yang sebenarnya termasuk dalam 

bidang politik kolonial umum. Berbeda dengan negeri-nege~i Barat 

modern yang sudah berkembang maju, Hindia-Belanda ada dalam stadium 

baru sebagian sedang berkembang di bidang sosia~-ekonomi. Di sini 

masih terdapat persediaan laten berupa potensi di bidang produksi 

basil bumi, tenaga kerja, kemungkinan industri, dan perdagangan da­

lam dan luar negeri yang belum diaktifkan dan tanpa persiapan tidak 

dapat diaktifkan. Di sini dapat dikatakan masih ada lapangan eko­

nomi yang relatif belum digarap. Seperti telah dikemukakari di atas 

situas~ keuangan Hindia- Belanda pada umumnya jika berpegang kepada 
. ' ' 

sistim keuangan yang ada hanya membuka kemungkinan tersedia sedikit 

sekali uan& untuk penggarapan secara aktif potensi-potensi itu dan 

eksploatasinya akan memakan waktu puluhan tahun. Hal ini berarti 

bahwa satu-satunya cara pemecahan yang benar-benar untuk meningkat­

kan penghasilan dengan menaikkan kemakmuran dan perhubungan lalu­

lintas ada di luar jangkauan keterbatasan keuangan. 

Hal di atas menimbulkan pertanyaan apakah dalam prinsip ditem­

puh jalan tepat jika pengeluaran yang pada hakekatnya digunakan un­

tuk memperkuat kemampuan produksi pada umumnya dan dalam perhubung­

an antara satu dengan lainnya yang di dalam politik keuangan disa­

makan dengan pengeluaran untuk hal-hal yang hanya mengenai kebutuhan 
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dan kepentingan masa kini. Dengan yang terakh'ir ini dimaksudkan 

·misalnya penyediaan sekolah untuk kelompok sosial~ seperti menurut 

kenyataannya sudah terlibat dalam perhubungan sosial modern. 

Kemudian pemeliharaan keamanan dan tata-tertib, peradilan~ dan pa­

da umumnya 'segala hal yang ditujukan untuk memelihara kelestarian 

tertib kenegaraan dan sosial. · 

Pengeluaran yang bertujuan kepada masyarakat dalam masa depan 

seperti mengaktifkan perekOnomian rakyat, meningkatkan kesehatan 

rakyat, dan ketahanan rakyat~ peningkatan kesempatan kerja dan ke­

mampuan kerja, pembentukan kecerdasan intelektuil sebagai dasar 

kenaikan perhubungan~ dll., sifatnya berbeda sama sekali dari pada 

pengeluaran yang diguriakan untuk keamanan dalam kehidupan sehari­

hari. Di dalam usaha biasa pengeluaran yang khusus ditujukan ke­

pada peningkatan kemungkinan produksi dan ratio laba (rentabilitas) 

dianggap sebagai pengeluaran modal. Menurut menejemen keuangan 

negara yang berlaku juga pengeluaran seperti untuk meningkatkan 

kemakmuran rakyat umum pada ·masa depan termasuk ke dalam pengelu­

aran biasa. 

Idenburg mempertanyakan apakah semua itu dalam prinsip tepat 

sama sekali. Ia dapat membayangkan bahwa dalam pembatasan terten­

tu dan terlepas dari aspek anggaran belanja tiap tahun~ akan dise­

tujui adanya keleluasaan atau kelapangan untuk peng~luaran yang 

tidak dapat dihindarkan untuk tujuan pengembangan potensi-potensi 

· ekonomi Hindia-Belanda dengan cepat. Persoalan ini disinggungnya 

; karena menurut keyakinan pada penggarisan arah politik pendidikan 

dengan benat-benar harus dipertenggangkan arti pengeluaran untuk 

jenis-jenis sekolah tertentu dengan pengeluaran lain yang biasa. 

Pembahasan di .atas dirangkumkan dalam beberapa kesimpulan se­

bagai berikut: 

I. Dianggap mendesak supaya melanjutk8n dengan giat perluasan 

sekolah Bumiputera untuk pembetantasan puta huruf. Dalam ke­

r-angka tujuari · itu diajukan kepada Gubernur Jenderal usul ter­

sendiri. 
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II. Direkomendasikan peningkatan partisipasi masyarakat sendiri 

dalam usaha menyediakan sekolah dengan mengadakan beberapa 

peraturan untuk memungkinkan pemberian bantuan yang berlain­

an dari subsidi integral kepada sekolah-sekolah swasta yang 

memenuhi kriteria tertentu. Mengenai masalah ini juga akan 

diajukan usul kepada Gubernur Jenderal dalam waktu de­

kat. 

III. Pada hakekatnya perlu diambil keputusan dalam persoalan apa­

kah peninjauan kembali sistim pendidikan dengan tujuan meng­

adakan "Indonesianisasi" lebih jauh dan menyesuaikan sckolah 

kepada masyarakat di Hindia-Belanda, segera ~arus dipersiap­

kan dengan tindakan nyata. 

IV. Sedapat mungkin pada hakekatnya diambil keputusan bahwa pe­

ngeluaran untuk pendidikan dalam tahun-tahun berikut menurut 

umum relatif akan dinai~~ persentasenya dengan juga memper­

hitungkan kenyataan bahwa sebagian dari sekolah-sekolah benar 

benar diperlukan untuk memungkinkan peningkatan kemakmuran 
rakyat.*) 

*) 
Dengan surat Sekretaris Pemerintah I, tanggal 8 April 1940 no-
mor 692/A dimintakan saran mengenai sub III kepada Direktur 
Departemen Keuangan. 
Saran ini dan dokumen yang lain mengenai penyelesaian surat 
tersebut tidak ditemuk~n. 



PERLUASAN 

SEKOLAH BUMIPUTERA - RENCANA PENEROBOSAN (DOORBREKINGS-PLAN) 

119. Dari Direktur Pendidikan dan Agama (Dr. P.J.A.Idenburg) kepada 

Gubernur Jendera1 (Tjarda van Starkenborgh Stachouw~r) 2 
tangga1 8 Maret 1940 . 

Direktur Pendidikan dan Agama mengusu1kan per1uasan seko1ah 

Bumiputera secara besar-besaran da1am rangka rencana empat tahun 

cimu1ai dari tahun 1942. Pemberantasan buta huruf seyogianya ti­

dak hanya diserahkan kepada kesatuan-kesatuan otonomi 1oka1 saja, 

tetapi pemerintah .Pusat harus pula memberikan 1ebih banyak bantu­

an keuangan. Da1am surat kep;tda Gubernur Jendera1 Tjarda van 

· StarkenborS,h Stachouwer tangga1 8 Maret 1940 nomor 55x/ A Rahas ia, 

usu1 tersebut ~ije1askan dan diuraikan sebagai berikut: 

Pe~yerahan penye1enggaraan seko1ah Bumiputera kepada kesatu­

an otonomi 1okal di Jawa dan Madura pada tahun 1937 menyebabkan 

pemerintah Pusat tidak 1agi secara 1angsung berurusan dengan per­

kembangan kwantitatif pada bagian ini di bidang pendidikan. Yang 

penting ialah, bahwa penyerahan itu terjadi pada waktu tindakan 

penghematan dalam tahun-tahun krisis te1ah berpengaruh sepenuhnya 

kepada tingkatan pembiayaan seko1ah desa dan sekolah "vervolg". 

Terdapat keadaan kesederhanaan yang sukar dibedakan dari kemis­

kinan. Pada penentuan hubungan keuangan antara pemerintah Pusat 

dengan Kabupaten dan Kotapraja di Jawa ada juga suatu ke1ebihan 

yang pada waktu terjadi kenaikan pendapatan memberikan ke1onggar­

an untuk mengadakan suatu per1uasan, tetapi da1am praktek ternya­

ta bahwa terutama sejak krisiskenaikan biaya material dan perso-
. . ' ... ~ . :· 

nalia menghabiskan kelebihan itu dan se1anjutnya di kabupaten-ka-

bupaten yang justru 1ebih miskin dan kekurangan sekolah pada ha­

kekatnya tidak ada ke1onggaran untuk mengadakan perluasan yang 

memadai. 
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Penyelenr,sarac.n se1<olah Bumi 1ut era di luar J m.ra dan Hadura dan 

urusan sekolah bersubsidi mula-mula masih ditangani oleh pemerintah 
*) Pusat. t etapi setelah pernbentukan kesatu~m-kesatuan kclompok ·lokal 

dan pelaksanaan sistim anggaran belanja untuk .daerah (regiona'le 
. **) begrotingen), maka Departemen Pendidikan dan Agama tidak lagi 

secara langsung turut campur dalam urusan sekolah Bumiputera di da­

erah-daerah. Hanya sekolah bersubsidi masih menjadi urusan peme­

rintah Pusat. Ferluasan sekolah rendah Bumiputera yang merupakan 

alat ampuh dalam pemberantasan buta huruf oleh peraturan tersebut 

telah dilepaskan dari kendali politik pendidikan Pusat dan diserah­

kan sama sekal'i kepada pendapat badan-badan otonomi dan penguasa di 

daerah-daerah serta kepada kemampuan keuangan daerah-daerah itu 

sendiri. Menurut pengalama? di Jawa dan Madura dengan cara seperti 

itu tidak dapat di1aksanakan politik pendidikan yang benar-benar 

aktif. Daftar berikut memberikan ikhtisar perluasan sekolah . Bumi-· 

putera dalam tahun-tahun yang lewat. 

Propinsi Jawa Barat -------------------
Sekolah Desa 
Sekolah ''Vervo1g" cam~uran 
Seko1ah "Vervolg" gadis 
Kursus Guru Desa 

~~~£!~~!-~~~~-!~~~~~ 
Sekolah Desa 
Sekolah "Vervolg" campuran 
Sekolah ''Vervolg" gadis 
Kursus Guru Desa 

~~~E!~~!-~~~~-!im~! 
Sekolah Desa 
Sekolah "Vervolg" campuran 
Sekolah '~Vervolg" gadis 
Kursus Guru Desa 

1937 

13 

1 

4 

1938 ' 

14 
7 . 
.3 

14 

1 

13 

38 
3 
7 

10 

1939 Jumlah ------
27 41 

2 9 
3 6 

15 42 

80 80 
10 11 

2 2 
25 39 

32 70 
11 14 

2 9 
18 32 

*) Pada tahun 1938 terbentuk kesatuan kelompok Minangkabau dan 
Banjar, dan pada tahun 1941 kelompok Palembang. 

**) Diadakan pada tahun 1938 di daerah-daerah yang ~!um 4ikenakan 
desentralisasi pemerintahan. Sistim ini saoagai p~rsiapan . 
pembentukan kesatuan-kesatuan kelompok 1oka1. · 
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Perluasan yang digambarkan di atas sama sekali tidak mencu­

kupi perangkat pendidikan Bumiputera supaya kapasitas tetap pada 

tingkatan yang relatif, karena selisih antara kenaikan penduduk 

dengan tamhahan ruangan sekolah yang tersedia makin menjadi buruk. 

Gejala yang sangat merugikan terutama terdapat di daerah-daerah 

yang miskin. yang justru secara khusus membutuhkan perluasan seko­

lah untuk perkembangan perekonomiannya di kamudian hari. Daerah­

da.erah tersebut sama sekali tidak mempunyai kemampuart untuk mencip­

takan kondisi bagi perkembangan itu dan penyerahan urusan sekolah 

justru menentukan kemiskinan untuk daerah-dae·rah tersebut. 

Penyebaran secara ' luas sekolah Bumiputera merupakan salah sa-

tu sarana terutama ·dan paling menentukan untuk memberantas buta hu­

ruf. Pada pembincangan anggaran belanja pendidikan untuk tahun 

1940 di'sampaikan kepada Dewan ·Rakyat ikhtisar produksi melek huruf 

di kalangan orang Bumiputera sebagai berikut . berdasarkan i1ustrasi 

angka-angka anak berumur · 8 tahun dan jumlah murid ke1as tiga seko­

lah · rendah (sekolah desa, seko1ah Ke1as Dua 1engkap, sekollih rendah 

Eropa, HIS, sekolah khusus dan HCS). 

'Tahun : 
ajaran 

1930/31 

1931/32 

1932/33 

1933/34 

1934/35 

1935/36 

1936/37 

1937/38 

Anak Bumi..:. 
putera ber 
umur 8 th. 

1. 545.867 

1.569.055 

1.592.591 

1.616.480 

1.640. 727 

1.665.338 

1.690.318 

1. 715.673 

Juml.murid Bumi­
putera di k1.III 
sek.rendah negri 
dan bersubsidi 

3~.i .374 

386.i..16 

397.'787 

405.521 

394.650 

397.416 

412.731 

425.003 

Lajur 3 
da1am % 
thd. 
1ajur 2 

22,86 

24,61 

24,98 

25,09 

24,05 

23,86 

24,42 

24,77 

Lajur 2 dikurangi 
1ajur 3 · 

1.192. 493 

1.182. 939 

1.194. 824 

1.210.959 

1.246.077 

1.267.922 

1.277.587 

1.290.670 

Gubernur Jenderal diingatkan kepada pid~tonya da1am pembukaan 

sidang utama,. Dewan Rakyat yang baru 1ewat, bahwa pemerintah tidak 
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mengingkari tanggung jawab mengenai perkembangan sekolah Bumipute­

ra yang memadai dan dengan demikian menguatkan janji yang telah di­

berikan pada waktu penyerahan tugas dan kemudian diulangi, bahwa 

pemerintah dalam hal ini tidak akan menyuruh pihak lain untuk ber­

tanggung ja\-Jab. Dalam pidato pembukaan itu antara lain dikatakan 

bahwa pemerintah akan tetap be'!."usaha mengadakan perluasan sekolah 

Bumiputera sebanyak-oanyak.nya, karena pendidikan di sekolah untuk 

massa rakyat dari penouduk Bumiputera merupakan salah satu persoa1-

an terpenting dalam politik per-didikan. Pemerintah mempertimbang­

kan dengan saksama persoa1an keuangan mengenai kemampuan dae~ah un­

tuk melaksanakan tugas yang diserahkan itu dan mengadakan perbaikan 

apabila ternyata daerah tidak mampu. 

Diingatkan pula kepada pengajuan· mosi o1eh Thamrin, Wiryopra­

noto, dll. dengan maksud bahwa dalam sidang pada permul~an tahun 

masih akan diajukan ren~ana-ren~ana untuk per1uasan sekolah Bumipu­

tera yang cepat. Mosi itu ditarik kembali setelah pemer~ntah men­

jelaskan bahwa perluasan sekol~h Bumiputera secara besar-besaran 

termasuk kehendak pemerintah sendiri .dan selanjutnya me~yatakan, 

bahwa pemerintah tidak dapat mengikatkan diri kepada suatu detik 

waktu sebagai permulaannya, karena diperlukan persiapan yang seba­

ik-baiknya. Di sini mosi yang dimaksudkan ialah mosi yang diajukan 

oleh Wiryopranoto, Iskandardinata, dan Lapian. 

01eh Idenburg dinyatakan bahwa tidak mungkin untuk ~ngajuka~ 

konsep yang dijabarkan secara lengkap terperinci untu~ .~engadakan 

per1uasan dengan tindakan yang nyata. Untu;.:. itu diper1ukan peneli­

tian yang mendalam mengenai kondisi keuangan dan sosia1 di tiap da­

erah masing-masing dan di samping itu harus diadakan pembicaraan 

dengan para Gubernur yang bersangkutan secara saksama. Harapannya 

untuk sebelum tersusun anggaran belanja induk tahun 1941 sudah da­

pat diajukan rencana kerja yang terperinci tidak terpenuhi. Semen­

tara itu tidak ada ha1angan untuk sebe1um anggaran tahup 1941 ter­

susun sudah mempersiapkan apa yang per1u untuk m~nyusun konsep per-

1uasan secara global. Sebab perluasan sejumlal1 sekolah desa dan 
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sekolah "vervolg 11 baru benar-benar dapat dilaksanakan jika sudah 

ada sejumlah guru ~ang cukup. Hal itu berarti bahwa untuk sekolah 

desa baru dapat dirnulai dua tahun sesudah pendidikan guru desa mu­

lai diadakan dan perlengkapan pendidikan bagi sekolah baru sudah 

ada. Untuk sekolah 1'vervolg" sebagian dari guru yang diperlukan 

ialah ses1,1dahdua tahun~ tetapi untuk sebagian besar baru dapat 

ditampilkan di sekolah setelah empat tahun. 

Pada umumnya dapat dikemukakan kira-kira besarnya jumlah se­

kolah desa baru yang harus dibuka pada tahun 1942 dan 1943 tanpa 

?itetapkan,mengenai penyebarannya dan jumlah sekolah "vervolg" 

yang baru akan harus dapat didirikan pada tahun 1945. Pendidikan 

guru sekolah desa dapat dimulai pada tahun 1940~ tetapi untuk se-

. kolah ''vervol,g" di sekolah (guru) normal belum dapat dimulai sebe­

lum tahun 1941, karena ruang sekolah yang tersedia untuk itu ter­

lalu sedikit dan harus didirikan sekolah-sekolah normal baru. Si­

fat perluasan dengan sendirinya terpaksa bergantung kepada kece­

patan yang dikehendaki untuk pemberantasari buta huruf melalui se­

ko.lah Bumiputera~ .Untuk itu dapat dibuatkan konsep umum tanpa de­

ngan segera memutuskan pelaksanaannya yang nyata secara terperin­

ci. 

Sebagai pegangan diusulkan untuk bertitik tolak dengari hagan 

1.000 buah sekolah desa setiap tahun. Secara global diperkirakan 

setelah 10 tabun sekitar 70% anak dari kelompok umur 6 tahun dapat 

. masuk sekolah dan jika dapat dikurangi putus sekolah anak di kelas 

dua dan tiga, maka kira-kira 50% dari anak kelompok umur tertentu 

telah mend?pat pendidikan sekolah selama tiga tahun, yaitu masa 

sekolah yang sedikit atau banyak secara resmi ditentukan sebagai 

basis untuk kelestarian melek huruf~ Anggapan ini tidak cocok de­

ngan kenyataan, tetapi fi~si ini dapat digunakan untuk hagan kerja 

umum, karena bagaimana-pun orang yang telah bersekolah melewati 

tiga kela~ dapat ditentukan sudah dapat membaca dan menulis dengan 

memadai, dan selanjutnya lingkungan sosial menentukan sejauh mana 

dap3t memelihara kepandaiannya secara individuil. Masalah ini 
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meskipun sangat penting artinya secara sosial dan pedagogis, belum 

waktunya untuk ditanggulangi dalam fase pertama pemberantasan buta 

huruf melalui sekolah. Perluasan sekolah desa berkaitan dengan 

fase pertama itu dan dari sebab itu fiksi tersebut dapat diterap­

kan. 

Jika selanjutnya diperhitungkan bahwa 3/4 hingga 4/5 dari per­

luasan itu diadakan untuk Jawa dan Madura. terutama dalam tahun-ta­

hun pertama Jawa dan Madura akan mendapat bagian terbesar, maka 

perluasan seperti yang diusulkan akan merubah perbandingan sekolah 

desa terhadap jumlah penduduk dari kira-kira 1 : 3.300 menjadi 

1 : 2.500. Angka-angka perbandingan ini sangat global, bahkan 

sampai tingkatan tertentu hampir teoritis karena hanya memperhi­

tungkan perkiraan rata-rata jumlah murid di sekolah yang pada ta­

hun-tahun berjalan mungkin akan mengalami perubahan. Sementara itu 

angka-angka perbandingan itu dapat digunakan dalam bagan umum. 

Untuk selanjutnya dapat menjelaskan pentingnya perluasan dalam 

kerangka politik pendidikan yang dianut perlu diketahui norma-norma 

dari peraturan umum subsidi (ASR = Algemene Subsidie Regeling) un­

tuk sekolah rendah Bumiputera. Seperti telah ditetapkan dalam masa 

penghematan ditentukan perbandingan 1 sekolah untuk 1.500 jiwa se­

bagai dasar untuk pemberian subsidi dan dapat dianggap tepat untuk 

penyediaan sekolah menurut apa adanya. Maka melalui rencana perlu­

asan sekolah dalam 10 tahun akan ditempuh setengah perjalanan dari 

perbandingan_ rata-rata yang ada di Jawa ke perbandingan yang "nor­

mal". 

Tidaklah cukup hanya mengandalkan kepada perluasan sekolah de­

sa saja. Dengan menyediakan sekolah desa 3 tahun. maka hanya dapat 

memberikan hal yang minimum saja kepada remaja. Tipe sekolah ini 

hanya dapat diterima ~alam kerangka fase pertama pemberantasan buta 

huruf, tetapi secara edukatif sangat kecil artinya. Pernyataan ini 

tidak mengimplikasikan untuk memperkecil nilai pedagogis sekolah 

desa jika menghargai kegunaan dalam lingkungan di mana sama sekali 

tidak ada sekolah. Menurut pengalaman meskipun hasiln:?a kecil 
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secara murni edukatif namun mempunyai arti sosial yang penting. 

Tetapi sekolah desa baru benar-benar dapat di.sebut seko1ah, apabila 

dapat ruembuka pintu untuk memasu:d seko1ah rendah yang lebih scm­

purna. Untuk itu harus juga secara re1atif discdiakan kesempatan. 

Jadi di samping perluasan seko1ah desa harus diadakan penyebaran 

seko1ah "vervo1g" secara leb::th luas. Untuk semzntara diperkirakan 

perbandingan jumlah seko1an "vervolg" terhadap sekolah desa sebagai 

1 : 4 dengan memperhatikan l~enyataan bah;.;a l:aru dapat dimu1ai sesu­

dah tiga tahun diadakan perlaasan sekolah desa. Perbandingan 1 : 4 

diambi1 sebagai rendah (nann .. ~ tahun-tahun belakangan 3: 10) tetapi 

dapat dipakei. Seko1ah "verVo1g" da1am hubungan dengan sekolah de­

sa harus di1ihat jumlah dan p~nyebarannya da1am kaitan dengan per­

kembangan kebutuhan dalam suatu daerah. 

Dalam beberapa dacrah di . lua:: Jaua dan Madura perbandingan se­

ko1ah desa terhadap sekolah "vervo1g" sebagai 20:1, di Jawa di sana 

sini 10:1, dan di kota··koLa besar 1~:1. Beda perbandingan ada hu­

bungannya dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah atau · tern­

pat. _ Selanjutnya di daerah-daerah tertentu tidak segera diadakan 

sekolah "vervo1g" karena harus <iimulai dengan kelas empat sesudah 

sek,o1ah desa yang rftempunyai tiga tahnn ajaran. Tetapi di tempat­

tempat yang lebih besar dapat terjadi pembentukan seko1ah "vervo1g" 

tiga tahun • . Semua kemungkinan !tu dapat di;;uJ:·ap dalam hagan per­

b.9.ndingan 1: 4. : 

P,erhitt•.ngan pembiayaan pe1aksanaan rencana diajukan da1am · lam-

p iran tersendiri. . Perhitungannya uibuat mengenai pembiayaan sampai 

dengan tahun 1949) ,, Disarankan, bah~.;ra teristime><~a pada tahun-tahun 

pertru&a per1u diadaka~ per:iues::m yang berarti. Sebabnya ia1ah se­

sudah penghematan pada tahun-tRhun krisis tidak ada perluasan yang 

berarti di daerah-daerah di mana pada tahun 1937 diserahkan urusan 

penye1enggarc.an sekolah. K~tingg;::. :l. an sangat teresa sehingga da1am 

keadaan yang demik1an itu ri~can calon muritl sekolah desa harus di­

to1ak. Ketingga:Lan itu harus dikejar. Juga perlu untuk mengakhiri 

keadaan bahwa lzbih dari 80 atau 90 inurid ditampung da1am satu ke1as. 
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Karena pada tahun-tahun yang pertama terasa keadaan darurat, maka 

wajar atas daear petluasan menurut bagan yang diusulkan pengejaran 

ketinggalan dimulai dengan rencana empat tahun. Pembiayaan harus 

dipikulkan kepada pemerintah Pusat, teru~ama di Jawa, karena kecu­

ali beberapa Kotapraja, kesatuan-kesatuan otonomi lokal tidak mem­

punyai cukup dana untuk dapat melaksanakan dengan sedikit memadai. 

Tanpa penerobosan sementl'tra mengenai aspek di bidang 11hubungan ke­

uangau" rencana itu akan sukar dilaksanakan. Untuk segera mene­

tapkan dana yang diperlukan ke dalam hubungan keuangan tidak mung­

kin, kata Idenburg.*) . 

Apabila diakui bahwa sekolah Bumiputera belum cukup tersebar 

secara normal seperti ternyata adanya buta huruf yang tersebar sa­

ngat luas dan kemampuan sangat negatif menampung' calon murid yang 

ingin sekolah, dan jika berpendirian .bahwa politik kolonial yang 

tepat menuntut supaya mayoritas penduduk mendapat ·kesempatan untuk 

' memperoleh pendidikan rendah ~ang sederhana, maka harus diambil 

keputusan bahwa perluasan sekolah Bumiputera supaya tersebar seca­

ra 1 'normal" harus ditanggulangi di luar rengrengan (bestek) hu­

bungan keuangan seperti yang sudah diatur. Dalam pemikiran ini 

termasuk pula pemikiran bahwa subsidi pemerintah Pusat untuk tuju-

anini harus ·bersifat sementara dan jika dianggap telah tercapai 

kapasitas persekolahan yang normal, subsidi itu harus dileburkan 

ke dalam hubungan keuangan. Dapat juga dipikirkan untuk melebur-, ., . 

kannya secara bertahap • . Mengenai penyebaran sekolah yang dianggap 

normal penetapa~nya belum dapat dikemukakan. Tetapi menurut per­

aturan umum subsidi, l sekolah untuk 1. 500 j iwa penduduk. Keadaan 

masih jauh belum sampai di situ sehingga agaknya prematur untuk 

*) Dimulai dengan ' l Januari 1938 diadakan peraturan baru mengenai 
hubungan periihbangan keuangan dengan kesatuan-kesatuan ot0nomi 
di daerah, menggantikan sistim pemberian subsidi dalam jumlah 
tetap. Menurut peraturan baru itu kesatuan otonomi harus men­
cari pendapatan dari pungutan pajak dan bagian pendapatan dari 
sumber-sumber penghasilan Gubernemen (negara), yang ditetapkan 
persentasenya untuk tiap kesatuan. 
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membuat ketetapan. 

Diusulkan untuk mengatur pemberian subsidi berdasarkan renca­

na kerja yang disusun tiap tahun untuk tiap kesatuan otonomi dan 

daerah masing-masing di bawah pimpinan langsung Gubernur. Untuk 

itu· akan diadakan pembicaraan dengan para Gubernur oleh Departemen 

Pendidikan dan Agama. · Rencana kerja itu seyogianya disusun setiap 

tahun, karena pertama-tama harus ada peluang untuk rnemenuhi kebu­

tuhan khusus ruangan yang sementara itu timbul 9 dan ~elanjutnya 

setiap daerah dan kesatuan otonomi masing-masing harus dapat diper­

hatikan aspek keuangannya yang bisa berbeda-beda karena pengaruh 

gejala'-gejala konjungtur tertentu. Sebab sebagai suatu faktor pen­

ting pemberian suatu subsidi khusus tidak boleh menjuruskan kesatu­

an otonomi dart 'daerah untuk tidak ikut dengan. dana sendiri dalam 

penyediaan dan· penyebaran sekolah'; Seiring dengan pemberian subsi­

di harus diadakan pengawasan yang saksama terhadap anggaran belanja 

Daerah. Dengan sendirinya harus ikut diperhitungkan bahwa di kesa-

tuan otonomi dan daerah, orang akan terlalu mud.9.h untuk mengandal­

kan perluasan dl:m peny~baran sekolah ?.ebih lanjut kepada subsidi 

dari Pusat dan dengan cara demikian menggunakan dana untuk tujuan 

lain dari pada yang diinginkan. Hal ini tidak tepat, karena jika 

dibiarkan akan melemahkan keyakinan kepada kewajiban untuk dengan 

kekuatan sendiri ikut mengambil bagian dalam urusan pent~ng pemerin­

tah. Dalam hubungan ini disarankan bahwa seluruh jumlah dana yang 

disediakan dalam anggaran belanja pemerintah Pusat dianggap sebagai 

makstmum, dalam arti bahwa kredit yang tersedia tidak perlu diguna­

kan selurtihnya apabila kesatuan lokal dan daerah dengan dana sendi-
: . ' 

ri mempunyai kemampuan secara memadai. Mengenai pengaturan pembe­

rian subsidi kepada daerah-daerah apakah diperlukan dasar bukumnya, 

penyelesaian dise;rahkan .kepada Komisat:is Pemerintah untuk Pembaharu­

a,n Pemerintahan, C.J.H.R. de Waal, karena Idenburg merasa tidak kom­

peten. dalam urusan itu. Dalam hubungan dengan ini disarankannya 

bahwa subsidi pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan sekolah Bumipu­

tera disetorkan ke dalam dana khusus yang dibentuk untuk keperluan 
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itu. Dana ini akan mempunyai keuntungan bahwa pengeluaran yang 

tidak diperlukan (dipergunakan) dapat dicadangkan untuk tahun ber­

ikutnya dan dengan demikian mungkin dapat mengurangi anggaran bia­

ya pemerintah Pusat untuk tahun berikutnya. Sebagai orang yang 

tidak ahli ia merasa tabu bahwa berk~itan dengan pembentukan dana 

ada keberatan khusus dalam kebijaksanaan keuangan. Sedangkan per­

kiraan anggaran lebih rendah untuk tahun berikutnya dalam hubungan 

dengan masuknya pengurangan oleh daerah-daerah otonomi, tanpa pem­

bentukan dana pun dapat diadakan dengan metode kerja rencana ta­

hunan. 

Yang dijadikan patokan ialah subsidi khusus ·tiap tahun yang 

dalam anggaran biaya pendidikan diproyeksikan sebagai suatu jumlah 

global, di mana ditentukan seluruh perluasan sekolah Bumiputera 

yang dikehendaki. Setelah diadakan pembica~aan dengan para Guber­

nur, maka diserahkan kepada Gubernur masing~masing penetapan formil . 
jumlah subsidi untuk setiap kesatuan otonomi. Jika diambil kepu-

tusan dalam prinsip menurut gagasan yang 'telah dikemukakan itu da­

pat dimulai dengan memasukkan mata anggaran global untuk tujuan itu 

ke dalam anggaran tambahan. Kemudian dapat ditentukan peraturan 

yang diperlukan untuk membagikan dana tersebut kepada berbagai ke­

satuan otonomi dan daerah-daerah. Untuk itu masih tersedia cukup 

waktu. 

Sementara itu dapat dilanjutkan mengumpulkan data lokal dan 

mengadakan pembicaraan 'dengan para Gubernur mengenai bagaimana me­

laksanakan pembagian perluasan se~olah desa untuk tahun pertama 

(1942). Disarankan ·supaya pada tahun itu dimulai dengan kira-kira 

200 sekolah desa untuk daerah di luar Jawa dan Madura, dan kira­

kira 800 buah untuk Jawa dan Madura, karena di Jawa dan Madura le­

bih banyak ketinggalan yang harus dikejar. Di daerah seberang se­

jak tahun 1937 telah mendapat lebih banyak perluasan. Selanjutnya 

pertama-tama yang dianggap paling baik ialah bahwa pembagian sub­

sidi diusahakan untuk menghilangkan perbedaan terlalu besar dalam 

penyediaan sekolah. Jadi untuk selanjutnya terutama harus 



308 

~itekankan kepada perluasan pada tempat-tempat yang penyebaran se-

: kolahnya paling sedikit. Di samping itu sudah t~~-tu he.rus diper­

h~tika~ l~ju masuk yang nyata di seko!ah yang ada. Harus selekas 

:mungkin diakhiri keadean bahwa untuk seko1ah desa harus dito1ak 

anak-anak karena a1asan sederhana, "tidak ada tempat". Se1anjut­

nya · harus diusahakan untuk sedapat-dapatnya memperbaiki keadaan 

seko1ah yang di 1uar kapasitasnya dibebani ter1a1u banyak murid 

untuk tiap ke1as. 

Jika pemikiran seperti diuraikan di atas disctujui o1eh Gu­

bernur Jendera1, dirnintakannya supaya ia dikuasakan untuk da1am 

anggaran tambahan tahun 1940 dan anggaran induk tahun 1941 mema­

sukkan jum1ah yang tertera da1am daftar usulan ter1ampir. Se1ain 

itu dimintakan persetujuan untuk mengadakan pembicaraan dengan pa­

ra Gubernur guna menyusun rencana kerja sementara. Untuk memberi­

kan gambaran mengenai persiapan yang diadakan untuk rencana seper­

ti yang dlusu1kan, ditambahkan 1ampiran berupa nota dari P. Koeze, 

Penasehat untuk Pendidikan Bumiputera yang di dalanmya mengo1ah 

banyak data , penting mengenai kabupaten-kabupaten di Jawa. 

Sebagai rangkuman diajukan kepada Gubernur Jendera1 usul-usu1 

sebagai berikut: 

I. Supaya pada prinsipnya disetujui untuk selama paling sedikit 

4 tahun dimu1ai dengan tahun 1942 . mendirikan 1.000 ·sekolah 

desa tiap tahun 9 dan mulai dengan tahun 1945 mendirikan 250 

seko1ah "vervo1g11
• 

II. Supaya .diberi kuasa untuk pada anggaran tambahan 1940 dan 

anggar.an induk 1941 memperhitungkan ·da1am hubungan dengan 

perluasan seko1ah .tersebut biayg untuk penye1enggaraan pendi­
*) 

dikan guru desa dan guru sekolah "vervo1g" (nol:malis). 
:, "; 

*> Usul anggaran tambahao tahun .1940 tipak diselesaikan dalam 
perbincangan dengan Dewan Rakyat. D~llam Anggaran Hindia-Be1anda 
usul anggaran untuk "penyelenggaraan sekolah di daerah-daerah 
yang pemerin,tahannya di-desept,ralisasi dan piperbaharui" dite-
. tapkan sebag~ii subsidi kepada daerah otonom untuk mendirikan 
seko1ah 11norma1'~ 3- buah, agar dapat didirikart ·200 sekolah "ver­
vo1g", dan untuk mendirikan 40 kursus guru desa supaya dapat 
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III. Supaya ditetapkan bahwa da1am peraturan per1uasan seko1ah 

tersebut akan diberikan subsidi khusus yang bersifat sementa­

ra kepada kesatuan-kesatuan otonomi 1okal dan daerah. 

IV. Kepnda Komisaris Pemerintah untuk Pembaharuan Pemerintahan 

dimintakan nasehat mengenai persoa1an bagaimana mengatur pe­

nyimpangan da1am kebijaksanaan keuangan. 

V. Supaya dikuasakan untuk mengadakan pembicaraan persiapan de­

ngan para Gubernur di propinsi dan Daerah (1uar Jawa dan Ma­

dura) sesuai dengan tujuan seperti te1ah dikemukakan da1am 

uraian di atas. 

Penje1asan mengenai daftar usu1an dibuat sangat sederhana su­

paya untuk D~1an Rakyat dapat dibatasi kepada apa yang dapat dipu­

tuskan. Pada dafter usu1an untuk Anggaran Hindia-Be1anda (Indische 

Begroting) diberi penje1asan sebagai berikut: "Ternyata bahwa da­

erah-daerah otonom tidak mampu dengan dana yang ditetapkan da1am 

peraturan mengenai hubungan keuangan, untuk membiayai per1uasan 

seko1ah Bumiputera. Diusu1kan mengadakan peraturan pemberian sub­

sidi untuk mendirikan 50 kursus untuk pendidikan guru desa, agar 

didirikan 800 seko1ah desa baru pada tahun 1943. Di sini dibu­
at catatan bahwa "bukan da1am satu tahun, tetapi da1am beberapa 
tahun berturut-turut didirikan 800 seko1ah desa dan 200 seko1ah 
'vervo1g' setiap tahun". Jum1ah ini menurut pemerintah kira­
kira sudah maksimum daripada yang dapat diwujudkan da1am tiap 
tahun~ jika ditinjau dari segi organisatoris dan teknis pendi­
dikan dan harus mempertimbangkan bahwa di berbagai daerah di 
Hindia-Belanda keinginan untuk menyeko1ahkan anak masih 1aten. 
Di samping itu ditambahkan bahwa o1eh dae~ah otonom yang keuang­
annya kuat dapat dilanjutkan untuk dengari dana sendiri mengada­
kan per1uasan seko1ah. Menurut laporan yang diberikan kepada 
Dewan Rakyat da1am tahun ajaran 1940-1941 se1uruhnya didirikan 
272 seko1ah desa dan 75 seko1ah "vervo1g". Da1am perbincangan 
Anggaran Hindia-Be1anda, pemerintah menjanjikan jika ternyata 
mungkin mendirikan 1ebih dari 40 kursus tanpa membahayakan ting­
katan pendidikan di seko1ah desa, akan dipertimbangkan untuk 
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memungkinkan pendirian 1.000 sekolah desa pada tahurt 1943 dan pem­

l)erian subsidi pn.tuk lllendirikan 5 sekola,h ' 'normal' agar memungkin­

. ~n pendir,ian 250 _sekolah 'vervolg' dalam tahun 1945". **) 
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minta persetuju~n Dewan Rakyat, supaya diberikankredit baru 
.· pada a~ggaran tambahan. Dengan anggaran tambahan 1941 masih 
disediakan 10 kursus guru desa. Dalam kerangka r~ncana "pe­
nerobosan" se~njutnya· pada pet'mu1aan tahun ajaran -1941-1942 
sudah dapat dibuka 32 sekolah •"vervolg" di daerah-daerah yang 
pemerintahannya di-desentralisasi dan diperbaharui, ketika 
:ternyata un~~k itu tersedia -cukup guru ~um normalis atau ta-
matan sekolah normal. · 

**) Rencana pener'obosan perluasari sekqlah ,ini · ti:dak sempat dilak­
sanaknn_, karena kedahuluan oleh pendudukan Balaterttara Jepang 
( -pen:yadur.:.) : ., 
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) 
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MULO A M S 
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THS (ST Teknlk) 

'D-DDD-0 

RHS (ST Hukum) 

D-DDD-0 

KETERANGAN 

Voorklas 
Kelas pendahuluan 

Vak School 
Sekolah Kejuruan 
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DAFTAR GUBERNUR JENDERAL HINDIA-BELANDA 

1900-1940 

W. Rooseboom 3-10- 1899 sampai 

J.B . van Heutz 1-10-1904 sampai 

A.W.F. Idenburg 18-12--1909 sampai 

Mr. J.P.graaf van Limburg Stirum 21- 3-1916 sampai 

Mr. J?.Fock 24- 3-1921 sampai 

Jhr. Mr. A.C.D.de Graeff '· 7- 9-1926 sampai 

Jhr. Mr. 
'· 

B .C .de Jonge 12- .;9-1931 sampai 

Jhr. Mr. A.W.L.Tjarda van Starkenborgh 

Stachouwer 17- 9- 1936 sampai 

DAFTAR KETUA DEWAN HINDIA BELANDA 

1900-1940 

Mr. Th. H.de Meester 
• r .. 

diangkat 27- · 5~1898 

P .M~L. de Bruyn .~rirtce diangkat 24- .9-1904 
'.·.;. 

Jhr. O.van dcr Wijck dian~kat 29- 9-1905 

D.F.W. van Rees diangkat 24-. ~-1908 
J.B. van der Houven van Ooordt l diangkat 3- 9- 1914 
Jhr. Mr. A.C.D.de Graeff diangkat 2- 1-1917 
H.N.A. Swart diangkat 2- 9-1918 
Dr. E.Moresco diangkat 25- 2-1922 
W. Frijling diangkat 9-11-1923 
Mr. K.F.Creutzberg diangkat 3-11-1924 
Ch. J.I.M. Welter diangkat 10-10~1929 
C.W. Bodenhausen diangkat 4- 3-1931 
Dr. J.W. Meyer Ranneft diangkat 26- 4-1933 
C. van den Bussche diangkat 23- 6- 1936 
Mr. H.J. Spit diangkat 21- 11-1938 

Dir· 
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1-10-1904 

18-12-1909 

21- 3-1916 

24- 3-1921 

7- 9-1926 

12- 9-1931 

17- 9-1936 

8- 3-1942 



DAFTAR DIREKTUR PENDIDIKAN, AGAMA, (DAN KERAJINAN) 

1900_.1940 

Mr. J.H. Abendanon 
• : ) ., ' j: 

A.J.G.A. Wiemans, (PJ) · · .. ,;~" ~ -·~ -"."' 
'· . ~ Secr.dept. O.E. en N. · • - · 

Mr. J.G. Pott 

Mr. dr. M.S. Koster 

: Dr. G.A.J. Hazeu 

Dr. E. Moresco (Pj) 

4.- 3-1900 

__ ..:t4- 3-1905 
' 

15- 8-1905 

3- 5-,1908 

3- 1-1912 

3-12-1914 

sampai 

sampai 

sampai 

sampai 

sampai 

sampai 

4-3-1905 

15- 8-1905 

3- 5-1908 

3- 1-1912 

3-12-i914 

~Mr •. ~.F. Creutzberg 18-12~1916 sampai 
r In 

18-12-1916 

:6- 3-1922 

19- 7-1923 

-11 1923 

2- 2-1924 

J .F .W. van der Meu1en. onderdir. (Pj) 6- 3-1922 sampai 

Mr. K.F. Creutzberg 19- 7-1923 sampai 

P. de Man (Pj) -11-1923 sampai 

J.F.W. van der Meu1en 

P. de Man, onderdir.. (Pj) 

2- 2-1924 sampai 2-12-1925 

2-12-1925 sampai 24- 3-1926 

J. Hardeman 24- 3-1926 

Dr. B.J.O. Schrieke 6- 5-1929 

Dr. A.D.A. de Kat An~e1ino . 16- 5-1934 

Dr. P.J.A. Idenburg 31- 5-1937 

Prof.Dr. Pangeran A. Hoesein Djaja-

diningrat (Pjs) 15- 5-1940 
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sampai 6- 5-1929 

sampai 16- 5-1934 

sampai 31- 5-1937 

sampai 15- 5-1940 

sampai 28~ 5-1941 




